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PRESIDEM
REPUBLIK INDOMHESM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PREZIDEN REPUBLIK INDONESIA,

baehwa wuntuk mesujudkan tujuan  pembentukan
Pemerintah HNegara Indonesia dan mewuwjudkan
masyarakat Tndonesia yang sejahtera, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indopesia Tahun 1945, Negara perlu
melakuban berbagal upays untuk memenuhi hak warga
negara atas pekerjasn dan penghidupan yaiig layvak bagi
kemanusiaan melalui cipta kerja;

bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap
tenaga kerja Indomesia vang seluas-luasnya di tengah
persaingan yvang semakin Hompeiitif dan  tuntutan
globalisasi ekonomi;

bahwa untuk mendukung <ipta keria diperlukan
penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan
dengan ketmudahan, pasthndungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan mencngah,
peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek
strategis nasicnal, termasuk peningkatan perlindungan
dan kesejahteraan pekerja;

bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan,
perindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kécil, dan menengah, peningkatan ekosistem
investazi, dan percepatan proyek strategis nasional,
termasuk peningkatan perlindungan dan kessjahteraan
pekeja yang tersebar di berbagai Undang-Undang
sekior saat mi belum dapat memenuhl kebutuhan
hukuimn untuk percepatan cipta Kerja sehingga periu
dilakukan perubahan;

e. bahwa . ..
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bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi
datt usaha mikes, kecil, dan menengah, peningkatan
ehosistem investasi, dan percepatan proyek strategis
nazicnal, termasuk peningkatan  perlindungan  dan
kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan
Undang-Undang =sekior yang belum  mendukung
tervujudnya sinkrottisasi dalam menjamin percepatan
cipta kerja, sehingea diperlukan terobosan hukum yang
dapat menyelesaikan berbagal permasalahan dalam
beberapa Undang-Undang ke dalam satun Undang-
Undang secara komprehensd,

babwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimane
dimaksud pada huraf a, haruaf b, hurtf o, horof d, dan
hurul =, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Cipta Kerja,

Pasal 4, Pasal & avat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 13B,
Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat {2}, Pasal
28D ayat {1} dan ayat (2], dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Hakyat Bepublik
Indonesia  Nemer XVIFMPR/ 1998 tentang Politk
Ekanomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indotesia Nomer DMPE/Z001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWALRILAN RAKYAT REPUBLIK INCK-ONESIA

AN
PEESIDEN REPUBLIK INDGHNESIA

MEMUTLUISEAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG CTPTA KERJA,

BABI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi
dan usaha mikro, kecil, den menengah, peninghkatan
ekosistermm  Investasi dan  Kemudahan berusaha, dan
investasi Pemerintah Pusat dan  percepatan proyek
strategis nasional.

Koperasi adalah koperasi z¢bagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Perkoperasian.

Usaha Milkro. Kecil, dan Menengah wvang selanjutnya
dizinglhat UMKE-M adalah usaha mikre, usaha kecil, dan
usaha mensngah sebapaimana dimalisud dalam Undang-
Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
Felaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
danfatan kagiatannya.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik [ndonesia
yang memegang kekuasaan pemenntahan negara Republik
Indenesia yang dibantu olehy Wakil Presiden dan menteri
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Megara Eepubhk Indonesia Tahuyn 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urasan
pemericitahan  oleh  Pemerintah  Daerab dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otenemi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam =istem dan pringip Negara Kesatuan Republik
Indonesta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Daszar Megara Fepublik Indonesia Talwun 1945,

Femerintah Daergh adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelengeara  Pemeénntahan Daerzh  yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerineahan vang  menjadi
kewenangan dasrah otonom.

Pelaku Usaha adalalt orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
idang tercentu.

G Badan _ . .
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Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk hadan bukum yang didirikan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
melakukan wsaha danfatau  kegiatan  pada  bidang
CATESTITLYL.

Fencana Detail Tata Ruang yang selamjutnya disinglkar
RDTF. adalah rencana secara terperninci tontang tata ruang
wilayahh  kabupaten/kota vang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupatenfkota.

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang
thberikan kepada pemilik bangunan gedung wntuk
membangun baru, mengubab, memperiuas, mengurang,
dan/atau merawat bangunan gedung sesual  denpgan
standar tekmis Bangunan Gedung.

Har adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh
Pemerintal Prsat.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Fazal 2
Undang-Undang m diselsnggarakan berdasarkan asas:
a. pemerataan hak;
b, Kepastian hukum;
c.  ketnudahan berusaha;
d. kebersarmnaan; dan
e, katmandinian,

Selaan berdasarkan asas sebagaimana dimakaud pada avat
11,  penvelenggaraan Cipta  Kera  dilaksanakan
berdasarkan asas lain gesuai dengan hidang hukum yang
diatur dalam undang-undang yang bersangkuatan.

Fasal 3 . ..
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Pasal 2

Undang-Undang im dibentuk dengan tujuan unbuak:

a.

menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan
memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
tethadap Koperasi dan UME-M  serta  industri dan
perdagangan  masional sebagai upaya  uniuk  dapat
menyerap tenagha kega Indonssia yang seluas-luasnyas
dengan tetap memperhatikan  keseimbangan  dan
kemajuan antardaerah dalam kesatmian ekonomi nasional;

Menjamun  setiap warga negara mempercleh pekerpaan,
serta mendapat imbalan dan perlalbuan vang adil dan
lavak dalam hubungan kerja;

melakukan penvesuaian berbagai aspel pengaturan yvang
berkaitan dengan  keberpihakan, penpuatan, dan
perfindungan bagi koperasi dan UME-M serta industr
naszional, dan

melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan vang
berlaitan dengan peningkatan ekosistem  investasi,
lemudahan dan percepatan provek strategis tasional yvang
berorientasi pads kepentingan nasional vang berlandaskan
pada ilmu pengetahuan dan teknologi nazional déengan
berpedoman pada haluan ideologl Pancasila,

Fa=al 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, ruang lingkup Undane-Undang ini mengatur
kebijalan strategis Cipta Kerja yang melipuati:

a.

b.

Tmoemr oA

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
ketenagakerjaan,

kemudahat, pelindungan, serta pemberdayasn koperasi
dan UME-M;

kemudahan berasaha;
duloungan riset dan inovasi:
pengadaan tanah:

kawasan ekoncimi;

investasi Pemerintah Pusat dan  percepatan  provek
sirategis nasional;

- pelaksanasn . ..
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] pengenaan satlsi.

Fazal §

Fuang bngkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi
hidang hukum yvang diatur dalatn undang-undang terkant.

BAB III
FENINGHKATAN EKOSISTEM INVESTAS] DAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Ummm

Pagal &

Peninglratan ekosistérn investasi dan legiatan  berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) hurui a
il pulti;

A, pensrapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

. penyederhanaan persyvaratan dasar Perizinan Berusaha;
¢. penyederhanaan Perizinan Berusaha scktor, dan
el

penyederhanaan persyarataty investasi,

EBagian Kedua
Fenerapan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko

Faragraf 1

Umum

Pasal 7

i1] Perizinan Berusaha berbasgis risiko sebagaimana dimaksud
dalarn Paszal & hutufl a dilakukan berdasarkan penctapan
tinglcat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha,

(2] Pernetapat | - .
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Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha
schegaimana dimeksud pada ayat {1} diperoleh
berdasarkan pemlaian tingkat bahaya dan potensi
terjadinya bahaya.

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimalksod pada
avat [2) dilakukan terhadap aspek:

a. kesethalan;

b, keselamatan;

£, lingkungan; dan/fatau

d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya
sebagaimmana dimaksud pada ayat (3] dapat mencakup
aspek lainnya sesuai dengan sifat legiatan usaha,.

Penilaizn tingkat bahaya szebagamana dimalksud pada
avat {2} dan ayat (4 dilakukan dengan memperhituinglan:

jenis kegiatan usaha;

kriteria kegiatan usaha;

lokasi kegiatan usaha;

keterbatasan sumber dava; dan/fatay
risiko volatilitas.

HOE = E A

FPenilaian potensi terjadinya bahaya  sebagaimana,
dimmaksud pada ayat (2} melipati:

a.  hampir tidak mungkin terjadi;
b,  kKemungkinan kel terjadi;

c. kemungkinan terjadi; ataw

d. hampir past terjadi.

Berdaszarkan penilaien tingkat bahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat {3}, avat (4}, dan avat [3), 2¢rta
penilaian potensi terjadinya bahava  scbhagaimana
dimaksud pada ayat i6), tingkat risiko dan peringkat skala
uzaha kegiatan wsaha ditstaphan merjadi:

a. kegiatan usaha berisiko rendah;
b kegatan usaha bernsiko menengah; atau
¢, kegatan usaha berisiko tinggi.

Paragraf 2 . . .
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FParagraf 2

Perizinan Berusaha Kegiatan UIsaha Berisike Rendah

(1)

{2)

Pasal 8

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah
tebagaimana dimaksud dalam Pasgal 7 ayat (Y} hunf a
berupa pemberian  nomor  mduk berusaha yang
merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.

Nomor induk berusaba sebagaimana dimaksud pada ayat
1 merupakan bukh registrasif pendahiaran Pelaka Usaha
uniuk melakukan kKegiatan usaha dan sebagar wdentitas
bagi Pelaku Uszaha dalam  pelaksanaan kegiatan
usahanoya.

Paragraf 3

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

i1

(2)

3

Pasal 9

Ferizinan Berussha wuntuk kegiatan usaba  berisiko
mensngah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7]
huraf b meliputi:

a. kegiatan usaha beriziko menengah rendah; dan
b. kegiatan usaha berisike menengah tinggl.

Perizinath  Berusaha wuntulk  kegiatan usaha  berisiko
menetgah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (L)
huruf a berupa pembenan:

a. nomor induk berusaha; dan
b. sertifikat standar.

Perizinan  Berusaha untul  kegiatan  usaha  berisiko
menengah tinggl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf b berupa pemberian:

a. nomor induk berusaha; dan
b. s=ertiflat slandar.

() Sertifikat . - .
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Sertifiat standar s¢bagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk
memenuhn  standar usaha dalam  rangka melalukan
kepiatan usaha,

Sertfikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b merupakan sertifikat standar usaha yang
diterbitkan Pemerintah Pusat atsu Pemerintah Dacrah
sesual  Kewenangannya berdasarkan  hasil  verifikasi
pemenuban standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh
Pelaku Usaha.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan
statdardizasi produk sebagaimana dimaksud pada avat 12)
huraf b dan awat (3} huraf b, Pemerintah Pusat
menerbitkan sertiftkat standar produk berdasarkan hasil
verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipsanuhi oleh
Felaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi
procluk,

Paragral 4

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

(1)

12

(2

Fasal 10

Perizinan Berusaha untuk kegiatan ussha berisiko tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat {7} hurof ¢
berupa pemberian:

a, nomor mduk berusaha; dan

b, izio.

lzin sebagaimana dimaksud pada avat (1) burul b
merupakan  persetujuan Pemerintalh | Pusat atau
Pemenntah Daersh untuk pelaksanaan kegiatan usaha

vang wajib  dipenuhi oleh  Pelakuo  Usaha  sebslum
melaksanakan Kegiatan usahanya,

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan
pemenuhan  standar  Jusaha  dan  standar  produk,
Pemenntah Pusat atav Pemerintah Dacsrah menerbitkan
sertifikkar standar usaha dan sertilikat standar produk
berdasarkan hasd verifikasi pemenuhan standar,

Paragraf 5 . . .
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Paragraf S

Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan
pengaturan frebgensi pelaksanaan berdasarkan tingkat tisiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (7} dan
mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Paragral &
Peraturan Pelaksanaan

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis
risiko sebapaimana dimalksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal &,
dan Paszal 10, serta tata cara pengawasan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Baman Ketiga

Penyederhanaan Persyaratan Dazar Perizinan Berusaha

Paragral |
Umum

Pasal 13

Penyederhanaan  persyaratan  dasar  Perizinan  Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & hurul b meliputi:

a.  kescsualan kegiatan pemanfaatan ruang,
b, persetgjuan lingkungan; dan
c.  Persetujuan Bangunan Gedung dan sertiiikat laik fungsi.

Paragral 2 . . .

SK Mo 050510 A
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Paragral 2
Kesesuaian Kepiatan Pemanfazatan Fuang

Pasal 14

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan mlang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huraf a merupakan kesesuaian
rencana lokasi kegiatan dan/atauy usahanya dengan
RDTR.

Pemerintah Daerah wajib memyusun dan menyediakan
EDTR dalam bentuk digital dan sesua standar,

Penyediaan ROTR dalam bentuk digital sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan =zesuai dengan standar
dan dapat diakses dengan muadah oleh masvarakat untuk
mendapatkan informasi mengenal késesvaian rencana
lokas Kegiaran danfatau usahanya dengan RDTR.

Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTE dalam
bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat [2) ke
dalam sistemn Perizinan Berusaha secara elektronik.

Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informas rencana
lckasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada
ayat |13 telah seszusi dengan RDTR, Pelaku Usaha
mengajulan permaohonan kesesuaian kegiatan
peranfaatin ruang untuk kepiatan usahanva melalui
slstemn Perizinan Beruvsaha secara elekironik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dengan mengsi koordinat lokasi
vang diinginkan untuk mempercleh konfirmasi keseauaian
kegiatan pemanfaatan ruang,

Setelahr  mempereoleh  konfirmasi  kesesnaian  kegiatan
pemanfaatan cuang sebagaimana dimaksud pada avat {5,
Pelaku Uszha mengajukan permohonan  Ferizinan
Berasaha.

Pazal 15 _ ..
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Pa=al 15

Dalam hal Pemernintah Daerah belum menyusun dan
menysdiakan BEDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat |2), Pelaky Usaha mengajukan  permohonan
persetujuan  kesesuaian  Kegialan pemanfaatan mang
untuk kegiatan usahanya Kepada Pemernintah Pusat
melatni  sistem  Perizinan Berusaha secara elektronik
sesual dengan Ketertuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Pusat memberikan persetuyjuan lesesyaian
kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksoud pada
ayat (1) sesual dengan rencana tata roang.

R4ncana tata ruang sebagaimana dimalisud pada ayat (2)
terdin atas:

&, rencaha tate reang wilavah nasional;

rencana tata raang pulaw/kepulavan;

fencana tata ruang kawasan strategis nasional;
rencana tata ruang wilavah provinsi; danfatau
rencana tata ruang wilavah kabupatenflota.

*on o

Pasal 16

Lalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan
Berusaha serta untuk memberikan Kepastian dan kemudahan
bagm Pelalnu Usaha dalatm memperoleh kesesuaian kegiatan
pemanfaatan  ruang, Undaog-Undang ini mengubal,
menghapus, danfataw menetapkan pengaturan bara beberapa
ketentgan yang diatur dalam:

a.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (entang Penatazn
Fuang [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nemor 68, — Tambahan Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Homopr 4725);

Undang-Undang MNomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-Putau  Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Homaor
&4, Tambahan Lembaran Negara Republile !ndonesia
Nomor 4739 sebagaitnana ttlah diubah dengan Undang-
Undang Nomor | Tahun 2014 enlang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2{07 tentang
Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan  Pulauw-Pulau  Eecl
ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S490);

¢. Undang-Undang . . .
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¢, Undang-Undang Momor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Neomer
294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5603); dan

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang [nformasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Homer 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonezia Nomor 52 14).

Fasal 17

Beberapa ketentuan dalamn Undang-Undang Nomor 26 Tabun
2007 tentang Penatzan Ruang {Lembaran MWegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Momor 68, Tambahaty Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4725 diubah sebagai berikut;

1. Eetentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32 dinbah
sehinpgea Pasal 1 berbunyi sebagai berilaat:

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ind yang ditmaksud dengan:

1. Fuang adalah wadah vang melipail roang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagal satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain  hidup, melakukan
kegiatarn, dan memelihara kelangsungan hiduprnya.

2. Tata ruang adalah wujad strukive maang dan pole
ruang.

4. Btrukiur ruwang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jarngan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
zosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki
memilikn hbubungan (ungsional.

4. Pola rmaang adalah distribus peruntukan ruang dalam
guaty wilayah yang mehputi peruntukan ruang untulk
hngs lindung dan peruntukan muang untuk fungsi
budi daya,

5. Penataan . . .
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Fenataan ruang adalah suatu sistem peréncanaan
tata ruahg. pemanfaatan ruang, dan pengendalian
peman{aatan ruang.

Penyvelenggaraan penataan ruang adalab  kegiatan
yang melipull pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pendataan ruang.

Pemerintah Pusat adalah Preziden Republik Indonesia
vang memegang keluasaan pemerintahan negara
Eepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menten sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun
1945,

Pemerintah Daerah adalabh kepala daerah  sebagai
unsur penyelenggara FPemerintahan Dacrab yang
memmpin pelaksanaan urusan pemenntahan yang
menjadi kewenangan dagrah oternom.

Fengaturan  penataan ruang adalah  upaya
pembentukan [andasan hukum bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daetah, dan masyarakat dalam
penataan rang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk
meningkatkan  kinerjp  penataan maang vang
diselenggarakan oleh Pemerintalh Pusat, Pemerintah
Dacrah, dan masyarakat.

Pelaksanaan  penataan  ruang adalabh  upaya
pencapaian  tjuan  penstasn  ruasng  melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemarnfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Petigawasan penataan roang  adalab upaya  agar
periyclenggaraan penataan ruang dapai diwwudkan
sesual  dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

Perencanasn tata ruang adalah suar proses vnoak
menentukan struktur ruang dan pola rasng yeng
melipull penyusunan dan pensfapat rencana tata
ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewnjudlan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tala ruang melaloi pensyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiavaannya.

15, Pengendalian . . .
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Pengendalian  permnanfaztan  moang  adalalh  upaya
untuk mevujudkan tertib tata rnang.

Fencana tata ruang adalah hasil persiicanaan tata
FLATIE-

Wilayah adalash rJdang yang merupakan kesatuan
geogralls beserta segenap unsur terkait yang batas
dany  sisteminya  ditentukan  berdasarkan  aspek
administratil danfatau aspek fungsional. :

Sistem wilayah adaleh stuktur ruang dan pola ruang
yang mempunyai jangkauvan pelayanan pada tinghkat
wilayah.

Sistern intemal perkotaan adalah strukter ruang dan
pela ruang yang mempunyal jangkavan pelayanan
pada tingkat internal perlotaan.

Kawasan adalah wilayah vang memiliki hangsi utama
lindung ataw budi daya,

Kawaszan lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan  fungsi  utama  mehndungl  Kelestarian
Iingkungan hidup vang méncakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan,

Kawasan budi daya adalah wilayah yang Jditetapkan
dengan fungsi uwtama wuntuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan perdésaan adalah wilayah yang mempunyal
hegiatan atama pértaman, termasuk  pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemermtahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Kawasan agropelitan adalah kawasan vang terditi
atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah
perdesaan sebagai sistemn produlksi pertanian den
pengelolaan sumber daya alam  tertentua  yang
thtunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan
hierarla keruangan zaiuan sistem permukiman dan
sistem agrobisnis.

25 Kawasan . _ .
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Kawasan perkotaan adalah wialayah vang memputiyvai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
lumgsl kawasan  zebaga tempat petmukiman
perkotaan, pemusatan dan distnbus pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan  sosial, dan kegiatan
elonomi

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan
yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang
betdivi sendiri atau kawagan perkotaan inti dengan
kawasan peckotaan di scldrarmya vang saling memiliki
keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan
sistenm Jarimgan prasarana wilagyah yang terinteprasi
dengan  jumlah  penduduk  secara  kKessluruhan
selkurang-kurangnya 1.900.000 [sag juta) jiwa.

Kawasan megapolitan  adalah kawasan  yang
terbentuk dam 2 (doa)l ataw lehah Kawaszan
metropolitan yang memilk hubungan lungsional dan
membentuk s=buah sistem.

Kawazan strategiz nasional zadalah wilayah yang
penataan mangnya dipricritaskan karena mempunyai
penganih sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan
negata, =konomi,  sosial,  budave, dan/atan
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebaga warisan dumia,

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang
penataan muangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam  lingkup  provinsi
tzrhadap ekonomi, sosial, budava, danfatau
lingkungan.

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah walayah
yang penataan ruangnya  diprioritaskan  karcna
mEmpunyal pengaruh sangat penting dalam Iimgkup
kabupatenfkota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan,/atau Iingkungan.

31. Fuang . - .
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Ruang tetbulka hijjaw adalah area memanyang/jalar
dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
Lersifat terbuka, ternpat tumbuh tanaman, baik yvang
tutnbuli  secara alamiah maupun vang sengaja
ditanam, dengan mempertimbangkan aspsk fungsi
ckologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan
estetika,

Keseauaian hegiatan Pemandastan Ruang adalah
kesesuaian antara rencana kepiatan pemanfaatan
tuang dengan rencans tata ruang.

Orang adalah orang perseorangan dan/atan
kotporasi.

Menteri adalahh menteri yang menyelenggarakan
urysan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

khetentuan Pasal © diubabh sehingga berbunyi sebagai
bertkout:

(1}

(2

Pasal &

Penataan ruang diselenggarakan dengan
memperhatikan:

a. kondisi fisik wilavah Wegara Kesatuan Republiic
Indonesia vang rentan terhadap bencana;

b.  potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber dava buatan, kondisi
ekonomi, =sosial, budaya, politik, hukum,
pertahanan kcamanaty, dan lingkungan hdup
serta oy pengetahuan dan teknologi sebaga
satu kesatuan; dan

c.  geostrategi, geopolitik, dan geotkonomi.

Penatagn ruang wilaysh nasional, penataan ruang
wilayah provinsi, dan penataan ruang  wilayah
kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan
komplementer.

{2 Penataan . _ .
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Penataan tlang  wilayah  secara  berjenjang
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan
déngan cara réncana tata ruang wilayah nasional
djadikan acuan dalam penyusunan rencana tata
ruang wilayah provins: dan kabupaten/kota, dan
rencana tata ruang wilayah provinst menjadi acwan
bagi pehyusunan rencana tata ruang
kabupztenf kata,

Petiataan rmaang wilayah sécara  komplementer
secbagaimana dimaksud pada ayat 2] merupakan
penataan 1uang wilayah nasional, penataan nlang
wilayah provinsi, dan  penataan ruang  wilayah
kebupaten/ kota yang disusun saling melengkapi satu
sama lan dan bersinergn  sehingga tGidak rtegadh
tampang tindih pengaturan rencana tata ruang,

Fenataan ruang wilayah nasional melipuo ruang
wilayvah yursdiks dan wilayah kRedaulatan nasonal
yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi s=bagai satu
kesatuan.

Penataan mang wilavah provinsi dan Kabupaten/ kota
melipal miang darag, roang g, dan ruang udaera,
termasuk  tuwang di dalam burn sebagai satua
kesatuan.

Pengelolaan sumber daya riang laut dan ruang udara
diatur dengan Undang-Undang tersendin.

Dalam hal terjad Ketidaksesuaian antara pola ruang
rencana  taka rang dan kawasan  hutan,  izin
dan fatau hak atas tanah, penyelesaian
ketidaksesuwaian  tersebut  diatur dalam  Peraturan
Permenititah.

Eetentuan Pasal 28 dinbah sehingga berbuny sebaga
Beriliut:

(1)

Pasal &

Wewenang Pemerinitah Pusat dalatn penyelenggaraan
penataan roang meliputi:

a. pengaluran . . .
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a. pengaturan, pembinasn, dan  pengawasan
terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah
nasional, provings, dan kabupaten/kota, serta
terhadap prlaksanaan penataan ruang kawasan
strategis nasional;

b. pembenan bantuan teknis begi  peEnyvusunan
remcana tata ruang wilayah provinst, wilayah
kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang,

¢.  pembinaan teknis dalam kegiatan penjyusunar
rencana tata ruang wilayah provingi, rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana
detail tata raang:

d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional,

e. pelaksanaan petataan ruang kawasan strategis
nasional; dan

f. kerja sama penataan ruang antarnegars, dan
memlasilitasi  kerja sama  penataan  ruang
antarprovinsi.

Wewesnang Pemerintah Pusat dalam  pelaksanaan
penataan ruang nasicnal melipati;

a.  perencanzan tata raang wilayah nasional,
b.  pemaniaatan raang wilayah nasional; dan

¢. pengendalan  pemanfaatan  ruwang  wilayah
nasional.

Wewenang Pemerintahy Pusat dalam  pelaksanaan
penataan ruang kawasan strategis nasional meliput:

a. pehnetapan kawasan strategis nasional;

b.  perencanaan tata ruang Rawasan  strategis
nasional;

c.  pemanfaatan ruang Kawasan strategis nasional;
dan

d.  pengendalian pemanfeatan ruang kawasan
strategis nasional.

Dalam  rangka penyelenggaraan peonataan roang,
Femerintah  Pusat  berwenang menyusun  dan
menetapican pedoman bidang penataan ruang.

i3 Dalam . . .
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(3) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], avat (2], avat {2}, dan avat
4], PFemerintah Pusat:

a. menyebarluagkan informast  yang berkaitan
dengan:
1. rencana umum dan rencana rinci tate riang

dalam rangka pelaksanaan penataan ruang
wilayah nasional; dan

2. pedoman bidang penataan ruang.

b, manetapkan standar pelayanan minimal bidang
prnataan rang.

(2] Kerenttuan  lebih  lanjut  mengenal Kewenangan
pényelenggaraan penataan mang  diatur  dalam
Feraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal ¥ divbah sehinggs berbunyi sebagai
berikuy:

Pasal 9

{1} Penyclenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh
Pemerintaly Pusat,

{2} Eetentuan lebih lanjut mengenal tugas dan tanggung
Jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} diatur dalam Peraturan
Fetnermtah,

Hetentuan Pasal 10 diubabh sehingga berbunyi sebagai
Berilout:

Fazal 10

Wewenang Pemerintah  Daerah  provinsi  dilaksanakan
stsuad dengan norma, standar, prosedur, dan Kriteria yang
ditelaplian oleh Pemerintah Pusat dalam penyelengaaraan
penataan ruang meliputs:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan
kabupaten/kota,

L. pelaksanzan ...
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b, peclaksanaan penataan miang wilavah provinsi; dan

kerja sama penataan  ruang  antarpeovinsi  dan
tasilitasi ketja Sama penataan ruang
antarkabupatenfkela.

Ketentuann Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat;

Pazal 11

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
dilaksanakan sesual dengan norma, standar, prosedur,
dan Kritenia vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan penataan ruang meliputi

a. pengaturan, pembimaan, dan pengawasan terhadap

ptlaksanaan petataan rJang wilayah
kabupaten fkota,
b. pelaksanaan penataan TUALNE wilayah

kabupaten/ Kota; dan
<. kerja sama penataan ruang antarkabupalen; kota.

ketenturan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikogt:

Pasal 14
i1l Perencanaan tata ruang  dilakukan Utk
rnenghasilkan:

A, [encana uwmgim ata raang; dan
B.  rencanz rinci tata rgang.

12 Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf a secara hisrarki terdiri atas:

4. rencana tata myang wilavall nasional;
k. rencana tata niang wilayah provinsi; dan

¢, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan
rencana tata npang wilayah kota,

{3] R#ncana nnc tata ruang scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) hural b terdiri atas:

4. rencana - . .
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a. rehcana  tata ruang  pulaufkepulauan  dan
rencans tata roang kawasan strategis nasional;
dan

b, rencana detail tata ruang kabupaten { kota.

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hural b disusun sebagai perangkat
operasional réncana umum tata ruang.

Rencana rminci tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) huruf a disusun apabila;

a. rencana umum tata tuang belum dapac digadikan
dagar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang
dan pengendaban pemaniaatan raang; dan/atau

b. rencana umum tata ruang vang mencakup
wilayah perencanaan yang luas dan skala pets
dalam rencana umum  tata ruang  tersebut
memerhakan perincian sebelum
dioperasionalkan,

Ectentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitan
peta rencana umurm tata ruang dan rencana nonci tata
ruang sebageimana dimaksud pada ayat {1} diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

[h antara Pasal 14 dan Pazal 15 disisipkan 1 (satu) pasal
vakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikur:

i1]

(2)

Pasal 14A

Felaksanaan penyusunan rencana  tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dialukan
dengat memperhatikan:

a. daya dukung dan daya tampung [inglangan
hidup dan kajian lingkungan hidup strategis;
dan

b.  kedetailan informasi tata roang yang akan
disajikan scrts  kesesuman  ketelitian  peta
rencana late ruang.

Fenyusunan Kajian lingkungan  hidup  strategs

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hurul a

dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang.

131 Prmenuhan
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(2 Pemenuhan kesesuaian ketelitian psta rencana tata
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul b
dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata
ruatg di atas Peta Dasar,

(4} Dalam hal Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat |3 belum tersedia, penyusunan cencana tata
ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar
lainnya.

Eeterituan Fasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 17
(1] Muatan rencana tata ruang mencakap:
a. rencana stroktur ruang: dan
b, rencana pola miang.

(21 Rencana struktur ruang sebagaimana dimakzud padse
avat (1) humaf a meliputi rencana sistem  pusat
permuliman dan rencana sistem jaringan prasarana.

(2} Rencana pola ruang sebagmmana dimaksud pada
ayat (1) hurul b meliputi peruntukan kawasan
lindung dan kawasan budi daya.

{4} Peruntukan kawasan limdung dan kawasan budi daya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} meliputi
petuntukan  ruang untuk  kegiatern  pelestanan
Lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertabanan,
dan keamanan.

(3] Dalam rangka pelestarian lnglangan sebagaimana
dimaksud pada avat (4), pada rencana tata ruang
wilayah ditetapkan Tuas hkawsasan hutan dan
penutupan fiutan untuk setlap pulau, daerah aliran
sungai, provins, kabupatenfkota, berdasarkan
kondisi biogeohsik, iklitn, penduduk, dan keadaan
sosial ¢konomi masyarakat sctempat.

& Penyusunarn rercana tata ruang harus
memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi
Eawasan, dan antarkegiatan kawasan,

(71 Ketentuan . . .
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Kerentnan  lebih lanjpat  mengensan tata cara
pERYUsSUnan réncena tata rueng vang berkaitan
dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai
subsistern rencana tata ruang wilayah distur dalam
Peraturan Pemerintak.

ketentuan Pasgsal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1}

12)

i3

(4

{5}

Pasal 18

Pecnetapan rencana tata ruatg wilayah provinsi atau
kabupaten/keta dan rencana  detail tata  roang
terlebith  dahuln  hamis  mendapat  persetyjuan
substansi dari Pemerintalh Pusat,

Jebelum  diajukan persetujuan substansi kepada
Pemerintzh  Pusat, rencana detadl tata ruang
kabupaten/kota yang ditwangkan dalam rancangan
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebihb
dahulu dilakukan konsultast publik termasuk dengan
Dewan Perwakilan Raloyat Daerah.

BupatifWali Kota wajib menetapkan rancangan
peraturan kepala dacrah kabupaten/kota tentang
rencana detail tata Tuang paling lama 1 (sam) bulan
setelah  mendapat persetyuan  substansi dard
Pemenntah Pusat,

Draalam hal bupatifwali kota tidak menstapkan
rencana detall tata ruang setelah jangka walitu
sebagaimana yvang dimaksud pada avat 3], rencana
detail tata ruang ditetapkan aleh Pemnenntah Pusar

Eetentuan lebib lanjut meéngenal muatan, pedoman,
dan tata cara péoyusunan rencana tata ruUang
wilayah previnsi atau kabupaten/kota dan rencana
detail tata ruang sebagamana dimaksud pade avat {1)
diatur dalam Peraturan Pemerjntah.

Ketentuan Pasal 20 divubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal 20 _ . .



SK No 050525 A

(1]

(2]

PRESIDEH
REPLEUER MDOHESIA

<25 -

Pasal 20

Eencana Tata Ruang Wilayah Nasienal memuat;

a.

tujuan, kebijakan, dan strategl penataan Tlang
wilayah nasional;

rencana strukiuar raang wilavah nasional yang
meliputi sistem perkotaan nasional vang terkait
dengan  Kawasan  perdesaan  dalam  wilayah
pelayanannya dan sistemn jJanngan  prasarana
utama;

rencana pola roang wilayah nasional yang
meliputl kawasan lindung nasional dan kawasgan
budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;

penetapan kawasan strategis nasional,

arahan pemanfaatan rnang yang bensi indikasi
program wama jatgks menengab lima tahynan;
dan

arahan pengendalian pemanfaatan raang wilayah
nasional yang berisi indikasi arahan zonasi
sistemn nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan
Pemaniaatan  Ruang, arahan  insentif  dan
disinsentif, serta arahan sanksi,

Rencana Tata PRuang Wilayah Nasional menjadi
pedoman unkbuk:

a.

penyusunan  rendana pernbangunan jangka
panjang nasional;

peENYUSUNANn  rendcana pembangunan  jangka
menengah nasiwonal;

pemanfaatan rUarg dan pengendalian
pemenfaatan ruang di wilayah nasional;

pewaadan  Keterpaduan,  keterkaitan, dan
keseimbangan perkembangan antatwilayah
PTOVINS, srta Keserasian antarsekior,

penetapan  lokasi dan fungsi ruang untuk
invesiasi;

penataai ruang kawasatn strategis nasional: dan

penataan  ruang  wilayah  provinsi dan
kabupatenfkota,

3 Jangka . . -
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Janghka wakty Rencana Tata Buang Wilayah Masional
adalah 20 [dua pulub) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Masional ditinjan
kembali 1 igatu) kali dalam setiap perieds 5 {hmay
tahunen.

Peninjawan  kembali rencana tata moang  dapat
dilakukan lebah dan 1 (satu} kali dalam periode 5
(hma) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan
strategis berupa:

4. bencana alam skala besar yang ditetaphkan
dengan peratiran perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial 1negara  yang
ditetaphkan dengan Undang-Undang;

¢.  perubahan batas wilayah daerah vang ditetapkan
dengan Undang-Undang; dan

4. perubahan kebijakan nasicnal vang  bersiat
strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah HNasional ditetapkan
dengan Peraturan Pemenntah,

Ketentuan Pasal 22 dmabah gehingga berbunyi sebagai
Berikud:

{1}

(2]

Fazal 22

Penzusunan rencana tata ruang wilayah provinsi
mengacu pada:

a.  FRencana Tata Puang Wilayah Masional,
b, pedoman bidang penataan ruang; dan
¢. rcncana pembangunan jangka panjang daerah.

Feryusunan rencana tata roang wilayah provinsi
biatus memperhatikan:

a, perkembangan permasalahan nasional dan hasil
pengkapan mplikasi penataan niang provinsi;

B, upata pemerataan pembangunan dan
periembuhan ckonomd provinsd,

c. leselarasan . . .
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¢. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan
pembangunan kabupaten/ kota;

d. daya dukung dan daya tampung linglungan
hidup;
rencana pembangunan jangka panjang dacrah,

I, rmncana tata miang wilayah provinsi yang
berbatasan; dan

g rencana tata ruang wilayah kabupaten fkota.

13. Ketentuan Pasal 22 divbah sehingge berbuny sebagai
berikut:

Pasal 23
{1} Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat;

a  tyuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
wilavah provinsl;

b. rencana struktur ruang wilayah provingi yang
meliputi sisterm  perkotaan dalam wilayahnya
vang berlaitan dengan kawasan perdesaan
dalam wilayah pelayanannya dan sistem Janngan
prasarana wilavah provinsi;

¢ reneana pola ruang  wilayah  provinsi  yang
meliputi kawasan lindung dat Kawasan budi
daya yang memiliki nilal strategis provinsi;

d. arahan pemanizatan ruang wilayah provinsi yang

berisi indikasi program utama jangka menengah
lima tahunan: dan

2, arahat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
provinsi yang berisi indikasi argshan =zonasi
sistern  provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan
Famanfaatan Fuang, arahan insentf dan
disinsentil, serta arahan sanksi-

121 Rencana  tata  raang  wilayah  provinsi menjadi
pedoman untuk:

a.  penydsunan  rencana pembangunan jangks
panjang daerah;

b. penyusunan . . .
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b. penyusunan rencana  pembangunan  jangka
menengali daerah,

<. pemanlaatan raatg dan pengendalian
pemaniaatan ruang dalam wilayah provinsi;

d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan — perkembangan  antaranlayah
kabupaten /kota, serta Keserasian antarselitor;

e.  penetapan lokasi dan fungsi ruang  untuk
investasi, dan

f penataan raang wilayah kabupaten kota.

Jangka wakiu rencana tata ruang wilayah provinsi
adalalr 20 [dua puluh) tahun

Rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali
1 {zatw) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Penimjauan kembali rencana tata ruang wilayah
provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 isat) kali dalam

pericde 5 (lima) tabun apabila terjadi perubahan
lingkutigan strategis berupas:

4, bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan,

b.  perubahan batas  (eritorial negara yang
ditetapkan dengan Undang-Undang;

¢, perubahan batas wilayah dasrah vang ditetapkan
dengan Undang-Undang: dan

d. perubahan kebhijakan mnasional vang bersilat
strafegis.

Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Feraturan Daerah Provinsi sebagaimzana dimalsud
pada ayat (0] wajib ditetapkan paling lama 2 (dua)
bulan terhitung sejak  mendapat  persstujuan
substansi dari Pemerintah Pusadl,

Dalam hal Peraturan Daeral Provins: sebagaimana
chmaksud pada ayat (¥} belum ditetapkan, Gubernur
menetapkan rencana tata ruahg wilayvah  provinsi
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejalr mendapat
persetyjuan substansi dan Pemerintah Pusat.

{9} Dalam . . .
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(% Dalam hal rencana tata mang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud pada  avat (3 belum
ditetapkan  olsh Gubernur, réncana tata ruang
wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
paling lama 4 [empat) bulan terhitung sejak mendapat
persetujuan substansi dari Pemenntah Pusat,

14, Pasal 24 dihapus.

15, Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbuny] sebagaj

berilut:
Pazal 25
(1] Peényusunan rencana tate ruang wilayah kabupaten
mengacy pada

a.  Rencanad Tata Ruang Wilayah Nasiona! dan
rencana tata ruang wilavah provinsi;

b.  pedoman dan petunjuk  pelaksanaan  bidang
penataan ruang; dan

¢. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

(2] Penyusunan rencana tatz ryang wilayvah kabupaten
harus memperhatikan:

8  perkembangan permasaladhan provinsi dan hasil
pengkajian imnplikas penataan ruang kabupaten:

b. upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi kabupaten;

kestlarasan aspirasi pembangunan kabupaten:
daya cdukung dan daya tampung linglungan

hadup;

¢ Tencana pembangunan jangka panjang dacrah;
dan

. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang
berbatasarn.

16, Ketentuan Pasal 26 diubah sshingea berbunyi sebagai
berikut.

Pazal 26 _ _,

SK Mo 050529 A
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Fasal 26

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

a.

b,

ujuan, kebijaltan, dan strategi penatasan ruang
wilayah kabupaten;

rencana struktur ruang wilayah kabupaten vang
meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang
terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem
Jaringan prasarana wilayah kabupaten;

tencana pola maang wilayah kabupaten yang
meliputi  kawasan  lindung  kabupaten  dan
kawasan budi dava kabupaten;

arahanl pecmanfaatan roang wilayah kabupaten
vang berisi indikasi program utama jangka
menesngah lima tahunan; dan

ketentuan pengendalian  pemanfaatan  riang
wilayah kabupaten yang berisi Ketentuan umam
20nasi,  Hetemtuan  Kesesuaian — Eegiatan
Pemanfaatan PRuang, kelentuan insentif dan
disnsentif, zerta arahan sonksi.

Rencana tata ruwang wilayah Kabupaten menjadi
pedoman untuk:

A

b,

pepyusunan  rAncana  pembangunan jangks
panang dacrah;

pEnyUSUnaEn  rencana  pembangunan jangka
menstigah daerah;

pcmaniaatan ruang dan pengendalian
pemaniaatan ruang di wilayah kabupaten;

pewujadan  keterpaduan,  kKeterkaitan, dan
keseimbangan antatrsekror; dan

penstapan  lokasi dan lungsi ruang untuk
nveatasl

Eencana tata ruang widayah kabupaten menjadi dasar
untuk Kesesuaian Kegatan Pemanfaatan Fuang dan
adminmistrasi pertanmahan,

Jangka wakiu rencana tata ruang wilayah kabupaten
adalah 24 (dua pulaly tabhun,

(9) R¢ncana . . .
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Fencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau
kembab 1 (=zatu) kal: pada setap periode 5 [lima
tahuanan.

Peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah
kabupatent dapat dilakukan lebib dari 1 lsatw) kali
dalam periode 5 (lima) tahuen  apabila  terjadi
penibahan bngkungan strategis berupa:

a. bencana alam  yang  ditstapkan dengan
peraturan perundang-undangan,

k. perabashan  batas  teritorizl  negara  yang
ditetapkan dengan Undang-Undang;

C. perobahan  batas  wilayah  daerah  yang
ditetapkan dengan Undang-Undang; dan

d. perubahan  kebijakan nasional vang bersifar
strategis,

Fencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) wajib ditetgpkan paling lama 2 |dua)
bulan satelah mendapat persetujuan substansi dari
FPemerintah Pusat.

Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana
dinaksud pada ayat (71 helum ditetapkan, Bupati
menstapkan réncana tata rmaang wilayah kabupaten
paling lama 3 (tiga)] Dbulan  setelah mendapat
persetujuan substansi dari Pemerineah Pusat.

Dalam ha! rencana tata ruang widayah Kabupaten
sebagaimana  dimaksud pada ayat {8)  belum
ditetapkan oleh Bupati, rencana tata ruang wilavah
kabupaten: ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling
lama 4 (empat] bulan setelah mendapat persetujuan
substansi dari Percrintah Pusat.

17. Pasal 27 dihapus.

18. Di antara Pasal 34 dan Passal 35 ditambah 1 {satu) pasal,

yakni Pasal 34A vang berbunyi sebagai beriku

Pasal 344 . .
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Paszal 34A

ill Dalam hal terdapat peruvbahan kebijakan nasional
vang berzifat strategis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat |9) hurul d, Pasal 22 ayat (51 huruf d,
dan Pasal 26 ayat &) hurul 4 belum dimuat dalam
rencana  tata ruang danfataw rencana  zonasi,
pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemanisatan ruang
s¢bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
setclah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat,

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Derbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35
Fengendalian pemanifaatan ruang dilalogkan melalui:
a. ketentuan Kesesuasian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. pemberian ingentifl dan disinsentil; dan
C. pengenaan sanksi.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagsi
berikoat:

Pasal 37

i1l Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbidkan
oleh Pemerintah Pusat.

(2} Persetuynan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang tidak scsuar dengan rencana tata ruang wilavah
dibatalkan sleh Famerintal Pusat,

3 Persetmjuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
vang dikeluarkan danjfatau diperoleh dengan tidak
melalul prosedur yang benar, batai demi hulum,

(4] Persatujuan . . .
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Persetujuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang diperoleh melalwi prosedur yvang benar tetapi
kemudian terbukri tidak sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah, dibatallzan oleh Pemerintzh Pusat,

Terhadap kerugian yang ditimbulkan  akibat
pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dan ayat {4), dapat dimintakan ganti kerugian
yang layak kepada instansi peraberi persatujuan.

Kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak sesuai lagi
akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah
dapat dibartalkan oleh Pemerintah Pusat dengan
membenkan gant kerugian vang lavak.

Setiap pejabat pemernintal vang berwenang dilarang
menerbitkan  persequjuan  Kesesuaian  Kegatan
Femanfaatan Puang yvang tdak sesuai dengan
rencana tata miang.

Hetentuan lebik lamjut mengenai prosedur perolehan
persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanflaatan Ruang
dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak
stbagaimana dimaksud padz avat (5) dan avat ()
diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Estentuan Paszl 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Fasal 48

Penataan ruang kawasan  perdesaan  diarahkan
untuk:

a. pemiberdayaan masyarakat perdesaan;

b. pertahanan kuszlitas lingkungan setempat dan
wilayah yang didukungnya;

c. Konservasi sumnber daya alam;
d. pelestanan warisan budsya lokal;

e. pértahanan  kawasan lahan  abadi  pertanian
pangan untuk ketahanan pangan; dan

f.  penjagaan keseimbangan pembangunan
perdesaar-perkotaan.

(2} ketentuan . ..
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(2) Ketentuan lebih  lanjut mengenar  pelindungan
terhadap kawssan lahan abadi pertanian pangan
sehagaitmana dimaksud pada ayat (1) humf e diatur
dalam Undang-Undang.

131 Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan
pacla:
3 kawasan perdesaan yang merupakan begian
wilayah Kabupaten; atsy

b, kawasan vang secara fungsional bercirt perdesaan
yang mencakup 2 fdual atau lebikh  wilavah
kabupaten pada satu atau lebih wilayvah provinsi.

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai penatasn ruang
kawasan  perdesasn  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah,

Pasal 49 dihapus.

Pasal 5 dihapus.

Pasal 51 dihapus.

Fasal 52 dihapus.

Paszal 53 dihapus.

Pasal 54 dihapus.

Ketentuan Pasal é) divbah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal &aC
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
2,  meéngetaliul rencana tata ruang;

b menikmati - .,
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menikmati pertambahan nilad ruang sebagai akibat
penataan roang;

memperoleh penggantian yang layak atas kerugan
yang tmbul akibat pelaksanaan  kegiatan
pembangunan yang sesuai deéngan rencana tata
ruang;

mengajukan tuntuan kepada pejabat  berwenang
terhadap pembangunan yarg tidak sesuai dengan
rénicana tata ruang di wilavahnya;

mengajukan  tuntutan pembatalan  persewgjuan
kegiatan penataan ruang dan/fatau  penghentian
pembangutat vang tdak sesuai dengan rencana tata
ruang kepada pejabat berwenang: dan

mengajukan  gugatan ganti  Kerugian kepada
Pemenntah Pusat, Pemerintalh Dacrah dan/atay
kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang
apabila kegiatan pembangunan vang tidak sesuai
dengen rencana tata ruang menimbulkan kerugian,

Ketentwan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

FPa=al a1

Dalam pemanfaatan rouang, setiap orang wajib:

a
b.

menaatl rencana, tata ruang yang telah ditacaplan;

memanlaatkan raang sesuai dengan rencana tata
rang;

mematali ketentuan  yang  ditetapkan  dalam
persyaratan Kasesugian  Kegiatan  Pemanfaatan
Ruang, dan

memberikan  altges terhadap kawasan yang oleh
ketentuan Peratiran perundang-undangan
dinyataikan sebagat miltic umom,

Ketentuan Pagal 62 diubah schingga berbunyi sebagai
bearikual:

Pasgal 82 . ..
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Pasal 62

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang
tzlah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi
miang stbaguamana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai
sanksi administratil.

Ketentuan Pasal 65 diubabh sehingga berbunyi sebaga
berilat:

1)

[<]

13)

(4)

Fazal 6%

Penyeléngparaan penatsan reang  dilakukan coleh
Pemernintah Pusat dan Pemerintah Daerah denpan
melibatkan peran masvarakat.

Peran masyarakat dalam  penataan  ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan,
antara lam, melalui;

a. partisipasi dalam penyusunan rencana  tEca
riang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

¢. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan
TUang.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan
ayat {2} terdiri atas crang perseorangan dan pelaku
usaha.

Eetentian lebih lanjut mengenaj (ata cara dan bentuk
peran masyarakat dalam  penztaan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dianar dalam
Peraturan Pemerintah.

Retentuan Pasal 6% diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal &0, , .



SH No 050337 A

{1}

(2)

{3)

FRESIDEM
REPUEUEK IHDONHESIA

. A7 -

Paszal &9

Setiap orattg yang dalam melaloukan usaha dan/fatau
kegiatannya memanfaatkan twang  vang  telah
ditetapkan tanpa menuliki persetujuan keészesuaian
pemanfaatan rnang sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan
fungsi ruang dimdana dengan pidana penjara paling
lama 3 (dga) tahun dan denda paling banyak
Ep 1 000 000 000,00 jsatu miliar rupiahy).

Jika undak pidana sebagaimsana dimaksud pada ayat
1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda
atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan
pidana peénjara paling lama 4 [empat) tahun dan
denda paling banyak Rpa.300.000.000,00 {dua miliar
hima ratus jura rupiah).

Jika dndak pidena sebagaimana dimaksud pada avat
(11 mengakibatkan kematian orang, petaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima balas)
tahun dan denda paling banyak RpS.000, 000, 030,00
{delapan miliar rupiah).

33, Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

{1

12)

Pasal YO

Betiap orang yang memanfaatian ruang tidak sesuai
dengan réncana tata ruang dard  pejabat  vang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
huruf b vang mengakibatkan perubahan fungsi rang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rpl 000,000, 000,00
{satu miliar rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
1] mengalibatkan kerugian terhadap harta benda
atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama <4 [empat] tahun dan
denda paling banyak BEp2.500.000.000,00 [dua miliar
hima ratus juta rupiah).

(3 Jika . ..
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(3] Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000.000,00
idelapan miliar Frupiah).

hetentuan Pasal 71 diubah sehinggs berbunyi sebagai
betrikout:

Fasal 71

Setiap orang yang tidak mematuhi  keténtuan  vang
ditetapkan dalam persyaratan  Hesesuaian  Kegiatan
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 horuf ¢ yang mengakibatkan perubahan fungsi tuang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 {tigal tahun
dan denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu nuliar
rupiah)

Pazal 72 dihapus,

Ketentuan Pasal 74 diubah schingga berbunyi sebagai
berkyr:

Pasal 74

(1] Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6%, Pagal 70, atayy Pasal 71 dilakukan
oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurnusnys, pidana vang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal
70, ataa Pazal 71.

(21 Belain pidana denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana rambahan
berupa;

a.  pencabutan Perizinan Berusaha; dan/fatau
b, pencabuian status badan hukum.

a7, Ketentuan . .
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37. HKetenruan Pazal 75 diubah zehingga berbunyi scbhagai
berikut:

Pagal 75

{1} Sctiap orang yang menderita kerugian akibat tindak
pidana sebagaimana dimalcsnd dalam Pasal 69, Pasal
70, atau Pasal 71 dapat mepuntat gant keragian
secara perdata kepada pelalu tindak pidana,

i2]1 Tumonan ganti Kerugian gecars perdata sebapaimana
ditnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesual dengan
ketentuan hukwm acara perdala.

Pagal 18

Beberapa ketenluan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 entang Pengelolaan Wilayah Pesisic dan Fulau-Pulay
Keeil [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Notmor
84, Tambahan lLembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4730 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 entang Pengelolaan Wilavah Pesisir dan
Pulau-Fulau kKecil |Lembaran Negara Republik Indons=ia Tahun
2014 Momor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490 diubah sebagai berikuc:

1. HKetentuan Pasal 1 angka 14, angka 40, dan angka 41
diubah, di antara anglka 14 dan angka 15 disisipkan satu
angka vakni angka 144, serts angka 17, anpgka 12, dan
angka 15A dihapus schingga Pasal 1 berbunyi sebaga
bkt

Pazal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisit dan Pulav-Pulau Kecil
adalah  suatu  pengoordinasian  perencanaan,
pemanfaatan, peogawasan, dan pengendalian
sumber daya pesisic dan pulau-pulan kKecil yang
dilalnukan cleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
antarseklor, antara skosistern darat dan laut, serta
antara il pengetahuan dan manajemen uniok
meningkatkan kescjahteraan rakyat.

2. Wilayah . . .
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Wilayah Pesisir adalah dasrah peralihan antara
Ekosistemn darat dan laut vang dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut,

Pulau Kecil adalah pulau dengan es lebih kecil
ateu sama dengan 2000 km? {dua rbu kil mcter
persegl) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Sumber Daya Pesigir dan Pulau-Pulan Kecil adalah
sumber daya hayati, sumber daya nonhavati.
sumber dava buatan, dan jasa-jasa linglungan,
sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,
padang lamun, mangrove dan biota laut lain;
sumber daya nonhavati meliputi pasir, air laur,
mineral dasar laut; sumber deva buatan meliputi
infrastruktur laut vang terkait dengan kelautan dan
perikanan, dan  jasa-jasa  lingkungan  berupa
keindahan alam, permukaan dasac laut tempat
instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan
dan perikanan serta energl gelombang laut yang
terdapat di Wilayah Pesisir,

Ekosistemn adalah  kesatuan komunitas tuwmbuh-
tambuhan, hewan, organisme dan pon otganisme
lain serta proses yang menghubunglannya dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan
produktivitas.

Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di
dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang
ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah
alizan sungad, tehuk, dan aras.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbataszan dengan
daratan meliputi perairan s&jauh 12 |[dua belas) mil
lant divkur dari gans pantai, perairan yang
mefghubungkan pantai dan pulan-pulaw, estuar,
teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

hkawasan adalah bagian Wilavah Pesisir dan
Fulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertenm
vang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik
fisik, biologi, sgoflal, dan  ekonomt untuk
chpertahankan keberadaannya.

Kawasan Pemanfaatan Umurn adalah bagian dari
Wilayah Pesisir vang ditetapkan perantukkannya
bag berbagai sekror kegiatan.

193, Eawasan . . .
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Kawasan Strategis Nasional Teértentu adalah
Kawasan wvang terkait dengan kedaulatan negara,
pengendalian  lingkungan hidup, danjatau  situs
warisan dunia, vang pengembangantiya
diprioritagkan bagi kepentingan nasional.

Zona adzlah ruang yang pengeunaannya disepakati
bersama antara berbagai pemangku kepentingan
dan telah ditetapkan status hulumnya.

Zonaszi adalah  suatu  bentuk rekayasa  teknik
pemanfaatan ruang melalui penctapan batas-batas
fungsional sesuai demgan potansi sumber daya dan
daya dukung serta proses-proses ekologis yang
berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekoststemn
pesisir.

Rencana Strategis adalah rencana yang meruat
arahh  kebijakan lintas sektor untul: Kawaszan
perencanaan  pembangunan  melalui  penetapan
tyjuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target
ptlaksanaan dengan indikator yang tepat untuk
memantau rencana tingkat nasicnal.

Fencana Zonmasi yang selanjutnye  disingkat RZ
adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya setiap satman peréncanazan  disertai
dengan pénetapan strukiur dan pola muang pada
hawasan perencansan vang memuat Kegiatan yang
boteh dilalukan dan tidak boleh dilakukan serta,
kepiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
mempercleh Perizinan Berusaha rerkait
pemaniaatan di laut.

14A, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

15.

vang selanjutnya dizingkat RZ KSNT adalah rencana
vang Jdisusun untuk  menentulan arahan
pemanlaatan ruang di kawasan strategis nasional
tertenin.

Rencana Pengelolaan adalah rencana vang memuat
susunan  kerangka kebijakan, progsedur, dan
tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian
pengambilan  keputusan di  antara  berbagai
lembaga/instansi pemerintab mengenai kesepakatan
pengmunaan  sumber  daya  atan kegiatan
pembangunan di zona yang ditetapkan.

16. Rencansa |
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Fencana Akst Pengelolaan adalah tindak  lanjut
rencana Pengelolaan Wilayah  Pesizir  dan
Fulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran,
anggaran, dan jadwal untuk satu atan beberapa
tahun ke depan setcara  terkoordinasi  untuk
melakzanakan berbagai kegiatan vang diperlukan
oleh instansi Pemerintah, Pemerintal Dacrah, dan
pemangku kepentingan lainhya guna mencapai hasil
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil di setiap Kawasan pecrencanaan.

Dihapus.
[nhapus,
Dihapus,

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
adalah  upava pelindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan Kecil
serta ehkosistemanya untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Dava
Pesisir  dan Pulau-Pulan  Kecil dengan tetap
memelihara dan meninglatkan kualitas nilai dan
keanekaragamannya.

Eawasan Konservasi di Wilayah Pesizir dan Pulau-
Fualau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulay
keeil dengan cirt khas tertentw yang dilindungi
untuk mewnjudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Fulau Keeil sacara berkelanjutan.

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian
yang lebarnya proporsional dengan bentuik dan
kondrsi fisik pantai, minimal 100 {seratus] meter dari
titik pasang tertinggi ke arah darat.

Fehabilitasi Sumber Daya Pesizir dan Pulau-Pulay
Keell adalah proses pemulihan dan  perbaikan
kondisi Ekosistemn atau populasi yang telah rusak
walaupun hasilnya berbeda dari kendisi semula.

Feklamasi adalah kegiatan vang dilakukan oleh
Jetiap Orang dalam rangka meningkatkan manigat
sumber daya lahan dilinjau dari sudut lngkungan
dan  sosia! ekonomi dengan cara  pengurugan,
pengeringan lahan atan drainase.

24, Daya . . .
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Draya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan Kecil
adalah kemampuan Wilayah Pesisie dan Pulau-Pulan

Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan
makhluk hidup lain.

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi
timke bencana, baik secara struktur atan fisik
melaldi pembangunan fisik alami danfatau buatan
maupun  nonstruktur atan ponhailk melalud
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana di Wilayat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Benicana Pesisir adalah kejadian karena peristiva
alam ataw karena perbuatan Jetigp Orang vang
menimbulkan perubahan sifat ekt danfatan hayati
Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta,
dan/fatan kerusalan di Wilayah Pesisir dan Pulay-
Fulav Eedal.

Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatil
fungsi lingkungan dalam  gkala vang luag dan
intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha
danfatau kegatan i Wilayah Pesisir dan Pulau-
Fulau Kecil.

Dampak Penting dan Caliupan yang Luas serta
Bernilai Strategis adalah  perubahan  yang
berpengartth  terhadap  kondisi  biofisik  seperti
perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial
ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi
sekarang dan generasi yang akan datang,

Pencemaran  Pesisir  adalah masuknya  atan
dimasukkannya makhluk Thidup, zat, enerpi,
dan/atau komponen lain ke dalam lLingkungan
Pesizic  aldbat  adanya kegiatan Setiap Orang
sthingga kualitas Pesisir turun sampa ke tingkat
tertentu yang menyebablian lingkungan Pesisir tidak
dapat berfungsi gsesuai dengan peruntukannya.

Akreditazsi  adalah  prosedur  pengakuan  suatu
kepiatan yang secara konsisten telaly mementha
standar baku sistern Pengeloloan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil vang meliputi penilaian,
penghargaan, dan  insentil  terhadap program
pengelolaan yang dilabulian oleh Masyarakst sccara
sukarcla.

A0, Pemangku . . .
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Pemangku Kepentingan  Urama adalah  pars
pengruna Sumber Daya Pesizir dan Pulau-Pulag
Kecil yang mempunya Repentingan langsung dalam
mengoptimalkan pemanfastan Sumber Dava Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecll, sepert nelayan tradisional,
nelayan modern, pembudi dava ikan, pengusaha
pariwizata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat

Pemberdavaan Masyarakat adalah upaya pemberian
fasilitas, dorengan, atau  bantuan  kepada
Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu
menentukan  pilihan yang  terbzaik  dalam
memanlaatizan Sumber Daya Pesisir dan Pulaw-
Pulau Kecil secara lestan.

Masyarakat adalabh masyarakat vang terdin atas
Masyaralkat Hullum Adat, Masyaralkat Lokal, dan
Masyarakat Tradisional yang bermukimn di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecd,

Masyarakat Hulbum Adat adalah sekelompok orang
yang secara turun-temurun bermukim di wilayah
geografis tertenty di Megara KHesatuan PRepublilk
[ndonesia karena adanya ikatan pada asal usul
lelubur, hubungan yang kuat dengan  tanah,
wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata
pemerintahan adat, dan tatanan hukom adat di
wilayah adatnya sesuai dengan ketentean peraturan
penmdang-undangan,

Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang
menjalankan Fata kehidupan sehan-han
berdasarkan kebiasaan vang sudah diternima sebaga)
nilai-nilai yang berlakn umum, tetapi tidak
sepenuhnya bergantung pada Sumber Dava Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

Masyarakat Tradizional adalah Masvarakat
perikanan  tradisional vang masih dialaii hak
tradisionalaya dalam melakukan kegiatan
penangkapan ikan atay kegiatan lainnya yang sah i
dasrah tertenty yang berada dalam  péraican
kepulanan sesual dengan kaidah  hukum Tlawut
Internasional.

Kearifan Lokal adalah nilai-nilai lobhut yang masih
berlaku dalam tata kehidupan Masyaralat,

37. Gugatan . . .
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Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa
hak kelompolk kecii Masyarakat untuk bertindak
mewakili Masyarakat dalam jumlah beszar dalam
upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan
permasalahan, fakta hukum, dan tontatan ganti

kerugan,
Setiap Orang adalah orang perséorangan atau

korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hulum,

Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebuat DPE,
adalah Dewan Perwakilan Ralkyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nepara
Republik [ndonesia Tahun 1945,

Pemerintah  Pusgat  adalah  Presiden  Republik
Indonesia vang memegang kebuasaan pemerintahan
negata Republik Indonesia yvang dibantu oleh Wakil
Fresiden dan menteri sebagaimansa dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Bepublik Tndonesia
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah kepala dasrah sebagai
unsur penvelenggara Pemernntahan Daerah vang
memimpin pelaksenaan urusan pemerintahan yang
menjadi Kewsnangan daerah otonotm.

Pemnermntahan  Daerah  adalah penyelengparaan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip
otenomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Megara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Eepublhik Indonesia Tahun 1945,

Mitra Bahari adalah jejaring pemanghku Kepentingan
di bidang Pengelolaan Wilavah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya
manusa, lembaga, pendidikan, penyuluhan,
pendampingan, pelatihan, penelitian técapan, dan
pengembangan rekomendasi kebijalan.

Menteri adalah menten yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Kelauwtan  dan
petikanan,

Z. Ketentuan | .
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2. EKetéentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunsi sebagei
berikut;

(1}

i2)

(3)

(4}

Pasal 7

Ferencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisit dan Pulau-
Pulau Kecil sebagaimana dirmnaksud dadam Pazal S
terdini atas:

a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
kecil wang selanjutiya  dhisebut  dengan
REZWP-3-K;

. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang
selzmjutnya disebut dengan BZ L8N, dan

c. PRencana Zonasi Hawasan Strategis Nasional
Tartenty vang #elanjuinya disebut dengan RZ
ESNT.

Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana
dimaksud pada ayalt (1} huru! a, RZ K3SN sebagaimana
dimaksad pada avat {1) hund b, dan RZ ESNT
schagaimana dimaksad pada ayac (1) huruf c
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Jangka waktou berlakunya Perencanaan Penpelolaan
Wilayah Pesizsir dan Fulau-Fulau EKecil sebagaimana
dimairsud pada ayat (1} selama 20 {dua puluh) tahun
dan dapat ditinjau kembali setiap & (lima) tahun.

Petiinjavan  kembali  Persncanaan  Pengelolaan
Wilayah Pesisic dan Pulau-Pulau Eecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebit dari L
{gatu) kah dalam periode S (Limna) tahun apabila terjadi
perubsahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan batas tentorial negara  yang
ditetaphan dengan Undang-Undang;

c. perubahan batag wilayah daerah vang ditetapkan
dengan Undang-Undang; dan

d.  perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis,

(5) RZ KSHN . . .
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RZ KSN sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b
dan EZ HSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ ditetapkan dengan Peraniran Presiden.

Perencanaan Penpelolaan Wilayah Pesisir dan Fulau-
Pulau FEecil sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

It antara Pasal 7 dan & disisipkan 3 (Hga} pasal yakm
Pasal 7A, Pasal 758 dan Pasal 7C sehingga berbunii
sebagai berikuar:

{1

(%

I3

4

(3]

Pasal TA

REZWP-3-K sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 7 avat
(1) huruf a duntegrasikan ke dalam Bencana Tata
Fuang Wilayah Provinsi

RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
i1 huruf b diintegrasikan ke dalam Eencana Tata
Fuang Kawasan Strategis Nasional.

RZ KSNT sebagaimans dimaksnd dalam Pasal 7 ayat
1] huwuf ¢ diserasikan, dizelaraskan, dan
dismimbangkan dengan rencana tata plang, Tencana
zonasl kawasan antarwilayzah, dan rencana tats ruang
lant.

Dalam hal RZWF-3-K sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan
pada saat penirjadan kembahh Rencana Tata Ruang
Wiayah Provins,

Dalam hal RZ KEN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada
zaat peninjavan kembali Rencana Tata Ruang
hawasan Strategis Nasional.

Pazal TB

Perencanaan Pengelolaan Wiayah Pesisir dan Pulau-Pulay
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Paszal 7 avat (1)
dilaloukan dengan mempertimbangkan:

a. keserasian . .
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a-  keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan
daya dukung ckosistem, lungsi pemanfaatan dan
fungsi perlindungan, dimensi ruang dan  walktu,
dimensi telneologi dan sosial budaya, serta fungsi
pertahanan dan keamanan,

k. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis  sumber
dava, lungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang
pecadran dan sumber days pesisir dan pulau-pulaw
kecil; dan

c. kewajiban untuk mengalckasikan ruang dan akses
Masyarakat dalam pemanfaatan ruang peraoran dan
sumber daya pesisit dan pulau-pulau kecil yang
mempunyai fungsi gozial dan skonomi,

Pasal 7C

Ketentuan lebih lanjut mengenal Perencanaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7. Pasal TA, dan Pasal 7B diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

4,  Pasal 5 dihapus,

5.  Pasal ¢ dihapus.

0. Pasal 10 dihapus.

7. Pasal 11 dihapus.

8.  Pasal 12 dihapus.

9. Pasal 13 dihapus.

10. Pazal 14 dihapus

11. Ketenptuan . . .
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ketentyan Pasal 16 diobah sehingga berbunyi schagan
berilont:

Fazal 16

(1] Pemanfaatan ruang dan Perairan Pesisir wagih
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang
dan/atan rencana zonasi.

121 Setiap Orang vang melakukan pemanfaatan roang
dari Perairan Pesisir stbagaimana dimaksud pada
aval (1} waib memenuhi Penziman Berusgha terkaat
pernanifaatan di lawt dati Pernenititah Pusal.

Di antara Paszal 16 dan Fasal 17 disisipkan satu pasal
yakni Pazal 16A yang berbunyl sebagai bertkut:

Pasgsal 164

Setiap Crang vang memanfaatkan ruang dari Perairan
Pesisir yang tidak memudiki Perizinan Berusaha terkait
pemanfaacan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2], dikenai sanksi adminigtratif.

ketentian Pasal 17 divbah sehingga berbunyi sebaga
berilut:

Pasal LY

(1} Pembenan Perznan Berusaha terkait pemanfaatan di
laur sebagaimana ditnakzud dalam Pasal 16 wajb
mempertimnbangkan kelestarian Ekosistern perairan
pesisit, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan
nasional, dan hal lintzs damai bagi kapal asing.

(2} Perizinan Beruseha terkait pernanfaatan di laut tidak
dapat diberikan pada zona inti di  kewasan
konzervasi.

In antara Pasal 17 dan Pasal 18 dizisipkan 1 {sawm) pasal
yaktu Pazal 17A yang berbuny sebagai beriloat:

Pazal 174 .. .
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Pazal 17A

(1} Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifar
strategis yvang belum terdapat dalam aleltasi ruang
danfatau pela tuang dalam rencana tata ruang
dan/atan rencana 2onasi, Perizinan Berusahe terkait
pemnanfaatan di laut sebagaimana dimaksugd dalam
Pasal 16 awvat {1} dibenikan o¢leh Pemerintah Pusat
berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional
dan/atau rencana tata ruang laut.

(21 Dalam hal terdapal kebijakan nasional vang bersifat
strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau rencana
zonasl belum  ditetapkan cleh Pemenntah  atau
Pemerintah  Dacrah, Pérzinan Berusaha cerkait
pemanfaatan di lawt sehagaimana dimabsud dalam
Pagal 1% avat (1] diberikan oleh Pemerintah Pusat
berdasarkan rencana tata tuang wilayah nasional
damfatan rencana tata mang laae.

(3] Dalam hal terdapat perubaban ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam
peretapan lokasi untuk kebijakan nasional yang
bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada zavat
{1} dan ayat (2], lokaszi untik kebijakan nasienal yang
bersifat strategis (ersebut dalam rencana tata ruang
laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesuai
dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-
urdangan.

i5% Ketentuan Pasal !5 diubah sehingpa berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18

Dalam hal pemegang Perizinan PBerusaha terkait
pemanfaatan di laut sebagaimans dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2] tidak merealisasikan kepiatannya dalam jangka
waltu paling lama 2 {dual lashun scjak Perizinan Berusaha
terkait pemanfaatan di laut diteckitkan, pemegang
Perizinan Berusaha dikenai sanksi admimstratii berupa
pencabutan perizinan berusahanya.

16, Ket=pytoan - . .
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16, Hetentuan Pasal 19 diukah sehingea berbunyi sebagai
berkut:

17,

i1

(2

()

Pasal 1%

Setiap COrang yang melakukan pemanizaatan sumber
daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil
wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan:

produksi garam;

bBiclatmakelogl lane;

bioteknologi laut;

permaniaatan air laut selain enecgl;
wisata bahari;

=% A 0 T @

pemasangan  pipa  Jdan  kabel bawah lent;
danjatau

g pengangkatan benda muatan Kapal tenggelam,

Perizinan  Berusaha untuk  kegiatan  selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuail
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber
daya Perairan Pesisit dan perairan pulau-pulau kecil
varng belum  diatur  berdasarkan  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dano avat [2)
diatur dalam Peramaran Pemenisttah.

Ketentan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
Beriloac:

i1}

(2)

Fa=al 20

Pemenintah  Pusat  wajib memlasilitasi  Penzinan
Berusaha terkait pemandfaatan di Jaut  kepada
Masyaralkat Lokal dan Magyarakat Tradisional

Petizinan Berusaha acbagaimana dunaksud pada ayal
(1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan
Masyaralkat Tradisional, Vang tnelakukan
pemanfaatan sumber daya perairan pesigir, untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

12. Ketentuan - . .
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15, Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai

19,

20

bt

Pasal 272

i1} Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait
pemaniaatan di leaut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) dikecuvalikan bagi Masyarakat
Hukuin Adat di wilayah kelola Masvarakat Hukum
Acdat,

(2} Mazyarakat Hukum Adat sebagamana dimaksud
pada arvat (1] ditetapkan pengalvanmya  sesgal
dengan ketentuan peraturan perundang-undangar,

Ketentuan Paszal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 224

(1] Perizinan Beruzaha sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 16 diberikan kepada:

4. CLang persecrangan warga negara Indonesia;

b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia;

¢ looperasi vang dibentuk oleh Masyarakat; atau
d.  Masyarakat Lokal.

(2] Pemanfaatan ruang perawran pesisir yang dilaloakan
okl instansi pemerintah dan tidak termasuk dalam
kebijalcan nasional vang bersifat strategis diberikan
dalam bentak konfirmasi kesesuaian ruang laut.

Ketentuan Pasal 228 dinbah sehingge berbuny sebagai
berikut:

Pasal 22B . . .
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Pasal 22B

Orang perseorangan warga DNegara Indonesia alau
kerporasi yang didickan berdasarkan hulum lodonesia
dan koperasi yang dibentult oleh Masvarakat yang
mengajukan pemanfaatan laut wagibk memenuhi Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah
Puszat.

Ketentuan Pasal 22C diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 22C

Ketentuan lebih  lanjut wengenai Perizinan Berusaha
tetkait pemanfaatan di laut diatur dalam  Perataran
Pemerintah.

Eetentuan Pasal 26A diukah sehingga berbuny sebagai
berikut:

Pasal 26A

Dalam rangke penanaman modal asing, pemanfaatan
pulan-pulan kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya
harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintab
Pusat dan sesual dengan ketentuan peraturan peoandang-
undangan di bidang penanaman modal.

Di antara Pasal 26A dan Pasal 27 disisipkan 1 [satu) pasal
vakni Pazal 26B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Setiap Otang yang tdak memiliki Pérnzinan Beruwsaha
dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan pemanlaatan
peraivan disekitainya dalam rangka penanaman modal
asing sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 26A dikenai
sanksi administratil,

24, Ketentuan .- . .
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Ectentuan Pasal 50 diubah sehingga bérbunyi sebagai
bemikout:

Pasal 50

Permerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesnal dengan
kewsnangannya memberikan dan mencabut Perizinan
Berusahea terkait pemanfaatan i laut di wilayah Perairan
Pegizir.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyl sebagai
b berut;

Pasal 51

i1] Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan
status Zonha intl pada Eawasan Konservasi Nasional.

(2} Ketentuan lebih lanjuc mengenai perubahan status
zona it sebagaimana dimalsud pada ayat (1} diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebaga
berikut:

Pasal 60

{l) Dalamm Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan
Kecil, Masyarakat mempunyai hak wntuk:

a. memperckeh akses terhadap bagian Peraran
Pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha
terkait pemaniaatan 4 laa;

b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara
tradisional ke dalam RZWP-3-K;

c. mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukumn
Adat ke dalaon REWP-3-K;

d. melakulkan . . .
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melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Dava
Pesisir dan  Pulag-Pulau  Kecill berdasarkan
hukum adat yang berlaku  dan  tidak
bertentzngan dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

memperoleh manfaar  atas pelaksanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisic dan  Pulau-Pulau
Kecil;

memperoleh  informasi berkeénaan  dengan
Pengelolaan Wilayah Pesisitr dan Pulau-Pulau
Kecil,

mengaiukan laporan dan pengeduan kepada
pihak yang berwenang atas ketugien vang
menimpa  dirinya  yang Lerkaitan  dengan
pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Fulau-Pulau Kecil;

menyatakan  keberatan  terhadap rencana
pengelolaen  yang sudah  divmumkan  dalam
Jangka waktu tertentu;

melaporkan  kepada penegall hukum  akibat
dugaan pencemaran, pencermaran, danfatag
perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil
yvang merugikan kehidupannya;

mengajukan gugatan kepada  pengadilan
terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang merugikan
kehidupannya,

metnpetaleh ganti rugi; dan

mecndapat pendampingan dan bantuan hukum
tethadap permasalahan wang dihadapi dalam
Pengelolaan Wilavah Pesisr dan Pulau-Pulay

Kecil sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan

Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulan Kecil wajib:

membernkan  informasi  berkenssn  dengan
Pengelolaan Wiayah Pesisit dan  Pulau-Pulau
Kecil;

b. menjaga . . .
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B, menjaga, melindungi, dan memelibara
kelestatian Wilayah Pesisit dan  Pulau-Pulan

Kecil,
¢ menyampakan laporan  terjadimya babaya,

pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecl;

d. memantau pelakszanaan rencana  Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulan-Pulau Kecu; dan/atau

e. melaksanakan program Pengelolaan  Wilayah
Pegisit dan Pulau-Pulan kecil yang disepakati di
tingleat desa.

27, Ketentuan Pasal 71 diubab selingga berbunyh sebaga

28,

beeridouat:

Pasal 71

Pemmanlaatan raang peraran dan sumber daya pessic dan
pulav-pulan kecil vang  tidak memenubn Périninan
Beruzsaha terkait pemanfaatan Jd lawt yvang Jdiberikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat (2) dan Pasal
12 ayat (1} dikenad sanks administratif,

Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 {satu] pasal
vakni Pasal 71A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

111 Sanksi admimstratl sebagamana dimaksud dalam
Pasal 164, Pazal 26B, dan Pasal 71 dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara Eegiatan;

c. penutupan lokasi;

d. pencabutan Perizinan Berusaha,

E. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/ atau
f. denda administratil.

{2 Ketentuyan . . .
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(2] Ketentuzn lebih lanpudt mengenat  kntera, j&ms,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
diatur dalam Perataran Pemerintah.

DN antara Pasal 72 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal
vakni Pasal 734 yvang berbunyi sebagai bepiliuc

Pasal T32A

Sstiap Orang vang memanfaatkan pulay keoil dan peraaran
di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang
tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26A yvang mengakibatkan perubaban fungsi
rmuang dipidana dengan pidana penjara paling lama <
lempar) tahun dan denda paling banyak
Rp2 000000, 000 00 {dua maliar rapiah).

Ketentuan Pasal 75 diabah sehingga berbunyir sebagai
bkt

Pasal 75

Setiap Orang jyang memanfaatkan mgang dari perairan
vang tidak memiliki Perizinan Bemisaha  terkait
pemanfaatan di laut sehagaimana dimaksud dalam Pasal
L& avat (2) vang mengakibatkan perubahan fungsi mang
dipidana dengan prdana penjara paling lama 3 {oga) tahun
dan denda paling banyak RpS00.000.003,00 {hma ratus
Juta mapiah).

Pasal 75A dihapus.

Ketentuan Pasal T8A diubah sehingga berbunyi s=bagai
benkut:

Pasal TRa ..
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Fazal TEA

Kawasan konservasi di Wilavah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecal yang telah ditetapkan melalul peraturan perundang-
undangan sebalum Undang-Undang tentang Cipta Keérga
mi berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,

Pazal 19

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 rentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294, Tammbahan Lemmbaran Negara BEepublik
[ndenesia Nomor 3002} diubah sebagan berikur

1. Ketenaan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang i yang dimaksud deangan:

Laut adalah muang peraran di muka bum yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan
bentuk-bentuk alamiah lainnya, wang merupakan
kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap
unsur  terkait, dan vang batas dan  sistemnya
ditentulkan oleh peratiran petundang-undangan dan
hukum internasional.

Kelantan adalah hal yang berhubungan dengan Laut
danfatau kegiatan di wilayah Laut vang meliputi
dasar Laut dan tanah di bawshnva, kolom air dan
permukaan Laat, termasuk  wilayabh pesisic dan
pulav-pulaug Kecil,

Pulau adalati wnlayah daratan yang terbentuk sécara
alamiah yang dikelilingli air dan berada 41 atas
perrukasn air pada wakty air pasang.

4_ Kepulauan . . .
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Kepulavan adalah suatu gupusan pulan, termasuk
bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau
tersebut, dan  lain-lain wujud  alamiah yang
hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga
pulau-pulau, peraran, dan wujud alamiah lainnya ity
meéTupakan  satu kesatuan geografi,  ekonomi,
ptrtahanan, dan keamanan serty politik vang hakiki
atau yang secara historis dianggap scebagai demilkian.

Negara Bepulavan adalah negara yang seluruhnya
terdirl atas satu atad lebih kepulauan dan dapat
mencakup pulauw-pulau lain,

FPembangunan Kelautan adalabh pembangunan yang
memberi arahan dalam pendayagunaan sumber dava
Kelautan untuk mewgiudlkan pertumbuhan elkonomi,
pemerataan Kesejabiteraan, dan keterpeliharaan daya
dukung ¢keasgtem pesisir dan Laut.

Surmber Daya Kelautan adalabh sumber dava Laut,
baik yang dapat diperbahann maupun vang tidak
dapat diperbaharui vang memihki  keunggulan
komparatif dan kompetitlf serta dapat dipertahankan
dalam jangka panjang.

Pengelolaan  Kelautan  adalah  penyelenggaraan
kegiatarn, penvediaan, pengusahaan, dan
pemaniaatan Sumber Dava Kelawtan serta Konservasi
Laut.

Pengelolaan  Ruang Laut  adalah perencanaan,
pemaniaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang
Laut vang merapakan Tbagian  integral dari
pengelotaan ata ruang.

Pelindungan Linpkungan Laat  adalah  upaya
sistematis  dan  terpadu yang  dilalukan  untok
melestanikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah
terjadinya pencemaran danfatau kerusalaan
lingkungan di Laut yang melipati konservasi Laut,
pengendalian pencetnaran Laut,  penanggulangzan
beficana Keladtan, peocegahan dan penanggulangan
pricemaran, serta kerusakan dan bencana,

1. Penwcemararn . . .
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Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya
malhlulk hidup, zat, energi, dan/atay Komponen lain
ke dalam lingkutgan Laut oleh kegatzm manusa
sehingga melampani baku mura lingkungan  Lawt
yvang telah ditetaplan.

Fetnerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
vang memegang kekuasaan pemermitahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara FRepublik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Dacrah adalah kepala daerah sebagai
unsur penvelenggara  Pemerintahan Caerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan dagrah otenom.

Menteri adalah  menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Kelautan,

ketentuan Pasal 32 diubah sshingea berbunyl sebagai
berkiut:

(1]

()

(3}

1]

Fazal 32

Dalam rangka kesclamatan pelayaran, semua bentuk
bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu,
baik Alur Pelayaran maupun Alur Laur Kepuilawan
Indonesia.

Arca operasi dan bangunan dan instalasi i Laut
tidak melebibu daerabh  Keselameatan yang  telah
ditentukan.

Fenggunaan area operasional darn bangunan dan
mmstalasi 4i Lawt yang melebiha daerah keselamatan
vang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat |2) harmos mendapatkan persetujuan dari pthak
yvang berwenang.

Pendirian dan/atau  penempatan bangunan  Baut
wajlbh mempertimbangkan kelestarian sumber dayg
pesisit dan plau-pulau kecd,

{7 Ketentuan . . .
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(3] Kstsntuan l=tih lanjuc MmEngenai Kritetia,
persyaratan, dan mekapisme pendinian dan/atau
penempatan bangunan di Laut diatur  dalam
Peraturan Pernerinbal.

Ketentuan Pagal 42 dinbah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42
{1} Pengelolaan Ruang Laut didakukan untulk;

a. melindungi sumber daya dan lingkungan dangan
berdasar pada daya dolung hnglungan dan
keanfan lekal;

b. memanfaatkan potensi sumber dava danfatau
kegiatan di wilayah Laut vang berskala nasional
dan mmternasional; dan

¢, mengembangkan kawasan potensial menjadi
pusat kegiatan produlesi, distribusi, dan jasa.

{2) Pengelolaan Ruang Laut meliputi  perencanasan,
pemanlaatan. pengawasan, dan pengendalian ruang
laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan
tata raang.

(3} Pengelolaan Fuang Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dilaksanakatn dengan  berdasarkan
larakteristik Negara Hesatnan Republik Indonesia
sebagar negara kepulauan dan mempertimbangkan
pulensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
benikur:

Pasal 43

{1} Perencanaan raang Lawe sebagaimana  dimaksad
dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

a. perencanaan tata ruang Laut nasional;

b, perencanssn zonasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil; dan

c. Perencanaaty - -,
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¢,  perchcanaan zgonasi kawasan Laut.

Ferencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 3 merupalkan
perencanaan untuk menghastlkan rencana tata Mang
Laut nasional wvang diintegrasikan Ke dalam
perencanaan tata ruang wilavah nasicnal-

Perencapaan zonasi wilavah pesisir dan pulau-pulau
kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menghasilkan rencana 2onasi wilayah pesisit dan
pulav-pulau kecil yang diintegrasikan ke dalam
perencanaan tata ruang wilayah provinei.

Perencanaan zonasi Kewasan Laut  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ merupakan
perencanaaty untuk thnenghasilkan réncana =zonasi
kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan
stratégls nasional tertentn, dan rencana zonasi
kawasan antarwlayabh,

Rencana zonasi  kawasan  strategis  nasional
duntegrasikan k& dalam rencana tata ruang kawasan
strategls nasional.

Dalam hal perencanaan ata roang Laat nasional
st¢bagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul 2 sudah
ditetapltan, pengintegrasian  dilakukan pada saat
peninjavan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Hasignal.

Dalam hat rencana zonasi kawasan strategis nasional
sebagaimana dimaksud pada  ayat {(4)  sudah
ditatapkan, pengintegrasian dilakulkan pada  saat
peninjavan  kembali rencana tata ruang kawasan
strategis nasional.

Ketentuan labih larmjut mengenad peréncanaan ruang
Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Pazal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 [satu) pasal,
vaknl Pasal 434 vang berbunyi sebagai berilout:

Fazal 43A _ . .
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Pasal 434

111 Perencanaan ruwang Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secars berjenjang
dan kemplemeanter,

(2] Penyusunan perencanaan mlang Laot yang dilakuakan
secara berjenjang dan kormplementer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] merupakan penyusunan
antara.

a.  rencana lata ruang Laut;

b, rencana zonasi kawasan antar wilayal, rencana
zonas] kawasan strategis nasional, dan rencana
zonasi kawasan strategis nasional terreantu; dan

C.  rencana zotad wilayah pesisir dan pulau-pulag
kecil.

3] Perencanaan ruang Laut secara berjenjang dilakukan
dengan cara rencana tata ruang laot sebagzaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf a dijadikan acuan
dalam penyusunan rencana zonasi kKawasan antar
wilayah, rencana zonasi kawasat strategis nasional,
réntcana Zonas: kawasan strategpis nasional tertenog,
dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulan
kecil

{4} Rencana zonasi kawasan antar wilayzh, rencana
Zonasi kawasan  strategis nasional, dan rencana
2onasi  kawasan  strategis  nasional  tertento
sebagaimana dimmaksud pada ayat (2) huraf b menjadi
acuan bagi penyusunan rencana zonasi wilayash
pesisir dan pulav-pulau kecil.

(31 Perencanaan tuang Laut  secara  lomplementer
sebagaimana dimaksucd pada apat (1} merupakan
penataan rencana tata ruang Lawk, rencana Zonasi
kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawesan
strategis nasional, rencana zonazi kawasan strategis
nasional tertenty, dan rencana zonasi wilayah pesisic
dan pulau-pulau kecil sebapaimana dimalsud pada
ayat (2] disusun saling melengkapt satu sama lain
dan bersinerg sehingga tidak terjadi tumpang tindih
pengaturaty,

6. Ketentuan _ ..
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Eetentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 47

(1] Setiap orang vang melakukan pemanfzatan miang
Laut secara menetap di wilayah peratran dan wilayah
yurisdilizi wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait
pemanlzatan di Laat.

(2} Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayac (1)
dikecualikan bagi masvarakat vang melakukan
pemanfaatan i Laut untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.

i3) Pernzinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut
dilabukan sesvai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

[l Setiap crang yang melaknkan pemanisatan muang
Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilavah
vuriediksi  yang tidak  sesual  dengan  Periziman
Berusaha terkait pemanlaatan di Laut yang diberikan
dikenai sanksi administratif,

(5} HKetentuan mengena Pérzinan Berusaha  terkait
pemaniaatan di Laut yang berada di wilayvah perairan
dan wilayah yvurisdiksi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] dan tata cara pengenaan sankzl administraof
stbagaimana dimaksud pada avat (3] diamar dalam
Feraturan Pemerirtah.

[i antara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambah 1 (satu) pasal
yakni Fazal 474 vang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

{1} Perizinan Berusaha pemanfaatan di Lauat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan
berdasarkan rencana tata ruang dan/atad rencana
ZOTLAS].

(2] Perizinan Berusaha pemanfaztan di Laut
sebagainana dimaksud pada avat (1) diberikan untuk
kegiatan:

a. bicfarmalologi . | |
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bicfarmakologl laut

bicteknologi lawe;

pemaiifaatan air laut selain energi;

wisata bahars;

pengangkatan benda muatan kapal tengeelam;
telekomunikasi;

imstalasi ketenagalistrikan;

perikanan;

perhubungan;

ke#gatan usaha munyak dan gas bumi;

kematan usaha pertambangan minerzal dan batu
bara;

pengumnpulan data dan petelitian;
pertahanan dan keamanan;

penyediaan sumber dava air

pulau buatan;

dumping;

mitigagi bencana;, dan

kegmatan pemaniaatan ruang Laut lainnya.

Eetentuan  lebih lanjut  mengenai  kegiatan
pemaniaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat |2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hetentuan Pasal 43 diukah sehingga berbunyi sebagad

bBerubout:

Pasal 48

Jetiap orang vang melakukan pemanfaatan sumber daya
ktlautan sesuvai dengan réncana tata ruang dan/atau
rencana zonasi dapat diberi insentif sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangat.

o Ketenituarn: | . .



SK Mo 050500 A

10,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Ketentuan Pagal 49 diubah schingga berbunyt s#baga
berikut:

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut
gecara menetap vang tdak memiliki Penizinan Berusaha
terkait pemanfaatan d1 Laut sebagaimana dimnaksud dalam
Pasal 47 avat 13) dikenai sanksi administratif.

Di antara Pasal 49 dan Paszal S0 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 49A dan Pasal 49B yang berbunyi sebaga
berikue;

Pasal 434

{1} Sankz adrmnistrabf sebagamana dimaksud dalam
Pasal 49 dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
penutupan lokasi:

pencabutan Penzinan Berusaha;
pembatalan Perizinan Berusaha;, danfatau
1. denda admimistratif

»ANE

12} Kertentuan lebih lanjut mengenat kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata care pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalamn Peraturan Pemerintah.

Pasal 49B

Setiap orang yang melakubkan pemanfaztan reang Latd
secara menstap yvang tidak memiliki Perizinan Berusaha
terhait pemanfaatan di Lavt sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 avat (1) yang mengakibatkan perubahan langsi
ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
lenam| tehun dan pidana denda  paling banvak
Rp20 000000, 000, 00 dua puluh miliar tupiah).

Pasal 20 . ..
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Pasal 20
ketentuan dalam Undang-Undang Momor 4 Tahun

2011 tentang informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2011 Momor 49, Tammbahan Lembaran Nepara
Eepublik Indonesia Nomor 5214) diubah sebagai berifoat:

1. EKetentuan Pasal 1 angka 14 dan engka 15 diubah serta
angka 13 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebaga
berikut;

Pasgal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

2

EJI

Spasial adalah aspek keruangan snatu objek ataw
kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

Geospasial ataw ruang kebumian  adalah  aspek
Kervangan yang menunjukkan lokasi, le=tak, dan
posisi suatu objek atayu kejadian yang berada di
bawah, pada, atau di atas permukaan bumi vang
dinyatakan dalam sistem kKoordinat tertentu.

Data Geospasial vang selanjutnya disingkat DG
adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atan
uluran, danfatau karakteristik objek alam dan/ataa
buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di
atas permukaan bumi.

Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat 1G
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat
digunakan sebagai alat banm dalam perumusan
kebijakan,  pengambilan keputusan, danjalgn
pelaksanzaan kegiatarn yang berhubungan dengan
ruang kebumian.

Informasi  Geospasial Dasar  vang  selanjutnya
disingkat [GD adalah MG yang berisi tentang objek
vang dapat dilibhat secars langsung atau diukur dan
lenampakan hsik di muka bumi dan vang tidak
berubah dalam waktu vang relatil lama.

Informas] Geospasial Tematk vang  selanjutnya
disinglzat IKGT adalah [G yang menggambarkan satu
atan lebth tema tertentu yang dibuar mengacy pada
1GD.

7. Skala . ..
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Zkala adalah angka perbandingan antara jarak dalam
suatu [G dengan jarak sebenamya di muka bumi.

Titik Kontrel Geodesi adalah posisi di muka bumi
vang ditandar dengan bentuk hsik tertentu yang
dyjadikan sebagal kerangka acuan posisi unwk [G.

Jaring Kontrol Horizontal Masional yang selanjutnya
disinglzat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi
horizontal yang terhubung sate sama lain dalam satu
kerangka referensi,

Jaring Kontrol Vertikal Masional vang selanjutinya
disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi
vertikal yang terhubung samr sama lain dalam satu
kerangka referensi.

Jaring Kontrol Gayvaberat Nasional vang selanjutnya
disingkat JEKGN adalzh sebaran titik kontrol geodesi
gayaberat yang terhubung satu sama lan dalam satu
kerangka referensi.

Peta Fupabum Indenesia adalah peta dasar yang
memberikan informasi yang mencakup wilayvah darat,
pantal dan laut.

Chhapus.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Fepublik Indonesia
vang memegang kekuasaan pemenntahan negara
Republik Indenesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonezia Tahun
1345,

Petnerintah Dacrah adalah kepala daeral sebagai
unsur penyelenggara Pemerintzahan  Daerah vang
memmmpin pelaksanaan uruzan pemerintahan yang
m<njadi kewenangan deerah otoniom.

Badan adalah lembaga pemetintah nonkementertan
yang mempunyar tugas, lungsi, dan kewenangan yang
membidangi urusan tertentu dalam hal ni bidang
penyelenggaraan [GD.

Instanst Pemerintah adalah kementerian dan lembaga
pernerintah nonkemente rian.

S¢tiap orang adalah orang perseorangan, Kelompok
orang, atau badan usaha.

19, Badan . . .
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15, Badan Uscha adalah badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atauw badan usaha yang
kerbadan hukum,

Ketentuan Pasal 7 diubah szchingga berbunyi sebagai
berikoue:

Pazal 7

{1} Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
hurui b terdiri atas:

a.  gatis pantai;

hipsograd;

PETAITAN;

narma ripabumi;

batas wilayah,

transportasi dan utilitas;
bangunan dan fasilitas umum; dan

m o~ o0 oo~ g

h. penutup lahan,

{2} Peta dazar sebagaimana dimaksud pada avar 1)
berupa Pota Rupabumi Indonesgia-

(3} Pecta Rupabumi I[ndonesia sebagaimana dimnaksud
pada ayat |2) mencakuap wilayah darat dan wilavah
[aut, termasuk wilaval patitad.

Pasal 12 dihapus.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikogt:

Pasal 132

i1} Garis pantai sebagzamena dimaksud dalam Pasal 7
ayat [1) hunil a merupakan garis pertemuan antara
daratan dengan lavtan yang dipengaruhi oleh pasang
surut air layt.

12) Garis . ..
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(Garis pantai sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
terditd atas:

a. garls panta pasang tertinggi;
b. garis panta tinggl muka air laut rata-rata; dan
¢ garis pantal surt terendah.

Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentultan dengan mengacu pada JKVHN.

Ketentuan Paszal 17 diubah sehingga berbunyi sehagai
benkut:

{1)

{2

{3

(4}
(3}

Paszal 17

[GD dizselenggarakan secara bertahap dan sistemnatis
untuk selurubh wilayah Negara Kesatuan Republik
lndenesia dan wilayah yurisdiksinya.

IGD  sehapaimana dimaksud  pada avat (1)
dimurakhirkan secara periodik dalam janpka waktu
tertentl atan) sewaktu-wakibn apabila diperlukan.

Pemmubktahiran [OD sewaktu-waktol apabilz dipertukan
sebapaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan
dalam hal terjadi bencana alam, perang. pemekaran
ataly perubahan wilayah administratif, atan kejadian
lainnya wyang berakibat berubahnyva unsur IGD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & sehingga
mempenganithi  pola  dan  straktur kehidupan
masyarakat.

G0 ditctapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketenituan kb lamut mengenal norma, standar,

prosedur, kritemia, dan jangka waktu pemutakhiran
13D diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hetentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 18 ., .
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Pasal L&

(1) Peta Rupabumi Indonesia schagaimana dimalsud
dalam Paszal 7 ayat |2) diselenggaralan pada skala
1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:530.000, 1:250.000,
1: L0000

(2] Peta Rupabumi Indonesia skala 1:1.006
diselenggarakan pads wilayah tertentu sesual dengan
kebutithan.

(2} Peta Rupabumi  Indonesia  selain  pada  skala
sebagamana  dimaksud  pada  ayat (1) dapat
digslenggarakan  pada  skala lan sesuai  dengan
kesbutuhan.

Di antara Pasal 22 dan Paszal 23 disisipkan 1 {satu)] pasal,
yakmi Pasal 22A yang berbunyl sebagsi berikut:

Paszsal 224

(1} Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) dapal dilakukan melalu k4132 sama
antars Pemenntah Pusat dengan badan usaha mibik
negara.

{2} Ketentuan lebth lanjat mengenai kerja sama
Pemerintah Pusat dengan badapn wsaba milik negara
zebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyl sebagai
herikut:

Pazal 25

(1] Peogumpulan DG harus mempéroleh persetujuan dari
Femerintah Pusat apala:

a.  dilakkan di daerah terlarang,
b, bBerpatens menimbulkan bahaya; ataw

C. menggunakan tenaga asing dan wahana milik
asging selain satelif.

(2} Persetujuan - . .
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12} Persengjuan sebagaimana dimaksud pada ayar ()
dimaksudkan untuk menjamin keselamatan  dan
keamanan bagli  pengumpul  dala dan bagi
masyarakat,

i3} Ketentyan lebih  lanjut mengenai tata cara
mempetoleh  persetujuan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat |1) diatar dalam Peraturan Pemerimtah.

9.  HKetentnan Pasal 35 diubah sehingga berbunyt sebagai

berikut:

Pasal 55

(1} Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 vang dilakukan oleh:

a. orang persecrangan wajib rmemenuln kualifikasi
sebagal tenaga profesional yang tersertifikasi di
bidang 13,

b, Kelompok orang wagib memenuhi Klasilikasi dan
kualilikasi sebagal penyedia jasa 4i bidang 1G
gerta memiliki tenaga  profesional yang
tersertifkasi di bidang KX, atau

¢.  badan wsaha wajib mamenaln  persyaratan
admirmstratil dan persyaratan teknis,

2] Ketentuan lebih lanjul mengenal pelaksanaan G yang
thlaksanakan olsh orang persecrangan, kelompok

orang, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat |1} diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Pasal 56 dihapus,

Paragral 3 . . .
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Paragraf 3
Fersetujuan Lingkungan

Fasal 21

Dalam rangka memberikan Kermudahan bagi setiap orang
dalam mempercoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang
ini mengubah, menghapus, atau mendtapkan pengaturan barg
beberapa keténtuan terkait Perizinan Berusaha vang diatur
dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Takhun 2000 Notmor 140, Tambahan
Lembaran Megara Republilkt Indonesia Nemeor 3059},

FPaszal 22

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
20009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Megara Republik [ndonesiz Tahun 2009 Nomor 1840,
Tambahan Lembaran Megara BEepublik Indonesiza Nomor S059)
diubah sebagai berilkoat:

1. HKetentuan Faszal 1 angka 11, angka 12, angks 35, angka
34, angka 37, dan angka 28 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Lralam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan penlakunya,  yang
mempengaruhn alam  itn sendin,  kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahiteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan pengelotaan linglungan  hidup
adalah upaya sigtematis dan terpadu yang dilakukan

untuk melestatikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya poncemaran dan fatay
kerusakan lhingkungan hdup svang melipati
perencanaarn, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan huloum.

3 Pembangunan . ..
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Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi ke delam stratzgi pembangunan
untuk menyamin keutbhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa Kini dabh generasi masa depan.

Eencana perlindungan dan pengelolaan lingkungano
hidup yang selanjutnya disingkar RPPLH adalah
perencatiaan tertilhs yang memuat potensi, masalah
lingkungan hrdup, serta uwpava perlindungan dan
pengelofaannya dalam kurun waktu tertentu,

Ekosistemn adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yvang merupakan Kesatuan utuh-menyeluruh dan
saling mempengaruhi dalam membental
kestimnbangan, stabilitas, dan produktivitas
lingkungan hidup.

Felestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian
upaya untuk memelithara kelangsungan days dukung
dan daya tampung inghungan hidup.

Craya dukung lingkungan hidup adalah kemaimpian
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhiuk hidup lain, dan keseimbangan
antarkeduanya.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemeampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, cnergi,
danfatan Kompengn  lain yang masuk  atau
dimasukkan ke dalamnya.

Sumber daya alam adalah unsur linglungan hidup
vang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati
vang zecarda Keseluruhan membentuk  kesatuan
ekosistem,

Kajian linglungan hidup strategis vang selanjutnya
disingkat KLH3 adalah rangkaian analisis yang
sigtematis, menveluruh, dan  partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pecmbangunan
berkelanjutan telah menjadt dasar dan terintegrasi
delam  pembangunan  suatu wilayah danfataun
kebijakan, rencana, dan/atau program.

11. Analisis . . .
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Analisis mengenal dampak linglungan hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai
dampak penting pada linglungan hidup dari suaty
usaha dan/atan kegiatan yang direncanakan, untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan wsaha danfatau kegiatan
scrta  tcrmuat dalam  Perizinan  Bérusaha,  atau
persetujuan  Pemenntah Pusat  atan Pemerintah
Daerah.

Upava pengelolaan lingkungan hidup dan uapaya
pemantauan  linglungan  hidup  vang  selanjuimya
digebut  UKL-UPL  adalab rangkaian  proses
pengelolaan dan pemantadan Iingkungan hidup yang
ditvangkan dalam bentul standar anoik digunalkean
sehagal  prasvarat pengambilan  keputusan  serta
termuat dalam Penzinan Berusaha, atau persctujuan
Farnerintah Pusar atau Pemerintah Dasrah,

Baku mutu Lngkungan hidup adalab ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, =zat, energi, atau
komponen yang ada atau harus ada dan/fatau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
suatu  sumber daya tementu  sebagai  unsur
linglungan lidup.

Pericernaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk  hidup, zat,  energl.
dan/atau komponen 2n ke dalam Ingkungan hidup
oleh kegiatan manusia schingga melampaur baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditecapkan.

Kriteria baku kerasakan lingkungan hidup adalah
ukuran batas perubahan sifat fisik, konia, danfatau
hayati lingkunpgan hudup yang dapat ditenggang oleh
Ihingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

Permsakan lingkungan hidup adalah wndakan orang
yang menimbulkan perubahan langsuneg atau ndak
langsung terhadap sifat lisik, kimia, dan/atau hayab
Iingtkungan hudup sehingga melampaui kriteria baku
keruzakan lingkungan hudup.

17, Kerusakan . . .
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Keruzakan  lingkungan  hidup  adalah  perababan
langsung dan/atau tidak langsung terhedap silat
fisik, Kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melatmpawi  krteria  baku  kerusakan  lingkungan
hidup.

Komservas sumber daya alam adalah  pengelolasn
surmnber daya alam untuk memjamin pemanfastannya

SeCArs bijaksana serta kesinambungan
Letersediaannya dengan  tetap memelibara  dan
meningkatkan kualitas rilal serla
keanekatagamaiinya,

Perubahan ikl adalah berubabnya 1klim  yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh
aktivita®s manusia sehingga menyebabkan perubshan
kemposisi atmoshr secara global dan stlain v jugs
berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang
teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Limbah adalah sizsa suatu usahe dan fatau kegiatan,

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disinglkat B3 adalah zat, energl, danfatan komponen
lain  vang Karena silat, Konsentrasi, dan/fatag
jumlahnya, baik secara langsung maupun  tidak
langsung, dapat mencémarkan danfatau merasall
lingkungan  hidup, danfatan membahayaksn
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B2 adalah sisa suatu

ugaha dan/atau Kegiatan vang mengandung B3,

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliput
pengurangan. penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau
penimbunan,

Dumping (pembuangan) adalah Kegiatan membuaang,
ménempatkan, danfatay  memasukkan  limbah
dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, wakiu,
dan lokasi tertentu dengan persvatatan teetenty ke
media limgkungan hidup terternt.

253, Sengkela . . .
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Sengketa  lingkungan hidup  adalah perselisiban
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan kegiatan
vang herpotenszi dan/atan telah berdampak pada
lingkungan hidup.

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh
perubahan pada lingkungan hidup yang dialibatkan
oleh suaty usaha danfatau kegiatan.

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang
yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendalk
sendiri yang tujuan dan  kegiatannya berkaitan
dengan hngkungan hidup.

Audit  lbogkungan tidup  adalah evaluasi  yang
dilalukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab
ugaha danfatau kegiatan tethadap persyaratan
hukum dan  kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Ekovegion adalah wilayah gecgralis yang memiliki
kesamaan cin iklim, tanah, air, flora, dan (auna asl,
serta pola interaksi manusia dengan alam yang
menggambarkan  integritag sistem alam dan

lingkuangan hudup.
Kearfan lokal adalah nilai-nilai lahur yang berlaku
dalam tata kehidupan masyarakat unluk antara lain

melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari.

Masyarakat  Thukum edat  adalah  kKelompek
masyvarakat vang secara turun temurun bermukim di
wilayah geogralis tertentu karena adanva iKatan pada
asal usul leluhur, adanva hubungan yang kuoat
dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai
vang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum.,

SRetiap orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan huwkum.

Instrumen  ekonemi  lingkungan  hidup  adalah
seperangkat kebjabtan ekonomi untuk mendorong
Pemerintah, pemenntah daerah, atau setiap orang ke
arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

34, Ancaman ., - -
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Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak
luag terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan
kerssahan masyaralzat.

Persatujuan Linglungan adalah Feputusan
kelayakan Lingkungan Hidup atau  Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
telah mendapatkan persetujuan dar  Pemerineah
Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemetintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Da¢rah adslah kepala daerah sebagai
unsur  penyeléenggara Pemenntahan Daerah  vang
merumpin pelaksanaan urusan peoenintahan vang
menjadi kewesnangan daerah otonom.

Mentern adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilna:

(1)

(2]

Paszal 20

Fenentuan tertadinya pencemaran lingkungan hidup
diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

Balu muty lingkungan hidup meliputi:
baku mutu air;

haku mutu air imbah;

baku mum air laut;

baku mutu udata ambicn;

baku mutu emisi;

EBaku mutu gangguan; dan

m A a6 TR

baky mum lain sesuai dengan perkembangan
1lmu pengetahuan dan teknologi.

() Setiap . - .
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{3} Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah
ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a.  memenyhi baky muto hingkungan hidup: dan

b. mendapat persetujuan darl Pemerintah Pusat
atau Femerintah Daergh,

{4} Ketentuan Itbih lanjut mengenai baku  muru
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} diarur dalam Peraturan Pemetintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Fasal 4

{1} Dolumen Amda] merupakan daser uji kelayakan
lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau
kegiatan.

2] Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
thmaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim  uji
ikelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh
lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah
Puzal.

3] Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) terdiri atas unsur Pemerintah
Pusat, Pemenintah Daerah, dan ahli bergertifikat.

{4} Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah
menetapkan Keputusan Eelayakan Lingkungan Hidup
berdasarkan hasi] vji kelayakan lingkungan hidup.

(31 Keputusan Kelayalkan Lingkungan Hidup
achagaimana dimaksud pada ayat 4) digunakan
sebagal persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha,
atau persetujuan Pemerinigh Pusat atay Pernérintah
Dasrah,

%1 Ketentuan lebih lanjut mengensi tata laksana uji
kelayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan
FPermmenintah,

Ketentuan Pasal 25 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25 _ ..
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Pasal 25

Dokumen Amdal memuat:

a.

b.

pengkajian  mengenai  dampak rencana  usaha
dan/atau kepgiatan;

evalvasi kegiatan di sekitar lokasi rencana uszaha
dan/fatau kegiatan;

saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena
dampak langsung yang televan terhadap rencana
usaha dan/atau Kegiatan;

prakirtaan terhadap besaran dampak serta  sifat
penting dampak vang terjadi jika rencana usaha
dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan:

evaluiasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi
untuk menentukan kelayakan atau ketidakiayakan
lingkungan hidup; dan

rencana pengelolaan dan pemantavan lingkungan
hidup.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehinges berbunyi sebaga
berikut:

(L]

{2}

]

Pasal 26

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan
masyarakat.

Penyusunian  dokumen  Amdal diakukan  dengan
melibatkan  masyarakat  yang terkena  dampak
Jangsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan Jebih lanjut mengenai proses pelibatan
masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
distur dalar Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagaj
berikut:

Pasal 27 _ |
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Pasal 27

Dalam  menyusun  dokumen Amdal, pemrakarsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1} dapat
menunjul pihak lain,

Fetentuan Fasal 28 diubah sehingga berbungyi gebagai
barikut:

Pasal 28

i1l Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pazal
26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memilika sertifikat
kompetensi penyusun Amdal,

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenal  serdfikasi dan
kriteria kompetensi penyusun Amdal diater dalam
Perzgniran Pemerintah.

Pasal 29 dihapus.

FPazal 30 dikapus,

Pasal 31 dihapus.

Retentuan Pasal 32 diubah schingga berbunyt sebagai
berikut:

Pasal 32

(1} Pemerintah Pusac dan Pemerintah Dacrah membantu
penyusunan Amdal bagi usaha danfatau kegiatan
Usaha Mikre dan Kecil yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup.

I2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa fasilitasi, bigya, dan/atau
penyusunan Amdal.

(3 Pernentuan . . .
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Pernentuan metigenal Usaha danfatau kegiatan Llsahg
Mikre dan Eecil sebagaimana dimaksud pada avat {1)
dilakukan berdasarkan  kriteria  sesuai  dengan
ketenituan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 34 diubah schingga berbunyi sebagai
berikat:

(1)

2]

(3

{4}

3]

Pasal 34

Betlap  usaha danfaten kegiatan  yang ddak
berdampak penting terhadap Lingloangan Hidup wagib
m#rmenuhi standar UKL-UPL.

Pemenuhan stapdat UKL-UPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (l}) dinratakan dalam Pernyatasan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingloungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
2], P:menntah Pusat atau Pemerintah  Daerah
menerbitkan Penizinan Berusaha, atau persengjuan
Pemerintah Fusat atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat menctapkan jenis usaha dan/fatau
kegiatan yvang wajib dilengkapi URL-UFL.

Eetenituan lebith lanjut mengenai UKL-UPL diatar
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentwan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

1

(2]

Pasal 35

Usaha dan/atau kegiatan vang tidak wajib dilengkapi
UEL-UFL sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 34 ayat
4} wajib membuat surat pernyataan kesangeupan
pengelolaan dan pemantavan lingkungan hidup yang
diintegrasikan ke dalam Noemer Induk Berusaha.

Penetapan  jenis usaha  danfatau  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kemaran yang termasuk dalam kategori
b+nsikeo rendah.

{2) Eetentuan . . .
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(3} Ketentuan lebih lanjut mengenad surat permyataan
k=sanegupan pengelolaan dan pemantauan
Imgkungan  hidup  diatur  dalam = Peraturan
Pemenintah.

Pasal 34 dihapus.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berlkut:

Pasal 37
Penzinan Berysaha dapat dibatalkan apabila:

a.  persyvaratan  yang diaukan  dalam  permehonan
Perizinan Berusaha mengandung cacat  hulkum,
kekelirvan, penyvalahgunasn, serta ketddakbenaran
danfatau  pemalsuan data, dokumen, danjatau
imdormas;

b, penerbitannys tanpa memenuhi syarat sebagaimana
tercanium dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernvataan HKesanggupan Pengelolaan
Linglkungan Hidup; atau

¢.  Kewzjiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal
atau UKL-UPL ndak dilaksanakan oleh penangsung
Jjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38 dihapus.

Ketentuan Pazal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasgal 39

i1l Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan
kepada magyarakat.

121 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalul sistem ¢lektronik dan/atan carg
lam yang ditetapkan ¢leh Pemerintah Pusat.

18 Pasal . ..
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18. Pasal 40 dihapus.

19, Ketentuan Pasal 55 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

203,

{1}

(2)

(%}

{4]

Pazal §5

Pemegang Persetjuan Lingkungan wajib
menyediakan dana penjaminan  untuk  pemulihan
hngs ngkurngan hudup.

Dana penjaminan disimpan di bank pemenntah yang
ditunjuk oleh Pamerintal Pusat,

Femerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga
untuk melakukan pemulihan (ongsi lingkungan
hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

Eetentuan lebih lanjut mengenai dana penjapunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], avat {2), dan
ayat 3] diatut dalam Perataran Pemennlah,

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

I

(<)

(2

(4)

Pagz] 59

Setiap orang yeng menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pepgelolaan Lirbzh B}  vang
dibasilkannya.

Dralam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
avat [1) telah kedaluwarsa, pengelolaaninya mengikun
ketenituan Pengelolaan Limbah B3,

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada
ayat |1} tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan
Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihalk
lain.

Pengelolaan Limbah B3 wapb mendapat Penizinan
Eerusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah,

{5) Pemerintah . . .
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(7} FPemerintah Pusat atau Pemerintabh Daerah  wajib
mencantumlan persvaratan lingkungan hidup yang
harus dipenahi dan kewajiban vang harms dipatuhi
pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atan
persetuuan Pemerintah  Pusat  atau  Pamernntzh
Daeral,

(6) EKeputusan pemberian Perzinan Berusaha wajib
divmumkarn.

{7} Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolagn Lirmbah
B2 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pagsal ©1 diubah szhingga berbunyi sebagai
berikou:

Pazal 51

(I} Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal &0
hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Jdari
Pemerintah Pusat,

2] Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

131 ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara den
persyaratan dumping limbah atau bahan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

[h antara Pasal 61 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 61A schingga berbunyi sebagai berdiout:

Pasal GlA
Dalam hal penanggung jawab usaha danfatau kepiatan:
a. menghasilkan, tmengatghut, mengedarkan,
menyimpan, memaniaatkan, dan/atau mengolah B2,
b. menghasilican, mengangkut, IMALLYimpann,
mengumpuwlkan, memaniaatkan, mengolah, danfatau
metumbun Limbah B3:

c. melakukan pembuangan air limbah ke laut;
d. melakukan pembuangan air mbah ke sumber air;

e, membuang . |
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¢, membuang emisi ks udara; dapn/atau
I memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah:

yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolasn
tersebut dinyatakan dalam Amdal atau IJKL-UPL.

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingea berbumya sebagai
berikt:

Pazal 63

{l} Dalam pelindungan dan pengelolaan  lingkungan
hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

a, menetapkan kebijakan nasional;

b, menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria:

c. mehetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan
mengenat RPPLH nasional;

d.  menstapkan  dan melaksanakan  kebijakan
mengsnal KLHS;

c. menetapkan dan melaksanakan  kebijakan
mengenal amdal dan UkL-UJPL:

f.  menvelenggarakan inventarisasi sumber daya
alam nazional dan emisi gas rumah kaca;

g mengembangkan standar kenja sama;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran danfatau kerusakan
lingkungan hidup;

i.  menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai  sumber daya alam  hayat  dan
nonhayall, kéanekaragaman hayatl, sumber daya
genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa
genetils;

1. menetapkan  dan  melaksanaken  kebijakan
mengenai peitgendalian dampak perubahan iklim
den perlindungan lapizan ozon,

k. menstapkan dan mcleksanakan  kebijakan
merigenal B3, limbah, serta limbah B3:

1. menetapkan . .,
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menetapkan  dan  melaksatakan  kebijakan
mengenai perlindungan lingkungan laut;

menstapkan  dan  melaksanakan kebijakan
mengenal  pencemaran  danfatau Kerusakan
lingkungan hidup lintas batag negara;

melakukan  pembinaan dan  pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional
dan hebdjalean tingkat provins;

melakukan  pembinaan dan  pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan  terhadap  ketentuan  Persetujuan
Lingkungan  dan  peraturan perundang-
undangan;

mengembanglkan dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;

mengoordinagikan dan memlfasilitasi kerja sama
dan penyelesaian perselisihan antardaeral serta
penyelesaian sengkets;

mengembangkan dan melaksanakan kchbijakan
pengclolaan pengaduan masvarakat;
menetapkan statdar pelayanat minimal;

menetapkan  kebgakan mengensi tata  cara
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
yang tetkait  dengan  pedindungan dan
pengelolaan ingkungan hidup;

mengelola informasi lingkungan hidup nasional;

mangeordinasikan, mengambangkan, dan
menyosialisastihan psmanfaatan teknologi ramah
lingkungan hidup:;

membernkan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan;

rmengembangkan SArana, dam standar
laboraterium linghungan hidup;

tnenerbitkan Penzinan Berusaha atay
persctujuan Pemerintal Pusat:

menetapkan wilayah ¢koregion; daty
melakukan penegakan hukum Lingkungan hidup.
12 Dalam - . .
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(2l Dalam pelindungan dan pengelelasn  lingkangan
hidup, peterintah provinsi sesuai dengan notma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Puzat bertugas dan berwenang:

a. menetapkan ketijakan tingkat provinsi;

b. menctapkan dan melaksanakan KLHS tnglat
provinsi;

. menetapen  dan melaksanakan  kebijakan
mengenad RPPLH provinsi;

d.  melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan
UKL-UFL;

€. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya
alam dan etnisi gas rumah kaca pada tingkat
provinsi;

. mengembangkan dan melaksanakan kerja sams
dan lemitraan;

g mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/fatauw kerusakan
ogkungan hidup lintas kabupaten /kota;

h. melakukan  pembinaan dan  pengawasan
terhadap  pelaksanaan  Kkebijakan  tingkat
kabupaten/kota;

L melakukan  pembinaan dan  pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atsu
kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

j- mengembangksn dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama

dan penyelesaian pereelisihan
antarkabupaten/fantatkota serta penyelesaian
sengleta;

. meiakukan pembinaan, bantuan  teknts, dan
pengawasan kepada kabupaten/kota i bidang
prograin dan kegiatan;

1m. melaksanakan standar pelayanan minimal:

n. menstapkan . ..

SH No 350538 A
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menetapkan  kKebijakan mengenai  tata  cara
pengakuan keberadaan masyaralat hukum adat,
Kearlan lokal, dan hak masyarakat huwoum adast
yang terkait dengan  perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan hidup pada dngkat
provirs].

mengelola informast lingkungan hidup tinglat
provinsi;

mengembangkan dan menyosialisasikan
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;

memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan;
menerbitkarn Perizinan Beruzaha ataly

persetujuan  Pemetintah Daerah pada dngkat
provinsi; dan

melakukan penegakan hulur lingkungan hidup
pada tingkat provinst.

Lalam pelindungan dan pengelolaan  lingkungan
hidup, pemerintah lkabupaten/kota sesuai dengan
norma,  standar,  prosedur, dan kriteria  vang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan

berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/ kota;

b. menetapkan dan melaksanakan KLR3 tingkat
kabupaten fkota;

¢.  menctapkan dan melaksanakan  kebijakan
mengenal KPFLH tngkat kabupaten f kota;

4. melaksanalzan Kebijakan mengenai Amdal dan
UkL-UPL;

2. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya
a#lam dan emisi gas rumah kaca pada tngkat
kabupaten/Lkota;

[ mengembangkan dan melaksanalan ketja sama
dan lemitraan;

g. mengembangkan dan menerapkan instumen
lingkungan hidup,

h.  memfasilitasi penyelesaian sengketa;

i. melakukan . . .
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melalkykan  pembinaan  dan  pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan sesuai ketentuan petaturan perundang-
undangan;

mclaksanakan standar pelayanan minimal;

melaksanakan kebjjakan mengenai tata cara
pengakuan keberadaan masyarakac hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukurm adat
yang  terkail dengan perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  tinpkat
katupaten/kota;

mengelola imformasi lingkungan hidup tingkat
kabupaten/kota;

mengembangkan dan melaksanakan kebijakan
sigtern  informasi  lingkungan  hidup  tingkat
kabupaten;kora,

membetikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan;

menerbitkan Perizinan Berusaha ataw
persetjuan Pemerintahh Daerah pada tingkat
kabupatenfkota: dan

melakukan penegalan hukum linglkungan hidup
pada tinglkat kabupaten/kota.

24. Hetentuan Pasal 6% diukah sehingga berbunyi sebagai

berikiuit:

Pasal 69

{11 Setiap orang dilarane:

f,

melakukan  perbuatan yang  meéngakibatkan
pencemaran  dan/atau  perasakan  lingkungan
hidup;

memasuklan B3  yang ddarang menumat

peraturan  perundang-undangan ke  dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan . ..
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¢ memasukkan limbah yang berasal dan luar
wilayah MNegara Kesatuan Eepublik Tndonesia ke
media  lingkungan hidup MNegara Kesatuan
Republik [ndenesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. membusng imbah ke media linglungan hidup;

. membuang B3 dan limbah B3 ke media
linglkungan hiduap:
£ melepaskan produk rekayasa genetik ke media

Ingkungan hidup yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atay
persetwuan bngkungan:

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara
merbakar;

1. menyusun Amdal tanpa memiliki  servifikat
kompetensi penyusun Amdal; dan/atau

J- memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan,

menghilangkan informasi, merusak informasi,
atau memberikan ietergngan yang tidak benar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
huruf b dikecualikan bagi masyarakat  yang
melakukan kegiatan dimaksud dengan
memperhatilkan  sungeuh-sunggubh kearifan lokal di
dacrah masing-masing.

23, Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71

Femennctah  Pusgst  atan  Pernérintah  Daerah
meclakukan PEngawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha danjatau kcegiatan atas
ketentuan  vang  ditetapkan dalam  peraturan
perundang-undangan di bidang pelindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

{2) Pemetintah . . .
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(2] Pemerintah Pusat ataun Pemerintah Daerah dapat
mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan kepada pejabat/instansi teknis  yang
bertanggung  Jawab di bidang perlindungan dan
pengelelaan lingkungan hidup.

(3] Dalam melaksanalan pengawasan, Pemerintah Pusat
atau Pemerintah  Dasrah menetaplkan pejabat
pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat
fungsicnal,

{#) Ketentyan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas
lingkungan  hidup  diatur  dalam Peraturan
FPemerintah.

fetentuan Pasal 72 divubab sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 72

Pemerintah Pusat atan Pemerintah Daerah sesuai dengan
Kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedut,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib
melakukan pengawasan ketaatan penanggung  jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha,
atau  persetujuan Pemerintah Pusat ataw Pemerintah
Dastah.

Ketenmian Pasal 73 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 72

Menteri dapat melalukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab wusaha danfatau  kegiatan yang
Penzinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah
diterbitkan  cleh  Pemerintah  Daerah  jika  Menterd
menganggap terjadi pelanggaran yang serive di kidang
pelindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria YANgE
ditetapkaty oleh Pemerintah Pusat.

2B, Ketentuan . . .
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28 EHetentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebogai

29

31

berikut:

Fasal 76

1) Pemetinitah Pusat  ataun Pemenntah  Daerah
menerapkan sanksi admirastratl kepada penanggung
Jjawalk  wusaha danfatau  kegiatan jpka dalam
pengawasan  ditemukan  pelanggaran terhadap
Perizinan Barusaha, atau persetyjuan Pemermtah
Pusat atau Pemerintah Daerah.

{2} Ket=ntuan lebih lanjuc mengenal tata cara pengenaan
sanlsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetenituan Pasal 77 diubah szehingga berbunyi sehagai
berikut:

FPasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap
penanggung jawab usahs danfatau kegiatan dalam hal
Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja
tidak menerapkan  sanksi adminastratd  terhadap
pelanggaran yang seriug di hidang pelindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 79 dihapus.

ketentuan Pasal 82 diubah sethingga berbuny: sebagai
berilaat:

Pasal 82

{1} Pemerintah Puszat berwenang untuk  memeaksa
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat
pencemaran danfatau perusakan lingkungan hidup
vang dilakukannya.

2] Pemerintah . . .
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(2] Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk
pihak ketige untuk melakukan pemulihan lingkungan
hidup akibat pencemaran danjatau  perusakan
lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban
biaya penangaung jawsab usaha danfatau kegiatan.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakoi Fasal 824, Pasal 82B, dan Pasal 82C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal B2A

Setiap orang yang melakukan usaha danfatau kegiatan
tanpa memiliki:

a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah
Puzat atau Pemerintah Dacrah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat {5), Pasal 34 ayat (3),
Pazal 59 ayat (1) atau Pasal 5% ayat (4); atay

b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
L3 huorul b

dilzenail sanksi administratif,

Fasal 82B

{l} Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang memiliki:

a. Perizinan Berusaha, atan persetujuan
Pemnerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat [5),
Pasal 34 ayat |2}, Fasa] 5% gyvat [1), atau Pazal 59
ayart (4);

b, persemyjuan  dan  Pemetintah  Pusat  atau
Pemerintah Dacrah  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3) horul b atag

c.  persetuyjuan dari Pemenntah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat [1);

vang .
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vang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan
peraturan perandang-undatiZan di bidang
perlindungan dan  pangelolaan lingkungan hidup,
dikenai sanksi administratil,

Jetiap orang yvang melalukan pelanggaran larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal &9, pajty:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran danfatau  perusakan lingkungan
hidup sebagaimans dimaksud dalam Pasal &2
hurul &, dimana perbuatan tersebut dilakuikan
karena |kelaiaian dan  tidak mengslabatlan
bahaya kesehatan manusia dan/atau luka
dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang
dikenai sanksi administratil dan mewajibkan
kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup
danfatau tindakan lain yang diperlukan; atay

b. menyusun Amdal tanpa memiliki o seriifikal
kompetensi  penyusun  Amdal  sebagaimana
ditnaksud dalam Pasal 68 hurul i dikenai sanksi
administratif.

Setiap orang yang Karena kelalaiannya melaliukan
perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya bakno
muta udara ambien, baku mutu air, baku mutu air
laut, atau Kritenia baku kerusakan lingkungan hidup
yang tidsk sesual dengan Perizinan Berusaha yvang
dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Pasal 32C

Sanksi administratif scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2], dan ayat
(7} berupa:

a.  teguran tertulis;

paksaan pemerintah;

denda administratif;

pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atan

pencabutan Perizinan Berusaha.
¢, pencabutan .

*oanoF
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2] Ee&tentuan latab laojut meneenar  kritena, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
adrministratif sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
diztur dalam Peraturan Pémermmtah,

Eerentuan Fasal 38 diiubah sehungga berbunyl sebagai
benloat:

Pasal 22

Setiap orang vang tndakannya, usahanya, dan/atan
kegratanmya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau
mengelola lmbah B2, danfataun yang memmbulkan
ancaman serius terhadap lingkangan hidup bertangeung
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari vs=aha
dan fatau kegiatannya.

Pazal ©3 dihapus.

Pasal 192 dihapus,

Ketentuan Pasal 199 diwbabh schingga berbuny scbeagea
berikint:

Pasal 109

Setiap orang yang melakulkan usaha danfatau Kegiatan
tanpa memiliki:

a, Perizinan Berusaha atau persctujuan  Pemerintah
Pusat, =atau Pemetintah Dasgrab sebagaimana
dimaksud dedem Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat {3).
Fasal 59 ayvat (1), atau Pasal 39 ayat (4);

b, persetjuan dar Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Dasrab sebagaimana dimaksad dalam Pasal 20 ayat
(3] buruf b, atau

<. persetajuan dari Pemerintah Pusat  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

vang - . .



SK Ho 030597 A

37.

35,

39,

PRESIDEH
REPUBLIK INEONESIA

97 -

yang méngalabatkan  tmbulnya  korbanfkenisakan
terhadap kesc¢hatan, kesslamatan, dan/stad hogkoangan,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tabun dan paling lama 3 |uga] rahun dan denda paling
sedikit Rp 1. 000.000,000,00 (satu miliar rupiah| dan paling
banyalk: Rp3.000 000 000,00 (tga miliar rupiah).

Pasal 112 dihapus,

Eatenituan Pasal 111 diuwbah sehingga berbunyl sebaga
benloat:

Pazal 111

Pejabat  pemben peTsEtuuan lingkungan Vang
menerbitkan  persenjjuan lingkungan tanpa dilengkapi
dengan Amdal ataun UKL-UPL sebagaimana dimakiud
dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) rahun dan denda paling banyak
Rp32.000.000.000,00 {tiga miliar rapiah).

Estentuan Pasal 112 dinbah sehingga berbunyn sebagai
berkut:

Fasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak
melakukan pengawasan terhadap ketaalan penanggung
Jawab usaha dan/atan kegiatan terhadap peraturan
perundang-undangan dan Perizinan Berngsahe, atayg
persetijuan Pemerintah Pusat atau Pemetintah Daersh
sebagaimana  dimaksud dalam Pazal 71 yang
mengakibatkan  terjadinya  pencemaran  dan/atau
kerusakan lmgkungan yang mengaKibatkan hilangnya
nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 ({saty) tahun atau denda palng banyak
Rp330.000 003,00 (llma ratus juta rupiah).

Paragral 4 . . .
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Pagal 23

Untuk memberikan kemudahan bapi masyvarakat, terutama
Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan
Gedung dan sgertifikat laik fungsi bangunzn, Undang-Undang
ini mengubah, menghapus, atau menctapkan pengaturan baru
beberapa ketenituan yang diatgr dalam:

a-  Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonesia Nomer 4247); dan

b.  Undang-Undang Momor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Momor
17%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer &108),

Fasal 24

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Megara Republik
Indoncsia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4247 diubah sebagai
berdout:

1. ketentuan Pasal 1 angka L1, aogka 14, dan angka 15
divbah dan disisipkan 3 (tiga} angka baru, yakni angka 16,
angka 17, dan angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
beriliue:

Fasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi  yang  meényatu  dengan tempat
kedudukannya, scbagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah danfatau air. yang
berfungsi  sebagai tempat manusia  melakukan
kegiatannya, bails untuk hunian atan tempat tinggal,
kigiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, mavupun kegiatan khusus.

2, Penyelenggaraan . . .
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Penyelenggaraan batgunan gedung adalah kegiatan
pembangunan yvang meliputi perencanaan teknis dan
pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,

pelestarian, dan pembongkaran.

Pemanlaatan bangunan gedung adalah  kegiatan
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan
fungsi vang telah ditetapken, termasuk keglatan
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secars
berkala,

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga lcandalan
bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya
agar selahy laik ungsi.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki danfatau
mengganti bagian  bangunan gedung, komponen,
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan satana
agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksasn
keandalan seluruh ataw sebagian bangunan gedung,
komponen, bahan bangunan, dan/atau proasarana
dan saranenya dalam tenggang wakty tertentu guna
menyatakan kelajkan fungsi bangunan gedung,

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran,
serta pemeliharaan bangunan gedung dan
lingkungannya untuk mengembalikan  keandalan
bangunan lersebut sesnai dengan aslinya atang sesuad
dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

Pembongkararn adalah kegiatan membongkar atau
mercbohkan  seluruh  atau  sebagian  bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan, danjaray
prasarana dan sarananya.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan
hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, vang
menurut hukum sah sebagai permilik  bangunan
pedung,

Pengguna  bangunan  gedung  adalah  pemilik
bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan
gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik
bangunsn gedung, yang menggunakan dan/atau
mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan
gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

11. Pengkaji . . .
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Pengkaji Teknis adalah orang persecrangan atau
badan wsaha, baik yang berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum, yang mempunyar sertifikat
kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan
usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas
kelaikan fungsi Bangunan Gedung,

Masyarakat adalah perseorangan, kelompol, hadan
hukum atau usaha, dan lembaga ataun organisas
yang Lkegiatannya di bidang bangunan  gedung,
termasuk masyarakat hukum adat dan masyaralat
ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
bangunan gedung.

Prasarapa dan sarana bangunan gedung adalah
lasilitas kelenghkapan di dalam dan di luar bangunan
gedung yang mendukung pemenuhan
terzelenggaranya fungsi bangunan gedung.

Femerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
jang memeégang keluasaan pemenintahan negara
Eepublik Indonesia yvang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsut penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerntahan yang
menjadi kewenangan dasrah otonom.

Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi lavanan
Jasa Konstruksi.

Profesi Ahli adalalt zestorang vang telah memenuhi
standar kompetensi dan ditetapkan oleh lambaga
yang diakreditasi oleh Pemerincah Pusat.

Penilil: Banpunan Gedung vang selanjutnya disebu
Fenilik adalah orang perseorangan yang memiliki
kompetensi, yang diberi tugas oleh Pemerintah Pusat
atau Permerintah Draerah sesuai dengan
kewsnangannya untuk melakulan inspeksi terhadap
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Rotentuan Fasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikul:

Pasal 5 . .
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FPasal 5

{1} Setiap bangunan gedung meriliki | funesi dan
klasilikasi bangunan gedung.

{2} Ketentuan lébih  langput mengenan lungsi  dan
klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal ¢ diubah  sehimgga berbunyi sebaga
berikut:

Pasal 6

(1] Fungsi bangunan gedung sebagammana dirmaksud
dalarn Pasal 5 harud digunakan  sesual  dengan
peruntukan lokasi yane diatur dalam RDTE.

(2] Fungsi bampunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat 1] dicantumkan dalam Persetujuan
Bangunan Gedung.

(3] Perubshan fungsi bangunan gedung  harms
mendapathan persetwuan kembali dar Peterintah
Pusat,

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
memperoleh  Persetupnan  Bangunan  Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dialur dalam Peraturan Pemerintah,

Eetentuan Paszal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

il] Setiap bangunan gedung harus memennhi scandar
tebnis banpunan gedung sesual dengan fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung.

2] Pengeunaan ruang di atas danfatau di bawah tanah
dan/atany  air untuk bangpinen gedung  hams
dilakukan sesuai dengan  ketentoan  peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam . . .
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Dadarn hal bangunan gedung merupakan bangunan
godung adat dan cagar budayva., bangunen gedune
mengikuti  ketentuan  khusus  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Eetentuan lebih  lanjut mengenai standar teknis
sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diatur dalam
FPerabaran Pemenntah.

Pasal & dihapus,

Pasal 9 dihapus.

Pasal 10 dihapus.

Pasal 11 dihapus.

Pasal 12 dihapus.

Pazal 12 dihapus.

Pazal 14 dihapus.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingpa berbunyi sebagad
berikat:

{1)

i2)

Pazal 15

Pencrapan pengendalian dampak lingkungan hanya
berlaku bagi bangunan  gedung  yang  dapat
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pengendaban dampak lingkungan pada bangunan
gedung sebageimans  dimaksud pada  ayat (1}
dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangat,

13. Pasal . ..
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FPaszal 16 dihapus.

Pasal 17 dihapus.

Pagzal 18 dihapia.

FPasal 19 dihapus.

Pasal 20 dihapus.

Pazal 21 dihapus.

Pasal 22 dihapus.

FPasal 23 dikapus,

Pasal 24 dihapus.

Fagal 25 dihapys.

Pasal 26 dihapus.

Pasal 27 dihapus.

Pazal 28 dihapus.

Pasal 2% dihapus.

Fasal 20 dihepus,

Pasal 31 dihapus.

2% Fasal) | |
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2% Pasal 32 dihapus.

3D, Pasal 33 dithapus.

al.

32.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyn sebage
Berikut:

{1}

{2)

(2

14)

Pasal 34

Fenyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan
pembangunan,  pemanfaatan,  pelestacan, dan
pembonghkaran.

Dalam penyelenggaraan banguman gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelangpara
berkewgjiban memenuhi standar teknis bangunan
gedung.

Penyelenggars bangunan gedutig terdith atas pemilik
bangunan gedung, Penvedia Jaza Konstruksi, Profesi
Ahli, Penilik, pengkaji  teknis, dan  pengguna
bangunan gedung,

Calam hal terdapat perubahan  standar telonis
bangunan gedung, petnilik bangunan gedung vang
belum  memenuhi standar  teknis  sebagsimana
dimaksud pada ayat (2} tetap harus memenuhi
leetentuan standar teknis secara bertabap.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi aebagai
berikut:

(1

(2]

Pasal 35

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan
melalni  tahapan perencanaan, pelaksansan, dan
pergawasan.

Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan,
baik 4i tanah milik sendil mavpun di tanah milik
pihak lain.

i3] Pembanpgunan | |
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FPembangunan bangunan gedung di atas tanah mlik
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan perjanjian  ertulis  antara
pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Perencanaan stbagaumana dimaksud pada ayat (1)
harus  dilakukan oleh penyedia jasa persncana
konstrulcsi yang memenuhi syvarat dan  standar
kompetensi  s¢suai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Feryedia jasa perencana Ronstruksi sebagaimana
dirnaksud pada ayat 4] harus merencanalan
bangunan gedung dengan acuan standar  teknis
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1].

Dalam hal bangunan pedung direncanakan tidak
zesuai dengan standar telnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1), bangunan gedung harus
dilengkapt hasil pengujian  untuk  mendapatkan
persetupnan rencana teknis dari Pemerintah Pusat,

Hasi! perencanaan harus dikonzultasikan dengan
Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah
zesual dengan kewenangannya bBerdassarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pernyataan
pemémihan standar teknis bangunan gedung.

Dalam hal perencanaan bangunan gedung yang
menggunakan prototipe vang ditetapkan Pemerintah
Pusat, perencanaatt  bangunan gedung  tidak
memerlukan kewajiban  Konsultasi  dan tidak
memer]ukan pemeriksaan pemenuhan standar,

Fazal 36 dihapus.

Di antara Pagal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dug) pasal,
yakni Pasal 3GA dan Pasal 36B yang berbunyi sebagai
berikour:

Pasal 36A . ..
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Pasal 36A

Pelaksanaan  konstruksi  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah
mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.

Persetyyuan zebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh seteiah mendapatkan pernyataan
pemenuhan standar teknis bangunan gedung dar
Pemerintah Pusat atau Pernerintah Dasraly scsuai
kewenangannya  berdasarkan norma,  standar,
prosedur, dan  kriteria  vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimohonlkan  kepada Pemerintah  Pusat  atauw
Pemerintah Dacrab sesual dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan Kriteda
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem
elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat,

Pasal 36B

Pelakzanaan  bangunan  gedung  dilakukan oleh
penyedia jasa pelaksana honstruksi yang memenuhi
syarat dan  standar Kompetensi  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penvedia jasa pengawasan atau Manajemen
konstruksi melakukan kegiatat pengawasan  dan
Bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan
pehenaan.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur,  dan  kreeria  yang ditetapkan oleh
Pemerntah Pusat melakukan inspeksi pada setiap
tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
progawasan yvang dapat menyatakan lanjut atau
tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berkurnya.

Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3
meliputi:

a- pekemaan strukiur bawah;
b. pekerjaan basemern jika ada;

¢. pekerjazn - . .
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¢, pekerjaan strukiur atas; dan

d. pengujian.

Dalam.  melaksanakan  inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] Pemerintak Pusat atan
Femerintah Daerah sesuai deéngan kewenangannys
menvgaskan Penilik berdasarkan norma. standar,
prosedur, dan  kriteria yang ditetaplkan oleh
Pernerintah Pusgg.

Dalam  hal pelaksanaan  diperlukan  adanya
perubahan danfatau penyesuaian terhadap rencana
tekniz, penyedia jasa perencana wajib melaporkan
kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
seguad dengan kewenanganya untuk mendapathan
persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dapat
dilanjutlan berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

kKetentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyt ssbagai
Betilut

(1]

(£

Pasal 37

FPemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh
pemililkl dan/atau pengguna bangunan gedung setelah
bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat
lails fungsi.

Sertifikcat laill fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat |1} diterbitkan oleh Pemernintah Pusat atauw
Pemerintah Dacrah sesual kewenangannya
berdasarkan surat pemmyataan kelaikan fungsi yang
diajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau
Manajemen konstruksi kepada Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Dacrah  sesual  kewenanganmya
melalui sistem elektronik yang diselenggarakan olah
Pemeninitah  Pusat, berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria  yang  ditetapkan  oleh
Pemerintah Pusat

(3} Burat . . .
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(3] Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana
dimmaksud pada ayat (2] diterbitkan setelah inspeksi
tahapan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasgal
368 ayvat (4) huraf d yvang menyatakan bangunan
gedutig memenuhi standar t¢knis bangunan gedung.

{4) Penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
dilakukan bersamazn dengan penerbitan surat buldi
kepemilikan bangunan gedung.

(0] Pemeliharaan. perawatan, dan pemerikssan secarg
berkala pada bangunan gedung harus dilabukan
untuk  memastikan bangunan gedung tetap
memenuhi persyaratan laik lungsi,

{3) Dalam pemanfaatan bangunan  gedung, pemilik
danfatau pengguna bangunan gedung mempunyai
hak dan lkewajiben sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.

Di antara pasa!l 37 dan Pasal 38 disisipkan | (satu) pasal
vakni Pasal 37A vang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Hetentuan  lebih lamjut mengenal  perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan
gedung diatur dalam Peraturan Pemsrintah.

hetentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 39
(II Bangunan gedung dapat dibongkar apabila;
a. tidak laak fungsi dan tidak dapat diperbaili;

. berpotensi menimbulkan bahaya  dalam
pemaniaatan  bangunan  gedung  dan/atau
lingkunganitiya;

¢.  tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;
atau

d. ditermukan | -,
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i, ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan
dan rencana teknis hangunan gedung vang
tercantum dalam  persetujuan sa=zt dilakukan
inspeksi bangunan gedune.

Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a dan huruf b
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atan Pemerintah
Daerah sesuai dengan Kewenangannya berdasarkan
hasil penglajian teknizs dan berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditctapkan oleh
Femerintah Pusat,

Fenglajian teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada avat (2], kecuali untuk rumah tinggzal,
dilakukan oleh pengkafi teknis.

Pembongkaran bangunan gedung vang mempunyvai
dampak Iuas terhadap keselamatan umum  dan
lingkungan harus dilaksanalkan berdasarkan rencana
telnis  pembongkaran  yang telah  disetujui  olch
Pemerimtah Pusat dan Pemerintah Dasrah  sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan keriteria  yang  ditetapkan oleh
Permenntah Pusat,

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara
pembonglaran bangunan  gedung  sebagaimana
dumaksud pada ayat (1), avat (2], ayat (3), dan ayat {4
diatur dalam Peraturan Femetintah.

Eetenluan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

I}

Pasgal 40
Dalam penyelenggaraan beangunan gedung, pemilik
bangunan gedung mempunyzi hak:

a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintal Pasat
atas rencana teknis bangunan gedung yang telah
memaahi persyaratan;

b.  melaksangkan pembangunan bangunan gedung
sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;

<. mendapatkan . . .
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¢.  mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung
danfatan  lingkungan yang dilindungi dan
dilestarikan dari Pamerintah Pusat;

d. mendapatkan inscntif sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang cagar
budayg;

e, mengubah fungsi bangunan sciclah mendapat
persetuguan dari Percerintah Pusat; dan

- mendapatlkan  ganti rugi sesuai  dengan
ketentuan  peraturan  perundatg-undangan
dalam hal bangunan gedung dibongkar oleh
Femerintahh Pusat bukan karéna  kesalahan
petmilik bangunan gedung.

(21 Dalam penvelenggaraan bangunan gedung, pernilik
Bangunan gedung mempunyal kewajiban:

a.  menyediakan rencana teknis bangunan gedung
yang meéemesnubl  standar  tekitie  bangunan
gedung yang ditetapkan  sesuai dengan
fungsinya:

b.  memiliki Pérsetujuan Bangunan Sedung;

¢.  melaksanakan pembangunan bangunan gedung
sesual dengan rencana teknis;

d. mendapat péengesaban dan Pemerintalh Pusat
atas perubahan  rencana  teknis  bangunan
gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan
banginan; dan

€. menggunakan penyedia jasa  perencana,
pelaksana, pengawas, dan pengkajian  teknis
yang memetiuhi syarat sesuai dengan ketentuan

peTaturan perundang-undangan untuk
melaksanakan pekerjaan  terkait  banganan
gadung.

39, Ketentuan Pasal 41 diubah sehinpga berbunyi scbagal
berikut:

Fasal 41 . ..
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Pasal 4]

Dalam petyelenggaraan banpunan gedung, pemnilik
dan/atay pengguna bangunan gedung mempunyai
hak:

a.  mengetahul taa cara penyslenggacaan bangunan
gedung;

b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan
lokasi dan intensitas banpunan pada lokasi
danfatan  ruang tempat  bangunan  akan
dibangun;

. mendapatkan keterangan mengén=i  standar
tekniz bangunan gedung, dan/atau

d. mendapatkan ketérangan mengenai bangunan
gedung danfatau  lingkungan  yang  harus
dilindungi dan dilestarikan.

Dalam penvelenggaraan bangunan gedung, pemilik

dan/atan pengguna bangunan gedung mempurnyad

Lewaijiban:

a. memanfaatkan bangunan pedung sesuai dengan
Tungsinya;

b. memelihara dan/ataw  merawat  bangunan
gedung secara berkala;

c.  melengkapi padoman/petunjulk pelaksanaan
pemanfaatan dan pemeliharaan  bangunan
gedung;

d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas
kelaitkan fungsi bangunan gedung;

e,  memperbaiki bangunan gedung yang telsh
ditetaplian tidak laik fungsi; dan

. membotiekar bangunan gedung dalam hal:

1. telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak
dapat dipsrbaiki;

2. berporensi menimbulkan  bahaya dalam
pemanfaatannya,

3. tidak memiliki Persetujuan Bangunan
Gedung; atau

4. ditemukaty . - .
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4,  diternukan ketidalizesuaian antara
pelaksanaan  dengatt tencata  lkeknis
bangunan gedung yang tercantum dalam
persetujuan saat  dilakukan  inspeksi
bangunan gedung.

3 Kewajiban memnbongkar bangunan gedung
schagaimmana dimaksud pada ayat (2] hurual |
dilaksanakan dengan tdak mengatggu keselamatan
dan ketertiban umum.

40. Ketentuan Pagal 43 dinbah szehingga berbunyi sebagai

41,

berikut:

Paszal 43

(1] Pemerintah Pusat atau Pemerntah Daerah sesyag
dengat kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria  vang ditetapkan oleh
Pemerititah  Puzat menyelenggarakan pembinaan
bangunan  gedung  secara  nasional | untuk
meningkatkan pemenuhan perasyaratan dan teftib

penyelénggaraan bangunan gedung.

(2) Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan
pembinaan sebagaimang dimaksud pada avat (1)
dilakukan berzama-sama dengan masyarakal yvang
terkait dengan bangunan gedung,

(#) Ketentuan lebih  lanjut mengenai  pembinaan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Eetentuan Pasal 44 diubabh sehingea berbunyi sebagai
berikut:

Passl 44

Setiap  pemilik bangunan  gedung, Penyedia  Jasa
Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, pengkaji tebmis, dan/fatau
pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna
vang tdak memenubi kewayiban pemenuhan fungsi,
dan/atau  persyaratan, danfatan  penyelenggaraan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini dikenai sanksi administracf,

42 Kerantuano . .
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42, Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunvi sebagai
berikut;

i<

Pasal 45

Sanksi administratil sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 44 dapat berupa;

a. peringatan terbulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;

.  penghéntian  aementara  atau  tetap  pada
pekerjaan pelaksanaan pembangutat,

d. penghentian sementara atay tetap pada
pemanfaatan bangunan gedung:

e, pembekuan perzetyjuan bangunan gedung;

. pencabutan perzsetujuan bangunan gedung,

g. pembekuan sertifikat Jaik Jungsi  bangunan
gedung;

h. pencabutan sertifikat lailk fongsi bangunan
gedung; atau

i.  perintah pembongkaran bangunan gedung.

Ketentuan Jebih  lanjut mengenai  Kriteria, jenis,

besaran dan tata cara pengenaan sanksi admnistratif

sebapaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintali,

432, Estentwan Pasal 46 diubab sehingga berbunyi sebagai
berikout:

(1)

SK Mo 050613 A

Pasal 46

Setiap pemilik danfatan penggana bangunan gedung
vang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-
Undang iru diancam dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun atsu denda paling banyak 10%
{sepuluh  per seratus] darl nilai baogunan  jika
karenanya mengakibatkan kerugian harta benda
orang lain.

i2) Betiap . . .
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Setiap pemilik dan/atan peogguns bangunan gedung
vang tidak memenuhn ketentuan dalam Undang-
Undang ini diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 [empat] tahun atay denda paling banyak 15%
(lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung
Jka karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang
lain yang mengaklibatlkan cacat seumur hidup.

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung
vang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-
Undang ini diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20%
{dua puluh per seratus) dan nilai banpunan gedung
jika  karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa
oratg lain.

Dalam prozes peradilan atas tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3], hakim
memperhatikan perambangan dari Profesi Ahli.

Ketentuan lelnh  lanjui mengenai  kriterda, jenis,
besaran dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1}, ayat (2], dan ayat |3) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satw) pasal,
yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1]

{2)

-3}

Pasal 47A

Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan
gedung sesuai dengan kebutuhan.

Frototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diuntamakan untuk bangunan gedung
sederhana yang umum digunakan masyarakat

Frototipe bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] ditetapkan paling lama 6 jemam| bulan
sejak Undang-Undang ini diundangkzn.

Pazal 25, _ .
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Pasal 25

Beberapa ketenluan dalam Undang-Undang & Tahun 2017
tentang Arsitek [Lembaran Hegara Republik Indonesia Tahun
2017 Momor 179, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor £108) dinbah sebagai berikut: ;

L. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, serta disisipkan |
isatu} angka, yakni angka 14 schingga Pasal 1 berbunyi
sebagal berikuat;

Paszal |

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Arsitektur  adalah  wujud hasil penerapan ilmu
pengetahuan, tekoologi, dan seni secara utuh dalam
menggubah ruang dan linglangan binaan sebagai
bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia
yang memenuhi kadah fungsi, kaidah konstruksi.
dan  kaidah estetrika  serta mencakup faktor
keselamatan, keamanan, kesehatan, kenvarmanan,
dan kemudahan.

Prakiik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan
untuk menghasilkan karva Arsitektur vang meliputi
pErcncanaan, perancangan, pengawasan, dan/atao
pengkajian untukk  bangunan gedung dan
lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan
dan kota.

Arsitek adalah seseorang yang telah tnemenubu syarat
dan ditetapkan oleh Dewan untuk melaloakan Praklik
Arzitel.

Arsitelr Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan
asing vang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.

Uji KEempetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek
vang terukur dan objeldl untuk mernlai capaian
kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu
pada standar kempetensi Arsitek,

Surat Tanda Registrazi Arsitek adalah bukti tertulis
bagi Argitek untuk melakulan Pralktik Arsitek.

T. Lisensi . . .
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Lizensi adalabh bukt tertulis yang berlaku sebagal
surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam
penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan
perizinan lain.

Pengembangan Keprofesian  Berkelanjutan  adalah
upaya  pemelibaraan  kompetensi  Arsitek  untuk
menjalankan Praltik Braitels FECATA
berkesinambnygan,

Pengguna Jasa  Arsitck  adalah  pihak  vang
menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian
ketja,

Organisasi Profesi adalah [keatan Arsitek Indonesia,

Femermtah Pusat adalah Presiden Republik [ndonesia
vang memegang kekuasaan pemerintaban negara
Rzpubbk Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah Daerab adalah kepala daerah sebagal
upsur  penyelengeara Pemerintahan Dacrah  yane
memimpin pelaksanaan urusan pemenintahan vang
menjadi kewenangan dasrah otonotmn,

Mcnten  adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Dewan Arsitek [ndonesia yang selanjutnya disebut
Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi
Profesl dengan tugas dan  fungsi membantu
Pemenntah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian
Arsitek.

ketentuan Pasal 5 diubah schingea berbunyi sebagai
benkuat;

Pazal 5

Pembérian layanan Prakiik Armitek wajib memenuhi
standar kinerja Argitek.

{2) Standar . . .
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{2) Standar kanerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada
ayat |} merupakan tolok ukur yang menjamin
chsiensi, efektivitas, dan syarat mua yang
dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanasn
Praktik Arsitek,

21 Ketentuan lebih lapjut mengenai standar kinerja
Arsitell sebagaimana dimaksud pada avat (1) diator
dalam Peratuyran Pemerintah,

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikul:

Pasal &

Untuk relakukan Praktik  Arsitek, sesecrang  wajib
memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitel.

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 isabu) pasal,
yakni Pasal 6A schinges berbunyi sebagai berikut:

Pazal 6A

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan
karva Arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan
bangunan gedung adat, penyelenggaraan kegiatan tidak
wajib dilakukan oleh Arsitek.

Kerentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi schbagai
b rikout;

Pasal 13

Ectentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan
pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana
dimmaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan
FPasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Fetentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 14 . ..
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FPasal 14

Setiap  Arsitek dalam  penyelenggarsan  bangunan
g=dung wajib memilika Lisensi.

Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat
1) belum memiliki Lisensi, Arsitek wajih bekerja sama
dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.

Lisensl  sebagaimana dmnakend pada  apat (1)
diterbitican oleh Pemerintah Provins: sesual dengan
norma, standar,  kriteria, dan prosedur  yang
ditetaplran ¢leh Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih Tanjut moengenai tata cara penerbitan
Lizensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1}

I2)

i3

{4)

Pasal 19

Arsitek Asing harus melakukan alih keahlian dan alib
pengetahuan,

Alih keahiian dan alih pengetahuan sebapaimana
dimaksud pada ayat 1) dilaloukan dengan:

a.  mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik
Arsitek pada kantor tempatnya bekerja;

b.  mengalibhkan pengetahuan dan  kemampuan
profesionalnya kepada Arsitek; dan fatan

c. memberikan pendidikan  dan/atau pelatihan
kepada lembaga pendidikan, lembaga penslitian,
dan/ataun lembaga pengembangan dalam bidang
Arsitektur tanpa dipungut biaya.

Pengawaszan terhadap pelaksanaan kegiatan alib
keahlian  dan  alih  pengetahuan sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1} dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat,

Ketentugn IJebih lanfut mengenai tata cara  alih
keahiian dan alih pengetahuan  schagaimana
dimaksud pada avat {2) dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 diatur dalam
Piraturan Pemerintah.

5. Eetentuan . - .
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Eetentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasxal 28

Orpanisasi Profesi bertugas:

&,
b.

melakukan pembinaan anggota;

menetapkan dan  menegakkan kode etik profesi
Arsitek;

menyelenggarakan dan memantaun  pelaksanaan
Pengembangan Keprofesian Berkelarjutan;

melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi
tentang Legiatan Praktik Arsitek;

memberikat masukan kepeda pendidikan  tingg
Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;

memberikatt masulkan kepada Pemerintah  Pusat
mengenad linglkup layanan Praktik Arsitek;,

mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai
budaya Indonesia; dan

melindungi Pengguna Jasa Arsitele

Ketantuan Fasal 34 diubah schingga berbunvi sebagai
berikout:

{1)

{2)

{3}

Pasal 24

Dalam mendulung keprofesian Arsitelk, Organisasi
Profest membentuk Dewan yang bérsilat mandits dan
independen.

Dewzn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berangeotakan @ (sembilan) orang vang terdin atas
UnSsUr:

a  anggota Organisasi Profesi,

b. Pengguna Jasa Arsitek;, dan

C. perguruan dnggi.

Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikukubkan olch Pemenniah Pusat.

10 Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebageai

beribout;
Pazal 35
i1} Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap
prolesi Arsitele.

2] Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

a. menetapkan kebijakan pengembatgan profesi
Arsitek dan Praktik Arsitek:

b. melakukan pemberdayaan Arsitek; dan

c. melakukan pengawasan terhadap képatuhan
Arsitek  dalam  pelalisanaan  peraturan  dan
standar penataan bangunat dan lingkungan.

) Pemetintah  Pusat  dalam  melakukan  funesi
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan Praktik
Arsitel sebagaimana dimak=ud pada ayat (1) dibentu
cleh Dewan,

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek
gebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan
ayat (3) diatur dalam Perataran Pererintah.

Fasal 36 dihapus.

Pasal 37 dihapus.

Ketentuem Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Paszal 35

(1} Setiap  Arsitek  yang  melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal
0, Pasal 18 ayat (2}, Pasal 19 atay Pasal 20 dikenai
sanksi administratil berupa:

a.  perngatan tertulis;

b penghentian . .
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b. penghentian sementara Praktik Arsitels

¢. pembekuan Bwat Tanda Registrasi  Arsitel,
dan/yatauy

d. pencabutan Surat Tanda Regisirasi Arsitek,

i) Sanksi scbagaumana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Organisasi Prolesi Arsitek.

Paszal 39 dihapus.

Fasal 40 dibapus.

Fasal 41 dibapus,

Bagian Keempal

Penyederhanaan Perizinan Bernzsaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan
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Investasi

Paragrad |

Umum

Pasal &

Parizinan Berusaha terdiri atas sektor:

@ moopo e

kelautan dan perikanan,
prertaniann;

kehutanan;

energl dan sumber daya mineral;
Letenaganukliran;
perindustrian;

perdagangan, metrologi legal, jeminan produk halal, dan
standardizasi penilaian kesesualan,

pekerjaan umum dan peramalian rakyat;
transpertasi;

j- kesehatan, | ..
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kesehatan, obat dan makatian;
k. pendidikan dan kebudayaan:

L

—

parmsisata;

keagamazn;

pos. telekomunikasi, dan penyiaran: dan
pertahanan dan keamanarn.

© B g

Paragral 2
kelantan dan Perikanan

Pasal 27

Untuk memberikan kemudshan bagl masyarakat terutamea
Felaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan
petikanan, beberapa letentuan dzlam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nemer 4433 sebagaimana telah
dinbah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahuo 2004
tentang Perkanan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer $073) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pagal 1 angka 11, angka 24, anghks 25, dan
angka 26 diubah serta angka 16, angka 17, dan angka 18
dihapus schingga Pazal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang ditmaksud dengan:

1. Perikanan adalab semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelelaan dan pemanfaatan sumber daya
ikan dan lingkungannya mmulaji dari  praproduksi,
produksi, pengolahan sampai déngan pemasaran,
vang dilaksanakan dalam  suatu  sistemn bisnis
perikanan.

2. Sutnber , |,
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Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan
tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota
dan faktor alamiah sekitarmya.

Ikan adalah segala jenis organisine yang seluruh atan
schagian dari sikluz hidupnya berada di dalam

lingkungan perairan.

Penangkapan  ikan  adalah kegiatan  uniuk
mempercleh ikan di perairan yang tidak dalam
keadaan  dibudidayakan dengan  alat atau cara
apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
untuk Memuat, mengangher, menyimpan,
mendinginkan, menangsni, mengolah, dan/atay
mengawetkannyva.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk
memebhara, membesarkan, danfatau membiakkan
tkan serta memanen hasilnya dalam lingkungan vang
terkontrol, termasuk kegiatan vang menggunakan
kapal untuk memuat, menganghkut, menvimpan,
mendingiokan, menangani, mengolah, dan/atay
Mengawetlzannya.

Pengelolaan  perkanan  adalah  semua upava,
termasulk proses Yang terintegrasi dalam
pengumpullan  informagi, analisis, perencanaan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber
dava ikan, dan implementasi serta penegakan hulkum
dari peraturan  perundang-undangan  di bidang
perikanan, yang dilaskukan oleh pemcrintah atau
otoritas  lain  vang diarahkan untuk mencapai
Kelangsungan produktivitas  sumber  daya  hayabi
perairan dan tujuan vang telah disepakati,

Konservasi Sumber Dava Tkan adalah  upaya
pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber
daya ikan, termasuk ekosisterm, jenis, dan geretik
untuk menjamin  keberadaan, kKetersediaan, dan
kesinambungannya dengan tetap memeclihara dan
meningkatkan bualitas nilai dan keanckaragaman
sumber daya ikan.

9. Kapal . . .
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Kapal Perikanan adalah kapal, perzhu, atau alat
apung lain yang digunakan wuntuk melakukan
penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan
ikatr, pembudidayaan ikan, pengangkutan  ikan,
pengolahan 1kan, pelatthan penkanan, dan
penelitian/ eksplorasi penkanan.

Nelgyan adalah orang yang mata pencahariantya
melakiukan penangkapan ikan,

Nelayan HKecil adalah crang  yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan itkan untuk
memennhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang
menggunakan kapal penangkap lkan maupun vang
bidak menggunakan kapal penangkap lkan.

Pernbudi Dava Ikan adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

Pernbuwdi Daya-Tkan Kecll adslah orang vang mata
pencahaniannya  melakukan  pembudidayaan  tkan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-har.

Setiap Orang  adalah orang  perseorangan  ataw
Kot porasi.

Kerporasi  adalah kampulan  orang dan/atau
kekayaan yang terorganizasi, baik merupakan badan
hubum mavpun bukan badan hukum.

Dihapus.
Dihapus.
Dihapis.

Lanat Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12
(dua belas] mal lawae yang divkur dar garis pangkal
Kepulavan Indonesia,

FPerzuran Indonesia adalah laut tenitorial [ndomesia
beserta  perairan kepulzuan  dan perairan
pedalamannya.

21 2ona . ..
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21. Zona Ekonomi Eksklusii Indonesia yang sslanjutnya
disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan
dengan laut teritorial  Indonesia  sebapaimana
ditetapkan berdasarkan undang-undang vang berlaku
tentang perairan Indoneszia yang mcliputi dasar lauat,
tanah di bawahnva, dan air di atasnya dengan batas
terluar 200 j[dua ratus] mil leut vang dakur dan ganis
pangkal laut tentonal Indonesia,

22, Laut Lepas adalah bagian dari laut yang ddak
termasul dalam ZEEl, laut teriterial  Indonesia,
petaitan  kepulauan  Indonesia, dan  perairan
pedalaman indonesia.

23, Pelabuhan Perikanan adalah tempat vang terdini atas
daratan dan perziran di sekitarnya déngan batas-
batas tertentu schagal tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagai tempat hapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/ateu bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
fasilitas  keselamatan pelayaran  dan  kegiatan
perinjang perikanan,

24, Mentern adalah menteri yang menyelenggaralan
uruzan pemerintahan di bidang perikanan,

25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonssia
vang memegang kckuasaan pemerintahan Neégara
Republik Indonesia yang dibantu cleh Wakil Fresiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

26, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebaga
unsur penvelenggara pemerintahan daerah yang
mamimpin pelaksanaan wrasan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonorm,

2. kWetentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi zcbagai
berikut:

Pasal 7

1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan
surmber daya ikan, Pemerintah Pusal menetapkan:

. rencana . - .

Sk No 050625 A
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rencana pengelolaan perikanann,

potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah
pengelolaan perikanan  Negara Eepublik
Indonesia,

jurnlah tangkapan vang diperbolehkan di wilayah
pengelolaan perikanan Megara  Republik
Indonesia;

potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan
di wilayah pengelolaan  perikanan MNegara
Fepublik Indonesia,

potengi dan  alokaszi induk serta benih ikan
tertentu di wilavah  pengelolaan  perikanan
Negara Republik Indenesia;

Jeris, Jumlah, dan ukuran alat penangkapan
ikan;

ynis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat
bantu penangkapan ikan,;

dacrah, jalur, dan walitu  ataw  musim
penangkapan ikan;

persyaratan atau standar prosedur operasional
penangkapan ikan;

pelabuhan perikanan;
sistemn pemantauan kapal perikanan;
jenis ikan bard vang aken dibudidayakan;

jenis ikan dan wilayah penebaran kemball serta
penangkapan ikan berbasis budi daya,

pembudidayaan ikan dan pelindungannya,

pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber
days ikan serta lingkangannya;

prehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan
serta lingkungannya;

ulkuran atau berat minimum jerus lkan vang
boleh ditangkap;

kawasan konservasl perairan;

wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

i, jenis . . .
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t.  jemis lkan yvang dilarang untuk diperdagangkan,
dimasubkkan, dan dikeluarkan ke dan dan
wilayeh Negara Republik Indonesia; dan

v, pers akan dan gengtik ikan vang dilindung.

Setiap orang vyang melakukan uwsaha danfatan

kegatan pengelolaan  perikanan wajib - memathi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayac (1)

mengerai;

a.  jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan
ikar;

k. pnis, jurnlah, ukuran, dan penempatan alat
bantu penangkapan ikan;

c. daerah, jaluor, dan waktu atau musim
penangkapan ikan;

d. persyaratan atau standar prosedur operasional
penangkapan ikan;

e,  slstern pemantauan kapal perikanan,
jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

2. jenus ikan dan wilayah penebaran kembali serta
penangkapan ilan berbaszis budi daya;

h.  pencegahan pencemaran dan kerisakan sumber
daya itkan serta lingkungannya;

1. ukuran atau berst mummurm  jenis dkan yang
boleh ditangkap:

J.  kawasan konservasl perairan;

k. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

L jemis ikan yang ddarang untuk diperdagangkan,
dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dani
wilayah Negara Republik Indonesia; dan

. Jemig ikan dan genetik ikan vang dilindungi.

hewajiban mematuhi Ketentaan mengenai  sistem
pemantagan kapal periltanan sebagrimana dimaksud
pada avat (2] hurul e, tidak berlaku bagi Nelayan Kecil
dan/atau Pembudi Daya-lkan Eecil,

Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlal
tangkapan  yang  diperboleblan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hwruf b dan huaraf c.

3. Diantara . . .
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[h antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 {satu) pasal
bary, yakmt Pasal 204 sehingea berbuny: sebagai berikut:

Pasal 204

{1] Setnap ocrang yang melakukan penanganan dan
pergolahan ikan yang tidak memenuhl dan tddak
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan,
sistam jamninan mutd, dan Keamanan hasil perikanan
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 20 avat (3}
dikenai sanksi administratif,

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria, j=nis, dan
tats CAra Pengenaan sankal admanistratif
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) diatur dalam
Peraturan Petmerintalh,

Ketentuan Pasal 25a dinbah sehingea berbunyi sebagsi
berikout:

Pasal 234

{l} Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis
perkanan harus memenuhi standar muty hasil
penikanarn,

(2} Pemerintah Puzat dan Pemerintabh Daetah sesuaj
kewenangannya membing dan  memfasilitasi
pengembangan usaha perikapan  agar memenuhi
standar mutu hasil perikanan bardasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Pemerititab Pusat.

(3] Keténtwan lebih lanjut mengenai standar muny hasil
perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Paszal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
bBerikue;

Pasal 28 . . .
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Fasal 26

Setiap orang Yang melakukan usaba penkanan di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daesrah  sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur,  dan Kriteria  yang ditetapkan  olsh
Pemerninitah Pusat.

Jems usaha Penikanant sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] terdim dan usaha;

a. penangkapan [kan,
b. pembudidayaan lkan;
c. pengangkutan lKarn,
4. pengolahan [kan; dan
e, pemasaran 1kan

Ketentuan Pasal 27 dinbah sehingga berbunvi sebagai
beriloat:

{1)

12}

Pasal 27

Jetiap otang vang memilika dan fatau menpoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera [ndonesia yvang
digunakan untuk melalkukan penangkapan ikan di
wilayah pengelolaan perikanan MNegara Republik
Indonesia dan/atau laut lepas waib memenuhi
FPerizinan Betrusaha dari Pemetintah Pusal atau
Femerintah Dacrah sesuai dengan kKewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
vang dit#tapkan oleh Pemerintah Pusat,

Betiap orang yang memilika danf atan mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera  asing yang
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di
ZEE] wajib memenuhi Perizinan Berusaha dan
Pemerintah Pusat,

3] Setiap . ..
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Setiap orang yang mengopérasikan kapal penanghap
ikan berbendera Indencsia di wilavah pengelolasn
perikanan  Negara  Republik  Indonesia  atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing di ZEEl wajib membawa dokumen Perizinan
Esruzaha.

Fapal penangkap ikan bDerbendera Indonesia yvang
melakukan penangkapan ikan di wilayah jyurisdiksi
negara lain harus terlebih dahuly mendapatkan
persetijuan dan Pemerintah Pusat.

Kewajiban memanuhi Periziman EBerusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan/atau
membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimang
dimaksud pada ayvat [3) tidak berlaku bagi Melayan
Keuail,

Di antara Pagal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikour:

1]

{2)

Paszal 274

Settap orang vang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
melalukan penangkapan ikan di wilayah peneelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia danj/atauw di
laut lepas, vang tidak memenuhi Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),
dikenai sanksi administratf.

Setiap orang yang mengoperasikan kapal penanglap
ilkan berbendera Indenssia di wilayah pengelolaan
perikanan Negara FRepublik Indonesia, vang tidak
membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 avat {2), dikenai sanksi
administratil.

{3} Setiap - . .
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Setiap orang yang memiliki danfatau mengoperasikan
kapal penangkap ikan hberbendera asing vang
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di
ZEElI tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari
Pemerintzh Pusat sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 27 ayat {2) atau tidak membawa dokumen
Perizinan Berusaha sehbagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.

Ketentuan lebil lanjut mengenai kritéria, jenis, Jan
tata cara PERRSnaANn sanksi administratil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat (2}, dan
ayat (3 diatur dalamn Peramaran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebaga
beridkut:

1)

{2)

i3

4

Pasal 28

Setiap orang yvang memiliki dan/atay mengoperasikan
kapal penganghut ikan berbendera Indonesia di
wilayah pengelolaan  perikanan Megara Republik
[odoncsia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Permmerintah Pusat atau Pemerintah Daersh sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kKriteriz vang  ditetapkan  olch
Pemerintah Pusat.

Beuap orang vang memihki dan/atau mengoperasikan
kapal pengangkut ikan berbendera asing yang
digunakan untuk melakukan pengangkuutan ikan di
wilayah pengelolaan perikanan  MNegara Republik
Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

Setiap orang yang mengoperasikan kapal penganglout
ikarn di  wilayah pengelalaan  perikanan  Negara
Republik  Indenssia  wajib membawa dokuwmen
Perizinan Berusaha.

HKewajiban memenuhi Perizinan Berusaha
gebagaimana dimaksud pade ayat (1} dan/fatau
mermnbawa dokumen Penzinan Beruzaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} tidak berlaku bagi Nelayan
Feecil danfatau Pembudl Daya-lkan Kecil

4. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 28A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28A
Seliap arang dilarang:
a, memalsukan dolkumen Penzinan Berusaha;
b. menggunskan Perizinan Berusaha palsu;

c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain
atau orang lain; dan/atau

d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan
oleh kapal lain danfatau kapal milik sendiri.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehimgga berbunyi sehagai
berikult:

Pasal 30

(1] Pemberian  Perizinan  Berusaha Fepada  orang
danfatau badan hukum asing yang beroperasi di
ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan,
pengaturan akses, atau pengaturatt lainnya antara
Fermerintahh  Republik  Indonesia dan  pemenntah
negara bendera kapal,

{2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemenntah
Fepublik Indonesia dan pemerintah negara bendera
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haras
mencantumkan Kewajiban pemerintah npegara
bendera  kapal untuk  bertanggung jawah  atas
kepatuban erang atau badan hubkum nepara bendera
kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian
perikanan tersebut.

(3} Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan Inetgenai
pembennan Perizinan  Berusaha kepada orang
danfatay badan hukum asing yvang beroperasi i
ZEEl, perjanjian perikatan, pengaturan akses, alag
pengaturan  lainnya  antara Pemerintah  Republik
Indonesia dan pemerintah negara betdera kapal.

11, Keranituan | . .



SK Mo 050633 A

11.

12.

13.

PRESIDEM
REPUDLIK IHDONESIA

-133 -

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagail
berilout:

Pasal 31

(1} Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untak
menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dart Pemerintah Pusat atau Pernetintah
Daergh sesuai dengan kKewenangannya berdasarkan
norma,  standar,  prosedur, dan  krtena  yang
ditetapkan oleh Pemmenntah Pusat.

{2} BSettap kapal penikanan yang dipergunakan untuk
menganglat ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Megara REepublik Indenesia wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemeriotah
Dasrah sesuwaa dengan kéwenangannya berdasarkan
norma, standar, prosedur, dJdan  koteria  yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

Ketentuan lelah  lamgut mengenal Perizinan Berasaha
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagat
berikut:

Fasal 33

{1} Kegiatan periiangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan  ikan di wilayah  pengelolaan
perikanan Negara Republik lndoneszia yang bukan
uniuk mjuan  komerszial  hams  mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintzh
Draerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
notma, standar, prosedur, dan  kriteria yang
ditetaplkan oleh Pemenntah Pusat

(2} Kegiatan . . .
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kegiatan penangkapan ian dan fatay
pembudidayvaan itkan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan eleh Setiap Orang vang melipuati
kegiatan dalam  rangka pendidikan, penyuluhan,
penelitian  atau  kegiatan ilmiah  lainnya, serta
kesenangan dan wisata.

Persetuyjnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi sesecrang yang menangkap ikan
dan/fatany membudidavakan ikan wntuk kebutuhan
schari-hari.

Pergetujuan bagi keglatan penelitian atan kegiatan
iltmah lannya sebagaimana dimalisud pada ayal (2}
dilakzanakan sesuzi dengan Ketenluan peraturan
perundang-undangan.

Eetentuan lebih lanjut mengenal penangkapan ikan
dan/atau pembudidayaan ikan di wilavah
pengelolaan perikanan Megara Republik Indonesia
vang bukan untuk tujpan komersial diatur dalam
Feraturan Pemerintah.

l4. Ketentuwan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
b Tk

(]

12)

(3]

Pasal 35

Setiap Orang vang membangun, méngimpor, atau
memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahuly
mendapat  persetujuan  Pemenintah  Pusat  atay
Perienintah Daerah sesual dengan Kewenangatiiya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kritcra
yang ditetapkan aleh Pemerintah Pusat.

Pernbangunan atauw  modibkasi  kapal perikanan
sehagaimana dimaksud pada avac (1) dapat
dilakukan, baik di dalam maupun di luar neger,
setelah mendapat pertimbangan teknis laik Jaut dari
Pemerintah Pusat,

Zetiap orang yang membangun, mengimpor, atau
memodiikasi kapal perikanan yang tidak memiliki
persetujuan Pemenntah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

4] Ketentuan . ..
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{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai  kriteria, jenis.
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanlosi
administratil sebagaimana dimalsud pada avat (1),
avat {2}, dan ayar 12} diamyr dalam  Peraturan
Femerintah.

Ketentuan Pasal 35A diubah sehingga berbunyi sebagai
betrikout;

Pasal 354

11} Eapal perikanan berbendera [ndonesia  vang
melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan
merikanan Megara  Republik  Indonesia  wajib
menggunakan nakhoda dan anak buah  Lkapal
berkewarganegaraan Indonesia,

{2} Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak
buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sankst  administratil berupa peringatan,
pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan
Ferizinan Berusaha.

3] Ketentuan mengenau kriteria, jenis, dan tata cara
BEREENAan sanksi  administratif  sebagaimansg
dimaksud pada ayat {2} diatur dalam  Peraturan
Pemerintah.

Eetentuan Pasal 36 diubah sehingea berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 3&

(1} Kapal penkanan wmilik orang  Indonesia  yvang
diopearazsikan di  wilayah pengelolaan  perikanan
Negara Republik Indonesia danfatan laut lepas wajib
didaftarkan terlebit dahulu sebagai kapal perikanan
Indonegia.

2] Kapal . . .
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Eapal perikanan vang telah terdaltar sebagaimans
dimaksud pada ayat {1}, diberikan Perizinan Berusaha
dan Pemerintah Posat atau  Pemerintah  Daerah
sesuat dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di
wilayah pengelolaan perkanan Republik Indonegia
danfatau laut lepas yang tdal mendaltarkan kapal
perkanannya sebagal kapal perikanzn  Indonesia
sethagaimana dimaksud pada ayat (1} dikenad sanksi
administradf.

Eetentuan lebih lanjut mengenai  kriteria, jenis,
besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Feraturan Pemerintah.

Ketentuen Pasal 38 diubah sehingea berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2}

I3

Pasal 38

Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing vang
tidak memenuhl  Perizinan  Beruysaha  untuk
melakukan penangkapan ikan selama  berada  di
wilayah pengelolaan  perikanan  MNegara Republik
Indenesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di
dalam palka.

Setiap kapal penangitep ikan berbendera asing yang
telah memenuhi  Perizinan Berusaha  untuk
melakukan penangkepan ikan dengan | (satu} jenis
alat penanghkapan ikan tertenty pada bagian térrentu
di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan
lainmya.

Seniap kapal penangkap ikan berbendera asing vang
telah  memenuhi  Peérizinan Berusaha  untuk
melakukan penanglzapan ikan wajib menyvimpan alat
penangkapan tkan di dalam palka selama berada di
luar dacrah penangkapan ikan yang diiznkan di
wilayah pengelolaan  perikanan Negara Republik
Indon#sia.

14, Ketentuan ., - -
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Ketentuan Pagal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

K2tentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun,
mengimpoet, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran
kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal
perikanan, serta  penggunaan 2 (dua)  jenis  alat
penangkapan  itkan  secara  bergantian  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 37, Pasal 28,
dan Pasal 2% diatur dalam Peraturan Pemerintah.

hetentuan Pasal 41 diobah sehinggs berbunyi sebagai
bertkut;

Fasal 41

(1} Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melzlogkan
pembinasn pengelolaan pelabuhan perikanarn.

(2) Pemenntah Pusat dalam menyelenggarakan dan
melalukan  pembinaazn pengelolean pelabuhan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menetapkan:

a. rencana induk pelabuban perikanan  secara
nasional;

b.  klasifikasi pelabuhan perikanan;
. pengelotaan pelabuhan perikanan:
d.  persyaratan danfatau  standar teknis dalam

perencanaan, pembangunan, operasional,
pembinaan, dan  pengawasan  pelabuohan
petilanarn;

e,  wilayah kerja dan  pengoperasian  pelabuhan
perikanan yang meliputi bagian perairan dan
daratan tertentu yang menjadi wilayah Kerja dan
pengoperasian pelabuhan penkanan; dan

[ pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh
Pemerintah,

(2} Setiap . ..
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Setiap kapal penangkap ikan dan Kapal pengangkut
ikan harus mendaratkan  iken  tangkapan  di
pelabuhan  penkanan yvang  ditdtapkan atau
pelabuhan lamnya yang ditunjuk.

Setiap orang yang memiliky danfatau mengoptrasikan
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut
ikan vang hdak melakukan bongkar muat ikan
tangkapan di pelabuhan perikanan vang dicetapkan
atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} dikenai sanksi administratil
betupa peringatan, pembekusan Perizinan Berusaha,
atan pencabutan Feriziman Betusaha,

Katentuan leluh lanjut mengsnal kntena, jenus, dan
tata cara ~ pengenaan sanksi  admunistratif
sebagaimana dimaksud pada ayat 4] diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

i)

I2)

Pasal 42

Dalam  rangka keselamatan operasional  kapal
perikanan, ditunguk svahbandar di pelabuban
perikanan,

3yahbandar di pelabuban perikanan mempunyat
gas dan wewenang:

a.  menerbitkan persetyuan berlayar,

b, meneatur kedatangan dan keberanghkatan kapal
perikanan;

¢.  memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal
perkanan;

d. memerikes teknis dan nautis kapal perikanan
dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat
bantu penangkapan ikan;

e, memeriksa dan mengesahlkan perjanjian kerja
Iaut;

f. memeriksa log book penangkapan dan
penganghkutan ikan,

£, Tengatur .,
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2.  mengatur olah gerak dan lalu lnmtas  kapal
petikanan di pelabuhan perikanan,

h. mengawas pemanduan;
i-  mengawasi pengisian bahan balar;

j.  mengawasi  kegiatan  pembangunan  fasilitas
pelabuhan penkanan,

k. melaksanakan bantuan pencarian dan
penvelamatan;

L memimpin penanggulangan pencemaran  dan
pemadaman kebakaran di pelabahan perikanan;

m. mengawasi pelaksanaan perlindungan
hngkungan maritim;

n. memeriksa pemetibhat persyaratan péngawakan
kapal perikanan;

o. menerbitkan Surat  Tanda Bukti Lapor
Ledatangan dan Keberangkatan Kapal
Perikanan, dan

p.  memerikga sertifilcat ikan hasil tangkapan.

Setiap  kapal perikanan yang akan  berlayar
melakiukan penangkapan ikan dan/fatau
penganghkutan ikan dam pelabubhan perikanan wajib
mernililsi persetujuan berlayar vang dikeluarkan oleh
syahbandar di pelabuhan petikanan.

Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)} diangkat oleh menteri vang
rretnbidang: urusan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, svahbandar di
pelabuban perikanan dikeordinasikan cleh pejabat
vang beértangpung jawab di pelabuhan  perikanan
setempat.

Ketentuan lchih lanjut mengenai kesyahbandaran 4
pelabuhan penkanan dilaksanakan sesuvai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloar:

Pasal 43 . .,
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Fasal 43

Sctiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan
perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal
perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

Eetentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44

111 Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 42 ayat 12) huruf a diterbitkan olch syahbandar
setelah  kapal perikanan memeénuhi standar laik
Dpetas.

(2] Pemenuban standar  faik  operasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawsas
penkanan sttelah dipenuha persyaratan administeasi
dan Kelayakan teknis.

{3} Kerantuan lebih lapput mengenai  persyaratan
admimstrasi dan  kelayakan tekniz sebagaimana
dimaksud pada aval (2} diatr dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Fasal 45

Calam hal kapal penkanan berada dan/atau berpangkalan
di luar pelabohan  perikanan, persetmgjuan berlayar
diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi
standar lac operas| dari pengawas perikanan yang
ditugaskan pada pelabuhan setemnpat.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkut:

Fasal 4% ., .
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Pasal 49

Setiap orang asing yang mendapat Perizinan Berusahs
untk melalukan penangkapan ikan di ZEEL dikenai
pungutan perikanan.

Ketentuat Pazal 29 diubabh sehingga berbunyi sebagad
berikut:

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan  dan
pengolahan  ikan yang tidak memenuhi dan tidak
menerapkan  persvaratan  kelayakan pengolahan  ikan,
sistem jJaminan mutd, dan keamanan hasil perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat {3} yang
menimbulkan  kotban  terhadap kesechatan  matzsia
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling  banvalk EREpSQO Q00 Q00 00
[delapai ratus Juta cupiahl.

Eetentuan Pasal 92 diubab sehingea berbunyl s#hbagal
berikut:

Pagal 92

Setiap orang yane dengan sengaja di wilayah pengelolaan
perikanan Megara Eepubhk [ndonesia melakukan wusaha
penkanan yveng tdak memenuhi Penziman Berusaha
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana
dengan pidana petjara paling lama £ (delapan) tahun dan
denda paling banyak Bpl, 500,00:0.000,00 (zatu miliar lima
ratus juta rupiah).

ketentuan Pasal %3 dubah sehongga berbunyt sebega
berikut:

Pasal 93 . ..
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Pasal 93

(1} Setiap crang yang memiliki dan/atay mengoperasikan
kapal penangkap ikan  berbendera  Tndonesia
melalukan penangkapan ikan di wilavah pengelolaan
perikanan Negara Eepubbk Indonesia danfatan di
laut lepas tanpa memibki Perizinan Berusaha yang
memumbulkan kecelakaan danf/atan menimbulkan
korbarn f kerusakan terhadap keschatan, keselamatan,
dan/atan lingkungan sebagaimanz dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) dipidana déngan pidana perjara
paling lama & (¢naon) tahun dan denda paling banyak
Rp2, 000,000 000,00 {dua miliar rupiah).

{2} Setiap orang yang memibk danfatan mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera asing vang
drgunakan untuk melakukan penangkapan ikan di
ZEEl tanpa memuiki Penzinan Beruszaha wyang
menimbulkan kecelaaksan danfatau menimbuallkan
korbanfketusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
danfatau lingkungan sebagaimana dimalesud dalam
Pazal 27 ayat (2] dipidana dengan pidana penjata
paling lama & (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp30.000_ 000, 000,00 (tiga puluh mibar rupiah),

24. Retentuan Pasal 94 didbah sehingga berbumyr sebagai

29,

berikut:

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki danfatau mengoperasikan
kapal penganghut ikan vang berbendesra [mdonesia atau
berbendera asing di wilayah pengelolaan  perikanan
Eepublik Indonesia yang melalukan pengangkutan ikan
atanl kepiatan vang terkait vang tidak memiliki Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1]
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama S
ilima} tahan dan denda paling banyak Bpl, S00.000.400,30
izatu miliar lima ratus juts mapiah)-

Eetentuan Pasal 94A diubah sehinega berbunyi sehagal
bernkut:

Pasal 944 . ..
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Pazal @44

Setiap  orang vang memealsakan  dokumen  Perizinan
Berusaha, menggunakan Perizinan  Berusaha palsuy,
menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atay
orang lain, dan/ztan menggandakan Perizinan Berusaha
untuk digunakan aleh kapal lan dan/ataw Kapal milik
sendin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2848 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 {twuah) tahun dan
denda paling banyak Rp3. 00000000000 (tiga miliar
rupiah).

Pasal 95 dihapus.

Pasal 26 dihapus.

Eetentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunys =sebagad
berikut:

Fasal O7

(1] HNakhoda yane mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera asing yang tdak memenuhi Perizinan
Berusaha untuk  melalkukan  penangkapan  ikan
selama berada di wilayah pengelolaan  perikanan
Nagara Bepublik Indonesia tidak menyimpan alat
periangkapan ikan di dalam palka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan
mdana denda paling banyak Rp300.000 000,00 (hima
ratus uta rupmah).

2] HNakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera asing yang telah memenuhil Penizinan
Beruzaha dengan 1 [satu} jenis zlat penangkapan
ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEl yang
membawa alat | penangkapan ikan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2]
dipidana dengan pidana denda paling banyask
Rpl.000.000.000, 00 {satu miliar napiah).

{3) Nakhoda . . .
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{3) HNakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ilan
berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan
Berusaha, vang tidak menvimpan alat penangksapan
itkan 4di dalam palke selama berada di luar dasrah
periangkapan 1Kan vang  diuzinkan i wilayah
pengelolaan petikanan Negata Republit [ndonesia
sehagaimana dimalksud dalaon Pasal 38 ayat [3)
dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp500 000 . 000,00 {(lirna ratls pita napiak).

Ketentuan Paszal 98 diubah =sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal 08

MNakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan
berlayar sebagaimana dimaksad dalaim Pasal 42 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Ep200000,000 00 (dus
ratus juta rupiah).

Fetentuan Pasal 100B diubah sechingga berbunyi scbagai
berikut:

Paszal 100B

Dalam hal tindalk pidana sebagaimana dirmaksud dalam
Pasal &, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 avat (4), Pasal 16 avat
(1), Pasal 21, Pasal 22 ayat {1}, Pasal 26 avat (1}, Pasal 38,
Fasal 42 ayat {3}, atau Pasal 55 ayat |1} yang dilakukan
oleh Melayan Kecil danfatan Pembudi Daya-lkan Kecil
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 [Sam)
tahun atau denda paling banyak Rp2S0.000,.000,00 {(dua
ratua lima puluh juta rapiah).

Ketentuan Pazal 100C divbah sehingea berbunyr sebagan
berikut:

Pa=zal 10048 _ | .
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Pasal 100C

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat (2] huruf a, aral b, hunod ¢, hond d, boradf 1,
hutal g, hutul B, hural i, huraf j, huraf k, burof 1, atag
hurul m  dilakukan oleh HNelayan Kecil danjatag
Pernbudidaya [kan Kecd dipidana dengan pmdana dends
pading banyak Rpl00, 000, 000,00 {seratus juta mipiah).

Eetentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagad
berikut:

Paszal 101

Dalam hal tndak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (1}, Pasal 85, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88,
Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh
Eorporast, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan
terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana
denda dengan tambahan pémberatan 172 |scpertiga) dan
pidana denda yang dyatuhkan,

Paragraf 3

Fartanian

Pasal 25

Untak memberikan kemudaban bagn masyvarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
sektor pertanian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus,
atau menetaplan pengaturan baru beberapa ketentuan yvang
diatur dalam:

a.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 entang
Perkebunan [Lembaran Negara Fepublilz Indonesia Tahun
2014 Homor 308, Tambahan Lembaran Negars Republik
[ndonesia Nomor S6132);

Undang-Undang Nomeor 29 Tahun 2000 tentang
Pedindungan  Vanetas Tanaman (Lembaran  Negars
Fepublik Indeonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan
Letibaran Negara Republik Indonesia Nomor 404 3);

. Undang-Undang _ _ .
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. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran MNegara
Republik [ndenesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 124;

d  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20613 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani [Lembaran Megara
Republik [ndonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Insdon=sia Nomor 54.33);

¢.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5170); dan

i, Undang-Undang HNomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaraty Negara Republik [ndonesia Momor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor
41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 MNomor 238, Tambahan Lembaran Megara
Eepublik [ndonesia Nomor 5519).

Pasal 2%

Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nemor 39 Tahun
20014 tentang PerkRebunat  (Lethbaran Mepata  Beapubhk
Indemesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lemnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 95613 dinbah sebaga
berikut:

1. Kelgntwan Pasal 14 diubah schingga berbumy sebagai
berikut:

Pasal 14

{1} Pemerintalh Pusat menctapkan  batasan Iuas
makaimum dan luas minmum penggunaan lahan
untuk Usaha Perkebunan.

{2] Penetapan batasan Tuas sehagaimana dimaksud pada
ayat {1} haras mempertimbangkan:

A jenis tanaman; dan/atau

b. ketersediaan .. .
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b. ketersediaan  lahan  yang  sesual  secara
agroklimat.

(3} Ketentuan lebih lamgut mengenal pendétapan batasan
lnas diatur dalam Peraturan Parnsrintah,

Eetentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat

Pasal 15

Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan
kemitrasn atau inti plasma dilarang memindahkan hak
atas tanah Usaha Perkebunan wang mengakibatkan
terjadinya satuan usaha yvang hurang dan luas minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Eetantuan Pasal 16 diubah sthingga berbunyi sebagal
berilout:

Pazal 16

{l} Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan
Perkebunan paling lambat 2 {dua) tahun sstelah
pembenan status hak atas tanah.

{2} Jika Lahan Ferkebunan ddak diusahakan sesual
dengan ketentunan sebagaimana dimaksud pada ayat
111, Lahan Perkebunan vang beluen  divsahakan
diambil alih oleh negara sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagi
berik:

Pasal 17

{1) Pejabat vang berwenang dilarang menerbitlcan
Perizinan Beruszha Perkebunan di atas Tanah Hal:
Uavat Masvarakat Hukuin Adat.

(2 Ketenbaan . . .
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Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dikecualikan dalam hal te=lah  dicapai
perzetujuan antara Masyarakat Hukum Adet dan
Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan
Tanah dan mmbalannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat |1).

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
Berikuc

(1)

#]

Pasal |&

Perusahaan Periiebunan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai
sanksi administratf,

Eetentuan mengenai jenis, Kriteria, besaran, dan tata
cara pengenaan sanks] adminisiradf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perataran
Pemermtah.

Ketentuan Pasal 24 diukah sehingga berbunyi sebagai
bernkuc:

(1}

¥

(3]

4

Pasal 24

Femerintah Pusat menetapkan jenis benih tanaman
Perkebunan  yang pengeluaran  dati dan/atan
pemasukannya ke dalam wilayalh Negara Kesawman
Eepublik Indonesia memerlukan persetujuan.

Pengeluaran benih dari danfatau pemasukannya ke
dalam wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia
wajib meéndapatkan persetujuan dari  Pemerintah
Pusat,

Femasukan benih dari luar negeri harus memenuhi
atandar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Hetentuan lebih lanjur mengenai standar mum dan
persyaratan teknis mimmal sebagaimana dimakaud
pada ayat (3} diatur dalam Peraturan Pemerintah,

T, Keterituan . . .
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Ketentuan Pasal 30 diubeh sehingga berbunyi sebagai
berikut:

{1)

)

i3]

{4

Faszal 30

Varietas hasil permuliaan atau introduksi dari hoar
negenn sehelum  diedarkan  terlebih dahulu harus
dilepas oleh Pemerintah Pusat atan diluneuckan oleh
pemilik vanietas,

Vatictas yang telah  dilepas  atau  diluneurkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diprodukst dan diadarkarn.

Varietas scbagaimana dimaksud pada avat (2)
sebelum  diedarkan  harus memenubi  Perizinan
Berugaha dari Pemerintah Pusat,

Ketentuan lebih lanjut mengenai svarat-svarat dan
tata cara pelepasan atau peluncuran serta Petizinan
Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Fazsal 31 dihapus,

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
beribout:

(1)

12}

Pasal 35

Dalam rangka pengendalian organisme Penggangg
tumbuhan, setiap Pelsku Usaha Perkebunan wajib
memenulll  persyaratan  minimum  sarana dan
pPrazarana  pengendalian  organisme  pengganggu
Tanaman Perkebunan,

Ketentuan mengenai persyaratan mmitupn sarana
dan prasarana sebggaimana dimaksud pada ayat (1]
diatur dalam Peraturan Pernerintah.

Ketentvan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
Beerileat:

Pasal 3%, .,
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Pasal 29

Felaku  Usaha  Perkebunan daopat melatukan  Tsaha
Ferkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penanzman maodal.

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkoat:

Pasal 40

Pengalihan kepemilikan Perusahsan Perkebunan kepada
penanam  madal  asing  dapar dilakukan setelah
memperoleh pergetajuan Pemerintah Pusat,

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 42

(1] Kegatan usaha budi days Tanaman Perkebunan
dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya
dapat drlakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila
telah mendapatkan hak atas tanalh dan memenuhsi
Ferizinann Berusaha terkait Perkebunan  darpi
Pemerintah Pusar,

2] Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Beruzaba
s¢bagaimana dimaksud pada ayar (1] diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

hetentuan Fasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Fasal 43

Kegiatan uszhz Pengolahan Hasil Perkebunan dapat
didirikan pada wilayah Perkcbunan swadaya masyarakart
vang bclum ada wsaha Fengolahan Hagil Perkebunan
setelah  memperolelh hak atas  tanalh dan Perizinan
Berusaha dart Pemerintah Pusat,

14 Pa=al
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Pasal 45 dibapus,

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilat;

Pasal 47

(1} Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi
daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala
terienty dan/atau usaha  Pengelahan  Hasil
Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib
memenuhi Perizinan Benigaha dari Pemerintah Pusat,

(2] Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan
usaha budi daya Tenaman Perkebunan dengan
luasan skala tertentu danfatau usaha Pengolahan
Hazil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu
yang tidak memiliki Perzinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dikenai sanksi adrunistratif
berapa;

a.  penghentian sementara kegiatan:
b,  pengenaan denda; dan/atau
¢.  paksaan Pemerintah Pusat.

(3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana pada ayat (1) dan Kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengettdan sanksi administratif
s¢bagaimana dimaksud pada avat (2} diatur dalam
Feraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkou:
Paszal 48

(1) Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana,
dimaksud dalay Pasal 47 ayai (1] diberikan oleh:

a. gubernur untuk wilayeh lintas kabupaten/icota:

dan
b. bupatifwali kota untuk wilayah dalam suatu
kabupaten fkota,

berdagarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
vang ditetapkan gleh Pemerintzh Pusat.

(2) Dalam . .
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Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada
wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Pemerinotah
Pusat,

Perusahaan  Perkebunan  yang telah  mendapat
Perizinan Berusaha wajib menyempaikan laporan
perkembangan usahanya secara berkala sekurang-
kurangnya 1 {gatu) tabun sekali kepada pemberi izin
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) atau ayat |2).

Laporan perkembangats  usaha secara  berkala
sehagaimana dimaksud  pada  ayat 13 juga
disampaikan kepada Pemerintah Puzat.

Pasal 49 dihapus.

Fazal 50 dihapus.

Ketentuan Pasal 58 diubah gehingga berbunyi sebagai
bearikuat:

{1)

b2

Pasal 58

Perusabaan Perkebunan yang mendapatikan Perizinan
Berusaha untuk hudi daya wang seluruh  atan
sebagian lahannya berasal darj:

3. ares pengmmaaty lan vang berada di lwar hak
fuiia usaha; danfatan

L. areal yang berasal dani pelepasan kawasan hutan,

wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
selatar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan
tarsebut.

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui pola kredit, bagi hasil, hentuk kemitraan
lainnya, atan bentuk pendanaan lain vang disepakati
sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
nidangan

{2} Kewajiban . _ |
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ERewajiban  memfasilitasi  pembangunan  kebun
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus
dilaksanakan dalam jangka waktu paling jambat 3
{tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.

Fzsilitasi pembangunan kebun masyarakat
sthagaimana  dimaksud pada avat {1} harus
dilaporkan kepada Pemérintah Pusat dan Pemerintah
Dagrah sesuai dengan kewenangannya,

Eetentuan Pasal 60 diubah schingga berbunyi sebagai
berilut:

(1)

(2]

(3)

Pazal 60

Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S8  dikenai
sanksi administratifl,

Sanksi administratil sebagaimana dimaloud pada
ayat (1) berupa:
a.  denda;

b pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha
Perkebunan; danfatau

¢.  pencabutan Perizinan Berusaha PerlebUnan.

Fentuan lebiby lanjut mengenad kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
P#raturan Pemnerintah.

hetentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pazal &7

{1} Setizp Pelabo Usaha Perkebunan wajib memelihara

2]

kelestarian fungsi tingkungan hidup.

Ketentan  lebih  lanjut  mengenai kewajiban
memslihara  kelestarian fungsi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

22, Pasal . _ .
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22, Pasal 68 dihapus.

23 Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

24

23.

[1]

(2}

Pasal 70

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksued dalam Fasal 69
dikenai sanksi administratil

Ketentuan  lebih lanjut mengenai  jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dalam
Peraouran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 74 diubah schingga berbunyi sebagad
berikut:

(1)

(2

{3

Pagal 74

Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu
yvang berbahan baku impor wajib membangun kebun
dalam jangka waktu tertentuy  setelah unit
petgclahannya beroperasi.

Kebun yang dibangun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] wajib terintegrasi dengan unit pengolaban
hasil perkebunan setelah wnit pengelaban tersebut
beroperasi.

Ectentuan  mengenai jenis Péngolahan  Hasil
Ferkebunan terteniu dan jangka wakto  tertentu
sebagaitmana dimaksud pada ayat {1} diatur dalam
Peraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal 75 . ..
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Fasal 75

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan vang melanggar
ketentuan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 74
ayat {1} dikenai sanksi adminiseratif,

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administradf
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbuny sebagad
berikut:

{1)

i2

(3}

{4)

(5]

Pasal %3

Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh
Pemerintahh  Pusat  bersumber dar  anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Pembiayaan penyelenggaraan  Perksbunan  yang
dilakukan ol¢h Pemerintah Datrah sesuai dengan
kewenangannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilaloukan oleh
Peleku Usaha  Perkebunan  bersumber dari
petghimpunan dana Pelakn Uzaha Perkebunan, dana
lembaga pembiayaan, dana masvarakat. dan dana
lain yang sah.

Fenghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] digunakan untuk pengembangan sumber
daya manusia, penelitian dan pengembangan,
PrOmosi Ferkebunan, peremajaan Tanaman
Perkebunan, sarana dan prasarena Perkebunan,
pengembangan Perkebunan, danfatau pemenuhan
hagil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan
bakar nabati, dan hilirisasi industs Perlebunan.

Dana yang dihimpun oleh Pelaku Usaha Perkebunan
sebagaimana dimalktsud pada ayat {3 dikelola oleh
badan pengelola dana perkebunan, yang berwenang
untuk menghimpun, mengadministrasikan,
mengelola, menyimpan, dan menvalurkan dana
térsebul

%) Eetentuan . .
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{8} Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat ) dan badan
pengelola dana perkeburan sebagaimana dimaksud
pada avat (5) diatur dalam Peraturan Pemenntah.

ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunvi sebagai
be ik

Fazal 9%

11} Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha
Perkebunan melalui penanaman medal,

{2) Pelaksanaan pepabaman  modal sebagaimana
dimaksud pada arat (1) dilakukan sesnal dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di dang
PROANATAR modal, dengan memperhatikan
kepentingan Pekebun,

Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal o4&

{1} Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh
Pemerintah Fusat dan Pemerintah Dacrah  zesyai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur,  dan kriteria  yang  ditetapkan  oleh
Pemetintah Pusat.

(2] Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rrelipruati:

A, PErencanaian;

b.  pelaksanaan Usaha Perkebunan;

c.  pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan:
d. penelitian dan pengembangan;

¢ pengembangan sumber daya manusia;

f.  pembiayaaan Usaha Perkebunan: dan

g pemberian rekomendasi penanaman adal.,

(3) Ketentugan . . .
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{3) Retentuan  lebih  lanjut  mengenai pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diator dalam
Piraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 27 divubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paszal 97

{1} Psmbinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan
milik negara, swasta, dan/atan Pekebun dilakukan
aleh Pemerintabh Pusat.

(2l Ewaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik
negara  dan/atau  swasta  dilaksanakan melalui
penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau
sewakra-wakiu,

(31 Ketemtuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis
dan  pentldan Usaha Perkebunan  diatur  dadam
Peraturan Pemerintah,

Ketentiian Pasal 99 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49

{1} Pengawasan sebagaimana dimaksud dalap Pasal 08
dilakukan malalu:

8. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan:
dan /atau

L.  pemantavan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
dan hasil Usaha Perkebunan,

(2} Dalam hal terteniu, pengawasat dapat dilakukan
melaiw  pemeriksaan terhadap proses dan  Hasil
Perkebunan.

(3l Pelaporan sebagaimansa dimaksud pada ayat (1) huraf
2 merapakan informasi publik vang diumumkan dan
dapat diskses secara terbuka cleh masyarakat gesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4] Femantauan . . .
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4 Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimalksud
pada ayat {1} hurul b dilakukan dengan mengamati
dan  memetikisa  kesesuatan  laporan  dengan
pelaksanaan di lapangan.

(5] Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pengawasarn diatur dalam Peraturan Pemmedntah,

31. Ketentiran Pasal 103 diubah schingga berbunyi sebagai
betikut:

Pasal 103

Setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan Berussha
terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat ssbagaimana ditnaksud dalam Pasal 17 ayat
{1) dipicdana dengan pidana penjara paling lama 5 flima)
tahun atau denda paling banyvak RpS5.000.000.000,00
{liima miliar rapiah).

32, Pasal 105 dihapus.

33. Pasal 10% dihapus,

Pagal 20

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran
Negara Republilt Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) dinbah
sebagai barikout:

. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Faszal 11

(1} Permohonan hak PVYT diajukan kepada Kantor PVT
secara  tertubs  dalam  bahasa Tndonesia  dengan
membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai
dengan kttentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak,

(2) Dalam . . .
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Dralam hal parmohenan hak PYT diajukan oleh:

2. orang atau badan hukum selaku buasa pemohon
harus disertal surat kuasa khusus dengan
mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa
vang berhak; atan

b.  ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli
WArLs.

tetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
permohonan  hak PYT  diatur dalam  Peraturan
Pernerintah,

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingge berbunyi sebagai
b rubouat:

{l)

12)

Fazal 20

Permobonan pemeriksaan substantil atas
permohonan hak PYT harus diajukan ke Kantor PVT
stcara tertulis se¢lambat-lambatnya | [satu) bulan
setelah  berakhimya masa pengumuman dengan
membayar biaya pemeriksaan tergebut.

Bezarnva biaya pemeriksaan substantif ditetapkan
sesal  dengan  ketentuan  petaturan  perundang-
urdangan di bidang penerimaan negara bultan pajak.

Ketentuan Pasal 40 diubah gehingga berbunyi sebagai
ikt

(1)

FPagal 40
Hak PVT dapat beralil atau dialihkan karena:
a. pewarisan;
hibah;
wWasiat;
perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau

tTop T

sebab lain yang dikenarkan oleh undang-undang.

f2) Pengaliban . | .
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Fengalihan hak PYT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan hurwl ¢ haras disertai
dengan dolamen PYT berikut hak lain vang berkaitan
dengan itu.

Setiap pengaliban hak PVT wajib dicatatkan pada
Hantor F¥T dan dicatat dalam Dafltar Umuam PYVT
dengan membeayar biaya vang besarnya ditetapkan
seguai  dengan  ketentuan  peraturan  perundaneg-
undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketentuan lebah lanjut mengenai syarat dan tata caca
pengalihan  hak PVT diatur  dalam  Peraturan
Permerintah.

Ketentnan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
benikut:

(1

{2}

I3

Pasal 43

Perjanjian lisensi harus dicatatkan pade Kantor PYT
dan  domuat  dalam  Daftar Umam PYT  dengan
mecmbayar biaya vang besarnyva ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hal perjanjian Lsensi tidak dicatatkan di
Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perjanjian lisensi tersebut tdak meémpunyai akibat
huloam terhadap pihak ketiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi
diatur dalam Peraturan Pemerintsh

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat:

)

Fazal 63

Untuk kelangsungan berlalunya hak PYT, pemegang
hak PVT wajib membayar biaya tabhunan,

[2) Untuk _ . .
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Untuk setiap pengajuan permchonan hak PYT,
Permintasan pemeriksaan, petikan Daftar Umum FVT,
salinan surat PYT, salinan dokumen FVT, péncatatan
pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian
lizensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya
yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini
wajib membayar biaya.

Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan
tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dan ayat (2] diatur sesuvai dengan
ketetituan peraturan perundang-undangan di bidang
penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 21

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Homor 201,
Tambahati Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 64132
dinbah sebagai berikut:

1. Ketentuan Fasal 19 diubah sehingga berbunyt sebagai
berkut:

i1}

i2

=

Pasal 19

Betiap Orang dilarang mengalibfungsikan Lahan yang
sudah ditetapkan sebagai Lahan bud: daya Pertanian.
Dalam hal untuk keépentingan uwmum  dan/ atad
proyek strategis nasional, Lakan budi daya Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] hanya dapat dilakukan dengan syarat:

a. dilakukan kajian strategis;
L. disusun rencana alih fungsi Lahan:

c. dibebaslean kepemilikapn haknya deri pemilik;
dan/fatan

d. disediakan ., .
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d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan
byudi daya Pertanian.

{4} Alih fungsi Lzhan budi daya Pertanian untuk
kepentingan  umum  danfatau  provek  strategs
nasional sebagaimana dimaksad pada ayat (2) yang
dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah
memilika jaringan pengairan lengkap wajib menjaga
Margsi jaringan pengairan lengkap,

{%) Ketentuan lebih lamjut mengenai Pengalihfungsian
Lahan budi daya Pertanian diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah schingga berbunyi schagai
berkut:

Pasal 22

{1} Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat
yang tdak  melakukan musyawarah  dengan
masyaralat hukum adat pemegang hak ulavat unruk
memperclch persetujuan dikenai zanks administratif
berupa:

a. penghcntian sementara kegiatan;

b. pengenaan denda administratif

. paksaan Pemerititah;

d.  pembekuan Perizinan Berusaha; danfatay
£,  pencabutan Perizinan Berusaha,

{€) Ketentuan Iekibh lanjut mengenai  kiiteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1}
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3.  Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Fasal 32 . _,

SK Mo 030062 A
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Pazal 32

(1} Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dar luar
neger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat [1]
dilakukan setelah mendapat Petizinan Berugaha dari
Femerintah Pusat.

(2] Pengeluaran benih ungeul dar  wilayah Negara
Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pelalu
Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha  dari
Pemerintah Pusat,

(3) Dalam hal pemasukan dari luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran benih
unggul dari wilayah Negara Republic Indonesia
sebagaimana dimaksud pada avat {2} dilalakan oleh
instangi pemerintah, pemasukan dan pengeluaran
Benih  harus mendapatkan  persetujuan dar
Pemerintah Pusgat.

(4]  Eetentuan lebih lanjul mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketenituan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikut:

Pasal 43

Fengeluaran Tanaman, Beruh Tanaman. Benih Hewan,
Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik
Indenesia oleh Setiap Orang dapat  dilakukan nka
keperluan dalam negen telah terpenuhi setelah mendapat
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagal
berilayr;

Fagal Jd

(1) Pemasulan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan,
Bibit Hewan, dan hewan dari Iuar negeri dapat
dilakukan untuk:

a  meningkatkan muty dan keragaman genctik;

b. mengembanghkan | . .
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b,  mengembangkan ilmu  pengetahuan  dan
teknologi; danfatau

c.  mamenuhi keperluan di dalam negeri.

Pemasulkan sebagaimana dimaksnd pada ayat (1)
wajlb memenubi pergyaratan.

Setiap  Orang  vang  melakuken  pemasukan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1] wajib memenuhi
Perizinan Barusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakbukart olth instanzi pemerintah,
pemasukan harig mendapatkan persetujvuan dari
Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pagal £6 dinbah schingga berbunyi sebagai
berikut:

(1

{2}

(2

Pasal 8&

Zetiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
avat (1) yvang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian
di atas skala tertentu wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Femerintah Pusat.

Femnerintah  Pusat dilarang memberikan  Perizinan
Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) di atas tanah
hak ulayat masyarakat hukum adat.

Eetentuan larangan sehagaimana dimaksud pada
ayal (2] dikecualitan dalam hal tslabh  dicapai
persetujuan antara masyarakat hukum adat dan
Pelakou Usgha.

Eetentuan Fasal 102 diubah sthinggas berbunyi sebagai
berikoge:

Pas=al 102 . .,
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Pazal 102

Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penysajian,
serta penyebaran data Sistern Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan.

Permmenntah Pusat dan Pemerintah Dacrah  sesuai
dengan kewenangannys wajib membangun,
menyusun, dan mengembangkan sistem  informasi
Pertanian yang terintegrasi.

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
i1] paling ssdikit digunakan untuk keperluan:

4. perencanaan
b, pemantanan dan evaluasi;

c.  pengelolazn pasckan dan permintaan produk
Pertanian; dan

d.  pertimbangan penanaman modal.

kKewajiban Perncrintah Pusat dan Pemerintah, Dacrah
sesual dengan keweniangannva  sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dilaksanakan oleh pusat data
dan informasi.

Puzat data dan infortasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {4} waib melakukan pemutakhitan data
dan  informasi  Sistem Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan sécara akurat dan dapat diakses oleh
masyarakat.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
[3) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh
Pelaku Usaha dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem  informasi
Pertanian schagaimana dimaksud pada ayat |1} diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasat 108 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilcuat:

Pasal 108, | .
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Pasal 108

1) Sanksi administrati dikenakan kepada:

a,

Setiap Crang  yang melanggar  Ketentuan
sébagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3),
Pazal 2& ayat {3), Pasal 43, Pasal 44 ayat {2} atau
ayat {3), Pasal £6 ayat (2}, Pasal 71 ayat {3}, Pasal
76 ayat |3}, atau Pasal 79;

Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintah
vang  melanggar  Ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat
{2). Fasal 32 ayat (1), ayat {2) atau ayat (3], atay

Produszen dan/atau distributor vang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 ayat (1).

2] SBanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dapat berupa;

.

=

=
d.
=

r.

teuran tertulis;

denda admindstratif;

penehentian sementara kegiatan usaha,
penacikan produk dan peredaran;
pencabutan izin; danfatau

penutupan usaha,

(3] Eetentuan leh lanjut mengenar  kriteria, jenis,
besaran denda dan tata cara pengehaan sanksi
adminiztratif sebagaimana dimaksud pada ayac (2]
diatur dalam Peraturan Pemenntah.

9. Pasal 11] dihapus,

Pasal 32

Beberapa Kelenituan dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun
2013  tentang Perhindungan dan Pemberdayaan  Petam
ILemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegia Nomor 5433)
diubah sebagai berikut:

1. Estentuan ...
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Ketentuan Pasal 15 dinbah sehingga berbunyi sebapgai
berikui:

{1)

(2]

Fazal 15

Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerab sesuai
dengan kewsnangannya wajib meningkathkan produksi
Pertanan.

Kewajiban peningkatan produksi Pertanjian  dalam
negeri  sebagaimana dimalsud  pada  ayat (1)
dilalkukan melalui  strategi  perlindungan  Petani
sebagaimana dimaksud dalam Pazal 7 ayat (2],

Keterntwan Pasal 30 diubah sehingea berbunyi sebagai
berilout:

i1

(2

(3

Pasal 30

Kecukupan icebutuhan konsumsi dan/atan cadangan
pangan Pemerintah berazal dari preduks dalam
negerl  dan  impor  dengan tetap melindungi
kepentingan FPetani.

Impor komeditas Pertamian sebagaumana dimaksad
vada ayat (1] dilakukan sesual dengan instromen
perdagangan berdasarlan ketentuan  pératuran
perundang-undangan,

Kecukupan kebutuhan kensumsi danfatan cadangan
pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
111 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 101 dihapus.

2010

Pasal 23

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
tentang Hertiknloura (Lembaran Negara Republik
Indone=zia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ilndonesia Nomor 5170) diubah sebagai
berikut:

l. ketentuan . . -
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Ketentuan Pazal 15 diubah schingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 15

{1} Peladu usaha wajib mengutamekan permanfaatan
sumber daya manusia dalam negeri,

(2) Pemanfaatan Sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (11 dilakukan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

hetentuan Pasal 32 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

(1} Usaha hortikuloura dilaksanalkan dengan
menflitamalkian peiggunaan sarana  hortikultura
dalam negeri.

(2] Dalam hal =arana hortikaliura dalam negerd tidak
menculng  atag tdak tetsedia, dapat digunakan
sarana hortikultura yang berasal darl laar negen
dengan memenuln Pearizman  Berusaha dan
Pemerintah Pusat,

{2) Sarana hortikulura yang berasal dari luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] harus:

a. lebih efisien;
b. ramah lingkungan, dan

¢,  divtamakan yang mengandung kemponsn hasl
predulcsi dalam negen,

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
terkait sarana hortikbaltwra diacar dslam Peraturan
Pemenntah.

Ketentuan Pasal 35 diubah =sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35 .. .



SK Mo 050606% A

{1)

(2)

(3]

(4]

[

FRESIDEN
REFUBLI JHEONHESIA

- 165 -

Pasal 35

Sarana hortikuliura yang diedarkan wajib memenuhi
standar myutu dan Penizinan Berusaha.

Dalam hal sarana bortikultura merupakan  atau
mengandung hasil rekayvasa gepetill, selain memenuhi
ketentuan sebagaimana dimalisud pada  avar (1),
peredarannya wajib mengikuti ketentuan peratacan
perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

Apabila standar mutu scbagaimana dimaksud pada
ayat (1} belumn  ditestapkan, Pemerintah Pusat
tenstapkan persyaratan teknis minimal.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat 3] dikecualikan untuk sarana  hoertikuliura
privduks lokal vang dirdarkan secara terbatas dalam
saty kelompols.

Eetentuan leih lanjut mengenai tata cara uji maty
dan Perizinan Berusaha diator dalam  Peraturan
Pemenntah,

D antara Pasal 35 dan Pasal 36 dizisipkan 1 {sat) pasal,
yakni Pasal 354 sehingga berbunyi sebagai beriloge:

{1)

{2)

Fasal 32A

Setiap orang vang mengedarkan sarana hortiRultars
yvang tidak memenuhl standar mutu, tidak memenubi
persyaratan teknis minimal, danfatau tidak terdaltar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai
sanksi administratil.

Sanks admimstratil sehagaimana  dimaksud  pada
ayat (1] dapat berupa

a.  penghenaan kegatan vusaha;
penatikan produk yang dipasarkan;
denda administratif;

paksaan pemerintah; dan fatan

" R0

pencabutan Perizinan Berusaha.

(3] Eetentuat . - .
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(3] EKetentaan lebih lanpa mengenal  kritetia,  jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administreatil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Paszal 48 dihapus.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkout;

Pasal 40

11} Unit usaha budi daya hortibulbara mikre dan kecil
wajib didata oleh Pemenntah.

{2] Unit usaha budi daya hortikultura menengah dan
unit usaha budi daya hortikultura besar harus
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusar.

Pasal 51 dihapus.

Ketentuzan Pasal 32 diubah sshingga berbunyi sebagal
berikut:

Pazal 52

i1l Usaha hortibultura sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 50 wajib memanuhi Perizinan Berusaha dari
Pemmerintah Pusat,

(2] EKetentuan lebih lanjut mengenal Perizinan Berusaha
sebagaimana dirnaksud pada ayat {1j diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan FPasal 54 diubah sehingga berbunyt sabaga
bénkut:

Pasal 34 . ..
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Pasal 54

Pelaku  ussha dalam  melaksanakan  wsaha
hortibultura wajib memenuhi standar proses ataw
persyaratan tekmis minimal.

Pelalna uszaha dalam  memprodukst produk
hortkultura  wajib memenuhi standar muta dan
keamanan pangan produk hortiloaltara,

Petmerintalh  Puzat danfatau Pemerintah  Daerah
seaval dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Pemerintah  Pusat membina dan  memfasilitasi
pengembatngan usaha hortikuliura untuk meme=nuhi
standat rutu dan keamanan pangan produk.

Ketentuan lebib lanjut mengenai standar muty dan
keamanan pangan produk horgibaltura sebagaimans
dimaksud pada ayat (2] diatar dalam Peraturan
Pemenintah.

Ketentuan Pasal 58 dinbah sehingga berbunyi sebagai
berikat:

i2)

3

Pasal 54

Usaha horlikultura dapat dilakvkan dengan pola
kemitraar.

Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
melibatkan pelaka wsaha horetikaltura mikeo, kecil,
retienigah, dan besar,

Kemnitraan  sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dilak=anakan dengan pola:

A, inti-plazsma;

b. subkontrak;

¢. waralaba;

d. perdagangan umun;

e, distribuszi dan keagenan,; dan
I, bentuk kemittaan lainnysa.

(4] Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih Januat mengenai pola  Kemitraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pazal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

12)

(%)

{4}

=)

Pagal 57

Usaha perbenthan meliputi pemuliaan, produksi
benih, sertiflkasi, peredaran benih, serta pengeluaran
benibh dari dan pemasukan benih le dalam wilayah
Negara Republik Indonesia.

Dalam hal pemuliaan sebagaitnana dimakszud pada
ayat (1) dapat dilakukan intreduksi dalam bentuk
benih atau materi induk yang belum ada di wilayah
Megara Republill Indonesia.

Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaka
usaha yarng memilikl sertifikat kompetensi atau badan
usaha yYang bersernfikat dalam hidang perbenthan
dengan wajib menerapkan jaminan mutu  benib
melalui penerapan zertifikasi.

Kstentwan sertifikat kompetensi atau badan vzaha
vang bersertifikal dan  kewajiban  menerapkan
jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} dikécualikan bag pelaku usaha persecrangan
atau kelompok yang melakukarn usaha perbenilian
uniuk dipergunakan sendiri danfatan terbatas dalam
1 {zatul kelompok.

Ketentuan lebibh lanjut mengenai produksi benih,
sertifiltasi, peredaran benih, szerta pengeluaran dan
permasukan benth sebagaimana dimaksud pada avat
i1), introduksi gebagaimana dimaksud pada awvat (2],
sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan
jaminan mutu sebagaimana dimaksud pads avat (3),
serta pengecualian kewajiban penerapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

12, Pasal . ..
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Pasal 63 dihapus,

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sehagai
barilouc

Pasal &8

ketentuan  lelih  lamgut  mengenai usaha budi daya
sebagamana  dimaksud dalam Pasal 65, tata cara
pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Fazal 65, =erta izin khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat |2] diatae dadam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat;
Pasal 73

{1} Usaha perdagangan produk hoertikultura mengatur
proses jual beli antarpedagane serta antara pedagang
dan konsumen,

{2) Pelaku usaha perdagangan produk hertikultura harus
tmenerapkan  sstem kelas produk  berdasarkan
standar muty dan standar harga secara transparan.

{3} Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sistem
kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar
harga secara ransparan sebagaimana dimaksud pada
ayval 2] diatar 4atam Persaturan Pamnerintah,

Ketentuan Paszal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38
1) lmpor produk hortikalturs  wajib memperhatikan
aspek:
a. keamanan pangan produk hortikultura;
b, persyaratan kemasan dan pelabelan;

¢, standar muta; dan

d. ketentuan - . .
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d. kettntuan keamanan dan pelindungan terhadap
kesthatan manusia, hewan, twmbuahan, dan

lingkungan.
{2} !mpor produk hortikultura dapat dilakulkan setelah
memenithi Perizinan Berusahs dan Pemerintah Pusat,

3} lmpor produk hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan melaha pintu masuk yang
ditztapkan.

4] Eetentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan
Beruzaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatuar
dalam Peraturan Pemerintal,

Eetetituan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sehagai
benkut;

Pazal G0

Femenntah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai denpan
kewenangannya  dalam meningkatizan pemasarat
hortikultura memberikan informasi pasar.

Ketenituan Pasal 92 divkah sehingga berbuny sebagai
bernloat:

Fagal 92

{1} Penyelenggara pasar dan tempat  lain untuk
perdagangan produlc hortikultura dapat
menysknggarakan  pengualan  produk  hontikulbura
kskal dan asal impaor,

{2} Penyelenggara pasar dan tempat  lain  untuk
perdagangan produk hortikultura sehapaimana
dimaksud pada ayat (1] wajib menyediakan fasilitas
Pemasaran yvang memeddal,

Retentuan Pagal 100 diubah sehingga berbunyh sebagal
beriknat:

Paszal 10O . _ .
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FPasal 100

{1} Pemerintah Pusat menderong penanaman  modal
dalam usaha hortikultura.

{2) Pelaksanaan  penanaman moddal  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesual déngem
ketentan petaturan perundang-undangan di bidang
pEnanaman medal,

Ketentuan Paszal 101 diubah sehinpgga berbunyi scbagai
benkut:

Pasal 101

Pelaku wusaha hortikultura menengah dan besar wagjib
memberikan kesempatan pemagangan dan ahib teknologi.

Eetentuann Pasal 122 diubah sehingga berbunyl sehagai
berikut;

Pasal 122

{1} Setap orang vang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalatm Pagal 15 ayat |1), Pasal 33, Pasal 36
ayat (1] atau ayat |2, Pasal 37, Pasal 38, Pasal &4
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 60 ayat (2], Pasal 71,
Pasal 73 ayat [2), Pasal 81 avat {4), Pasal 24 ayat (1),
Pasal 28 ayat (1), Pasal 92 ayat [2), Pasal 101, Pasal
105 avat |2, atau Pasal 109 ayat (2} dikenai sanksi
administratif.

i2] Sanksi administratiil sebagaimana dimaksud pada
avat (1) berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b denda administratt;

¢, penghentian sementara kegiatan;
4

penariban produk dan peredaran oleh pelaku
usaha;

e, pencabutan izin; danfatau

f. penutupan . . .
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(. penutipan usaha.

i3] Ketentuan lebikh lanjur mepgenai kriteria,  jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanlksi
administratif gebagaimanza dimaksud pada avat (2
diatur dalam Peraturan Pemenntah,

21. Pasgal 126 dihapus.

22, Pazal 121 dihapus.

Pasgal 34

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2009 teptang Petemakan dan keschatan Hewan {Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5015
sebagpaimana divbah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tabun
2014 tentang Fertbahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Petemakan dan Resthatan Hewan
{Lernbaran Hegara Republik Indonesia Tahun 2014 Normor 336,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homor 3619
divwbkah s=bagai berikut

1. Ketentuan Pazal & diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal &

1} Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan
penggembalaan umum harus dipertahanksn
keberadaan dan kemaanlaalannya Secara
berkielaniatan.

(2] Kawasan peng@embalaan  umum  sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) berfungsi sebagai:

a. penghasil tumbuhan pakan;

k. tempat perkewinan alami, seleksi, kastrasi, dan
pelayanan inseminasi buatan;

£. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau

d. tempat . . .
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d. tempat atau objek penelitran dan pengembangan
teknologl peternakan dan keschatan hewan,

Pemerintah  dasrah kabupatenfkota yang di
dasrahtiya meémpunyai persediaan lahan  yang
memungkinkan dan memprioritaskan  budi daya
Termak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai
kawasan penggembalaan wmum.

Pemerintah dasrah kabupaterfketa membina bentuk
leria sama antara pengusahaan peternakan dan
pengusahaan  tanaman  pangan,  hortikultura,
perikanan, perkebunan, dan kebutanan serta bidang
lannya dalam memanfzatkan lahan di kawasan
tersebut sebagai sumber pakan Ternak mucah,

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak
menetapkan lahan sebagal kawasan penggembalaan
umutn sebagaimana  dimaksuwd  pada ayar (3,
Fermmerintah Puzal dapat menetapkan lahan sébaga
kawasan pénggembalaan umum.

Kerentuan  l#bih lanjut mengenar penyediaan dan
pengelolaan  kawasan  penggembalaan  umuom
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Feraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

{1}

2

Pasal L3

Penvediaan dan pengembangan Benih dan/atan Bibkit
dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan
pengembangan usaha Peternakt mikro, kecil, dan
menengah,

Pemenntah Fusat dan Pemerintah Dacrah  scsuai
dengan  kewenangannya wajih wuntuk melakukan
e gembangan vusaha pembxnihan danfatau
pernbibitan dengan  melibatkan peran serla
masyarakat untuk menjatmn Ketersediaan Bemh,
Bikit, dat/atau bakalan,

i3] Dalam . ..
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Dalam hal usaha pembeniban danfatau pembibitan
oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah
Pusat dan Pemerintah  Daerah membentulk  uanit
pembenihan dan/ atan pembibitan.

Setiap Beruh atau Bibat vang beredar wapib memiliki
sertifikat layak Benih arau Bibit yang memuat
keterangan mengena silsilah dan ciri-cird keunggulan
ereniu.

Bertifikat lavak Benih  atau  Bibit  sehagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga
sertufikasi Bemuh atau Bibit yang terakreditasi.

Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atan Bibit
vang tidak memenuht kewsajiban sernfikat Layak
Benihh atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat
iS).

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

(1)

[2]

[3)

Pasal 15

Pemasukan Benih dan/atau Bibit dan luar negen ke
dalam wilayah Hegara Kesatuan Republik Indonesia

dapat dilakulan antal:
a. meningkatkan muty dan keragaman genetik;
b, mengembangkan ilmu pengeslahuan dan teknologi;

¢, mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit o
dalam neger; danfatau

d. memenutii keperiuan penelitian dan
pengembangan,

Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benth

dan/atay Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat |1)

xjib memenuhi Perizinan Berusaba dari Pemerintah
sat,

Letentuan lebih lanput mengenal Perizinan Berusaha
sebapaimana dimaksud pada ayat {3} diatur dalam
Peraturan Femerintah.

4, Ketenntuan . . .
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Ketenituan Pazal 16 diubah sehngga berbunyi sebagai
berilut:

(1)

(2]

[5)

(4]

Pasal 16

Pengeluaran Benih dan/fatau Bibit dan wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negen
dapat dilakukatn apabila kebutuhan dalam  negeri
telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.

Pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang dilakukan terbadap Berah dangfatau Bibit
vang terbaik di dalam negeri.

Setiap Orang vang metakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat,

Ectentuan lebih lanjur mengenai Peizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diatur dalam
Peraturan Pemenntahb.

ketentvan Pazal 22 dinbah sehingga berbunyi séebagai
berkut:

(1

(2)

(3

(4]

Faszal 22

Setiap c¢rang vyang memprodukst pakan danfatau
bahan pakan wntul diedarkan secara komersial wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat,

Pakan yang dibuat untk diedarkan secara komersial
harus memenuhi standar atay persyaratan teknis
minimal dan keamanan pakan serta memenuhi
ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haros
berlabel  zesuai dengan ketentuan | peraturan
perundang-undangan,

Setiap orang dilarang:

a. mengedarkan pakan yang tidak  layak
dikonsumsi;

b meénggunakan _ .
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b, menggunakan dan/atann mengedarkan pakan
Ruminansia yang mengandung bahan pakan
vang berupa darah, daging. dan/fatau tulang:
dan/fatan

¢ menggunakan pakan yang dicampur hormon
tertentu dan/atau antibiotils imbuhan palan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakan
vang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik
imbuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
Burul ¢ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Fetentuan Pasal 29 diubab sehingga berbunyi sebagal
benkut:

(1)

(2]

(3]

4]

[+

Paszal 29

Budi Daya Temak hanya dapat dilakukan olch
peternak, perusahaan peternakan, serta  pihak
tertentu untuk kepentingan khusus.

Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan
Jenis dan jumlah Ternak di bawsh skala wusaha
terientu diberikan Peri2inan Berusaha  oleh
Pemermtah Pusat dan  Pemenntah Daerah
kabupatenfkota =sesual dengan  kewenangannya
berdasarkan noima, standar, prosedur, dan Kriteria
vang ditetapkarn oleh Pemernntah Pusat.

Perusahaan petermakan yvang melgkukan budi daya
ternal dengan jenis dan mmlah Ternak di atas skala
usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha
oleh Pemerintah Puszat,

Peternak, perusahaan petermakan, dan pihak tertentu
yang meéngusahakan Ternak dengan skala usahs
tertentu wajib mengikuati tata cara budi daya Ternak
yang bak dengan tidak mengganggu ketertiban
umnum sesual dengan pedoman yvang ditetapkan oleh
Pernerintah Pusat,

Pemetintah Pusat dan Pemerintah Daerah  sesuai
dengatn Kewenanganoya wajib untuk melindungi
usaha peternakan dalam negerd dan persaingan tidak
sehat diantara pelaku vsaha,

7. Ketentuan _ . .
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Hetentuan Pasal 20 diubah sehingga berbuny sebagai
berikut:

{1}

{2)

Pasal 20

Pemerintah Pusat dan Pemenntah Dacrah sesual
dengan kewsnangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria  yvang  ditetapkan gleh
Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya
melalni penanaman modal oleh persecrangan watga
negara Indonssia atau Korporast yang berbadan
hukum.

Pelakzanasan  penanaman modal  sebagaimana
dirnalizud pada ayat |1} ddakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penanaman modal.

Ketentvan Paszal 36B diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

in

(2)

{3

()

Pasal 36E

Pemmasukan Termnak dan Produk Hewan dan luar
negeri ke dalam wilayah Negara Kesaman Republik
[ndonesia dilakukan untak mememibki kebutuhan
dengan memperhatikan kepentingan peteritalk.

setiap Orang vang melakukan pemasubkan Termak
gebagaimana dimaksud pada ayat (1] waiib metnenvhi
Perizinan Berusaha dan Pemenntah Pusat.

Pemasukan Ternak dan luar negen harus:
#. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;

k. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang
dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriper, dan

c. memenniil ketentuan peratdran | perundang-
undangan di bidang karantina hewan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasakan Ternalk;
dan Produk Hewan sehagaimana dimaksud pada avat
{1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

O, Eetentuan . - .
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Ketentuan Pasal 35C dinbah sehimgga berbuny sebagai
Lernkut:

{l)

(2]

(2}

4

5]

Pasal 360

Pemasukan Ternak Rwminansia [ndukan ke dalam
wilayah Negara Kezatuan Republik Indonesia dapat
berazal dan suwata negara yang telah memenuha
persyaratar dan tata cara pemasukannya.

Persyaratan dan tata cara pemasukan Termnak
Fuminansia Mdukan dari lwar negeri ke dalam
wilayah Negara Kesatvwan  Fepublhk  [ndencsia
ditetapkan berdasatkan analisis ristke di bidang
Kesehataty Hewan oleh Cortas Veteriner.

Femnasukan Ternak Fuminansia Indukan yang berasal
darl suaty negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, ==lamm harus memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} juga haras terkebih dahula:

a dinvatakan bebas Penyakit Hewan Menular di
nepara asal oleh Otoritas Vettriner negara asal
scsual dengan ketentuan yang ditetapkan badan
kesehatan hewan dunia dan diaku oleh Otoritas
Veteriner Indonesia;

b, dilakukan penguaten sistem dan pelaksanaan
surveilan di dalam negeri, dan

c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.

Setiap Orang yvang melakukan pemasukan Ternak
Fuminansia Indukan sebagamana dimaksud pads
ayat 1] wagib memenuhi Perizinan Berusaha dac
Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebnh lanjut mengenai pemasukan Ternak
Ruminansia Indukan Le dalam wilayah MNegara
Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha
diatur dalam Pergturan Pemerintah.

10, Ketentuaatn | .
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10, Ketentuan Pasal 37 divbah sehingga berbunyi sebagai

11.

12,

berikut:
Pasal 17

Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah sesual dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat

membina dan memfazilitasi berkembangnya industr
petigolahan Produk Hewan.

Ketentuan Pasal 52 divubah sehingga berbunyi sebagai
beeriboat:
Pasal 52
(1} Senap orang yang berusaha di bidang pembuatan,
penyediaan, dan/atan peredaran obat hewan wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemenntah Pusat
atan Pemerintah Dasrah Sesnai dengan
lewenangannya  berdasarkan norma,  standar,
progsedur,  dan  Kriteria yang  ditetapkan oleh
Pementitah Pusat.
2] Setiap orang  dilarang membuat, menyediakan,
dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
a. berupa sediaan bolog yang penyakitnya tidak ada
di Indoneaia,;
b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
c. tidalk dibari label dan tanda; dan
d. tdak memenuhi standar mutu.

131 EKetentuan lebih lanjut mengenal Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada avat 1) dmatur dalam
Peraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Fasal 54

(1} Penyediaan obat hewan dapat berasat dari produksi
dalam negerl atau darni luar negern.

(2) Kereniuan
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(2} Ketentuan lebih lanjut mengenad penyedisaan obat
hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peramaran Permarintah,

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 39

(1} Setiap Orang vang akan memasukkan Produk Hewan
ke dalam wilayah HNegara Kesatuan PRepublik
Indonesia wajib memenuhi Perizinan Bermizaha dard
Pemenintah Pusat.

(2] Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan
dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia schagaimana dimaksud pada ayat
(1] mengacy pada ketentuan yvang berbasis analisis
risiks di bidang Kesehatan Hewsan dan Kesehgtan
Masyarakat Veteriner.

(2] Eetentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada avae (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal ©0 diubab sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 60

(1] 3ebap Orang yang mempunyai unit usaha Proeduk
Hewan wajib memenuhi Petizinan Berusaha berupa
nomor lkontrol wveteriner dan Pemeriniah Daerah
provinsl sesual dengan Kewesnanganya berdasarkan
mortma,  standar, prosedur, dan  kriteria  yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2] Pemerintah Daersh kabupatenfkota melalukan
pembinaan unmit vsahia yang memproduksi danfatau
mengedarkan produlk hewan vang dihasilkan oleh
unit usaha skala rumah tangga yang belum
mérencthi persyaratan nomor kontral veteriner.

3 Ketentuan . . .
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3 Hetentuan lebih lanjut mengenai Pariginan Berusaha
sebagpaimana dimakswd pada ayat |1) diatur dalam
FPeraturan Pemerintah,

Ketentan Pasat 62 diubah sehingga berbunyi zebagai
beriloae:

Pasal 62

(1] Pemerintah Daersh kKabupalen/kota wajib memiliki
rumah potong hewan yang memenubu persyaratan
teknis,

2] ERumah potong hewan sébagaimana dimaksud pada
ayat (1] dapat diusahakan oleh setiap orang setelah
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(3} Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud
pada avat (2} harus dilakukan i bawah pengawasan
dokter hewan berwenang i idang pengawasan
Kesehatan Masyarakat Veteriner.

{4) Hetentuan lebih lanjut mengenail Pericinan Berusaha
rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2
diatur dalam Peraturan Pemernmntah.

Eetentuan Fasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkutt

Pasal 69

{1} Pelayanan kesshatan hewan melipati pelayanan jasa
laboratoriom veteriner, pelayanan jasa laboratorium
pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa
medik veteriner, danjatan pelayanan jaza di pusat
kesehatan hewan atag pos Kesehatan hewan.

{2) Setiap orang vang berusaha di bidang pelayanan
kesehatan héwan sebagaumans disnaksud pada ayat
(1) wanpk memenuhn Perginan Berusaha  dan
Pernerintah Pusat,

{2} EKetenian lebih lanjut meagenail Perizinan Berusaha
pelavanan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] diatur dalam Peraturan Pemerintzahb.

17, Ketentuan .
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17. Ketentuan Pasal 72 diobah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

1%,

[1)

{2)

{3}

Paszal 72

Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan
keschatan  hewan  wajib memenuhi Perizinan
Berusaha darn Pemerintah Pusat.

Tenaga asing keschatan hewan dapat melakukan
praktil pelayanan kesthatan hewan di wilayah
Negara Kesatuan Eepublik Indonesia berdasarkan
perjanpan  bilateral atauw mulblateral antara pihak
Indontsia dan negara atan lembaga asing sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebil lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatar dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pazal 85 diubah schingga berbunyi sebagad
bBerikoat:

(1]

{2

Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal @ ayat (1), Pasal 11 ayat (1),
Pazal 13 ayat {4), Pasal 1% ayat (2), Pasal 18 ayat (4),
Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat 12|, Pasal
23, Pasal 24 ayar [3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat
(3], Pasal 42 ayat {5), Pasal 45 ayat (1}, Pasal 47 avat
(2] atau ayat |3), Pasal 50 ayat {3}, Pasal 51 ayat (2).
Pasal S2 ayat (1}, Pasal 53 ayat (2], Pasal 58 ayat (5,
Pasal 59 ayat (1), Pasal £1 ayat {1) atau ayat 12), Pasal
62 ayat [2) ataun ayvat [3), Pasal 69 ayvat [2), Pasal 72
ayat (1}, atau FPasal 20 avat (1] dikenai sanksi
administratil.

Sanksi admisratil sebagalmana dimaksud pada ayat
{1} dapat berapa:

a. peringatan secara tertulis;

b. penghentian sementara dan kegiatan, produksi,
dan/atan peredaran;

c. pencabutan  Perizinan Berusahs dan penarikan
obat hewan, palkan. alat dan mesin, atau produk
hewan dari peredaran;

d. pencabutan . .
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d. pencabutan Pernizinan Berusahe: dan/atany
e. pengenaan denda.

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenal kriteria, jems,
bezaran denda, dan tata cara pergenaan sanksi
administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatut dalam Peraturan Pemerincah,

Eetentuan Pasal 88 diabah sehingga berbunyi sebagal
benkut:

Pasal B2

Setiap orang yang memproduksi danfatau mengedarkan
alal dan mesin vang belum diuji zebagaimana dimaksnid
dalam Pasal 24 ayat (3] yang mengakibatkan kerusakan
fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa otang,
dipidania dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 11 [sebelas) bulan dan denda paling
sedikit EpS0.000.000,00 (lima puhlih juta rupiah) dan
paling banyal; RpS00 000 000,00 (lima ratus juta cupiah),

Paragral 4
Kehutanan

Pasal 2%

Untuk memberikan kemudahan bagi masyvarakat terutama
Pelalu Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan persvaratan investasi dar sektor Eehutanan,
Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atan menetapkan
pengaturan baru bebetapa ketentuan dzlam:

a.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tzhun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momer 2883] sebagaimana divkah  dengan
Undang-Undang Nomor 1% Tahun 2004 tentang Peraturan
Pemerimtah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 41
Tahun 1599 tentang Hehatanan menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2004 Nomer
36, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indoneszia
Homor 4374); dan

b. Undang-Undang - . .
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b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  tentang
Pencegahan dan Pemberantazan Perusakan Hutan
iLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
130, Tambahan Lembaran MNegara Republik [ndonesia
Nomor >432).

Fasal 36

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan [Lembaran Negara Republik [ndoneaia
Tahun 199% Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3£58) sebagaimana telah divbah dengan
Undang-Undang Nomer 19 Tabun 2004 tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1| Tabun 2004
tenitang Perubahan Atay Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 entang Kehutanan menjadi Undang-Undang {Lembaran
Hegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Neomer 4374) dmbah
sebagail bertkut:

l.  Ketentian Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebaga
berkut;

Pasgal 15

{l} Pengububan kawasan hutan sebagaimana dimaksod
dalam Pasal 14 dilakukan melalu:

a. pemanjukan kawasan hutan;

b, penataan batas Kawasan hutan;
C. permetaan Rawasan hutan; dan
d. penctapan kawasan huotan.

{2} Pengubkuhan kawasan hutan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1] diaknkan dengan memperhatikan
rencana tata ruang wilayah.

3 Penpukuahban  kawasan huatan dilakuokan  dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan  koordinat
geogralls atau satelit,

4 Pemenntah  Pusat | mempriorcaskan percepatan
pengukvhan kawasan hutan sebapgaimana dimaksud
pada avat {1) pada dacrah yang strategis,

(5} Ketentuat - - -
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{5) Ketenman lebih lanjut mengenal pnioritas percepatan
pengulnihan kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat [4) diztur dalam Peraturan Pemerintah.

Hetentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyr sebagea
berikut:

Pazal 18

11} Pemerintah Pusat menstapken dan mempentahankan
kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan
hutan untul setiap daerah aliran sungai, dan/fatau
pulan puna pengoptimalan  manfaat  lingkungan,
manfaat sosial, dap manfaat ekonomi masyarakat
setempat.

{71  Pemerintah Pusat mengatur lTuas kawasan yang harus
dipertahankan sesuai dengan kondisi Rsik dan
geografis dacrah alivan sungai dan/atau pulaw,

i3] HKetentuan lebih lanjut mengena Tuas kawasan hutan
yang harus dipertahankan ialah termasuk pada
wilavah yang terdapat proyek strategis nasional diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 19 diubah sthingga berbunyi sebagas
berilout:

Pasgal 19

i1} Perubahan peruntukan dan perubahan  lungsi
Lkawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu,

{2} Ketentuan mengenad tata cara perubahan peruttulkan
dan perubahan fungsi kawasan hutan s¢hagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah,

4. Ketentuan . - .
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Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunin sebagai
berikut:

Pasal 26

(1} Pemanfaatszn Hutan Lindung dapat benupa
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa hoghatgan,
dan pemungutan bazil hutan bukan kayu,

{2} Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud
pada aval (1) dilatukan dengan pemberian Perizinan
Barusaha dan Pemenntah Pusat.

Ketentuan Pasal 27 diabah zehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 27

Perizinat Betusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) dapat dibetikan kepada:

A, PAISEOTATIZAN;
koperasi;

badan usaha milik negara;
bkadan ussha milik dacrah; atau
badan useha milik swasta.

® a0

Ketentuan Pasal 28 diubah schingga berbunyi sebagai
berilout:

Pazal I8

(1) Pemanfaatan hutan produkst  dapat  berupa
pemanfaatan kawasan, pemanlzatan jasa bogloungan,
pemanfaatan hasil hutan kaj dan bukan kagu, serta
permingutan hasil hutan kayo dan bulkean kaya,

(2] Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud
ayat (1) didakuksn dengsn pemberan Penzinan
Beruzaha dan Pemenntah Pusat,

V. Ketentuan - ..
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Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 29

Perizinan Benissha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat [2) dapat dibetikan kepada:

A, peISCOTangan;

koperasi;

badan usaha milik rnegara;
badan usaha milik dacrah; atau
badan usaha milik swasta,

noR DT

Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 [dua) pasal,
vakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sehagai
benlkut:

Paszal 20A

i1l Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 25
dapat dilakukan kegiatan Perhytanan sosial.

(2 Perbutanan sosial sebageimana dimaksud pada ayat
{1} dapat diberikan Kepada:

A, [pCTIeOrangan;
b. kelompok tani hutan; dan
c. koperasi.

Faszal 9B

Ketentuan lebih lanpat mengenai Perizinan Berusaha
pemanfaatan hutan dan kepiatan perhutanan sesial diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

o Ketentan . . .
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Eetentuan Pasal 30 dmbah sehingea berbuny sebags
berilout:

Pasal 30

Dalarmn rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap
badan usaha milik negara, badan usaba milik daerah, dan
badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan
Berusaha pemanfaatan hutan, wajib bekerja sama dengan
koperasi masyarakat setempat.

Ketentuan Pasal 31 diukbah sehingga berbunyi sebagai
berdout;

Pasal 31

(1) Unmk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan
kelestarian, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek
kelestarian hutan dan aspek Kepastian usaha.

{2) Kéténtuan msogenia Pambatazan  sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) diatur Jdadam Peératuran
Femerintah.

Ketentuan Pazal 32 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasgal 32

Pernegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga,
memelihara, dan melestarikan hutan vang dikelelanya.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagad
berikut:

Pasal 33

(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengelahan,
dan pemasaran hasil hutan,

(2] Pemanenan dan pengolahsan haasil hutan sebagaimeana
dirhaksud pada ayat (1) tidak boleh melebilu daya
dukung hutat,

13 Ketentnan . . .



SK No 353653 A

(3}

PRESIDEN
REPUBLIK IHDONESIA

- 192 -

Ketentuan mengenal pembinaan dan pengembangan
pengelahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalamn Peraturan Pemetintah.

13. Eetentvan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikat:

{1)

(2}

i

()

(S}

Pasal 15

Setiap  pemegang  Perizinan  Berusaha  terkait
pemaniaalan hutan dikenakan penerimaan negara
bukan pajak i bidang kehutanan.

Panierimnaan negara bukan pajaly di kidang kehutanan
scbagaimana dimaksud peda ayat (1) yvang berasal
dari dana reboisasi hanya dipergunakan untuk
kegiatan rehakbilitazi hatan dan lahan.

Setiap pemegang  Perizinan  Berusaha  terkait
pemanizatanr hutan  wajib menvediakan dana
Investasl untuk biaya pelestarian hutan,

etiap  pemegang  Perizinan  Berusaha  rerkait
pemmungutan hasil  hutan  hanya  dikenakan
penerimaan negara bukan pajak berupa provisi di
bidane kehutanan.

ketentuan  lebih lanjut  mengenai pungutan
ssbagaimana dimakzud pada ayat (1), ayat (2], ayat
(31, dan ayat |4} diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentwan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sshbagai
berikout:

(1]

{2}

Pasal 38

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di hiar kegiatan kehutanan hanya
dapat dilakukan di dalarm kKawasan hutan produlsi
dani kawasan hutan lindung.

Petgpunasan kawaszan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapar dilakulran tanpa mengubsah fungs
pokok kawagan hutan,

{2) Perggninaan - . .
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Fenggunaan  Kawasan  hwtan  dilakukan  melaloi
pinjam palai  oleh  Pemerintah  Puszac  dengan
mempertimbangkan batasan loas dan jangka wakiy
tertenty serta kelestanan lingkungan.

Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan
penambangan dengan pola pertambangan terbuka,

Ketentuan Pasal 48 diubah s¢hingga berbunyi sebagai
berikut:

(1}

)

)

14}

I3

o)

Pasal 45

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
progedur, dan  kriteria wvang  ditetapltan  oleh
Pemerintah Pusat mengatar pelindungan huatan, baik
di dalam maupun di lnar kawasan hutan.

Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan
oleh Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria yang ditetapkan  oleh
Pemerintah Pusat.

Pemegang Pénzinan Berusaha terkait pemanfaatan
hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang
pengelolaan hutan  sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 34 wajib melindungi hutan  dalam  areal
kerjanya.

Pelindungan hutan pads bhutan hak dilakukan oleh
pemegang haknya.

Untak menjamin pelaksanaan pelindungan hutan

vang schaik-baiknya, masvarakat dilkutsertalktan
dalam upaya pelindungan hutan.

Ketentuan lebih lanjut sebhagaimana dimaksud pada
ayat (1}, ayac (2], ayatr {3), ayat (), dan ayat {5) diacur
dalam Peraturan Pemerintah.

16, Ketentuan . - .
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16, Eetentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyl sebagean

17.

berilivie:

FPaszal 49

{1} Pemegang hak atau Penzinan Berusaha wajib
melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan i
areal kerjanya.

(2] Pemegang hak atan Parizinan Berusaha bBertanggung
jawab atas terjadinya kebakaran hutan di arzal
kerjanya.

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagad

berikut:

Pasal 50

il] Setiap orang yang diben Penzinan Berusaha di
kawasan hutan dilarang melalulkan kegiatan yang
menimbulkan kerusakan hutan.

(2] Setiap orang dilarang:

a.

b
&

mengerjekan, menggunakan, danfatau
menduduki kawasan hutan secara tdak sah;

mernbakar hutat,

memantn atan memungut hasil hatan di dalam
hutan tanpa memiliki hak atau persetupaan dari
pejabat yang berwenang;

menyimpan hasil hutan yang diketahoi atau patut
didugs berasal dari kawasan hutan yang diambil
atau dipungut secara tidal: sah;

menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan
rang tidak diturjuk secara khusus untulk malisad
teracbut oleh pejabat vang berwenang;

membuang benda-benda yang dapat
menyebablkan kebakaran dan kerusakan serta
mernbahayakan keberadaan atau kelangsungan
tungsi hutan ke dalam kawasan huatan; dan

£ mengeluarkan - | -
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g. mengeluarkan, membawa, dan  menganghouat
tumbuh-tumbuhan dan salwa lar vang tidak
dilindungi undang-undang vyang berasal dan
kawasan hutan tentpa persetujuan pejabat yang
berwenang,

ketentuan  tentang  mengeluarkan, membawa,
danfatay menganglut tumbubhan dandatay sabaa
vang dilindungi diatur sesuai dengan  ketepnnhlan
peraturan perundang-undangar.

13. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakni Pasal 504 sehingga berbunyi sebagai berkut;

(L}

i2]

Pasal S04

Dalam hal pelanggaran sébagaimana dimaksud dalam
Pasal 530 avat (2 humaf ¢, huraf d danfatau hural e
dilakukan olesh orang perseorangan atan kelompok
masyarakat vyang bertempat  tinggal di dalam
danfataa di sekitar kawasan hutan paling singkat 5
{lima) tahun s=ecara terus menerus dikenai sanksi
administratif.

Perngenaan  sanksi administratil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:

a-  Orang perseorangan atau kelompok masyarakat
vang bertempal tinggal di dalam danfatau di
seiitar kawasan hutan paling singkat 5 {Lma}
tahun stcara terus-menerus dan terdaftar dalam
kebijakan penataan Kawasan Hutan, atay

b. orang perseorangan yang telah mendapathkan
sanksi sosial ataw sanlkisi adat.

19 Ketznitdann Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

{1}

Pasal T&

Setiap orang  yang dJdengan  sengaga melanggar
ketentuan sebagaimana dimalksod dalam Pasal 50
ayat |1] diancam dengan pidana penjara paling lama
13 {zepuluh) tahun dan denda paling banyek
Rp Q00 000, 000,00 [lima miliar rupiah).

Z) SBetiap . ..
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Setiap orang Yarng dengan sengaja melanggar
Letentuan sebagaimana dimaksud dalam Pazal S0

ayat (2} huruf a diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 {sepulubh)} tahun dan denda paling
banyale Rp7 S00.000.0:00,00 {tujuh miliar ima ratus
fata mapiah).

Setiap orang yang dengan sengaja  melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S0
ayat {2) huruf b diancam dengan pidana penjara
paling lama 13 (lima belag) tahun dan denda paling
banyak Rp7.500.000 000,00 {tuuh miliar ima ratus
juta rupiah).

LSetiap orang yvang karena lelalaiannva melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat {2] hurul b diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 {lima} tabun dan denda paling banyak
Fp3. S00.000.000,00 (tiga milar lima ratus juta
ruapiah}.

Setiap orang yang Jdengan  sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paszal 50
avat (2) huruf ¢ diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 {limaj tahun dan denda paling banyak
Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta
Tupiah|.

Setiap orang wang dengan sengata  melanggar
ketenivan sebagaimanz dimaksud dalam Pasal S0
ayat (2} hurul d diancam dengan pidana penjiua
peling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp3 500 000,000,000 (tiga miliar lima ratus  juts
rupiah).

Jettap orang yang dengan sengaja  melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama
10 isepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp?.500.000.000.00 jtjuh milar lima ratus juta
rupiah).

Setlap  ocrang yang dengan  gengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud delam Paszal 50
avat (2] huruf ¢ diancam dengan pidana penjata
paling lama 3 (tiga) bulan dan dends paling banyak
Rpl0.000 000,00 (sepuluh juta rapiah).

(9} S3etiap . .
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Setiap  orang yang dengan  sengajas  melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2] hurul [ diancam dengan pidana penjara
paling lama 3 {tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000,000,000,00 (dua miliar rupiah).

Betiap orang Yang dengan  sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat [2) huruf g diancam dengan pidana pemara
paling lama 1 |satu) tabun dan denda paling banyak
R 100000000, 00 [serabus juts rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (1) dan ayat (2] apebila dilakukan oleh
korporasi danfatau atas oama korporasi, korporasi
dan pengurusnya dikena pidana dengan pemberatat
1/32 {scpertiga) dan denda mdana pokek.

Semua  hasil hutan dan hasil kejahatan  dan
pelanggaran  danjatau alat-alat  termasuk  alat
angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan
kejahatan danjfatan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara,

Ketenitwan Pasal 80 divhah sehingge berbunyi sebagai
berikut:

(1]

2]

Pasal 80

Setiap perbuatan melanggar hukum  yang diator
dalam Undang-Undang i, dengan tidak mengutangi
sanksi pidana sebagaimsana diatur dalam Pasal 78,
mewajiblan kepads penanggung jawab perbuatan itu
untuk membayar ganti ng sesual dengan fingkat
kerusakan ataw akibat yvang ditimbulkan kepada
negara untuk biaya rehalnlitasi, pémulihan kondisi
hutan, atau timdakan lean vang diperlukan,

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan
hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini apabila
melanggar ketenituan di  luar  ketentuan  pidana
sebagairmana diatur dalam Pasal 78 dikenai sanksi
admirustratif.

1-3) ketentuan . ..
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pengenaan sanksi administratil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] diatare dalam Peraturan
Pemerintah.

Paszal 17

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan [Lembaran Negara Repubhk [ndonesia Tahun 2013
Homor 130, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Homor 5432 diubah sebagai berikut:

1. EKetentuan Pasal | angka 3, angka 5, angka 23, dan anghka
24 dinbah sehingga Pasal 1 berbuny sebagan berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang mi yang dimaksaud dengan:

Hutan adalah swvatu  kesatuan  ekosistemn berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayatl yang
didominasi pepohonan  dalam  kemumitas  alam
hnglungannya yvang tidak dapat dipisahkan antara
vang satu dan vane lsinnya.

Kawasatt, hutan adalah  wilayah  [ertentu vang
ditztapkan oleh Pemerintah untuk  dipertahankan
keberadaannya schagai hutan tetap.

Peruagakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan
merusak hutan melalu kegiatan pembalakan liar,
penggunaan  kawasan  hatan  tanpa Perizinan
Berusaha atau penggunaan Perizinan Beruzaha yang
bertentangan dengan maksud dan tyjuan pemberian
Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang
telah ditetapkan, yang telah ditunguk, ataupun yang
sedang diproses penestapannya oleh Pemenntah
Pusat.

Pernbalakan bhar adalah semus kegatan pemanlaatan
hasgil hutan kayu secars tidak sah yang terorganisas,

S Pengganiaan . . .
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Pengganaan Kawasan hutan sccara tidak sah adalah
kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam
kawasan hutan untuk pericebunan danjfatan
pettambangan  tanpa  Penzinan  Berusaha  dar
Permerintah Pusat,

Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakulan oleh
suatll kelompek yang terstrukiur, vang terditi atas 2
{dua) orang atau lebih, dan vang bertindak secara
bersama-zama pada waktu tertentu dengan tujuzan
melakukan perasakan  hutan, tidak  termasuk
kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau dj
sekitar Kawasan hutan vang melakukan perledangsn
tradisional dan/fatag melakukan pencbangan kayu
untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tgjuan
komersial.

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya
vang dilakukan untuk menghdangkan lkesempatan
terjadinya perusakan hutan.

Pemberantaszan perusakan hutan adalah zegala upava
vang dilakukan untk menindak secara hukum
terhadap pelabku perusakan hutan baik langsung,
tidak langsung, maupun yang terkait lainnvya.

Pernantaztan  hutan  adalah  keglatan  untuk
memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil
hutan kayu dan bukan kayu, serta memungat hasil
hutan kayu dan bukan ksyu secara optimal dan adil
untuk kesejahteraan  masyaralkat dengan  tetap
menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untal;
memanlaatkan dan  mengusahakan hasil  hucan
berupa Kayuw  melalul kegiatan  penchangan,
permudaan, pengangkutan,  pengolahan dan
pemazaran dengan tdak merasak lingkungan dan
tidal mengurangi lungsi pokoknya.

FPerizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan
adalah Perizinan Berusaha dari Femerintah untuk
memaniaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan
produksi  melalui  Kkegiatan pemanenan  atau
penebangan, peEnZavaan, pemaliharaan, dan
Pemasaran.

12, Surat . . .
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Surat  keterangan sahnya hasil hutan adalah
dokumen-dekumen yang merupakan bukt legalitas
hasil hutan pada sstiap segmen kegiatan dalam
penatausahaan hasil hutan.

Hasil hutan kayu adalah haszil hutan berupa kayu
bulat, kayu tulat kecil, kaya olahan, atan kayu
pacakan yang beraszal dari kawasan hutan.

Pchon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu
dan dapat tnencapai ukuran diaonéter 10 [sepuluhy
sentineter atau lebibh yang diukur pada ketinggian
1,20 (satu koma hima puluh) meter di atas permukaan
tanah.

Polisi Kehutanan adalah pejabat  tertentu dalam
lingkup nstans kKehubanan pusat dan/atan daerah
Yange LT TR denpgan sifat pelkerjaannya
menyelengearakan danfatau melaksanakan usaha
pelndungan butan vang oleh kuasa Undang-Undang
diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang
kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati
dan ekeosistemnya yang berada dalam satm kesatnan
komande.

Pejabat adalah orang yang diperintahltan atsy orang
yang karena jabatannya metmhla kewenangat dengan
suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

Fajabat  Penyihk Pegawai  HMNegeri  3ipil  yang
selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawa
negeri  sipill  tertentu dalam lingkup instansi
kshutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-
Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di
bidang kehutanan dan kenservasi sumber daya alam
hayati dan skosistemnya.

Baksi adalash orang yang dapat nembérikan
keterangan EUuna kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialamra
zendin.

Pzlapor adalah orang yang membentahukan adanya
dugaan, sedang, atau telah tegadinya perusakan
hutan kepada pejabat yang berwenang.

20. Informan . . .
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Informan adalah orang yangp mengnformasikan
secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah
terjadinya  perusakan bhuwtan kepada pejabat yvang
berwenang,

Setiap orang adalah orang perseorangan danj/atan
korporas: yang melalukan  perbuatan  perusakan
hutan secara terorganisasi di wilavah  hukum
Indonesia danfatau berakibat hukum di wilayah
hukum Indonesia,

horporasi  adalah kumpulan  orang  danfatau
lekayaan yang terogacisasi, baik berupa badan
hubkam maupun bukan badan hukum.

Permerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
vang meme#gang kekuasaan pemerintahan negara
Eepublik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam lIIndang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
194 5.

Pemerintahh Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsutr  penyelenggara Pemerintaban  Dastah  vang
merimpin pelaksanaan urasan pemerintahan vang
menjadi kewenangan daerah otonom,.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemenntahan di bidang kehutanan.

Ketentuan Pesal 7V dinbah sehingga berbuny sebagai
berikut:

Pasal 7

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat,
badan hukum, dan/atau korporas vang menmperekh
Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan.

Ketentuan Pasal 12 diubal sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 12

Selhap orang dilarang:

a. melakulan . ..
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melalukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
vang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkaic
pemaanfaatan hutan;

m#lakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
tanpa memiliki Perizinan Berusaha darn Pemerintah
Fusart,

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
secara tidak sah,

memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkur,
menguasal, dan/atau memuliki hasil penebangan di
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusal;

engangkut, menguasal, atau memiliki hasil hgtan
kayu vang tdak dilengkapi secars bersarma surat
katarangan sahnya hasil hutan;

membawa  alat-alat vang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, ataw membelah pohon di
dalatn kawazan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemenintah Pusat;

membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lannya
yang lazim atau patut diduga aksn digunakan untok
mengangkut hasil hutan di dalarn kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Puasat,

memardaatkan hasil hutan kayu yvang diduga berasal
dari hasil pembalakan liar;

mengedarkan kayw hasil pembealakan liar melalai
darat, perairan, atay udara,

menyelundupkan kayu yang berasal dari atay masuk
ke wilayah Negara Kesatuan Bepublik  Indonesia
metalui sungai, darat, Laut, atauw udara;

menerima, membeli, menjual, menernima  tukar,
mecnerumna titipan, dan/atau memilds hasil huatan
vatg diltetahui berasal darl pembalakan Liar;

membeli, méemasarkan, danfatan mengolah  hasil
hutan Kavu yang herasal dan kawasan bulan vang
diaminl atau dhpunguat secara tidak sah; dan/atau

m. Menerms . . .
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m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima
titipan, menyimpan, danfatag memiliki hasil hutan
kayu yang berasal dari Lawasan hutan yang diaminl
atay dipungut secara tidak sah.

4. DM antara Pasal 12 dan Fasal 13 disisipkan 1 {satu) pasal,
valimi Pasal 124 schingga berbunyi sebapgai berikut:

Pasal 12A

{1} Orang persecrangan vang bertempat tinggal di dalam
darn/atan di sekitar kawasan hatan paling singlat S
(lima| tahun secara terus mepstus vang melakukan
pelanggaran terhadap keteptuan Pasal 12 hurul a
gampai dengan humf { danfataw haruf h dikenai
sanksi administratil.

(2} Pengenaan gan ksl administratl sehagaimansa
dimaksud pada agat (1} dikecvabbkan terhadap:

a, orang persecrangan atan kelompok masvarakat
vang bertempat tinggal di dalam danfatau di
sekiter kawasgan hutan paling singkat 5 (lumaj
tahun secara terus-meneras dan terdaftar dalam
kebijjakan penataan kawasan hatan; atau

b,  orang pearseorangan vang telah mendeparkan
sarksn sosEl atau sanks adal

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
Berikut:

Pasal 17
{1} Setiap crang dilarang.

a. membawa alat-alat berat danfatau alat-alat lain
vang lazim atau patut diduga akan digunakan
untuk melakukan  kegiatan  penambangan
dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam
kawazan hutan tanpa Perizinan Berusaha dan
FPemerintah Pusat;

b, melakukan kBe@matan penambangan i dalam
Kawasan hutan tanpa Perziman Berusaha dan
Pemerintah Pusat,

¢. mengangloag .. .
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mengangkut danjatau meterma Litipan hasil
tambang yang  Perasal dan kegiatan
penambangan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dan Pemerintah Pusat:

menjual, menguasai, memiliki, danfatau
menyimpan hasil tambang yang berasal dan
kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusahae dari Pemerintah Pusat,
dan/atan

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
tambang dari kegiatan penambangan di dalam
kawasan itan tanpa Perizinan Berusaha darci
Pemmerintah Pusat

(2) Seuap orang dilarang:

a.

membawa  alat-alat berat danfatau  alat-alat
lamnya yang lazim atau patut didoga akan
digunakan untuk melakukan kewiatan
perkebunan danjatan mepngangklt hasil kebun
di dalam kawsasan hutan tanpa  Peérizinan
Beruzaha dari Pemerintab Pusat;

melalukan kegiatan perkebunan tanpa Penizinan
Berusaha dari Pemerntah Pusat di dalam
kawazan hutan;

menganglut dan/atau mensrima titipan hasil
perkebunsn  yang  beraszal darn kegiatan
perkebunan < dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dan Pemerintah Pusat;

menjual, menguasai, memiliki, dan/ataug
menyimpan hasil perkebunan vang berasal dar
kegmatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusgat;
dan/atau

membeli, memasarlkan, dan/atau mengolah hasil
ketbun dari perkebunan yang berasal dar
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tznpa Penzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

&, Diantara . . .
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6. [k antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 [satu) pasal,
yaknd Paszal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

{1

(2

Paszal 17A

Qrang perseorangan yang bertempat tinggat di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singlat 5
iflimal tahun secara terus menerus vang melakulan
pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2] horul b, kol
¢, danfatau huruf 4 dikenai sanksi administratil-

Pciigenaan  sanksi administratl  sebagaimana
dimalksud pada ayat {1} dikecualikan terhadap:

a. orang persecrangan atau kelompok masyarakat
vang bertempat tingeal 4 dalam dan/atagn di
gekitar Kawasan hutan pabnog singkat 5 [lma)
tabhun sécarsa teris-menerus dan terdaftar dalam
kebpakan penatsan kawasan hutan; atau

b. orang persecrangan yang telah mendapatkan
sanksi sosial atan sanks] adat.

7. Ketentaan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikoat:

(1)

Pasal 18

Selain dikenad sanksi pidana, pelanggaran terhadap
ketentuzan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
hural a, huruf b, huaru! ¢, Pasal 17 ayat (1) huraf b,
hural 2, harul &, atau Pasal 17 ayat {(2) hurul b, hural
c, atau huruf & serta kegiatan lain di kawasan hutan
tanpa Penizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan
hukum atau korporasi dikenai sanksi administeatil
berupa:

a. teguran tertalis;

palkisaan pernerintal;

denda administratil;

pentbekuan Perizinan Berusaha, dan/atau

NN

pencabutan Perizinan Berusaha.

2] Ketenltuats . - -
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Ketentuan  lebih  lanjut mengéna  Kriténa, jénis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
admmistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Perabiran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah schingga berbunyi sehagai
berikat:

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

a,

msmalsukan Perizinan Berusaha terkat pemanfaatan
hasil hutan kayu danfatau penggunaan kawasan
hutan;

menggunakan Perizinan  Berusaha palsu  terkait
pemanfaatan hasil hotan kayoa dan/atan penggunaan
kawasan hutan; dan/atan

memindahtangankan  ataw  menpial | Penzinan
Berusaha terkait pemanfaatan hasid hutan kecuali
dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat,

Ketentuan Pasal 23 diubah sshingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 28

Setiap pejabat dilarang:

a.

menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemaniaatan
hasil hutan kKayu danfatau penggunaan kawasan
hutann di dalam kawazan hutan yang tidak sesuai
dengan Kewenangannya,

menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan
hutan  danjfatan  Perizinan  Berusaha  terkait
penggunasn Kawasan hutan vang ridal sesnai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

melindungi  pelaku  pembalalkan  lar  danfatau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

1kut serta atag membantu kegatan pembalakan liar
dan/atau penggunadsn kawasan hutan sécara hdalk
sah;

& melakukan . ..
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¢ melalukan permuafakatan untuk terjadinya
pembalakan liar danfatan pengpunasn  kawasan
hutan secara tidak sah;

. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan
tanpa hads;

g. melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas
dengan sengaja; danfataun

h. lalal dalam melaksanakan bugas.

Pasal 53 dihapus.

Pazal 54 dihapus.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingea berbunyi sebagai
berikut-

Fa=al 82
(1] Orang persecrangan yang dengan sengaja;

a. melakukan pensbangan pohon dalam lawasan
hutan yang wdak sesuai depngan  Perizinan
Berusaha terkait pernaniaatan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huaruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam kKawasan
hutan tanpa mémillka Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 haral by
dan fatau

. melakukan penebangan pehen dalam kawasan
hutan secara tidak ssh sebagaimana dimaksnd
delam Pasgal 12 huul ¢

dipidana dengan pidana penjara paling singkat ]
(satu) tahun Jdan paling lama 5 (ima) tahun dan
pidana danda paling sedikit RpS00.000.000,00 (ima
ratus  juls rupiahi dan paling banyvak
REp2 500.000000,00 (dua miliar lima ratus juta
ruptah).

(2) Dalam . -,
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Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilakukan oleh orang persecrangan yang
bertempat tinggal di dalam danfatasa di selitar
kawasan hutan kurang dari 5 ilima) tahun dan tidak
terus menerus, pelaku  dipidana dengan  pidana
penjara paling gsingkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
2 {dua] tahun danfatau pidana denda paling scdilkit
Rp3IC. 000,00 jlima ratus ribu rupiah) dan paling
banyal: RpS00.000.000,00 {lima ratus juta rupiah).

Korporasi vang:

a.-  melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan  vang tidak sesuai dengan  Perizinan
Berusahs rerkait pemanfaatan hutan
sebagaimana dimalzsud dalam Pasal 12 hurual a;

b. melalkukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan tanpa memiliki Perzinan Berusaha
sebagaamana dimaksud dalam Pasal 12 hurof b,
dan/ataug

c. melekukan penebangan pohon dalam kKawasan
batan secara tidak sab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 hural ¢;

dipidana bagi:

a. pet@drusnya  dengan pidana  perygara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 Jima
belag) tahun dan pidana denda paling  zedilat
EpD 000,000, 600,00 (ima millar rupiahl dan
paling banyak Rpl3.000.000.000,00 {lima belas
miliar rupiah|; dan/atan

b, korperasi dikenai pemberatan 1/2 darn denda
pidana yvang dijatuhkan.

13. Eetentuan Pasal B3 dinbah sehingga berbunyi sebagai

Berilout:

(L)

Pasal 83
Orang perseorangan yang slengan sengaja:

a. memuat ...
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A, memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, danfatau  menlila
hasil penebangan di kawasan hutan  tanpa
Perizinan  Berusaha sebagaimana dimaksud
dalem Pasal 12 huruf 4;

b.  mengangkut, menguasai, atau memilikd  hasil
butaty kayu  vang tdak dilengkapi secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huraf e;
dan/atau

c. memanfaatken hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar sebapaimana
dimakaud dalam Pasal 12 huraf b,

dipidana dengan pidans penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lams 5 (lima) tahun serta
pidana denda paling sedikit RpoQOo.000,000 00 [lima
ratus  juta rupiah) dan paling banvak
Ep2 20000000000 {dua miliar hma ratus juta
rapiahy)-

Qrang perseorangan yang karena kelalajannya:

A, mernuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasal, danfatan  memulik
hasil penebangan di kKawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimal-sud
dalam Pasal 12 huraf 4,

b, mengangkut, menguasai, atay memaliki Basil
huatan  kaya  yang tdak  dilengkapn  secara
bersauma surat Reterangan sahoya hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Fazal 12 huruf e
danfatau

¢.  memanfaatkan hasil hutan kayw yang diduga
berasal darl hasil pembalakan har sebagaimana
dimalesud dadam Pasal 12 hunad b,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 35
(delapan} bulan dan paling lama 3 {tiga) tahun serta
pidana denda paling sedikit  RplC0.000 000,00
{sepuluh  juta rupizh) dan paling banvak
Epl.000 000 000,00 (satu miliar rupiah).

(3] Dalarm . . .
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Dalam hal tundakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf ¢ dan ayat [2) hurul ¢ dilakukan oleh
orang perseorangan vang bertempat tinggal di dalam
dan/ataun di sekilar kawasan hutan kurang dari S
ilima] tahun dan tidak sccara terns menerus, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
itiga] bulan dan paling lama 2 jdua) tahun atau
pidana denda paling sedikit EpS00.000.00 jlima ratus
ribu rupiahl dan paling banyak RpS00. 000,000, 00
fhma ratus Juta ropiah)-

Korporasi vang:

a.  memuar, mambongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, danfataw  memililn
hasil pencbangan di kawasan hutan tanpa
Pernzinan  Berusahza  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 humal d;

b.  mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan kayw vaneg tidak dilengkapi  secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huarul &,
dan/atau

. memanfaatkan hasil hotan kayw vang diduga
berasal dari hasil pembalalian liar sebagaimana
thmaksud dalam Pasal 12 hurl h,

dipidana dengan pidana penjara bagli pengurusnya
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 5 {lima
belag] tahun dan pidana denda paling sedikit
Rps.000.000,000,00 (lima miliar ropiah) dan paling
banyak Rpl13.000.000.00000 (lima belas miliar
rupiah} danfatay korporasi dikénakan pemberatan
1/3 dari denda pekaknya,

Dalam hal pelaku tidak melzksanakan kewajiban
pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
41, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
singkat S [lima) tshun dan paling lama 15 jlima belas)
tahun serta pidana denda.

14, Ketentuan . . .
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14. Ketentuan Pasal 24 diubah schingga berbunyi sebagai
berikuat:

(1]

(2]

I3

Pasal 84

Orang persesrangan yang dengan sengaja membawa
alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan
hutan tanpa Pedzinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf [ dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu] tahun dan
paling lama 5 {lima) tahut atau pidana denda paling
sedikit Rp250.000.000 .00 [dua ratus lima puluh juta
rapiah] dan paling banvak Rp5.000.000.000,00 {lima
eniliac ruptah).

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya
membawa alat-alat yang lazim dipunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon  di
dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurnf
dipidatta dengan pidana penjara paling singkat &
{delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serts
pidana denda paling sedikit REpl0.000.000,00
{sepuluh  juta rupiahl  dan  paling banyak
Rp1. 000 000 000,00 (sata miliar rupigh).

Korporasi yvang membawa  alat-alat yvang Pazim
digunakan wuntuk mentbang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinnan Berusaha sebagamana dimaksud dalam
Pasal 12 hurat F dipidana bagi:

4. pengurusnya dengan  pidana  penjara  paling
singkat 2 {dua) tahun dan paling lama L5 (lima
belas) tzhun dan pidana denda paling sedikit
Fp2 000 000.000,00 {dua mililar rmpizh) dan
paling banyak EplsS.000.000,00000 (ima belas
miliar mupiah); danfatan

b.  korporasi dikenai pemberatan 1/3 dar denda
pidana yang dijatuhkan,

13, Ketentuat . - .
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15. EKetentuan Pasal 25 dmbzh sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

2]

Pasal 55

Orang perseorangan yYang dengan sengajs membawa
alat-alat berat danfatau alat-alat lainnya vang lazim

atau patut  diduga akan digunakan  untuk
mengangkut hasidl butan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 12 huraf g dipidana dengan pidana
penjata paling smgkat 2 [dua) tahun dan paling lamma
10 (sepuluh) tahun atav pidana denda paling sedikat
Rp2.000.000.000,00 {(dua miliar rupiah) dan paling
banjyak Rpl0.000.000, 004,00 (sepuluh miliar mpiakh).

Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/fatau
alat-alat lainnya yang lazim atau patur diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam
kawasan hutan tanpaa  Pecrnzinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 12 hanul ¢
dipidana bagi:

4. pengurusiya pldana penjara paling singkat 5
{ima} tahun dan paling lama 153 (lona belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit
RBps 00000000000 llime miliar rupiah) dan
paling banyak RplSs 00000000000 (lina belas
miliat rupiah); dan/atan

b. korporasi dikenai pemberatan 173 dan denda
mdana yang dijatubhban,

16. Ketentuan Pasal 92 divbah sehingga berbunyl sebagai
betilout:

(1)

Pasal 92
Orang perseorangan yang dengan sengaja.

a.  melalakan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha di dalam kawasan hutan scbagaimana
dimaksud dalam Pazal 17 avat (21 huraf Ty
dan fatan

b, membawa . . .
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b, membawa alat-alat berat danfatau  alat-alat
latnnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk melakukan kegiatan
perkebunan danfatau mengangkut hasil kebun
di dalam kawazan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2} huraf &;

dipidana dengan pidana penjara paling singlat 3
itiga) tahun dan paling lama 10 [sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit
Rpl 500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rapiah} dan paling banyak RpS5 000 000 000,00 (lima
miliar mapiah).

Korporazi yang:

a. melalukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha di dalam kawasan hutan zebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) humi b;
danfatay

b. membawa alat-alat berat danfatan  alat-alat
lainnya yang Jazim atan patat diduga aken
digunakan untuk melalkuban kegiatan
perkebunan dan/artag mengangkat hasil kebun
di dalam kawasan butan tanpa Penzinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat |2} huruf a;

dipidana dengan pidana peénjara bag penpurusnya
paling singkat & {delapan) tahun dan palimg lama 20
[dua pulub) tahun serta pidana denda paling sedikit
Ep20.000.000.000,00 {doa puluh miliar rapiah) dan
paling banyak RpS0.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) dan/atau bagi  korporasi  dikenal
pemberatan 1/3 dari denda pokoknys.

17. Ketentuan Paszal 23 dinbah schingge berbunyl sebagai

berikoat:

(1)

Pasal 93
Orang persecrangan yang dengan sengaja:

a. mengangkut . _ .
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mengangkut dan/fatau menerima bdpan hasil
perkebunan  yang  berasal  danp kegiatan
perkebunan di dalam kawaszan hutan tanpa
Perizminan  Berusaha sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 17 ayat |2 huruf c;

menjual, menguasai, memiliki, den/atau
menvimpan hasil perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanipa  Perizcinan  Berugaha — sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2] hurof d;
dan/fatau

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
kebun dar  perkebunan yang berasal  dar
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Periziman Berusaha sebagaimana
dimakzud dalam Pasal 17 ayat (2} haruf e,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
itiga) tahun dan paling Jama 10 {sepuluh) tahun atau
pidana denda paling sedikit Rp1.500.000,000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
RpS.000.000.000,00 (lma miliar rapiah).

Orang perseorangan yang karena kelalalanmya;

a,

menganglut danfatay menerima titipan  hasil
perkebunan yang  berasal  dan kegiatan
perkebunan di dalam  kawasan hutan tanpa
Perizinan Beruszaha sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 17 ayat (2] huruf c;

menjual, menguasai, memilika,  danfataw
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimanz
dimaksud dalam Pasal 17 ayac (2} huaraf d
dan fatay

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
kebun dan perkebunan yang berasal  dan
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa Ferizinan Berusaha  stbagaitmana
dimaksud dalean Pasal 17 ayat (2) hurul =,

dipidana . . .
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat |
(sanl] tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau
pidana denda paling sedikitc  Rpl00, 00000000
(seratus  juta  rupiah) dan  paling banyak
Rp1.002.000,000,00 (satu miliar rupiah).

Korporasi vang:

a2, mengangkut danfatan menerima titipan hasil
perkebunan vang  berasal dan  kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutzn  tanpa
Perizinan Berusaha schagaimana  dimaksud
dalam Pasal 17 ayat {2) huruf ¢,

b, menjuai,  menguasal,  memiliki, dan/atau
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari
Kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
tanpa  Penzinan  Berusaha — scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat () hurad d;
dan/Satau

<. membeli, memasarkan, dan/atay mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal  dari
kegiatan peritebunan di dalam kawasan hutan
tanpa  Penzmman Berusaha — sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L7 ayvat (2) hurul e,

dipidana de¢ngan pidana penjara bagi pengurusnya
paling simghkat S (Lima} tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan/atan pidana denda paling sedikit
Fpo O00.000.000,00 (lima miliar rupich) dan paling
banyak Rpls000.000.00000 |lima belas miliar
rupiah) danjatau korporasi dikenai pemberatan 173
dari denda pidana yang dijatuhlan.

18, Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pagal 06
Orang perséorangan yang dengan sengaja:

a.  memalaukan Perizinan Berusaha  terkait
pemanfaatan  hasil hutan  kayu dan/atag
penggunaan  kawasan  hutan  sebagaimane
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

b menggunalkan . . .
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b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terlzait
pemanlaatan  hasil hutan kavu  danfatan
penggunaan  kawasan  hutan  sebhagaimana
cirnaksud dalam Pasal 24 huraf b, dan /atau

. memindahtangankan  atau menjual  Perizinan
Becrusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huraf ¢,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
{satu] tahun dan paling lama $ (lima} tahun serta
pidana denda paling sedikit EpS00.000.000,00 (lima
ratus  juta rupiah| dan paling  banyak
Ep2.o00.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
tupiah).

borporasi vang:

a. memalsukan Ferizinan Berusaha terkat
pemanilaatan  hasil  hutan kaya  danfataon
pengeunaan kawasapn hutan  sebagaimana
dimaksud dalamn Fassl 24 kol a;

E.  menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pcmanfaatan  hasil hutan kayu dan/atan
penggunaan kawasan  huwtsn  sebapgaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/fetay

c.  memjndahtangankan atau menjual Perizinan
Berusaha sebagmimana dimaksud dalam Pasal
24 hurul ¢,

dipidana bagi:

1. pengurusnya dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (lima) tahun dan paling lama 15
ilima belas) tahun serta pidana denda paling
gedikit Rp3.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rpl5.000.000.000,00 {lima
belas miliar rupiahy).

2. korporasi dikenai pemoberatan 1/3 dari denda
prdena vang dijatuhkan.

19, Ketentuan . . .
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19, Ketentuan Pazal 105 dmbah sehingga berbunyi sebagan
beribul:

Fasal 105

Setiap pejabal yang:

(-

menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfazatan
hasil hutan kayu danfataun pengeunaan Kawasan
hutan i dalam kawasan hutan yang tidak zesu
dengan  kewenanpannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruof a;

menerbitban Perizinan Berusaha di dalam Kawasan
Hutarn danfataw  Perizinan  Berusaha  terkait
penggunaan kawasan hutan i dalam Kawasan hutan
vang tidak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 28 huruf b;

melindungi pelaku pembalakan  liar danfatan
pengpunaan  kawasan  hutan  secara  tidak  sah
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 28 haruaf <;

ikut serta atag membantu kegiatan pembalakan liar
dan/atau penggunaan Kawasan hukan secara tidak
#ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;

melakukan permufakatan untul terjadinya
pembalakan  liar  dan/fatagy  penggunaan  kKawasan

hutan secars tidak sah sebagaimana dimalisud dalam
Pasal 22 hutrul e

menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan
tanpa hak sebagamansa dimaksud dalam Pasal 23
huruf I; dan fatan

dengan sengaja melakukan pembiaran  dalam
melaksanskan mgas sehingega terjadi bindak pidang
pembalakan lar dan/atau  pengrpunaan  kawasan
hutan secara tidak sab sebagaimana dimaksod dalam
Paszal 28 hueal g,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 10 |sepuluh) tahun senia pidana
denda paling sedikit Rpl.000.000.000.00 jsatu nuliar
rupiah} dan paling banyak Rpl0.000.000,.000,00 {(sepuluh
miliar rupiahj.

20, Di antara . . .
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20, D antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 {dua)
pasal, yakri Pasal 1104 dan Pasal 1108 sehungga berbunyi
sebagail benkut:

{1}

(Z)

()

i1

Pasal 1104

Betiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang
telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusgaha di
dalam kawasan hutan sebelum bedakunya Undang-
Undang ini yang belam memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturatt perundang-undangan di
bidang kehutanan, wajib menyelesalkan persyvaratan
paling lambat 3 (tiga] tabun sajak Undang-Undang ini
berlalkoa.

Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang ini tidak menjyelesaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], pelaku dilkenai
sanksi administratil, herupa:

a. pembavaran denda administratil; dan/atay
L. pencabutan Perizinan Berusaha,

Ketentnan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratil dan tata cara pengrimaan negara
bukan pajak yvang berasal dari denda administratil
sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

Setiap  orang  vang melakukan  peélanggaram
sebagaimana ditnaksud dalarn Pasal 17 ayat (1] hural
b, hwruf ¢, dan/ataw huraf €, dan/atag Pasal 17 avat
{2) hurul b, hurul ¢, dan/atau hurul ¢, atau kegiatan
lam di kawasan hutan tanpa memiliki  Penzinam
Berusaha vyang ditakukan sebelum  berlakunya
Undang-Undang ini dikenai sanksi adrunistratf,
baripa:

a.  penghentian sementara kegiatan usabha;
b, pembayaran denda administatif; danyfatau
¢. paksaan pemerintah.

(2) Dalam . . .
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12) Dalam hal pelanggaran sehagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan ckh corang perseorangan yang
bertempat tingga! dr dalam dan/ataa di sekitar
kawasan hutan paling singkat 5 {limaj tahun secara
terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (hma)
hektar, dikecualhkan dan sanks: admimustratill dan
dizelesaikan melalui penataan kawasan hutan,

(3] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi adrmimistratl dan tata cara petneritnasan negars,
bulkan pajak vang berasal dan denda admimstratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diatur dalam
Peraturan Pemerintah,

Pasal 111 dibapus,

Paszal 112 dihapus.

Paragraf 5
Enargi Dan Sumber Daya Minseral

Pasal 38

Untuk memberikan kémudahan bagi masyarakat leratama
Pelaku Jsaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha
dari sektor Energt dan Sumber Dava Mmeral, Undang-
Undang im repgubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan barg beberapa ketentuan yang diabar dalam:

a. Undang-Undang HNomer 4 Tahun 2005 Ientang
Fertambangan  Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara ERepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4959 sebagaimana telah didbah  dengan
Undeng-Undang Nomor 3 Tahun 2020 entang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2002 tentang Pertambangan Minerg] dan Batabara
[Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2020
Nomer 147, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Homor 6525);

b. Undang-Undang . . .
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L. Undang-Undang MNomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi [Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4 152);

c. Undarng-Undang MNomer 21 Tahun 2014 tentang
Fanas Bumi {Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndotiesia Nomor 55585); dan

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (entang
Ketenagalistrikan  (Lembaran  Negara  Republik
[ndonesia Tabwn 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5052).

Fasal 33

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia  Nomor  485%)
sebagaimans telah dimbah dengan Undang-Undang Nemot 2
Tahun 2020 kentang Perubahan Atas Undang-lindang Nomeor 4
Tahun 2000 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
iLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor 6525]
diubah sebagai herikut:

1. D antara Pasal 128 dan 129 disisipkan | (satu} pasal,
vakni Pasal 1234 sehingga berbunyi sebagai berilout:

Pazal 128A

{1} Pelaku usaha yaig melakukan peningkatan nilai
tambah bata bara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (3}, dapat diberikan perlakuan tertentu
terhadap kewajiban penetimaan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 123

i2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban

penerimaan négata sebagaimana dimaksuad pada ayat
{1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu
bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% {nol
persen).

131 Ketentuan . . .
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(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan terteniy
schagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dalam
Peratuiran Pamerintah.

Ketentuan Pasal 162 diubah schingga berbunyi sebagai
Berikuat:

Pazal 162

Setiap orang yarp merintangi atau mengganggu kegiatan
usaha pertambangan dati pemegang IUP, IUPK, IPE atau
SIPE yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
ditnaksud dalam Pazal 36F huruf b dan Pasal 136 ayat (2
dipidana dengan pidana kurungan pabing lama 1 (satg)
tahun atau denda paling banyak Rpl00. 00000000
(seratus puta rapah).

Pasal 40

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bum {lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Neomor 4152) diubah
sebagai berdkut:

1.

Hetentuan Pasal 1 angksa 21 dan angka 22 diubah, dan
angka 23 dihapus sehingea Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimalksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon  vang dalam  kondisi  tekanan  dan
temperatur atmosfsr berupa fasa cair atau padat,
termaszuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan
bitumen yang dipercleh dari proses penambangan,
tetapi hidak  termasuk  batubara  atau  ndapan
hidrakarbon lain  yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tdak berkatan dengan
kegiatan usaha Minvak dan Gas Buma.

2. Gas . ..
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(Gas Bumi adalah hasil proses  alami berupa
hidrakarbon  yang dalam  kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh
dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Minvak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas
Bumi.

Bahan Bakar Minyak adalah behan bakar vang
berasal dan/atau diclah dari Minyak Bumi,

Fuags  Pertambangan adalah wewenang  vang
diberikan Negara keépada Pemerintah  untuk
menyelenpgearakan kegiatan Eksplorasi dan
Eksploiras.

Survel Umum adalah kegiatan lapangan vang melipuati
pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang
berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk
memperkirakan  letak dan potensi sumber dava
Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayeh Kerja.

Kegiatarp Usaha Hulu adalah k#gpatan usazha yang
berintikan atav bertumpu pada kegiatan usaha
Eksplorasi dan Eksploitasi.

Eksplorasi adalah  kematan vang  bertujvan
mempercleh  informasi mengenai kondisi geolom
untuk  menemukan dan  memperoleh  perkiraan
cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kena
vang ditentulkan.

Ekaploitas: adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk menghasilkan Minvak dan Gas Bumi dar
Wilayah Kerja yang ditentukan, vang terdiri atas
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan
sarana penganglutan, penvimpanan, dan pengelahan
unik pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas
Bumi di lapangan serta hkegiatan  lan yang
mendukungna.

Kegiatan Usaha Hilir adalaly Kegiatan usaha yang
berintikan atau bertumpu  pada  kegiatan  usaha
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau
Niaga,

11. Peopolahan . . .
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Pengolabian adalaly Kegiatan memurnikan,
memperoleh bagian-bagian, mempettinggi mut, dan
memnpertinggl nilar tambab Minyak Bum danfatau
Gas  Buru, tetapn tidak  rermasuk  pengolahan
lapangan.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindabhan Minyak
Bumi, Gas Bumi, danjatau hasil olahanoya dari
Wilavah Kerja atan dad tempat penampungan dan
Pepgolahan, termasuk  pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa transmisi dan distribusi,

Penyimpanan adalah Lkegiatan pPeTErimaan,

pengumpulan,  penampungan, dan pengeluaran
Minvak Bumi danfatau Gas Bur,

Niags adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,
impor Minyak Bumi danfatau  hasil olahannya,
termasuk Niaga Gas Bumil melalun pipa.

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah
seluruh  wilayah daratan, peraoan, dan landas
kontinen Indonesia.

Wilavah EKerja adalah dasrah tertentu di dalam
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk
pelaksanaan Eksplorasi dan Elksploitasi.

Bardan Uszaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usalia betrsifat tetap,
terus-menerus dan didizikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlabu serta bekerja dan
berkedudukan dalam  wilayah HNegara Kesatuan
Republik Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang
didirikan dan berbadan hukum di lnar wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonesia vang melakukan
kegpiatan di  wilayah Negare HKesatuwan Republik
Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-
vndangan yang berlaku d1 Republik Indeniesia.

Kontrak Kerja Sama adalah Kentrak Bagi Hasil atau
bentuk lontrak kerja sama lain dalam kegiatan
Eksplorasi dan Ek=ploitasi vang lebih
menguntungkan Megara dan hasilnya dipergunakan
untuk sebesar-besar kemalonuran ralkiyat.

20 1zin . . .
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lzin Usaha adalah izin yvang diberikan kepada Badan
Usaha untui melaksanakan Fengolahan,
Pengangkutan, Peoyimpanan, dat/atau Miaga dengan
tujuan mempercleh keuntungan dan fatau laba.

FPemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yaong dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik I[ndeonesia Tahun
1945,

Femerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsar  penyelenggara Pemenntahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan vrisan pemerintaban yang
menjadi kewenangan daerah otongim.

Dihapus.

Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuic
untuk melalukan  pengaturan dan  pengawasan
terhadap penyediaan dan pendistribusian  Bahan
Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha
Hilir.

Menteri adalah menteri vang bidang tugas dan
fanggung jawaboya meliputi Kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi.

Ectentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

{1}

(2]

(30

Pasal 4

Mmmyak dan Gas Bumi sebagai sumber dava alam
strategis tak terbarukan yang terkandung Jdi dalam
Wilayah Hukum Pertambangan [ndonésia merupakan
kekayaan nasicnal yang dikuasai oleh negara.

Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] diselenggarakan olh Pemerintah Pusat
melahun kagiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagsimana
dimaksud pada ayat {2) terdiri atas Kegiatan Usaha
Hulu dan Kegiatan Usaha Hilit,

2, Ketentuan . . .
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kKetentuan Pasal S diubah sehingga berbunyi  sebagai
berilout:

{1)

(2}

{3

i<

Pasal 5

Kegiatan uzaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan
berdasarkan Perizinan Berusaha dar Pemerintah
Pusat.

Kegiatan usaha Minyak dan Gasz Bumi terdiri atas:
a. Hegiatan Usaha Hulu; dan
b.  Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimalsud pada
ayat {2) huraf a terdini atas;

a. Eksplorasi; dan
b.  Eksploitasi,

Kegiaten Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada
avat 2) hural b terdin atas:

4. Penpolahan,

b Penganghkutan;

. Penyimpanan; dan
d MNiaga.

Ketentwan Pasal 23 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

1]

(2

Pasal 23

Kegiatan Usaha Hilit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal § ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh
Badan UJsaha setelah memenubi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat.

Badan Usaha yang memenuhi Penzinan Berusaha
scbagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat
melakulan Kegiatan usaha:

a.  Pengolahan;
b Pengangkuatan;
C. Fettvitpanan; danfacau
d Mizga.
(-3 Perizminan . . .
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{3} Pernzinan Berusaha vang tetah diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan
sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanva,

(4] Permohonan  Penzinan Berusaha  sebapaimana
dimnaksud pada ayat (I) wajib dilakukan dengan
mengeunakan sistem  Perizinan Berusaha secara
elekironik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 digisipkan 1 (satu) pasal,
vakni Pasal 224 sehingga berbunyi sebagai berkut:

Pasal 234

{1} 3Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir
tanpa Perizinan Beruzaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, dikenai sarksi administratil berupa
penghentian vsaha  danfatau  kegiatan, denda,
dan/atan paksaan Pemerintah Pusat.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai  kriteriz, jenis,
bezaran denda, dan tata cara pengenasn  sanksi
adtnitinstratil diatur dalam Peraturan Pemenntah.

Ketentuan Pasal 25 diubab zehingea berbuny sebapgai
Berikouat:

Faaal 25

{1} Pemerintah Pusat dapat  memberikan  sanksi
administrati{ terhadap:

a. pelanggaran  salah  satu persyaratan  yang
tercantum dalam Perizinan Berusaha; dan/fatau

k. ketidakterpenuhinya persyaratan VaIE
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

{Z) EKetentuan lebibh lanjut mengenai tata cara pengenaatt
Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diawur dalam Peratutan Pamerintah.

T. Retentuan . . .
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hetentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal o2

Sefiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atawn
Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atan
Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 {enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp&0_ 000 000 000,00 (enatm puluh miliar rapiah).

Eetentuan Paszal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 533

Jika tindakan sebogaimana dimalksud dalam Pasal 234
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, danfatan lingkungan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (limal
tahun atau denda paling tinggi RpS0.000, 000, 000,00 (lima
pulubl miliar napiah).

ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbanyi sebagai
beriloat;

Pasal 55

Jetiap orang yang menvalahgunakan FPenganglutan
danfatau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar pas,
danfatau  figuefied petroleum gas  yang  disubsidi
Permmeninitah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(#narm) tahun dan danda paling gl
Ep&0.000.000.000,00 (enam puluh miliar cupiah).

Pasgal 41

Beberapa ketentuan datam Undang-Undapg Nomor 21 Tahun

tentang Panas Bumi (Lembaran Megara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Megara Republik Tndonesia Nemor 558%) diubah  sebaga
berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paszal 4 . _ .
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Pasal 4

Panas Bumi merupakan kekayasn nasional vang
dikuasai olth negara dan  dipergunakan untak
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan Panas Bumi oleh ncgara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselengparakan oleh
Femerintah Pusat, Pemenintah Diaerah provins, dan
Pemerintah Dacrah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya dan berdasarkan prinsip
pemaniaatan,

Ketentuan Pasal § diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

2

Pazal &

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat
sebagaimena dimaksud dalam Pasal 4 ayat [2)
dilakukan terhadap:

a. Panas Bumi untuk Pemanfaaton Langzung yang
berada pada:

1. lintas wilayah provinsi termasuk Eawasan
Hutan produks1 dan Eawasan  Hutan
lindung;

2. Kawazan Hutan konservasi;
3.  kawasan konservasi di perairan; dan

4.  wilayah laut }bih dari 12 {dua belas) mil
divkur dari gans pantai ke arah laut lepas
i selurah Indonesia

b.  Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
vang berada di =eluruh wilayah Indonesia,
termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawssan
Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan
wilayah laut.

Penyelenggaraan Fanas Bumi oleh Pemerintah Daerah
provinsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2] sesual dengan norma, standar, prosedur, dan
kritetia yang ditetapkan oleh Pemenntah  Pusat
dilakukan untuk Pemanlaatan Langsung yang berada
pada.

a. lintas . . .
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a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu
provinsl, termasuk Kawasan Hutan produksi dan
Kawasan Hutan indung; dan

. wilayah laut palme jauh 12 iduza belas) mil
dimlour dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah peratran kepulavan,

Petivelenggaraan Panas Bumi olsh Pemerintah Dacrah
kabupatenikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2] sesva dengan norma, standar, prosedur,
dan knteria vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada
pada:

a. wilayah kabupaten/fkota, termasuk Rawasarn
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung.
dan

b.  wilayah laut paling jauh 1/3 (sata per tiga) dari
wilayah laue kewenangan provinsi.

Ketentuan Pasal & diwbah s=hingga berbunyi sebagai
Benkut:

Pagal &

Kewenangan Pemerintah Pusar dalam penvelenggaraan
Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal & avat (1)
meliputi:

a.

L
C.
d

A

pembuatan kebijakan nagional;
pengaturan di bidang Panas Bumi,
Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi;

pembugatan notma, stabdar, pedoman, dan kritena
untuk kegiatan penpusahaan Panas Bumi untuk
pemanfaatan langsung;

pembinaan dan pengawasan;

pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Fanas Burni;

miventarisasl dan penyusunan neraca sumber daya
dan ¢adangan Panas Bumi;

pelaksanaan Eksplorasi,  Ekspleitasi,  dan/atau
pemarnfaatan Panas Butsi, dan

L pendorongan .. .
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1. pendorengan Kegiatan penelibian, pengembangsn, dan
kemampuan perckayasaan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut-

Pasal 7

Eewenangan  Pemerintah  Daerah  provinsi  dalam
penyelenggaraan Panas Bumi ssbagaimana  dimaksud
dalam Pagal & ayat {2) dilaksanakan sesual dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan olsh
Pemerintah Pusat meliputi

a.  pembentukan peraturan perundang-undangan daerak
provinsi di bidang Fanas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung;

b. pembenan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
langzung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

¢.  pembinaan dan pengawasan;

d.  pengelolaan data dan informasi geologi scrta potensi
Fanas Bumi pada wilayah provinsi; dan

e. inventarisasi dan penyusunan necraca sumber daya
dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.

Eetentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kola dalam
penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dirmaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. meliputy:

a. pembentukan peramiran perundang-undangen daerah
kabupaten/kota di dang Panas Bumi untuk
Pernianfaatan Langsung;

b. pemberian Penizinan Berusaha terkait pemanfaatan
langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

2. pembinaan dan pengawasan,

d.  pengelolaan data dan informasi geologi sérta potensi
Panas Bumi pada wilayah kabnpaten /Kota; dan

. itwentansast . . .
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inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya
dan cadangan Panasy Bum  pada  wilayah
kabupaten/ kora.

Ketentuan Paszal 11 diubah sehingga berbunyi sebaga
berikut:

Pasal 11

i1} Sedap Crang yvang melakukan pengusahaan Panas

(2

3

Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Paszal 9 ayat (1) huruf a wajib
terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha terkait
Pernanfaatan Langsung.

Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung
sthagaimana dimeksud pada ayat (1) diberikan clsh
Fernerintah Pugat untuk Pemanfaatan Langsung vang
berada pada:

a. lintas wilavah provinsi, termasuk  Kawasan
Hutan produksi dan Kawagsan Hutan lindung;

b.  Kawasan Hutan konservasi;
kawasan konservasi di perairan; dan

d.  wilayah laut lebih dari 12 (dua, belas) mil diukur
dar gariz pantai ke arah laut lepaz di seluruh
Indonesia.

Penizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung
scbagaimana dimaksud pada ayat {1 diberikan oleh
pubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
untuk Pernanfaatan Langsung vang bearada pada:

a.  lintas wilayah kabupaten/kota dalam  satu
provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan
kawasan Hutan lindung; dan

b.  wilayah laut paling jauh 12 {dua belas] mil
diwkur dari garis pantai ke arzh laut lepas
dan/atau ke arah pérairan kepulavat.

{#4) Perizinan . . .
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(4} Periziman Berusaha terkant Pemanfaatan Langsung
stbagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan oleh
bupati/wali kota gesual dengan norma, standar,
prozedur, dan krittda yang ditetapltan  eleh
Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang
berada pada:

a, wiayah kabupatenfkota, termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;
dan

b. wilayah laut paling jauh 1/3 {satu per tiga} dari
wilayah laut kewenangan provinsi.

{3} Perizinan Berusaha terkait Pemanfsatan Langsung
sehagaimana dimaksud pada ayat (2), avat {3), dan
ayat (4] dibenkan berdaszarkan permohenan dao
Setiap Urang.

(6l Perzinan Berusaha terkait Pemanflaatan Langsung
diberilcan  setelaly  Setiap  Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mendapat persstujuan
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pelindungan dan
pengelolaan linghkungan hidup.

Pasal 12 dihapus.
Fasal I3 dihapus.
Pasal 14 dihapus.

Ketentuan Pasa! 15 diubah sehingga barbunyl sebagai
berilout:

Pasal 15

Ketentwan lebih lanjut mengenai norma, standat, prosedur
dan knteria pengusahaan Panas Bumi untuk Pemaniaatan
Langsurg sebagaimana dimaksud dalsm  Pasal 11,
termasuk harga energi Panag Bumi, diatur dalam
Peraturan Pererintah,

11. Ketenbaan . . .
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Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

(1) Badan Usaha vang melakukan pengusahaan Panasg
Bumi untuk Peémanfaatan Tidak  Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat [1) huraf
b wajib  terlebibh  dahulu memenuhi  Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi.

(2] Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimalkisud pada ayat (1) diberikan oleh
Pemarintah Pusat kepada Badan Usaha berdasarkan
haszil penawaran Wilayah Kerja.

{3} Ketantuan lebih lanjut mengenal pemberian Perizinan
Berusaha di wdang Panas Bumi untuk Pemanfzatan
Tidak Langsung diatuer dalam Peraturan Pemenntah.

Retentwan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikuat;

Pasal 24

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaztan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan,
pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib
memenuhi Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesyai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangath.

Pasal 25 dihapus.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikut-
Pasal 35

i1y Pemerintah Pusat  dapat  mencabut  Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi stbagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 hurof ¢ jika pelaku usaha
th bidang Panas Bumi:

a mclakukan . ..
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a. melakukan pelanggaran kthadap salah saty
ketentuan  vang tercantum  dalam  Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumi; dan/fatan

b, udak memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21 Sebelum  melaksanakan pencabutan  Perizinan
Berusaha di dang Panas Bumi  sebagaimana
dimaksud pada avat {1), Pemerintah Pusat terlebih
dahulu memberikan kesempalan dalam jangka walitu
& [enarm) bulan kepada pelaiku usaha 4] bidang Panas
Bumi wntuk mémenuhi kewajiban sesuvai dengan
ketentuan yang dlatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
brerikout:

Pagal 37

Pemerintah Pusat dapat membatallzan Perizinat Berusaha
di bidang Panas Bumi sebagaimana dimalisud dalam Fasal
33 hurul 4 jika;

a. Pelaku usaha di bidang Panas Bumi memberikan
data, informasi, atau keterangan yang tidak benar
dalam permchonan: atau

b.  Perizinan Beruzaha di bidang Panas Bumi dinyatakan
batal berdasarkan putusan pengadilan.

Keteniuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berlout;

Paszal 24

{1} Dalam hal Perizinan Berusaha di hidang Panas Bumi
berakbur karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 33, pelaku usaha di bidang Panas Bumi wajib
memenuhi dan menyelesaikan segala kewsjibannya
sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-

undangar.

(Z2) Kewajiban . . .
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Hewajiban pelaku usaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada avat (1} dinyatakan
telah terpenuhi setelah mendapatkan  persetujuan
dati Pernarintah Pusat.

Femerintah Pusat menetapkan peractujuan
pengakhiran Perizinan Berusaha di bidang Panas
Burm sstelah pelaku usahza di bidang Panas Bumi
melaksanagkan  pemuliban funegsi  lingkungan  di
Wilayah  Kerjanya  serta  Kewsajiban  lainnya
sebagaimana dimaksud pada avat [1).

Ketentuan Pasal 40 diubah schingga berbunyi sebagai
berikur

I

2]

[

Pasal 40

Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang
Panat Bumil vang melanggar atau tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 11,
Pasal 20 ayat (2], Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1)
atal ayat (2}, Pasal 27 ayat (1) atau ayat (3], Pasal 31
ayat (3], atau Pasal 32 ayat [2) dikenai sanksi
adminstratil.

Banksi administratil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] berupa;

a, peringatan tertulis;

b.  penghentian sementara seluruh kegiatan;
¢,  denda administrazi; danfatau

d.  pencabutan Perizinan Betusaha.

Eetentuan lebih Janjut mengenai  kriteria, jens,
bezaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administeatl sebagaimana dimalksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemetintah.

Ketentnan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikui:

Paszal 42 _ . .
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Pa=3l 42

Dalam hal ekan menggunakan bidang-bidang tanah
negara, hak atas wanab, canah ylayat, dan/atau
Kawagan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang
Perizinan Berusaha terkait pemanfzatan langsung
atau pemnegang Perizinan Berugaha terkait panas
burmn harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian
penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas
tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan
Eerusaha di bidang kehutanan sesuvai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemenntah Pusat melakulkan Elesploras:
untuk menctapkan Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1}, sebslum
melakulan Eksplorasi, Menter melabkukan
penyelesalan  penggunaan lahan dengsn  pemakai
tanah di atas tanall negara atan pemegang hak gtay
Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyslesaian sebagaimana dinaksud pada ayat (1)
dan avat (2) dilakakan secara musyawarah dan
mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti
rugl yang layal:, pengakuan, atal bentull penggantian
lain kepada pemakai tanah di atau tanah negara atau
pemegang halk.

Dalam hal kegiatan pengusahasn Panas Bumi
dilakukan oleh badan usaha milik negara yang
mendapat  penupgasan  khusus  dari Pemerineah,
penyediaan tansh dilaliukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Ketentuan Pasal 42 diwbabh sehingea berbunyl sebagai
berikut:

1)

Fasal 432

Pemegang Perizinan Bernisaha terkait Pemanfaatan
Langsung atau Pemegang Perizinan Berusaha terkait
Panas Bumi sebelum melalukan pengusahaan Panas
Bumi di atas tanah negara, hak gtas tanah, tanah
ulayat, danfatau Kawasan Hutan hamgs:

a. mempetlihatkan . .
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a. mempetlihatkan:

1. Perizinan Berazahs terkait Pemanfaatan
Langsung atay salinan yang sah; atau

2. Penzinan Berusaha terkait Panas Bumi atau
salinan yang sah,

L. memberitabhukan maksud dan tempat kegiatan
yang akan dilakukan; dan

o melalukan  penyelesajan ataw jaminan
penyelasaian yang disetujui oleh pemakai tanah
di atax tanah negara danfatau pemegang hak
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 42,

{2} Jika  pemegang  Perizinan  Berusaha | terkait
Femanfaatan Langsung atau pemegang Penzinan
Berusaha  tetkail Panmas Bumi  telabh  memenuhs
ketentuan  scbapaimana dimmaksud pada ayat (1),
pé¢makai tanah di atas tanah negara danfatau
pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Perizinan
Berusaha terkait Pemanflaatan Langsung atau
pemegang Perizinan Berusaha terkait Panaz Bumi
untuk melaksanakan pengusahaan Panas Bumi di
atag tanah yang bersangkutan.

20. Hetenmtuan Pasal 45 diubah schingga berbunyi scbagai

21,

berikut.;
Paxal 45

Settap Crang dilarang menghalangi atau  merintang
pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang Perizinan
Berusaha terkait Panas Bumi dan telah menyelesaikan
kewajiban sebagaimana dimalksud dalam Pasal 42.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi scbagai
berikut:

Pasgal 47

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung berhak melakukan
pengusahbasn  Panas Bumi sesuai dengan  Perizminan

Berasaha yang diberikan.

22, Keteptuan . . .



3K No 93073% A

PRESIDEH
REFUBUE INDOMNESIA

- 239 -

22 Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebaga

23

24.

berikut:
Pazal 45
Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib:

4. memahami dan menaati peraturan  perundang-
undangan di bidang keselamatan dan keschatan kerja
serta pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan memenuhi standar vang berlaku;

b. meclakukan pengendalian pencemaran  danjatan
kerusalan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan
pencegahan, penanggpulangan, dan pemulihan fungsi
lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 4% dmbab sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Faggl 49

Pelabu usaha Pewmanlaatan Langsung wajib memenuhi
kewajiban berupa:

a. pajak daerah; dan
b.  retribusi daerah.

hetentwan Paszl 50 diubah sehingga berbunyi sebapai
Berikuat

Fasal 50

(1] Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas
Bumm wuntuk Pemanfaatan Langsung yang tidak
memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 hurnif g atau burul b atau
Paszal 49 dikenai sanksi administratif,

121 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;

k. penghentan . . .
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b. penghentian  sementara  seluuh  kegiatan
pengusahaan Panas Bumi untak Pemanlaatan
Langsung: dan/fatau

€. pencabutan Penzinan Berusaha,

Eetentuan lebih lanjut mengenat tata cara pengenaan
sanksi administratl sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan ayat (2] diator dalam  Peraturan
Pernermtah.

- Ketentuan Pasal 56 diukah sehingga berbunyi sehagai

berikut:

(1

(2)

(.3)

Pazal 55

Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang
Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi
ketentuan sebagaitnana dimaksud dalam Pagal 52
ayat (1) hurul b, huraf ¢, hural d, boruf g, huru! b,
huraf i, atauw haeul j, Pasal 53 ayat (1), atau Pazal 54
ayat {1] atau ayat (4) dikenai sanksi administratil.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) berupa:

a, peringatan eriulis;

b.  penghentian  sementara  selambh kegiatan
Eksplorasi,
L. Eksploitasi, dan pemanfaatan; danfatau

d. peocabutan Perizinan Berusaha,

Ketentuan lebih lanjut mengenai kritena, jenis,
besaran denda, dan tata cars pengenaan sanksi
administratf sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peratiran Pemerintah.

Hetentuan Pasal 5¢ diubabh sehingga berbunyl scbagai
berikut:

Pasal 539 . .
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Pasal 59

(1) Pemerintah Pusat melaknkan pembinean  dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung.-

2] Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi  untuk
Femanfaatan Langsung diatur  dalam  Peraturan
Pemenntah,

Pasal 69 dihapus.

Kmtentuan Pasgel] 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paszal 67

Setiap Orang yang dengan  sengaja  melakukan
pengusahaan Panas Bumi uptuk Pemanfaatan Langsung
tanpa Perizinan Berasaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya
korban [ kerusakan  keséehatan, lkeselamatan, dan/fatau
lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
{duaj tahun atan pidana  denda  paling  banyak
Rp. 000,000, 000,00 (enam miliar rupiah).

. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyt sebaga

berikut:
Pasal &8

Setiap Orang yang memiliki Perizinan Berusaha terkait
Pemanfazatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1] yang dengan sengaja melakulian
pengusahiaan Panas Bumi untuk Pemanlaatan Langsung
tdak pada lokasi wyang ditetapkan dalam Perizinan
Berusaha VAR mengakibatkan ambuinya
kerhan/kerusakan kesehatan, kegelamatan, datfatau
lingkungan. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
{duaj tahun 6 {enam) bulan atau pidana denda paling
banyak Rp? 000.000,.000,00 (tujuh miliar cupiah).

30. Katatytuion _ ..
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Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkut:

Pasal &4

Setiap Orang yang dengan sengaje  melakukan
petguzahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
vang tidak sesuad  dengan peruntuliannya,  Yang
mengakibatkan ambulnya korban/kerusakan terhadap
keschatati, Leselamatan, dan/atau lingkungan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 [tiga) tahun atau
pidana denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00
isepuluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebaga
benkul:

Pazal 70

Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas
Bumi vang dengan sengaja melalukan  Eksplorasi,
Fkzploitasi, danfatau pemanfaatan bukan pada Wilayah
herja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (2}
dipidana dengan denda paling banyak
Rp70.000,000.000,00 {tuwjub pulub milisr rapiah).

Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagal
beriloat:
Fasal 71

Badan WUsaha vyang dengan sengaja  melakukan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung tanpa Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1] yvang
mengakibatkan  timbulnya korban/ kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, danfataw lingtungan dipidana
dengan pidana denda paling banyak RpS0.000.000,000,00
(ima puiuh miliar ragiah).

Ketepntuan Pasal 72 diubah schingga berbuny sebagai
Berilout:

Fasal 72 ...
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Pazal 72

Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas
Bumi vang dengan sengaja menggunakan  Perizinan
Berusaha di bidang Panas Bumu tidak sesuai dengan
perantukannya sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 26
aval [1) dipidana dengan pidana denda paling banyak
R 100000 000 000,00 {seratus miliar ropiah)

Ketentuan Pasal 73 diubah sshingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73

Settap (rrang yang dengan sengaja menghalangi awau
merintangi pengusahaan Panas Bumi terhadap pemegang
Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 46 dipidana dengan pidana pénjara
paling lama 7 (tujuhl tahun atsw pidana denda paling
banyak Rp70.000.000, 000,00 (tujuh puluh miliar rupiah),

35. Pasal T4 dihapus.

Pazal 42

Bebecrapa ketentuan dalam Undang-Undang Nemor 30 Tahun
20049 terntang ketenagalistrikan {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahup 2009 Nomor 133, Tambahan lembaran
Megara Republik Indonesia MNemer 50520 diubah  sebagai
berikuc:

1.

Ketentuan Pasal 1 angke 10, angka 12, angka 15, dan
angka 16 diubah, serta angka 11 dihapus s¢hingga Pasal |
berbunyi sehagai berikut:

Paszal |
Dalam Undang-Undang ini vang dimaksud dengan:

1. Ketenagalistriken adalah  segala sesuama yang
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga
listrik sarta ugsaha penunjang tenaga lisoik.

2 Tenaga . -
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Tenaga listrik adaleh suatu bentuk energi sebunder
Yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan
didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi
tidak meliputi listrik yang dipakal untuk komunikasi,
clektronika, atau isyarat.

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan
tenaga  listrik  meliputi  pembangkitan,  transmisi,
distribusgi, dan penjualan tenaga listtik kepada
konsumen,

Pembangkitan tenaga  listrile adalahb kegiatan
memprodubsi tenaga listrik.

Transmisi tenags listrik adalah penyaluran lenaga
listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke
konsumen, atau  penyaluran tenaga  listrik
antarsistem,

Distnbusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga
listrik dari sistem transmisi atau dan pembangkitan
ke konsumen,

Konsumen adalah setiap orang atau badan yang
membeli tenaga bstrik dari pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik.

Usaha penfualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha
penjualan tenaga listrik kepada kensumen.

Rencana umum  ketenagaliscrikan adalah  rencana
pengembangan sistem penyediaan tenaga listrk yang
meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan
distribusi  tenaga listrik yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan adalah
perizinan untuk melakukan  kegiatan  usaha
penyediaan tenaga lisoik untuk Kepentingan umurm,
usaha penyedidan ténaga listrik untuk kepentingan
sendivi, dan/atauw usaha jasa penunjang tenaga
listrik

Dihapus.

12, Wilayah . . .
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Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan
Pemenmntah Pusat sebagal tempat badan usaha
melakukan wusaha distribusi dan/ataw  penjualan
tenaga listrik.

Ganti rogi hak atas tanah adalah pengeantian atas
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah beribogr
bangunan, tanaman, danfatan benda lain yang
terdapat di atas tanah tersebut,

Kompensasi adalah pemberian sejumlah vang kepada
pcmegang  hak  atas  tanah  berikut  bangunan,
tanaman, dan/atav benda lain vang terdapat di atas
tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan
secara  tidak langsung  untuk  pembangunan
kKetenagalistrikan tanpa dilalukan plépasan atan
penyerahan hak atas tanah.

Femerintah Pusat adalakh Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintah  negara
Fepublik Indonesia yvang dibantu cleh Wakil Presiden
dan menteri sehagaimansa dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
194 5.

Pemerintah Daerzh adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintaban Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Menteti adalab menteri yvang membidangi urusan
ketenagalistrikan,

Setiap orang adalah orang persecrangan atau badan,
bask wang berbadan hukum maupun yang bukan
berbadan hukum.

Ketentuan Pasal 3 dinbah sehingga bérbunyi  sebagai
berikut:

Pazal 3 . ..
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Pasal 3

{1} Penyediaan tenaga bhstnk dikuasal cleh negara vang
penyelanggaraannya dilakukan oleh Pamerintal Pusat
dan Pemerntah Daerah  berlandaskan pnnsip
gtonpnu  dasrah  sesuai dengan norma, standar,
progedur, dan  kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2] Untuk penvelenggaraan penyediaan tenaga listnik
zebagaimana dimalkisud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dan Pemerntah Daerah  sesual dengan
kewenangannya menstapkan kebijakan, pengaturan,
pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan
tenaga listrik,

3. EKetentuan Pasal 4 diubah schingea berbunyi sebageal
bernkut:
Paszal 4
i1l Pelaksanean usaha penyediaan tenaga hstrik oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah scsuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria  yang ditetapkan  oleh
Pemerintah Pusat dilakukan cleh badan usaha milik
negara dan badan usaha rmlik daerah.

i2] Badan wsaha swasta, koperasi, dan swadaya
masvarakat dapat berpartisipasi dalam usaha
penyediaan tenaga listrik.

i3) Untuk peoyediaan tenaga  listrik  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah menyediakan data untul

a. kelompok masyarakat tidak mampu;

b. pembangunan sarana penyvediaan tenaga listrik
4i daerah yang belum berkembang,

c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil
dan parbatasan; dan

4. pembangunan listrile perdesaan.

{4) Ketentuan . . -

SK No 050746 A
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HKetentuan lebih lanjut mengenal penyediaan dana
sebagaimana dimaksud pada avat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

4. Betentuan Pasal S diubah sehingga berbunyi ssbagai

berikut:

i1

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Fusat di bidang
ketenagalistrilkan meliputi:

A

penetapan kebijakan ketenagalistrikan
nasional;

penetapan peraturan perundang-undangan dj
bidang ketenagalistrikan;

penetapan standar, pedoman, dan kritens di
udang ketanagalistrikan:

penctapan pedoman penetapan  tanil tenaga
listrik untuk konsumen;

penstapan rencatié umum  ketenagalistrikan
nasional;

penetapan wilayah usaha;,

penetapan Penzinan Berusaha terkait jual beli
tenaga listrik lintas negara;

penstapan Perizinan  Berusaha  penyediaan
tenage Listrik;

penetapan taril tenaga listrik untuk konsumen
dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan
tenaga listrilk untuk kepentingan urmum;

penetapan persetiyuan harga jual tenaga hstok
dan sewa jaringan tenaga Listrik dari pemegang
Perizinan Berusaha penycdiaan tenaga liscrik
untuk kepentingan umum;

penstapan persetjuan  penjualan kelebihan
tenaga listrik  dani  pemegang  Perizinan
Berusaha penyediaan tenaga  listrik  yntuk
Kepenbngan sendiri;

l. penstapan . . .
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penetapan Penizinan Berusaha untul Lkagiatam
jasa penunjang tenaga listrik;

penetapan Penizinan Bernsaha terkait asaha
jasa penunjang tenaga listrik vang dilakukan
oleh badan usaha mijik negara ataw penanam
madal asmg/mayoritas sahamnya diraliki oleh
penanam modal asing;

penetapan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan  janngan tenaga bistrilk untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan
inicrmatika  pada jaringan milik pemegang
Perzinan Berusahe terkait penyediaan tenaga
listrik atau Perizinan Berusaha terkait operasi
yvang ditetapkan oleh Pemerntah Pusat;

pembinaan dan pengawasan kepada badan
usaha di bidang ketenagalistrikan;
pengangkatan inspektur ketenagahstrilan;
pembinasn jabatan fungsional  inspekiur

kztenagalistikan untok  selurub tingkat
pemerinahan; dan

penctapan sanksi administratil kepada badan
usaha yang Perizinan Berusahanya ditetaplan
oleh Femerintah Pusat,

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang
ketenagalistrikan melipuri:

a.

by

penstapan peraturan daerah provins di bidang
ketenagalistrikan;

penetapan  rencana  umum  ketenagalistnkan
daerah provins;

pembinaan dan pengawasan kepada badan
usaha di bidang Letenagalistrikan vang
Perizinan  Berusahanya  ditetapkan  oleh
Femerintah Daerah  provinsi  sésuai dengan
norma, standar, prossdur, dan knteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

pengangkatan  inspektur  kerenagalistrikan
untuk provinsi; dan

€. penetapan . . .
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&, pchnctapan sanksy admnistratif kepads badan
usaha yang Perizinan Berusahanya ditetaplan
olebh Pemmernintah Daerah provinsi sesoual detigan
nerma, standar, prosedur, dan kriteria vang
ditetapkat oleh Pemerintah Pusart,

Ketentuan Pasal 7 dinbah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

(L]

(2]

(3]

Pasal 7

Rencana wmum ketenagalistrikan nasional disusun
berdasarkan kebyakan  energi | nasional dan
ditetapkan cleh Pemerintah Pusat.

Pencana LN ketenagalistrikan nasichal
sebagaimana dimaiksud pada ayvat (1) disusun dengan
mengikutsertaltan Pemerintah Dagrah.

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana
umpam keténagalistnikan  nasional  se#bagaimana
dimmaksud pada ayat [1) distur dalam Peraturan
Pemernintah.

Eetentuan Pasal 10 divbah sehingge berbunyi sebagai
berilout:

(1]

Pasal 10

Usaha penyediaan tenaga listeik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal @ humf a
meliputl jenis usaha:

a.  pembangkitan tenaga listrik,

b transmizl tenaga listeik;

o distribusi tenaga listrik;, dan/atan
d peryualan tenaga listrik.

(2} Usaha . .
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Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilabukan zecara terintegrasi,

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum  secara terintegrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dilakukan ol=k 1 {saty) badan usaha
dalam 1 jsaru) Wilayah Usaha.

Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, digtribusi,
dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha
pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan dj
luar Wilayah Usahanya.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum dengan jenis usaha distribust tenaga listrik
dan/atau penjualan tenaga listrik dilalukan oleh 1
{satu) badan useha dalam 1 |satu) Wilayah Usaha.

Ketentuan lebibh  lanjut mepngenai Wilavah Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat {3), avat (4), dan
ayat (8) diatur dalam Peraturan Femerintah.

Eetentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat:

(i)

(2}

{3)

Pazal 11

Usaha penyediaan tenaga listrik ontok kepentingan
umom sebagaimana dimaksud dalam Pagal 10 ayat
(1} dilaksanakan oleh badan usaha milik TI&gara,
badan usaha millk dacrah, badan usaha swasta,
koperasi, dan swadaya masyaralat vang berusaha di
bidang penyediaan tenaga listrik.

Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} diberl proritas pertama melakukan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
Umuum.

Badan usaha milik nepara, badan usaha milik
datrah, badan usahs swasta, koperasi, dan swadava
masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik  unwk  kepentingann umum  wajib
mengutamaian produk dan potensi dalam negeri,

<) Untuk . .
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Untuk wilaysh yang belum mendapatkan pelayanan
tenaga listrik, Pemerintah Pusat atay Pemerintah
Daerah provinsi sesuai kewenangannya member
kesempatan kepada badan usahe milik daerah, badan
usaha milik  swasta, atau koperasi schagai
penyelenggara  usaha  penyediaan  tenaga  listrik
terintegrasi.

Dalam ha! tidak ada badant usaha milik daerah,
badan usaha swasta, atau koperasi vang dapat
menyediakan tenags  hstnik di  wilavah  tersebut,
Pemerintah Pusat wajib menugesi badan usaha milik
negara untlik menyvediakan tenaga listrik.

Ketentwan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikus:

{1]

(2)

{2}

Pazal 13

Usaha penyedizan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 12
dilaksanakan hanya untak pemakaian sendin.

Usaha penvediaan tenaga listrik untuk kepentingan
seniliti dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah
Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usahs
milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
swasta, koperasi, persecotangan. dan lembaga/badan
usaha laknnya,

Instansi Pemerintal  Pusat, instansi Pemesintah
Laerah, badan usaha milik negara, badan wszaha
milik  daerah, badan usaha swasta, koperasi,
persecrangan, dan lembaga/baden usaha lainnya
dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk  kepentingan  senditi  wajib  mengatamakan
produk dan potensi dalam negeri.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi s¢bagal
berikut:

Pasgal 16 . ..
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Pasal 16

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huogeal a meliputi:

a. konsultansi dalam bidang instalasi tenapa listok;

.  pembangunan dan pemasanpan instalasi tenaga
listrik:

¢, pemeriksaan dan pengujian  instalasi  enaga
ligtrik;
pengoperasian instalasi tenaga listrik;
pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

pendidikan dan pelatihan;

laboratorium penguyjian peralatan dan pemanfaat
tenaga listriks;

d
=
1. penelitdan dan pengembangan;
8
h

i.  sertibkasi peralatan dan  pemanfaat  tenaga
listrik;

j. sertifikasi kompetensi tenaga tekmk
ketenagalistrikan,;

k. sertifikasi badan uzaha jasa penunjang tenaga
listrik; damn

. usaha jasa lain vang secara langsung berkaitan
dengan penyediaan tenaga listrik.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan olsh badan

usaha milik negara, badan usaha milik dascah, badan

usaha swasta, hadan layanan wmum, dano koperasi

yang memiliki sertifikasi, kKlasifikasi, dan kualifikasi

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sertifikasi,
klasifikagi, dan hkualifikasi usaha jaza penunjang
tenaga listrok diatur dalam Peraogran Pemerintah.

10. Eetentuan Pasgal 12 diubah sehingga berbunvi sebagai

berkut:

Fasal 15 . . .
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Pasal 18

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang
tenaga listrik  scbagaimana  dimaksud dalam Pasal &
dilaksanakan serelah mendapatkan Perizinan Berusaha,

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout-

Pazal 19

{1} Pernizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 13 diberikan kepada badan usaha wuntuk
kegiatan:

3. usaha petwedizan tenaga  listik untuk
kepentingan umuim,

b, usaha penyediaan tenaga  listrik untuk
kepentingan sendiri: dan

¢ usaha jasa penunjang tenaga listHk.

(2) Perizinan Berusaha wuntuk Kegiatan penyedizan
tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a termasuk untuk
kegiatan jual beli kenaga listrik lintas negara,

(3] Setiap orang yvang menvelenggarakan kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,
usaha petiyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendifi, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib
memenuhi Perizinan Berusaha  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20 dihapus.

Ketentuan Pasal 21 diubah schingge berbunyi sebagai
berikut:
Paszal 21

(11 Pemerintah Pusat ataw Pemnerintah Daerab sesnzi
dengan kewenangannya menetapkan  Perizinan
E¢rusaha.

{2) Pemerintah . .
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2] Pemerntah Pusat menetapkan pnorma,  standar,
prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perizinan
Berusaha.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilnat:

Fasgal 22

Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendim sebagammana dimaksad dalatn Pasal
19 ayat (1) horad b drwajibkan untuk pembanglat tenaga
listnk dengan kapasitas tertentul yang <dlatur  dalam
Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkut;

Fasal 232

il] Pemegang Penminan Berusaha untuk kegiatan
penvediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
dapat menjual kelebihan tenaga listtik  untal
dimanfaatkan bagli kepentingan umum setelah
mendapat persetujuan dari Pemenintah Pusat atau
Pemerintah Dasrah sesuai dengah norma, standar,
prosedwr, dan  kriteria yang ditetapkan cleh
Pemerintah Pusat.

{2) PFenjualan kelebiban tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dilabukan dalamn  hal  wilayah  tersebut  belum
terjangkau cleh pemegang Pénzinan Berusaha untuk
kegiatan penyediaan tenaga listrnk.

Ketentuan Pasal 24 divubah sehingga berbunyi sebagai
berikut

Pazal 24 . ..
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Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha penyediagatn tenaga listnk untuk
képentingan umum dan useha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan
Pemeyintah.

Ketentuan Pasal 25 diubah szehingga berbunyi sebagai
beribouat:

Pasal 25

Penetapan Perizinan Berusaha industr perunjang tenaga
hstrik  untuk  industrt  dilaksanakan  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di  bidang
perindustrian.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 27

{1} Pemegang FPerizinan Berusaha untuk kegiatan
penyediaan tenaga bstrik untuk kepentingan umum
dalarn melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
sebhagaimnana dimaksud dalam Pasal 10 avat (L}
beérhak untuk:

a. melintasi sungai atau danau, balk di atas
maupun di bawah permukaan;

b, melintasi laut, baik di atas mauwpun di bawah
permukaan:

. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;

d. masuk ke tempat umum atau persecrangan dan
mengpunakannyva uniuk semencara wralibn,

. menggunakan tanah dan melintas di atas ataw di
bawah tanah;

I. melintas di atag atau di bawah bangunan yvang
dibangin di atas atau di bawah tanah; dan

¢. emotong . . .
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g mematong danfatau menebang tanaman yang
menghalanginya.,

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan  penyediaan tenaga  hstrik hatus
melaksanakennya berdasarkan kelentuan peraturan
pernurlang-undarngan,

Ketentuan Pazal 253 divubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:

a,

b.

menyediakan tenaga listrik vang memenuhi standar
mutn dan keandalan yang berlakuy:

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
konsumen dan masyarakat;

memenuhi ketemtuan kestlamatan ketenagalistrikan:
dan

mengutamakan produk dan potensi dalam negerd.

Eetentuat Pasal 2¢ diubah sehingga berbunyi sebagsi
benikur:

(1]

Pasa| 29
Konsumen berhak untuk:
a. mendapat pelayanan yang baik;

k. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus
dengan mutu dan keandalan yang baik;

€. memperoleh tenaga listrik vang menjadi haknya
dengan harga vang wajar,

d.  mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila
ada gangguan tenaga listrils; dan

€. méndapat . .,
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£.  mendapal ganti Tagi apabila terjadi pemadaman
vang diakibatkan kesalahan danfatau kelalaian
pengopetasian oleh pemegang  Petizinan
Berusaha untuk penyediaan tenaga listrik unituk
kepentingan umum sesual syarat yang diacar
dalam perjanjian jual beli tenaga hstrik.

Konsumen wajib:

a. melaksanakan pengamansan terhadap bahaya
yang mungkin timbyl alibat pemanfaatan tenaga
liatrik;

b.  menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik
konsumen;

<. memanfaatkan tenaga listrik  sesuai dengan
peruntukannya;

membayar tagihan pemakaian tenaga listrik: dan

¢ menaati persyaratan  teknis di bidang
ketenagalistrikan,

Ronsurmen  bertanggung  jawab  apabila  karena
kelalaianonva  mengakibatkan kerugian pemegang
Perizinan  Beruzaha untuk  kKegiatan penvediaan
tehaga stk

Ketentuan lebibh lamjut mengenai tanggung jawab
kongumen  sebagaimana dimaksud pada avat i3}
diatur dalarm Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pazal 3¢ diubab schingga berbunyi scbagai
berikut:

{1)

Fasal 30

Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Berusaha
untuk kegizatan penyediaan  tenaga listrik  untuk
melaksanalkan haknya sebapaimana dimaksud dalam
Pagajl 17 Jdilalykan dengan memberkan ganti rugi
hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang
hak atas tanah, bangunan, dan tapaman sesuai
dengan kétentuan peraturan perundang-undangan.

[2) Ganti . . .
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Gzanti Tag hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dikeokan wuntwk tanah yang
dipergunakan secara  langsung  cl¢h  pemegang
Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga hstnk dan bangunan serta tanaman di atas
tangh.

Kompensasi sebageimana dimaksud pada ayat (1)
dibenkan untuk penggunaan tangh secara tidak
langsung oleh pemegang Perizinan Beruseha untuk
Kegmatan penyediaan tenaga listrik Vang
mengakibatkan berkurangnya nilai eBonomis atas
tanall, bangunan, dan tanaman yang dilintasi
transmisi tenaga listrk.

Ketentuan  Iebih  lanjut  mengenai  perhitungan
kompensasi sebagaimana dimeksud pada avat (3)
diatur dalam Peraturan Pemerintzh.

Dralam hal tanah yang digunakan pelalon usaha untuk
kegiatan penvediaan tenaga listrik terdapat bagian
tanah vang dikuasal oleh pemegang hak atas tanah
atau pemakalr tanah  negara, sebelum  memulai
kegiatan, pemegang  PeriZinan  Berusaha  untuk
kegiatan penyediaan beriaga listrik wajib
menyelesaikan masalah tanah tersebut sssuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

Dalam hal tanah yang digunakan pemesgang Perizinan
Berusaha untul kegiatan penyediaan tenaga listrik
terdapat tanah ulayat, penvelesaiannya ditaloakan
berdazarkan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan i bidang pertanahan dengan
memperhatikat ketentuan hukum adat setempat.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikiat:

(L)

Pasal 32

Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak
atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dilakukan sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{2} Ganti - . .
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Ganti rugi hak atas tanah atau  kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan
kepada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan
penyediaan tenaga listrik.

Ketentwan Pasal 33 diubah sehingea berbunyi sebagai

berikout:

(1)

<]

Pasal 33

Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga
listrik ditetapkan berdasarken prinsip usaha yang
sehat,

Femermtah Pusat ataw Pemenntah Daerah sesunai
dengan kewenangannya memberikan persenujuan
atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaritgan
tenaga listnk berdasarkan norma, standat, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusar,

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbuny sebagai

berikut:

in

i2)

{3}

Pazal 34

Pemerintah Pusat menetapkan tand tenaga listtik
untulk  Konsumen dengan  persetujuan Dewan
Perwalalan Rakyat Republik Indonesia,

Tarif tenaga listnk wnook konsumen sebagaimana
dimaksud pada avat (1} ditetapkan dengan
memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional,
daerah, lonsumen, dan pemegang Perizinan
Berusaha penyvediaan tenaga listrik.

Taril tenaga bstuik wntuk konsumen sebagaimana
dimaksud pada avat (1} dapat ditetapkan secara
berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

25, Ketentuan . . .
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Retentuan Fasal 3% diubah sehingga berbuny sebagaa
berkat:

Fasal 35

Pemepang Penzinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik dilarang menerapkan taril tenaga listrik
untuk konzumen yang bidak sesual dengan penctapan
Pemerintah Pusat sebagaimansg dimaksud dalam Pasal 24

. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai

betiliut:

Pasal 27

Jual beli tenapga listnk lintas negara dilakukan oleh
prmegang Perizinan Berusahe untuk kegiatan penvediaan
tenaga listrik untulk kepentingan umum  berdasarkan
Perizinan Berusaha.

Ketertuan Pasal 494 diubah =ehingga berbunyi sebagai
herikut:
Pasal 44

{1} Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

2] Ketentuan Leselamatan ketenagalistrikan
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudizan kondisi;

a, andal dan aman bag mmstalasi;

b. aman dan bahaya bagi manusia dan makhluk
hidup lainnya damn bahaya; dan
c. ramah lingkungan.

13} Hetentuan keszelamatan ketenagalistrikan
sebagaimana dimalisud pada ayat {1) melipari:

a. pemenahan  standardisazi | peralatan dan
pemaniaat tenaga listrik,

b pengamanan instalasi tenaga listrik; dan

. pengamanan . . .



SK Mo 050761 A

14
[:5)
(]

(71

PRESIDEM
REPUBLIK, IHOQHNESIA

-261 -

¢ pengamanan pemaniaat tenaga listrik,

Setiap instalasi tenaga listok yang beroperasi wajib
memiliki sertifikat laik operasi.

Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib
metnenubu ketentuan standar nasional Indonesia,

Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistriken
wajib memiliki sertilkat kompetensi.

Eetentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan,
sertiikat laik operasi, standar nasional Indonesia,
dan  sertifilat kompetensi sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1] sampal dengan ayat &) diatur dalam
Peraturan Pemerincah,

28. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
benikual:

1)

12)

(:3)

14

Fasal 45

Pemanfaatan  jarngan  tenaga  listrik untuk
kepentingan  telekomunikasi, multimedia, dan
mformatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggy kelangsungen pensyediaan tenaga listrilk,

Pemanfaatan jaringan tenaga listrik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakulkan
dengan parsetwjuan pemilik jaringan.

Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
menyampaikan laporan kepada Permerintah Pyuzat.

Keterituan  iebih  lanjut  mengenai  pemanfaatan
jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
avat (1}, ayat (2}, dan ayat {2) diatur dalam Psraturan
Pemerintah,

29. Ketentuan Pasal 46 diubah sechingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46 . _ .
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Fasal 4&

Pemerintah  Pusat  atay  Pemerintah  Daerah
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
vang ditetapkan olth Pemerimtah Pusat melakukan
petnbinaan  dan  pengawasan  terhadap usaha
petivediaan tenaga listnk dalarn hal:

a. penyvediaan dan pemanfastan sumber energi
untuk pembangkit tenaga listrik;

b, permanfaatan  Janngan  tenaga  lstrik untuk
kepentingan telekomunikasi, multmedia, dan
informatika;

pemenvhan Kecukupan pasokan tenaga listrik;

£on

pemenubian persyaratan ketcknikan,

& permenuhan  aspek  pelndungan lingkungan
hidup:

.  penguiamaan pemanfaatan barang dan jasa

dalam neger,

penggunaan tenaga Kerja asing;

e

h.  pemenuhan  tingkat mute dan  Eeandalan
penyedizan tenaga kstrik;

1- pemenuhan persyaratan perizinan;

J-  penerapan tani renaga listnk; dan

k. pemenuhan mutu jasa vang diberikan oleh
usaha penunjang tenaga listrik.

Dalam  melakukanh  pengawasan  schagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah SEL LA kevenangannya

bBerdasarkan norma, standar, prosedur, dan kntena
vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat

a. melakolan inspeksi pengawasan di lapangan;

t. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang
ketenagalistrikan,

c.  melakukan penelitian dan #valuasi atas laporan
pelakzanaan vsaha di bidang ketenagalistrikan;
dan

4. membernkan - ..
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d. memberikan  sanksi  administratif terhadap
pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.

Dalam  melaksanakan pengawasan  keteknikoan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], Pemenintah
Pusat dan/fatan Pemerintah Daerah dibantua oleh
inspektur  ketenagalistrikan danfatan Penyadik
Pegawai Negenl Sipil.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan
pembinaan dan pengawasan scbagaimana dimaksud
pada avat {1) bepada Pemenntah Dasrah.

Ketentuan lebih lanjut mengenal pembibaan  dan
pengawasan diatur dalam Peraturan Pemcrintah.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikat:

i1}

(2]

Pasal 45

SBetiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat {3), Pazal 19 ayat (3},
Pazal 22, Pasal 23 ayat {1), Pasal 27 ayat 2], Pasal 28,
Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat 2|, Pasal 35, Pasal 27,
Pasal 42, Faszal 44 ayat (4 atau ayat (5], atau Pasal
45 ayat |3] dikenai sanlesi administratil berupa:

a- teguran termlis;
b,  pembekuan kegiatan sementara;
c. denda; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Setiap  orang yarng mendirikan  bangunan  atau
memblarkan bangunan dan/atau menanam kembali
tanaman yang:

a. telah diberi ganti rugp sebagamana dimaksud
dalam Pasal 30 avat (2) dan/atau kompenzasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat |3,

b. bLerpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak
Lebas minimum jaringan tenaga listrik; atau

c. berpotens | - -
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c.  berpotensi membahayakan keseleaumatan

dan/fatau mengganggu Keandalan penyediaan
temiaga listrik,

dikenai sanksi administratif,

E=stentuan lebih lanjut mengenar  kritepia,  jetis,
bezaran denda, dan tata cara pengenasn sanksi
administratil sebagaimana dimaksud pada ayar {2)
diatur dalamm Peraturan Pemerititah.

Ketentuan Pazal 4% diubah sehingga berbunyt sebagai
beriut:

1)

2]

2

Pasal 449

Setiap orang yang melslukan usaha penyediaan
tenaga  listnk untuk  kepentingan umum  tanpa
Perizinan Berusaha sebegaimana dimaksud dalam
Pazal 19 avat (2] yang mengalibatkan timbuloya
korbanfkerusakan kesehatan, keselamatan,
danfatau lingltungan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (bga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.0040. 000,00 jiga miliar rapiah).

Setiap orang yang melabumkan wvsaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan  sendini tanpa
Perizinan Berusaha sebagsimana dimaksud dalam
Pazal &2 yang mengakibatlian timbulnya
korban/kerusalan Lesehatan, keselamatan,
danfatau hingkungan diptdana dengan pidana denda
paling banyak Bpd 000.000,.000,00 (empat miliar
cupiah}.

Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listmik
untuk dimanfzatkan bagi kepentingan umum tanps
persetujuan dari Permmerintah Pusat atau Pemerintah
Dasrah sebaganmmzna dimaksud dalam Pasal 22 ayat
111 vang mengalibatkan timbulnya korban f keruzsakan
Kesehataty, Keselamatan, danfatan  lingkungan
diptdana dengan pidanz penjara paling lama 2 jdug)
tahun dan denda paling banvak Rp2. 000 000 000, O0
[dua miliar rupiah).

2. Ketentuan . . .
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32. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

33,

1

()

I3

(4

FPasal 50

Setiap orang yang tdak memenubi lLeselamatan
Retenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 avat (1) vang mengakibatlzan kematian scseorang
karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 Isepulub) tahun dan denda paling
banyak Epl (00 000 000,03 {(satu miliar rupiah).

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilalukan oleh pemegeng Penizinan Berusaha
penyedican tenaga listrik, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 {gepuluh) tahun dan
detida pahing banyak Rpl.500.000,000,00 [satu miliar
lirna ratus juta mpiah).

Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga
listrik wajib memben ganti rugi kepada korban,

Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi
schagaimana duonaksud pada ayat {3) dilaksanalan
scsudl dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

D antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakni Pazal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pazal S1A

Sehap orang yang mendinikan bangunan atan mernblarkan
bangunan danfatau menanaon kemball tanaman yang
telah-

diberi ganti rugl sebagzimansa dimaksud dalam Pasal
30 ayat |2 danfatan kompensasi sebagaimana
dumnaksiud dalam Pasal 30 ayat (3);

masuk ke rmuang bebas ataun jarak bebas minumum
jaringan tenags listrik, danfatag

c. membahayakan . . .
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membahayakan keselamatan danfatau mengganpeu
keandalan penyediaan te¢naga listrik,

dipidana dengen pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rpl.000.000,000,00 (satu miliar
rpiah].

Pazal 52 dihapus.

Hetentuan Pasal 54 diubab sehingga berbunyi sebagai
berikut:

{1)

2l

Paszal 54

Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga
listrik tanpa sertifikat laik operasi sebzgaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang
mengakibatkan titnbulnya korban dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 {lima) tahun dan denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (ima ratms jutg
rupLah).

Dalarn hzal mstalasi listrik rumah tangga masvarakat
dioperasikan tanpa sendfikac laik operasi, dampal
yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laill opéras
menjadi tanggung jawab penyedia wnaga listrik.

Paragrai &
Ketenzganukliran

Pasal 42

Untuk memberikkan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dani
sclitor Ketenaganukliran, beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1937 tentang Ketenaganukliran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676)

divbah:

1. Diantara . . .
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[n antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakni Pasal 24 sehingea berbunyi sebagaj berifut:

Paszal 2A

Pemenntah  Pusat berwenang memberikan  Perizinan
Berusaha terkait ketenaganukliran.

Eetentuan Pasal 4 diubah schingga berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 4

(1} Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden wyang bettugas melaksanakan
pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan
tenaga nuaklir.

121 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1j, Badan Pengawas menyvelenggarakan
peraturan, perizanan, dan inspeksi.

Keterituan Pasel 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berthlout:

Pasal ©
{1} Bahan Galian Muklir dikuasai cleh negara.

{2) Pemerintah Pusat menetapkan  wilayah  uszaha
pertambangan Bahan Galian Nuklir sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3] HKetentuan lebih lanjut mengenai Bahan Galian Nuklir
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal @ dan Pasal 10 disisiplan 1 {saty) pasal,
vakni Pasal %A sehingea berbunyi sebagai berikur:

FPazal 94 . ..
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Pazal 9A

Pemenntah Pusat dapat menctapkan badan usshg
yang melalukan kegiatan pertambangan Bahan
Galian Nuklir sehagaimana dimaksod dalam Pazal 9.

Eegiatan pertambatigan sebagaimana dimalizud pada
ayat {1} dapat dilakukan oleh badan wusaha milik
negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik
swasla.

Badan usaha stbagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerinizh
Pusat,

Pertambangan Bahan Galian Nuklic sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yane
menghasilkan mineral ikutan radicalkcif

Badann usaha terkait pertambangan mineral dan
batubara vyang menghasilkan  mineral  ikuatan
radiocaktf sebagaimana dimalisud pada avat (4) wajib
memiliki Perizinan Berusaha dan Pemcerintah Puasat.

Dalam hal grang perseorangen ataupun badan usaha
menemukan mineral ikutan radicalitif, pelaku wayib
mengalinltan kepada Negara atau badan vsaha milik
negara sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan  lebith  langut mengenal  pertambangan
Bahan Galian Nuklir dan mineral ikutan radicaktf
diatur dalam Perataran Pemerintah.

Pasal 10 dihapus.

Penjelasan Pazal 14 dinbah scbagaimana tercantum dalam
peryjlasan,

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat:

Pasal 17 . ..
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Pazal 17

Setiap kegiotan pemanfaatan tenaga nuklic wajib
menisnuhi Perizinan Berusaha dari Pemenintah Pusat,
kecuali  dalam  hal tertentu vang  diatur  dalam
Peraturan Pemerintah.

Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklic dan
instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor
muklit wajib memenuhi Perdzinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenaj syaral dan tata cara
Penznan Berusaha scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan avat (2} datur dalam Peraturan Pemerintak.

Pasal 18 dibapus.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagad
berikut:

(1)

12]

Pasal 20

Inzpeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang
memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan olsh
Pemerintah Pusar,

Ketentuan  lebih lamjut mengenai inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraciran Pemerintah.

hetentuan Pasal 25 diubah sehmgga berbunyi sebagai
berikat:

{1}

{2]

Pasal 25

Pernerintalr Pusac menyediakan tempat penyvimpanan
lestari limbah radicalctif tingkat tinggi.

Penentuan tetpat pettimpanan lestari sebagaimana
dimaksud pada gyat (1) ditetapkan oleh Pemerinwah
Fusat setelah  mendapat  persetujuan Dewan
Perwakilan Fakyat Republik Indonesia,

11, Ketentuan | ..
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Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebaga
tretiliat;

(1

i2]

(3}

Pazal 41

Setiap orang yang membangun, mengoperasikan,
dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimalksuad
dalam Pasal 17 ayat (2] dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 {scpulub) tabhun dan denda
paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiahl.

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
ditnaksud dalam Pzsal 17 ayat {2) yang menimbulkan
kKerugian nukliv dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp20.000.000.000,00 {dua puluh miliar cupiah).

Dalam hal terpidana odak mampu membayar dends
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2],
dipidana dengan kurungan paling lama 1 (saty)
tahun.

Paragraf 7
Peritidustrian

Paszal 44

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
ketudahan persyaratan investasi dari sektor Pernndustrian,
beberapa ketentuan dalam Undanp-Undang 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 54%2) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pazal 15 diubab schingga berbunyi sebagai
berikout:

Fassl 15, | .
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Paszal 15

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:

RN oo

pembangunan sumber daya manusig;
pemanfaatan sumber daya alam;
pengembangan dan pemanfaatan Teknologi [ndustr,

pengembangan  dan  pemanfaatan  kreatvitas dan
inovas;

penyediaan sumber pembiayasn; dan

penyediaan bohan baku dan/atau bahan penclong
bagi mndustri,

Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakitl Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai bedbov

(1)

{21

{3}

Pasal 484

Untuk menjaga kelangsungan proses  produksi
dan/atau pengembangan industri, Pemerintah Pusat
dan Famerintah Daerah CETREY dengan
kewenangannya memberikan kemudahen  antulk
mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong
sesual dengan rencana kebutahan industri.

Kemudahan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk Kemudahan dalem mengimpor bahan haku
danfatau bahan penclong untuk industd  sesuai
dengan rencang kebutuhan indusen,

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan unk
mendapatkan bahan baku danfatau bahan penolong
diatur dalam Peraturan Femerintah.

Ketentuan Pasal 50 diubah sthingga berbunyi sebagai
berikut:

Faszal 80 . ..
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Fasal 50

{1} Pemerintah Pusat melakukan PErencanaan,
pembinaan,  pengembangan, dan  pengawasan
Standardisasi Industr.

2] Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wuajud
SNI, spesifikasi teknis, danyatau pedoman tata cara.

I3 BNI, spesilikasi teknis, dan/fatau pedoman tata cara
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
[ndonesis.

4, Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 53
(1)  Setiap Orang dilarang:

a. membubuhkan tanda SNl atau tands kesesuaian
pada barang danfatan Jasa Industri vang tidak
memenuii  ketertuan SN, spesifikasi  teknis,
danfatag pedoman tata cara; atany

b, memproduksi, eTI N o, dan/atau
meéngedarkan barang danfatau Jasa Industd
vang bdak memerahi SHI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara vang diberlakukan
secara wajib,

(21 Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualien
atas SNI, spesifikasi telnis, dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan secara wajib acbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf b untuk impor barang
tertentu,

2. Ketentuan Pasal £7 diubab schingga berbunyi scbagad
berikut:

Fagal 57 ., .
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Pasal 57

Pencrapan 3Nl secara  sukarcla sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 51 dan pemberlakuan SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secars
wajib  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 52
dilakuizan melalul petiilaian kesesuaian.

Penilaian kesesuaian SN[ yang diterapkan secara
sukarela scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan olsh lembaga penilaian kesésuaian yang
telah terakreditasi.

Penilaian  kesesuaian SN, spesifikasi  teknis,
dan/acay pedoman tata cara vang diberlakukan
secara wanb schagaimanas dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang
telah  terakreditasi dan ditonjuk olth Pemerintah
Pusat,

ketentuan lebih lanjut mengenai permnbinaan dan
pengawazan terhadap lembaga pendlaian kesesyaian
diatur dalam Peraturan Pemenntah,

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingea berbunvi scbagab
berikut:

(1)

{2)

Pasal 59

Pernérintah Pusat mengawasi pelaksanaan seluruh
rangkaian penerapan SNl sebagaimana  dimaksud
dalam Paszal 51 ayat {2) dan ayat (3] dan
pemberlaluan  SNI, spesibikasi  teknis, dan/atan
pedoman  tata cara  secara wajib  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52

Dalam melaksanakan kewenangan pengawsasan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Puszat dapat menunjuk lembaga teralcreditasi.

ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berburyn sebagai
berkuc:

Pazal 84 . | .
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Fasal 54
Industri Strategis dikuasai oleh negara.

Indusiri Strategis sebagaimana dimaksud pada avat
(1) terdiri atas Indusir yang:

a. memenuhi  kebutuhan yang penting  bagi
kesciahteraan rakyat atau menguasai  hajat
hidup orang banvail;

b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah
sumbér daya alam strategis; dan/atan

¢ mempunyai kaian dengan  kepentingan
pertahanan serta keamanan negara,.

Penguasaan  Industri  Strategis  oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
melali:

a. pengaturan kepemilikan;

b.  penctapan kebijakan,

c. pengaturan Penzinan Berusaha;

d.  pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan

&, PEngawasan.

Pengaturan kepemilikan [ndustri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf a
dualvkan mealalw:

a, penyertaan modal seluruhnya oleh Pemenintah
Fusart;

bn  pembentukan usaha patungan antara
Pemerintah Pusat dan swasta; atau

c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal
asing sesyai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penetapan kebifakan Industri Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} huruwl b paling sedikit
melipati:

A, penstapan jenis Industr Strategis;

b.  pemberian fasilitas, dan

¢ pemberian |
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c. pembenan kompensasi kerugian.

Perizinan Berusaha  terkait  Industri  Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bhuruf c
diberikan oleh Pamenntah Pusat.

Pengaturan  produksi, distobusi, dan  harga
schagaimana dimaksud pada ayat (3) hural d
dilakukan paling sedikit dengan menstapkan jumlab
produksi, distribusi, dan harga produk.

Pongawasan sebapgaimana dimalsod pada ayat (3
huruf ¢ meliputi penetapan [Industri Strategis scbagai
objek vital nasional dan pengawasan distribusi,

Ketenitvan lebih lanjut mengenai Industti Strategis
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Kerentuan Pasal 101 diubah sehingea berbunyi scbagm
berilout:

i1

)

(2}

Pasal 131

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi
Perizinan Berusaha dar Pemenintah Pusat.

Hegatan vsaha Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat |1] m=hputi:

a. Industr kecil;
b. [ndustri menengah; dan
¢.  Industri besar.

FPerusahaan Industri yvang telah memperoleh Perizinan
Berusaha sebagaimana dimeksad pada ayat (1] wapjb:

a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai
dengan Perizinan Berusaha vang dimiliki; dan

b. menjaminn keamanan dan keselamatan alat,
proses, hasil produksi, penyimpanan, seria
pengangkutan.

Pasal 102 dihapus.

10, Ketentuian . . -
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Ketentuan Pasal 104 dinbah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 104

Schap Perusahaan [ndustri yang memenuohn Perizinan
Berusaha sebagaimans dimakisud dalam Pasal 101 ayat {3)
dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Eetentuan Pasal 10% diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 105

(1l Setiap kegiatan wusaha Kawasan Industri wajib
memenubi Perzinan Berasaha dari Pemerincah Pusgat.

(2} Perusshaan Kawasan Industri  wajib  memenuhi
stamdar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh
Pernsrintah Pusat.

{3} Betiap Perusahaan Kewasan Industrl vang melakukan
perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat,

D antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 [satu}
pasal, yakni Pasal 1054 schingga berbunyi sebagad
berikuc:

Fazal 1054

Perizinan Berusaha wuntuk kegiatan usaha Kawasan
Industri vang Merada di kawasan ekonomi klhuasus
dilakukan s¢sua dengan norma, standar, prosedur, dan
kritetia o bidang kawasan ekonomi khusus  yang
ditetapkan cleh Pemerimah Pusar.

Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriliut;

Pasal 106 . _,
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Pasal 106

Pervusahaan Industri vang altan menjalankan [ndustri
waiib berlokasi di Kawasan Industri-

Kewajiban berlokasi i Eawasgan [ndustn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecuabkan
bagi Perusahaan Industri yvang akan menjalankan
Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota

Yang:
a. belum memiliki Kawasan Tndustri;

b. telah memliki Kawasan Indusin tetapr seluruh
kaveling Industn dalam Kawasan Industrinya
telah habis; atau

c. terdapat Kawaszan Ekonomi Khusus yang
memiliki zpna industn,

Pengecualian  terhadap kewajiban  berlokasi  di
kawasan Industyi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} juga berlaky bBagi:

a, Industn kectl dan Industei menengalh yang tidak
berpotensi ménunbulkan pehcemarat
lingkungan hidup yang berdampak Tuas; atau

b, Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus
dan/atay proses produlizinya memerlukan lokasi
khusus,

Perusahaan Induestri yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industn
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat {3
huruf a wajib berlokasi di kawasan perantukan
Industri.

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyl sebagai
berikut

Fasal 108 , _,
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Pa=al 108

Ketentuan lebikh lanjut mengénai Peozinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 101, Pasal 104, Pasal
105 dan  kewajiban  berlokasi di Kawasan |ndustr
secbagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara
pengenaatn  sanksi  administratif dan besaran  denda
adrministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Eetentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;
Paszal 115

(1} Masyarakat dapat berperan serta dalam peréncanaan,
pelaksanaan, dan  pengawasan  pembangunan
[Industri.

{2) Peran serta masvarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} diwujudikan dalam bentuk:

a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atan
b, penyampalan informasi danfatau laporan.

(3] Keténtuan lebih lanjut mengenal peran serta
magsvarakat dalam pembangunan Industri
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

kKetentuan Pasal 117 diubah =ehingga berbunyl sebagal
benkut:
Pasal 117

(1} Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan usaha lndustri dan
kegiatan usaha Kawasan Indusiri.

I2) Pengawasan . . .
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Pangawasan  dan  pengendsalian sehagaimana
dimaksud pada ayat {1} dilakukan untuk mengstahw
pemenuhan dan kepatuhan terhadap paraturan di
bidang Pepindusttian  vang dilaksanakan «oleh
Perusahaan [odusti dan  Perusahaan  Kawasan
Industn.

Pzmenuhan dan kepatuhan terhadap perataran i
bidang Perindustrian  yang dilaksanakan oleh
Perusahaan  Industri dan  Parusahaan  Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2} paling
sedikit meliputi:

a.  sumber daya manusia [ndusin;
pemaniaatan sumber daya alam;

MArapMmen air;

SNL, spesifikasi teknis, dan/fatau pedoman tata
cara,

Drats Industn dan Data Kawasan Induastri;
standar Industri Hijaw;

standar Kawasen Industn:

Perizinan Berusaha untuk kegatan usaba
[ndusini dan Penzinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri; dan

k
. manajsmen enérTgi;
x|
=]

> rom

- keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil
produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat menunjulk lembaga terakreditasi.

Eetentuan  lebih lanjut  mengenal  tata  cars
pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan
usaha Kawasan Industn diatur dalam  Peranaran
Pémerimtah.

Paragraf 8 _ _ .
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Paragrafl &

Perdagangaen, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardizasi dan
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Penilaian Kezesuaian

Pasal 45

Untuk metnbetikan Remudahan bap masyarakat oerutama
Felaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari
sektor perdagangan, metrolog Jegal, jaminan produk halal, dan
standardisasi dan penilaian kesesuaian, Undang-Undang i
mengubah, menghapus, atan menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 2014  tentang
Perdagangan [Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun
2014 MNomor 45, Tambahan Lembaran MNegara Eepuhblik
Indone#sia Nomor 5512§;

b.  Undang-Undang Nomor 2 Tabhun 1931 tentang Metrologm
Legal {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1921
Momor 11, Tambahan Lembaran Hegara Republik
Indonesia Nemer 3193); dan

¢,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 teptang Jaminan
Produk Halal [Lembaran Negara Republik Indonss1a Tahun
2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Memeor 5604,

Pasal 46

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Momer 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan (Lembaran  Megara  Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tamhbahan Lembaran Megara
Hepublik Indonesia Nomor 5512) diabah sebaga benkut:

i, Ketsnituan Paszal 6 diwbah sehingga bBarbunyi sebagai
berikut:

Pagal &, ..
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Pas=al 6

Setiap Pelaky Uscha wajib  mengamakan atau
melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang

yvang diperdagangkan di dalam negern.

Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikenai sankst
sdmimistratif.

Ketentuan lebih lamut tmengenal penggunaan atau

kelengkapan labs]l berbahasa Indonesia diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

kelentuan Pasal 11 diubah sehinggz berbunyi sebagei
Berikout:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribysi Barang diatar
dalam Peraturan Pemerintab.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehinpra berbunyr sebagai
beriliut:

(1]

2]

Pasal 14

Pemenintzh Pusat melakukan pengaturan tentang
pengembangan, penataan, dan  pembinzan  yang
setara dan berkeadilan terhadap Paszar rakyat, pusat
perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk
menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja
sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer
dengan tetap mempetrhatikan keberpibhakan kepada
Lkoperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengembangan, penataan, dan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalul pengaturan Perizinan Berusaha, tata riang,
zonasl dengan mémperhatikan jarak dan  lokasi
pendinan, kemitraan, datn Kerja sama usaha,

-3 Ketentuan - . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenal Penzinan Berisaba,
tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 15 divbah schingga berbunyi sebagai
benkut:

(1)

(2]

(3]

(4}

Pasal 15

Cudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
{1} huraf d merupakan =salah satn  sarana
Ferdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi
Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke
laat neger.

Sctiap pemilik gudang wajib memenuhi  Perizinan
Berusaha dan Pemetintah Pusat.

Setiap pemilik gudang yang tidak memiliki Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dikenai zanksi administratil,

Ketentuan lebnh lanjut mengenai Pernzinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dalam
Faraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 17 diubah schingga berbunyi sebagai
berikout:

{1}

12

Pasal 17

Setiap pemilik, pengelala, atau penyewa Gudang yang
melabukan penvimpsnan Barang vang ditajukan
untuk diperdagangkan harus  menyelenggarakan
pencatatan administrasi paling sedikit herupa jumlah
Barang vang dizimpan dan jumlah Barang Yyang
masuk dan yang keluar dan Gudang.

Setiap pemilik, pengelola, atav penyewa Gudang yang
tidak menvelenggarakan pencatatan admonistratil
schagaimana dimmaksud pada ayat (1) dikenal sanks
administratif.

() Ketentuan - . .
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i3] Ketentuwan lebih  lamjut  mengenai pencatatan
adminiztratii Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
bkt

Pazal 24

{1} Sebap Pelaku Usaha yvang melakukan kegiatan usaha
Perdagangan wajib memenuhi Ferizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat.

{2} Pemerintal: Pusat dapat memberikan pengecualian
terhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha
sebagaitmana ditnaksud pada ayat (1],

(3} Setiap Pelaku  Usaha yang tidak melakukan
pemenuhan Perizinan Berusaha — sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administracii.

4 Ketentuan lebib laniat mengenal Perizinan Bernasaha
di bhidang Ferdagangan sebagaimana pada ayat (L)
dan ayat (2] diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Heitentuan Pasal 30 diebah sehingga berbunyl schaga
benkunt:

Pasal 30

1) Pemenntah Pusat dapai meminta data dan/atau
informasi Repada Pelalky Usaha mengenai persediaan
Barang kebutuhan polick danfatau Barang penting.

(2] Pelaku Usaha dilarang melakukan mampulas data
dan/atau  mformas mengena  persediaan  Barang
kebutuhan pokek danfataun Barang penting.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
Berilout:

Paz=al 33 ...
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Pazal 33

Produsen atan  Impertic vang tidak memenuhi
ketentuan  pendaltaran Barang  sebagaimana
dimaksud dalamm  Pazal 32 ayat (1)  wajib
menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan
menarik Barang dari:

distributor,

agen,

Rrosir;

penpecet; danfatau
. konsumen.

Perintah  penghentian  kegiatan Perdagangan dan
penarikan dari Dustribusi terhadap  Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilalkmakan coleh
Pemerintah Pusart.

Frodusen  atad  Importicr yang  tidak  memendbu
ketentutan sebagoomana dimaksud pada ayvat (1)
dikenai =anksi administratil.

#oap wop

Ketentuan Pasal 37 dinbah sehingga berbunyi sebagal
berikut:

{1)

{2}

Pagal 37

Setiap Pelalu Usaha wajib memenuhi  ketentuan
penetapan Barang danfatau Jasa yang ditetapkan
sebagai  Barang danjfatau  Jasa  yang dibatasi
Perdagangannya scbhagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2]

Betiap Pelalu Usaha yang melanggar Retentuan
penctapan Batang dan/fatau  Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dikenai sanksi administratf.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38 . ..
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Pasal 38

Pemerintzh Pusat mengatur kegiatan Perdagangan
Luar Megeri rnelalui kebjakan dan pengendalian di
bidang Ekspor dan lmper.

Kebijalan dan pengendalian Perdagangan Luar Megeri
sebagaimana dimaksud pada syvat {l) diarshkan
untuk:

a.

b

peningkatan daya  saing  preduk Ekspor
Indonesia;

peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar
NEEer;

peningkatan Remampuan Elsportir dan Importie
sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan
peningkatan dan pengembangan produk invensi
dan imovasi nasional yvang diekspor ke luar
NEger.

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedilit

meliput

a. peningkatan jurmlah dan jends serta nila tambah
produk skspor;

b. pengharmonisasian Standar  dan prossdur
kegiatan Perdagangan dengan negara mitra
dagang;

. penguatan Kelembagasn di seltor Perdagangan
Luar Negeri;

d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang
Perdagangan Luar Negeri; dan

e.  pelindungan dan  pengamanan  kepentingan

nasional dari dampak negatid Perdagangan Luar
Hegeri.

Penigendalian Perdagangan Luar Neger meliputi:

a,
b.

c,

Perizinan Berusahafpersetujuan;,
standar; dan
pelarangan dan pembatasan,

11. EKeteptuan . . .
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Ketanituan Pasal 42 diobah sehimgga berbunyi sebagai
benkuk:

(L)

(2)

Pasal 42

EEspor Barang dilatukan oleh Pelaku Usaha vang
telah memenuhi Penzman Berusaha dar Pemenntah
Pusat,

Eetzntuan lebih lanjut mengena Pernzinan Berusaha
stbagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentvwan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2]

Paszal 42
Eksportir bertanggung jawab sspenuhnya terhadap
Baranp yvang diekspor.

Eksportic yang tidak bertanggung jawab terhadap
Barang vang dickspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dikenal sanksi administratil.

Ketentuan Pasal 45 divbah sehingea berbunyi sebagai
berikut:

i)

(2]

(3]

Paszal 45

Impor Barang hanva dapat dilakukan oleh lmportir
yang memenuhi Perizinan Berusaha dan Pemerintal
Pusat.

Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan
usaha, importir  tidak  memerlukan  Perizinan
Herusaha,

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksad pada ayat (1) diatar dalam
Peraturan Pemerintah,

Eetentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasgal 46
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Pasal 46

{1} lmporur bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
Barang vang dilmpor.

(2) Tmportir yang tidak bertanggung jawab atas Barang
yvang dimmpor sehapamana dimaksud pada ayat {1)
dikenai sanksi admimisteatd,

Katentuan Pasal 47 dmbah sehingga berbunyi sebapai
benkut:

Pasa! 57

11] Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam
keadaan baru.

(2) Dalam hal tertentuy, Pemerintah Puzat  dapat
menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan

tidak baru.

13 EKetentuan lebih lanjut mengenal penetapan Barang
vang dismpor dalam keadaan tidak Bang sebagaimana,
dimaksed pada ayat (2] diatur dalam  Peratucan
Pemetintah.

Fasal 49 dihapus.

Ketentuan Pasal 51 diubah sshingpa berbunyl sebagai
beriloat.

Paszal 51

{1} Eksportir dilarang mengekspor Barang vyang
ditetapkan sebagai Barang vang dilarang untuk
diskspor.

{2) loportir dilareng mengimpor Barang yvang ditetaplkan
zcbagdal Barang vang dilarang vuntuk dumpor.

{2}  Ketentaan lebih lanjut mengenai Kriteria barang yang
dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
avat (2] ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

13, Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 52 diubab schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 52

(1] Eksportir dilarang mengekspor Barang vang tidak
sezual dengan ketentuan pembatazan Barang untuk
diekspor,

(2] Imporar dilarang mengmpor Barang yang tidak
sesual dengan ketentuan pembatasan Barang untuk
dhimpor.

(3] Setiap Eksportir dan/atau lmportic yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat [2) dikenal sanksi adminstratil.

(4] Eetentuan mengenai kriteria barang vang dibatasi
sebagaimana dimalesud pada avat (1) dan ayat (2)
diatur delam Perabturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunin sebagai
berikut:

Pasal 53

{1} Eksportir vyang dikenai sanksi administratif
sebagaitmana dimalisud dalam Pasal 52 avat {3)
trrhadap Barang ekspornya dikuasal oleh negara
segial  dengan  kKetentuan  peraturan  perundang-
undangan,

(2} Importir  vang dikenal  sanksi  administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pagal 52 ayat {3)
terthadap Barang impernya wajibk dieckspor kembali,
dimusnabhkan oleh Impoctiv, atay ditentukan lain oleh
Pemerititah Pusgat.

Fetentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikuat:

Pazal 57 _ ..
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Pasaf 57

Barang yang diperdagengkan di dalam negeri harus
remenuhi

a. SNl vang t¢lah diberlakuksn secara wajib; atan

b. persyaratan teknis vang telah  diberlakukan
secara wajib,

Pelaku Usaha dilarang memperdegangkan Barang i
dalam negeri yvang tidak memenuhi SNI yang telah
diberlakulan secara wajib atau persyaratan tekiis
vang telah diberlakukan secara wagib,

Permmberlakuan 3N1 atau  persyaratan  teknis
sebagaimana dimakswud pada ayat (1) dicetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Pemberlakuan  3N1 atam persvaratan  teknis
schagaimana dimaksud pada ayar (3 dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek:

2. kKeamanan, keaclamatan, kesebiatan, dan
linghkungzm hidup;

b. daya saing produsen nasional dan persamgan

uszaha yang sehat;

<. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
dan/atan

d. lkesiapan  infrastrukiur  lembaga penilaian
kesesuaian.

Barang yang telah diberlakukan SN] atau persyaratat
tekrniz secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} wajib dibubuki tanda SNl atan tanda kesesuaian
atau dilengkapi sertifikat kesesyaian yvang dialou oleh
Femerintah Pusat,

Barang vang  diperdagangkan dan Belum
diberlakukan SN secara wajib dapat dibubuhi tanda
SNl atau  tanda kesesuyaian sepanjang telah
dibuktikan dengan serifikat produk  penggunaan
tanda SNL atau sertfikat kesezuszian.

(¥) Pelaku . ..
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Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang
telaly  diberlakukan SNI atav persyaratan  teknis
secara wajib, tetapli ndak membubuhi tanda SN,
tanda késcsuaian atau tidak melengkapi  sertifikat
kesesualan sebagaimana dimaksad pada avat {5)
dikenai sanksi admirustratif.

Ketentuan Pasal &0 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

[l

{2}

(3]

i4]

Pazal 60

Penvedia Jasa dilarang memperdagangkan -Jasa di
dalam negeri yang tidak meémenuhi SNI, persyaratan
tekniz, atau kvalifikasi vang telah diberlakulban
secara wajib,

Pemberlabuan  SNI,  persyaratan  teknis, atan
kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Femberlakuan  SHI,  persyaratan  teknis, atau
Euaiifikasi secara wajib sebagaimana dimalsud pada
ayat (2] dakukan dengan mempertimbangkan aspel:

a. ktamanan, keselamatan,  kesshatan, dan
lingtoangan hidup,;

b, dava zaing produsen nasionzl dan persaingan
usaha yang sehat;

2. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;

d.  kesiapan  infrastruktur  lembaga penilaian
kesesuaian; dan fatayg

. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan
kearifan lolal.

Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan tekmis,
atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] wajib dilangkapi dengan sertifikat
kesesuatan yang diakui oleh Pemerintah Pusat.

{5) Jasga . . .
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Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SN,
persyaratan  tekoas, atau kuoalifikasi vang belom
diberlakukan =ecara wajib dapat menggunakan
sertiikat késesualan  sesusl  dengan  Letenbian
peraturan perundang-undangan.

Penyedia Jasa vang memperdagangkan Jasa yang
telah diberlakulkan SNI, persyaratan tekniz, atau
kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilenghkapi
sertifikat kKesesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] dikenal sanks adminustratil.

Eetentuan Pasal &1 dinbah sehingga berbunyl sebagan
berikuae:

(1)

(2}

(3)

Pasal &1

Tanda SHI, tanda kesesuaian, atau  sertifikat
kesezuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
avat {4} diterbitkan oleh lembaga penuaian
kesesualan yang  terakreditasi  sesuai dengan
ketéerituan paraturan perandang-undangan.

Dalam  hal lembaga  penilaian  kesesusian
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) belum ada yang
terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat meounjuk
letnbaga penilaian kesésualan dengan persyaratan
dan dalam jangka wzalktu tertent.

L=mbaga penilaian keseguaian sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2) harus terdaltar di
lembaga yang ditetapkan oleh Pemenintah Pusart,

Ketentuan Pasal &3 diubah sehingga berbunvi sebagai
Eemikout:

Pasal 63 . ..
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Pasal 63

Penyedia Jasa yvang memperdagangkan Jasa vang tidak
dilengkapi dengan sertifikat Lesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 avat (4) dikenai sanksi
adrmnistratif.

kKetentuan Pazal €% diubah sehingga berbunyi sebagai
beriknat:

(L)

{2)

(3)

i4)

Pazal 65

Setiap Pelaku Uzaha yang memperdagangkan Barang
dan/atay Jasa dengan  menggunakan  sistem
slektronik  wajib  menyediakan data danjatan
infortnasi secara lengkap dan benar.

Setiep Pelalktu Usaha dilarang memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektromik yang tidak sesuai dengan data dan/atau
miormasi s¢bagammana dimaksud pada ayat [1).

Penggunasn sistem slektronik sebagaimana dimaksad
pada ayat (1} wajib memenuhi Ketentan vate diatur
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elaktromlk.

Data dan/fatau informasi sebagaimana dimaksud
pada avat [1) paling sedikat memuat:

&, 1dentitas dan legalitas Pelaku Usaha =ebagai
produsen atan Pelaln |lzaha Distribusi;

b. persyaratan teknis Barang vang ditawarkan,

c. persyaratan telnis atan kualifikasi Jasa vang
ditawarkan;

4. harga dan cara pembavaran Barang dan/ata
Jaza; dan

. cara penyerahan Barang

(3 Dalam .. .
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Dalam hal eyadi senpkata terkait dengan transaksi
dagang melalul siztem elekironik, orang atan badan
uzaha vang scdang bersengketa dapat menyelesaikan
gengketa tersebur melalal pengadilan atan melai
mekanisme penvelesaian sengleta lainnya.

Setiap Pelaku !saha yang memperdagangkan Barang
danfatan .Jasa dengan menggunakan  sistem
elektronilt yang tidak menyediakan data dan/atau
informasi secara lengkap dan benar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Eetentuan Pasal 74 dmbah schingga berbunyl sebagal
berikut:

{1

12}

13

[

[5)

Pagal 74

Pemerintah Puzat melakuken pembimaan terhadap
Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor
untuk perhuasan akses Pasar bag Barang dan Jasa
produksi dalam neger.

FPembinaan se¢bagaimana dimaksued pada ayat (1)
dapal berupa pembenan insentif, fasilitas, informasi
peluang Pasar, buobingan teknis, serta bantuan
promosi dan pemasaran  untuk  pengembangan
Ekspor.

Pemerintah  Pusat  dapet mengusuiken insendf
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) berupa inzentif
fizkal danfatau nonfiskal dalarm upaya meningkatkan
dava saing Ekspor Barang danfatau Jasa produksi
dalam negeri.

Pernenintah  Pusat dalam  melalogkan  pembinaan
gebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja
sama dengan pihak lain,

Eetentuan  lekih  lanjut  meéngena  pelaksanaan
pembinaan sebageimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemenntah,

260. Ketantizn ., .
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26. Ketentwan Pasal 77 dlubah sehingga berbunyt sebagai
berikut:

a7,

(1]

(2

(N

(4

Pazal 77

Zetiap Pelaku Usaha vang menyelenggarakan
pameran dagang dan peserta pameran degang wajib
memenuhi Perizinan Berisaha dari Permetintah Pusat,

Setiap  Pelaku  Usaha yang menyvelenggarakan
pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta
dan fatau produk yang dipromosikan berasal dari luar
negern wajlk memperoleh persetujuan dari Pemerintah
Pusat.

Setiap  Pelaln  Usaha vang menyelenggaralian
pameran dagang dan peserta pameran dagang vang
tidak memenuhi Perizinan Benisaha sebagaimana
dimalzsnd pada avat {1) dikenai sanks administratil

Eetentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diatur dalam
Peratutran Femerintah.

Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakni Pasal 77A sehingga berbunii sebagai beriloat:

(L)

Pasal 77A

Pengenaan  Sanks admimstratil  sebagaimana
dimnaksud dalam Pazsal 6 ayat {2}, Pasal 15 avat [2),
Faszal 17 ayat (2], Pasal 24 ayat (2), Pasal 33 ayat (3},
Pazal 37 ayat (2], Pasal 43 ayvat (2), Pasal 40 zyat [2),
Pas=al 52 ayat |3], Pasal &7 ayat {7}, Paszal 60 ayat (5},
Pasal 63, Pasal 65 ayat (8], atau Pasal 77 ayat {3)
dapat berupa:

a.  teguran tertulis;

b penarikan Barang dan distnibusi;

¢ penghentian s¢mentara kegiatan usaha;
d. pénatupan Gudang;

= denda; dan/atan

[. pencabutan |
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. pencabutan Penzinan Berusgha.

{2) Eetentuan lebih lanjut mengenai  Kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata carg pengenaan sanksi
administratd szebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Perabiran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 81 diubah schingea berbunyi sebegai
berikut:

Fasal 81

Ketentuan lebikh lanjuc tnergenai tata cara
penyelenggaraan, kemdahan dan Keikutsertaan dalaom
Promosi Deagang dalam rangks kegiatan  pencitraan
Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah

Ketentian Pasal 98 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 98

(1) Pemerintah FLisat dan Femerintah Daerah
mempunyai wewenang  melakukan pengawasan
terhadap kegiatan Perdagangan.

{2} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesusi dengan norma, standar, prosedur,
dan ktltena yang diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Hetentuan Pasal 99 dnibah sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Fazal 30

Femerintah Pusat dan Pemenntah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam melakukan pengawasarn
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 93 ayat {1} mempunyai
wawerang melakulkan:

a pelarangan . ..
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pelarangan mengedarkan untuk  sementara  weaktu
dan/atau  perintah  untuk menarik Barang dan
Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa vang
diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bdang
Perdapgangan, dan/fatau

pencabutan Perizinan Berusaha.,

31. Eetentuan Pasal 100 dinbah schingga berbunyi sebagai
berkut:

(1}

{2)

i3

Fasal 100

Dalam melaksanakan pengawasan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat {1). Pemnerintah Pusat
menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.

Petugas petigawas di bidang Petdagangan dalam
melakzanakan pengawasan hatus membawa surat
tugas vang sah dan resmi.

Petugaz Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan kewenangannva paling
sedikit melakukan pengawasan terhadap:

a. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;

b.  Perdagangan Barang vang diawasi, dilarang,
dan fatau diaoar:

¢.  Dustribuszi Barang danfatau Jasa;

pendaftaran Barang Produk Dalam MNegeri dan
azal Ilmpor vang terkait dengan keamanan,
keselamnatan, kesehatan, dan lingkungan hidup:

e, pemberlakuan SNI, persvaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib;

L Perizingn Berusaha terkait gudang; dan

g2 penyvimpanan  Barang  kebutuhan  pokok
dan/atau Barang penting.

(4) Petugas . . .
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(4) Petugas Pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat
i1l dalem hal meoesmukan dogaan pelanggaran
kegiatan di bidang Perdagangan dapat:

- merchomendasikan penankan  Barang dari
Dnztribusi danfatau pemusnahan Barang,

b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha
Perdagangan,; atan

. merskomendasikan pencabutan Perizinan
Berussha di bidang Perdagangan.

{2} Dalam hal melaksanakan pengawaszan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} ditemukan bukti awal dugaan
terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas
pAngawas melaporkannya kepada penjidik untuk
ditindaklanjuti.

{&] Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada syat
(1} dalam melaksanakan kewenangannya dapat
berkrordinasi dengan instansi terkadt.

Ketentuan Fasal 102 diubsh selingga berbunyi sebagad
berikut:

Fazal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan
kegiatan Perdagangan dap pengawagan terhadap Batang
vang Jditetapkan sebagail Barang dalam pengawasan Jdiztur
datam Peraturan Pemerintah.

Hetentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 104

(1) Satiap Pelaku Usaha yang tddak mengganalan atml
tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada
Barang yang diperdagangkan di dalam  negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dipidana deéngan pidana penjara paling lama S (lima)
tahun atauw  pudana denda paling  banyak
Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar mapiahj.

{21 Ketentuan . . .
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hetetitilan  sebagaimana  ditnaksud pada ayat (1)
dikecualikan dari  pengenaan  sanksi  pidana
setbagsmimana dimaksud pada avat (1) terhadap
pelangearan yang didakukan oleh Pelabua Usaha
danfatau kegiatan berisiko rendah atan menengah.

Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisike rendah
atay menengah sebagaimana dimatsud pada avat (2)
dikenai sanksi scbagaimana dimalksad dalam Paszal
TTA avat (1),

Eetentuan Pasal 106 dinbah sehingga berbunyi sebagai
berikui:

11

(2]

(3

Paszal 106

Pelaku Usaha wvang melallan kegiatan ysaha
Perdagangan tidek mermiliki Perizinan Berusaha di
bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1] dipidana dengan pidata penjata
paling larna 4 |empat) tahun atau pidana denda paling
banyak Rpl0.00:0.000, 0030 00 [sepuluh miliar rapizh).

Dakecualikan  dari  pengensan sanksi  pidana
sebagaimana dimalksud pada ayat (1} terhadap
pelanggaran yang dilaltukan oleh  Pelaku Usaha
dan/atan kegiatan berisiko rendah atau measngah.

Bagl Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah
atau menengah sebagaimansa dimaksod pada avat (2)
dikenai sanksi sebagaimanse dimaksud dalam Pasal
TTa avat (1),

Ketentuan Pasal 109 divbab sehingea berbunon sébagal
Berikut;

Pasal 109 . .,
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Pasal 104

Produsen atad Importir yang memperdagangkan Barang
terkait  dengan Keamanan, keéselamatan, kesshatan,
dan/atau Imgkungan hidup yang tidak didafiarkan kepada
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Paszal 32
ayat (1) vang mengalibatkan timbulnye korban/ ketusakan
terhadap keamanan, keselamatan, keschatan, danfatau
lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 [satu) tahun danfatau prdana denda paling banyak
Rp5.000,000.000,00 (lima miliar rupiah).

Keterituan Pasal 116 diubah sehingga berbuny sebagai
berilout:

Pasal 11&

Setiap Pelaku Usahia yvang menyelenggarakan pameran
dagang dengarn mengikutsertakan peserta  danfatan
produl yang dipromosikan berasal dad luar négerl yang
tidak mendapatkan Patiziman Berusaha dand Pemenintah
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2}
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 {tiga) tahun
dan fatan pidana denda paling banyal
RpS. 000000 000,00 (lima miliar tupiah).

Pasal 47

Beberapa ketentuan delam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran MNegara Republik
[ndonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3193 diukah:

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12
Pemerintah Pusat mengatur tentang:

A, penguyian . . .
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a. pengupan dan pemerniksaan alat uloar, takar, timbang

dan perlengkapannya,
b.  pelakszanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan
tera vlang: dan

C. tempat dan daerah dilaksanakan tera dan tera ulang

alat ukur, takar, imbang dan perlengkapannya untuk
Jenis tarteniu,

Ketentuan Pazal 17 dichah schingga berbunyi acbhagai
berikut:

Pasal 17

(1) Setiap Pelaku Usaha vang membuat danfatag
memperbeaks  alat  ukur, takar, tmbang, Jdan
perlengkapannya  wajib meme=nuhi Penizinan
Beru=sha dan Pemerintah Puzat.

(2] Setiap Pelabny Usaha vapng melakukan impor alat
ukur, takar, timbang, dan perlenghapantiya ke dalam

wilayah Republik  Indonesia  harus memenuhi
Perizinam Berusahba dari Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunvi sebagai
b ikt

Pagzal 15

Ketentuan lebih  lanjut mengenai Perzinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam
FPeraturan Permetintah.,

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan
terbunglous sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
Pasal 23 diatur dalaan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43 . . .
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Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Homor 295, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor S604) diubah
sebagar berikuat:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkatn 1 (2at) pasal,
vakmi Pasal 44 sehingga berbunyi sebagai berikut:

{1)

{<)

Pasal 4A

Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Eecil, kewajiban
bersartifilat  halal sebagaimana dimaksud  dalam

Pasal 4 didasarken atas pernvataan pelalu usaha
Mikro dan Kecil.

Fernyataann  Pelaku Usaha Mikreo dan Eedll
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh
BF.JFH.

2.  Penjelasan Pasal 7 diubalh sebagaimana tercantum dalam
Pemyelasan.

3.  Retentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2

Pazal 10

Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana
dimmaksud dalam Pazal 7 huruf c dilakukan dalam hal
penetapan kehalalan Produk.

Fenetapan kehalalan Froduk schagaimana dimaksud
pada ayat [1} diterbitkan MUL  dalam  bentuk
Keputusan Peretapan Halal Produl,

4. Ketenthuan - .
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Ketentuan Pazal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

2

(3]

Fasal 12

Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam
Fzasal 12, harus dipenuhl persyaratap:

a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;

b. memiliki Audicor Halal paling sediltic 2 (tiga)
ctang; dan

¢. memihki laberatorium atau kesepakatan kerja
sama dengan lembaga lain  yang memiliki
labroratorium.

Dralam hal LPE sebagaimana dimaksud pada ayvat (1§
didirvikan oleh masvarakat, LPH hanus diajivkan aleh
lembaga keagamaan lslam berbadan hukum, dan
FErEUMan Tingg swasta yvang berada di bawah
rnaungatt lembaga Reagamaan Tslaon berbadan hukum
atau yvayasan [slam berbadan hulkuam.

Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH wyang
didirikan oleh masyarskat scbagaimans dimalosud
pada avat {2), lembeaga keagamaan Islam berbadan
hukum dan perguruan tnggi swasta vang berada di
bawah naungan lembaga keagamaan {slam berbadan
hukiim atau yayasan [slam berbadan hukum dapat
bekerja sama dengan badan usaha milik negara atan
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2]

Pasal 14

Auditor Halal sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 12
bural ¢ dianghkat dan diberhentikan oleh LPH.

Pengangkatan Auditor Halal coleh LPH sebagaimana
dimmakaud pada ayat (1) haras memenuhi pergyaratan:

a. warga negara [hdonesia;
b. heragama Islam,
¢, berpendidikan . . .
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<. berpendidikan paling rendab sarjana strata 1 {satu)
di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri,
biclogi, farmasi, hkedeokteran, tata boga, atan
ptTtanan;

d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai
kehalalan produl menurut syariat [slam; dan

€. mendahulukan kepentingan wumat di atas
kepentingan pribadi danfatau golongan.

Eetentuan Pasal 16 diuball sehingea berbunyi sebagad
Eemribouag:

Pagal 1&

Eetentuan lebih lanjut mengenai LPH dan Auditor Halal
diatur dalam Peramatan Pemerititah.

Ketznituzn Paszal 22 diubah sehingga berbunyl sebagal
berkut:

Pagzal 22

{1} Pelaku Usaha vang tidak memisahkan lokasi, tetmpat,
dan alat PFH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat {1} atau ayat (2] dikenai sanksi admirstratf,

{2) Ketentwan lebih lapjut mengenal  krotera, jenis,
besaran denda, dan  tata cara pengenaan sankisi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketenbyan Pasal 27 dinbah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 27

{1} Pelabu Usaha yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26
ayat {2} dikenal sanksi administrabf,

2] Ketentuan . . .
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(2] Eetentuan lebibh lanjut mengenai, kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
adminiztratif diatur dalam Peramran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 28 dwbah schingga berbunyi sebagai
bertkut:

Paszal 28

{1} Penyelia Halal sehagaimena dimalisud dalam Pasal 24
huruf ¢ bertugas:

a. mengawasi PPH i pernugahaan;
b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
¢ mengeordinasikan PPH; dan
d. mendampingi  Auditor Halal LPH pada  saat
pemeriksaan,
(2] Peny=ha Halal harus memenuhi persyaratan:
a, beragama lslam; dan

b, memiliki wawasan huas dan memabami syariat
tentang kehalalan.

i3 Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusshaan
dan dilaporkan kepada BFJPH.

(4] Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku
Usaha mikio dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal
dari Organisasi Kemasyarakatan.

I5] Eetentuan lebih lanput mengenai Penyealia Halal diatur
dalam Peraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 29 dinbah sehuingga berbunyi sebagai
benliut:

FPagal 29

11} Permohonan BSertifikat Halal diajukan oleh Pelaku
Usaha kepada BPJPH.

2] Permohonan . .
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(2} Permohonan Sertifikat Halal haras dilengkapi dengan
dokumen:

a. data Felalu Usaha;

. nama dan jemis Produk;

¢. dafltar Produk dan Bahan yang digunalan, dan
d. pengolabhan Produk.

(3 Jangka wakbu verifikasi permnohonan settihkat halal
dilaksanakan paling lama 1 (satw) hart kerja.

4 Retenituan lebah langut mengenai tata cara pengajuan
permobonan Sertifikat Halal diatar dalam Peraturan
Pemetititah,

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikuk:

Pasal 30

{1}y BFJPH menstapkan LPH  untuk  melakukan
perneriksaan danfatau pengujlan kehalalan Produk
berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

{2] Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 {zat)
hari kerja terhitung sejak delumen permehonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 avat 2
dinvatakan lengkap.

Ketentuan Pasal 31 diubah schingga berbunyi sebagal
berikut;

Pasal 31

{1} Pemeriksaan danfatau pengujian kehalalan Produk
sebagaimana dimaksud dalam Pazal 30 ayat (1)
dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 13 (lima
belas) han keda.

2] Pemeriksaan . . .



SK Mo 506800 A

13,

14,

{<)

E

(4

(3

i)

FRESIDEM
REPLIBLIK IHEDONEZIA

- 30 -

Perneriksaan terthadap Produk dilabukan di lokasi
usaha pada saat proses produksi.

Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana
dimaksud pads ayat (1) terdapat Bahan vang
diragukan kehalalannya, dapat dilakulan pengujian
di laboratorium.

Calam hal pemenksaan produk  sebagaimana
dimaksud pada ayat {3} memerlukan tambahan wakin
pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan
waki kepada BPJFH.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi u=aha
sebagaimana dimaksud pada ayvat [2), Pelaku Usaha
wajib memberikan informasi kepada Auditor Hadal,

Ketentuwan  lebih langjat mengenai tata cara
pemeriksaan danfatay pengupan Kehalalan Produk
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
bBeriliut:

(1

(2

Fasal 32

LFH menyerahksn hasil pemenksaan danfatau
pengujian  kehalsalan Produk kepada MUL dengan
tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH.

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atag péengujan
kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar yang
dimiliki o¢leh BPJPH, BPJFH menyampaikan
pertimbangan  kepada MUl untuk  mengeluarkan
[atwa.

Eetentuan Pazal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloue:

Pasal 33, .,
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Pasal 33
{1} Penetapan kehalalan Produk dilalovaken oleh MUL

{2) Penetapat kehalalan Produk sebagaimana dimaksud
pada ayat 11} dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

(3} Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pade avat
{2) memutuskan kehalalan Produk paling lama 2 {tiga)
hati kea sejak MU menerima hastl pemeriksaan
dan/atau pengujian produk dari LPH.

(4] Penstapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) disampaikan gleh MUl kepada BPJPH
sebagai dasar penerbitan Sertiflikat Halal.

hetentuan Pasal 35 dinbah sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Pasal 35

Sertitikat Halal sebapsimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1] diterbitkzan oleh BPJPH paling lama 1 {satu) hari
keria terhitang sejak fatwa kehalalan Produk,

Di antarg Pasgal 35 dan Pasal 36 disisipkan | (satu] pasal,
yakni Pasal 354 sehingga berbunyi sebagal beriku

Pasal 35A

Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang
telah  ditetapkan dalam  proses sertifikasi halal, LPH
tersebut akan devaluasi danjfatan dikenai  sanksi
administratif.

kKetentuan Pasal 40 diubah schingega berbunyw scbagm
berikut:

Pasal 40 ., ..
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Pasal 40

Ketentuan letibh lanjut mengenai Label Halal diatur dalam
Peraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 4] diubah schingga berbunyi acbagai
berikut:

(1

2

Fazal 41

Palaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak

sesual dengan ketentuan  sebagaimana  dimaksad
dalam Fasal 38 atau Pasal 39 dilenai sanksi
administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengensasan
sanlksi administratf sebagaimana dimaksud pada
avat |1] dialur dalam Peraturan Pemetintah.

Ketentuan Pazal 42 diubah sehmpgga berbunyn =#bags:
beritut

(2]

(3

(4

Paszal 42

Sertifikat Halal berlaku selama 4 [empat) tabhun sejak
diterbitkan oleh BRJFH. Kecuali terdapat perabghan
kemposis Bahan.

Sertihkat Halal wajib diperpanjang okh Pelalku Usaha
dengan mengajukan perparjangan  Sertifikat Halal
paling lambat 3 (tiga) bulan ssbelurn masa bBerlaku
Sertifikat Ralal berakhir.

Apabila dalarn pengajuan perpanjangan sebagannana
dimaksud pada  ayat (2], Pelaku  Usaha
mencantumkan  pernyvataan  memenuhi  proses
produksi halal dan tidak mengubab  komposisi,
BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan
sertifikat halal.

Ketentnan lebih lanjut  mengenar  tata  cara
perpanjangan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan
Pemerintah,

20, Ketanbuan . . .
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Ketentuan Pasal 44 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44

1] Biaya Serdfikazi Halal dibebankan kepada Pelaku
Uszaha yang mengajukan permohonan Sertifkat Halal.

2]  Dalam hal permohanan 3ertiikas Halal sebagamana
dimaltsud pada avat (1) digjukan olch Pelaloa Usaha
Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.

Ketentuan Pasal 48 dinbah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

Pazal 45

{l) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)
dikenai sanksi administratif.

{2} Ketentuan lebih lanjut mengenai ata cara pengenaan
sanksi administratd sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingea berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 53

{1} Masyarakat  dapat barperan serta  dalam
petivelenggaraan JPH.

(2] Peran serta masyarakar sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dapat Leéngpa;

a sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
b. pendampingan dalam PFH;

c. publikasi  bahwa produk berada dalam
pendampingan;

d. peroasaran . - .
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d. pemasaran dalam jéjanng ormas lslam berbadan
hukum; dan

e. pengawasan Produk Halal yang beredar.

{3 Peran serta masyaralkat berupa pengawasan Produk
Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat
2] hural & berbentuk pengaduan atau pelaporan ke
EFJPH.

Ketentuan Pasal 55 dicbah sehingge berbunyi sebagai
berikout:

Pasal 55

Katentuan lebahy lanjut mengenal tata cara peéran serta
masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam
Peraturan Pemnerintal,

Ketentuan Paszsal 56 diubal sehingga berbunyr sebagai
berikut:

Pazal 36

Pelaku Usaha yane tidak menjaga kehalalan Produk yang
telah memnperoleh Sertifikat Halal sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 25 bhurul b dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 {lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp2.000.000.0030 00 {dua miliar rapiak).

Paragraf @
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralorat

Fasal 49

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat teritama
FPelalkbu Usaba dslam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan parsyaratan imvestasi dan sebktor pelierjaan utmam
dan perumahan  rakyet, Undang-Undang imi mengubah,
menghapuy, atad menttapkan pengaturan baru  bebeérapa
ketentuan yang diatur dalam:

a4 Undang-Undang - . .
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a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumaban
dan Eawzasan Permukiman {(Lembaran Negara Republik
Indenigsia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor S158);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20F1 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik [ndenesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indon#sia Nomor 5252,

2,  Undang-Undang HNomor 2 Tabun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tembahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 6018); dan

4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndenesia Nomor 6405).

Pasal 50

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Memor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Momor 7, Tambahan
Lembatan Megara Republik Indonesia Nomor 5158) diabah
sebagal bernkut:

1. Ketentuan Pasgzal 26 diubah sgehinpgga berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 26

(1) Hasil pérencanaan dan perancangar nimah hamas
memenuht standar.

(2] Standar sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diator
dalam Peraturan Pemerintah,

2, Ketentman Pasal 29 divbah sehingga berbunyn  sebagai
berikut:

Pasal 29 _ ..
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Paszal 2%

(l} Perencanaan prasarana, sarana, dan ucilitas umuam
sehagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 28 harus
memenuhi atandar,

(2} Ketentuan lebih Janjit mengénal standar sebagamana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Fasal 33 dibah sehmpea berbunyn  sebagan
berikouat:

Pasal 33

il} Peterintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajb
memberikan kemudahan Perizinan Berusaha bagi
badan huloum Vvang mengajukan rencana
pembangunan perumahan untuk MBER.

(2} Ketentuan lebib faojut mengenai kemudahean Perizinan
Eerusahia sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diamr
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 3% dinbah sehingga berbunin sebagai
betlkut,

Pazal 25

Fembangunan perumahan skala besar dengan hunian
berimbang meliputi cumah sederhana, rumah menengah,
dan nanah mewah.

Eetentuan Pasal 26 diubab sehingga berbunyi sebagal
berikut:

Pasal 36 . . .
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Pasal 20

(1} Dalam hal pembanginan perumahan dengan hunian
berimbang tdak dalam 1 {saty] hamparan,
peribangunan rumah umum  hards  dilaksanakan
dalam 1 {satu) daerah kabupsaten /kota.

{2} Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun
dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapac
dikonversi dalam:

A bentuk ramah susun umum yang dibangun datam
satit hamparan yang sama; atau

L.  bkentuk dana ynituk pembangunan rumah umum,

i3) Pengelolaan dana dari konversi sebagaimana dimaksud
pada avat (2) huruf b dilaksanalan oleh badan
percepatan penyelengearsan perumahan.

4) Dalam hal rumah sederhanz tidak dapat dibangan
dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat
dikonversi dalam bentuk ramah susun amurn.

{5) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud
pada ayat |1] harus mempunya akKsss meénu pusat
pelayvanan atau tempat kerja.

(5} Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulkan oleh
badan hukum yang sama.

(7} Ketentuan  lebihh  langut mengenal  pembangunan
perumahan dengan hunian bérmbang diature dalam
Peraturan Pemerintah.

5. Kelentwan Pasal 40 diubah sehingga berbunjn sebagai
berikiut:

Pasgal 40

{1} Dalam meslaksanalan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 avat (1), Pemerintah
dan/atay Pemerintah Daerah menugasi dan/atau
membentuk lembaga atau badan yang menangan
pembangunan perumahan dan pecnukiman  sefuad
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Lembaga . - .

5K No 050813 A
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{2} Lembapga atan badan sebagaimana dimaksud pada ayat
1) bertanggung jawak:

a.  menyediakan tanah bagi perumatian, dan

k. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan
permnastian kelayakan hundan.

Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai
bBerikut:

Pasal 42

(1] Eumah tunggal, ramah deret, danfatau rumah susun
yang masih dalam tahap pembangunan  dapat
dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan juat
beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

I2] Perjanjian pendabuluan  jual  beli  sebagaimana
ditnaksud pada ayat (1} dilakulan setelah memenuhi
gerayaratan kepastian atas:

a,  status pernilikan tanab;

b, hal yang diperjanjkan;

c. Persemyjuan Banpunan Gedung;
d

ketersediaan prasarana, sarana, dan  utlitas
vram, dan

e keterbangunan peramahan pating  sedikit 20%
[dua puluh persen).

13] HKetentuan lebih lanjut mengensa sistém  perjanan
pendahuluan jual beli sebagaimana dimalcsud pada
ayat {1} dan keterbangunan perumaban Sebagaimana
dimaksud pada ayat |2] huruf e diatur dalam Peratiran
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 53 diubah selungga berbunyi sebagail
berikut:

Pasal 53 . ..
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Pasal 53
Fengendalian pérumaban dilalkukan mular dan tahap:
A PETTOCALIAALL
b. permmbangunan; dan
<. pemanlaalan.

FPengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemernntah Daerah sesuan dengan norma, standar,
prosedur, dan knitena yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dalam bentyk

a. Perizinan Berusaha atan persetujuan;’
k. penertiban, dan/atau
C. penataan.

Ketentuan  lebih lanjut mengenai pengendalian
perutnaban sebagaimana dirnakswd pada avat (1) dan
ayat 2] diatur dalam Peratuwran Pemerincah.

Eetentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi zebagai
berikaat:

(1

Fasal 55

Orang perseorangan yang memiliki romah uamom
dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusat
atan Pemerintah Daerah hanya dapat menyewalian
danfatau mengalihkan kepenilikannya atas rumah
kepada piliak lain dalam hal:

a. pewarisan, atan

b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5
{limza] tahun.

12 Dalam . .
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Dalam hal dilakulan pengalihan  kepemilikan
sebagaimana dimgksud pada avat (1) bural b,
pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang
dilunjuk atan dibentuk aleh Pemnerintah Fusat atau
Pemerintah Dagrah dalam bidang perumahan dan
permukiman.

Jika pemilik meninggalkan rmah  secara terus-
menerus dalam waktu paling lama 1 (saty) tahun
tanpa memeéenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian,
Pemetintah Pusat atau Pemenntah Dasrah berwenang
mengambil alih kepemilikan ramah tersebut.

Rumah yang telah diambil alib cleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sehbagaimana dimaksud pada
ayat [2) wajib didistribusikan kembali kepada MBE.

Eetentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan dan
pembentulcan lembaga, kemudahan, dan/fatau
banbtuan pembangunan dan peralehan rumah MBR
diatur dalam Pecaturan Presiden.

Ketentuan Pazal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat:

(1)

i)

Pasgal 107

Tanah yang langsing dikuasal  oleh  negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 horal a yang
digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan,
dan/atau kawasan permukiman diserahkan melaluai
pemberian hak atas tanah kepada setiap oratlg yang
melakukan pembangunan rnymah, perumakan, dan
kawssan permukitan.

Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada arat |1) didasarkan pada penetgpan lokasi atay
persetujuan kesesuaian Kegiatan Pemanlaatan Puang.

i-3) Dalam . - .
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Dalam hal tanah yang langsung diluasal negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapal garapan
masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku
pembangunan perumahan dan permukiman selaloa
pemohon hak atas tanal menyélesaikan ganti rugi atas
seharuh gArapan masyarakat berdazarkan
kegsepakatan,

Dalarn hal odak ada kesepakatan tentang ganti rug
sebagaimana dimaksud pada avat (3}, penyelesaiannya
dilakzanalian sesuai dengan ketertuan peraturan
perandang-undangan.

Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai
bernikut:

{1

(2)

{3

(4)

Pasal 109

Konseclidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
105 hurul b dapat dilaksanakan bagi pembanpgunan
ramah tunggal, rumah dercet, atau numah susun.

Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh
bupati fwal kota.

Ehusus untuk Provinsi Daerah Khusus  [bukota
Jakarta, penetapan lokasi konsolidasi tanah
ditetapkan oleh pubernur.

Lokasi kenaohdasi tanah vang sudah  ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayar (2) dan ayat {2) tidak
memeriukan  persetujuan  Kessstinan  Kegiatan
Pemanfaatan Fuang,

Kztentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyn scbagm
berilout:

Pagal 114 . .
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Pasa] 114

Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 huruf ¢ ddakuakan setelah
badan hukurn memperoleh persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Feralthan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dibuat di hadapan pejabat pembuat akta wanah
setelah tercapai kesepakatan bersama.

Pelepasatt hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) dilabukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Peralihan hak atan pelepasan halk atas  tanah
sebagaimana dimalssud pada avat (2] dan ayat (3) wajib
didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota
sesual  dengan  lketentuan peraturan  perundang-
undangan.

13. Di antara BAB TX dan BAB X disisiplean 1 (satu) BAE, yakm
BAB [MA sehingga berbunyi sebagai beriloat:

BAE XA

BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

(1)

(2)

Pasal 117A

Untuk mewwjudkan penyediaan mymah umum yang
lavak dan terjangkan bagi MBE, Pemerintah Pusat
membentuk  badan  percepatan  penvelenggaraan
perumahan,

Pemmbentukan badan percepatan  penvelenggaraan
perumshan scbagaimana dimaksud pada awat (1)
bermjuan untuk:

a. mempercepal penvadiaan rumah vrmnum;

b. menjmin bahwa ramah umum bharnya dimialikd dan
dibuni cleh MBR:

¢ menjamin tercapainya asas manfaat numab wmunm;
dan

d. m=laksanakan . . .
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d. melaksanakan berbagai kebijakan di bidang mumah

umum dan rumah khusus.

Badan  percepatan penyelenggaraan  perumahan
sebagaimana dimalsud pada avat {1) mempunyai
lungsi mempercepat penyslenggaraan perumahan dan
kawasan penmukiman.

Untuk melaksanakan Jungsi sebagaimana dimaksud
pada avat (3, badan percepatan penyelenggaraan
perumahan bertugas:

:

b.

melakukan  upava percepatan pembatgunan
perucnahan;

melaksanakan pengeldlasan dana kKonversi dan
pembangunan rumah  ssderhana seérta rumah
SLISLITL LOuIT,

melakukan koordinas: dalam proses perizinan dan
pemastian kelayakan hunian,

melatksanakan penyediaan tanah bagl perumahan;

melaksanakan pengelolaan mumah susun umum
dan rumah susun khusus =s¢rta memiasilitas:
penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan;

melaksanakan pengaliban  kepemillkan  rumah
umum dengan kemudahan yang diberikan oleh
pemerintah;

menyelenggarakan koordinasi operasional lintas
gektor, termasuk dalam penvediaan prasarans,
sarana, dan utilitas wnam; dan

melakukan pengembangan hubungan kerja sama
di bidang rumah susun dengan berbagai instanai
di dalam dan di Iuar negen.

Pasal 117B

Badan percepatan penyelenggarasn  perumahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117TA terditi atas:

a
b.

unsur pembina;
unsur pelaksana; dan

Counsar. -,
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2. UNSUr pengawas.

(2} Unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf ¢ berjumlab 5 {lima) orang yang proses seleksi
dan perulihannya dilakukan oleh DFE.

{3} Pembentukan badan percepatan  penyeélénggaraan
petumahan sebagaimana dimaksud pada ayac (1)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

4 Unsur pembina, wunsur pelaksana, dan  unsur
pengawas  sehagaimana  dimmaksud  pada ayvat (1)
ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Ketentuan Pagal 134 diubah sehingga berbunvi szebagai
betiloat:

FPasal 134

Zetiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan
perumahan yang tidak sesual denpgan kriteria, spesifikasi,
persyaratan, prasana,  sarana,  utilitas ymuam yang
diperjanjikan, dan standar.

Ketentuan Pasal 150 diubah schingea berbunyi sebagai
berikut:

Pasgal 150

(1) Setiap orang vang menyelenggarakan perumahan dan
kawasan permuldman yang tidak memenughi katentuian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal
2% avat (1), Pasal 30 ayat (2}, Pasal 34 avat (1] atau
ayat [2], Pasal 36 ayat (1} atau avat [2), Pasal 25 ayar
(4), Pasal 45, Paszal 47 ayat {2, avat |3), atau avat (9),
Pasal 49 ayat (2], Pasal £3, Pasal 71 ayat [1), Pasal 126
ayat [2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137,
Faszal 138, Pazal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142,
Pazal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 136 ayar
{1} dikenai sanksi administratil.

2] Banksi. . .
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Banksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dapat berupa:

a
L.

L+

e

W

& m ¢ p o3

peritgatan tertulis;
pembatasan kegiatan pembanguban.,

penghentian sementara stau tetap pada pekedaan
pelaksanaan pembangunan;

penghentian sementara atau penghentan tetap
pada pengelolaan perumahan;

Penguasaan sementara cleh pemerintah {disegel):

kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam
jangka wakiu teTtentu;

membangun kembali perumahan sesuai dengan
kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana,
sarana, utilitaz umum yang dipecjanjlkan, dan
standar;

perbatasan kegiatan usaha;
pembekuzan Persetupian Bangunan Gedung,
pencabutan Persetyjuan Bangunan Gedung:

pembekuan/ pencabutan surat bukti kepemilikan
rimah;

petimtah pembengkaran bangunan rumah;
pembekuan Pedzinan Berusaha;
pencabutan Penzinan Berusaha,
pengawasan;

pembatalan Perizinan Berusaha,

kewajiban penauliban fungsi lshan dalam jangka
waktl terteni;

pencabutan insentil;
pengenaan denda administratil; dan/fatau
penuipan lokasi.

(2) Ketentuan . - .
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i3] Ketentuan lebih  lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengengan  sanksi
administratif s¢bagaimana dimaksud pada avat (2}
dhiatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai
betikut:

Paszal 15]

Setiap  orang  yang menyelenggarakat  pembangunan
perumahan yang membangun perumahan tidak scsuai
dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana,
dan utlitas umurn  yang diperjanjikan  sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 124 yang mengakibatkan dmbulnya
korbanfkerusakan terhadap kesehatan, |leselamatan,
danjatau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling
baryal RpS, 000 000 000,00 {lima miliar rapiah).

Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 133

(1) Eevap orang yang ményelenggaraan lingloungan
human ataw Kasiba wvang tidak memisahkan
lingkungan hunian atau Kasiba menjadi  satuan
lingkungan peramahan atau Lisiba  sebagaimans
dimaksud dalamm  Pasal 136 dikenai sanksi
administratif.

(20 Hetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanks  administratil | diatur | dalam Peraturan
Pemmerintah.

Fazal 51 . _ .
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Pasal 51

Beberapa letentuan dalam Undang-Undang Homor 20 Tahun
2011 rentang Rumah Susun {Lembaran Negara Eepublik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor [08, Tambahan Lembaran Megara
Eepublik Indonesia Nomor 5252) diukah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehinpgga berbunyi  sebagai
beriliut;

Pasal 16

i1} Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan
oleh setiap orang.

i3 Pelalu  pembanpunan ramah  susun komersial
sebagmmana Jdimaksud pada avat {1}  wajib
menyediakan rumah susun umwn paling sedikic 20%
{dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun
komersial yang dibatnin.

I3 Palam hal pembangunait rumabh susun umum
sebagaimana dimaksud pada ayat () tidak dalam 1
(5atu) lokasi kawasan rumah susun  komersial
permbangunan rumah SLLSUTY UL dapat
dilaksanalkan dalam 1 (sat) daerah kabupatenfkota
Yang sama.

{4] Kewajiban menysdiakan rumah susun umum paling
sedikit 209 {dua puluh persen) sebagaimana dimalksad
pada avat (2] dapat dikenversi dalam bentuk dana
untuk pembangunan rumah susun wmam.

{5) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat |4)
dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan
perwmnahan

(6} Ketentuan  lebihh lanjut mengenai  kewajiban
menyediakan mumah susun  umum  sebagaimana
dinaksud pada ayat (2}, ayat (3}, dan ayat (4} diatur
dalam Peraruran Pemerintah.

2. Ketentiaty . - .
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Ketentuan Pasal 24 dinbah sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Pasal 24
(1) $Standar pembangunan rumah susun meliputi:
a. persyaratan administratil;
b. persyaratan teknis, dan
. persvaratan «kologis,

2] Ketentuan lehih laun jut mengenai standar
pembangunan ramab $usun sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) diatur delaum Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 26 diubah sehinggs berbunyi sebagai
berilogt:

Pasal 26

(1) Pemisahan rumabh susun  sebagaimana dimaksad
dalam Faszal 25 ayat (1] wajib ditnangkan delam
bentuk gambar dan uraian.

{2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat
11} dibuak sebelum pelalisanaan pembangunan rumah
SLSUN.

(3} Gambar dan wraian sebagaithana dimaksud pada ayat
(21 dituangkan dalam bentuk akta pemisabhan yaog
disahkan oleh buparnfwah kota segua dengan norma,
standar, prosedur, dan kritena yang ditetapkan oleh
Femenntah Pusat,

4} Khusus untuk Frovingi Daerah Khusus [bukota
Jakarta, akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada
avat (3 disahkan olch Gubemur sesual dengan norma,
standar, prosedur, dan kritena yang diletaplzan oleh
Famerintah Pusat,

Ketentuan Paszal 28 diubah sshingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28 _ . .



3K Mo 50823 A

[ []

MESIDEN
REPUBLIK IMDONESIA

-325 -

Pagal 28

Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku
pembangunan harus memenuhi Ketentuan administrakil
vang imnebputi:

a. status hal atas tanah; dan
b. Perzetujuan Bangunan Gedung.

Ketentuan Pasal 29 diubhah sehingga berbunyi sebageai
berikuf:

FPasal 249

(1] P#laku pembangunan harus membangun tfumah susun
dan lingkungannya sesuai dengan rencana lungsi dan
pemanfaatannya.

12l Rencana fungsi dan  pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayac (1) harus mendapatkan Perizinan
Berusaha darnt bupan/wali kota sesuail dengan norma,
standar, prosedur, dan lkriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

{3} Ebusus untyk Provinsi Daerah Khusus Jbukota Jakarta,
rencana Mungsi dan  pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Perizinan
Bervsaha dan Gubernur sesuai dengan norma, standar,
progsedur, dan krteda vang ditstapkan oleh Pemerintah.

(4 Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana fungsi dan
prmanfaatan pembangunan Bumah Susun diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 dihapus.

Ketentuan Pagal 31 diubalh sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 31 . ..
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Pasal 31

i1l PFengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah
susun sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 29 avat (2)
harus memenuhi Perizinan Berusaha dan bupati/wali
kota sesual dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan ¢leh Pamerntah Pusat.

2] Khusus untuk Provinst Dacrah Khusus lbukota
Jakarta, pengubahan rencans funpsi dan pemanfaatan
mmah susut sebagaimana dimaksud pada avat (1)
harus memenuhl Perzinan Berusaha dari Gubernur
gesual dengan normma, standar, prosedur, dan kEriteria
yang ditstapkan oleh Pemerintah Pusat,

{3) Pengubahan rencana funegsi dan pemanfaatan rumah
suzun sebagaimana dimaksud pada ayar (1) udak
mengurangl fungsi bagian rsama, benda bersama,
dan fungsi hunian.

Fetentuan Pasal 32 dinbah sehingga herbunyi scbhagai
b ribout:

Faszal 32

Fetentuan lebib lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait
rencana fungsi dan péemaniiatan serta pengubahannya
diatur dalam Feraturan Pemerintah,

Pasal 32 dibapus,

Ketentuan Pagal 39 diubah sehinpgga barbunyi  sebagai
berikut:
Pasal 39

{1} Pelaky pembangunan wajib mengajukan permchonan
sertifikat laik lungsi kepada bupati/wali kota secelah
menyelesaikan seluruh atad sebagran pembangunan
rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan
Perzetuuan Bangunan Gedung sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

{2} Khusus | | .
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Khusus untuk Provinsi Daersh  Khusus  [bukota
Jakara, permohonan sertifikat Tak lungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat |1) diajukan kepada
Gubernur sesual dengan nonma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemenntah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi
sctelah melakokan pemeriksaan  kelaikan Mungsi
bangunan tTumah susun sesuai dengan Ketenluan
peraturan perundang-andangan.

kKetentuan Pasal 40 diubah schingpa berbunyi sebapai
beriloat:

(L)

(2}

I3

(4

Pazal 40

Palaky pembangunan wajlbh melengkapi lingkungan
rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas
LIMIUIn.

Pragarana, sarana, dan uhlitas uwmoum sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} harus mempertimbangkan:

a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam
kegiatan sehan-hari;

br. pcngamanarn Jika terjadi hal yang
membahayakan; dan

C. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan
lungsi dan penggunaannya.

Prasarana, sarana, dan wutilitag umum sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1] harus memenuhi standar
pelayanan rmnimal,

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan
minumal pragarana, sarana, dan utilicas wmuam diacar
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 43 digbah sehingga berbunyi sebagai
betiliut:

Pasal 43 . _ .
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Pasal 43

Proses jual beli sarusun sebelum pembangminan rumah
susun selesal dapat dilalukan melalui PRJB vang
dibuat di hadapan notaris.

FPPJBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

a staims kepemilikan tanah;
b. Persetujuan Bangunan Gedung,

. ketersedisan prasarana, sarana, dan  utilitas
WImLID;

d keterbanpunan paling sedikit 20% (dua pulub
persen|; dan

&, hal yvane diperjanjikan,

13. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi  sebagai
betrikut;

{1}

i)

{2

{4)

Pasal 54

Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari
pemerintah hanya dapat dimiliki atag disewa oleh
MBR.

Setiap orang yang memiliki  sarusun umuam
sebagaimang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
mengalibkan kepemilikannoya kepada pikhak lain dalam
hal:

4, pewarisan; atau

b. parikatan  kepemilikan rumah susun setelah
Jangka waktu 20 {dua puluhj tahun.

Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huraf
b hanya dapat dilakukan oleh badan percepatan
penyelenggaraan perumahan.

Ketentdan  lelih  langut mengenai  pengaliban
sebagaimana dimaksud pada avat [2) dan ayat (3} dan
kritenma dan tata cara  pembetian Eemudahan
kepemilikan sarusun umum sebagaimana dimaksud
pada ayat 1) diatur dalam Peraturan Presiden,

14, Ketentuan . . .
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Ketentwan Pasal 536 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikuat:

Pasal 5&

i1l Pengelolaan rumah  susun meliputi kegiatan
operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

{2) Pengelolaan rumah susun  sebagaimana  dimaksud
pada avat (1) harus dilak=sanakan olely pengslola vang
berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara.

(3] Badan hukum sebagaimana dimaksud pada avat (2
hams mendaftar dan mendapatkan Perzinan
Beruzaha dati bupati/wali kota sesuai deigan norma,
stantlar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Permenntah Pusat.

{4) Khusuz untuk PFrovinsi Daerah Khusus [bukota
Jakarta, badan hukum s¢bagaimana dimaksud pada
ayat {2) hams mendafltar dan mendapatkan Perizinan
Berusaha dari Gubernur  sesuai  dengan  norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetaphkan oleh
Femenintah Pusat.

(51 HKetentuan febih lanjut mengenaj Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada avat (3] dan ayat |4)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 67 diukah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

FPasal &Y

11} Dalam pelaksanaan peningkatan  kualitas mumah
susun szbagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
huraf a, FFFSRE dapat bekerja sama dengan pelaku
pernbangunan rumah susun,

(21 Kerja _ _ .
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(2] Kerja sama sebagaimanas dimaksuad peda ayat {1)
dilakukan berdazarkan perjiznjian teriulis yang dibuat
di hadapan pejabat vang berwenang betrdasarkan
Prinaip Keasetaraan,

(3] Pelaksanazan  peningkatan kuahtas  ramabh susun
umum dan rumah susun Khusus dilaksanakan oleh
badan percepatan penyelenggaraan perumabian,

Pasal 72 dihapus.

Pasal 73 dihapus,

Betentuan Pasal 107 digbah sehingga berbunyi sebagat
beriloac:

Faszal 107

Setigp orang vang menyelenggarakan rameh susun ddak
memenvhi ketentuan sebagamena dimalksud dalam Paszal
16 avat |2), Pasal 22 ayat {3), Pasal 25 avat |1), Pasal 26
ayat |1], Pasal 29 ayat (1}, Pasal 40 ayat (1}, Pasal 51 ayat
(2], Pazal 52, Pasal £9 avat |1), Pasal 61 ayat (1}, Pasal &6,
Pasal 74 awyat (1), Pasal 98, Pasal 100, atau Pasal 101
dikenai sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

Pasal 108

(11 Sanksi administratif =zebagaimana dimaksud dalam
Pazal 107 dapat berupa:

a, peringatan tertulis;

b. pembatasan kKegiatan  pembangunan dan/atay
kegiatan usaha;

£, penghentian  sementara pada  pekerjaan
pelaksanaan pembanginan:

d. penghentian . . .
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d. penghentian sementara alau penghentian tetap
pada pengelolaan rumah swsun;

pencabutan Perzetgjuan Bangunan Gadung;
pencabutan sertifilat laak fungsi;
pencabutan SHM sarusun atav SKBEG sarusun;

perimtahh pemmbongkaran bangunan rumah
BUSLIN,

F e -0

1. denda adminiztratif; dan fatan
1. pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Ketentuan lebilh lanjut menpgenai  koterds,  jenis,
besatan denda, dan tata cara pengenaan sanksi
admimistratid scbagaimana dimaksud pada ayac (1}
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Pengenaan sanlksi administratif sebagaimansa
dirnaksud pada ayat {2} tidak menghilangkan tanggung
jawab pemulihan.

Pagal 110 dihapus.

Paszal 112 dihapus.

Eetenituan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikuc:

Pasal 113
Jetiap Orang yang.

a. meéngubsh peruntukan lockasi rumabh susun yang
sudah ditetapkan; atau

b, mengubsh lungsi dan pemanfaatan rumah susun

sebagaitmana dimnaksud dalam Pasal 101 mernmbulkan
korban terhadap manusia atan kerusakan barang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 [satuw) tahon
atan denda paling banyak Rp250.000.000.00 jdua ratus
lima pulceh juta rupiah).

23, Ketenluan | . .
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Ketentuan Pesal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai
barzlout:

Pasal 114
Seuap pejabat yvang:

a. menetapkan lokast vang beérpotensi menimbulkan
bahays untuk pembangunan ramah susun: atay

b.  mengeluarkan Persenyjuan Bangunan Gedung rumah
susun yang tidals sesuaid dengan Iokasi peruntukan

stbagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan
pidana penjara paling lama S (lima) tahun atau denda
paling banyak RpS.000.000.000,00 (ima miliar repiah).

Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

Pasal 117

{1} Dalam hal perbuatan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 10%, Pasal 111, Pasal 115 atau Pasal 116
dilakukan oleh badan bukum, selain pidana penjara
dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat
dijatuhkan terhadap badan hukwum berupa pidana
denda dengan pemberatan 3 [tga) kali dari pidana
denda terhadap orang-

(2} Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), badan hukutn dapat dijatahi pidana tambahan

berupa,

a. pencabutan Perizinan Berusaha; atan

b. pencabutan status badan hulum,
Pasal 52

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Momor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran MNegara Republik
[ndonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 6018} diubah sebagai berikut:

1. ketentuan . . .
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1. Ketentuan Pasal 5 divbah sehingga berbunyi  sebagai

bernkut:

{1

Pasal 5

Untuk mencapai twjuan sebagaimana dimaksud datam
Pasal 4 ayal [1) burul a, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangail,

A, mengembanglan strakiur usaha Jasa
Honstrubkosi;

b. mengembanghan sistam persyaratan usaha Jasa
Eonstruksi;

C. menyelenggarakan  Perizinan Berusaha dalam
rangka registrasl badan usaha Jasa Eonstraksi:

d. menyclenggaraksn Perizinan Berusaha terkait
Jasa Konstruksi;

e menyelenggarakarn  pemberian lisensi  bagi
lembaga yang melakszanakan sertifikasi badan
usaha;

i mengembangkan  sistem  rantal  pasok  Jasa
Konstrulksi;

E- mengembangkan sistem permodalan dan sistem
peryaminan usaha Jasa Konstruks:,;

b memberikan duolungan dan  pelindungan  bags
pelaku usaha Jasa Konstrulksi nasional dalam
mengakses pasar Jasa Konstruks internasional,

I mengembangkan  sistem  pengawasan  tertb
usaha Jasa Konstrukss,

J- menvelenggarakan penerbitan Perizinan
Berusaha dalam rangka penanaman  modal
aging.

k. menyslenggarakan  pengawasan terbtib  usaha

Jasa Konsttuksi asing dan Jasa Konsiruksi
kualilikasi besar,

menyelengearakat progemnbangan layanan
usaha Jasa Konstruksi;

m. mengumpulkan . ..
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mengumpldkan dan  mengembangkan  sistem
miormast yang terkait dengan pasar Jasa
Konstruksi di negara yang potensial untuk
pelaka usaha Jasa Konsttukst nasional;

mengembanghkan sistsm kémitraan antara usaha
Jasa Konstruksi nasional dan internasional;

mMenjamin terciptanya persaingan vang sehat
dalam pasar Jasa Kenstruksi:

mengembangkan  segmentasi  pasar  Jasa
kenstruks: nasional;

memberikan pelindungan hukum bagi pelaku
uzaha Jasa Konstrultsi nasional yang mengakses
pasar Jasa Konstruks internazional: dan

menyelengparakan registrasi pengalaman badan
usaha.

Untuk mencapa tlian sebagatmana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat {1} hurud b, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:

&,

d.

mengembanglran sistem pemmlihan Penyedia Jasa
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

mengembangkan Kontrak Kerja Bonstruksi yang
menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara
Pengpuna Jasa dan Penvedia Jasa;

mendorong digunakannya alternatil penmyelesaian
sengketa penyelsnggaraan Jasa Henstruksi di
luar pengadilan; dan

mengembanglian sistem kinerja Penyedia Jasa
dalam penyelenggaraan Jaza Konstruksi.

Untuk mencapai twjuan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 4 ayat (1) hural ¢, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangar:

a.

mengembangian Standar Kearmanan,
FKeselamatan, HKesehatan, dan Keberlanjutan
dalam penyelenggarsan Jasa Eonstruksi;

b. menyelenggarakan . . .
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menyelenggarakan penZAWASAL PERetapan
Standar Keamanan, Keselamatan, Keschatan,
dan Keberlanputan dalam penyelenggarasn dan
pemanfaatan Jasa Kemstruksi oleh badan usaha
Jasa Konstrualks:;

mnenyvelenggaralian registrasi penila ahli;, dan

menctapkan pendlal ahli yang teregistrasi dalam
hal terjadi Kegagalan Bangunan.

Untuk mencapar fujuan sebagaimansa dimaksud dalam
Pasal 4 avat (1] hurul 4, Pemenntah Pusat memilila

kewenangan,

A mengembangkan standar kompetensit kerja dan
pelatihan Jasa Konstruksi:

b, memberdayakan lembaga  pendidikan dan
pelatihan kerja konstruksi nasional,

C. menyelenggaraban  pelatihan  tenaga  ketja
konstruks strategis dan percontohan;

d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi
tenaga kerja konstrulsi;

. metictaphan standar remuneras mimmal bag
tenaga kerja konstrukst,

f. menyelengzarakan pengawasan sigtem
sertilibasi, pelathan, dan standar remuneérasi
minimal bagi tenaga kerja konstruksi;

£ menyelenggarakan  akreditasi  bagi asosiasi
prefesi dan lisensi bagl lembaga sertifikasi
profesr

h- menyelenggarakan  registrast tensga Reéra

konstruksi;

mcnyclenggarakan regisirasi pengalaman
profesional tenaga kerja  konstruksi serta
lembaga pendidikan dan  pelatthan kega di
bidang konstruksi;

menyelenggarakan penyetaraan  tenaga kenja
konstruksi asing; dan

k. membentuk _ ..
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membentulk lembapga sertifikasi profesi upmok
melaksanakan wigas sertfikasi kompetensi kerja
vang belum dapat dilakulkan lembaga sertifikasi
profesi yang dibentul oleh ascsiasi profesi ataw
lembaga pendidikan dan pelatihan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) bhunuf ¢, Pemerintah Pusat memilild
kewenangan:

&,

b.

-

mengembangkan standar material dan peralatan
konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;

mengembangkan skema kerja  sama antara
tmatitusl  penclitian  dan  peogembangan  dan
selurvh pemangky kepentingan Jasa Konstruksi,

menetapkan pengembangan teknalogl prioritas,;

memublikasikann  material  dan  peralatan
tonatruksi serta  teknologi  konstruksi  dalam
negeri kepada selurah pemangku kepentingan,
beak nasional maupun internasional

menetapkan dan meningkatkan  penggunaan
standar mutu material dan peralatan sesuaj
dengan Standar Nasional Indenesia;

melindungl kekayaan intelektual atas material
dann  peralatan kenstruksi serta teknologi
konstraks hasil penelittan dan pengembangan
dalam negen; dan

membangun sistem rantal pasck  material,
peralatan, dan teknclogi kenstiuksi.

Untak mencapai tujuan s=bagaimana dimaksud dajam
Pasal 4 ayat (1) huraf 1, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:

B

meningkatkan  partisipasi  masyaraliat  vang
beplnualitas  dan  bertanggpung  jawab  dalam
pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

meningkatkan Lapasitas kelembagaan
masyarakat Jasa Konstuuksi;

¢. Tnemfasilitasi . . .
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c. memfasilitasi  penyelenggaraan forum  Jasa
Konstruksi sebagai media aspirasi masvarakat
Jasa Kenstruksi;

d. memberiltan dukungan pembiayaan terhadap
penyelenggarsan Sertifikasi Kompetensi Kexja,
dan

e meningkatkan partisipasi masyarakat yang
berknalitas dan bertanggung jawab dalam Usaha
Penyediaan Bangunan.

I7) Dulungan pembiayaan sebapaimana dimalksud pada
ayat (6] hurw! d dilakuken dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan negara.

12 Untuk mencapal tjuan sébagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1} huruf g Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

4. mengembangkan SiEem informas Jaza
Konstruksi nasional; dan

b. mengumpulkan data dan  informasi Jasa

Konstruksi nasional dan internasional.

Ketentuan Pasal 6 diubab sshingpa bBerbunyn  sébaga
berikut:

Pasal &

(1} Untik mencapai tyjuan sebagaimansa dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) hurufl a, gubermur sehagai wakil
Pemerintaly Pusat di daerah sesvai dengan norma,
gtandar, prosedur, dan kriteria yvang ditetapkan oleh
Petmerintah Pusat memiliki kewenangan:

a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;

b, menyslengearakan pengawasan pemberian
Perizinan Berusaha;

C. menyelenggarakan  pengawasan  tertib - usahba
Jasa Konstruks: d1 provinsi,

d. menyelenggarakan . . .
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d. menyelengearakan pengawasan  sistem  rantai
pasck konstruksi di provinst; dan

= memiasilitasi kemitraan antara badan usaha
Jasa Konstruksi di provinsi dengsn badan vsaha
dari luar provinsi

Untul tmencapad tujuan sebagaimana ditmaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) hurul b, gubernur sebagai wakil
Pemenntah Pusat di daerah sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetaplkan oleh
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

a. menyelkenggarakan PeTZAaWASar pemilihan
pernyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi;
b. menyelengearakan pengawasan Konstrukei; dan
C. menyelenggarakian pengawasar tertib

penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jaza
kenstruks di provinsi

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (I} bwrul ¢, gubernur sebagai walkil
Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan krterie vang ditetapkan oleh

Pemmerintah Pusat memiliki kewenangan
menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar
keameanan, Keselameatan, Keschatan, dan
Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan

pemaniastan Jasa Konstaksi oleh badsan usaha Jasa
Konsirukesi kualifikasi kecil dan menengah.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 4 awyat (1] huril d, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di dacrah sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat memmiliki kewenangan

menyelengearakan pengawasan:
a. Sigtem Sertilikasi Kompetensi Kerja;

k. pelatihan tenags kérja konstruksi; dan
C. upah tenaga Kerja konstruksi

(S} Unials . . .
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Untuk mencapai tQjuan sebagaimana dimaksud dalamn
Pasal 4 ayat (1} huruf e, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerabh sesual dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

a. menyvelenggarakan  pengawasan penggunaan
matenal, peralatan, dan teknologi konstruksi;

b. memiasilitasi kerja =ama antara mstitus
penelitian dan péngembangan Jasa Konstruks
dengan selurnh pemangku  kepentingan Jasa
Konstruksi:

o memfasilitagi pengembangan teknologl priontas;

d. menvelenggarakan pengawasan pengelolaan dan
pemanisatan sumber material konstruksi; dan

2. meningkatkan  penggunean standar mutu
material dan peralatan sesuai dengan Standar
Masional Tndonesia.

Untuk mencapa tujuan sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf [, gubermnur scbagad wakil
Pemerintah Pusat di daerah sesua dengan norina,
standear, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan olch
Pemerintabh Pusat memiliki kewenangan:

= memperkuat apasitas kelembagaan masyarakat
Jasa Konstralis provibisn,

b. meningkatkan  partisipasi  masvarakat Jasa
Komstruks vang berkualitas dan bertanggung
jawab dalam pengawasan  penvelengearaan
usaha Jasa Konstraksi; dan

c. menmmgkatkan partisipasi  masyarakat  Jasa
Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung
jawab dalam usaha penyediaan bangunan.

LI'ntuk mencapal tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 4 ayat (1) huwl g, gubernur scbaga wakil
Pemerintah Pusat di daerah sesual déengan nooma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan
mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruks: di
provinst.

3. Ketentuan . . .
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3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunvi  sebagai

berikut:

Pasal 7

Kewenangan Peménntah Daerah provinsi dilaksanakan
sesual dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan cl¢éh Pamerintah Pusat pada sub-urusan Jasa
Konstruksi meliputi:

a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi: dan

b.  penyelenggaraan sistem informaszi Jasa Konstruksi
cakupan daerah provinsi.

Eetentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkuat;

Paszal 8

kKewenangat Pemerintah Draerah kabupatenfkota
dilalisanakan sesual dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria vang ditetaplean oleh Pemerintah Pusat pada sub-
urilzan Jasa Konstruksi meliputi

a,  penyelengearaan pelatihan tenaga terampil konstraksi;

b.  penyelenggaraan sistem  ihformasi Jasa Konstruksi
cakupan daerah kabupaten fliota;

c. penerbitan  Periginan Berusaha  kuoahlifikasi kecil,
menengah, dan besar; dan

d. pengawasan fertib usaha, teruib penyelenggaraan, dan
tertih pemanfaatan Jaza Konstrksi.

Eetentuan Pasal © diubah sehingga berbunyi sebagai
berilnat:

Pasal 9. . .
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Pasal

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasa] &, Pemerintah Pusat
dan/atan  Pemerintahh  Daerah  sesuai déngan  norma,
standar, prosedur, dan  kritetia vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dapat melibatkan masyarakat Jasza
konatruksi.

Ketentuan Pagal 10 diubah sehingga berbunii  sebagai

berikut:

Pasal 10

letentuan lebih lanjut mengenal tanggung jawab  dan
kewensangan serta DPerizinan Berusaha sebagaimana
dimeksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 20 dinbah sthingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

{1} Kualifikazi wsaha bagi badan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas;

a. kecil;
b. menengah; dan
c. basar.

(2} Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud
pada ayar (1) dilaksanakan melalw penilaian terhadap:

A penjualan talhunan,

ks kemampuan kenatigan;

C. ketersediaan tenaga kerja lkonstrukei; dan
d

kemampuan dalam  penyedinan  peralatan
konstruksi.

3] Kualifikasi . . .



3K Mo 30842 A

10.

PRESIDEN
REFLUBLIK IHDONESIA

- 342 -

(3 Kualifkasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menentulkan batasan  kemampuan  usaha  dan
segmentasi pasar usaha Jasa Konstrualksi.

i4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualihkasi
usaha sebagaimana dimaksud pada avat (2) diatur
dalatn Paraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyvi seheagai
berikoat: _

Pasaal 26

(1} Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha
Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
yang akan memberikan layanan Jasa Konstruks wajb
memenuhi Perizinan Berusaha,

i2) Ketentuan l¢bih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sgebagaomane dimaksud pada ayat [1) diatur dalam
Peraturan Pemenintah.

ketentuan Pasal 27 diubah schingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 27

Ferizinan Berusaha gebagaimana dimaksud dalam Paszal 26
ayat (1] diberikan oleh Pemenntah Daerah kabupaten kota
sesual dengan norma, standar, prosedur, dan kritetia yang
ditetapkan oléh Femenntah Pusat kepada usaha orang
perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuad dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi scbhagad
berikut:

Pasal 28 .



SK Mo 050541 A

11.

12,

13.

PRESIDEN
REPUBLIK JNDONESIA

- 343 -

Pasal 23

Perizinan Berusaha scbagaimana dimasud dalam Pasal 26
ayat (1) dibenkan oleh Pemermtah Daerah kabupaten/kota
séslal dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria vang
ditetapkan alech Pemerintah Pusat kepada badan usgha
yang berdomisili 41 wilayahnya sesuai dengan Retentuan
perataran perundang-undangan.

ketentuan Pasal 2% diubah szshingga berbunyi sebagai
beriiout;

Pagal 29

{1} Pegrizinan Berusaha berlaku untuk melaksanakan
kegiatan ugaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah
Republik Indonesia.

(2] Pemcrintah Paerah kabupaten/kota sesuai dengan
neorma, standar, prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 27 dan Pasal 25 membentuk peraturan di daerah
mengenai Perizinat Berusaha,

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebapai
benkit:

Pazal 30

{1} Sedap badan usaha wvang mengstjakan Jasa
Eonstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha,

{2} Sertifikat Badan Usaha secbagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan melalu suatu proses serofikasi dan
registrasi olch Pemenntah Pusac.

i3} Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi  dan
registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Perataran Pemetintah.

Pasal 21 dihapus.

14, Estentuan . . .
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14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

i1

(<)

[3)

Pasal 33

Kantor perwakilan sebagaimana ditnaksud dalam Pasal
22 huruf & wajib:

i,

berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang
setara dengan kualifkasi besar;

memenuhi PArzinan Berusaha;

membentak kerja sama operasi dengan badan
usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi
besar vang memenuhi Perizinan Berusaha:

mempekerjakan  lebibh banyak tenaga Lkerja
Indonesia daripada tenaga kerja asing,

menempatkan warga negara Indonesia sebagai
pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
mengatamakan  penggvnaan matenal dan
teknologl konstruksi dalam negeri,

memntlikn  teknologi  unggl, mutakhir, ¢hsien,
bermwawasan lingkungan, =erta memperhatilan
kearifan lokal;

melaksanakan proses alih teknologi; dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundeang-undangan.

Ferizinan Berasaha s4bagaimana dimaksud pada avat
{1] huraf b diberikan cleh Pemerintah Pusat sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan,

Rerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(11 huruf ¢ dilakukan dengan prinsip kesetaraan
kualifikasi, kesamaan layanan, dan tangsung renteng,

IS Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut;

FPasal 34 _ |
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Pasal 34

1) Ketentuan mengernai kerja same modal sehagaimansg
ditnaksud dalam Pasal 22 hurul b dilaksanakan sesual
dengan Ketetituan peraturan perundang-undangan.

(2] Badan usaha .Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam
rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 hurmif b harms memenuhl persyaratan
kualilikasi besar sebagaimana dimaksud dalam FPazzal
20 ayat {1) huewf ¢,

(3 Badan wsaha Jasa Konstruksi yang dibenmuk dalam
rangks kéga sama modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

(4] Penzinan Beruzaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] diberikan oleh Pemerintah Pyzat sespail dengan
ketentuan peraturan perandang-undangan.

KEetentuan Pasal 35 diubab schingga bearbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengensl pemberian  Perizinan
Bergsaha, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan
lalnh  banyalk tenaga kerja  Indonesia, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huwruf b, hurul &, huraf d,
dan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (4] diatur dalam Peraturan Pemenntah.

Pasal 36 dihapus.

Ketentuan Fasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikut:

Pazal 38

{1} Penyelenggaraan -Jasa Konstruksi dilakukan melalui
penyelenpggaraan usaha Jasa Konstruksi.

(2] Penyelenggaraan . . .
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(2] Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruks] sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dapat dikerjakan sendin atau
melahii pengikatan Jasa Kontruksi,

(3 Ketentuan lebih Janjut mengenai penyelenggaraan
ugaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri atau
mclalui  pengikatan Jasa Konstruksi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam  Pératuran
Pamerintah.

Pasal 42 dihapus.

ketentuan Pasal 44 diubah schingga berbunyi sebagai
bertkut

Fazal 44

Pengguna Jasa sebagaimang dimaksud dalam Pasal 3% ayat
i2] dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi
pada pembangunan untuk képentingan umum  tanpa
melahn tender, seleksi, atau katalog eleltronik.

Paszal 57 dihapus.

Pasal 53 dihapus.

kKetentuan Pasal 59 diubal sehingea berbunyi sebagai
benkut:

Pasal 50

{l} Dalam sebdap penyelengearaan Jasa Konstroksi,
Pengguna Jasa dan Penvedia Jaza wajib memenyhi
Standar Keamanan, keselamatan, Eesehatan, dan
Keberjanpuatan,

(2) Ketentyan . .
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{2) EKetentuan lebih lanjut mengenad penyelengearaan Jasa
Konstruicsi, Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa wajib
mementhi standar Keamaonan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan s¢bagaimana dimaksad
pada ayat [1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal ©% diubah sehingga berbunyi sebagsi
berkut:

Pasal &9

{1} Pelatthan tenaga herja konstruksi distlenggarakan
dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif,
dan eNgen seznar dengan Standar Kompetensi Kerja.

(2] Peiatihan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan unk meningkatkan produktivitas kerja.

121 Standar hkompetensi Kerja sebagaimana dimalssud
pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengsn ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Felabhan tenaga kerja  konswruksi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetenggarakan oleh lembaga
pendidilzan dan pelatihan  kerja  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

i3] Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja stbagaimana
ditnaksud pada ayat (4] memenubhl Penozinan Beruzsha,
dari Pemenntah Pusat.

6] Eetentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan
Esrusaha sebagaimana dimaksud pada avat {S) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentnan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paaa] 72

11l Untak  mendapatkan pengakuan pengalaman
profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus
melakukan registrasi Kepada Pemenntah Pusat,

(2} Registrasi . . .
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Regizstrasi  schagaimana dimaksud pada  ayat (1)
dibuktikan dengant tanda daftar  pengalaman
profesional.

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenal  registrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diatur dalam
Fetaturan Pemetintah.

Paszal 74 dihapus.

Ketentuan Pasal 84 dimbah sshingga berbunyi sebagai
berikut:

11

12)

(2

()

Pasal 84

Penyelenggataan sebagian Kewenangan Pemerntah
Puzat sebagmimana dimaksud  dalam  Pasal 5
mengikutsertakan masyarakat .Jasa Konstruksi.

Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstrulisi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah
Pusat,

Unsur penpurus lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dapat diusulkan dari:

a. asosiasi perusahean yang terakreditasi;
b.  asosiasi profesi yang terakreditasi;

C. institusi  pengguna  Jasa  Konstruksi  yang
memenuhi kriteria;

da. perguruan tngg atau pakar yang memenuhi
keritenia; dan

e asosiasi terkait rantal pasok konstruksi yang
terakreditasi.

Pengurus lembapa sebagatmana dimaksud pada ayat
(3} ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat  setelah
mentdapatkan  persétlyuan dari Dewan  Perwakilan
Ralovat.

(5} Penyelenggaraan . . .
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{3} Penyelenggaraan sebagian kewenangan vang dilakulan
oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibiayal dengan anggaran pendapatan dan belanja
negara danfatau sumber lain vang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(0 Biaya yang dipercleh dari masyarakat atas layanan
dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang
dilakukan lembaga scbagaimana dimaksud pada avat
I3 merupakan penenimaan negara bukan pajak sesuai
dengan kstentuan peraturan perundang-vndangan.

{7} hetentuan lebih lanjut mengenal penvelenggaraan
sebagian  kewenangan  Pemetrintah  Pusat  yang
mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan
pémbentukan lembaga  diatur dalam Peraturan
Femerintah.

hetentuan Pasal 8% diubah schingga berbunyi sebagai
Rerikut:

Pasal 8%

Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang
tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 avat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tértubis;
b. denda adounistrauf, dan/atau

¢. penghendan  sementara  kegiatan layanan  Jasa
Konstraksi.

Pazal 92 dihapus.

Eetentuan Pasal 96 diobah sehingga berbunyt sebagai
berikut:

Pasal 96 . . .
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Pasal D6

Sctiap Penyedia Jasa danfatau Pengpuna Jasa yang
tidak memenuhi Standar keamanan, Keselamatan,
Keschatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan
Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
=9 ayat [1) dikenai sanksi adminstealil Berupa;

a, peringatan tertulis;

denda admimstratil,

penghéntian sementara kegiatan Konstruksi,
layanan Jasa pencantuman dalam daftar hitam,

LI

pembekuan Perizinan Berusaha, dany atau
f.  pencabutan Penzinan Berusaha,

Setiap Pengguna Jasa dan/ atau Penyedia Jasa vang
dalam memberikan pengesahan  atau  persetajuan
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksad Jalam
Pasal 39 ayat (1} dikenai sanksi admimistratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b, denda administratif;

£. penghentian =ementara kegiatan lavanan Jasa
Konstruksi;

pencantuman dalam daftar hitam;
pembekuan Perizinan Berusaha;
percabutan Penizinan Berusaba, dan/ atau

pencabutan  Sertilikat Badan Usaha wuntuk
Penyedia Jaza Konsiruksi

@ 8o

41, Ketentuan Pasal 99 divbah sehingga berbunyl  sebagai
Berakut:

(L}

Pasal 9

Jetiap tenaga Rerra Konstruks yang bekerja d bndang
Jaga Konstrulisi tidall memililka Sertikat Kompetensi
Kerja sebagaimana dimaksod dalam Pasal 70 ayat (1)
dikenai sanksi administratifl berupa pemberhentian
dari tempat kerja.

12) Setiap . _ .
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2] Setiap Pengguna Jaga danfatag Penvedia Jasa yang
mempekerjakan tenaga kerga konstruksi yang tidak
memibiki Sertifikat Kompetensi Kerja  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat {2} dikenal sanlos
administratif berupa:

a, denda administratf, dan/atan
b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa
Ronstruksi.

(3 Setiap t=naga kerja konstruksi yang bekerja di bidang
Jasa Konstruksi yang memiliki Sertiikat Kompetensi
Kerja sebagaimana dimaksaud dalam Pasal 70 avat (1)
yang tidak berpraktik sésum  dengan standar
kompetensi  kerja nasional Indonesia,  standar
internazicnal, dan atay standar khusus dikenail sanksi
berupa:

a, peringatarn tertulis;
b. denda administoatf;

e. pembekuan  Sertifilkat  Hompetensi  Eenja
dan/atau

e pencabutan Sertifikat Kompetens) Kerna.

4 Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti
ketentuan pelaksanaan uji kompetens) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3] dikenai sanksi

berupa:

A, peTingatan tertulis;

b denda adminstrabd;

¢ pembekuan lisensi; dan/atau
4 pencabutan lisensi.

32, Pasal 101 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 102 _ _ .

SK Mo 030351 A
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Fasal 102

Ketéentuan lebih lanjut mengenar kriténa, jénis, bésaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimans dimaksud dalam Pasgal 8%, Pasal 90, Paszal 91,
Pasal 93, Pasal 94, Paszal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pazal
o2, Pasal 29, dan Pasal 100 diatur dalam Peraturan
Pemetiniah.

Pasal 53

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2019 tencang Sumber Daya Air (Lemmbaran Megara Republik
Indonesia Tehun 2019 Nomor 190, Tambahan tembaran Megara
Republik Indonesia Nomor £40%) diubah sebagai berikut:

1. EKetsntuan Pazal 3 diubah sehingga berbunyt  sebagar
berikut:

Pasgal &

(1} Hzak rakyat atas Air vang dijamin pememibhannya olkeh
negara  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 6
merupakan kebutuhan poktok mimmal sehan-hari.

(2] Selain  hak rakvat alas  Air vang  dgamin
pemeniuhannya oleh negara sébagammana dimaksud
pada ayat [1) negara memprioritaskan hak rakyat atas
Afr sebagai benkut:

a. kebutuhan pokek sehari hari;

b. pertanian rakyat, dan

. pengpunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha puna memenuhi kebutuhan pokok schari-
hari melahi Bistam Penyediaan Air Minum,

(3] Dalam hal ketersedizan Ajr tidak mencolupi unouk
priovitas pememhan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok schan-
harn l=bih dipriontaskan dan yang lannya.

) Dalam . . .



3k Mo 050353 A

[}

(5l

{2

7]

(5

FRESIDEM
REPUBLIK IHDONESA

=353 -

Dalam hal ketergediaan Air mencukupi, setelah wrutan
prieritas pemenuban sebagaimana dimaksud pada avyat
[2), urutan prioritas selanjutnya adalah:

£ pecnggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi
kematan bukan wusaha uniuk  kepentingan
publik; dan

b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
uzzhe lginnya yang telah ditetapkan Pedzinan
Berusaha,

Pemerintah Pusat atay Pemerintah Daerah sesual
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yvang
ditetapkan oleh Pemenntah Pusat menetapkan urutan
prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungal sesuai
dengsan  kewenangannya berdasarkan  ketentuan
sebagaimang dimaksud pada ayat (2}, avat {3), dan
avat {4),

Dalam menetapkan  prioritazs pemenughan  Ajr
scbagaimana dimaksud pada ayat (5, Pemenintah
Pusat atau Pemerinizh Daersh sesuai dengan norma,
standar, presedur, dan kriteria yang ditetapkan ol=h
Pemerintah Pusat terlebibh dabula memperhitungkan
keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan

lingkungan highup.

Hak rakyat atas Amr bukan mcrupakan hak
kepemilikan atas Air. melainkan hanya terbatas pada
hak untuk memperoleh dan mengounakan sejumlah

kuota Air sesual dengan aickasi yang penctapannya
diatur dalam Peraturan Femerintah.

Eetentuan lebih lanjut mengenal penggunaan Sumber
Dava Air untuk mementhi kebutuhan pokok sehari-
hari, pertatian raltyat, dan kebutuhan usaha guna
memenubn kebutuhan  pokok  sehari-hari  melahai
Sistern Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud
pada ayat |2], serta untuk memenuhi kegialan bukan
vsaha wuntuk kepentingan publik dan kebaatuhan
usaha laimnya scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dalam Peraruran Pemerincah.

2. Ketentuan . . .
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Betentuan Pasal 9 divbah sehingga berbunyi  sebagal
berilut:

Pazal 9

(1] Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya
Air sebagaimana dimaksud dalam Pazal 5 Pemerintah
Puzat dan/atan Pemerintabh Dagrah sesuai dengan
narma, standar, prosedur, dan krteria yang ditelapkan
pleh Pemerintsh Pusat diberi tugas dan wewenang
untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya A

{2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimalksud
pada ayat {1} diselenggarakan oleh Pemerincah Pusat
dan/fatan Pemerintaly Daersh sesuai dengan horma,
stapdar, prosedur, dan kriteria yang ditstapkan olsh
Pemerintah Pusat dengan tetap mengakiui Hak Ulayat
Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa
dengan 1w scpanjang tidak  bertentangan dengan
kepentingan nasional dan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

{3} Hak Wayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya
Air gebagaimana dimalksud pads avat (2 tetap digkui
zepanjang kenvataannya masih ada dan telab diatar
dalam Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 12 diabah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 12

Tugas dan wewenang Pemermtah Daerah  sebapaimana
dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (1) meliputi bugas dan
wewenang  Pemnerintahh  Daecrah provinsi danfatau
Pemerintal Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan noerma,
standar, prosedur, dan kKriteria vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pasat.

4, Katentuan . .
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Eetentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilaat:

Fasal 17

Paméerintahh desa atau yang disebut dengan nama lain
sesval dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria vang
ditetaplian oleh Pemerintah Pusat memiliki tugas:

&,

membantu Pemerintal, Pusat dan/ atau Pemenntah
Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah
desa bherdasarkan asas kemanfaatan umum  dan
dengan memperhatikan kepentingan desa lain;

mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilavahnya;

ikut serta dalam menjaga efektivitas, ¢fisiensi, kualitas,
dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya
Air; dan

membantu Pemenintah Dacrah kabupaten/kota dalam
memenuhl kebuwhan pokok minimal sehari-hari atas
Air bagi warga desa.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

i1} Sebagian tugas dan wewenang Pemerintahh Pusat

1<)

dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasgal 13, Pasal 14, Pasal 15,
dan Pasal 15 dalam mengelola Sumber Daya Air yvang
meliput] satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada
Pengelola Sumber Dava Air,

Pengelola SEumber Daya Air scbagaimana dimaksud
pada ayat {1} dapat berupa unit pelaksana teknis
kementerian funit pelaksana teknis daergh atan badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah di
brdang Pengelolaan Sumber Daya Ajr.

(3} Sebaman . . .
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Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimalksud
pada ayat {1} tidak termasulk:

a. menetapkan kebijakan,
b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;

<. ;ﬂltenetapkan Eencana Pengelolaan Sumber Daya
r:

d. menetapkan Kawasan indung Sumber Air;
menerbatkan Pénzinan Beruszaha atau
Persemujuan;

I. membentuk wadah kooordinas:

8 menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;

k. metnbentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan

i, menstapkan nila satuan BJPSDA.

Ketentuan lekih lanjut mengenai badan usaha milik
tiegarafadan  wsaha milik daerah  di bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air sebhagaimana dimaksud
pada avat {2) diatur dalam Peraturan Pemerintal.

ketentuan Pasal 40 diubah gehimgga berbunyi sebagai
berikat:

{1}

(2}

Pasal 40

Pelakzanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Ar
dan pelaksanzan  nonkonstraksi dilakukan  oleh
Peterintah Pusat dan/atan Pemerintah Daerah zesuai
dengan  kewenangannya beérdasarkan program  dan
rencana keglatan,

Pelaksanaan konstuksi Prasarana Sumber Daya Air
dan  pelaksapaan  nonkonsttuksi | sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1} dapat dilakukan dengan
tn#libsatkan peran serta masyaralat.

|-3) Setiap . ..
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Setiap Crang atan kelompok masyarakat atas prakarsa
sendiri  dapat  melaksanakan kegiatan  konstruksi
Prazarana Sumber Dava Air dan  pelalsanaan
nonkonstruksi untuk kepentingan sendin berdasarkan
Persetujuan ataw Perizinan Berusaha dan Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuaj dengan
kewenangannya — berdasarkan norma,  standar,
prozedur, dan kritenia yang ditetapkan oleh Pemerintab
Pusat.

Pélaksanaan konstraksi Prasarana Sumber Daya Air
dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:

a, mengiliati  notma, standar, prosedur, dan

kriteria;

b, memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal;
dan

C. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja,

dan keberlanjutan fungsi skalogis,

sesual  dengan  ketentuwan  peraturan  perundang-
undangan.

Kewajiban mempetoleh persstujuan atau Perizinan
EBerusaha schagaimena dimaksud pada ayat {3)
dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yvang tidak
mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air,

Kétentuan lebih lanjt mengenal persetujuan atau
Perizinan Berusaha sebagaimana ditmalisud pada avat
(3] diatar dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 43 diubah aehingea berbunyi sebagai
berikut;

i1

Pasal 43

Pemantavan Pengelolaan Sumber Daya fic dilakukan
terhadap:

& Perencanaan .. .
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. Perencanaan Pengelelaan Sumber Daya Air;

b.  pelaksanaan konstruksi Prasarena Sumber Daya
AIr dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan

o, pelaksanasn Operasi dan Pémelbharaan Sumber
Daya Air.

Evaluast Pengelolaan Sumber Daya Air dilakuiian
berdasarkan hagil pemantauan Sumber Daya Air
sebageitnana dimaksud pada ayat (1) tethadap tujuan
Pengelolaan Sumber Daya Air,

Hasil evaluasi Pengelolaat Sumber Daya Air digunakan
s#cbagai bahan pertimbangan  dalam  melakukan
perbailan penvelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya
Adr,

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan
Sumber Daya Air sebagaimana dimalksud pada ayart (1)
dan avat (2} dilakukan oleh  Pamecintah  Pusat
danfatau  Pemerintah  Daerah sesuvai dengan
kewenangannya — berdasarkan norma,  standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

Kctentuan [ebih lanjur mengeénai pemantauan dan
evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air distur dalam
Peraturan Pemerintai,

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingea berbunyi sebagai
berikut:

(1

Pasal 44

Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 avat (2] hural ¢ untuk kebutuhan
usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan setelah
memenubu  Perizinan  Berusaha atau  persetujuan
penggunaan Sumber Daya Alr,

(21 Perizitian . . .
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Perizinan Berusaha atau  persetujuan  penggunaan
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada avat (1}
diberikan dengan memperhatikan fungsi keawsasat dan
kelestarian lingkungan hidup.

Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunzan
Sumber Daya Air sehagaimana dimalisud pada ayat (1)
diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Dacrah sesuan dengan kewenangannya berdasarkan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetaplean
oaleh Pemenntah Pusat.

Ferizinan Berusaha ataun persefujuan  penggunaan
Bumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik
sebagian maupun seluruhnya.

Ketentuan Pasal 45 dubah sehingea berbunyi sebagai
herikut:

i1

Pasal 45

Perastiguan penggunaan Sumber Daya Air uniak
kebutuhan bukan uzaha terdini atas:

a. persetyjuan penggunasn Sumber Dava Air untuk
pemenuhan  Kebutuhan  pokok  sehan-hard
diperlukan jika:

1. cara penggunaannya dilakukan dengan
mengubah kondisi alami  Sumber Air;
danfatau

2. penggunaannva digjukan untuk keperhuan
kelompok  yang memerlukan  Air  dalam
umlah vang besar.

b. persetjuan penggunaan Sumber Daya Air untuk
pemennhan  kebutuhan  pertanian rakgat
diperlukan jika:

1. cara penggunaannya dilakukan dengan
mengubah  kondisi  alami  Sumber  Air
dan/atan

2, pengganaannya . ..
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2. penggunaannya untuk pertanian rakyst di
luar sistem irigasi yang sudah ada.

persetujuan penggunaan Sumber Daya Ar untuk
pemenuhan  kebutuhan bagi kegiatan selain
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
dan pertanian takyar vang bukan merupakan
kegiatan usaha,

10. Ketentuwan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai

berileut:

I

[}

I

Pasal 49

Peogrunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa

PENEELNAANn:

.

b
.
d

Sumber Daya Air sebagai media;
Air dan Daya Alr sebagai malteri;
Sumber Air sabapai media; danfatay

Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air scbagai
media dan materi.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha
asbagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib memenuhi
Perizinan Berusaha,

Pemberian Perizinan Berusaha dilabukan secara ketat
dengan urutan prioritas:

.-

pemenuhan kebutuhan pokck schari-hard bagi
ktlompok yang memerlukan Air dalam jumlah
yang besar;

pemenubhan kebutuhan pokok sehan-har yang
mengubah kondisi alami Sumber Air;

pertanian ralyat di iluar sistern irigasi yang
sudah ada;

penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha guna memenuhi kebutnhan pokok schart-
han melalul Sistem Penvediaan Air Minum;

e legiatan . ..
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kegiatan bukan usaha untuk Ekepentingan
publik;

pengaunaan Sumber Daya Arr untuk kebutuhan
usaha olkh badan usaha milik negara, badan
usaha mulik dasrah, atanw badan usaha milil;
dess; dan

penggunaan Sumber Bava Air untuk kebutuhan
usaha oleh badan uszha  swasta  atau

pETSECEAngan.

i+ Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air
untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat 2] dapat dibenkan untuk:

a.
L.
3

Litik atau tempat tertentu pada Sumber Air;
uas tertentu pada Sumber Arr; atau
bagian tertentu dan Sumber Air,

(%) Perizinan Berusaha peéengpunaan Sumber Daya Air
aituk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksyd pada
ayat (4] dapat diberikan kepada:

=% a0 gs

badan uzaha milik negara;
badan vsaha milik dactah;
badan vsaha milik desa;
koperasi;

bawdan wsaha swasta; atan

PETSS0r2ngan,

E=tentuan Pasal 50 diubah sehingga beebunyi sebagai

berifott;

Pasal 50 . . .
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Pasal S0

Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Dava Air uotuk
kebutuhan vsaha dengan menggunakan Air dan Dava Air
sebagal materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(11 hwruaf b yang menghasilkan produk berupa Air minum
untuk Kebutuhan pokok schari-han dibemikan kepada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha milik desa penyelenggara Sistern Pervediaan
Ait Minvm.

Ketentuan Pasal 51 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51

(1) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya  Air
untul: kebutuhan vusaha dapat dibenkan kepada pihak
swasta setelah memenuhi svarat certenty dan ketat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1} hurul T
paling sedilar:

a.  sesual dengan Pola Perngelolaan Sumber Daya Air
dan Rencana Pengelolaatn Sumber Daya Air;

b. memenuhi persyaratan tekois administranir;

c. mendapat  persetujuan  dari para pemangku
kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan

d. memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber
Daya Air yang merupakan komponen dalam
BJPSDA dan kewajiban kenangan lainnhya sesual
dengan  ketertuan  peraturan  perundang-
undangan.

(2) Eetentuan lebibh lanjut mengensi Perzinan Berusaha
vntuk menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Parierintah.

L3 Ketentwan . . .
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13. Ketentuan Pazal 52 divbah sehingsa berbunyi sebagel
berikout:

14.

(1)

12}

I#)

14

{3)

Pazal 52

Fengpunaan Sumber Daya Air untuk negara lain
dilarang, kecuali untuk tjuan Kemanusiaan.

Fengecualian sebagaimana dimalksud pada ayvat (1)
harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya
kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah
Sutigal yang bersangkutan serta daerah sekitarnya.

Penggunaan Sumber Dava Air untuk negara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus didasarkan
pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Ajr dan Pencans
Pengelolaan Sumber Dayva Air pada Wilayah Sungai
yvang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan
daerah di sekatarnya.

Rencana penggunaan Sumber Dava Air untuk negara
lain dilakulkan melalui proses kensultasi publik oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemenntah Dacrah sesual
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedut, dan Knteria vang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat,

Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain
sebagaimana dimeksud pada ayvat |3) dan ayvat (4] wajib
mendapat  Persebhyvan  dari Petnenntah Pusat
berdasarkan rekomendasi dar Pemerintah Dacrah dan
sesual dengan  Retentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Ketentuan FPasal 56 diwbah sehingea berbunyl sebagal
berikul:

(1)

Pasal 56

Peripawasan Pengelolaan Sumber Daya Awr dilalkgkan
cleh Pemenntah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesyal denpan kewenangannya terhadap Pengelolaan
Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat,

(2) Pengawasan . . .
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{2l Pengawazan  Pengelolaan  Sumber Daya  Air
sebagaimana dimaksnd pada ayat {1) dapat dilakukan
dengan melibatkan peran masvarakat.

13] Ketentnan lebih  lanjut  mengenal  pengawasan
Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan
Pemenitatah.

Ketentuan Pagal 70 diubah sehingga berbunvi sebagai
berilogt:

Pazal 70

Setiap Orang yvang dengan sengaja:

a. melakukan  kegiatan  pelaksanaasn  konstruksi
Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada
Sumber Air tanpa mempercleh Perizinan Berusaha
dani Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 avat 13);

b, menyewakan  atau  memindahtangankan,  baik
schagian maupun keseluruhan Perizinan Berusaha
atay  persefijuan penggunaan Sumber Daya  Air
untuk  kebutuban bukan  usaha  sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 44: atau

<. melakukan pénggunaan Sumber Daya Ao tanpa
Fetizinan Berusaha untuk kebuwtuhan usaha atau
persetujuan penggunaan Sumber  Daya Air
sebagaimana dimaksuad dalam Pasal 44,

dipidana dengan pidana perjara paling singkat 1 [satu)
tahun dan paling lama 3 {tigaj tahun dan denda paling

sedikit Rpl1.000.000_ 000,00 (satu miliar ragiah] dan paling
banyak EpS. 000 000 000,00 (lima miliar nipiah)-

ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Pasal 73 . ..
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Pasal 73
Setiap Orang vang karena kelalaiannya:

& melaltukan Legiatan pelaksanzan konstrulsi
Frasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada

Sumber Ar tdak memenuhi ketentuan sshagaimana
dirnakstd dalam Pasal 40 ayat {3) dan ayat [4); atan

b. mengeunakan Sumber Daya Air untuk hkebutuban
usaha tanpe Perizinan Berusaha schagaimana
dimaksud dalaim Pasal 49 ayat (2}

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tga}
bulan dan paling lama 4 (enam) tabun dan denda paling
sedikit Rp300.000. 000,00 (tga ratus juta rupiah) dan paling
banyak Bpl 000,000, 000,00 (satu miliar cupiah).

Paragraf 11
Transportasi

Pasal 54

Untuk membenkan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelakil Usaha dalam mendapatkan Péenzinan Bérusaha dan
kemudahan  persyaratan  investasi di sektor Transportasi,
Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan yvang diatur dalam:

a.  Undang-Undang Momor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan |Lembaran Negara Republik [ndoncsia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Namor 5025);

b. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2007 entang
Perlceretpapian  {Lembaran Negara PRepublik [ndonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembacan MNegara
Fepublik Indonesia Nomor 4722,

¢, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
iLernbaran Negara Republik Indonesia Tahiun 2008 Nomor
&4, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor
4849); dan

d. Undang-Undang . . -
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d. Undang-Undang Nomet 1 Tabun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Mepara Republik Indeonesia Tahun 2009 Nomor
1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Qo]

Pasal 5%

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
200% tentang Lalu Linlas Angkutan Jalan {Lembaran Megara
Republik Indonesna Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembatan
Megara Republik Indonesia Momor 5025) diubah sebagai berilout:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai

b ridonat
Pasal 19
i1) Jalan  dikelompokkan dalamn beberapa kelas
berdasarkan:

&, fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna
kepentingan pengaturan penggunaan -Jalan dan
Kelancaran Lalu Lintas dan Anglkutan Jalan; dan

k.  daya dukung untuk menerima muatan sumbu
terberat dan dimenst Kendaraan Bermotor.

(2] Eetentuan lebib lanjut meéngenai pengelompokan jalan
memiut  kelas  jalan  diatur  dalam Peraturan
Pemerintah.

2. EKetentuan Pasal 36 diubab sehingga berbunyi  sebagai

barkiut:

Pasal 36

Setiap Kendaraan Bermotor Umutn dalam  travek wajib
singgah Jdi Terminal yang sudah  ditentukan, kecoali
ditetapltan lain dalam tayek yang telah disetujui dalam
Ferizinan Berusaha.

3. Eetentuan . - .
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Ketentuan Pasal 38 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

[1)

{2}

i3}

4

=

Pasal 33

Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan
fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan
kesclamnatan dan keamanan.

Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi fazsilitas utama dan lasilitas penunjang.

Untuk menjaga kondisi fasmbtas Terminal sebagaimana
dimeksud pada avat [2), penyelenggara Terminal wajib
melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan
usaha mikro dan kecil.

Fasilitas Terminal hatus menvediakan tempat untuk
kegiatan nsaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga
plluh persen).

Ketentuan mengenai Kerja sama dengan usaha mikro
dan Keeill sebagamana dimaksud pacda avat {(3) dan
penvediaan tempat antuk Kegiatan wsaha mmkre dan
kecil sebagaimana dimaksud avat |4 diatur dalam
Peraturan Pemerintah,

Eetentuan Pasal 29 divbah schingga berbunyl sebagal
Berlit;

]

Pasal 29
Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang
diperuniykkan fasilitas Termunal.
Linglungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola olehh penyelenggara Termninal dan
digunakan uniuk pelakzanaan pembangunan,
pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

{2} Dalam . ..
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Dalarn hal Pemeringah Pusat sebagal penyelenggara
Termenal sebagaimana dimaksud pada avat (2.
pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan
usaha milik d¢sa, dan swasts.

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

{1)

(2

{3}

(4]

Pasal 40

Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:

a- rancang bangun,

b, bukna kerja rancang batigun;

. rencana induk Terminal; dan

d. dobumen Amdal atau upaya pengelolaan
linglungan  hidup dan upaya pemantauan
lingloungan hidup vang te¢lah mencakup analisis
mengensd damnpak lalu lintas.

Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapal dikerjazsamakan dengan badan usaha

milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha

milik desa, dan swasta sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

. pengawasan operasional Terminal.

Pembangunan Terminal sebagaimana dimalsud pada
ayat [1) serta perencanaan dan pelaksanaan dalam
pengoperasian Termingl sebagaimana dimaksud pacda
ayat {3} hurul a dan hurul b dapat dikerjasamakan
dengan badan usaha milik negara, badan usaba milik
dasrah, badan usaha milik dess dan swasta sesuai
dengan ketentuan peramran perundang-undangan.

&, Ketentuan . .
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kKetentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyl sebagai
berilout

{1}

{2]

)

4]

Pasal 43

Penyediaan lasiitas Parkit untuk umum hanya dapat
diselenggaralan di luar Ruang Milik Jalan setelah
memenuhi Perizinan BHerusaha dari Pemerintah Pusat
ataly  Pemetimtah  Daerah  sesuanl  dengan  norma,
standar, prosedur, dan kritena yang ditetapkan olch
Femerintah Pusat,

Penyelenggaraan fasditas Parkar di luar Ruang Milik
Jalan sebagaimana dimaksud pada avat {1} dapat
dilakukan okl persegrangan warga negara [hdonesia
atan badan hukum [ndonesia berupa:

a. usahia Khusus perparkiran, atay
b. penunjang usaha pokok.

Fasilitas Parkir di dalam Buang Milik Jalan hanya
dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan
kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus
dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau
Marka Jalan.

Ketenbuan lebih lanjut mengenai Pengguna  Jasa
fasilitas Parkir, Perizinan Benusahe, persyaratan, dan
tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk
umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 50 diubah sc¢hingga berbunyi sebagai
berikut:

{1}

Pasal 50

LJji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pagal 49 ayat (2
huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan
Bermotor, kersta gandengan, dan Kereta tempelan,
vang diilmpor, dibuat danfatau diralit di dalam negeri,
serts modifikasi Kendarasn Bertnotor Yang
menyzbablkan perubahan tipe.

@2 Ui . . .
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Uji dpe sebegaimana dimaksud pada avat (1}
dilaksanakan oleh Pemerintah Puszat  vang
pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan
nsahs milik negara, badan usaha milik dasrah, badan
vsaha milik desa, dan swasata,

Ketsntuan lelah lanjut mengsnal up hpe ssbagamana
dimaksud pada ayat (1} dan pelaksanaan yji tipe
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatar dalam
Pzraruran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingea berbunin sebagai
benlout:

(1]

12]

(3}

Paszal 53

U berkala zebagsimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat [2) huruf b wajib dilakukan bagi mobil
penumpang umum, mobil bug, mobil barang, kereta
gandengan, dan kereta tempelan yang digperasikan di
Jalaty,

Fengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) meliputi kegiatan:

a. pemeribzaan dan peneuwjian fisik Kendataan
Bertotor; dan

h. pengesahan hasil wi.

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurof a
dilaksanakan oleh:

a. unit pelaksana pengujian pemerititah
kabupaten/hkota sesual dengan normea, standar,
prosedur, dan kritera yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;

b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek
yang mendapat Perizinan Berusaha dari
Pemerintah; atau

Condt



SK Na 350871 A

10,

PFREJICEM
REPUBLIK. INDONESTA

- 371 -

<. unit  pelakssana  pengujian swasta | yane
mendapatkan Perizinan Barusaha dari
Pemerintzh.

Keletituan Pasal 60 diubah s=hingga berbunyi sebaga
berikut:

{1}

{2}

(3]

()

{5}

{5

Pasal 40

Benglel wmum Kendaraan Bermotor yvang berfungsi
untuk memperbaika dan mmerawat Eendaraan Bermotor,
wajib memenuhl persyatatan teknis dan laik jalan.

Bangltel wumum  yang mempunya  akreditazn dan
kualitas tertentu dapat melakukan penguian berkala
Kendaraan Bermotor,

Peniyelenggaraan  bengkel wmum  stbagamana
dimaksud pada avat {1} wajib memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Fusat.

Penywyelenggaraan benglel umum sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) hamis memenuhi Perizinan
Berusaba dan Pernetititah Pusat.

Pengawasan terhadap bengkel umum Eendaraan
Bermotor  sebagaimana dimaksud pada  zyval (1)
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten fRota sesua
detigan norma, standar, prosedur, dan kntenia vang
ditetapkan oleh Pemeringah Pasat.

Ketentuan lebib lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara penyelenggaraan bengkel uvmum diatur dalam
Peraturan Femernntah.

Ketentuan Pasal 78 diubah schingga berbunyi scbagal
beankut:

Pasgal 78 . ..
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Fasal 78

Pendidikan dan peladhan mengemudi diselenggzarakan
oleh lembaga yang mendapat Peérizinan Berusaha dard
Pemerintah Pusat atan Pemerintah Daerah sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan knitéria vang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan lekbih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatar dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 2% diubah sehingga berbunyi sehagai
benkout:

(1]

()

Pasal 9%

Setiap  rencana  péembangunan  pusat  kegiatan,
permukiman, dan indrastrokbor vang akao
menimbulkan  gangruan  Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Anglkutan
Jalan wajib dilakukan analisiz mengenal dampak Lalu
Lintas vang terintegrasi dengan analisis mengenaj
dampak linglungan hidup atau uvpaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upays pemantauan lingkungan
hdup sesuai dengan ketenuan peraturan perandang-
undangan mengenai linglangan hidup.

Ketentuan lebibh lanjut mengenai dokumen analisis
mengenal dampak lingkungan hidup atau upaya
pengelolaan lingkbungan hidup dan vpaya pemantalan
lingkungan hidup vang telah mencakup analisis
mengenal dampak lalu hintas sebagaimans dimalesud
pada ayat 11) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Pasal L0 dihapus.

13. Pasal 101 dihapus.

14, ketetituan - . .
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Ketentnan Pasal 126 dubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 126

Pengerrudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang
dilarang:

a.

memberhentikan Kendarasn selain di tempat yang
telah ditentukan;

mengetem selait 4i témpat vang telah ditentukan;

menarunkan Penumpang  selsin di  tempat
pemberhentian dan/atau di tempat tyjusan tanpa
alasan yang patut dan mendesals; danfatan

melewati janngan jalan selain yang ditentukan dalam
trayek vang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.

ketentuan Pasal 1562 diubabh schingga berbunyi sebewai
berikout;

i1

Pasal 162
Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus
wajib:
&, memenuhi persyaratan  keselamatan sesuai
dengan sifat dan bentuk barang yang diangiout,
b. memiliki tanda tertentu sesuai dengan barang
yang dianglut;
C. memarkir Kendaraan di teropat yang ditetapkan;
d. membonghar dan memuat barang di tempat yang
ditetapkan dan dengan mengzunakan alat sesuai

dengan sifat dan bentuk barang vang diangkut;
dan

E. beroperasi pada wakiu yang tidak menggangeu
Keammanan, Heselamatan, Kelancaran, dan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

(2] Kendaraan . . .
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Eendaraan Bermotor Umum yang menganglue alst
berat dengan dimensi vang melebihi dimensi vang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus mendapat
pengawalan dari Kepaolisian Negara Republik Indonesia.

Pengemudi dan  pembantu  Pengemudi  Kendaraan
Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus
wajib memilili kempetensi tertentu sesuai dengan sifat
dan bentuk barang khusus yang dianghkut.

15. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

17.

(1}

1<)

(:3)

[

Pasal 165

Angloutan umum di Jalan yang merupakan bagian
angkutan multimoda dilaksanakan cleh badan hukum
angkutan multimoda,

Kegiatan anglautan umum dalam anghutan multimoda
dilaksanakan berdasarkan perjenjian yang dibuat
antara badan hukuwm angkuatan Jalan dan badan
hukum anglutan mulomoeda danfatau badan hukum
mida lain,

Pelayanan anglhutan multimoda harus terpadu secara
sistenm  dan  memenubi  Perizinan  Berusaha  dari
Pemenntah Pusat

Ketentuan mengenai angkutan nltimoda,
persyaratan, dan teta cara memperclelh  Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagsi
berikit:

Pasal 170 . ..



SK Mo 050375 A

(1)

()

13}

(4

PRESIDEN
REPUBLN, INDONMNESIA

- 375 -

FPasal 170

Alat penumbangan wyang dipasang secara letap
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 169 ayat (4) hueul
a dipasang pada lolkasi tertenty.

Penetapaty lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat
penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan oleh
Femerintah Pusat.

Pengoperasian dan perawatan alat perummbangan yang
dipasang secara tetap serta  sistem  informasi
manajemen dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah. dan swasta sesuai
dengan ketentuan perataran perundang-undangan.

Petugas alat pemimbangan yang dipasang secara tetap
wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat
anglkutan, dan asal tuuan,

18. Ketentuan Pasal 173 dinbah sehingga berbunyr scbagan
berikut:

(1)

(2}

{3)

Pasal 173

FPerusahaan Angkutan Umum vang menyvelenggarakan
anglutan orang dan/atau barang wajib memenuhd
Ferizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat  atau
Femerintah Daerah zesual norma, standar, prosedor,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Fuasal.

kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan
ambulans; atau
b. perigangkutan jenazah.

Eetentuan lebibh lanjot mengenai FPerdzinan Berusaha
sebagaimana dimaksad pada ayat (1} diatur delam
Peraturan Pemerintah.

19, Pasal 174 dihapus.

20. Pasal . . .
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Pasal 175 dibapus.

Pasal 174 dibhapus.

Pasal 177 dihapus.

Pasal 178 dihapus.

Ketenbuan Pasal 179 divubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pagal 179

(1] Perizitan Beruzaha terkait peoyelenggaraan angkutas:
orang tidak dalam tray¢k sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 173 ayat (1) diberikan cl«h:

a. Pernerintah Pusat yang bertangsung jawab di
bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan umtuk angkutan orang yang
melayani:

1. anglutan taksi yang wilayah operasinya
melampani 1 (sat} daerah provinsi;

2, angkutan dengan tujuan tertentu; atau
3. angkutan pariwisatca.

b.  pubernur untak angkutan taksi yang wilayah
operasinya melampaui lebih dari 1 {satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satn) provinsi sesuai
dengan normna, standar, prosedur, dan kriteria
yvang ditetapkan cleh Pernerintah Pusat;

¢.  Gubernur Daerah Khusus Thukota Jakarta uniuk
angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu
vang wilayah operasinya berada dalam wilayah
Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta sesusi
dengan norma, standar, prozcdur, dan kritena
yang ditetapkan oleh Pamerintah Pusat, dan

d. bupati . . .
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d.  bupatifwali kota untuk taksi dan anglkutan
kawazan tertentl yang wilayah operasinya
berada dalam wilayah kabupaten/kota sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan Kriteria
vang dit¢tapkan cleh Pemerintah Pusat.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
pATsyaratan pemberian Perizinan Berusaha
sebagsaimana dimaksud pada avar (1] diatur dalam
Feraturan Pemerintah.

Pasal 180 dihapus.

hetentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Fasal 185

(11 Pemerintah Pusat danfatau Pemetintah Dasrah dapat
memberikan subsidi anglpatan pada trayek atau lintas
tertenty,

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi
angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur
dalam Peraturan Pemenntah.

E¢tentuan Pasal 199 diubah schingga berbunyi sebagai
beribout:

Pasal 199

i1] Setiap orang yang melanggar ketentaan sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 168, Pasal 173,
Pasal 156, Pasal 157, Pasal 189, Pasal 192, atay Pasal
193 dikena sanksi administratif berupa:

4. perngatan tertulis;

b denda administratif;

c, pembekuan Perizinan Berasaha; danfatau
d pencabutan Perizinan Berusaha,

(2] Ketentnan . . .
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Ketentuan |=hih lanjut mengenai  kriteriz, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan  sanksi
administratif ssbagaimana dimaksud pada ayat (1}
diatur dalam Peracuran Femerintah.

28, Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

(1}

()

Pasal 220

Rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21% ayat {1} hurwf a dan
pengembangan nset dan rancang bangun Kendaraan
Betrmotor sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hurai a
dilakukan aleh:

= Femernintah Pusart:

b. Pemenntah Daerah,

C. bactarn hukurm;

d. lembaga penelitian; dan fatau
-, perguruan tinggi.

Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada aval {1)
hamiz mendapatkan pengesahan dari Pemerintah
Pusat.

2%, Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

i1

{2)

Pasal 222

Pernerintah Pusat wajib mengembangkan industti dan
teknologi  prasarana  yang menjamin Keamanan,
Eeselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

Pengembangan industri dan teknolog Pragarana Lalu
Lintas dan Anglutan Jalan dilakukan secara terpadu
dengan dukungan semua sektor terkait.

12} Pengembangan _ ..
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Pengembangan industri dan  teknolog sebagaimana
dimaksud pada avat (2] harus  mendapatkan
pengesahan dad Pemerintah Pusat.

30. Pasal 308 dihapus.

Fasal 55

Beberapa ketsntuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2007

tentang Perkereteapian (Lembaran HNegara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Megara
Republik [ndonesia Nomor 4722} dinbah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah  sehingga berbunyil sebagai

benkout:

(1}

(2

Pasal 24

Baden Usaha yang menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 23 ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha
terkait prasarana perkeretaapiat UmLm.

FPerizinan Berusaha gebagaimana dimaksud pada ayat
{1} diberikan berdasarkan norma, standar, proscdur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemetintah Pusat
melipauti:

a,

Femerintahh  Pusat  untuk  penyelenggaraan
pragarana perkerstaapian umum yang jaringan
jalurnya melintasi batag wilavah provinsi;

peoerintzh  provinst  untuk penyvelenggaraan
prasarana perkeretaapian Umum Yang jaringan
jalurmya melintasl batas wilayah kabupaten/kota
dalamm satu  provinsi setelah mendapat
peraetuguan dar Pemerintah Pusat: dan

o pemerintah . ..
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C pemerintah kabupaten/kota untulk
peoyelenggaraan perkeretaapian  umum yang
jarmgan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota
setelah mendapat  rekomendasi  pemerintah
provinsi dan persenyjuan Pemenintah Pusat.

1 Ketentuan lebih lanjut lentang Perzinan Berussha
terkait prasarana perkeretaapian wnum diamr dajam
Peraturan Pemerintah,

Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satuy) pasal
yakni Pasal 244 schingga berbunyi sebagai berikut:

Fasal 244

Badan Usaha yang  menvelenggarakan  prasarana
perkeretaapian umum  yang tidak memenuhi  Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 avat (1)
dikenan sanks1 administratil,

Eetentuan Fasal 28 diubah sehingga berbuny: sebagai
Beriloat;

Pasal 22

Fenyelenggara Sarana Perkerctaapian vang mengoperasikan
sarana perkeretaspian tidak memenuhi standar kelaikan
operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 27 dikenai sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 32 diubab sehingga berbunyi sebapgad
berikut:

Paszal 32

il] Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana
perlersraapian umum wajib memenuhi  Perizinan
Berusgha.

(2} Perizinan . . .
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(2} Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) diterbitkcan berdasatkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemetintah FPusat
melipuati:

a. Pemerintah Pusat untul pengoperasian sarana
petkeretaapian umum yang janngan jalurnya
melitasy batas wilavah provinsi dan  batas
wilayah negara;

b. pemenntah provinsi untuk pengoperasian sarana
perkeretaapian umum vang jarogan jalurnya
melintasi batas wilayah BEabupaten/kota dalam
satu provinzi; dan

C. pererintah kabupaten/kota untuk
pengoperasian  sarana  perleerstagpian umum
Varg janngan jalarnya  dalam  wilayah
kabupaten fkota.

{3} Ketentuan lebih lanjpt mengenai Perizinan Berusaha
terkait penyelenggersan sarana perkeretaapian umum
diatur dalam Peraturen Permcrintah.

[ antars Fasal 22 dan Pasal 33 disisipkan 1 {satu) pasal
vakni Pasal 324 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 324

Badan Usaha yvang menyelenggarakan sarans perkeretaapian
umwm  yang tidak  memenuhit  Perizinan Berusaha
schagaimana dimaksud dalam Pzsal 32 avat (1) dikenai
sanksi administratif.

ketenituan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi  sebagai

berikoat:

Pasal 33

{1} Penyelenggarean perketvetaapian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2] dilakukan oleh badan
usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

{2} Badan .
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Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajlb memenuhi Perizinan Berusaha,

Perizinan Berusaha sebapaimana dimaksud pada ayat
{<) diberikan berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan cleh Pemerintah  Pusat
meliplti;

a.

Pernérintah  Pusat  untuk  penyelenggaraan
perkeretaapian khusus vang jaringan jalurnya
melintazi batas wileyah provinsi dan  batas
wilayah negars;

pemerintah provinsi  untuk  penvelenggaraan
perkerctaapian khusus yang jaringan jalurnya
melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam
satu provinsi setelah mendapat persstujuan dari
Pemerintah Pusat, dan

pemerintah katupaten f kota untuk
penyelenggarasn perkeretaapian khusus yang
Jaringan jalumya dalam wilayah kabupaten/kota
setelah  mendapat  rekomendasi  pemenintah
provinsi dan persetujuan Pemerintah Pusat,

Ee¢tentuan leah lanjut mengenai Perizinan Berusaha
tetkaut perkeretaapran khusus diatur dalam Peraturan
Femenntah.

Dh antara Pasal 33 dan Pasal 24 disisipkan 1 {satu} pasal,

yakni Pasal 33A sehingea berbunyi sebapgai berikut:

Pasal 33A

Fenyelenggara perkerstaapian khusus yang tidak memenuhi
Penziman Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2}, dikenai sanksi administratil.

- Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikul:

Pasal 77 .. .
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Pasal 77

Setiap  badan hukum  atan lembaga yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikena
sanksi administratil.

Di antara Pasal 80 dan Pasal 8] disisipkan 1 [satu) pasal,
yakni Pazal 80A zehingga berbunyi sebagai berikut:

Pazal 804

Petugas prasarana perkeretoapian yang mengoperasikan
Prasarana Perkeretaapian tdak memiliki | sentifikat
kecalcapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
dikenai sanksi administratif.

Fetentuan Pasal B2 diubah sehingga berbunyi sebagai
banlout:

Pasal 82

Penyelenggara Prasarana Pedceretaapian vang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai
sanksi administratif,

Ketentuan Pasal 107 dubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Paszal 107

Petiap badan hukum atay lembaga vang melanggar
ketentuan scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dikenai
gsanks administratif.,

Eetentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai
barikut:

Pasal 112 . ..
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Pasal 112

Apabila  penyelenggara sarana perkeretaapian  dalam
melaksanakan pemeriksasn tidak menggunakan tenaga yang
memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan tata
cara yang ditetopkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
111, dikenai sanksi administratif.

Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 2 (dua) pasal
yakni Pasal L16A dan Pasal 1165 sehingga berbunyi sehagai
berikut;

Pasal 1164

Awak Sarana Perkeretmapian yang mengoperasikan saransa
Perkeretaapian  tidak  memiliki  sertifikat  kecakapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 avat (1) dikenai
sanksi administratif.

Pasal 116B

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan
Sarana Perkerstazpian dengan Awalt Sarana Perkerstaapian
vang tidak memtiliki sertifikat tanda kecakapan sebagaimana,
dimaksud dalam  Pasal 116 ayat (1] dikenai sanlsi
administratil.

Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai
betiloat:

Pasal 135

Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  yang  tidak
menyediakan anglkutan dengan kereta api lain atay moda
transportas: lain sampai stasiun tujuan atau tidalt memberi
ganti rugl senilal harga karcis schagaimana dimalisud dalam
Pasgal 134 ayat {4) dikenai sanksi administratif.

15. Ketanbuan | ..
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Eetentuan Pasal 168 diubah schingga berbunyi sebagai
benkut:

Pasal 168

Penyelenggara  Sarana  Perkerétaapian  yang  tidak
mengasuransikan  tanggung  jawabnya  sebagaimana
dimalsud  dalam  Pasal 167 ayat (1) dikenai sanksi
administratil.

Di antara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 1 isatu) pasal
yakni Pasal 185A sehingga berbunyi sebagai berilat:

FPasal 1554

(1] Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimalr=ud dalam Fasal 24A, Pasal 28, Pasal 32A. Pasal
334, Pasal 77, Pasal BOA, Pasal 82, Pasal 107, Pasal
112, Pasal 1154, Pasal 1168, Pasal 135, atay Pasai 168
dikenai sanksi administratil,

21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenasan sanksi sebagaimana
dimalktsud pada ayat (1) diatur dalam  Peraturzan
Pemernintah.

Ketentuan Pasal 1838 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 155

Badan Usaha vang meényelenggarakan ptasarana
perkeretaapian umum  yang  tidak  memiliki | Perizinan
Berusaha sebagaimana dimalksud dalam Pasal 24 ayat (1)
yang mengakibatkati timbulnya korban terhadap manusia
danfatau  kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingikungan dipidana dengan pidana penjara paling
lama © jenam) tahun atan pidana dendas paling banyak
Rp2.000.000.000.00 {tiga miliar rupiah).

18, Ketenituan . . .
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Ketentuan Fasal 190 diubah sehinggs berbunyi scbagai
bBeriknat:

Paszal 190

Badan Usaha vang menyelenggarakan sarana perkeretaapian
umum  yang tdak memenuhi  Ferizinan  Berusahg
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (1) vang
mengakibatllan  timbulnya korben  terhadap  manusia
dan/atau  kerusakan terhadap keschatan, keselamatan,
dan/fatan lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling
lama & (enam) tahun atau pidana denda paling banyak
Fp3.000.000.000,00 {tiga miliar rupiah).

Ketentuan Pagsal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikat:

Paszal 191

Jika tindaken pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23A mengakibatkan timbulnya kecelakaan kereta api
dan/atau kerugian bagi hatta benda, pelalu  dipidana
dengan pidana penjara paling Iama 1 {saty] tahun dao 6
{enam) bulan  dan pidana denda  paling banvak
EpS00.000.000.00 {litna ratus juta rapiah).

Betentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 195

Fetugas prasarana perkerstaapian yang mengopérasikan
Prasarana  Perkerstaapion tidak memiliki | sertifikat
kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pagal 80 avat |1
yvang mengakibatkan terjadinya  kecelakaan  dan/atau
memmbulkan korban dipidana dengan pidana penjara paling
launie 1 1satu) ahoan.

21. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

FPazal 196

{1} Penyelenggara Prasarana PerKeretaapian Yang
mengeperasikan  prasarana  perkeretaapian  dengan
petugas yvang tidak memiliki  sertifkat  kecakapan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat {1} yang
mengakibatlcan  terjedinya kecelakaan  dap/atau
memmbulkan korban dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 [satu) tahun dan pidana denda paling
banyak BEp200.000. 000,00 {lima ratus juta tupiah).

{¢) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat |1)
mengakibatkan luka  berat  bagi  orang, pelalu
penyelenggara dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun.

(3} Jika tndaken sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
mengakibatkan matinya orang, pelaku penyelenggara
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 {lima)
tabnn.

Eetentuan Pasal 203 diubah schingga berbunvi sebagai
beriloat:

Pasal 2073

{1} Awak Sarana Perkeretaapian vang mengepetasikan
sarana perkeretaapian  tidak memiliki  sertifikat
kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116
ayvat (1) yvang mengakibalkan kecelakasan kercta apl
danfatau kerugian bagi harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun.,

(2} Jika tindalzan sebagaimana dimaksud pada avat {1)
mengakibatkan huka berat bagi orang. Awsk SBarana
Perkeretaapian dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 {dga) tahun.

13) Jika . . .
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3] Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
méngakibatkan  kematian orang, Awak Sarana
Perkerctaapian dipidana dengan pidana penjara paling
larna 5 (lima) tahun.

Ketentuan Fasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagaj
berilot:

Pasal 204

i1} Peoyelenggara Sarana Ferkeretaapian yang
mengoperasikan Sarana Perlerstaspian dengan Awak
Barana Perkeretaapian yang tdak memiliki sertifikat
tanda kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116 ayat (1) vang mengakibatkan terjadinya kecelakaan
dan/atau menimbulkan kerban dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tabun dan pidana dende
paling banyalk Rp250 00000000 |dua ratus lima puluh
Jjuta rupiah).

{2} Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mengakibatkan luka berat bagi orang, Penvelenggara
Harana Perkeretaapian dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun.

3] Jdika tindakan sebapaimana dimaksud pada ayat {1)
tmengakibatkan kematian orang, Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun.

Ketentuan Pasal 210 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasgal 210

(1} Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Fazal 189 Pasal 191, dan Pasal 193 mengakibatkan
luka berat bagi orang, pelaky dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (dga] tahun dan pidana denda
paling banyak Rpl O000.000,000,00 (satu miliar rupiahl.

{2) Dalam . .
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Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 193 mengekibatkan kematian orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 jenam|
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 idua miliar rupiah).

Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 185, Pasal 1971, dan Pasal 193 dilakukan olch
Badan Usaha Penyelenggara yang mengakibatkan luks
berat bagi orang, pelaku dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (tiga miliar Tupiah).

Dalam hal tindakan scbagaimana dimaksud dalam
Pazal 139, Pasal 191, dan Pasal 1953, dilakukan oleh
Badan Usaha Penyelenggara vang mengakibatkan
matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 {tiga miliar rupiah).

Fasal 57

Eeberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2005 tentang Pelayaran [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran MNegara Republik
[ndonesia Nomor 4349) diubah sebagai berilout:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sehagai beniouc:

(1)

{2)

Fasal 5

Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimalisud pads ayat
1) meliputi;

a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan,

13) Ketenbtuan . . .
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(2 Keteniuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a, hunsi b,
dan hurwl ¢ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

hetentuan Pasal @ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Fasal 9

(1) Kegiatan apngkuatat laut dalam neger disusun dan
dilaksanalian s¢cara terpadu, baik intramoda maupun
antarmoda vang merupakan sanl kKesatuan  sistem
trangportasl nasional.

(2] Kegiatan angkutan laut dalam neger sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek
tetap dan teratur (finer) serta dapat dilengkapi dengan
trayell tidak tetap dan tidak teracur (rrampern.

(3} Kegiatan angkutan laut dalam negeri vang melayani
trayek tetap dan teratur cdilakukan dalam jaringan
trayek.

(4] Jarngan trayek tetap dan  teratur  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} ditetapkan oleh Pemerintah
Fusat.

I51 Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tdak
teratur sebagaimana dimalkcsud pada ayat (2) dilakukan
oleh perusabasn angkutan laut nasional dan wajib
dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 13 dichah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal 13

(1} Kegiatan anghkutan laut khusus dilakukan oleh Badan
Uazha untuk menurgang wusaha pokok untk
kepentingan  sendii dengan menggunakan  kapal
berbendera  Indonesia yang memenuhi  persyaratan
kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal
berkewarganegaraan Indonesia,

2] Kegiatan - - .
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{4} Kegiatan angkutan laut Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} wajib memenuhi Periziman Berusahza dan
Pemerintah Pusat,

Dn antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 [satu} pasal,
vakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikuy:

Pasal 144

(1} Sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia,
kapal Asing dapsat melakukan Llegiatan Khusus di
wiayah perairatt Indonesia vang tidak  termasuk
kegiatan menganglkut penumpang dan/atau barang.

(2]  Ketentusn lebih lanjut mengenai kegiatan kbhusus yang
dilakukan oleh kapal asing sebagaimana donaksud pada
ayat (1] diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi  sebagai
beriloat:

Pasal 27

Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan, orang
perseatangan warga negara Indoenesia atau Badan Usaha
wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikuar:

Pasal 28

(1) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kritenia
vang ditetapken coleh Pemerintah Pusat, Perizinan
Benizaha untuk angkutan laut diberikan oleh:

a. bupati . ..
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a bupati/wrali kota yang bersanglutan bagi Badan
Usaha vyang berdomisili  dalam  wilayah
kabupaten/keta dan beroperasi pada  lintas
pelabuhan dalam wilayvah kabupaten,/ kota,

b, gubsrnur  provinsi yvang bersangkutan  begi
Badan Usaha yang berdomisih dalam wilayah
provinsi dan heroperasi pada lintas pelabuhan
antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
atany

. Pemerintah  Pusat bagi Badan Usaha yang
melalukan kepiatan pada lintas pelabuhan
antatrproving dan intemasional.

Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
vang ditetapkan ocleh Pemerintah Pusat, Perizinan
Berussha untuk angkutan laut  pelayvatan-rakyat
thbenkan olsh:

A, bupatifwali kota yang hersangkutan bagi orang
perseorangan  warga negara  Indonesia  atauy
Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayzh
kabupaten fkota dan  beroperasi pada  lntas
p¢labuhen dalam wilayah kabupaten/keta; atau

b. gubernur  yang bersangkutan bagi  orang
prrsecrangan  warga negara ndonesia  atau
Badan Usaha vang berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota
dalam wilayah provingi, pslabuhan antarprovinst,
dan pelabuhan intermasional.

Berdasarlan normsa, standar, prosedur, dan kriteria
vang ditetapkan olel Pemenntah Pusat, Penzinan Usahe
untuk angkutan sungai dan danau diberikan oleh:

8. bupati/walli kota sesual dengan domisili orang
perseqrangan  warga négara [ndonesia  atau
Badan Usaha; atau

b. Gubernur Provinsi Dasrah Khusus  Ibukotz
Jakarta untuk orang perseorangan warga négara
Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili 3
Dasrah Khusus [bukota Jakarta.

) Selain. . .
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Selain | memihki Perizinan Berusaha  sehagaimana
ditnaksud pada ayal [3) untuk angkutan sungal dan
danau kapal yzng dioperasikan wajib  memenuhi
Perizinan Berusaha untuk trayek yang diberikan ol=h:

a. bupatifwali kota yang bersangkutan bagi kapal
vang  melayani trayek  dalam wilayah
kabupatenfketa,

b. gubernur provinsi yang bersanghkutan bagi kapal
vang melayani  trayek  antarkabupaten/kota
dalam wilayah provinsi, atay

£, Pemerintah Pusat bagi kapal yang melayam
trayek antarprovins danfatan antamegars,

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan Kriteria
vang ditetapkan cleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriceria
vang ditetapkan oleh Pemerintabh Pusat, Perizinan
Berusaha untuk angkutan penyeberangan diberikan
oleh:

a. bupati/wali kota sésuai dengan domisih Badan
Usaha; atan

k. Gubernur Provinsl Daerah Khusus  [buketa
Jakarta untmk Badan Usaha yang berdemmisii di
Daerah Khusus |lbukota Jakarta,

Selainn  memiliki  Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada  avat  [5) wuntuk  angkutan
penveberangan, Kapal yang dioperasikan wajib
memenuhi Perizinan Berusaha untuk persetujuan
pengoperasian kapal yang dibenkan olch:

a. bupati/wali kota yang bersangkutan bag kapal
vang melayani lintas pelabuhan daslaom wilavah
kabupaten flkota;

b gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal
Yarng rmelayam lintas pelabubhan

anterkabupaten /kota dalam provinsi; dan

o, Pemerintah _. .
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c. Pemetintah Pusat bagi kapal wvang melayvani
lintas pelabuhan  antarprovinsi  dan/atau
Antamegara,

berdasarkan norma, standar, prozedur, dan kriteria
yvang ditetapkan okh Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berussha
sebagaimana dimalkisud pada avat {1), ayat (2), ayat (3],
ayat {4}, ayat (J), dan ayat {6) diatur dalam Peraturan
Permerintah.

Pasal 30 dihapus.

Ketentuan Pasal 31 diubah schingga berbunyi sebagai
bt rikout:

(1)

(2}

Pasal 3]

Untuk kelancaran kegiatan angkutan di  perairan
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6  dapat
diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di
perairan.

Usaha Jasa terkait dengan angkutan di  perairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat berupa:

a. bonghkar muat barang,

b. jasa pengurusan transportasi,

. angkutan perairan pelabuhan;

d. penyvewaan peralatan  angkutan  laut  atay
peralatan jasa terkait denpan anghutan laut:

e tally mandiri:

f. depo peti kemas;

g pengelolaan kapal (ship managementy,

h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal,

[
]

keagenan Awak kapal [ship manring agency;
kcagenan kapal; dan

L
]

k. perawatan . . .
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k. perawatan dan perbaikan kapal [ship repairrg
and mamfenancoe).

(3 EKetentoan lebib langut mengenal wsaha jasa terkait
dengan anglutan di perairan diatar dalam Peraturan
FPermerintah.

Ketentuan FPasal 32 diubah  sehingga berbunyi sebagai
berkut;

Fasal 32

{1} Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
31 avat (2) dilakukan cleh Badan Usaha yang didirikan
khusus untuk penyelenggaraan wsaha jasa  terkait
dengan angkutan di perairann,

{2} Ketentuan méngena penysknggaraan Usaha jasa terkat
dengan angkutan di peralran sebagaimana dimalksud
pada awyat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal,

(3} Belain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk ity
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan
perairan pelabuhan dapat dilalukan oleh perusahaan
angkutan laut nasional.

Ketentuan Pasal 33 Jdmbah sehingga berbumyz s=bagai
berikut:

Pasal 33

Badan Usaha wang didirikat khusuas uantuk ussha jasa
terlkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimalesud
dalam Pasal 32 ayat |1), wajib memenuhi Perizinan Berasaha
dari Pemerintah Pusat atzu Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya berdasatkan norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

11. Ketenituat - . .
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Eetentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikiut:

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara dan persyaratan
Perizinan Berusaha jasa terkait dengan angkutan di perairan
cdianir dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 51 digbah  sehingga berbumy  sebagan
berikut:

Paszal 51

(11  Angkuotan multimaoda, dilakukan oleh Badan Usaha vang
telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melalukan
angkutan mualtimoda dati Pemetintah Pusad.

12l Badan Usaha scbagaimana dimaksud pada ayat [1)
Bertanggung jawab térthadap barang sejak ditenmanya
barang sampa diserahkan kepada pénenma barang.

Ketentuan Pasal 52 diubah sehinga berbunyi sebagai
berikur:

Pasal 52

{l}) Pelaksanaan anglkutan multimoda dilakukan
bardasarkan dokumen yang diterbitkan oleh penyedia
Jasa angkutan multimoda,

{2} Dokumen sebagaimans dimaksud pada avat (1) dapat
berupa dokumen #lektronik.

Kstentuan Pasal 59 diubah  sehingga berbuny sebaga
berikut:

Pasal 5+ . _ .
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Pasal 5%

Setiap orang yang melanggar ketentuan acbagaimana
dimaksud dalam Pazal 8 ayat {2), Pasal 9 ayat (3), Pasal
11 ayat {#}, Pasal 13 ayat |2], Pazal 19 ayat [2}, Pasal 27,
Pasal 28 ayal (4} atau ayat (6), Pasal 33, Pasal 38 ayat
(L}, Pasal 41 ayat {3), Pasal 42 ayar (1], Pasal 46, Pasal
47, atau Pasal 54 dikenai sanlzi administratil.

Kzl=ntuan kebib langut mengenan kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaatt sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dalam
Peraturan Pemenntah.

Ketentwan Pasal 90 diubali sehingge berbunyi  sebagai
berikut:

(1)

(2]

(3

Pasal 90

Kecglatan pengusahaan di pelabuban terdin atas
penyediaan danfatau pelayanan jasa Kepelabubanan
dan jasa terkat dengan kepelabuhanan,

Fenyediaan danfatau pelayanan jasa kepelabubanan

sebagamana dimaksud pada ayat {1} melipub

penyediaan  danfatau pelayanan jasa  kapal,

penampang, dan barang.

Penyediaan  danfatan  pelavanan  jase  kapal,

penampang, dan barang sebagaimansa dimaksud pada

ayat (2] terdin atas:

a. penyédiasn danfatau pelayanan jasa dermmaga
untuk bertambat;

b. penyediaan danfatau pelayanan pengisian bahan
bakar dan pelayanan air bersih;
. penyediaan denfatau pelayanan fasilitas naik

turun penumpang danfatau kendaraan;

d. penyediaan danfsatad pelayanan jasa detmaga
untuk pelaksanaan kegiatan  bonghar mmuaat
barang dan peti ktmas;

&, penyechaan . ..
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£. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan
tempat penimbunan barang, alat bonglear muaat,
serta peralatan pelabuban,

f penyediaan danfatau pelayanan jasa terminal
peti lkemas, curah cair, curah kering, dan Fo-Fo,

&. penyediaan danfatau pelavanan jasa bongkar
muat barang;

h. penyedizan danfataun pelayanan pusat distrbus
dan konsolidasi barang; dan fatau

i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundasn
kapal,

Kegiatan  jasa  terkait dengan  kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
yang menunjang  kelancaran  operasional dan
memberikan mla tambah bag pelabuban,

Katentuan lebih lanjut mengenai kegiatan petgusaliaan
di pelabuhan diatur dalam Peraturan Pemeénntah.

Keteptuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

{2)

{:3)

Pasal 91

Kegiatan  penyediaan danfatan  pelayanan  jasa
kepelabuhanan s¢bagaimana dimalkisud dalam Pasal 90
ayat (1] pada pelabuhan yang divsahalkan secara
komersial dilaksanaken oleh Badan Usaha Pelabuhan
setelal memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat atay Pemerintah Daerah s#&#sua denganb
kewenangannya berdazarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan
Usahs Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakuken untulk =bib dari sap) terminal,

Kegiatan penyediaan danfatau  pelayanan  jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
avat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan s4cara
komersial dilaksanakan oleh Unt  Penyvelenggara
Pelabuhan,

{4} Dalam . . .
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Dalam  keadaan tertentu, terminal dan  fasilitas
pelabuhan lainnya pada pelabuban yang dnisahakan
Unit Penvelenggara Pelabuban dapat dilakksanakan oleh
Badan Usgha Pelabuihan berdasarkan perjanjian.

Kegiatan  jasa  terkait dengan  kepelabuhanan
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 90 ayat |1} dapat
dilakukar, oleh orang persecrangan warga negara
Indonesia dan/atau Badan Usaha.

Ketentuan Pasal 96 diwbah sehingga berbunyr sebagai
berikoat:

b

{2}

Pasal 96

Pembangunan  pelabuhan laut wajib - memenuhi
Perizinan Berusaha dane

a. Pecmerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan
pelabuhan pengumpul; dan
b. gubermyr atay bupatifwali Reta untuk

pelabuhan pengumpan
bardasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
vang ditetapkan oleh Pemenntah Pusat.

Pembangunan dan pengeperasian pelabubhan laut vang
dilaksanakan oleh  instansi  pemerintah harus
mendapatkan persetujuan dari Femerintah Pusat,

Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi scbagai
berikut:

i1

(2]

Pasal 97

Pelabuhan laut hanya dapat dicperasikan setelah selesai
dibangun dan memenuhi persyaratan cperasional serta
wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

Perizinan Berusaha terkait pengoperasian pelabuban
laut diberiltan oleh:

a Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan
pelabuhan pengumpul; dan

b. puberpur - . .
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b. gabernur  atan  bupatifwali  kota untuk
pelabuhan pengumpan

sesnai dengan norma, standar, prosedur, dan Kriteria
vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

ketentuan Pasal 92 diubah  sehingga berbunyi  sebagal
beriloat:

Faszal 98

(1] Pembanganan pelabuhan sungal dan danaw  wajib
memenuil Perizinan Beruzaha dan bupati/wall Kota
sesuva dengan normma, standar, prosedur, dan kotéria
yang ditctapkan oleh Pemenntah Pusat.

(2} Pembangunan dan pengoperasian pelabuban sungai
dan danau yang dilakukan oleh mstansi pemerintah
haris mendapaltkan persstujuan dan Pemerintah Pusat.

{2} Pernzinan Berusaha unmk mengoperasikan pelabuhan
sungai dan danau diberikan olsh bupati/wali kKota
sesual dengan norma, standar, prosedur, dan Keiteria
vang ditetapkan oleh Famenntah Pusat,

Ketentuan Pasal 99 digbah  sehingga berbunyl sebaga
benkur:

Paszal 9%

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan pengusahaan
di pelabuhan serta Perizinan Berusaha teckait pembangunan
dan pengopérasian  pelabuhan  diatur dalam  Peraturan
Pemerinitah.

Pasal 103 dihapus,

Ketentuan Pasal 104 diubah schingga berbunyi sebagai
berikui:

Paszal 104
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Fasal 104

(1) Termmnal khusus sebagaamana dimaksud dalam Pasal
102 ayat |1) hanya dapat dibanpgun dan dioperasikan
dalam hal:

a. pelabuhan  terdekat tdak dapat menampung
Lkegpiatan pokok terseburt, atau

b, berdasarkan pertimbangan ckonomis dan teknis
operasional gkan lebah efektif dan shsren seérta
kbih menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran apabila membangun dan
mengoperasikan terminal khusus.

{2) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus
sebagaimane dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Ketentvuan Pasal 106 diukah schingez berbunyi sebagai
berilut:

Pazal 106

Termminal khusts yang sudah tidak dioperasikan sesua
dengan Perizinan Berusaha yang telah diberikan dapat
disgrahlan lkepada Pemerintah Pusat atau dikembalikan
seperti Keadaan sermila atau divsulkan untuk perabahan
status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha
pokok yang lain atau menjadi pelabuban,

Pasal 107 dihapus.

Ketetituan Pasal 111 divubah sehingga berbunyl sebagad
Lerikut:

Pazal 111

(1] Kegiatan pelabuban wuntuk menunjang  kelaticaran

perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
dilakukan oleh pzlabuhan utama.

2] Penstapan . . -



5K No G090 A

PRESIDEN
REPLIBLIK IMOONESLA

.402 .

{2} Penetapan pelabuhan sebageimmana dimaksud pada ayat
(1} dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a. pertumbuhan dan  pengembangan ekongimi
nasional;

k. kepentingan perdagangan internasional;
& kepen tingan pengembangan kemampuan

anghutan laut nasional;

d. posisi  geografis yang terletak pada lincasan
pelayaran internasional,

Tatanan Kepelabuhanan Nesional,
fasilitas pelabyhan;

keamanan dan kedaulatan negars; dan
kepentmgan nasional lainnya.

(3] Terminal khusus terteritu dapat digunalian  untul
melakukan Kegiatan perdagangan Iuar negen.

(4] Terminal kbusus tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat |2] wajib memenuhi persyaratan:

= T

a. aspek administrasi,

b aspek ekonomi:

C aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
d. aspek teknis lasilitas kepelabuhanan;
e

lasilitaz kantor dan peralatan penunjang bag
matansi  pemegang  fungsi  keselamatan  dan
kecamanan pelayaran, instansi bea cukail,
immgrazi, dan Karantima; dan

f. Jenus komoditas Khusus.

(31 Pelabuhan dan terminal khosus yvang terbuka bag
perdagangan luar negeri Jditetapkan oleh Pemernintah
Pusat.

26. ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 124 _ ..
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Pasal 124

Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengeraan Kapal
termasuk  perlengkapannya serta pengoperasian kapal &
perairan  [ndonesia harus memenubu  persyaratan
keselamatan kapal yang sesuai dengan ketentuan standar
internasional

Katentuan Pasal 125 diubabh sehimgga berbunyt sebagai
berilout:

Pazal 125

(1} BSebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk
perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib
membuat perhitungan dan gambar rancang bangun
serta data kelengkapannya.

{2) Pembanganan atau pengerjaan Kapal vang menipakan
perommbakan hars dilakukan sesvai dengan gambar
rancang bangun dan data yang telah memnenuhi
Perizinan Beruzaha dari Pemnerintah Pusat,

{3} Pengawasan terhadap pembangunsn dan pengerjaan
perombakan kapal ditlakukan oleh Pemerintah Pusal.

Ketenitwan Pasal 126 divbah sehingga berbunyi sebagai
berikuat:

Pazal 126

{1) Kapal vyang dinystakan memenuhi  persyacatan
keselamatan kapal diberl sectifikat keselamatan oleh
termnermntah Pusat,

{2) Sertiflkar kesslamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) terdirs atas:

a. sertifikat keselamatan kapal penumpang,
b. gertifikat keselamatan kapal barang, dan
L. sertifikat  kelaitkan dan pengawakan  kapal

penangkap ikarn.
20 Ketentuan . . .
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2% Kefentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyn sebaga

berikut:
Pasal 127
{1} SBertifikat kapal tidak berlaku apabila:

a. masa berlalu sudah berakhic

k. tidak melaksanakan pengukuban  sertifilat
{endorsemeni).

£, Kapal rusak dan dinyatakan ddak memenuhi
petavaratan keselamatan kapal,

. kapal berubah nama,

&, kapal berganti bendera,

f. kapal tidak sesual dengan data-data teknis
dalam sertifikat keselamatan kapal;

2. kapal mengalami percmbakan yang
mengakibatkan perubahan konstruks:  kapal,
perabahan ulouran ytama kapal, dan perubahan
fungsi, ataw jenis Kapal;

h. kapal tenggelam atau hilang; atau

1. Lapal ditutuh {scrappeng).

(2} Sertifikat kapal dibatalkan apabida:

a. keterangan  dalam  dekumen  kapal  yang
digunakan untuk pénerbitan sertinlat teinyata
tidak sesual dengan keadasn sebenarmya;

k. kapal =sudah tidak memenuhi persyaratan
kezelamatan kapal; atau

C. sertifikat diperoleh secara tidak sah.

{3

{4

Persyaratan  sertifikat kapal sebagaimana dimaksod
pada avat (1} dan avat (2} dapat disesuaikan
berdasarkan ketentuan standar internasional.

Eetentaan lebikh lanjut mengenai tata cara pembatatan
septifilcat sebagaimana dimaksud pada ayat 12) diatur
dalam Peraturan Pemenntah,

30, Ketentuan .
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3. HKetentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

21

32

(1}

(2}

(3)

()

Pasal 12%

Kapal berdazarlan jenis dan ukuran tertentu wajib
diklagifikasikan pada badan klasifikasi untulk keperlaan
peravaratan keselamatan kapal.

Badan klasifikasi nasional atan badan klasifikazi asing
vang dialnai dapat dilanpok melaksanakan pemeriksaan
dan  pengujian  terhadap  kapal wuntuk  memenuhi
persyaratan Keselamatan Kapal,

Fangakuan dan  penunjukan badan  klasifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayvat [2) dilakukan olch
FPemerintah Pusar,

Badan klasitikasi vang dibunjuk sebagainnans dimaksud
pada ayat 2] wajib melaperkan kegiatannya kepada
Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 130 diubah schinggs berbunyi sebagai
barakiut:

(1)

12

)

Pasat 130

SBetiap kapal yvang memperoleh sartifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 ayat {1} wajib dipelihara
sehingga fetap memenuhi persyaratan keselamatan
kapal.

Dalam  keadaan tertentu Pemperintah Pusat  depat
memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang
ditetapkan dengan tetap memperhatikan leselamatan
kapal.

Pernelihataan Rapal sebagammana dimalkisud pada ayat
(1) ddaloukan secara berkala dan sewaktu-walkta,

Ketentuan Pasal 133 dbah sehingga berbuny sebagsa
berboat:

Pasal 133 . ..
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Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan
gembar dan pembangunan kapal serta pemeriksaan dan
sertifikasi  keselamatan kapal diatar  dalam  Peraturan
Pemermtakh.

Penjelasan Pasal 154 divbah schbagaimana tercantum dalam
Fenjelasan.

Ketentuan Pasal 155% diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 155

(1] Setiap kapal sebelam dioperasikan wajib  dilakukan
pengubiuran  aleh  pejabat  pemermtah  yang  diberi
wewenang oleh Pemenintah Pusat,

(2] Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan menurut 3 {tiga) metode, vaiby sebagai
berikut.

& pengukuran  dalam negeri untak  kapal yang
berukuran panjang laraog dari 24 {dua puluh
empat] mecer,

k. pengkuran  internasicnal untuk kapal vang
berukuran panjang 24 idua pulub empat) meter
atau lebih; dan

&, pengukuran khusus untulk kapal yang akan
melalun terusan tertent.

(3} PBeérdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal dengan
ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (fujch
Gross lonnage).

(4] Surat Ukur sehagaimana dimaksud pada avat (3
diterbitkan  oleh  Pemerintah Pusat  dan  dapat
dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjul,

35, ketentuan | . .
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3%, Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai
benlout:

(1}

(2)

Pazal L57

Pemilik, operater kapal, atsu Nakhoda melaporkan
kepada Pemerintah Pusat dalam hal terjadi perombakan
kapal vang menyebabken perubahan data yang ada
delara Surat Ukur.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilalnukan gecara elektronil;.

36, Keteatuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai
beralout:

{1)

{2)

3

4

=

Fasal 158

Eapal yang telah diukur dan mendapat S3urat Ukur
dapat didaftarken di Indeonesia oleh pemilk kepada
Pejabal Pendafiar dan Penicatat Balik Nama kapal vang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusar.

Kapal yang dapat didaltar di Indonesia yaitu:
A, kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-
kurangniva GT 7 (twyuh gross tonthedel:

b. kapal millk warga negara Indonesia atau badan
hukum yang didinkan berdazarkan hokum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan

T kapal milik badan bukum  Indonesia  yang
nerupakan usaha patingan yang mayoritas
gehamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pendaftaran Kapal dilakukan dengan pembuatan akta
pendaitaran dan dicatat dalam daftar kapal [ndenesia,

Sehagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik
diberi grosse akta pendaltaran kapal yang berfungs:
sebaga bukti hak milik atas kapal yang tslah didaftar,

Kapal wang telah didaftar wajib dipasang Tanda
Pendaitaran.

27. Hetentuan . - .
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Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebaga
beritoat:

(1)

(2}

Pasal 159

Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan
¢leh Pemerintah Pusat,

Femilik kapal bebas memilih salah satu  tempat
pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
untk mendaftarkan kapalnya.

Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai
betiliut:

(L

(2)

3

Fasal 163

Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut
diberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh
Pemerintah Pusat.

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sehagaimana
dimaksud pada ayat |1] diberikan dalam benimk:

a. Surat Lavut untult kapal berukuran GT 175 [seratus
tujub pulub lima gross tornags atay lebih;

b.  Pas Besar untuk kapal beruluran GT 7 ingjuh
gross tonnage] sampad dengan ukuran kurang dani
GT 173 (seratus tyjuh puluh Lima gross tornage,
atanu

¢.  Pas Kecil untuk kapal beruykuran kurang dad GT 7
tujuh gross ronrage).

Kapal vang hanya berlayar di perairan sunga dan
danau dib+n pas sungai dan danau.

Ketentuan Pasal 168 diukah sehingea berbunyl sebagai
Berikut;

Pasal 162 . . .



SE No 050200 A

44,

FRESIDEN
REPUBLIK IMDONESIA

<409 .

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan
penerbitan  surat  ukur, tata  cara, persyaratan, dan
dokumentas  pendaftaran kapal serta tata cara  dan
persyaratan pencrbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal
diatur dalarm Peraturan Pemerintah.

Ketentuatnh Pasal 169 diubah sehingga bBerbunyi scebhagai
berilcut:

Pazal 169

{1} Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal
untuk jenis dan ukuran tertentu harazs  memenahi
persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran daii Kapal,

{2) Kapal yang telah memenuhl persyaratan manjemen
keselamatsn dan pencegahan pencematan dari Kapal
sebagaimana dumaksud pada ayat (1] diben sertifilcat.

{3) Sertifikat manajsmen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat {21 berupa Dolumen Penyesuaian Manajemen
Eegelamatan  |Bocument of Compliancsj  unmok
perisabaan dan  Sertifikat Mansiemen Keselamatan
| Sefety Management Certificate) untuk Kapal.

{#) Sertilikat secbagaimana dimaksud pada  ayat (3
diterbatkan  setelah  dhilakukan  ackdit  eksternad  oleh
pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atauw
lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemermtah
Pusat.

(5] Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan
Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjak ¢leh
Pemerintah Pusat.

(6] EKeteninan lebih lanjut mengenal tata cara aadit dan
penerbitan  sertifikat  manajemen  kesclamatan  dan

pencegahan  pencemaran  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah.

41. Ketentuan - . .
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Eetentuan Pasal L79 diubah sehingga berbuny sebagai
berikut:

1)

2]

(3}

(4)

{5

{5)

Pasal 170

Pemilik atau operater kapal yang mengoperasikan kapal
untull wkuran tertenta harus memenuhi persyaratan
manajmen keamanan kapal.

Kapal vang telah memenuhi persyaratan manajemen
keamanan kapal sebagaimana dimaksad pada ayat (1)
diker sertifikat.

Sertilikat Manajmen Keamanan Kapal sebagaimana
dimaksud pada avat (2] berupa Sertifikat Keamanan
Kapal Intermasional (fnternationaf Ship  Security

Certificate).

Sertifikat sebagaimans dimaksud pada ayat |3
diterbitkan setelah  dilakukan audit eksternal oleh
pejabat pemerintah  yang memiliki kompetensi  atan
lembaga vang diberikan Kewenangan oleh Pemerintah
Fusat,

Sertifikat Manapmen Keamanan Kapal diterbatkan oleh
pejabat berwenang vang ditunjuk oleh Pemenntah
Pusat.,

Ketentuan lebih lanput mengsnai tata cara audit dan
penerbitan sertifilkat manajemen keamanan kapal diatur
dalam Peraturan Pemenintzh

Ketenbuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyl sebapai
berilout:

i

Pazal 171

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimans
dimaksud dalamn Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1},
Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (3), Pasal 104 ayat (2),
Pasal 106, Pasal 125 syat (1), Pasal 130 ayat (1), Pasal
131 ayat (2}, Pasal 132 ayat (1) atau ayat 2], Pasal 135,
FPasal 137 ayat (1) atau ayat (2], Pasal 138 ayat (1] atau
ayat {2§, Pasal 141 ayat (1) atan ayat |2], Pazal 149 ayat
(1], Pasal 152 ayat (1), Pasal 155 ayat {1}, Pasal 158 ayat
(531, Pa=al 1560 ayat (1), Pasal 162 ayat (1}, atau Pasal 165
ayat |1] dikenal sanksi administratif.

21 Pejabat - . .
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Pgjabat  pemerintah yang  melanggar  ketentuan
sebagaimeana dimeksud dalam Pasal 126 dikenai sanksi
administratil  sesuai  dengan  letentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang képegawanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jéms, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

11

(2)

(3}

Pasal 197

Untuk kepentingan |keselarmnatan  dan Reamansan
pelayaran, desam dan pekenjasan pergerukan alor-
pelayaran dan kolam pelabuhan, seria reklamasi wajib
mementhi Perizinan Berusaha dan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Dasrah sesuai dengan kewenangannya
berdasarlkzan norma, standar, prozsdur, dan kritena
vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Peleriaan pengetukan  alue-pelayaran dan kolam
pelabuhan serta reklamasi dilaloakan oleh perasaliaan
Vvang mempunyai kemampuan dan kempetsnzsi dan
dibuktikan dengan sertilikat yang diterbitkan oleh
mstanst yang berwsnang sesuan dengan  Ketentuan
peraturan perungdang-undangan,

Ketentuan lebih lanjut mengenal desain dan pekerjaan
pengerukzan  alur-pelayaran, kolara  pelabuhan, dan
reklamasi serta sertifiktasi pelaltsana pelkerjaan diathar
dalam Pecaturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 204 diubabh sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 204 ,
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Pazal 204
Kegiatan salwage didakukan terthadap kerangka kapal
dan fatau muatannya yang mengalami kecelaltaan acau
tenggelam.

Setiap kegiatan saftage dan pekerjaan bawah air wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintab Pusat.

Ketenttuan Paszal 212 didbab sehingga berbunyi  sebagai
berilkut:

(1)

12)

12

4

Pasal 213

Pemilik, Operator  Kapal, ataun  Nakhoda wajib
memberitahukan kesdatangan kapalnya di pelabuhan
kepada Syahbandar,

Setiap kapal yang memasula pelabuban  wanb
menyerahkan surat, dokumen, dan warta Kapal Kepada
Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan
dan/atau menyampaikan secara elekitonik sebelum
kapal tiba untuk dilakukan pemerikzaan.

Setelah dilakulkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], surat, dokumen, dan wartza kapal
disimpan <leh Syehbandar untmuk diserahkean kemnbah
bersamaan dengan diterbitkannya Surat Persebujuan
Berlayar.

Hetentuan  lebih  langut  mengenai  tata  cars
pemberitabhuan kedatangan  kapal, pemenksaan,
penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan
warta kapal sebagaimana dimeksud pada avat (1), ayat
(2], dan ayat {3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkui:

Pasal 325 . ..
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Pasal 225

{1} Setiap orang vang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), Pasal 204 ayat (2),
Paszal 213 ayat {1} atau ayat (2], Pasal 214, Pasal 215,
atau Pasal 216 ayat (1) dikenai sanksi administratf,

2] Eetentuan lebih lanjut mengenai kriténa, peos, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi admdoistratil
schagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 243 diubah schingga berbunyi sebagai
bertkout:

Paszal 243

(1} Setiap orang yang melenggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 230 ayat {2), Pasal 233 ayat (3),
Pasal 234, Pasal 235, atan Pasal 239 zyat (J) dikenai
sanks administratil.

(2} EKetentuan Ikbib lanjut mengenai kritetia, jenis, besaran
denda, dan tata <ara pengenaan sanksi administranf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemenntah,

hetentuan Pasal 273 diubah schinggza berbunin sebagai
berilout;

Pasal 273

(1) BSatiap orang vang melanggar Katentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dapat dikenaa sanks
administratil.

(2) EKetentuan lebdh lanjput mengenai kriteria, jenis, begsaran
dan tata cara petgenaan sanks administratil
sehagaimana dimaksud pada avat [1) diature dalam
Peraturan Pamerintali.

449, Kateptuan . . .
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Eetentuzan Pasal 282 diubah sehingga berbuny: sebagai
berikut:

Pasal 288

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angRutan
sungal dan danau tanpa memenuhi Penzinan Berniszaha
untuk trayek sebagaimana dimaksued dalam Pasal 28 ayat |4)
vang menimbulkan kecelakaan kapal, korban manusia, atau
keragian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 [satg] tahun atau  denda paling  banyak
Rp200.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 28% dwwbah sehingga berbunyt sebaga
berikut:

Paszal 289

Setiap orang yang mengeperasikan kapal pada angkutan
penyeberangan tanpa memenvhi Perizinan Berusaha terkait
persefujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksucd
dalain Pasal 28 ayvat (&) yang mednimbulkan kecelalkaan
kapal, korban manusia, atad kerugan harta enda diprdana
dengan pidaha penjara paling lama 1 [satu) tabun ataw
denda paling banyak Rp200.000.000,00 |tiga ratus juta
rupiahj.

Ketentuan Pasal 290 diubal sehingga berbunyi sebagai
beprkut:

Pazal 200

Sctiap orang yvang menyelenggarakan usaba jasa  terkadt
dengan anglutan di perairan tanpa memenuhi Penizinan
Berusahe sebogaimana dimaksud dalam Pasal 33 vang
menimbulkan korban manusia atay kerugian harta benda
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 {satu) tahun
atau denda paling banyak Bp300.000.000,00 (tiga ratus juta
tupiah),

22. hetenituan - . .
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Ketentuan Pasal 291 diubah s+hingea berbunyi sebagaa
berikut:

Pasgal 291

Setap orang vang tidak mezlaksanaltan kewajibannya unmk
mengangkut penumpang  danfatagd barang terutama
anglatan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) yang mengakibatkan tmbulnys kerugian pihak lain
dipidana dengan pidana penjara paling lama | {satu) tahun
dan denda paling banyak BEp3S0.000 000,00 (tiga ratus bhma
miluh juca rapiahl).

Ketentuan Pasal 292 diubah szhingga berbunyi sebagai
beerilout:

Paszal 292

Setiap orang yang bdsk mengasuransikan Eoggang
Jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat |3
yang mergakibatkan timbulnya keruglan pihak lain dipidana
dengan pidana penjara paling lama & (snam) bulan dan
denda  paling banyak RBplO0.000.000.08  (seratus  juta
rupaahl).

Ketenitwan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

Pasal 293

Setap crang vang tidak membenkan fasilitas khusus dan
kemydahan sebagaimang dimaksnd dalam Pasal 42 ayat {1}
vang memmbulkan kecelakaan danfatau korban manusia
dipidans dengan pidana penjara paling lama & {enam) bulan
dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 {dus ratus Juta
rupiakh].

25, Ketentan . . .
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Ketentuan Pasal 294 dinbah sehingga berbunyi sébagai
berikut:

Pasal 294

(1] Setap orang yang mengangkut barang khusuzs dan
barang berbahava tdalk sesunl dengan persyaratan
scbhagaimana dimaksud  dalam  Pasal 46 yang
mengakibatkan  timbuloya  korban  manusia  atau
kerusakan terhadap keschatan, keselamatan, danfatau
lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama
3  (tiga) fahun atan denda paling banysak
Rp400.000.000,00 {empat ratus juta rupiah).

(2} Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
mengakibatkan keragian hatta benda, pelaku dipidans
dengan pidana penjara paling lama 4 [empat) tahun dan
denda palng banyak Rp300.000.000,00 (lima rangs juta
rupish).

{3} Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
mengakibatkan kematian seseorang danfatau Kerugian
harta benda, pelaku dipidana dengan prdana penjara
paling lama 10 |zepuluh) tabun dan denda paling
baryak Rpl.S00, 000,000,000 (zatn miliar ima ratus juta
mapiah)-

Ketentuan Pasal 295 dmbah sehingga berbuny sebagaa
berikut:

Pasal 2595

Betap ocrang yang mengangkut barang berbahaya dan
barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan
sebageimana dimaksud dalam Pasal 47 vang mengskibatkan
timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling
lama & (enam} bulan dan denda paling banyak
Rp 100,000, 000 00 [seratus juta rupiah).

27 ketetatuan - . .
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Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 296

Settap orang yang GOdak mengasuransikcan  tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang
mengalibatkan timbulnya kerigian pihak lain dipidana
dengan pidana kurungan paling lama & jenam) bulan atau
pidana denda paling banyalc Rp15G.000 000,00 (seratus lima
puluh juta rupiahy).

Ketentuan Pagsal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasgal 297

(1] Setigp ¢rang vang membangun dan mengoperasikan
pelabuhan suangai dan danau yang tidak memenuhi
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pazal
98  ayat {1} vang mengakibatken | timbuloya
karban f Kerusakan kesehatan, kesslamaltan, dan/fatan
hngkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama
2  {dua) tahun atau denda palng banyak
REp300, 000 000,00 (tga ratus juta rupiahj.

2] Setiap orang vang memanfaatkan garis pantal antuk
melaliukan kegatan tambat kapal dan bongkar muat
barang atau menaikkan dan menununkat pehumpang
untuk  kepentingan  zenditi &1 luar  kegatan  di
pelabuban, terminal khusus dan  terminal  wntuk
kepentingan  séndiri | tanpa  mémenubln Perizingm
Berusaha atau Persetguan dad Pemenntah Pasat
sebagaimansg dimaksud dalam Pasal 339 dipidana
dengat pidana penjara pahing lama 2 (dua) tabhun dan
denda paling banyak RpS00,.000,000,00 lima ratus juta
rupiah).

29, Ketenaaty - - .
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Eetentuan Pasal 298 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikout:

Pasal 208

Setiap  orang vang tdak memberikan  jaminan  atas
pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan
Legiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
100 avat [3) vang mengakibatkan timbulnya Korban dipidana
dengan pidana pefjara paling lama & [(enam) bulan dan
denda paling banyak RplO0O000.000,00 |seratus  juta
rupiahl.

Ketentuan Pasal 299 divkalh schingze berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 299

Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan termmnal
khusus  tanpa mémentlhin Perimnam Berusaha  dan
Pemenntah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
ayat {2} yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
keschatan, keselamatan, denfetay  lingloangan  dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 [dua) tahun atan denda
paling banyak Rp3Q0.000.000.00 {tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 307 dinbah sehingga berbunyi =ebagai
berilout:

Fasal 307

Setiap orang vang mengoperasikan kapsl tanpa dilengkapi
dengan peranghkat komurnikasi radio dan kelengkapannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2] yang
mengakibatkan dmbulnya kecelakasn  kapal, korban
manusia, atau kerugian barang dan harta benda dipidana,
dengan pidana penjara paling lama 2 {dua) talun dan denda
pabng banyak Rp3G0.000.Q0K) 20 {tiga ratus juta mapiah).

62, Ketentuan .
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Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebaga
berikut:

Pasal 208

Setiap orang yang mengoperasian kapal tidak dilengkapi
dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 132 ayat (1) yang mengakibatkan timbulbya
kecelakaan kapal, korban manusia, atau kerugian barang
dan harta bends dipdana dengan pidana penjara paling
lama 2 {dua} tahun dan denda paling banvak
Ep300.000.000,00 {tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 310 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Paszal 310

Setiap orang vang mempekenakan Awak Kapal tanpa
memenuhi  persyaratan  kuoalifikasi  dan  kompetensi
sehagaimana  dimaksud dalam Pasal 135 yang
mengakibatkan dmbulnya kerban atan kerugian harea benda
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun
dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah.

Ketentuan Pasal 313 diubah =ehingga berbunyi sebagai
berikuat:

Pazal 313

Satiap orang vyang menggunakan peti kemas sebagail bagian
dari alat angkut tanpa memenuhi persyaraian kelaikan ped
kemas sebagaimans dimaksud dalam Paszal 149 ayac (1) yang
mengakibatkan timbulnya korban atau keragian harta benda
dipidana dengan pidana kunngan paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banvak Rp300.000.000,00 [tiga catus juta
ruapiat).

a5. Ketentuan . ..
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Ketentuan Pagzal 314 diwbah sehingga berbuny sebagal
herikut:

Pagal 214

Betiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada
kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimakszud dalam
Pasal 158 ayat (5) vang mengakibatkan timbuloya korbam
atan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 [enam] bulan atau denda paling banyal
Rp100.000.000,00 jseratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 321 diabah sehingga berbunyl sebagal
berilout:

Pasal 321

Pemilik kapal yang tidal menyingkirkan kerangka kapal
dan/atau muatannya yang menggangg keselamatan dan
keamanan pelayaran dalam batas wekty yang ditetapkan
peinerintah sebagairsana dimaksud dalam Pasal 203 avat (1]
vang mengakibatkan timbulnya korban/kecelakaan kapal
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 [satu} tabhun
dan denda paling banyak RplO.000.000.000,00 (zepulub
miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 322 dinbah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 322

Makhoda vang melalukan kegiatan perbaikan, percobaan
berlayar, kegiatan alibh muat di kolam pelabuban, menunda,
dan bonglzar muat barang berbahaya tanpa perzetujuan dari
Svahbandar sehagaimana dimaksud dalasn Pasal 216 ayat (1)
vang mengakibatkan timbulnya korban atau terjadinya
kecelakaan kapal dipidana dengan pidana penjara paling
lama © jenam) bulan atau denda paling banvak
FEp 100, 0U0, 000,00 (seratus juta rupiah).

65 Ketentuan . . .
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53. Kewzntuan Pasal 336 diubabh sehingga berbunyi sebagad
berilout:

Pagal 326

(1} Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus
dan jabatannya atau pada waktu melakukan tindak
pidana melakukan kekuasasn, dan menggunakan
kesempatan, atay sarana yang diberilan kepadanya
karena jabatan dipidana dengan pyana penjara paling
lama 1 (satw) tahun dan denda paling banyak
Ep 100, 000,000,003 (seratus juta rupiah).

(2] Selan prdana sebagaimana dunmaksud pada ayat (1)
pelaku  dapat dikena pidans.  tambaban  bérupa
pernberhentian secara tidak hormat dan jJabatannya,

13  Setiap pejabat yang karena melakranaban bugas sesval
denpgan jabatan dan kewenangannya menyebabkan
kerugiann harta bénda danfatan hilangnya nyawsa
seseorang di luar kebasaannya, pejabat tersebut tidak
dapat dikenai sanksi.

Pasal 58

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Homor 1 Tahon 2009

tentang Penerbangan [Lembaran Megara Fepublik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 4958) divhah schagai berikat;

1. Hetentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan balng-baling
pesawal terbang vang akan dibuat untuk digunakso
secara sah lefigibls harus memibla rancang bangun.

(2] Rancang . . .
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(2] Rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara,
dan baling-baling pesawat terbang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan
dari Pemerintah Pusat.

Pazal 14 dibapus.

Eetentuan Pasal 15 diubah sehingga berbuny sebagad
berilalt:

Pazal 15

Pesawat ndara, mesin pesawal udara, atsu baling-baling
pesawat terbang yang dibuat berdasarkan rancang bangun
schagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk diproduksi
harus memilika sertifilkat tipe.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbumyi sebagai
berikuat:

Pasal 16

(1} Setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-
haling pesawat terbang vang dirancang dan diprodulksi
di luar négeri dan dumper ke Indonesia harus mendapat
sertiflkat vaiidasi tipe,

{2} SBertifikat validasi tipe zebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antarmegara di
bidang kelaikudaraan.

Estéentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi scbagai
berikut:

Pagal 17 . ..
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Pasal 17

Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat udara,
mesin pesawat uwdara, atau baling-baling pesawat terbang
vang telah mendapat sertifkal tipe sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 harus mendapat persetujuan  dar
Pemerintah Pus=at.

Ketentunan Pasal 18 diubah sehingga berbunyl sebagal
bepiknat:

Pasal 18
Keteritwan lekbith lamut mengen:au tata cara dan prosedur
mendapatkan persetuyjuan rancang bangun, kegiatan
rancang bangun, psrubahan rancang bangun pesawat udara,

sertifikat wvabdasi tipe, dan sertfikat tpe diatur dalam
FPeraturan Pemerintah.,

Ketentwan Pasal 19 diubab sehinzga berbunyvi sebagai
berikur:

Pasal 19

{1} Setiap badan hukum Indonesia vang melakulan
kematan produksi danfatau perakitan pesawat udara,
mesin pesawat udara, dan/atsy baling-baling pesawat
terbang wajib menuliki sertifikat produksi.

{2} Ketentuan lekih lanjut mengenai sertifikat produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatar dalam
Peraturan Pemerincah.

Fazal 20 dihapus.

Pasal 21 dihapus.

Paszal 22 dihapus.
11. Ketentuan . ..
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Ketentuan Pasal 26 dinbah sehingga berhunyr sebagai
berikoat:

Paszal 26

Pezavwat udara yong telah didaltarkan dan memenuhi
persvaratan  sebagaimana  dimaksod  dJdalam  Pasal 2%
diterbitkan s#rufikat pendaftaran.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbuny sebaga
beriliut:

Pazal 30

Ketentuan iebihi lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pendaltaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda
kebangzaan Indonesia serta kriteria, jenis, besaran denda,
dan tata cara pengensan sanksi administratil diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 dihapus.
Pasal 32 dihapus.
Pasal 23 dihapus.

Ketentuan Pasal 37 divbah sebhingga  bBerbunyl sebagad
berilout:

Pasal 37

Sertiikat kelaikudaraan standar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 terdiri atas:

#, sertifikat  kelaibudaraan standar pertama  (initial
ainvorthiness certiffeate) yang diberikan untuk pesawat
udara pertama kali dioperasikan oleh setiap orang; dan

b. sertifilcar . .
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B sertihkat kelmkudaraan standar lamgutan  (cormimosds
atrirerthiness cerfificatel yang diberikan untuk pesawat
udara setelah sertifikat kelaikudaraan standar pertama
dan akan diocperasikan secara terus menerus.

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga herbunyi sebagad
berikut:

Fasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara dan prosedur
untuk mempercleh =ertifikat kelaikudaraan dan  kriteria,
Jemus, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Pemerincah.

Ketentuan Pasal 41 diubah schingza berbunyvi sebagai
berikut:

Pasal 41

(1] Setiap crang yang mengoperasikan pesawat udara
untuk  kegiatan angkutan  udara  wajib | memibki
sertifikat.

12) Serdfikat sebagaimang dimaksud pada ayat (L) verdiri
atas:

a.  sertifikat operator pesawat udara (air opercdor
certificare) yang diberikan kepada badan hukum
Indsnesia yang mengoperasikan pésawat Udara
sipil untuk anghkutan udara niaga; atau

b. sertillkat penpgoperasian pesawat udara (operaiing
cerlificatte} yang dibenkan kepada orang atau badan
hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat
udara sipil unnik anglkatan udara bukan nisga.

Pasal 42 dihapus.

Pasal 42 dihapus.

21, Ketenfuan . ..
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Kerenbian Pasal 45 digbah sehingga berbunyn  sebagai
beriloar:

Pasgal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
mempersleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat
pengoperasian pesawat udara dan kotena, jénis, besaran
dendsa, dan tata cara pengenaan sanksi administratil diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Patal 46

{1} Setap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib
merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, balitig-
baling pesawat terbang, dan komponennya untuk
mempertehankan keandalan dan kelaikudaraan secara
berkelanjutan.

(2] Dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara,
baling-baling pesawat terbang, dan  komponennya
sehagaimana dimaksud pada avat (1), sétiap orang
harus membuat program perawatan pesawat udars Yang
disahlcan eleh Pemerintah Pusat,

kKetenituan Pasal 47 diubah =ehingsa berbunin sebaga
benkut:

FPazal 47

Perawatan pesawat wdara, mesin pesawal udars, serts
baling-bzling pesawal terbang  dan kKomponennysa
schagaimena dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat
dilalkukan oleh:

a.  perusahaat angkutan udara yang telah  meomilikd
sertifikat operator pesawat udara;

b. badan . . .
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b. badan hukum organisas) perawatan pesawat udara vang
telalh merpilikn sertifikat organisasl perawatan pesawat
udara {approved maintenance arganization); aran

¢, persomel ahli perawatan pesawat udara vang telah

memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara {ofrcraft
mainienance engmeer license).

Pasal 43 dihapus.

Ketentuan Pazsal 49 diubah sehingga berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 49

Sertifikat organisasi pérawatan pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4¥ huruf b dapat diberikan kepada
OCganisasi perawatan pesawat udara di luar negeri yang
memenuhl peravaratan setelah memiliky sertifikat organisasi
perawatan pesawal udara vang diterbitkan oleh oworitas
penetbangan negata yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 50 divbab sthingga berbunyl  sebagad
berikut:

Pasal 50

Senap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi
administratf.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehinggs berbunyi  sebagad
berikut:

Fazal 51 . ..
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Pasal 51

Keteptuan lebih lanjut mengensai tata cara, prosedur, dan
pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara
dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi adminiscratil
diatur dalam Peraturan Pamermtah,

Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyn s=baga
berikut:

Paszal 58

(1} Setiap persconel pesawat udara wajib memibki lisensi
atau sertifikat kKompetenst.
[(2) Personel pesawat udara yang terkait langsung dengan

pelalisanaan pengoperasian pesawat  udara  waiib
memiliki lisensi vang sah dan masih berlaku.

Retentmaan Pasal 60 divbah schingga berbunyl scbagai
bBerilovg:

Fazal 60

Lisensi personel pesawarl udara yvang diberikan oleh negara
lait dapat dizkui melalvi pengesahan oleh Pemerintah Pusat.

Eetentuan Pasal ©1 diubah sehingga berbunmyi  sebage
benlout:

Pazal &1

Hetentuan lebth lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan
prosedur memperoleh lisensi, atau sertfilzat kompetensi dan
lembaga pendidikan dan/atau sertlikal pelatihan  diatur
dalam Peraturan Pemerintal.

31 Kerentuan . . .
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Ketentuan Pasal 63 diubab sehingga berbunyi sebagal
bBerikut:

(1)

2l

3

(4

(=l

(=l

Pasal 63

Pesawat udara vang dapat dioperasikan di wilayah
Negara Kesatnan Republik Indonesia hanya pesawat
udara Indonesia.

Dalamm keadaan tertentu dan dalam wakta terbatas
pesawat udara asing dapat  dioperasikan  seielah
mendapat persetyvan dar Pemerintab Pusat,

Pesawal udara sipil asing dapat dioperasikan oleh
petusahaan anbghulan wdara  nasional untuk
pencrbangan ke dan Jdari lwar negeri sételah adanya

perjanjian antarmegara.
Pasawat udara sipll asing yang alkan dioperasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} haras
memenuhi persyaratan kelailudaraan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat,

Setiap orang yvang melangear ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, ayat (3), dan ayat {4)
chikenial sanks adminstratd,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat
udara sipll serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
cara pengenaan sankst administrati!  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5} diatur dalam Peraturan
Femenntah.

Fazal &4 dihapus.

Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 66 . . .
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Pasal &6

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi
diatur dalam Peraturan Famerintah.

Ketentunan Pasal 67 diobah sehingga berbuny  sebaga
berikut

Pazal &7

{1} Setiap pesawat wudara negara yang dibuat  dan
dioperasiktan hams memenuhi standar rancang bangun,
produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh
Pemetintah Pusat.

2] Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada avat
(1] wapb memibk tatda adentitas.

Eetentuan Pasal 54 diubsh schingga berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 84

Angkutan udara niaga dalam negeri hanva dapat dilakukan
oleh badan ussha angkutan wdara nasionszl yang celah
mementibl Perzman Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 8% diubah sehingga berbunwvi  sebagai
berikut:

Pasal 55

() Angkhuan vwdara niaga berjadwal dalam negeri hanya
dapat dilakukan ¢leh badan wsaha angkastan udata
nasional yang telah memenuhi Perizinan Berusaha
terkait angkutan udara niaga berjadwal.

{d) Badan . .
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Badan wsaha angkutan wudara mags berjadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dalam keadaan
tertenta dan  bersifat sementara dapat melalkukan
kegiatan angkutan udara niaga lidak berjadwal setelah
mendapat persetujuan dan Pemernntah Pusat.

Kegatan angkutan udara maga tidak berjadwal vang
bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayvat (2
dapat dilakukan atas inisiatii instansi Pemerintah
dan/fatan atas permuntaan badan usaha angkutan
udara niaga nasional,

Kegiatan angkutan udara niaga odak berjadwal yang
dilaksanakan oleh badan vsaha anglutan udara niaga
berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat {2 bdak
menyebabkan tergang@anya pelayanan pada rute yang
mergadi tanggung jawabnya dan pada rate yang masih
dilayani oleh badan usaha angkutan udara nags
berjadwal lainnya.

Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

{1)

{2)

(%)

Pasal 91

Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri
hanya dapat dilakukaen oleh badan usaha anglutan
udara nasicnal yang telah memenubla  PenZman
Beruzaha dan Pemerintah Pusat.

Anglutan udara niaga tidak berjadwal dalam nageri
sebagaimana dimaksud pads ayat |1} dilaksanakan
berdasarkan persetyuan terbang iflight approoal).

Badan wszaha angkatan wdara niaga tdak berjadwal
dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat
gementara dapat melakukan kegiatan angkatan udara
niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari
Pemerintah Pusat.

<) Kegiatan . - .
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14 Kegiatan anglutat udara niaga berjadwal yang bersifat
semnantara scbhagaimana dimaksud pada ayat (3] dapat
dilakukan atas miziabl instans Pemenntah, pemermitah
daerah dan/atau badan uvsaha angkutan adara faaga
nasional.

151 HKegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada avat (3] odak menyebabkan
tergangaunya  pelayvanan anglatan udara pada rote
vang masih dilavani oleh badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal lainnya.

Ketentuan Pasal 93 diubah schingga berbunyt sebagai
benlout:

Pasal 93

{1} Kegiatan angkutan udara niaga bidalk bedadwal luar
negeri yang dilakukan oleh badan ussha anglutan
udara maga naswnal wajib mendapatkan persetujuan
terbang dan Pemenntah Pusat,

{2) Eegiatan angkutan udara nDiaga Gdak benadwal luar
negeri yang dilakukan oleh perusahaan snghkutan vdara
mlaga asing wajibk mendapatkan persetujuan terbang
dari Pemenintah Pusat.

Ketentuan Paszal %4 diubah =2hingga berbunyi sebagail
berikut:

Pasal %4

{1} Eepiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh
perusabaan angkutan udara asing yang melayani rie
ke Indonesia dilarang mengangkut pemampang dari
wilayah Indonesia, kecuali penumpang sendiri yang
diturunkan pada penerbangan sebelurnnya.

{2) Perusabaan anglutan udara niaga tidak berjadwal oleh
perusahasn angkutan udara asing vang melanggar

ketentuan sebagsimana dimaksud pada syat (1) dikenai
sanks administradt,

{2} Ketentuan . . .
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{3) HKetentman lekih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administeatil
schagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemenntah.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebaga
berikout:

Pazal 25

(11 Peragahaan angkacan udara niaga tidak berjadwal asing
kbhusus penganglwt  Karge yvang melayani rmate ke
[ondonesia dilarang mengangkut kergo dari wilayah
Indonesia, Kecuah dengan persetyjuan  Pemenntah
Prusat,

(2] Perusahaan angkutan udars niaga tidak berjadwal asing
khusus penganghat karge yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikenai sanksi
administratil.

(3] Eetentuan lebih lanput mengenz Kriténa, j¢nws, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksl administratil
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dalam
Peraturan Pemenntah.

ketentuan Pasal 9 diubah =sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 95

kKetentuan lebih lanjut mengenai anglutan udara niaga,
ketja sama anghutan wdara, dan sank=1i adminiscratif
termazul: prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Retznitvan Pasal 97 dwubah sehingga berbunyt sebaga
berikut:

Pasal 27 . ..
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Pasal 97

1) Pelayanen yang diberikan badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal dalamn mergalankan Regiatannysa dapat
dikelompokkan paling sedikit dalam:

a. pelayanan dengan standar maksimum;
b. pelayanan dengan standar menengah; atau
¢. pelayanan dengan standar nunimum.

{2) Badan usaha gnglogtan udara niage berjadwal dalam
menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat |1) harus membetitabukan kepada pengguna jasa
tentang  kondisi dan  epesifilkasi  pelayanan yang
digediakan.

Pasal 99 dihapus.

Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagsi
Beriloue:

Paszal 100

Eetentuan lekihh lamut meéngenzu pelavaban badat usaha
angkutan wdara niaga begadwal diatur dalam Peraturan
Femerintah.

Eetentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyl sebagai
berikui:

Pasal 109

Kegiatan anglutan udara niaga sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 108 dilakukan oleh badan usaha di bidang
anglatan vdara niaga nasional satelah mem#nubi Perizinan
Berusaha dan Pémenntah Pusat,

Pazal 110 dihgpus.

47, Pasal . ..
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Fagal 111 dihapus.

Eetentuan Pazal 112 divbah sehingga berbunyi sebagad
barilouat:

Fasal 112

Perizinan Berusaha seshagaimana dimaksud dalam Pasal 109
berlalku  selama pemegang Perizinan Berusaha masih
menjalankan kegiatan angkutan ydara secara nyata dengan
eras mener)s mengoperasilan  pesawat udara  sesuai
dengan Perizinan Betusaha yang diberikan.

Eetentuan Pasal 112 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 113

(1) Perizinan Berissha zebagaimana dimaksud dalam Pasal
104 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain
sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara
secara nyata denpgan mengoperasikan pesawat udara
sesua dengan Parzinan Bearusaha yang diberikan,

(2] Pemepang Peénzinan  Berusabha  yang melanggar
ketantuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikena
sanksl administratd berupa pencabutan Penziman
Berusaha.

Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunin sebagai
betikut:

Pasgal 114

Ketentuan kbih lanjut méogenad persyaratan, tata cara, dan
prosedur memperoleh Perizinan Berusaha terkait angkutan
udara rniaga diatur dalam Peratiran Pernenntah,

Kettntuan Paszal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai
bBetilout:

Pazal 118 . ..
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Pasal L8

Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niaga
wajib:

=

melakukan kegiatan anglutan udara secata nyata
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Perizinan
Berusaha  diterbitkan  dengan mengoperasikan
minitnal jumlah pesawat udara yang dimiliki den
dikuazai sesuai dengan lingkup wusaha atau
kegiatannya,

memiliki dan menguasal pesawat udara dengan
Jjumlah tectent;

mematuhl ketentuan wajib angkut, penerbangan
sipil, dan ketsntuan lam sésual dengan peraturan
perundang-undangan;

memitp  asuransi tanggung jawab penganghkuat
dengaty nilal pertanggungan sebesar santunan
perampang angkutan udara niaga yang dibuktikan
dengan perjanjian penatupan asuransi;

melayani calon penumpang secata adil tanpa
disknominasi atas dasar suku, agama, ras,
antargolongan, serta strata ckonoma dan sosial;

menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara,
termasuk keterlambatan dan pembatalan
pernierbangan setiap jangka walitu tertentu kepada
Femernintal: Pusat;

menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah
diaudit oleh kantor aluntan publik terdaftar yang
sekurang-lurangnya memuat neraca, laporan rug
laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tabun
paling lambat akhir bulan Apnl tahun berikutnya
kepada Pemerintah Pusat;

melaporkan apabila terjadi perubahan ptnanggung
jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara
rwaga, domisili badan usaha angkutan udara maga,
dan pemilikan pesawat uwdara kepada Pemnermtah
Pusat; dan

1. memenuhi . . .
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meinenvhi standar pelavanan yvang ditstapkan.

(2] Pemegang izin kegiatan angkutan uwdara bulkan niaga
yang dilakukan oleh Pemenntah Pusat, pemerintab
daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib:

A

mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12
[dua belas) bulan sstelah izin kegiatan diterbatican;

mematuhi  peraturan  perundang-undangan  di
bidang penerbangan  sipil  dan peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku;

menyerahltan laporan kegiatan angkutan udara
getiap bulan paling lambat tanggal 19 (sepuluh)
bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; dan

melaporkan apabila terjadi perubaban penanggung
jawab, kepemilikan pesawat wudara, danfatau
domisili kantor pusat kegiatan kepada Pemerintah
Puszat.

{2} Pemegang izin kegiztan anglatan udara bukan niaga
vang dilakukan oleh orang persecrangan wajib:

a.

k.

mengoperasikan pesawat udara paling lambag 12
{dua belasg) bulan setelah izin ditechitkan;

mematuvhi peraturan perundang-undangan  di
bidang  pengrbangan sl dan peraturan
perundang-undangan lain,

menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara
setiap bulan paling lambat tanggal 10 {sepuluh}
bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; dan
melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung

jawalb, kepemilikan pezawat udara, danfataog
dormisih pemegang izin kepada Pemerintah Pusat.

Ketetttuan Pasal 119 divbah sehingga berbunyi sebagsi

beriloat:

Pasal 119 . _
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Pasal 119

Dalam hal Pemegang Penzinan Berussha angkutan
udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan
udars bukan niaga tidak melalikan kegiatan angbutan
udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat
udara selama 12 [dua belas) bulan berturut-turut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1} hurof
a, avat 12] harad a dan ayvat 3 humal a, Perizinan
Berusaha angkutan udara niaga atau iZin keglatan
angkutan udsra bukan niaga yvang ditecbitkan tidak
berlaku dengam sendimnya.

Femegang Penzinan Berusaha angkutan udara niaga
yang melanggar ketentuan sebagaimana  domaksud
dalarn Pasal 118 ayat {1} humii ¢ dikenma sanksi
administratif.

Femegang Perizinan Beruwsaha anglkutan udara niaga
dan pemegang izin Kegiatan angbuwtan udera bukan
niaga  Yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 dikena sanltsi administratil.

Eetentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besatan
denda, dan tata cara penpenaan sanksi administratil
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dan ayat [2) diatar
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 120 Jdiubah sehingga berbunyi sebagai
berikoat:

Pasgal 120

Ketentuan kb lanjut  mengensa kewaniban  pemdpang
Petizinan Berusaha, persyvaratan, dan sanks admanistratil
termasuk presedur dan tata cara pengenaan sanksai diatur,
dalamn Peraturan Pemenntah.

Ketentuan Paszsal 120 diubah sehingga berbunyi  sehagai
beriloat-

Pasal 130 . _.
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Fazal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarf anghutan udara miaga
berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara
perntis serta sanksi adminizoeatif, termasuk prosedur dan
tata cata pengenazann sanksi  diatur dalam  Peraturan
Pemernintah.

Fasal 131 dihapus.

Pas=al 132 dihapus.

Pasal 133 dihapus.

Ketentuan Pasal 127 diubah schingga berbunyi scbagai
berkut;

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenal kntena, jems, beésaran
denda, dan tata cara pengenasn sankst  adrmmstratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) diatur
dalam Peratmran Pemerintal.

Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbuny  sebaga
berikut-

Fazal 138

i1} Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat wdara, atan
penginim yang menyerahkan barang khusus danjatau
berbahays wajib menyampailkcan pemberitahuan kepada
pengelola pergudangan danfataun badan usaha

angkutan udara sebelum dimat ke dalam  pesawat
udara.

(2) Badar . . .
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Badan vsaha bandar udara, unit penyelenggara bandar
uglara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha
angkutan wdare niaga yang melakukan kegiatan
pengangkutan  barang  khusus  danfatau  barang
berbahaya wajib menyvediakan tempatr penyimpanan
atay penumpuakan serta bertanggung jawab terhadap
peryusunan sistem dan prosedur penanganan barang
khusus dan/atan berbahava selama barang tecsebut
belum dimuat ke dalam pesawat udatra.

Pemilik, agen ekspedigi muatsn pesawat udara, atau
pengirim, badan ussha bandar wudara, unit
penyelenggara bandar udara, badan usaha
pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga
vang melanggar  ketentuan  pengangkutan  barang
berbahaya sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2} dikenai sanksi administratif.

Ketentyan lebih lanjut mengenai kriteria, jends, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sankst administratil
sebhagaimana dimaksud pada ayat (3) diztur dalam
Feraturan Pemerincah.

Ketentuan Pasal 139 diubah sehinges berbunyi sebagal
berikut:

Pasal 139

Ketentuan lebibh lanjut menpgenail pengangkutan barang
khusus dan barang berbahaya serta Kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata carg pengenaan sanksi edministratit diatur
calam Perataran Pemerintah.

Eetentuan Pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikoge:

Pazal 205 . ..
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Pasal 205

(1} Daerah  Lingkungan kepentingan  bandar udara
sthagaimana dmmaksud dalam Pasal 202 hundd g
merapakan dasrah di luar hingkungan kerja bandar
udara yang digpunakan untuk menjamin kesslamatan
dan keamanan penerbangan serta  kelancaran
sbksesibilitas penumpang dan kargo.

(2} Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar
udara harmas mendapatkan persetupuan dari Pemerinitah
Pusalr,

Pazal 215 dihapus.

Eetentuan Pasal 213 dubah schingga berbunvi sebagal
berikout:

Pasal 218

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keselamatan dan keamanan
penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, zerta tata cara
dan prosedur untuk memperoleh sertilikat bandar uvdara
atan cegister bandar wvdara dan kritenia, jénis, besaran
denda, serta tata cara pengenaan sanksi sdrmunistrabi diatar
dalamn Peraturan Pemerintah.

Retentuan Pasal 21% diubah sehingga berbunyi sebapgai
Lerikut,

FPasal 219

(1} Setiap badan wsaha bandar udara atag  umit
penyelenggara bandar udara wegib menyediakan fasilitas
bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan
dan keamanan pencrbangan serta pelayanan jasa
batidar udara sesual dengan standar pelavanan vang
ditetapkan.

(2} Setiap . . .
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(2} LBetiap badan wusaha bandar wudara ataun  unit
penyelengeara bandar udara yang melanggar ketentuan
sebagamana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
admirustratif,

{3} HKetentuan lebih langut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sankzi administratf
sebagaimana dimaksud pada avat (2) diatar dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbuny sebagai
berikur

Fasal 221

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas
bandar vdara serta kriteria, jenmis, besaran denda, dan tata
cara pengenaan sanksi administratil diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 222 diubah zehingga berbunyi sebagan
berikut:

Fasal 222

{1} Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi
atay sertifikat kompetensi-

{2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipercleh melalui pendidikan danjfatau pelatihan
vang diselenggarakan lembags yang telah diakreditasi
cleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 224 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

FPazal 224

Lizensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara
lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh
Pemetintah Pusat,

&8 Ketetituan - -
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Ketentuan Fasal 225 diubah schingga berbunwi sebagal
berikut:

Pasal 225

Eetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan
prosedur mempercleh lisensi, lembaga pendidikan danfatau
pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
pengenasn  sanksi administratil diatar delam Perabaran
Pemerintah.

Eetentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyl sebagal
berikut:

Pasal 233

111 Pelayanan  jasa kebandarudaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232 ayar (2] dapat

dizelenggarakan oleh:

a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara
vang divsahakan  secara  komersial  setelah
memenuhi Perizinan Berusaha darn Pemerintah
Pusat; atau

B, urat pényelenggara bandar udara untuk bandar
udara yang belum diusahakan secara komersial
vang dibeniuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesua) kewenangan.

12) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pads ayat
(1} tidak dapat dipindahtangankan.

3] Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232 ayat [3) dapat
diselenggarakan oleh orang perseorangan Warga negara
[ndonesia dan/atau badan hulkum Indonesia.

(41 Badan usaha bandar udata yang memindahtangankan
Perizinan Berusaha scbagaimana dimaksud pada ayat
2] dikenai sanksi administratiil berupa pencabutan
Perizinan Berusahanya,

70, Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbunyi sehagai
berilout

Pasal 237

Pemerintah Pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan
melalui  peoanaman  modal  sesuwai dengan  ketenman
peraturan  perundang-undangan  di bidang penanaman
moddal.

Ketentuan Pasal 235 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal 235

Ketenituan Iebih lanjut mengenai kKegiatan pengusahaan di
bandar udara, serta knteria, jenis, Besaran dehda, dab tata
cara pengenaan sanksi administratil diatur dalam Peraturan
Femerintah.

Eetentuan Pasal 242 divobah schingga berbunyi sebagai
benikut:

Pasal 242

Eetentuan lebih lanjut oéngsnza tanggung jawab  atas
kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara

pengenaanh  sanksi administratif diatur dalam  Peraburan
Pemerinitah.

Ketentuan Pasal 247 diubah sehinpgga berbumyi sebagai
berikut:

Pasal 247 . ..
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Pasal 247

11] Dalam rangks menunjang kegiatan tertentu, instansi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atan badan
hukum Indonesia dapat membangun bandar udara
khusus setelah mendapat persetujuan dari Pemmerintah
Pusat.

(2] Ketentuan keselamatan dan Eeamanan penerbangan
pada bandar udara Kbhusus berlakua  sebagaimara
ketentuan pada bandar udara.

Ketentnan Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 249

Bamdar udsra khusus dilarang melayani penstbangan
langsung dari danjfatan ke luar negeri kecuali dalam
keadaan tertentu dan bersifat seme#ntara satzlah metnperolsh
persebujuan dari Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 250 digbah sehingga berbany sebagal
berikut:

Pazal 250

Bandar wudara khusus dilarang digunakan untuk
kepentingar umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan
persetujuan dar Pemerintah Pusat.

Ketentuan Fagal 252 diubah sshingga berbunyi sebagai
berilout:

Fazal 252

Ketentuan lebih lanjut mengenal persetuyjuan pembangunan
dan pengoperasian bandar udara khusus zerta perubahan
status menjadi bandar wudara yang dapat  melayani
kepentingan umum diatur delam Peratucan Pemerintah,

TF, Betentuan . . .
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Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbuny  sebaga
berikut:

Fazal 253
Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas.

a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter 4l
daratan [surface level heliporl);

b, tempat pendarcatan dan lepas landas helikopter di atas
grdung |elevaied hefipor), dan

c. tempal pendaratan dan lepas landas helikopeer i
perairan [helideck).

Eetentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 254

(1] Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
yang Jdwperasikan  wajlb memenuli  ketentuan
kezelamatan dan keamanan penerbangan.

2] Tempat pepdaratan dan lepas landas helikopter yang
telah mememdhi ketentuan keselamatan penerbangan
sebagaimana dimaksud pada avat {1) diberikan tanda
petidaftaran [registen oleh Pemenntah Pusat,

Hetentuan Pasal 2585 diubah sehingea berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 255

Eetentuar: lebih lanjut mengenal tata cara dan prosedur
penmibérian persétujuan pembangunan dan pengoperasian
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (hefiport
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

80, Kereniiuan | . .



5K Ho 050947 A

g1,

g2

PFRESIDEH
REPUBUK. IHDOHESIA

447 -

Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 275

(1] Lembags penvalenggara pelayatian DEvIgAsi
pererbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271
ayat (2] wajib memilika sertifikat pelayanan nDavigasi
penerbangan vang ditetapkan cleh Pemeniniah Pusat.

2] =Serdfikat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibetikan kepada sctiap unit pelayanan penyelenggara
navigas penetbangan,

(3] Umt pelayanan penyelenggara navigas: pencrbatgan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] terdin atas:

a. unit pelayanan navigasi penerbangen di bemdar
udara;
b. unit pelayanan navigas pendekatan; dan

c.  unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah.

Ketentuan Pasal 277 diubah schinggs berbunyi sebagai
berpiboat;

Pasal 277

ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara dan prosedur
pembentukan  dan  sertifikasi  lembaga penyelenggara,
pelayanan navigasi penerbangsn serta biays pelayanan jaza
navigasi penerbangan distur dalam Peraturan Pemerintah.

ketentuan Pasal 292 dinbah sehingga berbunyi sebegai
berikuar:

Pasal 292

(1] Sctiap personel navigasi penerbangan wapb memiliki
Lisensi ataw sertiikat kompetensi.

(2} Personel _ . .
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{2) Personel navigasi pensrbangan yang terkait langsung
dengan pelaksanaan PENRoperasian dan/atan
pemebharaan  fazilitas navigasi  penerbangan  wajib
memilila bsensi yang sah dan masib berlaku.

Ketentvan Pasal 294 dinbah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 294

Lizensi personel navigasi penerbangan vang diberikan oleh
negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau vahdasi
oleh Pemerintah Pusat,

Ketentuan Pasal 2%5 diubah sehingga berbunyl sebagal
beribuc:

Fasal 295

Eetentuan lelab lanjut mengenad persyacatan, tata cara dan
prosedur memperoleh Lhsens, knitena, jenls, hesatan denda,
dan tata cara pengenaan sanksi adminostratd diabar dadam
Peraturan Femenintah.

Retentoan Paszal 217 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 317

Ketentuan lebih  lanjul  mengenal  sistem  manajemen
keselamatan  penyedia jasa  penerbangan, Kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara peagenaan sanksi administratif
diatar dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 289 diubah sthingga berbunyi sebagai
berilout-

Pazal 389 .
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Pasal 389

Setiap personel i bidang penerbangan vang (elzh memiliki
sertilikat kompetens) sabagammana dimaksud dalam Pasal
383 dapat diberi bsensi olch Pemenntah Pusat setelah
memenuhi persyaracan.

Ketentuan Pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai
Beriloat:

Pasal 392

Ketentuan lebih langut mengenai sertifikat kompetansi dan
Lisens serta penyusunan program pelatihan diatur dalan
Peraturan Pemernintah.

Eetentuan Pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 418

Setiap orang yang melakukan kegatan angkutan wadara
niaga bdak berjadwal luar negeri tanpa persstujuan terbang
dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayatr |1} dipilana dengan pidana penjara paling lama 1
isatu) tahun atay denda paling banyak Rp3S0.000.000,00
{tiga ratus lima puluh juta ropiah).

Ketentuan Pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 423

(1l Personel bandar udara vang mengoperasikan dan/atau
memelihara fasilitas bandar udara Enpa memiliki
lisensi atau  sertifikat  kompetensi  sabagaimana
dimnaksud dalam Pasal 222 yang mengakibatkan
tmbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 [satu) tahun dan denda paling banyak
Rp200 000,000,000 [dua ratus juta rapiah).

(2] Dalam . ..
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Dajam hal perbuatan sebagaimena dimaksud pada avat
(1I mengakibatkan kematian crang, pelalbu dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling banyzk Rpl.0Q0.000.000,00
[zatn raliar rupiah).

Ketentuan Pasal 428 diobah sehingga berbuny sebsagao
berikut:

(1}

(2)

Pasal 428

Setiap orang yang mengoperasikan bandar wudara
khusus yang digunakan untuk kKepentingan umum
tanpa Persetujuan dari Pemetinitah Pusat scbagaimana
dimaksud dalam Pazal 250 yang mengakibatkan
timbuwlnya korban dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 ftiga) tahun atau denda paling banyak
Rp3. 000, OO0 000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana sehagaimana dimaksud pada
ayat (1] mengakibatkan kemeaibian orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas} tahun  dan  denda paling  banyak
REpl15.000.000.4000,00 (lima belas miliar rupiah).

Parapgraf 11
Eezehatan, Obat, dan Makanan

Paszal 59

Untuk memberikan kermudahan bagl masyarakat terutama Pelalu
Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sekior
Keschatan, Obat, dan Makanan, Undang-Undang ini mengubah,
menghapus,  atauw  mendtaplan pengaturan baru  beberaps
ketentuan yang diatur dalam:

a.

Undang-Undang Nemer 320 Tahun 2000 tentang hesehatan
[Lembaran Negaras Republik Indonesia Tabun 200% Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S0a3y;

b. Undang-Undang . . .
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b,  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 3akit
[Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republhik Indonesia Nomor
S072),

¢, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
JaT1);

d.  Undang-Undang Nemor 35 Tahun 2009 lentang Narkatika
{Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Namar
143, Tammbahan Lembaran Negara Republik Indond¢sia Nemor
5062, dan

e.  Undang-Undang Nomor (8 Tahun 2012 tentang Pangan
{Lembayan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Momor
227, Tambahan lembaran MNegara Republik Indonesia Nommoer

2360

Pazal Gl

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Momor 144, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5063 diubah sebagai berikut.

1. Ketetnituan Pasal 30 diubah  sehingga berbunyi sebagai
berilnat:

Pasal 30

11) Fasilitas pelavanan kesthatan  ménurut  jehis
pelayanannya terdir atas:

a. pelayanan kesthatan persecrangsn; dan
b. pelayanan kesehatan masvarakat,
I2] Faslitaz pelayanan kesehatan sebagaimana dimalksud
pada ayat {1) meliputi:
a2, pelayanan kesehatan tingkat pertama,
L. pelavanan kesehatan tingkat kedua; dan
c.  pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

(31 Fasilicas . ..
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i3] Fasilitas pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud
pada ayat [l] dilakzanakan cleh mhak Pamermtzh
Puzat, Pemerintah Dagrah, dan swasta.

4] Setiap lazilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi
Perlzinan Berusaha dari Pemerintah  Pusat  atau
Pemerintah Daerah  sesual detigan  Kewshangannye
berdasarkan norma, standar, proscdur, dan kriteria
yang ditetaplkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentnan Pasal 35 diubah selunggas berbunyl sebagsc
beriku

Pasal 35

Ketentuan  lebih lanjut  mengenal  lasilitaz  pelayanan
kesehatan dan Perzinan Berusaha diatur dalam Peraturanh
Premenntalk.

ketentuan Pasal 50 diuwbah sshingga berbunn  sehagas
betikut.

Pagal &G

(1] Setiap orang vang melakukan pelayanan kesehatan
tradisional yvang menggunakan alat dan teknologi wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemetintah Pusat
atau Pemenntah Dadrah sesua dengan kewénangannya
berdasarkan norma, standar, prossdur, dan kritena
vang ditetapkan cléh Pemerintah Pusat.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenat Perizinan Berusaha
sebagaimana Jdimaksud pada ayat (1] diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 106 dinbah sehingga berbunsyi sebagai
berilout:

Pazal 106 . . .
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Pasal 106

Setiap orang yang mempieduksi dan/fatau mengedarkan
sediaan leormasi dan alat kesehatan harus memenuhi
Penzinan Berusaha dan Pemenntah  Pusat  ataw
Pemerintah Daerah sesual dengan  kewenangannya
berdagarkan norma, standar, progedur, dan krntenia
vang ditetapkan cleh Pemerintah Pusar.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat
diedarkan setelah memermuhi Perizinan Bergsaha dari
Pemerintah  Pusat atau  Pemerintah  Daerah  sesual
dengan kewenangannyz berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan cleh Pemerintah
Pusat.

Pemerintah Pusat atau Pemermmtahh  Daerah  sesual
dengan kewenanganmya bérdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kritena yang ditetapkan oleh Pemenntah
Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan
memerintahkan  penariken dari peredaran  sediaan
farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh
FPerizinann Berusaha, vang terbukti tidak memenuhi
persyaratan mutu danfatan keamanan  Jdanfatan
kemanfaatan, dan alat kesehatan tersebut dapat disita
dan dimusnahkan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Ketgntuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
terkait sediaan farmoasi dan alat kesehatan sebagaimans
dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2} diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pazal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai
Berikut:

(1)

Pasal 111

Makanan dan minuman yang dipergunakan untulk
masyarakat harus didasarkan pada standar danjatau
persyaratan kesehatan,

12) Malkanan . . .
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Makanan dan minuman hatnya dapat diedarkan setelah
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
atau Pemenntah Dasrah sesum dengan kewenangahnya
berdasarkan norma, standar, prossdur, dan Kreiteria
vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,

Makanan dan minoman vang tikdak memenuhi
ketentuan standar, persyaratan lkeschatan, danfatau
membahayakan kesshatan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) dillarang uwniuk diedarlzan, serta harms ditank
dari peredaran, dicabut Perizinan Berusaha, dan
diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuvai dengan
Batentuan peraturan penindang-undangat.

Ketentuan izbah lanjut mengenail Perizinan Berussha
terkait makanan dan minuwman sebagaimana dimaksad
pada ayat [2) dam ayat (3] diatur dzlam Perarnuran
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 122 diubah schingga berbunyi sebagai
herikout:

{1)

12)

13

Pazal 182

Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah  Daerah  sesuai
dengan  kewenangannya melakukan  pengawasan
terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan
yang berhubungan dengan sumber daya di bidang
kesehatan dan upaya Keschatan berdazarkan norms,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Femenntah Pusat.

Pemerintah Pusat atan Pemenntah Daerah sesuan
dengan kewenangannya dalam melakukan pengawassan
dapat memberikan Perizinan Berisaha terhadap setiap
penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan normea,
standar, prosedur, dan Kriteria vang ditetapkan coleh
Pemerintah Pusat.

Permmerintah  Pusat dalam melaksanakan pengawasan
dapat mendelegasikan pengawasan kepada Pemerintah
Dasrab dan mengilutsertakan masvarakat,

7. Kebtemtyan _ . .
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E=tentuan Pasal 133 dmbah sehingga bérbunyi sebaga
berkut:

Faszal 183

Pemerintah Pusat acaln Pernerintah Daesrabr sesuai dengan
kewenangan sebagaamansa dimakisud dalam Pasal 182 dalam
melaksanakan lugasnya dapat mengangkal (enags pengawas
dengan tugas pokok unmk melaicukan pengawasan terhadap
sepala sesuaty yang berhubungan dengan sumber daya di
bidang kesehatan dan upaya keschatan.

Ketentnan Pasal 187 dwubabh sehingga berbunyn sebaga
berikur

Pasal 187

Ketentuan  lebih  lanpit  mengenal  pengawazan  dalam
penyelenggaraan upaya di adang Kesthatan datur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilor:

Pasal 183

Pemerintah Pusat atau Pemerintzh Daerah sesuail dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
krteria yang ditetapkan oleh Pemenntabh Pusat  dapat
metigambll  tindakan  admmistratf | terhadap tenaga
kesehatan dan [asditas pelayanan kesehatan yang melanggear
ketentuzan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai
bkt

Pasal 197 . ..
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Pasal 197

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atag
mengedarkan sediaan farmasi dan/atan alat kesehatan yvang
tidak memilki Perizinan Berusaha sebagaimeana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat [1), dan avat (2], dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (hma belas) tahun dan denda
paling banyak Rpl. 5300000 000, 00 {saty miliar lima ratus
juta mapiah).

Pasal &1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072) dinbah sebagai berikut:

1. Retentuan Pasal 17 diwkah schingga berbunyn  sebaga
barilut:

FPa=al 17

111 Bumah Salat yang tidak memenuahi  persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 2, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 132, Pasal 13, Pazal 14, Pasal
15, atau Pasal 16 dikenad sanksi administratf berapa:

a. peringatan tertualis;

penghentian sementara Kegiatan;

denda aministratil;

pembekuan perizinan berusaha; dan/atan

G T

&  pencabutan penizinan berusaha.

2] Eetentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administraof
stbagaimana dimaksud pada avat (1] diatare dalatm
Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingsa berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 24 ...
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Pasal 24

Pemerintah menetapkan klasifikasi rumah  salkat
berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas
kesehatan, sarana  penunjang, dan sumber daya
IMATLLSIA,

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi mamah sakic

sebagamana Jdimabksud pada avat (1) diator dalam
Peraturan Pemenntah,

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikut:

(1]

(2]

(3}

Pasal 2%

Setiap penyelenggara Fumah Sakit wajib memenuhi
Perizinan Berusaha,

Betiap penyelenggara Rumah Sakit yang tudak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayart
(1} dikenai sanksi admimistratf.

Ketentyan lebih lanjut mengensai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga bPerbunyi sebagai
berikut:

(1}

(2

Pasal 26

Perizinan Berusaha terkait Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 235 diberikan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sesugi  dengan
kewenangannya berdasarkan klasifikasi Rumah Salit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pelakrzanaan Perizinan Berusaha terkait Rumah Sakit
oleh Pemerintzh Daerah dilaksanakan sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan
aleh Pemerintah Pusat.

2. Keteptuan . . .
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Ketentuan Pasal 27 dabah sthingga berbunyi  sebagal
berikut:

Pasal 27

Ferizinan EBermseha terkait Rumah Sakit sebagasimana
dimaksud dalam Pasal 25 dapat dicabut jika:

a.  habis masa berlakunya;
B tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;

. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan: dan/atag

d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan
bukum.

Eetentuan Paszal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berihut:

Pasal 28

Ketentuan lebih lanput mengenal Perizinan Berusaha terksit
Rumah Sakit diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketenbuan Pasal 29 diubabl sehingga berbunyi sebagal
berikut:

Pasal 20
(1} Setiap Rumah Sakit mempunya kewajiban:

a. membernkan informasi vang benar tentang
pelayanan Rumah Sakdt kepada masyarakat;

b. membernn pelayanan kesehatan vyang aman,
bermouta, anti diskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit;

¢. memberikan pelayvanan gawat darorat kepada
pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

d. berperan .- . .
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berperan &kiil dalam memberikan pelayanan
kesechatan pada bencana  sesual dengan
kemampuan pelayanannya:

metiyediakan sarsna dan pelayanan bagi
masyarakat tidak mampu atau mogkn,;

melalkzanakan fungsi =osial anfars lain dengan
memberilan  fasilitas pelayanan  pasien  tidak
mampu/miskin, pelayanan gawat dararat tanpa
vang muka, ambulan gratiz, pelavanan  korban
bencana dan kejadian luar biasa, atau baloti sozial
bBagh tisi Kemanusiaan;

membual, melaksanakan, dan menjaga standar
muty pelavanan kesahatan di Eumah Salat ssbagai
acuan dalam melayan pasien;

menyelenggaralkan rekam medis;

menyédiakan sarana dan prasarana umuwmn Yang
layak antara lain sarana ibadal, parkar, mang
tungel, sarana untuk  orang  cacat,  wanita
menyusai, anak-anak, dan lanjut usia;
melaksanakan sistem rujukan:

menclak  keinpinan pasien yang bertentangan
dengan stanidar prolést dan etika serta ketentuan
peraturan perundang-undangan,

membenkan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenal hak dan kewajiban pasien:

menghormati dan melindungi hali pasien;
melakzanakan etiba Fumah Salic:

memiliki  sistern pencegahan  kecelakaan  dan
penanggulangan bencana;

melzksanakan program pemerintah di bidang
kesehatan, baik secara regional maupun nasional;

membuat daftar tenaga medis vang melakukan
praktilz kedokteran atau kedokteran gl dan tenaga
kesehatan lannya;

menmyusun dan melaksanakan perataran internal
Rurmnah Sakir;

s, melindungi . . .
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5. melindung dan meamberikan bantusan hukum bagn
semua petugas Rumah SBakit dalam melaksanakan
tugas; dan

t. memberlalgkan gelumb lingkungan rmmeh sakit
sebagai kawasan tanpa rokok.

(2] Pelangearan atas Kewajiban sebagaimmana  dimaksud
pada ayat (1) dikbena sanks admosiistratf berupa:
a.  teguran;
b. teguran tertulis;
c. dends; dan/ataa
d. pencabutan Perizinan Rumah 3akit.

{3} Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban RFumah
Bakit sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dan
pengenaan sanksi administratf sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] diatar dalam Persturan Pemerintah.

Keatentuan Paszal 40 dinbah sehimgga berbunyi  sebagad
berikut:

Pagal 40

{1} Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah
Sakit, wajib dilakukan akreditasi secara  berkala
minimal 3 (tiga) tahun sekali

{2) Akreditazi Bumah Salat scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakulkan oleh suatu kembaga independen, baik
dart dalam maupun darn luar negen berdasarkan
standar akreditas: yang berlaku.

{2} Lembaga Independen sebagairmana dimaksud pada ayat
2] dit¢tapkan oleh Pemerintah Pusat.

{4) Ketentuan lebihr lanjut mengenai akreditasi Rumah
Bakit sebagaimana dimalssud pada gyat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peramiran Pemerintah.

9. Ketenuan . . .
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Ketentuaty Pasal 94 diukah schingge berbunyi sebagai
berikut;

(1]

{2}

(3

(<)

=

Pasal 54

Pemerintah Pusat dan Peterintahh Daerah  dengan
nortma, standar, prosedur, dan kriteria yang dicetaplkan
olelh Pemerintah  Pusat melakukan pembinaan  dan
pengawagan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan
organisasi profesi, asosiasi  perumahsakitan, dan
orpanisasi Kemasyarakatan lainnya sesuan dengan tugas
dan lungsl masing-masing.

Permnbinaan dan pengawasan sebagaimana  dimalisud
pada ayat {1} diarahkan vntul:

a. pemenuhan ebutuban pelayanan kesehatan yang
terjangkau oleh masyarakat;

peningkatan it pelayanan kesehatan,
legelamatan pasien:
pengembangan janghkauvan pelayvanan; dan

penungkatan kemampuan kemandinan . Rumah
Salat.

Dalam melaksanaksn tugas pengawasan, Pemerntah
Pusat dan Pemerintah Daerah  s#sual dengan
kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai
kompetensi dan keahliannya.

& an g

Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
melaksanakan pengawsasan yvang bersifat teknis medis
dan teknis perumahsakitan.

Dalamn tangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah
Pusat sebagamana dimaksud pada ayat {1) dan avat [2)
dapat mengenakan sanksi administratil berupa:

a.  teguran:

b.  teguran tertulis;

c. denda; dan/atau

d. pencabutan Perizinan Rumah Sakit,

(&) Ketentuan - . .
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(6] HKetentuan lebth  lamyut  mengena pembinaan dan
pengawasan scbagamana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat |4], serta kriteria, jemis, dan tata cara
pengenaan sanksi admimstratd sebagaimana dimaksud
pada ayat |9) diatar dalam Peraturan Pemerintah.

10, Katentuan Pasal 62 diubab sehingga berbunyi sebagai
berkut:

Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah
RBakit tidak memilild Penzinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat {11 yang mengakibatkan
tmbulnya korban/keruszakan terhadap kesehatan,
keselamatan, danjatan lmgkungan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 [dua) tahun dan denda paling banvak
RpT.000. 0003, 000,00 [rujub miliar rapiat).

Pasal &2

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1997

tentang  Psikotropika (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 367 1) dinbah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal § diubah sehingga berbunyi sebagai beritoon:

Pasal 5

Psikotropika hanya dapat diprodulksi oleh industri farmasi

yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemernntah
Pusat.

2. Eeteniuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal & ..
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Pasal ¢

Psikotropika dalam bentuk obat jadi hanya dapat
diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berasaha dari
Pemerintah Pusal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagameana dimaksud pada ayat (1} diatur dalam
Peraturan Pemenntah.

Ketentuan Pasal 16 dwabah sehingga berbungyn  sebagm
berikut:

{1}

{2}

{3)

{4

Pasal 16

Ekspor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh
inclustr farmasi ataun pedagang besar larmasi yang telah
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintzh Pusat.

Tmpor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:

8. [ndustn farmasi atau pedagang besar farmasi yamg
telah memenuhi Penzinan Berusaha  dan
Pemerintah Pusat:

E. Lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.
Lembapa penelitian danfatan  lembaga pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf b dilarang
mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

Eetentoan kebih langut mengenal Perizinan Berusaha
diatur dalam Peraturan Pemerintah-

Ketentuan Pasal 183 diubah  selungga berbunyn  sebaga
berikut:

(1)

Fa=al 13

Untuk dapat mempercleh surat persetujuan skspor atau
surat persetujuan  impor, eksportir  atan  importir
sebagaimana dimaksud dalam Paszal 17 mengajuokan
permohonan kepada Pemerintah Pusat,

{2} Permohonan - - .
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12) Permohonan untuk meéempercleh surat  persetujuan
ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuzn
impor psikotropika vang telah taendapat persetujuan
impor psikotropika dari danfatau dikeluarkan olsh
pemenintah negars pengimpor psikotropilca.

13 Ketenman Ilcbih lanjut mengenai surat persetijuan
ekspor dan surat persetujuan impor diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

9.  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Pasal 19

Pemenntah Pusat menyampaiken surat persehijuan impor
terkait impor psikotropika  kepada pemerintah  negara
pengekspor psikotropika.

6 Ketentuan Pasal 20 dinbah sehingga berbunyl sebagai
Lerilout:

Fasal 20

Ketentuan lebhih lanjut mengenel kegiatan ekspor atau impor
psikotropika diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah schingga berbunyl sebagai
ekt

Pasal 21

1) Setiap penganglutanl  ekspor  psikotropika wajib
dilengkapi dengan surat | persetujuan ekspor
psikotropika vang diksluarkan oleh Pemerintah Pusat.

i2} Setiap pengangkutan  impor  psikotropika wajib
dilengkapi  dengan  Surat  Perzetujuan Ekspor
FPeikotropike vang dikeluarlkan coleh pemerintah negara
penrekspor.

8. Ketentuan - - .

SK No 050561 A
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Ketentuan Pasal 22 dmbab selungga bBerbunyl sebagal
berikut:

(1}

(2]

(2

(4

Pasal 22

Eksportir  poikotropika wajib  memberikan surat
persetujuan ekspor psikotropika yvang diterbitkan oleh
Parnerintah Pusat  dan surat persenijuan impor
paikatropiks vang diterbitikan oleh pemerintah negara
pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas
perusahaan penganglkutan ekspor,

Orang vang bertangeung  Jawab  atas  perusahaan
pengangkutan ekspor  wajib  membenkan surat

persetujuan ekspor psikeiropika yang diterbitkan oleh
Pemerintah  Pusat dan  surat persemyjuan  impor
psikotropika vang diterbitkan oleh pemerintah negara

pengimpor kepada penanggung jawab penganglut

Penanggung jawab pengangkut cekspor psikotropila
wajib membawsa dan  bertanggung  jawah  atas
kelepglkapan surat persetujuan ekspor psikotropika
vang dJditerbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat
persetnjuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh
pemerintah negara pengimpor.

Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang
memasuki wilayah Fepublik Indonesia wajib membawa
dan bertangsang  jawab  atas  kelengkapan surat
persetajuan impor psikotropika yang diterbitkan oleh
Pemerintzh  Pusatl dan  surat  persetujuan ekspor
psikotropika yang diterhithan olth pemenntah negara

pengekspor

Pazal 63

Beberapa ketentulan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20049
ventang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
200% Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Momor 5062) diubah sebagai berilnat:

Ketentuan Pasal L1 diubabh sehingga berbunyi  sebagai
berikut:

Paesal 11 . ..
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Fasal 11

Industn farmasi tertentu dapat memproduksi narkotilea
eafalah memenuhi Perizinan Berusabha dari Pemerintah

Pusat,

Pemerintah Pusat melakukan pengendalian terhadap
produksi Narkodka sesuai dengan rencana kebutuhan
tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 9,

Permetintah Pusat melakukan pengawaszan terhadap
bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dan
produks Narkotika sesuan dengan rencana kebutihan
tahunan  Narkotika =ebagaimansa dimaksud  dalam
Pasal 5.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
Perizinan Berusaha, pengendalian, dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada avat (1), ayat 12), dan ayat
3] diatur dalam Peramaran Pemetsintah.

Ketentuan PFasal 13 dubah sehingga berbunyi sebagal
berikut;

1)

i2)

13

Pasal 15

Industn farmasi atau perusahaan Pedagang Besar
Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor
narkotika setelah nmemenuhi Perizinan Berusaha dan
Pemerinitah Pusat.

Dalam keadaan tertentuw, Pemerintah Pusat  dapat
memben PeriZzinan Berusaha kepada perusahaan s#lan
perasahaan miik negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] yang memenuahi Perizinan Bsrusaha.

Kétentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah,

3. Ketentuan . ..
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Ketentuan Pazal 16 diubah schingga berbunyi sebagai
bearikont:

{1)

(2

13

4

Pazal 145

Importir Narkotike harus memiliki Surat Persetuivan
Impot yvang diterbitkan ¢leh Pemerintah Pusat untuk
setiap kali melaloukan impor Narkotika.

Surat Persetujuan  Impor Narlkotika sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) diberikan berdasarkan hasil
audit Pemerintah Pusat terhadap rencana Kebumhan
dan realizasi produksi dan/atau penggunaan Natkotikia,

Surar Persetujuan Impor Harkotika Golongan [ dalam
jamiah vang sangat terbatas hanya dapar diberikan
untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi

Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimalkesud pada
ayat (1} disampaikan kepada pemerintabh negara
pengekspor.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriboat:

{1}

{2)

Paszal 12

Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar
Farmasi dapat melaksanakan c¢kspor narketika setelah
mementhi Periznan Berusaba dan Pemerintabh Pusat.

Eetentuan lebith lanjut mengen=au Perizinan Beruszaha
schagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dalam
Peraturan Pemenntsah,

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi  sehagai
berikoat:

Pazal 19. ..
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Pagal 19

i1} Eksportic Narketika harus memiliki Surat Persetujuan
Ekspor yang diterbitkan oleh Pemerimtah Pusat untul
setiap kall mmelakukan ekspor Narkotika,

121 Untuk memperoleh 3urat Perzsetujuan Ekspor Narkeotika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus
melampirkan surat persetujuan yang diterbitkan oleh

NEgAra pengimipor.

Ketentuan Pasal 22 diubab sehingge berbunyi scbagal
beerilout;

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenal syarat dan tata cara
memperaleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan
Ekspor diatur dalam Peramran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

{1} Sedap pengangkutan impor Narkotika wajib dilenghkapi
dengan  dokumen ataun Surat  Persetujuan  Ekspor
Narkotika yang sah sesual dengan kétentuan peratliran
perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat
Ferzetujuan Ilmpor Narkotika wyang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat,

{2} Seuap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilenglapi
dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang
diterbitkan oleh Pemerntah Pusat dano dokurmen atau
Perizinan Berusaha terkait onpor Narkotika yang sah
sésllan dengan  ketentuan peraturan perundatg-
vndangan di negara pengimpor,

(3] Eetentuan lebih lampuat mengenai dokumen atau Surat
Persetujuan Ekspor dan Surat  Parsetujuan  [nmpor
narketika sebagaimana dimaksud pada avat (1] dan ayat
(2] diatur dalam Peraturan Pemnerintah.

. Ketentuan . . .
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Kztentuan Pasal 26 diubah  sehingga berbunyn  s=baga
berikut;

Pazal 26

{1} Eksportir Narkotika  wajlb memberikan  Surat
Persetujuan Ekspor Narkotika wyang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat dan dokumen atau Surat Persetujuan
Impor Narkotika vang sah sesual dengan ketenfaan
peraturan perundang-undangan Ji negara pengimpor
kepada orang yang bertangang jawab atas perusahaan
pengangkutan ekspor,

(2} Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan
pengangkutan  ekspor  wajib  memberikan  Surat
Persetujuan Ekspor MNarkotika vang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat dan dokumen atan Sgrat Persefhgjoan
Impor MNarkotika vang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di negara pengimpoer
kepada penanggung jawabk pengangkat,

{3 Penanggung jawab pengangkut Ekspor MHarkotika wajib
membawa dan bertanggung jawab atas Kkelengkapan
Surat Persstujuan Ekspotr Narkotiba yang diterbitlan
olech Pemerintah Pusat dan  delkumen atau Surat
Persatujuan lmpor Narkotika yang sah sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di negara
pEngUIpor.

Ketentuan Paszal 36 diubah sehingea berbunyl  sebagai
berikut:

Pazal 26

{1} HNarkotka dalam bentuk obat jadi hanya dapat
diadarkan satelah rpemenuhi Penzinan Berusaha dard
Pernerintah Pusat.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenal syarat dan tata cara
Ferizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] diatur dalam Peraturan Pamerimtah.

Ketentuan Pasal 3% dwabah s#hingga berbunpn sebaga
Berikut:

Pasal 39 . _,
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Pasal 39

Markotika hanya dapat  dissluorkan  oleh  Industri
Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan  sarana
penyimpanan  sediaan  farmasi  pemerintah  sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

[ndustrn Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana
penvimpanan sediaan (armasi pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] waik memenuhi Perizinan
Berusaha dan Pemerintah Pusat,

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizman Berusaha
sebagaimana dimalksud pada ayat [2) diawar dalam
Peraturan Pemerintah.

Fazal &4

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Homor 16 Tahun
2012 wntang Pangan (Lembaran Negara Bepublik Indonesiz
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Homer 5360 diubah schagai benlaat:

1. Hetentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbuny
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pangan adalah segala sesuaml yang berasal dari sumber
hayati produk  pertanian, perkebunan, kehutanan,
penkanan, petemakan, perairan, dan ar, bak vang
divlah mauwpun tdak diwlah yang  diperuntukkan
sebagalr makanan atau minuman bag  konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan
Baku Pangan, dan bahan laimnya yang digunakan dalam
pEnyapan, pengelahan, danfatay pembuatan makanan
Atau minuman.

2. Kedaulatan . . .
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Eedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang
secara mandird menentukzn kebijakan Patgan vang
menjarmin hak atas Pangan bagl ralvat dan yang
memberikan hak bagp masyarakat antak menentubkan
sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber dayva
Inkal.

Kemandinan Pangan adalabh kemnampuan nsgara dan
bangsza dalam memproduksi Pangan vyang berancka
ragam dar dalam negeri yang dapat  menjamin
pemenuhan kebutaban Pangan yvang cukup sampai di
tingkat perscorangan dengan memanfaatkan potensi
sumber daya alam, marusia, sosial, skonomi, dan
kearifan lokal secara bermartabat.

Eetahanan Pangan adalah kondizi terpenuhinya Pangan
bagi negara sampal dengan  persedsrangan  Yang
tercermin dari tersedianyva Pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutgnya, aman, beragam, bergiz,
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
agicna, keyvakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat
hidup sehat, aktil, dan produldif secara berkelanjutan.

Kearnanan Pangan adalah kondisi dan upava yang
diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
Mengganggu, merugikan, dan  membahayakan
kesehatan manusia =erta tidak bertentangan dengan
agama, kevekinan, dan budaya masyarakat sehingga
aman untuk dikensumsi-

Produksi  Pangan adalzsh  keglatan atau  proses
menghasilkan, menyiapkan, mengelah, membuat,
mengawetkan, mengemas, —mengemas  kembali,
danfatau mengubah bentuk Pangan.

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan
darn hasil preduksi dalam negen, Ceadangan Fangan
Nasisnal, dan linpor Pangan.

Cadangan Pangan Nasional adalah persedizan Pangan
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
untuk kKonsums manusia dan untuk  menghadapi
masalah kekurangan FPangan, gangguan pasokan dath
harga, serta keadaan darurat,

O Cadangan . . .
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Cadangan Pangan Pesmmerintah  adalah  persediaan
Pangan yang dikvasai dan dikslola oleh Permmerintah.

Cadangarn  Pangan  Pemerintahh  Provinsi  adalah
perstdiaan Pangan yang dikuazai dan dikelola oleh
pemerintah provinst

Cadangan Pangen Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
persediaan Pangan yang dikussal dan dikelola oleh
pemerintah kabupaten/kota.

Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan
Pangan vang dikuwasa dan dikzlola oleh pemerintah
deaa,

Cadangan  Pangan  Masyarakat  adalah  perssediaan
Pangan yang dikuasail dan dikelola cleh masvarakat di
tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan persncanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan,
keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi,
serta keamanan Pangan dengan melibatlzan peran serta
masyarakat vang terkoordinasi dan terpadu.

Pangan Pokok adalah Pangan yang diperunoukian
sebagai makanan utama schari-har sesua dengan
potensi sumber daya dan kearilan lokal.

Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkstan
ketersediaan dan konsumsi Pangan yvang beragam,
bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber
daya lokal.

Pangan Lokal adalah makanan yang dikensumsi oleh
masyarakat setempat  sesual dengan  potens dan
kzarifan lokal.

Fangan Segar adalah Pangan vang belum mengalami
pengalaban yang dapat dikonsumsi Jangsung dan/atau
yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan,

Pangan Clahan adalah makanan atau minuman hasil
proses dengan cara atag metode tertentli dengan atau
tanpa bahan tambaban,

Petani adalah warga negara Indonesia, baik
perseorangatt  maupun beserta keluarganya  yang
mielakukan usaha tani di bidang Pangan.

21, Nelayan _ . .
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Nelayan adalah warga negara Indonesia, bail
perssoratigan maupun beserta keluarganhya yang mata
pencaharianrnya melalukan penangkapan tkan.

Pemmbudi Daya lkan adalah warga negara Indonesia,
baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang
mata pencehariannye memibesarkan, membiakkan,
dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan
lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan vang
terkontrol,

Perdagangan Pangan adalah =setiap kegatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau
pembelian Pangan, termasuk penawaran uniuk menjual
Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan
pemindshtanganan Pangan dengan mempercieh
imbalan.

Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeliarkan Pangan
dari daetah pabsan négara Bespublk [hdonesia yang
meliputt wilayah darat, perairan, dan ruang wdara di
atasnys, tempat-tempat tertentn di Zoma  ERonomi
Eksklusid, dan landas kontioen,

[mpor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke
dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan. dan rmang uwdara di
stasnya, tempat-tempat tertentl di Zona Ekonomi
Eksklusil, dan landas kontinen,

Peredaran  Pangan adalah sebap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan
kepada masyarakat, bak diperdagangkan maupun
tidak.

Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Polkok dan
Pangan lainnya vang dibevikan oleh  Pemerintah,
Pemerintah Dgerah, dan/atan masvarakat dalam
mengatasi Masalah Pangan dan Ernsis Pangan,
meningkatkan akses Pangan bagi masyvarakat mizkin
dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja samea
internasional.

Masalah  Pangan adalah  keadaan  kekurangan,
kelebihan, danfatau ketidakmampuan perseorangan
atay mimah tangga dalam memenuhi kebutohan
Fangan dan Keamanan Pangan,

29. Krisis . ..
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Krigsis Pangan adalah kondisi kelangkesan Pangan vang
dialami sebagian besar masyarakat di suam wilayah
vang disebablan oleh, antara lain, kesulitan distribus
Pangan, dampak perababan iklim, bencana alam dan
lingkungan, dan konflik sosial, termasulk akibat perang.

Samtasi Pangan adalabh upaya untuk mencptakan dan
memnpettabankan  kondisi Pangan yang Ssehat dan
higieniz yang bebas dan bahaya cemaran biologis,
kimia, dan benda laun.

Persyaratan Senitasi adalabh standar kebeesihan dan
kesehatant vang harus dipenuhi untuk  menjamin
Samtasi Pangan,

[radiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan,
baik dengan meénggunakan =zat radwaktil maupun
akselerator untuk mencegah terjadinys pembusukan
dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik
patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas,

Rekayasa Genetik Pangan adalsh suatu proses vang
melibatkan penundahan gen (pembawa sifat) dari suatu
jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama
uptuk  mendapatkan  jenis bam vang mampu
menghasillkan produl: Pangan yang lebih unggul.

Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang
diprodulksi atan yang menggunakan bahan bakn, bahan
tambahan Pangan, danj/atau bahan lain  wyang
dihasilkan dari proses rekayasa genetik.

Kemasan Pangan edalah bahan yvang dipunalkan untuk
mewadahi dan/atan membungkus Pangan, bailk yang
bersentihan langsung dengan Pangan raavpun tidals.

Mutl Pangan adalah niilai yang ditentuken atas dasar
kritetia Keamanan dan Kandungan Gz Pangan.

Gizi adalah zat atau senvawa yvang terdapat dalam
Pangan yvang terdiri atas Karbohidrat, protein, [emak,
vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang
bermanfaat bagi pertumbuhan dan Keschatan manusia.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik yang bethadan hukum mauvpun yang tdak
berbadan hukam.

32. Pelaku . ..
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292 Pelaku Uszsaha Pangan adalab Sstiap OQrang  yang
bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis
Pangan, yatu penyedia masukan produksi, proses
produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan
PeUang.

40. Pemenntah Pusat, selanpinya disebut  Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indeonssia yang memeégang
kekuasaan Pemerintaban negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Repubbk Indonesia Tahun 1945,

41, Pernénntah Caerah adalabh kepala dasrah sebagai unsur
penyelenggara Pemernintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaarn  wusan  pemetintahan  vang  menjadi
kewenangan daesrah otonom.

Hetentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 14
(1] Sumbetr penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dam:
a.  Produksi Pangan dalam negeri,
b. Cadangan Pangan Nasional, dan/atan
. Impor.

i2] Sumber penyediaan Pangan scbagaimana dimaksuod
pads  ayat [l) dilaksanakan dengan mempérhatikan
kepentingann Petani, Nelayan, Pembudi Daya kan, dan
Pelaku Usahs Pangan mikro dan keci melalui kebijakan
taril dan nen tarif.

Ketentuan Pasal 15 diubab schingga berbunyi sebagai
berilout:

Pazal 15

i1} Produksi Pangan dalam negeri digupnakan untuk
memenuhi kebutuhan konsuinsi Pangan.

(2} Dalam . ..
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(2] Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk  kebutuhan
konsumsi dan cadangan Pangath sudah  tercukupi,
kelebihan  Produbktsi Pangan  Jdalam  negeri dapat
digunakat untuk keperhuan lan,

Ketentuan Pasal 38 diukbah sehinggs berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3G

(1) lmpor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri,

(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi
kebutuhat: Kensumsi dan cadangan pangan nasional,

(3 Impor Pangen den [mper Pangan Pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat |2} ditetapkan oleh
Pamerintah Pusat dengan memperhatikan kepentngan
Petani, Melayan, Pembudi Daya lkan, serta Pelaku
Usaha Pangan mikro dan kecil.

Ketentuan Pasal 3% diubah sachingga berbunyl scbagai
beriku;

Pzazal 29

Pemerintah Pusat menetapkan Kebijakan dan peraturan
Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan wsaha tani,
peningkatan kesejahteraan petani, Melayvan, Pembudi Daya
[kan, serta Pelaku Usaha Pangan mikro dan Keil.

Retentuan Pasal 68 diubah sshingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal &8

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
terwujudnya  penyelenggataan Keamsnan Pangan di
setiap rantai Pangan secara terpadu,

{2) Pemerintah . . .
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Pemerintah  Pusat  menetapkan normea,  standar,
prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.

Pelalny Usaha Pangan termasak Usaha Mikre dan Kecil
wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimalisud pada
avat [2).

Penerapan norma, standar, prosedur, dan Kntérda
Eearmnanan Pangan sebagamnana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan
dan slkala nsaha Pangan.

Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah  Deerah  waiib
membina dan  mengawasi pelalsanaan  pencrapan
norma, standar, prosedur, dan koteria Keammanan
Pangan stbagramana dimaksud pada ayat (3] dan ayat
.

Eetentuan  lebith  langut mengena norma, standar,
proscdur, dan kntenna Keamanan Pangan termasuk
pentahapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (<)
diatur dalam Peraturan Pemernntak.

Ketentuan Pasal 72 dinbah sehingga berbunyi sebegail
berikut:

{1}

Pasal 72

Setiap Orang yeng melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal &4 zgvat (1), Pasal 71 ayat (1},
dan/atan ayvat [2) dikenai sanksi administratil.

Sanksi administratil sebagaimansa dimaksud pada ayat
11} berupa:

adenda;

b. penghentian sementara dari Regiatan, produksi,
dan/atan peredaran,

<. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen:
d. gant mgi; dan/atag
e, pencabutan Perizinan Berusaha,

3] Eetentuan . . .
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(3) EKetentaan l2bih langut mengerza kritena, jems, bésaran
denda, dan tata cara pengenaan sankst admimstratil
diatur dalaon Peraturan Pemerintah,

Ketentuan Pasal 74 dinbah sehingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pagzal 74

{l} Petnerintaiy Pusat wajib memeriksa Reamanan bahan
vatg akan digunalkan scbagal bahan tambahan Pangan
vang belum  diketabui dampaknya bagi  kesehatan
manusia dalam kegiatan atay proses Produksi Patgan
untuk diedarkan.

{2} Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana
dimaksud pada avat [l) dilakukan dalam rangka
pemenuhan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 77 diubah schingga berbumyi  sebagai
berikut:

Pasal 77

(1} Senap Orang dilarang memproduksi Pangan vang
dihasilkan dari Rekayasza Cenetik Pangan vang belum
memenuhi Perizinan Benizahe dar Pemerintah Pusat,

2] Sevap Crang yang melakukan kegiatan atau proses
Produksi Pangen dilarang menggunakan baban baku,
bahan tambahan Pangan, danfatau bahan lain yang
dihasilkan dan Rekayaza Genetik Pangan vang belum
mementhi Penziman Beruzaha dar Pemerintah Pusat

i3] Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusahs
stbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah,

Ketentuany Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai
beritoar:

Pasal 31 ...
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Paszal &1

Iradiazi Pangan sebagaimanes dimaksud delam Pasal S0
ayat (1] dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Fusat.

Ketentuan lebih lanjut méngena Penzinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dalam
Peratiiran Pemenntah,

Pasal 87 dihapus.

Keterituan Fagal 88 diubah sehingga berbunyi sebaga
berilouit:

(1]

(2]

(3]

Paszal 88

Pelakn Usaha Pangan di idang Pangan Segar harus
memenuhi  standar Eeamanan Pangan dan Mum
Pangan Segar.

Pzmerinteh Pusal atau  Pemerintahh Daerah  sesuai
dengan kewenangannya wajib membina, mengawasi,
dan memiasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar
untuk  memenubn  persyarstan teknis | mitumal
Keamanan Pangan dan Mutuo Pangan berdazarkan
norma, standar, proseduay, dan kriteria yang ditetapkan
cleh Pemmerintah Pusat,

Fenerapan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
Segat stbagaimana dirnaksud pada avat (1} dulakukan
secara bertabap sesual dengan jenis Pangan Segar serta
jenis danfatan skala usaha,

Dn antara Pasal 89 dan Pasal %0 disisipkan satg pasal, yvakni
Pasal 894 schingga berbuny se=hagai berikut:

(1)

Pasal 894

Setiap CUrang yang melanggar ketenman sebggaimana

dimaksud dalam Pasal 84 ayat {1}, Pasal 86 ayat {2),
atau Pazal 89 dikenai sanksi admitistratil.

2] Sanksi .. .
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Sanksi administratil sebagaimana dimaksad pada ayat
(1) berupa:

82 dends;

b. penghentian sementara dan kegiatan, produksi,
dan/fatau peredaran,

. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
d. ganti ragi; dan/fatan
e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Eetentuan lebih lanjut mengenai kritera, jenis, besaran

dende, dan tata cara pengenaan sanksi administratil
diatyr dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi  sebagai
berikour:

(1)

I2)

I3

Pazal 91

Dalam hal péngawasan keamanan, mutu, dan Gz,
setiap Pangan Olahan yvang dibnat di dalam negeri atau
yvang diimpor untuk dipsrdeganzkan dalam kemasan
eceran, Pelakn Uzaha Pangan wajib memenuhi Perizinan
Beruseha dari Pemerintah Pusat atau  Pemnenntah
Daerah  sesuai dengan kewenangannya becdasarian
oorma, standar, prosedur, dan knténs yang ditetapkan
oleh FPemernntah Pusat.

Keawapbsn memenuhi Pernizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecuslikan terhadap produk
Pangan Olahan tertentu vang dipreduksi oleh Usaha
Mikro dan Kecil,

Eetentuan lebih lanjut mengenal Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pasal 133 ...
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Pasal 133

Pelaku Usaha Pangan vang deéengan sengaja menitmbun atay
menyimpan melebihi  jumlah  maksimal  sebagamana
dimaksud dalam Pasal 353 dengan maksud untuk
mempercleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangsn
Pokel: menjadi mahal atau melambung tinggl dipidans
dengan pidana penjara paling lama 7 {tjuh) tabhun atay
denda paling banyak Epl50.000.000.000.00 [ssratus lims
pulubh miliar rupaah).

Ketentuan Pasal 134 dimbah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 134

(1} Zetiap Orang vang melakukan Produksi Pangan Clabhan
tertenty wntuk diperdagangkan, yang dengan Sengaja
hdak meneraplkan tata cara pengolaban Pangan, yang
dapat meénghambat peourunan  ataa kehilangan
kandungan Gin baban baku Pangan yang diganakan
sebagaimana dunaksud dalam Pasal 64 ayat (1} dan
vang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu]
tahun atau denda paling banyak Rp2.000 QO OO0, 04
{dua milar rapiah).

{2} Ketentuan sebagaimanse dJdimaksud pada ayat (1)
dikecualikan darn pengenaan sanksi pidana terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh sebap orang vang

melakukan usaha dan/atan kegiatan berisiko rendah
atau sedang.

{2} Pelakwn usaha danfatan kegiatan wvang melakukan
pelanggaran  scbagsimena dimaksgyd pada ayat |2
dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ketentuan Pagal 133 dinbah zehingga berbunyr sebaga
berikut:

Pazal 135 _ _ .
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Pasal 135

Setiap OUrang yang ményelengearakan kegatan atau
proses produksi,  penyunpanan, pengangkutan,
danfatau peredaran Pangan yang tidak memenubi
Persvaratan Sanitasi Pangan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7! ayat {2) vang mengakibatkan timbulaya
korban/ketusakan terhadap Kesehatan, kesslamatan,
dan/ata lingkungan dipidana dengan pidana pomjara
paling lama 2 |dua] tahun atau denda paling banyak
Epd, 000 000,000 00 (empat miliar rupiahj.

hetentaan  schagaimana pada dimaksuad  ayvat (1)
dikecualiban dari pengenaan sanksi pidana terhadap
pelenggaran yang dilakulkan oleh setiap orang vang

melakukan usaha dan/atan kegiatan berisike rendah
arau sedang.

Pelaky usaha den/fatau  kegiatan yang melakukan
pelangegaran  s¢bagaimana dimaksud pada avat (2
dikenal sanksi sebagaimana dimaikdisud dalam Pasal 72

Ketentuan Fa=al 13% diubah =sehingga berbunyi sebagai
berilout:

{1)

(2]

{3

Pasal 139

Setiap Orang vang dengat sengaja membulia kemasan
akhir Pangan untuk dikemas  kembali | dan
diperdaganghkan sebhagamana dimaksud dalam Pasal 34
avat |l] yang mengakibatkan tmbulhya  Kotban
gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana
pergara pabng lama 4 (cmpat) tahun atau denda paling
banyak Bpl0.000.000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Eetentuan  schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecuabkan dari pengenaan sanksi pidana terhadap
pelangearan yang dilakukan oleh setiap orang yang

melabukan uszsha danfatan kegiatan berizsiko rendah
atau sedang.

Pelaku wusaha danfatau kegiatan vang melakukan
pelanggaran scbhagaimana dimaksud pada ayat (2}
dikenai sanksi sebagaimana dimalksud dalam Pasal 72.

19, Ketentaan . . .
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15, Ketentuan Pasal 140 diobah sehingga berbunyi =ebagai
benkui:

20,

i1

2

e

Pagal 140

Selap Orang Yarg memprixdulksi dan
memperdagangkan Pangan vang dengan sengaga tidak
memenuhi standar Keamanan Pangan sebapgaimansa
dimaksud dalam Pasal 85 ayat |2) yvang mengakibatkan
tmbulnya korban  gangguan  kesehatan manusia
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 {dua)
tahun atau denda paling banyzk Rpd 000 000 000,00
{empat miliar nipiah).

Ketentnan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)
diltecnalikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap
pelangpatran vang dilakukan olsh sétiap orang yang
melaliukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah
atau sadang,

Pelaku wusaha dan/atau kegiatan yang melalokan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada avat {2)
dikenai sanksi sebagaimana dimaksad dalam Pasal 894,

Eetentuan Pasal 141 diubah schingga betrbunn sebaga
berikout:

(1)

)

Paszal 141

Setiap Crang yang dengan sengaja memperdagangkan
Pangan vang lidek sesuai dengan Keamanan Pangan

dan Mutu Pangan yang tércantum dalam label Kemazan
Pangan sebagamana dimaksud dalam Pasal 39 yang
mengalibatkan  timbulnya  gangguan  kesehatan
manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atanu denda paling banyak
Ep4.000.000.000,00 [ermpat miliar rapiah).

Hetentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
diltecualikan dari pengenaan sanksi pidsna techadap
pelanggaran vang dilabukan oleh sctap c¢rang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendab
atau menengah.

(2) Pelaku . . .
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Pelakn uszaha danfatan kegiatan yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ([2)
dikenali sanksi administratif sebagaimana dimalksud
dalarm Pasgal 89A avat (2]

Ketentuan Pasal 142 diubabh sehingga berbumyn  sebagaa
berikut:

{1)

{2)

(3

(1]

(2]

Pa=al 142

Pelakn Usaha Pangan vyang dengan sengaja tdak
memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan
vang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk
diperdagangkan dalam kemssan eceran sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat 11) dipidana dengan
pidana penjara paling lams 2 {dua) tahun atau denda
paling banyak Rpd. 00000000000  {empat  miliar
rapiahl).

Eetentuzn  stbagaimana Jdimalisad pada  ayat [l)
dikecuablkan dari pengenaan sankst pidana terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang vang
melakukan useha denfetan kepiatan berisiko rendah
atay menengah,

Pelaku wszaha danfatay kegiatan vang melakukan
pelanggaran  sehagaimana dimaksud pada ayat (2]
dikenai sanksi administeatil sebagaimana  dirmaksud
dalam Pasal 894 ayat {2).

Paragral 12
Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 65

Pelaksanaan perzinan pada sektor pendidikan dapat
dilakukan melalni Pemnzinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini,

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada
sekior pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 65 . ..
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Pasal €6

Untuk mempermudah pelaku usaba  perfilman dalam
malakukan kagatan vsaha, Undang-Undang im mengubah,
menghapuas, atau menetapkan pengaturan bara vang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20309 tentang
Perlilman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2000
Nomaor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50640) diubah sebagai berikoat:

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berburnn schagal

berikout:

(1}

2

(3]

Pasal 14

Jenz usaha perfilman sebagaimana dimaksuad

dalam Pazal & ayat (2] wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemetintah Pusak.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pade
avat |1) tidak termmasuk Perizinan Berusaha terkait
pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiacan
taleviza atal ranngan tehnolog miormatika,

Ketentuan  lebih  lanpat  mengenai  Perizinan
beruzaha diatur dalam Peranyran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai

berilet:

{1

(2)

Pasal 17

Pembuatan film oleh palaku usaba pembuat Olm
scbagaimnana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {3}
harmiz memenuhi Perizinan  Berusaha  dard
Femerintah Pusat,

Ectentuan lebih  lanjut  mengenai  Perizinan
Berusahsa terkait pembuatan film dianyr dalam
Feraturan Pemerintah.

A Ketentuan - - .
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Ketenpuan Pasal 22 dinbah sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Pasal 22

{1} Pembuatan film oleh pihak  asing yang
menggunakan lokasi di [Indonesia dilakukan
berdasarkan persetyuan dari Pemerintah Pusat
tanpa dipungut biaya.

{2} Pembuatan film yang menggunakan insan
periilman asing dilakuitan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{3} Eetenman lebih lanjut  mengenal  persetujuan
penggunaat  lokasi dan insat  perhlman  asing
sehagaimana dimaksud pada arat [1) dan avat [2)
diatar dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 78 diubah sehingega berbunyi sebagai
berikut:
Pazal 78
{1} Pelanggaran terhadap kelentuan sebagaimans
dimakaud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1)
atan avat [2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1)
atauw ayal (2], Pasal 13, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20
avat 1), Pasal 21 avat (2], Pasal 22 ayat [1] atau
avat 12), Pasal 2& ayat [1), Pasal 27 avat (1), Pasal
31, Pasal 32 ayat (1), Pazal 39 ayat (1), Pasal 43,
atawn Pasal 57 avat {1) dikena sanksi admimstratif.
{2) Sanksi admindatratif sebagaimans dimaksud pada
ayat {1) dapat berupa:
4. teguran tertubs;
b. denda administratif;
<. penutupan sementars; dan/ataug
d

pembubaran atau  pencabutan  Periinan
Berusaha.

(3} Katentuan . . .
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(3] Kettntuan l#bih lanjut mengena kritenia, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratl diatur dalam Peraturat: Pemetintah.

5. Pazal Y9 dihapus.

Paragral 13
Kepanwisataan

Pazal 67

Untuk memberikan kemudzshan bagi masvarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendepalkan Perizinan Berusaha dati
sektor Lepariwisataan, beberapa ketentuan dalam Undang-
Umdang Nomor 10 Tahun 2009 tentang REepanwisataan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4965}
diubah sebagai benkut:

1. EKetentuan Pasal 14 diubah schingga berbunyi sebagad
berikut:

Pasal 14

{1} Usaha panwisata mebiputi:

#. Jdaya tarik wisata;
kawasan pariwisata,
JAsa wansportasi wisata;
jasa perjalanan wisata:
Jasa makanan den minuman;
penvediazan akomodasi,
penyelenggaraan kegiatan laburan dan rekreasi;

penyelengearaan pertemuan, perjalanan
insentil, konlerensi, dan pameran;

i. jasa informasi wisata;

T® oo T

j jasa . . .
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i-  jasa konsultan pariwizata;
k. jasa pramuwisata;

. wisats ticta; dan

tn. sSpa.

2] Usaha pariwisata selain sebagaimana dimalieud
pada avat {1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal L5 diubah sehingga berbunyt sebagai
barilout.

Pasal 13

{1} Untuk dapat menyelenggarakan usaha paciwizata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha
pariwisata wajlb memenuht Perizinan Berasaha dan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya  berdasarkan norma,
standar, presedut, dan Kntata yvang ditetaphkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2] Ketantusan lebih lanjui mengenai Perizinan Beruisaha
sebagpaimana diomaksud pada ayat (1) diatwr dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 1& dihapus.

Ketentuzan Pasal 26 diubah sehingea berbunyi sebagai
berilout:

Pasgal 26
(1} Setap pengusaha pariwisata wajib:

a, meryaga dan menghorman norma agama, adat
istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat setempal;

b, memberikan  informasi yvang  akucat dan
bettangsung jawab;

c. memberikan | ..
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£, memberiktan pelayanan vang tidalk diskrimitatil;

4. memberikan kenyamanan, keramahan,
pelindungan keamansn, dan keselamatan
wizatawan;

e.  memberikan pelindungan asuransi pada usaha
pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

[ mengembangkan kemitraan dengan 1saha
mikro, kecil, dan koperasi seiempat yang saling
memerhilzan, memperkuat, dan menguniungkan:

B menpatamakan pengpunaan produbl masvarakat
setempat, produk dalam negeri, dan memberilkan
kesempatat kepada tenaga kera lokal;

h. meéningkatkan kompetensi tenaga kerja melaha
pelanhan dan pendidikan;

L. berperan skt dalamm upaya pengembangan
prasarans dan Program pemberdayaan
masyvarakat;

J- tarat serta mencegabl segala bentuk perbuatam

yang melanggar kesusillaan dan kegiatan yang
melatiggar hukum  di bogkungan tempat
usahanya;

k. memeshhara lingkungan yang sehat, bersih, dan
AS8TT;

. memelihara kelestarian lingkungan alam dan
budsya;

m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia
melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara
bertanggung jawak; dan

n. memenvbn Penzman Berusaha dan Pemerintah
Pusat,

Ketzntvan letah largut mengenal Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatare
dalam Peraturan Pemernimtah.

5. Ketenbgan . . .
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5.  Eetentuan Pasal 29 diubah sehingea berbutyi sebagai
benloat:

Pazal 29
(1} Pemerintah provinsi berwenang:

a. menyasun dan menetaplan rencana induk
pembangunan kepariwisataan provinsi;

b, mengoordinasikan penyelenggaraan
keparwisataan di wilayahnya;

& mencrbitken Periznan Berusaha;

d.  menstapkan destinasal panwisata provinss,
&, menestapkan daya tank wisata provinsi;

I

memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan
produk pariwisata yvang berada di wilayahnya;

g memelihara aset proving vang menjadi daya
tatik wisata provins, dan

h. mengalokasikan anggaran kepanwisataan.

(2) Peoerbitan Penzinan  Berusaha — sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huml ¢ dilakukan sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan knténa yvang
ditetapkan oleh Permnerintah Pusat,

6. Ketentuan Pasal 30 dinbah sehingga berbunyi =ebegai
berikut:

Pasal 30
(1) Pemenntat kabupaten/kota berwenang:

a. ményasun dan menstapkan rencana  mnduk
pembangunan kepariwisataan kabupaten /kota;

b. menetapkan deztinasi pariwisata
kabupaten f kota;

2. menttapkan daya tark wisata kabupaten kota;
4. menerktkan Petizinan Berusaha;

e, tnengamr . - .

SK No 03099] A
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£, menganar penyeletggaraan dan  pengalolaan
Kepariwisataan di silayahoya;

f. memlasilitasi dan melabukan promosi destinasi
pariwisata dan produk pariwisata yvang berada
di wilayahnya,;

g.  memlasilitasi pengembangan daya tarik wisata
baru;

h. menyelengearakan pelatihan dan  penelitian
kepariwisataan dalam lingkup kabupaten f kota,

i-  memelihara dan melestankan daya tarik wisata
vang berada di wilayahnya;

1. menyelenggarakan  bimbingan  masyarakat
sadar wnsata; dan

k.  mengalokasikan anggaran kepariwizataan.

Penerbitznn  Perizinan  Berusaha  sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan aleh Pemerintah Pusat,

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1l

[2)

[

Pasal 54

Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha
panwisata meruiliki standar usaha.

Standar usaha sebagamana Jdimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizmingn
Berusaha.

Ketentuan letah lanjut mengenai stander uszha
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dadam Pératuran Pemenntah,

Fagzal 56 dihapus,

3. Pazal . . .
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Pasal o4 dihapus,

Paragraf 14
Keagamaan

Pasal 68

Untuk memberikan kKemudahan bagi masyarakat térutama
Pelaku UUsaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari

sektor

keagamaan, beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomoer 3 Tahun 20019 tentang  Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Momor 5383 diubah sébaga benbul:

I. Retenmian Pasal 1 angka 11 dan angka 19 diubah
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasgal 1

Dalam Undang-Undang ini vang dimaksud dengan:

1.

Ihadah Haji adalah rukun Islam kelima bBagi orang
Ialamn Yang mampu untuk melaksanakanh seranglaian
ibadah tertentu dh Baitallab, masyaar, serta tempal,
wakiu, dan syarat tertentu,

lbadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah 4i luar
musim haji dengan niat melaksanakan uwmrah yang
dilanjutkan dengan melakukan tawal, sai, dan
tahalul.

Provelenggaraan lhadah Haji dan Umrah adalah
kepiatan Pererncanaan, PANZOrSanISasIan,
pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan
Ibadah Hap dan Thadah Umnrah,

Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama
Islam dan telah mendaftarkan dit untok menunaikan
Ibadah Haji sesual  dengan persyaratan  yang
ditetapkan.

g, Jemaah



3K No 450954 A

10,

11.

12,

13.

14,

PREZHDEM
REPUBALIFK, IHBOMNESIA

- 493 -

Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang
menjalankan Ibadah Haji yvang diselenggarakan oleh
Meanitet],

Jemnaah Hap Ehusuz adalah Jemash Hap yang
menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh
penyelanggara Ibadah Haj khusus,

Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan
[badah Umrah.

Penyelenggaraan [badah Haj  Reguler adalah
Penyelenggaraan lbadah Haji vang dilaksanakan oleh
Menteri dengan pengelolzan, pembiayaan,  dan
pelayanan yang bersifat umum.

Petugas Penyelknggara [badah Haji yang selanjutnya
dizingkat FPPIH adalash petugas yang diangkat
dan/atau ditetapkan cleh Menteri yang berbugas
melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan,
serta pengendalian dan pengeordinasian pelaksanaan
apetasiohal Ihadah Haji 4i dalamm negen dan/fatag 4l
Arab Saudi.

Penyelenggaraan Ibadakh Haji Khusus  adalah
Penvelenggaraan Ibadah Haji vang dilaksemakan oleh
penyelenggara  1badah  Haji  khusus  dengan

pengelolaan, pembiayaan, dan  pelayanan yang
bersilat Khusus,

Peniyelenggara Ibadabh Haji Khusus yang =elanjumya
disingkat PIHE adalah badan hukuwm yang memiliki

Perizinan Berusahea untuk melaksanalkan Tbhadah Haji
khusus.

Biaya Perjalanan Ihadah Haji yang selanjutnya
disebut Bipih adalah sejumlah vang yang harus
dibayar olkh warga negara yang akan menunaikan
Tbadah Han.

Biaya Penyelenggaraan [badah Hapn yang selanjutnya
diginglzat BPIH adalah s¢jumlah dana yang digunakan
untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Hagi,

Nilai Manlaat adalah dana vang diperoleh dac hasil
pengembangan Revangan hag yang dilakukan melala
penempatan dan fataw investasi,

1% Dana - .
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Dana Efiziensi adalah dana yang diperoleh dan hasil
efisiens1 biaya operasional penyelenggaraan [badah
Haji.

Biays Perjalanan lbadah Haji Kbhusus yang
selanjutnya disebut Bipih Khusus adalabh sejumlah
nang vang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan
menunailtan Tkadah Haji khusus.

Bank Penetima Setoran Biava Pepalanan Ihadah Haji
yang selanmjuinya disingkat BP3 Bipih adalah bank
urmum syanah danfatan unit usaha syanah yang
ditunjuk oleh Badan Pengelola Kenangan Haijr,

Setoran  Jemaah  adalah sejumlah uveng  yang
diserahkan oleh Jemash Haji melalui BPS Bipih.

Penyelenggara  Ferjalanan  Thadah Umrah yang
selanjutnya disingkat PPIUV adalah bkire perjalanan
wisata yarg memiliki Perizinan Berusaha untuk
menytlenggarakzm perjalanan Ibadah Umrah,

Kelompok Bimbingan [badah Haji dan Umrah yang
selanjuinya dizmgkat KBIHU adalah kelompok yang
menyelengaraskan bimbingan lbadah Hagi dan Umrsh
vang telah memenuhi Perizinan Berusaha,

Ketentuan Pasal 19 diubahh sehingga berbunyi sebagai
herikut:

(1)

(2]

Pasal 19

PIHE yang tidak melaporkan keberangkatan warga
negara [ndonesia yang mendapatkan undangan visa

haji mgjamalah dari pemerintah Kerajaan Arab 2audi
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayar |3
dikenai sanksi administratif,

Sanksi adminisoratif sebagaimans dimaksud pada
ayat {1} melipub:

a, teguran lizan;

b. teguran tertulis;

¢, penghentian sementara kegiatan;

d. denda . ..
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d. denda admimstrand,
e. pakzaan pemerintah; danfatay
I.  pencabutan Perizinan Berusaha.

3] Ketentuan lebih lanjut mengenai  kritena, jenis,
besaran denda, den tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dianar dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berboat:

Pasal 20

Pemetititah Pusat melakukan petgawasan terhadap PIHK
vang memberangkatkan warga negara lndonesia yang
mendapatkan undangan visa hajp muyarmalah  dan
pemenntah Kerajaan Arab Sauadi,

Ketentuan Pasal 53 didbah zehingga berbunyi sebagai
berikout:

Pazal 58

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha mmenjadi PIHE,
badan hukum harus memenuhi persyvaratan:

a, dimuliki dan dikelola oleh warga negara lndonesia
yang beragama lslam;

b 1erdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi,

c¢. memiliki kemampuan tekmis, lompetensi personalia,
dan kemampuan finansial unmk menyelenggarakan

Ibadah Hap khusus yang dibuktikan dengan jaminan
bank; dan

d. memiliki komitmen untuk meningkatkan KkKualitas
Penyelenggaraan Ihadah Haji Khusos.

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga betbunyi sebagad
berikut:

Pasal 5% . ..
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Faszal 55

(1] Pelaksansan lbadah Haji khusos dilakakan coleh PIHK

setelah memenuhi Perizinan Berusahae  dari
Pemerintah Pusat.

2] Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} berlaku selama PIHE menjalankan kegiatan usaha
Penyelenggaraan [badah Haiji Khusus.

13 Ketentuan lebih lanjut mengenal Perizinan Berusaha
dalam rangka penyelenggaraan lbadah Hah Khusus
diatur dalam Peraturan Pemernntah,

Ketentuan Paszal €1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 61

Ketentyan lebih lanjut mengenai persyatatan PIHK dan
pernbukaan kantor cabang PIHK sebagamnana dimaksud
dalam Pasal 38 dan Pasal &0 diatar dalam Peraturan
Pemerintal.

Ketentuan Pasal €3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 63
{1l PIHK wajib:

a. memiasilitasi pengutusan dokumen perjalanan
lbadah Haji khusus;

L. memberikan bimbingan dan pembinaan [badah
Haji khusus;

2. memberikan pelayanan keschatan, transportasi,
aliomoedasi, konsumsi, dan pelindungan;

d.  memberangkatian, melavani, dan memulangkan
Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian;

e. memberangkathkan . . .
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¢,  memberangkatkan  penanggung  jawab  PIHK,
petugas kesehatan, dan pembimbing [badah Haj
khusus sesual dengan ketentaan pelayanan haiji
Lhusus,

. memlasilitazi pemindahan calon Jemaah Haji
Khusus kepada PIHK lan atas permobionan
Jemaal; dan

g melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan
[badah Haji Khusus kepada Menteri

FIHK  yang tidak melaksanakan — kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administrati{ beripa:

a.  teguran tertulis;

k.  denda administratif;

. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
d.  pencabutan Pénzinan Berusaha,

Ketentuan lebibh lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan  sapksi
administratil sebagsimana dimalsud pada ayat [2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketenbuan Paszal 83 diubah schingga berbunyi sebagai
berikuak

(1)

(2)

Pasal 82

Pemeérintalh  Pusat melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap FIHK paling lama &0 jenam puluh)
Hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan
lbadah Haji Khusus.

Hazil pengawasan dan evaluasi sebagaimans
dimaksud pada ayat (1} dilaporkan kepada DPR RI.

Ketentuan Pasal 84 diubah zehingga berbunyi sebagai
berdoat:

Pasal 84 . .,
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Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenad tata cara pengawasan
dan  <¢valuasi  olth Pemenntah  Pusat  sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 83 ayat (1] diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentnan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8%
(1) Pemerintzh Pusat metaksanalkan akreditasi PIHK.

(2) Akreditazsi sebagaimana dimabksud pada avat (1)
dilakukan untuk menmlai kinerga dan kuahias
pelavanan FIHE.

3 Pemenntah Pusat menetapkan standar akreditasi
FIHE.

(4] Pemerintah Pusat memublikasilkan hasil akreditasi
PIHK sebagaimana dimalksud pada avat (1) kepads
masyarakst SeCara elektronilk dan/atau
noneleldronik.

(%) Ketentwan lebih lanjul mengena akreditaza PIHK
dianar dalam Peratiran Pemerintah.

Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagad
berikut:

Pasal 89

(1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi
PPIU, birc peralanan wisata haras dimiliki dan
dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam
dan memenuhi persyaratan sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan Kriteria yvang ditetaplan ol=h
Pemerintah Pusat.

(2] HKetentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat |1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

12 Ketenfiath - . .
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Ketentuan Pasal 90 diubah sehingea berbunyi sebagad
berkut:

Fasal 90

(1] Pealakzanasn Thadah Umrah dilakukan oleh PPIU
setelah  mementthi | Perimnen  Berusaha  daci
Patnerintah Pusat,

(2] Pemznan Berusaha sebagamana dimaksud pada ayat
{1} berlaku selama PPIU menjalankan kegiatan usaha
penyelenggaraan Ihadah Ummah,

Ketentuwan Pasal 21 diubal schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 91
{1} PPIU dapat méembuka kantor cabang PPIU di Juar
domisili perusahaan.
{2} Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana
dimaksud pada avat (1} haris ddaporkan kepada
Pemerintah Pusat,

Ketenbuan Pasal 92 dinbah sehingge berbunyi sebagail
berikut:

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha dan
pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimalosud
dalarn Pasal 29, Pasal 90, dan Pasal 91 diamre dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 94 diunbah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 94 . .
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Fazal o4

PPIV wajib:

&

menyediakan paling sedikit 1 [satu} orang
pembimbing ibadah setiap 45 jempat puluh
limal ¢rang Jemaab Uarah;

memberikan  pelayanan dokumen perjalanan,
akomodasi, konswmesi, dan transportasi kepada
Jemaah sesual dengan perjanjian tertalis yang
disepakati antara PPIV dan Jermaah Uhnrah,;
memiliki perjanjian kerja sama dengen fasilitas
pelayanan kesehatan di Arab Sauds;

memberangkatkan dan memulangkan Jemazsh
Dmrah sesuai dengan mass berlakn visa umrah
di Arab Saudi;

menyampaikan rencana  pedalanan umrah
kepada Menteri  secara  tertulis  sebelurm

keberangkatan;

melapor kepada Perwgkilan Republik [ndonesia
di Arab Sandi pada saat datang di Arab Saudi
dan pada saat akan kembali ke Indonesia

membuat laporan kepada Manteri paling lambat
10 |sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah
air;

memberangkatkan Jemaah  Umrah yveng
terdaltar pada tahun hijriah bBerjalan;

mengikuts  standar  pelayanan mroimal  dan
harga referensi;

mengiluti prinsip syariat; dan

membuka rekening penampungan veng
dipunakan untuk menampung dana jamaah
untul: kegiatan amrah.

Eetentnan  lebih lanjut  mengenai  rekening
penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf k diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan . - .
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14, Ketentuan Pasal 95 diubah sehingea berbunyi sebapgai
berikut:

17,

(1)

(2]

Pasal 95

PPIU vang tidak memenuhi ketentuan sebagaimansa
dimakesud dalam  Pasal 94 dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda admimstratd;

c. pembekusan Penizinan Berusaha; ataa
d. pencabutan Perizinan Berusaha,

ketentuan  lebith  lanjut mengenal kritera, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimeksud pada ayat (1}
diatur dalam Peraturan Pemerintab,

Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

i

i2

]

Pazal &

Pemerintah Pusat mengawasi dan  mengevaluasi
renyelenggaraan [hadah Umrah.

Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksuod
pada ayat (1) dilalsanakan oleh aparatur Pemerintah
Pusat terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan,
dan pelindungan yang dilakukan oleh FPIU kepada
Jemaah Umcah.

Dalam melakseanakan fungsi pengawasan dan
evaluas pelakszanaan lbadah Umrah, Pemerintah
Pugat dapat membentuk tim koordinasi pencegahan,
pengawasan, dan  penindakan  permasalahan
penyelenggaraan [badah Umrah.

18, Ketentuan . .
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Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunys sebagai
berikut:

Pazal 101

11} Hasil pengawasan dan evalua=m pelaksanaan [badah
Umrah digunakan sebagai dasar akreditasi dan
Pengenaan sanksi.

2l Ketentuwan lebih lanjut mengenal pengawasan dan
evaluasi diatyr dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 103
Pemerintah Pusat menetapkan standar akseditasi PPIL

Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai
Berikul:

Pasal 104
{1} Permnerintah Pusat melakcukan akreditas: PPIU.

{2} Akveditasi sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan wuntuk menilai kinerja dan  kualitas
pelayanan PRI,

{3) Akreditasi terhadap PPN dilabuakan setiap 5 (lima)
tahuin.

Ketentuan Passl 104 diubah zehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pagzal 106

Ketentuan lelnh langut mengenal akreditasi terhadap PPIU
diatur dalam Peramaran Pemennotah.

22. D1 antara . . .
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Di antarg Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 {satu)
pasal, vakni Pasal 118A sehingga berbunyl sebagai
bBerikoat:

Pasal 118A

i}l PIHK rang dengan sengaja menvebabkan kegagalan
keberanglkatan, penelantaran, atau kegagalan
kepulangan Jemaah Haji Khusus  sebagaimansg
dimaksud dalam  Pasal L1838  dikenai sanksd
administratif.

2] Sanksi adminiztratil sebagaimana dimalsad dapat
berupa:

a, penghentian ssmentara Regiatan,;

denda admimstrat,

paksaan pemerintah;

pernbekuan perizinan berusaha; danfatan
pencabutan periZinan berusaba,

(3] Belain Kewajiban sebaganmana dimaksud pada ayat
{1}, PIHK Jdikenan sanks berupsa kewapban untuk
mengembalikan biaya s¢jumnlah yang telah disetorkan
alell Jemaah Haji Khusus serta KRerugian immateril
lainnya.,

> a0

(4] Ketentuzn lebibh lanjul mengenai  kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratid scbagaimana dimmaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayai |3} diatur dalam Peraturan
Femerintah.

Di antara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan | (satu)
pasal, yakni Pasal 119A sehingga berbunyi sebagai
berilut:

Pasal L1%A - ..
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Pasal 1194

PPIU vang dengan sengaja memyebabkan keégagalan
keberangkatan, penelantaran, atau  kegagalan

kepulangan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 119 dikenai sanksi administratil-

Sanks admindstrati] sebagaimana dimaksud dapat
briapa:

a. penghentian sémentara kegiatan;

b. denda administraid;

c. paksaan pemenntah;

d. pembekuan perizinan berazaha; danfatau

e. pencabutan perizinan berusaha.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada zyat
{1}, PPID dikenal sanksi bsrupa kewaijiban untk
mengembalikan biaya sejurnlah yanyg relah disetorkan
oleh Jemash Umroh serta kerugpan immnater] annya.
Ketentuan lebibh lanjut mengenai kriternia, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratf s¢bagaimana dimaksad pada ayat (1),
ayat (2], dan ayat 13) diator dalam Peraniran
FPemerintaky.

Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 125

Dalam hal PIHK yang melakukan tindakan sebagaimana
dimaksid dalam Pasal 118A dalam wakitl paling lama $
{lima} hari tidak memalangkan Jemash Haji Khusus ke
tanah air, PIHK dipidana dengan pidana penjara paling
lama 19 {sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak
R 13000 000 000,00 {gepuluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fazal 126 _ ..



SK Mo 0320045 A

PRESIDEMN
REFUBLIK HHDOMNMESIA

-203 -

Pazal 126

Dralam hal PRIV yang melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 1194 dalam wakto paling lama 5
{ima) hari tidak memulangkan Jemaah Umrah ke tanah
ajr, PPIU dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
isepuluh] tshun atan pidana denda paling banyak
Rp 10000000 000,00 {sepuhibh miliar rapiah).

Paragral 15
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal £9

Untuk memberikan kemudabhan bagi masyarakat teratarma
Pelabu UUsaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan
kemudahan  persyaratan  investasi  dam sektor Pos,
Telekomunikasi, das Penyiaran, Undang-Undang  ind
mengubah, menghapus, atan menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam.

a. Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2009 tentang Pos
[Lembaran Negara Republik [ndenesia Tahun 2009
Nomor 146, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor S065);

b. Undang-Undang WNomor 36 Tahun 1999  tentang
Telekomunikasi {Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1949 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 3881); dan

¢, Undang-Undang Nomor 32 Tahupn 2002 wentang
Penyiaran {Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Momor 4252).

Pasal TO

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2009 tentang Pos (Lembaran Megara Republik [ndonesia
Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran HNeégara
Republik Indones=ia Nomor 5065) diubah sebapai benkut:

1. Ketentuan |, .
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Ketentuan Pasal 10 diubah schingga berbunyi sebagai
berilout:

(1)

(2)

Paszal 10

Penvelenggarzan Pos  dapat  dilakukan  setelah
memerabi  Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Fusat.

EKetentuan kebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatar dalam
Peraturan Pemermtah,

Ketentuan Pasal 12 disbah sehimgga berbunyi sebaga
berikut:

1)

2]

13

Pasal 12

Pemenntah Pusat mengembangkan usaha
penyelangpara Pos melalui penanaman modal sesuai

dengan ketentuan peraburan perundang-undangsn
di bidang penanaman modal,

Penyelenggara Pos asing yang telabh mementibtn
persyaratan  dapat  menyelenggarakan Pos di
Indonesia.

Ketentaan lebih  lanjut  mengenal  persyaratan
penvelenggara Pos asing sebagaimana dimaksud
pada avag (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13 dihapus.

Eetentuar: Pasal 39 dinbah schingga berbumyi schagea
berikut:

1)

Fasal 39

Betiap orang vang  melanggar ketentuan
sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 10 ayac {1},
Fazal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat {3}, atau Pasal 15
ayat 4] dikenai sanksi administratif.

(2] Samksi . . .



SK No 0520438 4

2

13)

PRESIDEN
REPLIBLIK, IHEHDHESIA

- SOT -

Sanlks adrunisiratif sebagaimana dimaksud pada
ayat i1) dapat berupa:

a,  teguran teroalis,
b, denda adminiatzatil dan/atan
c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Ketentilan leiah  lampur mengenail Keiteria, jJenis,
besaran Jdenda, dan tata cara pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayvat [2)
diatur dalam Paraturan Pemsanntah,

Fasal 71

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1590 tentang Telekomunikasi {Lembaran Negara Republik
[ndonazia Tabun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembatran
WNegara Republik [ndonesia Nomor 3831} diabah:

l. Ketenouan Pasal 11 diubah sehimgga berbunyi sebagai
berilout.

(1]

(2]

Pasal 11

Penvelenggaraan tele komunikasi sehagaimana
dimaksud dalam Paszal 7 ayat |1) dapat dilaksanakan
getzlah mememuhi | Perizinan Berusaha dari
Pemerntah Pusat,

Katentuan lebih lanjut menganal Penzinan Berusaba
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diabtur dalam
Peraturan Permerintat.

2. Ketenmuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sehagai
berilout:

Pazal 28 . ..
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Paszal 28

Besaran tacif penyelenggataan jaringan
talekaomunikas  danfatau  jasa  telekomunikas]
ditetaploan oleh penyelengears jarngan
telekomunikasi danfatau jasa telekomunikasi
dengan berdasarkan fonmnula yang ditetapkan olsh
Pemenntah Pusat,

Pemenntah Pusat dapat menetaplkean tarif batas atas
danfatana tarif batas bawah penyelenggaraan
telekomuanikasi dengan memperhatikan kepentingan
tmasyvarakat dan persaingan usaha yang schat.,

Eetentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sehagen
berikut:

i1

(2]

3]

Pasal 30

Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikas
dan/atan penyelenggara jasa telekomunikasi belum
dapat menvediakan akses di daerah  tertentu,
penvelengrara telekomunikasi khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 avat [3) hunal a dapat
menyelenggarakan Jaringan telekomunikas:
danfatan  jaza  teltkomumikasi  eebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1] hurd a dan buanad
b setelah memenuhi Penzinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat

Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi
dan/fatau  jasa  elekomunikasi sudah dapat
menyediakan  akses di dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat {13, penyelenggera
telabormuimikast  khusus tetap dapat melakukan
petyelenggaraan jarmgan telekomunikasi danfatau
Jjasa telekomumnikasi,

Ketentuan lebih langut mengenai Perizinan Berusaha
sebagamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemenntah.

4, ketentuan . . -
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Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

2]

Pasat 32

Betiap alat dam [atau peranghiat telskomumikasi yang
dibuat, dirakit, dan dimasukkan untuk
diperdagangkan dan/atau digunakan 4di walayah
Megara Republik Indonssia wajlb mernéenubin standar
teknis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis alat
danfatau perangkat telekomunikasi scbagaimana
dimaksud pada ayvat (1) diatur dalam Peratoran
Petnerintah.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi se=bagm
berikut:

(1)

(2)

(3

{4

{=

Pasal 33

Penggunaan  spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit oleh Pelaku Usaha wajitr memenuhi Perizinan
Berusaha dan Pemermtah Pusat,

Pepnggunaan spektrum  frekuensi radio dan orbit
gatelit sleh gelain Pelaku Usahia waph mendapathan
persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Penggunaan spekoum frekuensi radio dan orbit
satelit sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat
(2] wajib dilakukan sesual dengan peruntukan dan
tidak menimbulkan gangguan vang merugilan,

Dalam bhal penggunaan spektrum frekuensi radic
tidak optimal danfatauw terdapat kepentingan umum
yang lebih besar, Pemenntah Pusat dapat mencabut
Perizinan Berusgha atau persctujuvan pengeounaan
spelitrum frekuensi radic,

Pemetiitah Pusat dapat meénstaphkan pénggunasn
bergama spelittum rekuensi radio.

6] Pemegang - . -
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Pernsgang Perizinan Berusaha tetkait penggunaan
spektrum  frekuensi radio sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk penyelenggarasan telekomumlcast
dapat melalukan:

4. kerja sama penggunasan spekitrum  frekuens
radic 1untuk penerapan  teknologt  bBaow;
dan/atan

b. pengalihan penggunean spekirum  frekuensi
radio,

dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

Eerja sama pengguoaan  danfatau  pengalihan
pengeunaan spektrum fekuensi radio sebagaimana
dimaksud pada ayat |6 wapb terlebih dahulu
mendapatkan persetajuan dari Pemerintah Pusat.

Pembinzan, pengawasan, dan  pengendalian
perggunasan  spektram  frekuensi radio dan orbit
satelit sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat
(2} dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,

Ketentuan lebih lamjut mengenai Perizinan Berusaha,
terkait Pengpunaan spektrum frekuensi radio dan
ortnt satehit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
persetuyjuan penggunaan spektrum frekuens radio
dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat
{2}, penggunaan bersama spektruym frekuensi radio,
kerja sama penggunazn spektnam frekeensi radio,
dan pengalihan pengrunaan  spekitum (relaensi
radio sebagaimata dimaksud pada ayat (o) dan ayat
(6] diatur dalam Peraturan Pemerimtah,

&, hketen
beribouat;

(1]

SK Mo 52011 A

tuan Pasal 34 diubah sehingga berbuny sebagai

Fasal 34

Pemegang Perizinan Berusaha dan  persetyjuan
untuk penggunaan spéktrum frekuensi  radio
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1} dan
ayvat 2] wajib membayar biaya hak penepunaan
gpekirum  frekuensi  radic  yang besarannya
didazarkan astas penggunaan jenis Jdan lebar pita
reluensi radic.

{2} Eetentuan . ..
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Katentuan lehih  lanjut mengenar aya hak
pengaunean spektrum lrelbuensi radio sebagaimana
dimaksud pada ayai {1} diatur dalam Peraturan
Pemetintah.

i antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal,
vakni Pasal 34A dan Pasal 34B schingea berbunyd
sebagai berikut:

1)

(2)

(-3}

(1]

(2

Pasal 34A

Femerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah
memberikan lasilitasi dan/atay kermadahan kepada
penyelenggara  telekomumikasi untuk  melalakan
pembangunan infrastrukiur telekomunikas secata
transparan, alintabel, dan ¢fisien.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah
Fusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan seria
unbnk menyediakan fasilites bersama mirastruktur
pasii telekomunikasi untuk  digunakan oleh
penyelengrars telekomunikasi  secara bersama
dengan biava terjangkau,

Ketentuen lebih lanjut mmengenai peran Pemerintah
Pusat dan Pemetintah Dasrah sebagaithana
dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2} diatur dalam
Peraturan Famerintah,

Pasal 34B

Pelalnl Usaha vang memiliki infrastrukoar pasil yvang
dapat digunakan untuk keperluan tekkomunikasi
wanb membuka akses pemanfaatan mirastrukiur
kil dimaksud kepada penyelenggara
telekomunikasi.

Pelakyu Ussha yang memiliki infrastrakiur selain
sebagaimang dimaksud pada ayat (1) di bidang
telekomunikasi dan/fatau penyiaran dagat membuka
akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada
penyeletiggata telekomunilkias dan/fatau

penyelenggara penyiaran.
{3} Permanlaatan . . .
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Pemanfaatan  inftastruktur pasil  sebagaimana
dimalisud pada ayvat (1) ddakukan berdasarkan Kena
sama para plhak secara adil, wajar, dan nono-
disknrminatid,

Pemanifaatan mfrastrukiur sebagaimana dimalesud
pada ayat {2) dilakukan berdasarksn kerja sama
para pihak.

ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan
mfrastiukiur sebagaimana dimaksud pada zyat (1),
avat {2), ayat [3), dan ayat |4 dJdiatar dalam
Peraturan Pemenntal,

Ketentuan Paszal 45 diubah sehingga berbunyi sebaga
berilogt:

(L)

(2)

(-3)

Paszal 45

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1),
Pasal 18 ayat (2], Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal
25 avat (2}, Pasal 26 ayvat (1), Pasal 29 ayat (1), Paszal
29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal
23 ayat 2], Pasal 32 ayat (3], Pasal 332 ayat [7), atau
Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi admimstratif,

Sanksi administratif zebagaimana dimaksud pada
ayat |1) dapat berupa.:

&  tegaran tertulis;

b, penghentian séementara kegiatan,
2, denda adrmnistratil; danfatau

d. pencabutan Penzinan Beruzaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kxiteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara péngenaan sanksi
adrmiistratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
daty ayvat 2] diatuir dalam Peraturan Pemernintah.

Pasal 45 dihzapus.

10. Ketentuatn . . .
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10. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingge berbunyi sebagai
berikut:

Bazal 47

Barang siapa yang melatggar Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana de#ngan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun danfatau
denda paling banyak Rpl.S00.000.000,00 (satu miliar
lima rats juta rupiah|.

11. Pasal 42 dihapus.

Faz=al 72

Baberapa ketentuan dalam Lindang-Undang Nomor 32 Tahun
200 tentang Penyiaran {Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan lLembaran MNegara
Republik Indonesia Nomer 4252) dinbah sebagai beriloge:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyl sebagai
berikut:

Pasal 1G5

(1} Lembaga Penylaran Swasta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 avat {2) huruf b adalah lembaga
penviaran vang bersifat komersial berbentuk badan
hukum  Indenesia  yvang bidang  usahaitya
menyclenggarakan jasa penylaran radio atau televisi,

{2) Warga negara asing dapat menjadi  pengurus
Lembaga Penjlaran Swasta sebagammana dimaksud
pada ayat (1) hanya wntuk bidang keuangan dan
bidang tekrmk.

2. RKelentuan Pasal 25 diubabh s¢hingga berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 25 . ..

SK. Mo (52014 A
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Pagal 2%

Lembaga Penyiaran Berlangganan se¢bagaimana
dimaksud dalam Pagal 13 ayat 12 humi 4
merupakan lembaga penyiaran berbentuk hadan
hulam Indomesia yang bidang usahanya
menyelenggarakan jasa penviaran betlangganan dan
wajib  terletih  dabula memperoleh izin
penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Lembaga Penyiaran  Berlangganan  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1 memancarlnaskan atan
menyalurkan mateti siarannjya secara  Khusus
kepada pelanggan melalu  radio, televisi, multi-
meadia, atau media informasi lainnya.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
beribot:

(1)

{2)

£3)

Pazal 33

Penyelenggaraan penyiaran dapat dizselenggarakan
setelah memenuhi Penzinan  Berusaha  dan
Pemermtah Pusat.

Lembaga penyiacan wanb membayar biaya Perizinan
Beruzaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur berdasarkan zonafdaerah penyelengearaan
penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat
ckoncmi stiap 2ona/daerah.

Ketentan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sehapgaimana dimaksud pada avat (1] diatur dalam
Peraturan Pemerintah dengan cakupan  wilayah
siaranl penyelenggaraan penyviaran dapat meliput
s¢lurdh Indonesia.

Pasal 34 dihapus.

Ketentuan Fasal 55 diubah schingga berbunyi schagad
bemikut:

Pasal 55 . . .
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Pasal =2

Seap Orang YEOE melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2,
Pasal 17 ayat {2], Pasal 18 ayat [1), Pasal L& avat {2},
Pasal 20, Pasal 23, Pazal 24, Pasal 26 ayat {2), Pasal
27, Pazal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 32 ayat (2},
Pasal 36 ayat {2), Pazal 36 avat |3), Pasal 36 ayat {4),
Pasal 39 ayat (1], Pazal 43 ayat (2], Pasal 44 ayat (1},
Pasal 45 ayat |1]), Pasal 48 ayvat |3, Pasal 46 ayat [5),
Pasal 46 ayat (7], Pasal 46 ayat (3], Pasal 46 ayat [3),
Pazal 46 ayat (10}, atau Pasal 49 ayat (11} dikenai
sanksi administratid,

Sanksi administratiil sebagaimana dimaksud pada
ayai {1 dapat berupa:

a.  Tegupan tertalis;

b.  Penghentisn  sementara mata acara  yang
bermasalah setelah melalui tahap tertentu;

. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
d.  Denda administratif;

& Pembekuan kepiatan siaran  untak  walin
tertentu;

1. Tidak diben perpanjangan Penzman Berusaha
penyelengearaan penviaran; dan fatau

£ Pencabutan Perizingan Berusaha
penyvelenggaraan penviaran.

Eetentuan lebih  Janjut mengensa  kKritetia, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sankisi
administratil sebagarnana dimaksud pada ayal (2)
diatur dalam Peraturan Pemenntah.

Ketentuan Pasal 57 diubah sehimggpa berbunvi ssbagm
berikut:

Pazal 57 . ..
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Pasal 57

Setiap orang  yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasad 30 avat {1),
Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 30 avat (6] yang
dilabukan untuk penyiaran radic dipidana dengan
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima} tahui
atan denda paling banyvak Bpl. 500000, 000,00 [satu
ntiliar lima ratus juta rupiah).

Setiap  orang  yvang  melanggar ketentuan
s¢bagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat 1),
Pasal 20 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (O} yang
dilakukan untuk penyiaran telévisi dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima} tahun atau
denda paling banyak RplO.000.0030 000,00 |zepuluh
miliar rupiahj.

Ketentyan Paszal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
petikut:

(1)

{2)

Paszal 58

Setiap Orang yang melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
uniyk penyiaran  radio dipidans dengan pidana
penjara paling lama 2 [dua) tabun dan/atay denda
paling banvalk EpSOQ.000.000.00 (lima rams uta
rupiah).

Sctiap Orang yang mclangear  ketentuan
sehagaimatia dimaksud dalam Pasal 33 avat (1)
untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana
peryara paling lama 2 [dua) tahun dan/atau denda
paling banyak PBpS 00000000000 {lima miliar
rupiath).

Di antara Pasal 50 dan Pazal 61 disisipkan 1 (gatu) pasal,
yvakau Pasal 50A sehingga berbunyi ssbagai berikut:

Pasal 604 .. .
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Pazal 60A

{1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanalan dengan
mengilkuti | perkembangan teknelegi,  termasuk
migrasi penyiaran dari teknologi analeg ke teknologi
digital.

12) Migrasi penyiaran telsvisi terestrnial darl teknologi
analog ke tekmologi digital sebagmirmana dimaksud
pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analfog
swilch off] diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun
sejak mula berlakunya Undang-Undang ini.

(3] Keteotuan lebih laniut mengenai migrasi penyiaran
dari teknologg analeg ke  teknologi digital
sebagamana dimaksud pada ayat [1] dan avat [Z)
diatur dalarn Parataran Permatinitah,

Paragral 16
Pertahanan dan Keamanan

Pasal 73

Untak membenizan kemudaban bagi masyarakat terytama

Pelalkil Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari

sektor Pertahanan dan Keamanoan, Undang-Undang  ini

mengubah, menghapus, atau ménstapkan pengaturat Bary
beberapa ketentian yang diatar dalam:

a. Undang-Undang Homor 16 Tahun 2012 tentang Indusm
Fertahanan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2012 Nowmor L8Z, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 534.3); dan

B,  Undang-Undang Momor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
[Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonessa Nomor 4168).

Pasal 74

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomet 14 Tahun
20112 tentang Induzsin Pertahanan (Lembaran Negara REepublik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonésia Momeor 5343], diubabh sebagea
berikut:

l. Ketentuan - - .



SK Mo 05201% A

PRESIDEY
REPLBLIK IMDONESIA

- 513 -

Ketentuan Pasal 11 diukalh sehingga berbuntyi sebagal
berilout;

Fa=al 11

Industri alat utama sebagaimana dimsaksud dalam Pasal
L0 ayat (1) huraf 2 merupalan:

a. badan usaha milik negara; dan/atau
b, hadan usaha milik swasta,

yang ditetapkan oleh Pamermtah sebagao pemadu utams
[lead integratod yvang menghasilkan alat utama sistem
senjata danfatan mengintegrasikan semua kompordn
utama, komponen, dan bahan bala menjadi adat utama,

Ketentnan Pasal 21 diubah sehingga berbunjn sebagaa
berikut:

Pasal 21

{1} Dalam mclaksanakan fungsi sehagamana dimaksad
dalam FPasal 20, KEKIF mempunyai tugas dan
WEWEHEDE:

a.  merumiskan kebijjakan nasional yang bersifat
strategis di bidang Industri Pertahanan;

b, meayuwsun dan  membentuk  rencana  induk
Indusini Pertahanan yang begangks menengah
dan panjang;

e, meagoordinasikan pelaksanaan dan
pengendalian kebijakan nasional  Industri
Patrtalianan;

d. mengoordinasikan kerja sama Tuar negeri dalam
rangka memajukan  dan  mengembangkan
Industn Partshanan;

e. melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan
Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
antara Pengguna dan Industri Pertahanan,

f. menetapkan . ..
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menetapkan standar [ndustri Pertahanan;

g.  merumuskan kebijaken pendanaan dan/atau
pembayaan Industn Pertahanan;

h., merumuskan mekarosme  pemjualan dan
pembelian Alat  Peralatan  Pertahanan dan
Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan
dari luat negeri, dan

1. melaksanakan pemantavan dan  evaluasi
pelaksanasn  kebijakan Industdi  Pertahanan
secara berkala.

Rancangan rencana induk jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural b
diajukan kepada DPFR untuk mendapatkan
pertimbangan.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingge berbunyi sebagai
berikut:

(1]

()

(:3)

(4)

(3

Fazal 38

Eegiatan produksi meripakzn pembuatan ptoduk
oleh  Induswi  Pertahanan  =esual dengan
perencansan  produksi sebageimana dimaksud
dalam Paszal 27 avat (L)

Kegiatan produksi Tndusicn Pertahanan  wajib
menguitamakan penggunaan bahan mentah, bahan
bal, dan Kempensn dalam negent.

Dalam kegiatan produksi sebagaamana dimalisud
pacda ayat {1) dapat dikembanghkan 2 (dua) Tungsi
produkst [ndustn Pertahanan,

[ndustnn Pertahanan dalam kegiatan produksi bharus
terlabih dahulu memenuhi Peroziman Berusaha dan
Pemenntah Puzat,

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan produks
sebagaimana dimaksud pada ayat [1j dan Penzinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4
diatur dalam Perafuran Pemerintah,

4, Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut.

Pasal 52

{1) Eepemilikan modal atas industti alat utama dimiliki
oleh badan usaha miik negara danfatau badan
vsaha milik swasta yang mendapat persetujuan dan
menteri Vang menyelenggarakan urusan
pemetititahan di bidang pertahanan.

(2] Badan usaha milik negara dan badan wvaaha milik
swasta sebagamana dimaksud pada ayat (1) harus
menerapkan sistem pengawasan yang dJditerapkan
oleh, kementerian yang menyclenggarakan uJrusan
pemerintazhan di bidang pertahanan,

3] Sistem pengawasan sebagaimana Jdimaksud pads
ayat (2] meliputi proses produksi sampai dengan
penjualan produk, baik di dalam negeri maupun di
luat negen.

4] EKepemilikan modal atas industri komponen ulama
dari/atau petanjang, industri Komponen dan/atay
pendulung {perbelkalan), dan industrn bahan baku
dilakukan =sesual dengan ketentuan peratoran
perundang-undangan di bidang penanaman modal,

ketentuan Pasal 55 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

Setiap Orang vang mengekspor dan/atau melalnukan
transier alat péralatan yang digunalkcan untuk pertahanan
dan keamanan negara lam wiyib memenuln Periziman
Beruzaha dan Pemnecintah Pusat.

Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 56 . . .
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Pasal 56

{1} Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan dilakukan dengan memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pamerintah Pusat,

{2) Dalam rangka pertmbangan kepéntngan atrategs
nasional, DPRE dapat melarang atau membenkan
pengecualian  penjualan  produk  Alat  Peralatan
Pertahanan dan keamanan tertentu 3esual dengan
paolitik  uar negeri yang dijalankan  Pemetintzh
Pusat,

(3  Ketentuan mengenad tata cara pemberian Perizinan
Berusaha terkat pemasaran Alat Peralatan
Pertahanan dan Kéamanan sebagaimans dimalosad
pada ayat [1) diatwr dalam Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal &5 diubah sehingga berbunyi sebagsa
berilut:

Pasal &6

Setiap Orang dilarang membocorkan  informasi  yang
bersifat rabasia oéngsna fommudasi rancang bangun
teknolog Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan bagi
pertahanan dan keamanan.

Ketentuan Paszal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal &7

Setiap Orang dilarang memproduksi  Alat  Peralatan
Pertahanan dan Keathanan tanpa mememnihn Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat,

Eetentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyn sebagai
berikuat:

Pasal 68 _ .
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Fasal 58

Setiap Orang dlarang menjual, mengekspor, dan/atanu
melakukan transier Alat Perslatann  Pertahanan dan
Keamanan  tanpa memenuhi Perizinan Berussha dari
Pemenntah Pusat.

ketentuan Pasal 69 diubah sthangga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 69

Setiap Orang dilarang membeli dan/atau mengimpor Alat
Peralatan Pattahanan dan Keamanan tanpa mmemenuhi
Pémmmnan Betusaha dam Pemernntah Pusat,

[ antara Pasal 69 dan 70 dimsipkan 1 (saty) pasal, yaknd
Pasal 694 schingga berbunsn sebagal benkut:

Pazal 504

{1} Dalam hal kegiatan sebageaimana dimaksad dalam
Pasal 55, Pasal 54, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69
dilakukan oleh  instans pemeérintah, Keglatan
tersebut wayih  mendzpalkan  persetyyuan dan
FPemerintah Pusat,

{2] Perizinan Berusaha dan persetujuan dan
Pemerintah Puszat dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan berdasarkan norma, standat, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan.

{3) Hetentnan lebih lanjut mengenal  Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Paszal 39, dan Pasal 56 s=erta persemjuan dari
Pemerintah Pusat acbagaimana dimaksud dalam
Pasal 53, Pasal 56, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal
&% dan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada
avat { 1] diatur dalam Peraturan Pernénintah,

12. Ketenttuan - . .
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Ketentuan Pasal 72X diabal sehingga berbunyi sebagad
berloat;

i1}

{2)

Pa=al 72

Setiap Orang vang memprodukst Alat Peralatan
Fertabhanan dan  Keamanan tanpa memenuhi
Perizinan  Berusaha dari Pemerintah  Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pazal 67 dipidana
dengan pidana penjara palng lama 5 {hma) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rpl0.000. 0030 000,00 (sepuluh miliar rupiahj.

Calam hal tndak pidans sebapaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan <alam keadaan perang,
pelaloy dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lime belas) tahun dan/atan denda paling banyak
Rp25.000. 000,000,  [dua pululr lime mibhar
upiah).

Ketentuan Pasal 73 diubah schingga becbunyi sebagai
berikut:

(1]

I2)

Pasal 73

Setiap Orang yang menjual, mengelispor, dan/fatal
melakiukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan tanpa memenuhi Penzinan Benasaha dard
Pammenntah Pusat sebagamana dirtnaksud  dalam
Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 {dua belas) tabhun danfatan denda paling
banyak Rp200.000.000.000 .00 |dua ratus milar
rupiahy).

Dalam hal rindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakuksn delam kesdaan perang,
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 {lima belas] tahun danfatay denda paling banyak
Rp500.000 Q0000000 thima ratus miliar rapiah).

4. Ketanifuan . ..
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Ketentuan Pasal 74 diubah sebingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 74

(1) Setiap Orang vang mengekspor danfatau melakukan
transier alat peralatan yang digunakan untuk
keperluan peértahanan dan kReamapan negara lain
tanpa memenuhi  Perizinan Berusaha  dar
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (litna) tahun danfatau denda paling banyak
Rp100.000.000.000,00 {seratus miliar rupiah),

2] Dalam hal tindak pidana sebagaitmana dimaksud
pada ayat (1] dilalbukan dalam keadaan perang,
pelaku dipidana dengan pidatia penjara paling lama
15 {ima belas) tahun dan/ataw denda paling banyak
RpSO0.000.000.000,00 (lints ratus miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 75 diubah seshingga berbunyl sebaged
beriknt:

Pasal 73

Setiap crang yang membel dan/atau mengimpotr Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuln
Parizinan Berusahba dari Pemenntah Pusat sebagamana
dimaksud dalam Pasal 69 dan persétyjuan  dan
Pemerintzh Pusat sebagaimana dimeaksud pada Pasal 694
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 ([vujuh)
tahiin danfatay derla paling banyak
Rp 180 000 000 0040, 04 |seratus miliar rupiah).

Pasal 75

Retentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian (Letnbaran Negara Republik Indonesgia
Tahun 2002 Nomor 2, Tambzhan Lembaran Megara Republik
[ndonesia Nomor 4168} diubah sehingga berbunyi sebagal
berilkiut:

Pasal 15 . ..
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Pasal 1%

Dalam rangka menyelenggarakan tigas sebagaimana
dhinakzud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara
Espublhl Indonésia secata uinum berwenang:

a.
b.

im.

menerima laporan dan/atau pengsaduan;

membaniu  menyelezaikan  perselisihan  warga
masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban
ITUm,;

mencegah dan menanggulangi turmbuhnya penyakit
masyarakal;

mengawasi  alitan yang  dapat  menimbulkan
perpecahan atau mengancam  persanlan  dan
kesatuan bamgsa:

mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkap
kewsnangan admimistratif kepohisian;

melaksanakan pemenksaan khusus sebagai bagian
darn tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
melalmkan tindakan pertama di tempat kejadian;

mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta
memotret sescorang:

mencarl keterangan dan barang buakti;

menyelenggarakan  Pusat  Informasi Kriminal
Masional;

mengeluarkan surat 1zin danfatau surat keterangan
vang diperlukan dalamm  rangka — pelayanan
masyarakat,

memberikan bantuan pengamanan dalam  sidang

dan pelaksanaan pubisan pengadilan, kegiatan
instansi lain, serta kepiatan masyvarakat; dan

menerma dan menvimpan barang temuan untuk
sementara walt,

Kepolisiann Negara Bepublik Indonesia  sesuza  deéngan
ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang:

=

memberikan inin dan mengawasi kegatan keramaoan
urnulon Jan kégatan masyarakat lainnya;

b. menyelenggarakan . . .
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B,  menyelenggarakan  registrasi dan  endfikasi
kendaraan bermotor,

c. memberikan  surat  izin menpemudi | kendaraan
bermotor;

d.  menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e, memberikan izin dan melalukan pengawasan senjata
api, bahan peledak, dan senjata tajam.

. memberikan Perizinen Berusaha dan  melakbukan
pengawagan terhadap badan wussha di bidang jasa
pengamanan sesual dengan kKetentuan perundang:-
undangan di bidang Penzinan Berusaha;

g memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat
kepolisian  khusus dan petugas pengamanan
swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negarsa lam
dalam menyidik dan memberantas  kejahatan
internasional;

1. mrelakulan  pengawasan ungsienal kepolisian
terthadap orang asing yang berada di wilayah
Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

1. mewakili pemerintahh Republik  Indonesia dalam
organisasi kepolisian int=rmasional; dan

k. melakzanakan kewenangan lain yang termasuk dalam
lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayab (2] huwnif a dan huraf 4 diatae lebih lanjut
dengan Peramaran Pemerintah.
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Paragraf 1
Umum

Pazal 76

Untuk mempermudalh masyarakat terutama Pelalua Usaha

dalam melakukan investasi pada  sektor  tertentu  yaitu

penanamat modal, perbankan, dan perbankan syariah,

Undang-Undang Cipta RKerja il mengubah, menghapus, atan

meénstapkan pengaturan barg beberapa ketentuan yvang diatur

dalam:

a, Undang-Undang MNemor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal [Lembaran Negara BEepublik Todonesia
Tahun 2007 HNemor 67, Tambahsn Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4724);

b, Undang-Undang Momor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1992 Momer
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Homor 3472) séebagaimana tzlah dlubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tabum 1993 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 teniang Perbankan
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 19498 Nowmor
122, Tambahan Lembaran Negara PRepublik Indonesia
Momor 3700); dan

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahtn 2008 téntang
Perbanlan Syariah {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor @4, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4867),

Paragral 2
Penanarman Modal

Pasal 77

Beberapa kétentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal (Lemmbaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndendsia Nomor 4724) dinbah sebagal berilout:

1. Ketenitipan . ..
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Eetentuan Pasal 2 dwbah selhungga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang im berlalog dan menjadi
acuan utama bagi penanaman modal di semua selttor di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbumyi sebagai
berikut:

Paszal 12

(1} Semua bidang wusaha terbuka  bagi  kKegiatan
penanaman  medal, kecuali bidang usaha yang
dinvatakan tertutup untuk penanaman modal atau
kegnatan  vang hanya dapar  dilakukan  oleh
Pemerintah Pusat.

(2} Bidang vsaha yang tertuiup untuk penanamear modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. budi daya dan industri narketika golongan T;

b,  s=egala bentuk  kegiatan perjudian dan/atau
kasiti;

<.  penangkapan spesies ikan yvang tercantum dalam
Appendile T Convention on International Trace
Endongered Specwes of Wild Foura and Flora
(CITES);

d. pemanfaatan  atau  pengambilan  koral dan
pemanfaatan ataun pengambilan karang dari alam
yang digunakan unink bahan
bangunan/kapur/kalsium,  akuarium, dan
souveniz /! perhiasan, serta koral hidup atau koral
mati (recent death coral) dari alam;

indusgini pembuatan senjata kimia; dan

1. industri bahan Kimia mdustri dan industm
bahan perusak lapisan ozon.

3} Ketentuan . . -
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Ketentuan lebih  lanjut  mengenal  persyaratan
penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2] diatur dalam Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyl sebagad
beruoat:

{1}

(2]

(3

(4]

Pasal 12

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah  sesuai
dengan kewenangannye memberikan kemudabar,
pemberdayaan, dan perlindungan bagl koperasi dan
vesabhe milkro, kecil, dan meénengah dalam
pelakzanaan pehanamat modal berdasarksn norma,
standar, prosedur, dan  kriteria yang ditetapkan
Pemnerirtah Pugat,

Pelindungan dan pemberdayaan  sebagaimana
dimalksud pada ayat {1} berupa pembinaan dan
pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah melalai;

a. program Kemitraan;

b. pelathan sumber daya manusia;
., peningkatan daya saing;
d

pembetian  dorongan  inovasi dan  perluasan
pasat;

e akzes pembiayaan; dan
1. penyebaran nformast vang s#luas-luasnya,

Pelindungsann dan pemberdayaan  sebagaumana
dimaksud pada ayat () dilakukan oleh Pamerintah
Pusat dan/ateu Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannyva berdasarkan norma,  standar,
prosedur, dan kriteria vang ditetapkan Pemerintah
Pusat.

Kemitraan sebogaimansa dimaksud pada ayat (2)
hural a2 merupallan Beimitraan sebagaimansa
dimaksud dalam undang-undang d1 bidang usaha
mikro, kecil, dan menengah.

4, Ketentuad . . .
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Ketertwan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai

berilout:

Paszal 13

(1} Pemerintah Pusat membetikan fasilitaz  kepada
penanam modal yang melakukan penanarnan rmodal,

12} Fasilitaz penanaman modal sebagaimana Jdimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman
medal vang:

a, melalbukan perlvasan usaha; atau

b. melakukan penanaman modal bam.

(3] Penanaman modal  yang mendapat  fasilitas
sebagaimana dimaksud pada avat 121 paling sedikit
memeantibi Kriteria:

a. menyerap banyak tenaga kerja;

b termasuk skala prioritas tinggi;

¢.  termasuk pembangunan infrastrultur;

d. melakultan alih welnologi:

- melakukan imdustrn pionir;

L berada di dasrah tetrpencil, daerab tertinggal.
dacrah perbatasan, atau dacrab lain  vang
dianggap periy;

g mengaga kelestanan ingkungan hidup:

h. melaksanaksn kegziatan penelitian,
pengembangan, dan inovasi;

i bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah
atan koperasi;

i industr yang menggunakan barang modal atay
mesin atau petatatan yang diproduksi di dalam
ntgen; dan/alaw

k. termasuk pengembangan wsaha pariwisata.

4] Bentuk lasilitas yang dibenkan kepada penanaman

modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3} dilakukan sesual dengan Ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpagakan.

5. Ketentuan . .
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Ketentuan Pasal 25 divbabh sehinggs berbunyn sebaga
berikut:

(L)

{2)

(3

i4)

Pasal 25

Penanam modal yang melakuksan penanaman medal
di Indonesia harus dilakukan sesual  dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pengesahan  pendirian  badan usaha penanaman
modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum
atau tidak berbadan hukum dilakukan sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengesahan pendirian badan usaha penanarman
modal! asing veng berbentuk perzercan terbatas
dilakukan =esuai dengan ketenuan peraturan
peruidang-undangan,

Perusahaan penanaman modal vang akan melakukan
kegiatan usaha wajib memeniuhi Perizinan Beruzaha
dari Pemerintah Pusat atau  Pemerintah  Daerah
sesuad dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetaplkan oleh
Pemerintah Pusat.,

Paragral 3
Perbankan

Pasal 78

Ketentuan Fasal 22 lndang-Undang NHomor ¥ Tahun 1992
tentang Perbankan {Lembaran MNegsra Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah divkah dengan
Uodang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubabai
atas Undang-Undang Momoer ¥ Tahun 1992 tentang Perbankan
[Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indomesia Nomor 3790
dinbah schangga berbanyl sebagai bemkut:

Pasal 22

Bank Unmam dapat didivikan oleh:

A WALEH . . .
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warga negars Indonesia;
badan hukuwmn Indonesia; atau

warga negara Indonesia danfatau badan huakum
Indonesia dengan warga negara asing dan/atad
badan hukum asing secara kemitraan.

Ketentaan lebih lapnjut mengenai persyaratan pendirian
vang wajib dipenuhi pihek-pihak sebagaimana dimalksud
pada avat {1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Kenangan.

Paragral ¢
Perbankan 3yatiah

Fasal 79

Eetentuan dalam Pasal © Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2006 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Megara Republik
[ndenesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahen Lembaran Megara
Republit [ndoniesia Namor 4867 divbah sehingga berbunyi
sebagai benkut:

|1}

2}

Pa=zal 9

Bank Umwn Syariah hanya dapat didinkan dan/atau
dumiliki oleh:

A,

b
C.
d

wargs negara Indonesia;
badan hukum Indonesia,
pemerintah daerah; atan

warga negara Indonesia danfatau badan hukum
[odonesia dengan warga negara asing danfatau
badan hukum asing secara kemitraan.

Bank Pembnayaan Ralyat Syvanah hanya dapat didimkan
dan fatag dimiliki oleh,

&

warga negara I[ndonesia dan/atau badan hukom
[ndonesia yang seluruhnya dimiliks oleh warga negara
[ndonesia;

pemetmtah dacrah; atau

dua phak atau lebih sebagaimana dimnaksud dalam
hurd & dan hurul b.

3} Maksimum . . .
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Maksitnum kepemilikan Bank Umum Syanah oleh badan
hukum asing ditentukan sesuai dengan  Ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penanaman
micclal,

BAB IV
EETENAGAKER.JAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 80

Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja
dann meningkatkan peran dan kesejabterasn pekerja/buruh
dalam mendukung ekosistem investazi, Undang-Undang ini
mengibah, menghapus, atan menetapkan pengatulran barg
beberapa ketentaan yang diatur dalam:

a

SK Mo (152034 4,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 fentang
Ketenagalkerjaan [Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Notmor 39, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4279,

Undang-Undang Nomer 49 Tabuon 2004 tentapng Sistem
Jarninan Sozial Wasional (Lembatan MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran Negara Republile
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Megara Republilc Indonesia Nomor 5254); dan

Undang-Undang HNomor 18 Tabun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2017 Momor 242, Tambahan
Lembaran Negara Repyublik Indonesia Nomor 614 1).
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Bagian Kedua
Ketenagakerjaan

Pasal 81

Beberapa ketenruan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakedaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20053 Mamar 39, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) divbalby sebagal beriliot:

1. Rketentuan Pasal 13 diubah selungga berbunyl sebaga
berilayc:

1)

12)

I

I

FPasal 13
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:
a  lembaga pelatihan Rerja pemerintaly,
b, lembaga pelatthan kega swasta; atau
c. lembaga pelatihan kerja perusahaan,

Pelatthan kerja dapat diselenggarsbkan di tempat
pelatihan atau tempat kerja.

Lembaga pelatihan kerja pemerintah  zebagaimana
ditnaksud  pada  avat {1} humf &  dalam
menyvelenggarakan pelatinan kepja  dapat  bekerja
safa dengan swasta.

Lembaga pelatihen Kerja pemerintah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hucw a dan lembags
pelatihan kerja perusahasn sebagmtana dimnaksud
pada ayat |1) bhurnf ¢ mendaftarkan kegratannya
kepada instansi yang bertanggpung jawab di bidang
ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

2. Retentnan Pasal 14 diubabh sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 14

Lembags pelatihan  kerja  swasta schagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayatr (1) haml b wajib
memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah kabupacen, kota.

{Z) Bagi . . .
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Bagi lembaga pelatihan ketja swasta yang terdapat
peoyertaan  modal  asing,  Perizinan Berusaha
sebagairnana dirnaksud pada agat [1) diterbitkan oleh
Pemerintalh Pusat.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
11) dan ayat [Z] harue memenuhi norma, standar,

prosedur, dan  kriteria  yang  ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat,

Ketentuan Pasal 37 diubah sechingga berbunyi sebagai
barikut:

(i)

12

i3)

Pasal 37

Pelakzens penempatan cenaga kerja ssabagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas:

a  ingtansi pemerintah yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan; dan

h  lembaga penempatan tenaga kerja swasta,

Lembaga  penempatan tenaga  kerja  swasta
sebagaamana dimaksad pada ayat (1) humal B dalam
melaksanakan pelayanan penempatan naga ketja
wajib memenubn Parizinan Berusaha yang diterbitkan
oleh Pemerintah Pusat,

Psrizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) hams memenuhi norma, standar, prossdur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,

Katentuan Pasal 42 divbah szehingga berbunyn sebagai
berikut:

(1}

(2)

Fasal 42
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga
kerja asing wajlb memiliki rencana  pengeunaan
tenaga kerja asing yang dizahkan ol=h Pemcnntah
Pusat,
Pernbern kerja orang  persecorangan  dilarang
mempekerjakan tenaga kerja asing.

(3) Ketentuan . . .
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi:

a  direksi atan  komisaris dengan kepemilikan
saham tertentu atau pemegang saham sesual
dengat ketentivuan peraturan  perundang-
undangan;

k. pegawai diplematik dan konsuler pada kantor
perwakilan negara asing: atay

¢ tenaga kKerja asing yang dibutubian oleh pemberi
kerja pada jemis kematan produksi yang terhenti
karena keadaan daracat, wvokasi, perusahaan
rintisan {sfari-up] berbasis teknalegn, Kunjungan
bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu
fertenil.

Tenaga kerja asing dapat dipeketjakan di Indonesia
hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertenta
dan wakiy tertentu serta memiliki kompetensi sesuai
dengan jabatan yang akan diduduaka.

Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang
mengurust personalia.
Ketentuan mengensal jabatan tertentu dan waktu

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalarn Peratmran Pemerintah.

Pasal 43 dihapus.

Pasal 44 dihapus.

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyl sebagm
berikoat:

(1)

Pasal 45
Femben kerja tenaga kerja asing wajib:

a menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia
sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing
vang dipskerjakan untuk alib teknologi dzn alih
keahlian dari tenaga kerja asing;

b. melaksanakan . ..
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b. melakzanakan pendidikan dan pelatthan kerja
bagi tenaga kerja Indonesia sebagsimana
dimaksud pada huraf a yang sesuai dengan
lualifikazi jabatan vang diduduki oleh tenaga
kerja asing; dan

¢ memulangkan tenaga kKerpa asing ke negara
asaluva sstelah hubungan kagatya becakhir-

kEetentuan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1}
hurif a dan hurul b tidak berlaku bagi tenaga Kerja
asing yang menduduki jabatan tertentn.

Pasal 46 dihapus.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut;

1)

121

13

Pasal 47

Pembern kerja wajib membayar kompensasi atas
setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.

Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaknl bagi instansi
pemerintah,  perwakilan  negare  asing,  badan
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaar,
dan jabatan tertenta di lembaga pendidikan.

Ketentuan metneenzun besaran  dan penggatasain
kompensasi sebagamana dimaksud pada ayat (1)
diatur  segusl dengan ketentuan  peratiran
perundang-undangan.

Pasal 45 dihapus.

Eetentuan Pasal 49 diubabh sehingga becbunyi sebagai
berikut:

Faszal 49

E«tentuan lebih lanpt mengenai penggunaan tenaga ketja
asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12, Ketentuan . . .
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Eetentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyl sebagai
berilouat;

111

(2

3

(4}

Pasal 56

Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau
untuk waktu tidak rertentu,

Perjanjian kerja untuk waktu terientu sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:

a  jangka walttu; atan
b stlesainya suatl pekenjaan tertentu,

Janpka waktu atau selesainya suatu  pekerjaan
tertentu  =ebagaimana  dimaksud pada  ayat  {J)
ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.

Ketenituan lebih lanjut mengenai peranjian  kesja
wakin  tertentu  berdasarkan jangka waktu atau
selesainya suatu pekerjean tertentu dizgtur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentiran Pasal 57 diubah schingga berbunyvi sebagai
bearabout;

b

2]

Pasgal 57

Perjanjian kerja 1tk waktu tertentu dibuat szecars
erpalis serta harus mengeunakan bahasa Indonesia
dan hurul latin.

Dalam bal penanjian kerja wakita tertentu dibuas
dalam bahasa [ndonesia dan bahasa asing, apabila
kernudian  terdapat  perbadasn penalsiran antara
keduanya, wang berlalku pepanjian kega  wakta
tertentu vang dibuat dalam bahasa Indonesia,

Eetentuan Pasal 58 diubabh sehingga kerbunyl sebagai
ke rikeut:

Pazal 58 . _.
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Pasal 58

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
mensyaratkan adanya masa percobaan kKerja,

Dalam hal disyaratkan masa percobaan  kerja
schagaimana dimaksud pada ayat (1], masa
percobaan kerja yang disvaratkan tersehut batal demi
hulum dan masa kerja tetap dihitung.

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

{2)

{3

[4]

Pazal 59

Perjanjian kerja untuk wakingy tertentu hanya dapat
dibuar unmil pekerjaan tertentu yang menurut jenis
dan silat atau kegiatan pekerjaannye akan =elesai
dalarm waktg tertentu, yaitu sebagai berikun

a. pekerjoan  yang sekali  selesai  ataun  yang
sementara sifatnya;

b. pekerjasan yang diperkivakan penyelesaignnva
dadam waltu yang tidak terlalu lama;

pekerjaan yang bersifat musmmarn;

4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk
bara, kegiatan baru, atan produk tambahan
vang masih dalamn percobaan atau penjajakan;
atanl

¢ pekerjaan yang jenis dan sifat atau Kegiatannya
bersifat idak tetap.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu bdak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap,

Perjanjian kerja untuk wakiu tertentu yang tidak
mernenahl keténtuan sebagaimana dimaksud pada
avat (1} dan avat |2) demi hukum menjadi perjanjian
kKerja waktu tidak tertentul.

Ketentuan lotnh latput mengena j&ms dan sifat atal
kegiatan pekeraan, jangka wakby, dan batas walkiu

perpanjangan perjanjian kerja wakiu tertentu diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

3

16, Ketentuan . . .
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Keientuan Fasal 61 diubah sehingga berbunyi zebagal
berilouat:

()

()

{4)

=)

Pasal 61
Perjanjian kerja berakhir apabila:
a  pekerjafburub meninggeal dunia; -
berakhirnya jangla waktu peanjan kenag
selesainva suaty pekerjsan tertentu,

popo

adanya putusan pengadilan danfatau putusan
lembaga penyelesaian persclhisihan  hubungan
mdustrial yang telah mempunyai  kekuatan
hukum tetap, atau

¢ adanya keadaan atau kejadian tertentu yang
dicantumban dalam perjanjian kerja, peraturan
perazsahaan, atau perjanjian kerja bersama yang
dapat menyebabkan berakhirnya hubungan
kerja.

Perjanjian kerja tidak berakhir karenza meninggalnya
pengussha  atau beralibnya hak atas perusahaan
vang disebabkan penjualan, pewatisan, atau hibah.

Dalam hal tegadi pengalinen perusahaan, hak-hak
pekega/buruh mengadi tangpung jawab pengusaha
barny, kecuali ditentukan lain delam  perjangjian
pengalibhan vang  tidak mengurangi | hak-hak
peketjaf burah,

Dadam hal pengusaha orang perseorangan meninggal
dunia, ahli wars pengusaha dapat mengakhiri
perjangian kKérja  setelah merundingkan dengan
pekerja/buruh.

Dalam hal pekerja,/ buruh meninggal dunia, ahlh wans
pehkatja/buruh berhak mendapatkan  hak-haknya
sesuz dengan peraturan perundang-undangan atau
hak-hak vang telah diatur dalam peganjian kerja,
peraturan  perusabasan,  atal peganjian kea
bersame,

Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 [sata)] pasal,
valni Pasal £1A sehingga berbunyi sebagat berikut:

Pazal 61A ...
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FPasal 0lA

Dalam hal perjanjian Kerja wakia tertentu berakthir
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) hurul
b dan hurud ¢, pengusaha wajib membenkan vang
kompenisasm kepada pekerja/buruh,

Uang kompensasi sehagaimana dimaksyd pada ayat
(1] diberikan kepada pekerjafburubh sesuar dengan
masa kerja pekerjafburmabh di perusahaan  yang
bersangkutan.

Ketentuan lebnbh lamput mengena vang kompensasi
diatur dalam Peraturan Pemenntah,

Pasal &4 dihapus.

Pasal &5 dihapus.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagal
bBerilouat:

(1)

)

I3

Pazal 60

Hubungsan kérja antara perusahaan alibh daya dengan
pekerjafburubh vang  dipekerjaksnnya didasarkan
pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik
perjangian Kerja walkin tertentu maupun perjanjian
keirja waktu tidak tertentu,

Pelindungan pekerja/burub, upah dan kesejahteraan,
syarat-syarat kerja, sérta persebsiban yang tmbed
dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuali dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mernjadi tanggung jawab perusahbaan ahb daya.,

Dalarn hal perusahasn alh daya mempekergakan
pekeriafburvh berdasarkan perjanjian kega waktu
tertenta sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  [1),
perjanjian kerja  tersebut  harus  mensyaratkan
pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerjafbumh
apabila terjadi pergantan perusahesn alih daya dan
sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.

(4} Perusahaan . . .
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Perusahaan alih daya sebagamana dimaksud pada
ayat (1) berbentuk badan hukum dan  wagilk
memenuhi Penzinan Beruszaha yang diterbitkan oleh
Pemerintah Puszat.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) haruz memenuhi norma, standar, prosedur, dan
kriteria vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,

Ketentuan  lebih  lanat mengenai  pelindungan
pekerjafburuh sebagaimana dimalksud pada ayat {2)
dan Perizinan Berusaha sehagamana dimaksud pada
ayat {4} diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 77 diubah schingga berbunyi sebagal
berilout:

{1)

{Z)

)

)

I3

Pasal 77

Setiap  pengusaha wajib melaksanakan ketentuan
wakitu Lerja.

Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1)

meliputi:

a. 7 {tujuhj jam 1 [satu} hari dan 40 {emnpat puluh|
jam 1 {satu) minggu untuk & jenam) han kerja
dalam 1 [samy} minggy; atau

b, & {delapan) jam 1 (satuw) hari dan 40 lempat
puluh) jam 1 {satu] mungpu untuk 3 (hima) harl
kea dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] tidak berlaku bam seéktor usaha atau
pelkerjaan tertentu.

Pelaksanazn jam kerja bagi  pekefja/buruh di
perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahbaan, atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakty kerja pada

gelktor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana,

dimaksud pada ayat (3 diatur dalam Perataran
Pemerincah.

22, Ketentuan | . .
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Ketetituan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagsi
benkut;

Pasal 78

11l Pengusaha vyang mempekerjakan  pekenja/buruh
melebihi wakty kerja sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 77 avat [2) harus memeniuthi syarat:
a4 ada pErsctujuarn pekegaf buruh yang
bersangkutarn; dan

b, wakiu kerja lembur hanya dapat dilakukan
paling lama 4 (=mpat) jam dalam 1 (satu) han
dan 18 |delapan belasj jam dalam 1 (satu)
oIlngEu.

(2] Penguszaha yang mempekerjakan pekega/buruh
melebihi wakiu kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib membayvar upah kerja lembur.

(3] HKetetitwan waktu kerja lembur  sebagaimana
dinaksud pada ayat (1) hurul b tidak berlaku bagi
sektor usaha atan pekerjaan tertentu.

(4} Kerentuan lebih lanjur meng=nai wakiu Kerja l&mbur
dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 79 dinbah sehingge berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 79
(1) Pengusaha walib memberi:
a  waltu istirahat; dan
b cutl.

{2} Waktu isorahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurat & wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling
sedikit meliputi:

& istirahat antara jam kerja, paling sedikic
setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat)
jam terus menerus, dan waktua istirahat tersebut
tidak termasuk jam kerja, dan

b. istirahat . _ .
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L. istirahat mingguan | jsatu) hard untuk & (#ram)
hari kerja dalam 1 {satu] minggu.

ot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humaf b
vang wajib diberikan kepada pekerjs/burgh, yaitu
cuti tahunan, paling sedikit 12 {dua belas) hati kerja
setelah pekegaf/burah vang bérsanghutan bekerja
selama 12 |dua belas) bulan secars Terus menerus,

Pelakzonaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} diatur dalam perjanjian Kerja, perataran
perusahaan, atau perjanjian Ketja bersama,

Selain waktn  istirghat dan cud sebagaimena
dimaksud pada eyvat (1), avat (2], dan ayar {3,
perusahaan  terteritu  dapat  memberikan  istirahat
panjang vang diatur dalam peganjian kena,
peraturan  perusahasn,  atau  pedjanjian kedja
bersama.

Ketentuan lebih lanjut mengenal perusahaan tertentu
sebagaimana dimaksud pads ayar (5] diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Eatentuan Pasal 38 diubah sehingga bethbunyi  sebagai
beriloat:

(1)

(2]

(3}

Fasal 38

Betiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang
layak bagi kemanusizsan.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakcan pengupahan
sehagai  szalah samy  upava mewupdken  hak
pekera/buraoh atas penghidupan vang layak bagi
kemanusiaan,

Kebijaltan pengupahan sebagaimana dimaksud pada
avat [2) melhputn:

a  upah munimum,

b stnaktur dan skala upal,

& upah kerja lembur;

d upah tdak masuk kerjz dan/fatau  tidak
meélakukan pekeérjaan karena alasan tertano;

e, bentuk ...
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2 bentuk dan cara pembayaran upah;
{  hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

dan

2 upah scbagal desar perhitungan  atau

pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Eetenituan  Jebih lanjut mengenai  kebijalian
pengupahan distur dalamm Peraturan Pemerintah.

Di antara Pazal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 {lima) pasal,
yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 880, dan
Fasal 38E sehingga berbunyi sebagai berikut:

[1]

2]
I3

1<)

I5)

i)

Pasal 88A

Hak pekerja/burubh atas upsh timbul pada =aat
terjadi hubungan lerja antara pekerja/ buruh dengan
pengusaba dan  bBerakhir pada  sast  putusnya
hubungan kerja.

Setiap pekerjafburub berhak memperoleh upah yang
sama untuk pelerjaan yang sama nilainya.

Pengusaha  wajilb  membayar upah  kepada
pekerjafburuh sesuai dengan kesepakatan.

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan  atas
kesepakatan antara pengusaha dan pekerjafburuh
atau serilcat pekerja/serikat burah tidak boleh le=hih
rendah dar ketentuan pengupahan yvang ditetapkan
dalarn peraturat perundang-undangan.

Dalam hal kesepakatan sebagarmana dimaksud pada
ayat (4] lebih rendah atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kesepakatan
tersebut  batal demi hukum dan  pengaturan
pengupahan dilakssnakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Petigusaha  vang  karena  Keseogajaan  atay
kelalaizannya mengakibatlzan leterlambatan
petmbeayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan
persentase tertentu dari upah pekerjafburah,

I¥) Peketja . ..
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Pelierja/burah yang melakukan pelanegaran katena
kesengajaan  ataw  kelalaiannva dapat dikenakan
denda.

Permnerintah mengatur pengenaan denda képada
pengusabia dan/atau pekerjafburuh dalam
permbayaran upah.

Pasal B3B8
Upah dit¢tapken berdasarkan:
a satuan wakwy, danfatau
b satuan hasil.

Eetentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan
satan wakiu danjfatau satuan hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat 1) diatur dalam Peraturan
Pemnerintah,

Pasal 88C
Gubermur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

Gubernur dapat menstapkan upahkh minimum
kabupaten kota dengan syarat tertent.

Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dan ayat (2} ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan.

Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mehiputi pertumbuban ckonomi daerah ataw inflasi
pada kabupaten/bkola vang bersangkutan.

Upahh minimuwn Eabupaten/RKota  sebagaimana
thmaksud pada ayat (2) barus lebih tnggl dan upah
MiNImum pProvinsd,

Kondisi ekonomi dan kstenagakerjaan sebagaimana
dimaksnd pada ayat 13 menggunakan data yang

bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang
stabistik.

(7] Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
upah minmum s¢bagumana dimaksud pada ayvat (3)
dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) diatur dalamn Peraturan Pemerintah.

Paszal 880

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85C ayat (1} dan ayat [2) dihitung dengan
menggunakan loonula pechitungan upah midimaim,
Formula perchitungan upah minimum sebagaimana
dirnaksud  pada  ayat (1] memuat | vanabel
pertumbuhan ekonomd atau inflasi,

Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan
upah minimumn diatge dalam Peraturan Pemerintah.

FPasal 38E
Upah minimum sebagsimana dimaksud dalam Pasal
BAC ayat (1] dan ayat {2} berlaky bagi pekerja/burub
dengan masa kerja kuarang dari 1 {satu] tahun pada
perusahaan yang bersangkutan.
Fenpusaha dilarang membayar upah lebih rendah
dari upabh minimam.

Pazal 8% dihapus.

Pasal 90 dihapus.

Dh antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua) pasal,
yvakni Pasal 90A dan Pasal 90B sehingga berbunn sebagai
berikut:

Pasal 0A . . .
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Pasal 904

Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasackan
kesepalcatan antara pengusaha dan pekenja/burub  di
perusahaan,

(1)

(2)

(3

14

Paszal 90B

Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38C ayat (1} dan ayat {2) dikecualikan
bagi Usaha Mikro dan kecil.

Upah pada WUsaha Mikre dan Kecil ditetzpkan
berdasarkan kesepakatan antars pengusaha dan
pekerja/buruh di perusabaan.

Kezspakatan upah sebagaimana dimalkisud pada ayat
(2} selurang-Rurangnya sebesar persetitase t=rienhl
dari rata-rata konswmsl masyaralkat berdasarkan
data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di
bidang stabistik.

Ketentuwan lebih lanjut mengenai upah bagi Usaha
Mikro dan Kezcil diatar dalam Perataran Pemerintal

Pasal 21 dihapus.

RKetentuan Pasal 92 dwubah sehimgga berbunyn  sebagai
berikiut:

(1]

(2]

(3]

Pazal 92

Pengusaba wajib menyusun struktur dan skala upah
di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas.

Struktur dan skals upah digunalan sebagai pedoman
peniguaaha dalam menstapkan upah,

Ketznituan lebih lanjpat mengenen strakbar dan skala
upah diatir dalam Peraturan Pemerintah.

31, Ketentuan , . .
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[i antara Pasal 92 dan Pasal 23 disisipkan 1 |zatu) pasal,
yakni Pasal 92A sshingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 924

Pengusaha melakukan peninjavan upah secara berkala
dengan  memperhatiban  kemampuan  perusahsan  dan
produktivitas.

Ketentuan Pasal 34 diubah schingga berbunw sebagai
benkut;

Paszal 94

Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan
tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75%
{tujuh puluh lima persen) dari jurolah vpah pokok dan
tumangan tetap,

Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbumy sebagai
benlkoat;

Pasal 95

{1} Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau
dilikuiglasi  berdesarkan  keteniuan  peraturan
perandang-undangan, apah dan hak lainnya yvang
belum diterima oleh pelerja/butuh merupakan utang
vang didahulukan pembayarannya,

(2} Upah pekenja/buruh sebagaimana dimaksud pada
. ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum
pembayaran kepada semua kreditur.

(3} Hak lainnya dari pelkega/buruh sebagsimana
dimak=ud pada ayat (1) didahulukan pembayvarannya
atas sermua kreditur kecuali para kreditur pemegang
hak jamman kebendaan.

34. Pazal . ..
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34_ Pagal 96 dihapus.

35, Pasal 97 dihapus.

36, Hetentuan Pasal 98 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut;

37,

(1)

(2)

{3)

Pasal &8

Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada
Femerintah Pusat atavy Pemenntabh Dasrah dalam
perumusan kehijakan pengupahan serta
pengembangan sistem pengupahan dibentuk desan
pengupahan,

Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah,
oTganizasl pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh,
pakar, dan akademisi.

Eetentuan Jebih  lanjut  mengenal tata cara
pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara
pengangkatan dan pemberhenban keanggotaan, serta
mgas dan taca kerja dewan pengupahan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Eetentuan Pasal 151 diubah sehingea berbuny sebagal
benkut:

(1)

i2

Pazal 151

Penpgusaha, pekerjafburubh, serikat pekerja/serikat
buruh, dan Pemennitzh hams mengnpayakan zgar
tidak terjadi pemutisan hubungan kerja.

Dalam hal permatusan hubungan keria tidak dapat
dihindari, maksud dan alagan pemutusan hubungan
kerja  diberitahulan oleh pengusahea kepada
pekerjafburubh danfatan serikar  pekerjafserikat
buruh.

(3) Dalam . . .
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i3] Dalam hal pekera/burmgh  telah  diberitabu  dan
menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian
pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melahai
perundingan bipattit antara  pengusaha  dengan
pekeria/buruh dan/fataun serikat  pekerja/serikat
buruh.

4] Dalamt hal perundingan bipartit sebagaamana
dimaksud pada ayat |3] tidak mendapatlan
kesepakatan, pemutusan hubungan kega dilakukan
melalui tahap bernkutnya sesuai dengan mekanisme®
penyelesaian perselisthan hubungan industnal.

Di antara Pasal 151 dan Fasal 152 disisiplkan 1 (sam) pasal,
vakii Pasal 151A sehingea berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151A

FPemberitahnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
ayar 2} tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal:

a, pekenafburuh  mengundurkan diri atas kemauvan
sendiri;
b. pekerjafburah dan pengusaha berakhir hubungan

kerjanya  sesual  dengan  perjaniian  kerja  wakin
tertentuy:

&, pekerja/buraly mencapal usia peosion sesual dengan
perjatijian kerja, peraturan perusabaan,  atau
perjanjian kerja bersama; atau

d. pekerja/burub mentnoggal dunia.
Pazal 152 dihapus.

Ketentuan Pagal 152 diubah sehimgga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 153

{1} Pengusaha dilarang melaltukan pemutusan hubungan
kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan:

a. berhelangsn . ..
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berhelangan masuk kerja Kerena sabit menurat
keterangan dokter selama wakto tidak melampaui
12 [dua belas) hulan secara 1SOUS-MENENIS,

berhalangan menjalankan pekerjaannya karena
memenuhi kewajiban  terhadap osgara  sesuai
dengan  Ketentuan — petaturan perundang-

undangsn;

menjalankan ibadahh  yang  diperintahkan
agamearnya;

menikah;

hamil, melahirkan, guygar  kandungan, atau
menyus bayinya;

mempunyai pertalian darabh danfatau  ikatan
perkawinan  dengan  pekerja/burah lalnnya di
dalam satu perusahaan;

mendirikan, menjadi anggota dan/atan pengurus
serikat  pelkerjafserilat  buruh, pekerjafburab
melakulian kegiatan serikat pekerja/serikat buruh
di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas
kesepakalan pengusaha, atay  berdasarkan
ketentuan yang diatar dalam petjanjian  ketja,
peraturan  perusahaan, atau  perjanjian  kerja
barsarns;

mengadukan pengusaha kepada pihak yang
berwajib mengenal pérbulacan penguzabia yang
melakukan tindak pidana kejahatan;

berbeda paham, agama, ealivan politk, sulm,
warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik,
ataw status perkawinan; dan

dalam keadsan  cacat  tetap, sakit  aliibat
kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan
kerja yang menurut surat keterangan Jokter yang
jangka waktu penyernbuhannya belum dapat
dipastikath,

(2} Permubusan - .
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{2] Pemutusan hubungan kerja yamg dilakukan dengan
alasan sebagaimnana dimaksud pada ayat {1} batal demu
hukuin dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerga/buruh vang bersangkutan.

41, Pa=al 154 dihapus,

42, Di antara Pasal 1534 dan Pasal 155 disisipkan 1 (sam)
pasal, yakni Pasal 1544 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1544
il] Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena
alagsan:
a perusahaan melakukan pengeabungan,

SK Ho 052056 A

peleburan, pengambilalihan, atau  pemisahan
perusahaan dan pckegasburubh tidak bersedia
melanjutkan hubungan kera atau pengusaha
tidak berzedia menenma pekerja/burul;

perusahaan melakukan ehsiens diikut dengan
penutupan peruszhaan atau tidak dunkub dengan
penutupan  perusahaan yang  disebablan
perusahaan mengalami kerugian;

perasahaan  mmp  yang disebablan  karena
perusahasn meéngalami keragian secara teras
menerus selama 2 {dua) tahun;

perusahaan tutup yang disebabkan keadaan
memaksa (force mageud.

perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban
pembavarats vtang;

perusahaan pailit;

adanya permohonan pemutusan hubungan kerja

yang diajukan oleh pekerjafburuh dengan alasan
pengusaha melakukan perbuatan sebagai beriloat:

1. menganiaya, menghina secara kasar atau
mengancam pekerja/bumb,

2. membujuk . ..
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2. membujuk dan/atau menyuruh
pekerjafburuh untull melakukan perbuatan
yang  bertentabgan  dengan  perabyran
perundang-undan gan;

3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang
telah ditentukan selama 3 [tiga} bulan
berturut-turit  atan  lebih,  meskipun
perpusaha membayar upah  secara tepat
waktu sesudah itu;

4. tidak melakukan kewajiban yang telah
dijanjikan kepada peleerja/burul;

S. memernntahkan pekerjaf buruh untuk
melakzanakan  pekerfaan di luar  yang
diperjanjikan; atau

6.  memberikan pekerjaan yang membahayakan
Jjiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan

pekerja/buroh sedangkan pekerjaan tersebut
tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

adanya putusan lembagsa penyelessian
perselisihan hubungan industrial Vang
menyatakan pengusaha bdak — melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud pada hurud g
terhadap permohonan  jyang diajukan  oleh
pekerja /bbb dan  pengusaha  memutuskan
untuk melakukan pemutiasan hubungan kerja;

pekeria burnh mengundurkan diri atas kemauan
sendini dan harus memenuhi syarag:

1. mengaivkan permobhonan pengonduran din
secara tertulis selambat-lambataya 30 (dga
puluh) hari  sebelum  tanggpal  mulai
perpunduran dicd;

2 tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

3. tetap melaksanakan Kewapbannya  satnpai
tanggal mulai peogunduran diri;

j. pekeria . . .
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I pekerja/burah mangkir selama 5 {lima) har kerja
ataul lebih berturut-turat tanpa keterangan secara
tertuliz vane dilerngkapi dengan bukti yang =ah
dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 |dua) kali
secara patut dan tertuhs;

k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuai
yang diatur dalam peganjian keérja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan
sebelumnya  telah diberikan surat  penngatan
pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turuc
masing-masing berlaku untuk paling lama &
femam) bulan kecuali ditetapkan lain  dalam
perjanjian  kerja, peraturan perusahaan, atan
perjanjian kerja bersama,

| pekegafburub tidak dapat melakukan peierjaan
selama & |enam) bulan akibat ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;

m.  pekerjafburah mengalami sakit berkepanjangan
atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak

dapat melakukan pekerjaannya setelah
melampaii bataz 12 [dus belas) bulan,

n pekerja/burab memaszula usia pensiun; atau
2. pekerja/buruh meninggal dunia.

{2) Selain  alasan  pemutusan hubungan  kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan
zlasan pemuatusan hubungan kerja lainnya delam
perjangian ketja,  peraturan perusahaan, atan
perjanjian  Kerja  bersama  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 61 avat {1).

(3] Eetentuan Jbih lanut mengenai @ata cara petmituzan
hubungan kerja distur dalam Peraturan Pemerintah,

43. Pasal 155 dihapus.
44, EKetentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai
beriku:

Pasal 156 . ..
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Pazal 156

Dalamm  hal terjadi  pemutuszan  hubungan  kerja,
pengusaha wapb memhbayatr wang pesangon danfatan

uang penghargaan masa ketga dan vang pengiantian
hak yang sehamisnys diterima.

Uang pesangon sebagaimana dimaksod pada ayat (1)
diberikan dengan ketentian sebagai beriloat:

a

k.

masa kerja lurang dar 1 (satu) tahun, 1 {saty)
bulan upah,

masa kega 1 (zatuy) tahun aten lebih tetap kurang
dar 2 {dua) tahun. 2 {dua) bulan upah;

masa Rerja 2 |dua) tahun atau lebib tetapi Futang
dan 3 jtigal tahun, 3 (tiga)] bulan upah;

masa kerja 2 {tga) tabhun atau lebih tetapi Kurang
dan 4 [empat) tahun, 4 {smpat) bulan upah;

masa kerja 4 lempatl tahun atau lebih tewapi
urang dar 5 flimaj tahun, 5 {lima) bulan apah,
masa kerja 5 (lima] tahun atag lebih, tetapi
kurang dan © (¢nam) tahun, O jenam) bulan wpah;
mass kerja 6 [#nam) tahun atau lebah tatapn
kurang dari 7 [tujub) tahun, 7 jtujub) bulan upah;

masa kerja 7 jtupuh] tahun atau lebih tetapi
kurang dari 8 (delapan) tahun, & (delapan) bulan
upzh;

masza kerja 8 (delapan) tabhun araun lebih, @
{zembilan) bulan vpah.

Uang penghargaan masa kecja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan de=ngan ketentuan sebagai
berikut;

a,

b,

masa kerja 3 (tiga) tahun ataw lebih tetapd kurang
dar 0 (eniam) tahun, 2 {dua) bulan upah;

masia kénpa © [tnam) tabhun atau lebih tetapi
kurang dan ¢ (semlan] tahun, 2 [uga} bulan
upah;

¢, masa kerja . . .
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c. masa kerja 9 (sembilan) tabuan atau lebib tetapi
kurang dari 12 {dua belas) tahun, 4 jempat] bulan
upah;

4  masa kerja 12 |duabelag) tahun atau lebih tatapi
kurang dari 15 (ima belas) tahun, 5 (limaj bulan
upsh;

e  masa kega 15 jima belas) tahun atau lebih tetapi
kurang dar 18 {delapan belas} tahun, & (enam)
bulan upah;

£ masa kerja 18 [delapan belas| tahun atau lebih
tetapd kurang dar 21 {dua puluh satu} tabun, 7
(yjuh) bulan upah;

¢ masa kerja 21 idua puluh sat) tahun atau lebih
tetapi Kurang dan 24 {dua puluh empat) tahun, 8
delapan) bulan upah,

h. maza kerja 24 {dua puluh empat) tahun atau
lehih, 10 (sepuluh} bulan upah.

UVang pengganban hak yang seharusoya  ditetima
sebagairnana dimaksud pada ayat (1] meliput:

a cut tehunan yvang belum diambil dan belum
RUEYL;

b,  hiaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh
dan  kelvarganya ke  tempat  pelksnaf/buacuh
diteima beliena;

¢,  hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjlan
kerja, pératuran perusabaan, atal  perjanjan
leerja bersama.

Ketentuan lebih  lanjur mengena  pamberian  uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uvang
pengganiian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
ayat |3), dan ayat (4 distur dalam Peraturan
Pemerintal.

45 Ketentuan Paszzal 157 diubah schingga berbunyi sebagzi
betikut:

Pasal 157 . ..
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Pasal 157

Eomponen upah yang digunakan sebagai dasar

perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan
maga kerja terdiri atas:

a  upah polkok; dan

b. tunjangan tetap yang diberikan  kepada
pekerjafburub dan keluareanya.

Cralam hal penghasilan pekerja/ buruh dibayarkan atas
dasar perhutungan harian, upah sebulan sama dengan
30 (tiga puluh) dikalikan upah sehari,

Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar
perhitungan satuan hasil, upah sebulan sarma dengan
penghasilan  rata-rata dalam 12 |dua belas) bulan
terakhit-

Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaklesud pada
ayat (3) lebih rendah dari upah minimum, upah yang
manjadi dazar pechitungan pesangon adalah upah
minimum  yvang berlaka di wilayabh  domisih
perusahasan.

Di antara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 {satuj pasal,
vakni Pasal 137A sehingga berbunyi sebhagai berikut

(1)

2]

3

Pasal 1>TA

Selama penyekesaian persclisihan hubungan industrial,

pengusaha  dan pakeggasburah harus tetap
melaksanakan kewajibannya.

Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing Kepada
pekerja/ buruh vang sedang dalam proses pemutusan
hubungan kerja dengan tetap membayar upah bessrta
halz lainnya yang biasa diterima pekerjafburuh.

Pelaksanaan kewajiban scbagaimana dimaksud pada
ayat (11 dilakukan sampai dengan selesainva proses
penyelesaian perselisihan hubungan indwstrial sesual
tingkatanmnya.

47. Pasal . ..
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Pasal 158 dihapus.

Pasal 159 dihapus.

Ketentuan Pasal 160 diubah schingga berbunyi sebagai
beriloat:

(1)

(2]

(3]

{4

Pasal 150

Dalam hal pekerja/burub ditahan pihek yang berwajib
karena diduga melakukan tindak pidana, pengusaha
tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberilcan
bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi
tanggungannya dengan ketentuan sebagsa beraiut:

a  untuk 1 {sati) crang tanggungarn, 25% (dua puluh
lima persen) dari upah;

b, untuk 2 [dus) orang tanggungan, 35% (oga puluh
lima persen| dar wpah;

c.  untuk 3 {tiga) erang tanggungan, 42% |empat
puluh lima persen} dari upah;

d  untuk 4 (empat) orapg tanggungan ataua lebih,
50%% (ima puluh persen) dari upah.

Bantuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untul paling lama & |enam) bulan terhitung
sejak hari pertama peketjafburuh ditahan oleh puhak
yang berwagil,

Pengusaha dapat melakubkan pemutusan hubungan
kerja terhadap pekégafburah yang setelabh 5 (¢nam)
bulan tidak dapat melakukan pekenasn scbagaamana
mestinya karena dalam  proses perkara pidana
sebagaimana dimalsyd pada ayat {1).

Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana
gebelum masa & jenam} bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat |13 berakhir dan pekerja/burah dinyatakan
tidak bersalah, peogusaha wajib  mempekerjakan
pekesjaf burah kembali.

{3) Calam . . .
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{S) Dalam hal pengadilan memumskan perkara pidana
sebelum masa ©  |jenam] bulan  berakhir  dan
pekerja/burah dinyatakan berszalah, pengusaha dapat
melakukan  pemutusan  bubungan  kerja  kepada
pekerja,/ buruh yang bersanghkutan,

50. Pasal 161 dihapus.
51. Pasal 162 dibhapus.
52. Pasal 163 dibapus.
53. Pasal 164 dihapus.
54. Pasal 165 dihapus.
55 Paszal 165 dibhapus,
56. Pasal 167 dihapus.
37. Pasal 168 dihapus.
S8. Pasal 169 dihapus.
5% Pasal 170 dihapus.
Pazal 171 dihapus.
Pasal 172 dihapus.
Paszal 184 dihapus.

Ketenbuan Pasal 125 dinbah sehingga berbunyi sebaga
Berikout:

pees

Pasal 185

i1} Barang siapa melanggar Ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 63, Pasal £0
ayat |2}, Pasal 80, Pasal 52, Pasal 8BA avat {3}, Pasal
ASE ayat (2}, Pasal 143, Pasal 155 ayat (1), atau Faszal
160 ayat {4) dikena sanks1 pdana penyara pabng
singkat 1 {satu) tahun dan paling lama 4 {empatj tahun
danfatan denda paling sedikit Rpld0.000 000,00
(serabys juata rupiab)  dan peling bapvak
RFpa00 000 000 00 (empat ratus juta rapah).

{2) Tindak _ ..
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{2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tindak pidana kejahatan.

. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbuny sebagao

berikuat:

Pasal 136

{1} Barang siapa melanggar Lketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pas=al 35 ayat (2] atau ayat (3), atau
Pasal 93 avat (2), dikenakan sanksi pidana penjara
paling singkat 1 (satw) bulan dan paling lama 4 (2mpat)
tahun dan fatav denda paling sedikit Epl0,.GO0, 00, (0
[sepuduh juta  rmapiah)  dan palog bBanyak
Rp<400. 000, 000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2] Tindak pidana sebagaimena dimaksud pada ayat {1)
menipakan tindak pidana pelanggatan.

Eetentuan Pasal 187 diubah sehingega berbunyi sebagad
bBerilut:

Pasal 187

|1} Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 45 ayat {1}, Pasal &7 ayat {l),
Pazal 71 ayat {2), Pasal 76, Pasal 78 ayat {2}, Pasal 7¢
ayat (1), avat (2], atay avat (3), Pazal 85 ayat |3), atan
Pazal 144 dikenai sanlksi pidana kurungan paling
singkat 1 {saty] bulan dan paling lama 12 {dua belas)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rpl Qo000 000,00
(sepuluh juta taplah) dan pabng  banyak
Ep 100, 0K Q00,00 (seTatus Juta rupiah).

(2] Timdak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan tindak pdana pelanpgoaran,

65,  Ketentuan Pasal 128 divbah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 188 . ..
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Paszal 138

Barang siapa melanggar ketentuan  sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat {2}, Pasal 63 ayat (1),
Pasal 78 ayat {1}, Pasal 102 ayat {1}, Pasal 111 ayat (3},
Pasal 114, atau Pasal 148 dikenai sanksi pidana denda
paling sedikit FEpS 00030000 {lima juta rupiah) dan
paling banyak RpdQ.000 000,00 (ima pulah juta
rapigh).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan tindak pidana pelanggaran.

Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyt sebaga
berikut:

(1}

{<)

Fagal 190

Femerintah FPusat atau Pemerintah Daerah  gesuai
kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas
Pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 5, Pasal &, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15,
Pasal 25, Pasal 37 ayat |2}, Pasal 38 ayat (2], Pasal 42
ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51A, Pazal 66 ayat |4,
Pasal 87, Pasal 92, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3], atau
Pasal 160 ayat {1} atau ayat {2] undang-undang imni
zeTta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan l=bih lanput mengenal sanksi administeatil
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Feraturan Pemeriniah.

Di antara Pazal 191 dan Pasal 192 dizisipkan 1 (satu] pasal,
yabkni Pasal 1%1A sehingga berbunyi sebagai beriknt:

Pazal 191A . . .
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Pasal 1914
Pada saat beralunya Undang-Undang ini:

a. uniuk pertama kali upah mininmm yang berlaka, yaim
upsh minimum yang telah ditetapkan berdasarkan
peraturan  pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tencang Ketenagakerjaah vang mengatnar

mMengenal pengipahan.

b. bagl perusahaan vang telah memberikan upah lebih
tinggi dari upah minimum vatg ditetapkan sebelum
Undang-Undang mi, pengusaha dilarang mengurang
atau menurunkan upah.

Bagian Ketiga
Jenizs Program Jaminan Sosial

Pazal 52

Beberapa Ketentusn dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
204 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Lembaran Megara
Eepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lemmbaran Megara Republik Indonesia Nomor 4456] diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pazal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16
Jenis program jaminan sosial meliputi:
a,  Jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
&, jJaminan han tua;
d. jaminan pensiun;
¢, jaminan kematian; dan
f.

jaminan kehilangan pekerjaan.

2, [+ antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan | {saty) Bagian

vakni Bagian HKehgyjuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan
schingga berbunyl sebagai berikut:

Bagian - . -
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Bagian Ketujuh
Jaminan Kechilangan Pekerjaan

Pasal 464

Pelkerja/burih yang mengalarm pemutusan hubungan
kerja berhak mendapatkan jaminan Kehilangan

pekerjaan.

Jaminan kehilangan pekergaan diselenggarakan oleh
badan penyvelenggara jaminan sosial ketenagakerjasn
dan Pemerintah Pusat.

ketentwan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara
penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur
dalam Peraturan Permerintah.

Pasal 4GB

Jaminan kehilangan pel-:-erjaa.n dlselenggarakan SeCATA
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosisl.

Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk
metpertahankan derajat kehidupan yang layak pada
zaat pekerjaf/butuh kehilangan pekerjaan.

Pasal 400

Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap
orang yang telah membayar iuran.

luran sebagairnana dinaksud pada ayat (1) dibayar
oleh Pemerintah Pusat

Pasal 460D

Manfaat jaminan kehilzmgan pekerjaan berupa uang
oinai, akses informasi pasar Werja, dan  pelatihan
Lerja.

[2) Jamninan . . .
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Jaminan kehilangan pelerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dibenikan paling banyak & {enam|] bulan
upah,

Manlaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditenima
oleh peserta setelah mempuanyai masa kepesertaan
terienty.

Keteniuan lebib lanjut mengenal manfaat sebagaamana
dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 diatur dalam
Peraturan Pemerintah,

Pasal 46E

Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekenjaan
berasal dari:

a, modal awal pemerintah;

b. rckompesisi  iuran  program  jaminan  sosial;
dan/atau

e, dana operasional BPJIS Ketenagakerjaan.

Ectenfuan lebibh lanjut mengenal pendanaan jaminan
kshilangan pekerjaan sehagaimans dimaksud pada
ayat {1) diatur dalam Peratursan Pemenntah,

Baman keempat

Badan Penyelenggars Jaminan Sosial

Pasal 82

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomer 24 Tahun
2011 tentang Badan Peryelenggara Jaminan Sosial [Lemnbaran
Negara Republik Indonésiz Tahun 2011 Homer 116, Tambabian
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5254 diubah
sebaga beriliut:

. Eetentuan Pasal & dmabah sehingga berbunyi sebagai
T H

Pagalé . ..
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Pa=al &

BP.JZ Keschatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
avat [2] huraf 2 menyelenggarakan program jaminan
kesehatan.

BPJ3 Ketenagakerjaan sebapamana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2] huraf B menyelenggaralian program:

=h jaminan kecelakaan kerja;

b Jaminan harn tua;

£, JAminan pensin;
Jjaminan kematian; dan
jaminan kehilangan pekerjaan,

Eetsnluan Pasal 9 diubah schingsa berbunyi  sebaga
berikut:

(1)

12)

Pasal 9

BF.JE Eesehatan sebagamana dimaksud dalam Pasal 5
ayat |2] burad a berfungst menyelenggarakan progran:
jaminan kesehatan.

BF.JE Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat {2) hurul b berfungsi menyelenggarakan
program paminan kecelakaan kerja, program jaminan
kematian, program jaminan perisiun, programm jaminan
hari tua, dan program jaminan kehilangan pekegaan.

Ketentuan Pasal 42 dinbah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

11

Paszal 42

Modal awal sebagaimana dimsksud dalam Pasal 41
ayat (1] huraf a untnk BPJS HKeschatan dan BPJS
Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling
banyalk Fp2.0Q00.000.000.000.00 {(dua triliun rupiah}
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

(2] Modal . . .
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Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
avat (1} hurud a untuk program jaminan kehilangan
pelkerjaan ditetapkan paling sadilat
Rp& 000,000, 000,000 00 {enam tdiun mapiah] yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Bagian Kelima

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pazal 54

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indoenesia (Lemmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia 6141) diubah sebagai

berkut:

. Ketentuan Pasal 1 anglka 9 dan angka 16 diubah sehingga
berbunyi sebagan berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang i yang dimaksud dengan:

1

Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga
ketja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari
ketja vang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di
mstany perndrintaty Kabupaten /kota yang bertanggung
Jawab di Bidang ketenagakerjaan.

Pekerga Migran Indonesia adalah setiap warga negara
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan
pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
Republik [ndoteaia,

Eeluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suamd, istr,
anak, atau orang tua termasuk hubungan karena
puiusan danfatay penestapan pengadilan, bailk yang
berada di Indonesia mauvpun yang tinggal bersama
Pelterja Migran Indonesia di luar negeri

4. Pekerja . . .
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Pekerja Migran Indenesia Perseorangan adalah Pekerja
Migtan Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri
tanpa melalui pelaksana penempatan.

Pelindungan Peketja Migran Indonesia adalah segala
upaya untuk melindungl kepentmgan Calon Pelena
Migran Indonesia dan/atau Pelkana Migran Indonssia
dan keluarganya dalam méewuyudkan térjaomnmya
pemenuhan haknya dalam keselumuhan kegiatan
sebelum bekerja, selama bekerja, dan setélah bekerja
dalam aspek hukum, ckonomi, dan sosial,

Pelindungan Sebelum Bekerja adalah  keseluruhan
altivitas  untuk memberikan  pelindungan  sejak
pendaftaran sampal pemberangkatan,

Pelindungan Selama Beakea adalah  Kesslurahan
aktivitas wuntuk memberikan pebndungan  selama
Pekeria Migran Indonesia dan anggota keluarganya
berada di lnar negeri.

Pelindungan Setelah  Bekerja- adalah  keseluruhan
aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja
Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba i
debarkasi di [ndonesia hingga kembali ke dasrah asal,
termaszuk pelayanan lamputan memadi | pekerja
produlktif,

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran  [donesia
adalah badan usaha berbadan hukum  persercan
terbatazs yang telah mempergleh izin terbplis damn
Pemerintal Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan
penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Mitra Usaha adalabh mstansi danfatau badam usaha
berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan

vang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran
Indonesia pada pemberi kerja.

Pembenn Kepja adalah  imstanszi pemcnntah, badan
hukum pemenntah, badan hukum swasta, danfatau
perseorangan di negara twjuan pencmpatan  yang
mempekerjakan Pekerga Migren Indenesia.

12. Perjanjian . . .
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Petjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian
tertulis antara Perusahaat Penempatan Pekerja Migran
Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang
memuat hak dan kewapban setiap pthak dalam tangka
periempatan  dan  Pelindungan FPekega  Migran
Indonesia di negara tujuan pensmpatan,

Perjanjian Penempatan Pekeria Migran Indondsia yang
selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah
perjanjlan  tertulis antara pelaksana pensmpatan
Pelterja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran
Tndonesia vang memuat hak dan kewajiban setiap
pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran
Indonesia di negara tujuan penempatan sesUal dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kerja adalah perjanjian tertuli=s antara
Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Bena yvang
mermuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak,
serta jaminan keamanan dan keselagmatan selama
bekerja  sesuat dengan kelentuan  peraturan
perundang-undangan,

Visa Kerja adalab izin tertulis vang diberikan oleh
pejabat vang berwenang di gustu  negara  tujuan
penampatan yang memuat persetujuan untuk masuk
dan melakukan pekegaan di oegara yang
bersangkutan.

Surat lzin Perusahasn Penempatan Pekerja Migran
Indonesia yang selanjutnya disebuat SIP3MI adalah izin
teriulis yang diberikan ol¢h Pemerintah Pusat kepada
badan usaba bérbadan hukum [Ddonesia yang akan
menjadi  Perusahaan Penempatan Pekega Migran
Indonesia.

Surat [zin Perekrutan Pekega Migran Indonesia yang
selanjutnye digebut SIP2MI adalal: i2in yvang diberikan
oleh Kepala Badan Repada Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia yang digunakan uantuk
menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Jammnan Sosial adalah sadabh satu bentuk pehndungan
sosial untuk menjamin selurub rakbyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dazar hidupnya yang layak.

19 Orang . . .
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Orang adalah orang persecrangan dan/atan korporast.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalabh badan
hukum yang menvelenggaralan program Jaminan
Sosial Peleerja Migran Indonesia.

Pemerintzah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
vang memegang kekuasaan pemetintahan  negara
Republik Indenesia yang dibantu olsh Wakil Presiden
dan menten sebagaimana dimaksud dalam Undarnig-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintaly Dacrsh adalah kepala daspah sebagai
unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang
memimpin pelaksanaan wrusan pemerintahan vang
menjad kewenangan dacrah otonom,.

Pemerintah Desa adalab Kepala desa atau vang disebut
dengan nama lain dibanta perangkat desa sebaga
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Perwakilan Eepublik Inden#sia di Luar Negen yang
selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia
adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler
Fepublik Indonesia yang secaraz resmi mewakili dan
memperjuangkan kepentingan bangse, negarz, dan
pemerintah Republik Indonesia secara keseluradhan di
negara tujuan  pensmpatan  atag pada  organisasi
miternasional,

Mentern  adalah  menteri  yang méenyelenggarakan
urusan pemerintaban di idang ketenagakerjaan.

Padan adalah lembaga pemsrintah nonkementerian
vang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam
pelayvanan dan Pelindungan Peleria Migran Indonesia
secara erpadu.

Ketentgan Pasal 51 diubabh sehinggz berbunyi sebagai
berikuat:

Pazal 51 . ..
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Pasal =1

(1) Petusshaan Pensmpatan Pekerja Migran [ndonesia
stbagairnana dimaksud dadam Pasal 49 huril b wagib
memiliki izin yang memenuhi Perizinan Berusaha dan
diterbitkkan oleh Pemerntah Pusat.

{2] lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain,

{3 Petizinan Berusaha sebagaimeana dimaksud pada ayat
(il harus memenuhi norma. standar, prosedar, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemenntah Pusat,

3. HKetentuan Pasal 53 diubah =shingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 53

{1} Perusshaan Pepnempatan Pekerja Migran [ndonesia
dapat membentuk kantor cabapg di luar wilayah
domisili Kanuer pusatnya.

{2} Kegiatan yang dilakukan oleh  kantor cabang
Perusahaan FPenernpatan Pekerja Migran [ndenesia
menjadi tanggung jawab kantor pusat Perasahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

(3} Kanlor cabang sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan
oleh Pemnerintah Dasrab provinasi,

(4} Periznan Berusaha =ebapgaimana dimalksud pada ayat
I3 harus meémenuhi norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang dit¢iapkan oleh Pamermtah Pusat,

4.  Ketentuan Pasal 57 divbab sehingga berbunyl s+bagaa
berikut:

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran [ndonesia
haris menyerahlkan pembaruan data paling lambat 30
{tiga puluh| hari kerja.

Dalam hal Perusahaan Penempatsn Pekerja Migran
Tndonesia  tidak menverahkan pembarman  data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan
Penempatan Pakerja Migran [ndenesia diizinkan untuk
memperbaryi izin paling lambat 30 (tiga pulub) hari
kerja dengan membayar denda keterlambatan,

Eetentuan mengenai denda, keterlambatan
sebagaimana dimaksud pada ayal (2} dilaksanakan
zesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangen.

Di antara Pasal 89 dan Fasal 90 disisipkan 1 (sat) pasal,
vakmi Pasal 804 schingga berbunyi sebagai berikout:

Pasal 894

Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja,
pengertian  ateud makna SIP3MI dalam  Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia menyesvaikan  dengan  kstentuan mengenai
Perizinan Berusaha,

BABR WV

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA
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Bagian Kesatu
Loam

Pazal 85. ..
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Pasal 85

Untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
Eoperasi dan  UMEK-M, Undang-Undang 1 mengubah,
menghapus, atiu menetapkan pengaturan bara beberapa
ke=tentuan yang diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 28§ Tahun 1992 tentang
Perboperasian {Lembaran Negara Republik lodonesia Tahun
1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indotesia Nomor 3502}

b, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaba
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lambaran Nepgara Republik
Indoneszia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4868); dan

c.,  Undang-Undang HNomor 38 Tahon 2004 tentang Jalan
{Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
A444].

Bagian Kedus
hoperas

Fa=al &6

Bzberapa ketentuan dalam Undang=-Undang Noemeor 25 Tahun 1992
tentang  Perkoperasian (Lembarann Negara PRepublik Indonesia
Tahun 1992 Nomer 116, Tambahan Lembatran Nepara Republile
lhdenssia Nomor 3902) divbah sebagad beriloat;

L. Ketentuan Pagal 6 divbah sehingga berbunyd sebagail berikut:

Pasal ©
{1}  hkoperasi Primner dibentuk paling sedikit oleh 9
Isembilan) orang.
{2)  Keperasi Sekunder dibentuk olch paling sedikiat 3 {tiga)

Koperasi.

2, Penjelasan . . .
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Penpelasan Pasal 17 dmbah sebagaimana tercantum dalam
penjelasarn.

Estentuan Pasal 21 diubabh gehingga berbunyl sebagai
benlkut:
Pasal 21
(1] Perangkat organisasi Koperasi terdin atas:
a. Eapat Anggota,
k. Pengurus; dan
c. Pengawas.
(2) SHelain memiliki | perangkat organisasi | Koperasi
sebagameana dimaksud pada ayat (1), Koperasi vang

merjalankan  kegiatan usaha erdasarkan  prinsip
syanah wajlb memilik dewan pengawas svatiah.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbuny sebagai
berikur:

Pasal 22
{1} Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasasn
tertinggi dalam Koperasi.

2] Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dikadiri oleh anggota vang pelaksanaanya diatur dalam
Anggararn Drazar fAnggaran Rumah Tangga.

I3 Eapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dapat dilakukan secara daring dan/atau haring.

4] Ketentwan lebih  lanjt mengenal Rapat  Anggols
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat [2), dan ayat
3 diatar dalam Anggaran Dasar/Anggaran Fumsh
Tangga.

Ketentuan Pasal 43 diubah  sehingga berbunyi  scbaga
Berikoat:

Pasal 43 . _ .
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Pasal 43

Usaha Hoperasi adalah usaha vang berkaitan langsung
dengan  kepentingan anggota untukk meningkatkan
vsaha dan kessjahteraan anggota.

Usaha Koperasi sebagaimana dimalkisud pada ayat (L)
dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba
usaha.

Kelebihan lkemampuan pelayanan EKoperasi dapat
digunakan 1ntuk memenuhi kebuotuhan magyarakat
vang bukan angecta Koperasi dalam rangka menank
masyarakat menjadi anggota Koperasi,

Koperasi menjalankan Kegiatan usaha dan berperan
utama di segala bidang kehidupan ekonomi ralorat.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  kKegiatan usaha
Koperasi diatur dalam Peraturan Pemetititah.

Di antara Pasal 44 dan Pazal 45 disisipan 1 (satu)] pasal, yakoi
Faszal 444 schingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
12

13

14

Pasal 444
Koperasi dapat menjalankan Kegnatan usaba berdasarkan
prinsip syariah.
Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haras
mempunyai dewan pengawas syariah.
Dewap pengawas syariah sebagaimana dimeksud pada

avat () terdiri atas } (sam orang atau lebih yang
memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Angeota,

Dewan pengawas syanah sebagaimans dimeksiad pada
avat |12) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
Pengurug serta mengawas] kegiatan koperasi agar sesuai
dengan prinsip syariah-

(o) Dewany . - .
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Dewan pengawas syarish sebagaimana dimaksod pada
avat (2) selanjuinya mendapatlan pembinaan  atan
pengembangan kapasitaz  oleh Pemerintah Pusat
danfatau  Dewan  Syariah  Nasional Maelis  Ulama
[ndonesia.

Eetentuan lebibh  lanjut mengenal Koperasi yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syanah
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketga

Enteria Usaha Mikeo, Kecil, dan Menzogah

Pasal 57

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undzmg Nomer 20 Tahan 2003
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4856) diubah sebagai berilurt:

1.  EKetentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagad Berikut:

(1}

(2)

Pasal &

Kriteria Usaha Mikro, Kecll, dan Mensngah dapat
memuat modal wsaha, omzet, indikator kekayaan
bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai mvestasi,
msentif den disinsendf, penerspan teknologi ramah
lingkungan, kandungan lokal, atay jumlah tenaga kerja
sesnal dengan kriteria setiap sektor usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Usaha Mikiro,
kecil, dan Menengah diater  dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi  sebagad

berikut:

Pasal 12, ..
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Pasal 12

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ¥ ayvat 1) hurul e ditujukan unml:

a. menvederhanakan tata cara dan jenis Perizinan
Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu
mniy; dan

b, membebaskan aya Periqiman Berusaha  bagi

Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya
Perizinan Berusaha bagi Uz=aha Kecil.

Eetentuan lebih lanjut mengenai persyvaratan dan tata
cara Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Berbunyi  sebagai
Berilout:

(1]

121

I3

4]

FPazal 21

Pemerintah Pusat dan Pemertntah Daerah menyediakan
pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil,

Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiarzan
dari penyisihan bagian laba tahunan vang dialolasikan
kepada Usaha Milkro dan Kecil dalam henmak pemberian
pinjaman, penjarinat, hibah, dan pembiayaan laitnya.

Uszaha Besar nasional dan  asing  menyediakan
pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikre dan
iecil dalam bentul pemberian pinjaman, penjaminan,
hibah, dan pembiayazan lainnya.

Pemetintah  Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dumnia
Usaha memberikan hibzah, mengusahakan bantuan luar
negerl, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain

yvang sab serta tdak mengikat untik Usaha Mikre dan
kel

(5] Famerintah | .
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(3] Pemernntah Pusat dan Pemerintah Dacrabh  =esual
dengan kewenangannya membenkan imsentif dalam
bentuk kemudahan persyaratan penzinan, kennganan
tarf sarapa dan prasarana, dan benbuk insenbif lainnya
vang sesuai dengan ketentuan petatiran perundang-
undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan
pembiayaan bag Usaha Mikre dan Kecil.

Paszal 25 dihapus.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingea berbunyl sebagai
berikut:

Fazal 28&
Ketmitraan dilaksanakan dengan pola:
mti-plasmea;
subkontrak;
waralala,

perdagangan uman,
distribusi dan keagenan,
rantai pasok. dan
bentuk-bentuk kemitraan lain.

m P oD T

Eetentuan Pasal 30 diubah aehingga berbunyl sebagal
berikut:

Pasal 30

(1] Pelak¥anaan kemitraan d4ngan pola perdagangan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hurad d,
dapat dilaluakan dalam bentuk kerja sama pemasaran,
atau penyedisan lokasi usaha dari Usaha Mikre, Kecil,
dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara
rerbuka.

{2} Pemenuhan . ..
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2] Pemenuhan kebutuhan barang dan  jasa yang
diperlukan oleh Usaha Besar dilakubkan deéngan
mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil
atau Usaha Mikro sepanjang memsnuhi standar g
barang dan jasa vang diperlukan.

i3] Pengamran sistem pembayaran dilalakan dengan tidak
mergikan salah sata pihak.

D antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (san) pasal
vakni Pasal 324 yang berbunyi sebagad berikut:

Pasal 32A

Dalam pelaksanaan kemotraan dengan pola rantal pasok
sebagpaimana dimaksud dalam Pasal 26 horuf {, dapat
¢hlaloikan melaltn kegiatan dan Usaha Mikoo dan Kecil oleh
Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi;

a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakulzan oleh
perusahaan dengan penvedia bahan balo,

b, pendistribusian produk dan perusahaan ke Ronsumen;
dan fatau

¢, pengelolasn Ketersédiaan bahan balma, pasokan bahan
baku serta proses fabrikas:.

Penjelasan Pasal 35 diubah sebagaimana tercantum dalam
penyelasan,

Bagian Keempat
Baszis Data Tunggal

FPasal 8%

i1) Pemerintah Pusat dan Femerintahh  Daerah  wajib
menyvelenggarakan sistem informasi dan pendataan
UMEK-M vang terintegrasi.

(2] Hasil . . .
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Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
scbagai hasis data tunggal UMEK-M.

Basiz data tunggal sebagamana dimaksud pada ayat [2)
wajib  digunakan sebaga  pertitnbatigan  untuk
menentukan kebijakan mengenai UME-M,

Basiz data tunggal sebagsimana dimaksud pada ayat (2
disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna
serta dapat diakses cleh masyarakat.

Pemerintah Pusat melzkukan pembaharuan sistern
informasi dan basis dala tunggal paling sedikit 1 |satu}
kali dalam 1 (satu) tahun.

Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (duaj tahun
sejak berlakunya Undang-Undang nd.

Ketentuan lebith lanjut mengenzi basis data tunggal
UME-M diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Bagnan Kehma

Pengelolaan Terpadu Uszaba Mikro dan Eecil

(1l

12

Pasal 89

Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolazn
terpadu Usaha Mikeo dan Kecil dJalam penataan klaster
melalui sinergi Pemenntah Pusat, Pemerintah Dacrab,
dan pemangku kepentingan terkait,

Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan  Keoil
schagaimana  dimaksud pada ayat {1} mempakan
lumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait
dalam;

a, suaty rantal produk umurm;

b. ketérgantungan atas keterampilan tenaga kéna
Yang senipa; atau

c. penggunaan teknologi yang setupa dan saling
mekengkapl secara tenntegras

i3 Saling - - .
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Saling melengkapr secara tarmbegrast sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] hurut ¢ dilaksanakan di lokas

klaster dengan tashap pendirian/legalisasi, pembiayaan,
penvediaan bahat baku, proses produksi, kurasi, dan
pemasaran produk Usaha Mikre dan EKecil melaloi
perdagangan elskirenik /non elekironik.

Fenentusnm  lokas: Elaster Usaha Miliro dan  Eecil
disusun dalam pregram  Pemernintah Pusat  dan
Femenntah Daerah dengan memperhatikan peimetaan
potensi, keunggulan dadraby, dan stratégl peénéntuarn
lokasi usaha.

FPemerintah Pu=at dan Pemenintah Drasrah
reelaksanakan pendan:pingan sebagal upsaya
pengembangan Usaha Mikre dan Kecil untuk memberi
dulningan manejemen,  sumber  daya  manusia,
anggaran, serta sarana dan prasarana.

Pemerintah  Puzat dan  Pemenntah Daerah  dalam
menyediakan dukungasn sumber daya Tnanusia,
anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat |5) wajib memberikan fasilitas yang
mehpuati;

lahan lokasi klaster;

aspel produksi;
infrasirakiur;

rantai nilai;

petidinnan badan hukum;
sertifikasi dan standardisasi,

Promosi;

IR NNEE

pemasaran;
digitalisasi, dan

i.  penelitian dan pengembangan.

Pemerintah  Pusat mengoordinasitan  peneelolazn
terpady Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan kKlaster.

{5} Pemernintah . . .
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Penerintah Pusat melakukan <valuasi  pengelolaan
terpaduy Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.

Eetentuatn lebih lanpat mengenai pengelolaan terpadu
Usaha Mikro dan Kecil disgbar dalam Perabiran
Femenintah.

Bagian Kesnam
Eamitraan
Fasal %0
Pemerintah Pusat dan PFemerintalh Daetrah  sesuai
dengan kewenangannya wajib mernfasilitas,

mendukung, dan  menstimalasi  kKegiatan kemitrean
Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi,
Usaha Mikre, dan Usaha Kedl vang bertujuan unmk
meningkatkan kompetensi dan level usaha,

Kemitraan sebagmimana dimakszud pada ayar (1)
mencakup proses alih keterampilan di bidang produlcsi
fdan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya
manusia, dan teknologi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerabh memberikan
insentif dan kemudahan berusaha dalam  rangka
kemitraann  sesual  dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah Dasrah  sesuai
dengan kewenangannyva melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha
Menengah dan Usaha Bezar dengan Koperasi, Usaha
Mikro, dan Usaha Kecil.

Pemerintah Pusat mengatar pemberian insentif kepada
Uszha Menengah dan Usaha Besar vang melaloukan
kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha
Kecil melalui  inovasi dan  pengembangan produk
herorientasi  ekspor, penyerapan tenaga  kerja,
penggunazan teknologn  tepat guna  dan  ramah
linglungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan.

(&} Ketentuan . . .
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Ketentuan lehih lanjut mengenai kemitraan  diatur
dalam Peraturan Pemerintah,

Bagian Ketupih
Eemudahan Penizinan Berusaha

Pazal 91

Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha,
Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah Dasrah  sesoai
dengan kewenangannya wajib meclakukan pembinaan

. dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan Krnteria
vang ditctaplkan oleh Pemerintah Pusat.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat
dilebukan secara danng atau luring dengan
melampirkan:

a. Karta Tanda Penduduk (KTH; dan

k. Surat keterangan berusaha dan  pemériitah
setingkat ruloun tetangga.

Petidaltaran secara daring sebagaimana dimaksud pada
avat (2} diberi nomor induk berusaha melalui sistém
Perizinan Berusaha secara elekoronik.

Nomor mduk berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} merupakan perizinan tunggal yang berlaku
itk semua kegratan usaha.

Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4
melipuati  Perizinan Beiuasaha, Standar Nasional
Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal,

Pemetinitah  Pusat dan  Pemerintah Daerah  sesuai
dengan Lewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh Pemerintah
Puszat wanb melaliukan pembinaan terhadap Perizinan
Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional
Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

{7) Dalam . . .
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Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] memiliki nsiko menengah atan gnggi terhadap
keschatan,  keamanan, dan  keselamatan Serka
Iingkungan selain  melakubken rempstrasi untuk
mendapatkan nomor induk berusaha, Usaba Mikeos dan
Keesal waph memalila  sertifikat  sertihkasi  standar
dan fatau 1Zin.

Pemermtah  Pusat dan Pemermtah Daerah  s#sum
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh Pemerintab
Pusar memfaszilitasi sertifikasi standar danfatay izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Ketentuan lebih lanjput mengenai perizinan  tungeal
sebagaimana dimaksud pada avat [3) dan [(asilitasi
scrtiikas standar dan/atau zin scbagaimana dimaksud
pada ayat (3] diatur dalam Peraturan Pemsarintah.

Bagian Kedelapan

Kemudahan Fasilitasi Pemblayaan dan Insentifl Fiskal

(1)

(2}

(%)

(4}

Pasal @2

Usaha Mikro dan Kecil diberi
kermnudahan/ penvederhanaan administrasi  perpajalean
dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dan
Pemerintait Pusat sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan
Berusaha dapat diberi insentl berupa tidak dikenai
Biava ataw diber keringanan bisaya.

Usaba Mikro dan Kecil yang berorientast ¢kspor dapat
diberi insentil kepabeanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Usaha Mikre dan Kecil tertentu dapat diberi insentid
Pajak Penghasilan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 93 . .,
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Faszal 93

Kegnatan Usaha Mikro dan kecid dapat dijadikan jaminan
kredit program.

(1}

(2)

Pasal 94
Pemerintaly Pusat dan Pemerintah Daecrah  sesuai
dengan lrewenangannysa mempermudah dan

menyederhanakan proges untuk Usaha Mikro dan Keeil
dalam hal pendaltaran dan pemblavaan hak kekayaan
intelektual, kemudahan mpor bahan baku dan bahsm
penolong indusin apabilla tidak dapat dipenuhi dan
dalam negen, dan/atau fasilitasi ekspor.

Ketentuan lebikh lanjut mengenai kemudahan  dan
petivederhanaan pendaftaran dan  pembiayaan hak
kekayaan intelelitual, kemudahan impor bahan baku
dan bahan penolong industri apabila tidak dapat
dipenuhi darl dalam ne¢gen, dan/atau fasilitasi ekspor
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Paratutan Pemenntah,

Bagian Kezembilan

Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Huloum, Pengadaan
Barang dan Jasa, dan Sistem / Aplilcasi Fembukuan /Pencatatan Keuangan dan

SK No (52088 A

i1

1)

inkubasi

Fasal 95

Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus
untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daeralb
dalam  rangks  keglatan  pemberdaysan dan
pengembangan Usaha Mikro, Usahs Kecil, dan Usaha
Menengah.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perandang-undangan.

Pasal 56 . .,
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Fasal 96

Pemerintah Pusat dan Pemerintsh Dasrah sesuai dengan
kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan
pendampingan hukam bagl Usaha Miloo dan Kecil,

Pasal 97

Pernerintah Pusatl  dan Pemeénntah  Daerah wagib
mengalokasikan paling sedilat 40% [empat puluh persen)
produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil
produksi  dalam  negeri dalam pengadaan barang/ jasa
Pernerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Pemenniah Puzat dan Pemennizh Daerah =esuai dengan
Fewenangannys  wajib  memberikan  pelatthan  dan
pendampingan pemanfaataan sistem/ aplilcasi
pembukuan/pencatatan kevangan vang memberi Kemudahan
bag Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 99

Penvelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerititah Dasrah, perguruan tingg, Dunia Usseha, dan/atau
masvaralkat,

Fasal 100

Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bertujuan
untuk:

a. menciptakan usaha baru;

b. menguatkan dan  mengembangkan loalitas  Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyal nilai
ekonomi dan berdaya saing tinggi: dan

<. mengoptimalkan pemanfaatan sumber dayva manusia

terdidik dalam menggeralikan perskonotmian déngan
memardaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pazal 101 . .,
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Pasal 101

Sazaran pengembangan inkubasi sebagaimana  dimaksud
dalarm Pasal 99 meliputi:

a. penciptaaty  dan  penumbuban usaha  barma serta
pengaatan kapasitas  pelaku usaha pemula yang
herdaya saing tingg;

b. penciptaan  dan penumbuhan usaba  baru yang
mémpunya rila ekenomi dan berdaya saing tinggd;
dan

c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi
melalul pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknolog.

Pasal 102
Femerintah Pusat, Pemerintah Dasrah, dan Dunia Usaha
melakukan pedampingan  untuk menmgkatkan kapasitas
Usabia Mikro, Kecil, dan Menengah sehingsa mampu

mMengalises:

a. pembaayaan altérnatni unbik Usaha Mikoro, Eecil, dan
Menengah Pemuda;

b, pembiayaan dan dana kemitrasmn;

=} bantuan hubah pemerintah;

d. dana bergulir; dan

e. tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Essepuluh
Partisipasi UMK dan Koperasi pada [nfrastruktur Publik

Fasal 103

Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang
Nomeor 38 Tahun 2004 tentang Jalan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4444) disisipkan
1 (sat) pasal, yakni Paszal 534 sehingga berbunyi cebagai
berikut:

Pasal 33A . ..

SK. Mo 052090 A
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Pasal 53A

Jalan Tol antarkota harus dilengkap dengan Tempat
Istirahat, Pelayanan untuk kepentingan pengguna
Jalan Tol, srta menyediakan tempat promost dan
pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Mepengah.

Pzngusahaan tempat promosi dan  pengembangan
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah,
Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan
pada Jalan Tol paling sedikit 30% {tiga puluh persen)
dari total luas Jahan ares komarsial untuk Usaha Mikoro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan
Tol vang telah beroperasi maupun untuk Jatan Tol yang
masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi

Pznyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha
Mikro, Usaha Hecil, dan Usaha Menengah sehagaimana
dimaksud pada ayat {2] dilakukan dengan parbsipasi
Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan,

FPenanaman dan  peémeliharaan tanaman di Tempat
Istiraliat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) dapat dilalukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Usaha Menengah.

Pasal 104

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikre dan Kecil,
Pemerintahh Pusat, Pemenintah Daerah, badan usaha
milik negara, badan wvsaha milik dasrah danjatan
kadan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan
temnpat pTOmos, tempat usaha, dan/atau
pengembangan Usaha  Mikre dan Keeil  pada
infrastruktur publik yang mencalogp:

a. terminal;

b.  bandar udara;

¢ pelabuhan;
d

stasiun kereta api;

e tempat _ . .
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e, temnpat istirahat dan pelayvanan jalan tol, dan

[ infrastruktar publik lainnya vang ditetapkan olsh
Pemenintah Pusat dan/fatau Pemenntah Daerah
s dengan kewenangannya,

Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan
Usaha Mikro dan Xecil pada mirastrukiuor publik
sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) paling sedilat 30%
(iga puluh persen) dan luas tempat perbelanjaan
danfatau promosi yang strategis pada infrestrokar
publik yang bersangloutan.

Eetentuan mengenal peryvediaan tempatl promosi dan
pengembangail Usaha Mikro dan Keeil pada infrastruktur
publik pada ayat (1) dan besaran alockasi sebagsimana
dimaksud pada ayat (2} diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAR V]
EEMUDAHAN BEEUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 105

Untul: mempermudah  pelako  usahs  dalam  melakukan
investaali Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau

menstapkan pengaturan baru beberapa ketentuan vang diatur
dalam:

a,

Undang-Undang MNomor & Tabun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indomesia
Tahuann 2011 Womor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5218);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
(Lernbaran Negara Repuldik Indonesia Tahun 2016
Momor 176, Tambahan Lembaran MNegara Repubbk
Indonesia Momor 5922):

& Urdang-Undang . ..
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan [ndikasi Geogralis |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2016 Nomor 252, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor S953);

Undang-Undang Nomor <40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 47 50);

Stagtsbiad Tahun 1926 Nomor 226 pncto Stootsbiod
Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang
Gangguan (Hinderordonnantie|,

Undang-Undang Nemor 7 Tahun 1982 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
1953 Nomer 50, Tambahan Lembaran Megara Republil
Indonesia Momor 3263 szchagamana telah bebetaps kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedsmpat atasz Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pagal: Penghasilan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 133, Tambshan Lembaran MNegara Republik
lndonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Womor £ Tahun L1983 tentang Pajak
Pertambahan Mila Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas PBarang Mewah [Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembatrat
Megara Republik lndonesia Nomer 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kebiga
atas Undang-Undang Nomot § Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pempualan
atas  Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1530, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor S069);

h. Undang-Undang . ..
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Undang-Undang Nomor & Tahun 1933 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negarza
Republik [ndonesia Tabun 1983 Nomer 49, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Ilndonssia MNomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang HNommor 14 Tahun 2009 fentang
Penetapan Peramuran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang MNomotr 5 Tabhun 2008 tentang Petubahan
Keermnpat atas Undang-Undang Nemor & Tahun 1983
tentang Ketentian Umum dan Tara Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Wegara Republik Indonesia Nomor 49949);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembarcatt
Negara Republik Indonesia Nomor S049);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
FPerlindurngan dan Pamberdayaan Nelayan, Pambudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Hegara Republik
Indonezia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran
MNegara Bepublik Indonesia Nomor S870);

Undang-Undang Momor 3 Tahun 1982 tentang Wajik
Daftar Perusahaan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahunn 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik [ndonesia Nomer 3214);

Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa
{Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momer 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54595): dan

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan
FPraltek Monopoli dan Persaingan Usaba Tidak Sehat
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 999

Momor 33, Tambshan Lembaran HNegara Republik
Indonesia Momor 3817).

Bagian Kedua
Keimigrasian
Pasal 106, .
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Pazal 104

Beberapa ketsntuan dalam Undang-Undang Nomor & Tahun
2011 tentang  Keimigrasian  {Lembaran  Negara Republik
[ndonesia Tabun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Megara
Eepublk Indonesia Nomor S216) dinbah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 18, angka 21, dan
angka 30 diubah sehingea Pasal 1 berbuny sebaga
berikout:

Fasal 1

Dalarmn Undang-Undang ini yang ditnaksud dengan:

SK No Q32055 A

Keimigrasian adalah hal thwal lalu lintaz orang
vang masuk atan keluar Wilayah [ndonesia serta
pengawasannya dalam rangka menjags tegakmya
kedaulatan negara.

Wilayah Megara Republik Indonesia  vang
selanjutnya  disebut Wilayah Indonesia  adalah
selurth wilayah Indonesia serta zona tertentu yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Fungsi Keimigrasian adalabh bagian dari urusan
petmerititahan TICgatA dalam mfnberikan
pelayanan Keimigrasian, pénegakan huloum,
keamanan negara, dan [asilitator pembangunan
kesejahteraan masyarakat.

Menteri adalah menteri yvang menvelenggatakan
urusan pemerinighan 41 bidang hukum dan hal
5251 MANUSIa,

Direlctur  Jenderasl adalabh Direlktur  Jenderal
Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi  adalah unsur
prlaksana tugas den angsi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia di brdang Keirmigrasian.

7. Pejabat . . .



SK MNo 052096 A

lﬂl‘

11.

12,

13.

i4,

PRESIDEM
REPFUBLEE IHDOHESLA

- 503 -

Pejabat lmiprasi adalah pegawai vang telah melalud
pendidikan  khusus Keimigrasian dan mermnilila
keahlian telinis  Keimigrasiair serta memiliki
wewenang untuk  melaksanakan  mgas  dan
tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimugrasian yang
gelanjuinya disebut dengan PPNE Keimigrasian
adalah Pejabat Imigrasi yang diben wewenang oleh
undang-undang untuk melakukan  penyidikan
tndak pidana Keimagrasian,

Orang Asing adalah orang wang bukan warga
negara Indonesia.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah
sigtern teknologi informasi dan Komunikasi yang
digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan
menyayikan miorméas ELITEE mendulkivng
operasionsl, MADE NS, dan pengarnbilan
keputusan dalam melaksanalian Fungsm
Eeimigrasian.

Kantor Immigra=i adalah unit pelaksana tekniz vang
menjilankan Fungsi Keimigrasian di daerah
kkabupaten, kota, atau kecamatar.

Tempat Pemeriksaan [Imigrasi adalah tempat
pemeriksaan di pelabuban lat, bandar udara, pos

lintas batas, atau tempat lan scbagal tempat
masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

Dolkumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari
suatu negara, Persenkatan Bangsa-Bangsa, atau
organizasi internasional Jainnya untuk melakukan
perjalanen antarnegara yang memuat identitas
pemegangrnya,

Dolkumen Keimigrasian adalah Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia dan [zin Tinggal
yvang dikeluarkan olzh Pejabat Imigrasi atau pejabat
dinas luar negeri.

15 Dolbumen . . .
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Dolumen Perjalanan Republik Indonesia adalah
Paspor Bepublik Indonesia dan Surat Perjalanan
Lalisana Paspor Republik Indonesia.

Paspor Republik Indonesia vang  selanjutnya
disebut Pazpor adalah dokumen yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Repubbk Indonesia kepada warga
negara [ndonesia untuk melakukan perjalanan
antarnegara vang berlaku selama jangka waktu
tertennd.

Surat Perjalanan  Laksana Paspor Republik
Indonesia yang  stlangutnya disebut Surst
Perjalanan Laksana Paspor adalah  dokumen
pengeanti paspor vang diberikan dalamm kKeadsasan
tertentu  yang berlaku  selama  jangka walta
terenn.

Visa Republilc Ingdonesia yang selanjuinya disebuat
Visa adalsh keterangan tertulis, baik =secars
mamual maupun clkekitronik yang diberikan oleh
peiabat yang  betwenang  untik melalukan
petjalanan ke Wilavah Indonesia dan menjadi dasar
untuk pembenan [An Tinggal,

Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap
yvang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga
negara Indonesia dan Crang Asing, baik manual
maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat
Imigrasi sebagai tanda bahwa vang bersangkutan
masuk Wilayah Indonesia.

Tanda Keluar adalab tanda tertentu berupa cap
vang dibubuhkan pada Dolmmen Perjalanan warga
negara Indenesia dan Orang Asing, baik manual
maupun elekironik, vang diberikan oleh Pejabat
[migrasi sebagai tanda bahwa yvang bersangkatan
keluar Wilayah Indonesia,

[:in Tingegal adalah 1zin yang diberikan kepada
Orang Asing oleh Pejabat lmiprasi atau pejabat
dinas luar négeri baik secara manual maupun
alekironik untuk berada di Wilayah Indonesia.

22 Pernyataan . . .
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Pernyataan Integrasi adalah permnyataan Orang
Asing kepada Pemerintah  Republik  Indonesia
sebagai =zalah =zatu syaral memperoleh 1zin Tinggal
Tetap.

Izin Tinggal Tetap adalah i1zino yang diberikan
kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat
tinggal dan menetap di Wilayah lndonesia sebagad
penduduk Indonesia.

[zin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang
diberikan oleh Pejabat Imigras kepada Orang Asing

pemegang Izin Tingeal terbatas dan [zin Tingeal
Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.

Korporasi adalah kumpulan crang dan/atau
kekayaan vyang terorganisasi, baik merupakan
badan hukum mauput bukan badan halkum.

Penjamin  adalah orang atan Korporasi yang
bertanggung jawab ataz keberadaan dan kegiatan
Orang Asing s¢lama berada di Wilayah Indonesia.

Alat Anglkut adalah kapal laut, pesawat udara, atan
sarana transporlasi lain yvang lazim digunakan,
baik untuk mengangkut srang maupun barang.

Fencegahan adalah larangan sementara terhadap
oratg untuk  keluar dari Wilayah Indonesia
herdasarkan alasan Keimigrasian atay alasan lain
vang ditentukan oleh undang-undang.

Penangkalan adalah  larangan  techadap Otvang
Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan
alasan Keimugrasian.

Intelijen Beimigrasian adalah kegiatan penyehdikan
Keimigrasian dan pengamanan Eeumigrasian dalam
rangka penyajian indormasi melalui analisis guna
menstapkan perkarasn Keadaan Kemograsian yang
dihadapi atau yang akan dihadapi.

Tindakan Administranf Keunigrasian adalab sanks
administratif yang ditetapkan Pejabat lmigrasi
terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

32 Penyerlundupan . . .



SK No 052003 A

32,

32

34.

33

36,

37.

FRESDEH
REPUBLE INDOMESIA

« B0 .

Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang
bertujuan mencad  keuntungan, bak  secara
langsung maupun tidak langsung, uniuk din
gendiri atay uvnituk orang lain yang membawa
seseorang  atan  kelompok orang, baik secara
terorganisasi maupun tdak terorganisasi, atau
memerintabkan  orang  lain antuk  membawa
sescorang  atau  kelompok orang, baik  secara
LeTOIRanisas] maupun tidak terorganisasi, yang
tidak memiliki hak secara sah untuk memasula
Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah [ndonesia
dan/atan masuk wilayah negara lain yang orang
tersebut  tidak memiliki hak untuk memasuki
wilayah tersebut  secara  sah,  baik  dengan
mengpunakan doltumen sah maupun dekumen
palsu, atav  tanpa  menggunakan  Dokumen
Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi
maupun bdak.

Rumah Detensi lmigrasi adalsh umt pelaksana
teknis yang menjalankan PFungsi Kemmigrasian
sebagai tempat penampungan sementara bag
Crang Asing vang dikenal Tindakan Administratif
Keimigrasian.

Puang Detens Imnigrasi adalah termpat
penampungan sementara hag Orang Asing yang
dikenan Tindakan Adminstratil Keomgrasian yang
berada di Direliorat Jenderal Imigrasi dan Kantor
lrigrasi.

Deteni adalah Crang  Asing penghuni Rumah
Detensi Imigrasi atag Buang Detensi Imigrasi yang
telah mendapatlzan Kepautuszan pendetensian dard
Pejabat Tmigrasi-

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan
Orang Aszing dari Wilavah Indonesia.

Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik,
petigurus, agen, nakhoda, Kapten kapal, kapben
pilot, atau pengemudi  alat  angkut  yang
bersanglutan.

38 Penumpang . . .
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238, Penumpang adalah setiap orang yang berada di
atas alat anglut, kecuali awak alat angkut.

39 Perwaldlan Republik Indonesia adalah Kedutaan
Besar Republik [ndonesia, komsulat  Jeoderal
Republik  Indonesia, dan Konsulat Republik
Indonesia.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagal
berakout:

Pasal 33

Viga kunjungan diberikan kepada Grang Asing yang akan
melakukan petjalanan ke Wilayah Indonesia dalam
rangka Kunjungan tugas pemerintaban, pendidikan,
sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga,
jurnalistik, atay singgab wntuk menetuskan perjalanan
ke negara lain.

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingea berbunyi scbagai
berikoat;

Fasal 29
i1l Visa tinggal terbatas dibenkan kepada Qrang Asing:

a. sebagal rohaniawan, tenaga ahli, pekerja,
peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dan
keluarganya, serta Orang Asing yang kawin
secara sah dengan warga negara [hdonesia,
vang akan melalukan perjalanan ke Wilayah
[ndonesia untuk berternpat  tinggal  dalam
Jangka waktu vang terbatas; atau

bk. dalam rangka bergabung untuk beltna di atas
kapal, alat apung, atau instalasi yang
beroperas i wilayah peraran nusantara, laot
teritonal, landas kononen, dan/atau Zona
Ekonomi Eksklusil Indonesia.

(2] Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih  lanjut mengenai Visa tinggal
terbatas sebagaimana dimaksud pada eyat (1} diabar
dalam Peraturan Petnerntal,

Ketenibuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagam
bariiour:

I
2]

i3

()

Pasal 40

Pamberian Visa Kunjungan dan Visa tinggal t2ibatas
merupakan kewenangan Menteri.

Visa sebapgaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan
dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi.

Dalam hal Visa sebagaimana diomaksad pada ayat (1)
diberikan di  Perwakilan Republik Indonesia,
pemberian Visa dilaksanakan oleh Pajabat Irmigras
di Perwakilan Eepublik Indonesia dan/atau pejabat
dinas uar negeri.

Pejabat dinas luat negeri sebagaimana dimaksad
pada ayat (3 berwenang memberikan Visa setelah
memperaleh Keputusan Menteri,

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagmi
berikut:

(1)

(2}

Pazal 46

Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa
dinas dengan maksud bertempal tinggzl di Wilayah
Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib
mengajukan permohenan Kepada  Menteri  Loar
Megeri  atau  pejabat yang ditumjuk untuk
mempereleh 1zin Tingeal diplomatik ataw 1zin Tioggal
dinas.

Urang Asing perdgang Visa tinggal terbatas setelab
mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan

permohonan kepada kepala Kantor lmigrasi untuk
mempercleh [zin Tinggal terbatas.

(3) Jika . ..
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Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dan ayat (2) tidak melaksanalktan Lewajiban
tersebut, Crang Asing yvang bersangkutan dianggap
berada i Wilayvah indonssia secara tidalk sah.

Dalarn hal Orang Asing sebagaimana dimalksud pada
ayat (2] mendapatkan [zin Tinggal terbatas di
Tempat  Pemériksaarn  lmigrasi, tidak perlu
mengajukan permchonan kepada kepala Kantor
Imigrasi untuk mempereleh 1zin Tinggal erbatas.

Betentuan Pasal 34 divbah sehingga berbunyt schags
berilout:

1)

I2)

[3)

4

Fasal o4
1zin Tinggal Tetap dapat dibenkan kepada:

a,  Orang Asing pemepang [2im Tinggal terbatas
sebagsi rohaniwan, pekerja, myestor, dan
rumah kedua;

b.  kelvarga karena perkawinan campuran;

suami, istrl, dan/atau anak dari Qrang Asing
pemegang lzin Tinggal Tetap, dan

d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan

cks subjek atak berkewarganegaraan ganda
Republik [ndortesia,

1z2in Tinggal Tétap sebagaimans dimaksnd pada ayat
{1} tidak dibenkan kepada Orang Asing vang tidak
mernilikl paspor kebangsaan.

Orang Asing pemegang Izin  Tinggal Tetap
merupakan penduduk Indonesia.

Ke¢tentuan Jebih lanjut mengenai lzn Tinggal Tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal &2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal a3 . ..
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Pasal £3

Jrang Asing  tertentd yang berada di Wilayvah
Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin
keberadaannya.

Permjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan
kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di
Wilavah Indonesia serta wapb melaporkan setiap
perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan
perubahan alamat.

Pepjamin wajibk membayar biaya vang timbul wntuk
mermulangkan atau mengeluarkan Crang Asing vang
dijaminnya dari Wilayah indoneszia apabila Orang
Asing yang bersanglkutan:

= telah  habis masa berlalu Tzin Tinggalnya:
dan/fatau

b. dikenai Tindakan Administratif Keimnigrasian
harupa Deportas.

Ketentuan mengenal penjaminan tidak berlalou bagi:

. Orang Asing vang kawin secara sah dengan
warga negara Indonesia,

br. Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asing
vang menanamkan modal sebaga mvestasimya
d1 Indemesia sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan  perundang-undangan
etgenal penanaman modal; dan

cC. Warga dan suatu negara yang secara resiprokal
membenkan pembebasan penjaminan.

Katentuan sebagaimena dimaksud dalam Pazal 62
ayat 2] hural g tidak berlaku dalam hal pemegang
Izin  Tinggal Tetap tersebut putus  hubungan
perkawinannya  dengan  warga negara Indonesia
memperoleh penjatminan Vang rmenjamin
keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

Orang Asing sebapaimans dimaksud pada ayat (4}
hurul b menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai
pengranti penjamm  selama  berada di Wilayeh
indonssia,

(¥] Ketentuan . . .
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(7] Kétentuan lebih lanjut mengenai tata cara jaminan
keimigrasian bag Orang Asing diatwr  dailam
Peraturan Pemerintah.

8. EKetentuan Pasal ¥1 diubah sehingga berbunn sebagai

berikut:
Pasal 71
i1}  Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah [ndonesia
wajib:

a. memberikan segala keterangan yang diperluken
mengenal identitas din danfatau keluarganya
serta melaporkan setiap perubahan status sipil,
kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atan
perabahan alamammya kepada Kantor lmigrasi
setempat; atay

k. menyerahkan Dokumen Perjalanan atau [2im
Tinggal yang domulikinya apabila diminta oleh
Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka
pengawasan Keimigrasian.

{2} FKetentuan lebih  lanjut  mengensi  pemenuhan

kewasjiban keimigrasian sebagaimanea dimeksud pada
ayat |1} diatar datam Perataran Pemerintah.

Bagian Ketizga
Paten

Pasal 107

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Momer 13 Tahun
2016 tentang Paten [Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indoneszia Nomor 3922) diubah sebagai berikut

1. Keteptuan . . .
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Ketentuan Paszal 3 Jditbah sehimgga  berbunyn  sebagai
berilut

(1)

12)

(3]

Pasal 2

Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul a
dibsrikan untuk Invensi yvang bard, mearandung
langkah nventil, dan dapat  diterapkan  delam
industri.

Faten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 hurud b diberikan untuk setap Invenst bBeard,

pengembangan dar produk atau prosss yang telah
ada, memiliki keguneaan prakts, serta dapat
diterapkan dalam industri.

Pengembangan dati produk atau proses yang telah
ada sebagrnana dirnaksud pada ayat (2) melipul:

a. produk sederhana;
b. proses sederhana; atan

C. metode sederhana.

K=tentuan Pasal 20 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

(1]
(2}

Pasai 20
Paten wapb dldaksanakan di Indonesia.

Pelakzanasn Paten sebagaimana dimalisud pada avat
{1}, ialah sebagai berikut:

a. pelaksanaan Paten-produk vang melipati
membuat, mengimpar,  atau  melisensikan
produlk vang diberi Paten;

b. pelalisanaan Patsn-proses yang meliputi

membuat, melisensikan, atau mengimpor
produk vang dihasilkan dari proses yang diberi
FPaten: atan

c. pelaksanaan | . .
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£ pelaksanzan Paten-metode, sistem, dan
DEARFUNAAN Vang raelipuati membuat,
mengimper, atau melisensikan  preduk  yang
dihasgilkan dan metods, sistern, dan
penggunaan vang diberi Paten.

Ketentuan Pasal 82 dmubah sehingga berbunyi sebagai
Beriloat:
Pazal B2

(1} Lisensi-wajib menupakan Lisensi untuk mezlaksanakan
Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri
atas dasar permohonan dengan alasan.

&, Paten tdak didaksanakan di  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam
jangka wakm 36 jtiga puluh enam) bulan setelah
diberilan paten,

b, Faten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten
atay pénenna Lizens: daleon Bentuk dan dengan
cara vang menigikan kepentingan masyaralat;
atau

L, Patén hasil pengembangan dari Paten yang telah
diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan
tanpa menggunakan Paten pihak lam yang
masih delam pelindungan.

12} Permohonan Lisensi-wajib  sebagaimana  dimaksud
pada ayat [1) dikenai biaya.

Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyl sebagai
benkut:

Fazaf 122
11} Paten sedéerhana diberikan hanye untuk satu [nvensi.

2] Permohonan Pemerikssan Substantif atas  Paten
sedethana dilakukan bersamaan dengan pengajuai
Permotionan Pateny sederhana dengan dikenas biaya.

I3 Apabila . . .
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Apabila permohonan pemernksaan  substanaf  atas
Faten sederhana Gdak dildakulkan dalam batas wakin
sehagaimana dimaksud pada ayvat (2) ataw biayva
pemerikgaan substantil atas Palen sederhana tidak
dikayar, Permohonan Paten sederhana dianegap ditarik
ketnbali,

5. Ketentuan Pasal 122 dwubah sehingga berbunyl sebags
berlkut:

(1}

(2}

{3}

{4)

Pasal 123

Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan
paling lambat 14 [=mpat belas) Hari terhituoz sejak
Tanggsl Penenmaan Permohonan Paten sederhana.

Pengumuinan s¢bagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sclama 14 [(empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal dinmumkannya Permohonan
Paten sederhana.

Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten
sederhana  ddakukan  setelah  janglka  wakiu
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
herakhir.

Dikecuglikzan terhadap ketentuan dalam Pasal 49 avat
(3] dan  ayat (4), bahwa lkeberatan terhadap
Permohonaty Patenl sederhana langsung digunakan
sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap
perneriksant substantif.

6.  Ketentuan Paszal 24 diubalh schingga berbunvi sebagai
beriloat:

(1]

Pazal 124

Menten  wajib memberikan  keputusan  untuk
menyetujui  atau menclak Permohonan  Paten
sederhana pating lama & (etiam) bulan terhitung sejak
tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana.

(2} Paten - - .
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Paten saderhana yang diberikan oleh Menteti dicatat
dan divomumkan melalii media elektonik dan/atan
media non-elekironil.

Menteri memberikan sertifilkat Paten sederhans kepada
Pemegang Paten sederhana sebagai bulkti had,

Bagian Eeempat
Merek

Pazal 108

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nemor 20 Tzhun
2014 tentang Merelk: dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran
Hegara Republik Indonesia Nomor 5953) diubah sebagai berikut:

1. HKatemtuan Pasal 20 diubah sehingga berbuny  sebagai
berikut:

Pasgal 20

Merek tidak dapat didaltar jika:

a.

bertentangan dengan ideologi negara, peraturan
pemndangan-undang, moralitag agama, kesusilaan,
atau ketertiban wimum;

gama dengan, berkaitan dengan, atau hania menvebut
barang dan fataw Jasa Yang dimohonkan
pendaftaranmnya;

memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakiat
tentang asal, kusalites, jenis, ukuran, macam, tujuan
pengainaan barang danfaiay jasa yang dimohonkan
pendaftarannys  atany merupslkan  nama  varietas
tanaman yang dilindungi untuk barang danfatan jasa
Yang sejenis;

memuat keterangan yang tidak sesyai dengan knalitas,
manfaat, atau khasiat dar barang dan/atau jasa yang
diproduksi;

bdak memliki daya pemteda;

f. merupakan . . .
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merupakan nama umum danfatau lambang mmlik
umum; danfatan

mengandung bentulk yang bersifat fongsional.

Ketentuan Pasal 23 diubah schingga berbunyl sebegad
berilout:

i)

2]

)

)

13

I}

17}

Pasal 232

Pemerikzaan substantif merupakan pemeriksaan yang

dilakbkan  cleh Pemerikza terhadap Permohonan
pendaftaran Merek.

Segala keberatan dan atau sangpahan sebagalmana
ditnakaud dalarn Pasal 16 dan Pasal 17 menjadh
pertimbargan dalam pemenksaan substantil
sebagaimana dirmnaksud pada ayat |1).

Dalaan hal tidak terdapat kebératan terhitung sejak
tanggal berakhumya ~— pengumuman, dilakukan
pemariksaan substantd terhadap Permohonan,
Pemenkszasan substantif sebagaimansa dimaksud pada
ayat [3] diselesaikan dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) Hari.

Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waldu
paling lama 30 [tiga puluh) Han terhitung sejak tanggal

berakhimya batas wakiuw penyampaian sanggahan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaloukan

pemeriksaan substantif terhadap Permohonat,

Pemenksaan substantif sebagaimana dimaksud
pada ayat |T) diselesaikan dalam jangks waktu paling
lama 90 |gembilan puluh) Hari,

Dalam hal diperlukan untuk melalukan pemeriksaan

substantif, dapat ditetapkan tenaga ashli pemeriksa
Merek di luar Pemertksa.

{8} Hasil . . .
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(B} Hasil pemeriksaan substantil vang dilalkukan oleh
tenage  ahli pemeriksza Merek di laar  Pemenksa
schagaimana dimalkisud pada avat {7) dapat dianggap
gama  dengan hasil pemenblsaan  substantf  vang
dilakukan olth Pemeriksa dengan Persetujuan
Meriken,

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbumyi sebagal

berikut:
Pasal 25
(1} Sertiflkat Merek diterbitkan cleh Menteri sejak Merek
tersebut terdaltar.
(2}  Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. nama dan alamat lengkap pemilik Merslk vang
didaftar,

b. pama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal
Permchonan melalui Kuasa;

C. Tanggal Fenerirmaan;

tama negara dan  Tanggal Penerimaan
pemohonan  yang pertama  kali dalam  hal
Permochonan diajulan dengan menggunakan Hak
Pricritas;

e label Merek yang didaltarkan, termasuk
Leterangan mengenai macam warna jika Merek
tersebut menggunakan unsur warna, dan jika
Merek menggunakan bahasga asing, huraf selain
hurwl Labn, danfatan anglka yang tidal lazim
dhgunakan dalam bahasa Indonesia disectai
terjemahannya dalam bahasza Indonesia, hupuf
Latin dan angka vang lazim digunakan dalam
bahasa Indonesia serta cara pengucapannyva
dalam #jasm Lating

rorner dan tanggal pendaftaran;

g kelas dan jenis barang dan/atan jasa yang
Mereknya didaftar; dan

+

h.jangka . ..

SK N 052110 A
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h. jangka waltu berlakunya pendaltaran MereK,

Bagan Eelima
Perseroan Terbatas

Pasal 109

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Homor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tehun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4756) diubah sebagaa berikur

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengat:

1. Perseroan Terbatas, yang selangutnya disebut
Perseroan, adalah badan hukwn yYang merupakan
persekutuan modal, didinkan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegmatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham atan Badan Hulkum
perorangan yang memenuhi kniteria Usaha Mikoo dan
Kecil sebageimana diatur dalam peraturan perundartg-
undangan mengenai Usaha Mikro dan Eecil,

2. Organ Pers¢roan adalah Rapat Umum Pemegang
Saham, Dhreksl, dan Dewan lomisaris.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah
komitmen Perseroan untuk berperan serta  dalsm
pembangunan ekanorn berkelanjutan guna
meningkatkan RKualitas kehidupan dan lingllungan
varg bermanfaat, baik bagt  Persercan  sendiri,
kommnitas  seternpat, maupun masyarakat pada
ULy

4, Rapat . . .
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Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adalah Organ Persercan vang
mempunyal wewenang vang tdak dibenkan kepada
Direksi atan Dewan Komisaris dalam batas yang
ditentuken  dalam  undang-undang ini  danfatau
anggaran dasar.

Dareks adalah Organ Perserpan vang berwenang dan
bertanggung jawab penub atas pengurusan Persetean
untuk kepentingan Persercan, sesua derngan maksud
dan tujuan Perzeroan serta mewakili Perscroan, haik da
dalamn maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.

Dewan HKemisans adalah Ocgan  Persercan  yang
bertugas melakukatn pehgawasaty  Secara  umum
danfatau khusus sesua dengan anggaran dasar serta
memberi nasihat kepada Direkst.

FPerseroan Terbuka adalabh Persercan Publik  ataun
Pergeroan vang melalukan penawaran umumm zabain,

sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan di bidang pasar maodal.

Perzerean Publik adalah Perseroan yang memsnuhi
kriteria jumlalh pemegang saheam dan modal disetor
sasuai  dengan  ketentuan  perataran  perundang-
undangan di dang pasar modal.

Penggabungan adalah perbuatan hukum  yang
dilakylcan oleh zatu Perseroan atau lebih untuk
menggabungkan din dengan Perseroan laim yang telah
ada wyang mengakibatkan aktiva dan pasiva dan
Persercan vang mengeabungkan diri beralih Karena
hukum kepada Perseroan Yang meénerima
penggabungan dan selanjuinya status badan hukum
Perseroan vang menggabungkan diri berakhbir kBarena
buakum.

Peleburan adalah perbuatatn hukum vang dilakukan
oleh dua Persercan atau lebih unluk meleburkan disi
dengat cara fmendimkan satu Perseroan baru yang
Rarena hubkum memperoleh akbiva dan pasiva dan
Perveroan yvang melsburkan dind dan status badan
bukum Persercan yang meleburkan dini berakhir
karena hukum.

11. Pengambilalihan, . -
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Pengambilalihan  adalah  perbuatan  hukum  yang
dilakukan cleh badan hukum atau orang perseorangan
untuk  mengambil alih  saham Perseroan yang
mengakibatkan  beralihnya  pengendalian  atas
Perscroan tersebut.

Pernisahan adalah perbuatan bukum yang dilakukan
oleh Parseroan untuk memisahkan usshs yang
mengakibatkan selurub aktiva dan pasiva Perseroan
beralib karena hukum kepada 2 {dua) Perseroan atau
lebih  atau sebagian aktiva dan pasiva Pérstroan
beralih karena hukum kepeda 1 isatu) Perseroan atau
lebaly.

Surat Tercatat adalah surat vang dialamatkan kepada
penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima
dart penerima vang  ditandatangani | dengan
menyebutkan tanggal penerimaan.

Surat Kabar adalah surat kabar haran hbetbahazga
Indonesia yang beredar secara nasional.

Harti adalah hari kalkender.

Menteri adslah Menten yvang tugas dan tang@ung
jawabnva <i bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 7 divukal sehingea barbunyi sebagai berikut:

(1)

(2]
[3)

()

Pasal 7

Perseroan didirikan coleh 2 (dua} orang atay lebih
dengan akta notaris vane dibuat dalam  Bahasa
Indenesia.

Setiap pendiri  Persercan wajib mengambil bagian
saham pada saat Perserpan didirikan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tdal:
berlaku dalam rangks Peleburan.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah

didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti
pendaltaran.

(=) Setelah - | -
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Setelah Perscroan memperoleh status badan hukum
dan pemegang sabam menjadi Kurang darn 2 (dua)
orang, dalam jangka wakiu paling lama & [enam) bulan
terhitung sejak keadssn tersebut, pemegang saham
yvang bersangkutan wajib:

8. mengalihkan =ebagian sahamnya kepada orang
lain; atau

b. Perseroan mengeluarkan saham baru  kepada
crang lain.

Dralam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat {&) telah dilampaui, pemegang =saham tetap

kurang dar 2 Iduaj orang:

a.  pemegang saham  heértanggung  jewab  secars
pribadi  atas  segala perikatan  dan  Kemagian
Perseroan; dan

b.  atag permohonan pihak yang berlepentingan,
pengadilan negen dapat membubarkan Perseroan
tersebut,

Ketentuan yang mewajibkan Parséroan didimkan oleh 2
{dua} corang atau lebih sebapgaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (3). serta ayat (6} tdak berlaku bagi.

a. Persero yang seluruh sshamnya dimiliki oleh
negata;

b.  Badan Usaha Milik Daerah;

¢, Badan Usabsa Muik Dwess;

d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga
kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan
dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan
Undang-lndang tentang Pasar Modal; atau

e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha
Mikro dan Hecd,

Usaha Mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada

ayat [7) huruf ¢ merupakan Usaha Mikro dan Kecil

sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-
undangan mengenai Usaha Mikro dan Keeil,

3. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 322 diabah sehimgea barbunyn  sebagai
berikut:

Pagzal 32
{l} Perseroan wajib memiliki modal dasar Persercan.

{2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) ditentukan berdasarkan
keputusan pendiri Perseroan.

{3} Ketentuan lebih  lanjut  mengenai modal  dasar
Persercan diatur dalam Peraturan Pemenntals,

Ketentzan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 153

Eetentuan mergenal biaya Perseroan sebagad badan hukum
diatur sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-
Undangan di bidang penerinaan negara bukan pagak.

D¢ antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 [sepuluh)
pasal, yakni Pasal 153A, Pasel 152B, Pasal 153C, Pasal
1530, Pasal 1S3E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H,
FPasal 1531, dan Pasal 153) sehingga berbunyl sebagal
beriloat:

Pasal 1534
(1] Perseroan vang mementlo krtena Usaba Mikro dan
Ke¢cil dapat didinkan oleh 1 {satu) orang.

(2) Pendirian Pers#roan uwntuk Usaha Mikro dan Eecil
sebagrmmeana dimaksud pada ayat (1) didakukan
berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat
dalarn Bahasa Indenesia,

13  Ketentuan lebih largut mengenan pendirian Perseroan
untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan
Pernenintah.

Pasal 1538 . . .
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Pasal 153B

Pernyataan pendinian sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan,
kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain
berkaitan dengan pendirian Perserocan,

Pernyataan pendinian sebagaimanza dimaksud pada
avat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri
dengan mengisi brmat isian,

hetentuan lebilh largut mangenm materl pernyataan
pendinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
lormat 1san sebagammana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

FPasal 1530

Perubahan pernyataan pendinan  Perzeroan  untuk
Usaha Mikro dan Kerll sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahulean
s¢cara elekitronik kepada Menteri

Ketentuan leblh lanjut mengenai materi dan format
1gian  perubahan pernyataan pendivian sebsgaimana
dimaksud pada ayat (1) diatar dalam  Peraturan
Pemerintah.

Pasal 153D

Direksi Persercan untuk Usaha Mikeo dan  Kecil
sebagairmnana  dimaksud  dalam Pasal 1534
menjalankan  pengurusan  Persercan untuk  Usaha
Milkro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan Persercan,

Direlsi berwenang menjalankan PENgUNIsan
sebagaimana dimabsud pada avat (1] sesuai dengan
kebijakan yang diangeap tepat, dalam batas yang
diteritukan dalam Undang-Undang ini, danfatag
pérmyataan pendirian Perservcan,

Pas=z]l 153E . ..
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Pazal 153E

Pemegang sabiam Perseroan untuk Usaha Mikro dan
Excil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A
merupakan ograng perseorangan.

Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Pars#roan
Terbatas untul Usaha Mikre dan Kecil sejumlah 1
isaty) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Eecil dalam 1
(satu) tahun.

Pazal 153F

Direlrsi Perserpan untuk Usaha Mikro dan Eeoil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A haras
membitat  lzperan  kevangan  dalam rangka
mevwujudkan Tata Kelola Persercan yang baik.

Ketentuan lebih lamut mengenal kewajiban membuat
laporan keuangan diatir dalam Peraturan Pemerinitah.

Pasal 153G

Pembubaran Persercan untuk Usaba Mikro dan Kecil
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan

oleh RUP3  yang ditvangkan dalam  peroyataan

pembubarat  dan  diberitahulkan  secara  elektronik
kepada Menten.

Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:

a. berdasarkan keputusan RUFS;

b.  jangka walimy berdirinya yang ditetapkan dalam
pernyataan pendirian telah berakhur;

c.  berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusarn
pengadilan niaga vang telah mempunyai kekustan
hukum tetap, harta pailit Pergeroan tidak cukup
urituk membayar biaya kepailitan,

e, harta ., .
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&  harta paalit Parstroan yang telah dinyatalcan pailit
berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana
diatur dalam Undang-lUndang tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
atau

f.  dicabutriya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga
mewajibkan Persercan melakukan hikuidasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perandang-undangan.

Pasal 153H

Dalam hal Perséroan untuk Usaha Mikroe dan Kecd
sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Miloro dan Eecil
sebagaimana dimaksud delam Pasal 153A, Pecseroan
haris  mengubah statasnya  menjadi Persercan
sebhagaimana dimaksud dalam ketentuan  peraturan
perundang-undangan yvang berlaku,

Ketentuan lebilh lanjut meéngsnia pengubahan status
Perseroan untuk Usabha Mikre dan Kecill menjadi
Persernan diatur dalam Peraturan Pemernintah,

Pasal 153

Perseroan untuk Usaha Mikre dan Kecil diberikan
keringanan biava terlkait pendirian badan hukum.

Ketentuwan lebih larnjut mengenan keringanan  biaya
Persergan untulk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan
negara bukan pajak.

Pazal 153J

Pemegang saham Perseroan untule Usahe Mikro dan
Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan adak
bertanggung jawab atas keragian Persercan melebihi
sahiam yang dimilila,

(2] Ketentuan . - .
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2]  Ketentuan sehagaimana dimaksud pada ayat {1} bdak
berlaku apabila;

=M

b.

persyaratan  Pérseroan sebagai badan  hukumn
helum ataw tidall rarpenuhi;

pemegang saham vang bersangkutan, balk
langsung maupun tidak langsung dengan iktikad
buruk memanfaatizan Persercan untuk
kepentingan pribadi;

pemegang saham yang bersangkutan terhibat datam
perbuatan melawan bhukum yang dilakukan coleh
Perseroan; atau

pemegang saham yang bersanglutan, baik
langsung mavpun tidak langsung secara melawsan
hukum menggunakan kekayaan Perseroan. yang
mengakibatkan kekeyaan Persercan menjadi tidak
cukup uniuk melunasi wtang Persetoan,

Bagian Keenam
Undang-Undang Gangpuan

Pasal 110

Staarsbioed Tahun 1928 Nomor 226 juncte Staatsbiad Tahun 1940

Momor

450 tentang Undang-Undang {Jangguan

{Hinderordonnarntie) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keiujuh
Perpajalian

Pasal 111 ...
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Pasal 111

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Homor 7 Talun 1983
tentang Pajak Penghasilan [Lembaran Negara Republili Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran N<gara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tenlang
Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik [ndenesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 4893) diubah sebagan berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sebingga berbunyi sebagai berikuat:

(1)

{1a)

1<)

12

Pasal 2
Yang menjadi subiek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi; dan

2. warisan vang belum terbagi sebagai satu
kesatuzan menggantikan yang berhak;

k. badan; dan
¢, bentuk usalia tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan suljek pajak yang
perlakuan perpajakannya dipsarzamakan dengan subgel
pajak
Subpek pgak dibkedakan menjadi subjek pajak dalam
nageri dan subjek pajak luar neger.
Subjek pajak dalam nagen adalah:
&  orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara
Indonesia madpun Warga neagara asing yang:
1. bertempat tinggal d1 [ndonesia;

2. berada di Indonesia lebih dari 183 seratus
delapan puluh tiga) hari dalam janglka wallin
12 [dua belas] bulan; atay

3. dalam . . .
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3. dalam suatu tahun pajalk berada di Indonesia
dan mempunyai niat untuk bertempat tnggal
di Indonesia;

badan yang didirikan atau bertempat kedudulean di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari  badan
pemerintah vang memenuhl Kriteria:

1. pembentukannya  bérdazackan  Ketsntaan
peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaatinya bersumber dan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Megara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerak;

3. penerimaannya dimasukkan dalam aoggarat
Pemerintah Pusat atan Pemerintah Dacrah;
dan

4. pembuykuvannya — diperiksa  olth  apacat
pengawasan fungsional negara; dan

warisan yang belum terbagi sebagan satu kKesatuan
menggantikan vang berhak.

4] Subjek pajak Tuar negert adalah:

A.

b.

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia;

warga negara asing yang berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan pulub tiga) hari
dalam jangka wakta 12 {-lua belas|) bulan;

Warga HNegara Indonesia yang berada di luar
Indonesia letah darn 183 (seratus delapan puluh
tiga) har dalam jangka wakiu 12 jdua belas) bulan
serta memenuhn persyaratan:

1. tempat tinggal

pusat keglatan utama;

tempat metpalankan Rebiasan;
status subjelt pajal; danfatau

ok R

peTsyaratan tertentu lainnya

vang ketentuan l=bib lanjut mengenai persyaratan
tersebut diabur dalam Peraturan Menteri Eeuangan,
dan

d. badan . .
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4. badan vaneg tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia

vang mergalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentul usaba tetap di [Ddémesia atau yang
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
ndonesia  tidak dan  menjalanksn  useha  atau
melaloukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
[ndone sia.

Beantuk usaha letap adalah bentulk usaha vyang
dipergunakan olch orang prbadi  sebagaimane
dimaksud pada ayat (@) hural a, huraf b, dan huruf ¢,
dan badan sebagaimana dimalksud pada ayat (4) hural d
unmk menjalankan usaha atan melabukan kegiatan di
Indonesia yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;

cabang perusahaan;

kantor perwakilan,

pedung kantor;

pabrik;

bengksl;

gudang;

ruang untuk promesi dan penjualan;
pertambangan dan penggalian sumber alam;
wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

T SR on T

bt e
- '

k. perikanan, peternakan, pertznian, perkebunan,
atau kehutanan;

1. proyvek konstrukisi, instalasi, alau provel perakitan;

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh
pegawal ataw orang lain sepanjang dilalukan lebib
dari 60 (znam puluh) hari dalam jangka wakty 12
{dua belas) ballan,

1. orapg atau badan vang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;

0. AgENm . . .
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agen atau pegawai dar petusahan asurans yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
indondsia yang menctima premi asurans atau
ménanggung nisiko di Indonesia; dan

komputer, agen «leloronik, atay peralatan otomatis
yang dimiliki, disewa, ataun digunakan oleh
renvelenggara transalksi elektrenik untak
menjalankan kegiatan usaha melalwi internet.

(& Tetmpat tinggal orang pribadi atan tempat kedudoaksm
Ladan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menuruc
keadzan yang sebenamya.

2,  Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pazal 4

{1) Yane menjadi objek pajak adalah penghasilan, vaitw
setiap tlambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atzn dipercleh Wajib Pajak, baik yang berasal dan
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk kensumsi atau untuk  menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bental apa pun, termasul::

A

penggantian  ataw  imbalan  berkenaan  dengan
peketjaan ataw jasa vanbg ditenma atau diperoleh
termasuk  gan, upah, tunjangan, honorariam,
komisi, bonus, gratifikasi, uvang peosiun, atau
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan
laitt dalam Undang-Undang ini;

hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,
dan penghargaan,

laka usahs;
keuntungan karena peénjualan atau karena
pengabhan harta termasuk:

1. Keuntungan - ..
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kevntungan katena pengalihan harta Kepada
perseroan, persekutuan, dan badan lainoya
sebaga pengganti saham ataw penyertaan
modal;

keuntungan karena pengaliban harta kepada
pemegang saham, sekum), atan anggota yang
diperoleh persercan, perselatuan, dan bedan
lainnya;

kauntungan kKaréna likwdas, penggabungan,
pelebaran, pemekaran, pemecahan,
pengambilalihan  usaha, atau reonganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

keuntungan karvens pengalihan harta berupa
hibah, bantuan, atan sumbangan, kecoali
yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lums satu derajat dan
badan keagamaan, badan pendidikan, badan
sosial  tertnasuk  vayasan, kopetasi, atau
grang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dann kecil, yang Retentuantiya diatur lebih
lanjut dengsn Peraturan Mentenn Heuangan
gepanjang tidak ada houbungan dengan
wssha, pekerjaan,  kepemilikan,  atan
penguasaan di antara  pihak-pihak  vang
harsanglatan; dan

keuntungan karena perjualan ataw
pengaliban sebagian atau selburuh hak
penambangan, tanda turat  serta  dalam
pembiayaan, atauw  permodalan dalaon

perusahaan pertambangan;

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran
tambahan pengembalian pajzk;

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
karena jaminan pengembalian utang;

dividen dengan nama dan delam benuk apapun,
termasuk dividen dari perisahaan asuransi kepada,
pemegang polis;

h- rovalti . . .
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h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;

penerimaan atan perolehan pembayaran berkala;

keuntungan karena pembebaszan utang, kecuall
gampai dengan jumlah tertentu yang ditetaplkan
dengan Peraturan Pemerintah;

keuntungan selisih kurs mata vang aging;
seligih lebih karens penilaian kembali alctiva;
Premi asuransi,

° a3

iuran yang diterima atau diperoleh perkusnpulan
dari anpgeotanya yang terdwi dari Wajib Pajak yang
menjalanken usaha atau pelerjaan bebas;

p-  tembahen  kekavean neto yang berasal dard
penghasilan vang belum dikenakan pajak,

penghasilan dar usaha berbasis syartah;

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
Undang-llndang yang  mengatur  mengena
ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

&  surplus Bank Indonesia.

Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (L), warga negara asing yang telah menjadi
subjek pajak dalam negen dikenai Pajak Penghamlan
hanya atas penghasilan yang ditenma atau diperoleh
dan Indonesia dengan ketantuan:

a. memiiki keahlian tertentu; dan

b. berdaku selama 4 f(empat] tahun pagak yang
dihitung sejak menjads subjek pagak dalan negen.

Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterona
atau diperoleh dan Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat [la] berupa penghasilan yang ditenma atau
diperoleh  warga negara asing sehubungan dengsan
pekerjaan, jesa, atan kegiatan di Indonesia dengan
nama dan dalam bentul apaputt yang dibayarkan o
luar [ndonesia.

(1c) Eetenibuag | . .
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a] tidab:
berlaky  terhadap warga negara asing vang
memanfaatkan  Persetyjuan  Penghindacan  Pajak
Berganda antara pemerintah Indondsa dan pernentitah
negara  mitra  atauw  yurisdiksi  mitra  Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara
asmmg mempercleh penghasilan dati luar Indonesia,

Letentuan kbibh lanjut mengenai  kritetia  keahlian
tertenta serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan
bagi warga nsgara asing sebagaimana dimnaksud pada
ayat |la] diatur dalam Peraturan Menten Kevangan,

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersilat
final:

a, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
lainnya, bunega obligasi dan surat utang negara,
dan bunga simpanan vyang dibayarkan oleh
koperas=i kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. penghasilan berupa hadiah undian,

¢.  penghasilan dan ransaksi sahamn dan sekuntas
lainnya, transaksi derivatif yvang diperdagangkan di
bursa, dan transaksi petyjualan  saham  atan
pengaliban  penyertaan modal pade perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
vendiira,

d.  penghasilan  dari  transalksi  pengalihan  harca
berupa tanah danfatau bangunan, wvsaha jasa
konstruksi, usaha real esiate, dan persewaan tanah
dan/atau bangunan; dan

e, penghasilan tertentu lainnya,

yvang diatar dalam atauw berdasarkan Peraturan
Pemerintah,

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. 1. hantyan . _ .
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1. bantwan atau sumbangan, termasuk zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemenntah dan yang diténma oleh penerima
zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan
vang sifatnya wajlb bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atay disahkan cleh
pemerintah dan yang diterima ¢leh penerima
sutmbangan vang berhak, vang ketentuannya
diatur dengan atal berdazsarkan Peraturan
Pemerintah; dan

2. harta hibahan jyang diterima oleh keluargs
sedarah dalam garis keturunan lunls  zatg
derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sesial termasuk yayasan, koperasi, atan
orang pribadi yang menjalankan vsaha mikre
dan kecil, vang ketentuvannya distur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

sepanjang tidalk ada hubungan dengan usaha,

prkeraan, kepermilikan, ataw penguasasn i antara
plhak-pihak yang bersangkutan;

warisan;

harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
avat (1} bhuwrmal b sehagai pengganti saham atau
sebagal pengganti penyertaan modal;

penggantian atau  imbalan  sehubungan dengat
pekerjaan atan jaza yang ditenma ataw diperoleh
dalam bentuk natura danfatau kenikmatan dari
Wajib  Pajak atau Peménntah, kecuali yang
dibenkan oleh bukan Wajb Pajak, Wajib Pajalk
vang dikenakan pegak sécara linal atau Wapb Pajak
yang menggunakan norma penghitungan khusuas
ideemed profify sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 15;

e. pembayaran . . .
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pembayvaran dari perusahaan asuransi karenas
kecelalkaan, sakit, atau karena meninggalnya orang
vang tertanggung, den  pembayaran  asucansi
beasiswa;

dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan
sebagal berikut:

}. dividen yang berasal dari dalam negeri vang
diterisna atau dipercleh Wajib Pajal::

a) orang pribadi dalam  negeri  sepanjang
dividen terssbut diimvestasikan di wilayah
Negara EKesatuan Repubhlk ndonesa
dalarm jangkea waktu tertent; dan fatau

By badan dalam negen;

2, dividen yang berasal dari luar negen dan
penghasilan setelah pajak dan suate bentuk
usahs tetap di luar negeri yang diterima atau
diperolehy Wajib Pajak badan dalam negeti atay
Wajib  Pajak orang pribadi dalam negeti,
sapargang dimveatasikan atau digunakan untuk
mendukung kegatan vu=aha lainnya di walayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
Jangka wakma  tertentu, dan memenuhi
persyaratan berikuai:

a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang
diinvestazikan tersebut  paling  2edikit
sebezar 30% (tiga pubuh persen) dari laba
setelah pajalk; atau

By dividen vang berasal dati badan usaba di
luar  oegen yang | sahamnya  bdak
diperdaganglan ¢h hursa elel:
diinvestasikan di  [ndonesia sebelum
Diarektur Jenderal Pajak menerbitkan surat
ketetapan pajak atas dividen tersebut
sehubungan dengan penerapan Pasal 13
ayat |2] Undang-Undeng ini;,

2, dividen . . .
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3. dividen  yang berasal dar luar pegeri

sebagaimana dimaksud pada angka 2

mearupakan:

a) dividen vang dibagikan berasal dari badan
usaha di luar negeri vang sahamnya
diperdaganglian di bursa efek; atan

B dividen vang dibagikan berasal dari badan
uszaha di luar negess yang sahamnya tidak
diperdagangkan Ji1 bursa  elek  sézuad
dengan proporsi kepemilikan saham;

dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada
angka 3 huruf bl dan penghasidan setelah pajak
dari suatn bentulc usaha tetap di luar negen
sehagaimana dimeksud  pacla angka 2
diinveslasikan di wilayah Negara Kesatuan
Eepublik ITndonesia kutrang dari 30% {tiga puluh
persen)  dardi jumlah  laba  setelabh  pagak
sebagaimana dimaksud pada angka 2 hurut aj)
berlakn ketentuan:

al atas dividen dan penghasilan setelah pajak
vang diinvestasikan tersebut, dikecuslikan
dar: pengenaan Pak Penghasilan:

bl ataz sehsih den 30% (tiga puluh persen)
laba setelah  pajak  dikurang dengan
dividen danfatau penghasilan  setelah
pajak vang diinvestasikan aebagaimana
dimaksud pada hural a) dikenai Pagak
Penghasilan; dan

c) atas sisa laba setelah pajak dikurang
dengan dividen danfatawu  penghastlan
setelah pajak  vang  diinvestasikan
sebagaimana dimaksud pada haral a) sera
atas aelisih sebagaimana dimaksud pada
huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

% dalam ...
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5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada

angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak
dari suatm bentuk uszaha tetap di luar negeri
sehagaimana  dimaksud pada angka 2,
diinvestasikan di wilavah Negara HKesatuan
Bepublik Indofiesia sebasar lebih dar 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah laba setelah pegak

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruaf aj
berlaku ketentuan:

al atas dividen dan penghasilan setelah pajak
vang diinvestasikan terzebut dikecualikan
dan pengenaan Pajak Penghasilan; dan

by atas sisa laba seiglah pajek dikarangi
dengan dividen danjfataq  penghasilan
setelah  pajak  yang  diinvestasikan
sebagaimana dimsaksud pada bhural g),
tidak dikena Pajak Penghasilan;

. Jalam hal dwiden yang berasal dan badan

usaha di luar negeri yang sahamnya tidak
diperdaganglan di bursa efek diinvestasikan di
Indonesia setelah  Dirsktur  Jenderal Pajak
menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen
tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal
& ayat (2] Undang-Undang ma, dividen
dimalisud tidak dikecualikan dan pengenaan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pads
angka 2,

pengenaan Pajall Penghasilan atas penghasilan

dan luar negeri tidak melalyi bentuk usahs

tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang
pribadi  dalam negeri dikecualikan  dari
pengenasn Pajak  Penghasilan  dalam hal
penghagilan teraebut dinvestasiten Ji wilayah
Megata Kesatuan Republbk Indonesia dalam
jatngka  wakta  Rerfentu dan mnamenuhid
persyaratan berikut:

a) penghasilan berasal dari usaha akif di
haar negeri; dan

bj bukan . . -
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bl  bukan penghasilan dari perusahaan yang
dimilila di luar negeri;

pajak atas penghazilan yang telah dibayar atau

teiztang di loar negervi atas  penghasilan

sehagaimana dimakswd pada angka 2 dan

angla 7, berlaky ketentuan:

a) tidak dapat dipechitungkan dengan Pejak
Penghasilan yang teratang,

b tidak dapat dibebankan sebagai biaya atay
penpgurang penghaszilan; dan/atan

¢} tidak dapat dimintakan pengembaiian
kalebihan pembayatan pagak;

dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan
penghasilan dalam  jangka waktu  tertentu
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan
angka 7, berlakg ketentuan:

a] penghasilan dari luar negeri tersebut
mempakan penghasilan pada tahun pajak
diperoleh; dan

bl Pajak atas penghasilan vang telah dibayar
atava  terutang di Juar negenn atas
penghasilan tersebut  merapakan  Kredit
pajak s¢bagaimana dimaksud dalam Pasal
24 Undang-Undang una;

ketentuan lebih lanjut mengenai

a] |kriteria, tata cara dan jangka wakiu
tertenty  untuk  investasi sebagaimana
dimaksud pada angka 1, angka 2, dan
angka 7

bl tata cara pengecualian pengenaan pajak
penghasilan sebagaimana dimalksud pada
angka 1, angka 2, dan angka 7: dan

¢ perabahan batasan dividen yang
danvestasikan sebagaamana dimadosud
pada angla 4 dan angka 5,

diatur dengaty Paraturan Menter Keuangan,

g, IJran . . .
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ran vang diterima atau diperoleh dana pensian
vang pendiviannya telah  disabkan Menten
Keuangan, baikk vang dibayar olsh pemben kera
INAUPUN pégarwal,

penghasilan dan modal vang ditanamkan oleh
dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huraf
£, dalam bidang-bidang tertenbu vang divctapkan
dengan Keputusan Menteri Kevangan:

bagian laba atau sisa hasil usaha vang diterima
atay diperoleh angpota darn Koeperasl, perseroarn
komanditer yang modalnya ridak terbagi atas
saham-saham, persekutvan, perkumpulan, firma,
dan kongs:, termasuk pemegang unit penyertaan
kontrak investas: kolekol;

dihapus;

penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh
peruzabaan medal ventura berupa bagian laka
darl badan pasangan usaha vang didirkan dan
menjalankan wsahz atau kegiatan di Indonesia,
dengan svarst badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusabaan mikro, kecil,
mensngah, atal yang menjalankan kegiatan
dalarn sektor-sektor usaha vang diabyr dengan

atan berdasarkarn Peraturan Menteri Keuvangan,
dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek
di Indonesia;

beagiswa  Yang memenuhi pergyaratan  tertsntu

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangarn,
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m. si3a lebih yvang ditenima atau diperoleh badan atau
lembaga nirlaba wyang bergerak dalam bidang
pendidikan  dan/atau  bidang peneliian  dan
pengembangan, vang telah terdaftar pada instansi
vang membidanginya, yang ditanambkan kembali
dalam bentuk satana dan prasarana  Keglatan
pendidilkan danfatau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka wakou paling lama 4
jempat] tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih
tersebut, vang ketentuwannya diatur lebih lanjae
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Eesuangan;

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib
Pajak tertenty, yang lketentunannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menten
Eevangan,

o, dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadabh Haji
(BFIH) dan/atau BPTH khusus, dan penghasilan
dan pengembangan Keuangan hai dalam bidang
atau instrumen kevangan tertentu, diterima Badan
Pengelola Keuangan Hayji (BPEH) Yang
ketentuannya diatwr dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan

p. sisa lebih vang diterima/diperoleh badan atau
lembaga sozial dan keagamaan yang terdaftar pada
instansi yang membidanginya, vang ditanamkan
kembali dalam bentul sarana dan prasarans sosial
dan keagamaan dalam jengka waktu paling lama 4
{«mpat} tahun sejak  diperoldhnys  sisa  lebih
tersebut, atan ditempatihan sebaga dana abadi,
vang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan ataw
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

3. Eetentusn Pasal 26 diwbah sehingga berbunyi sebagsai

be=nmlout

Pasal 26 . . .

SK NoSI133 A
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Fasal 26

Aras penghasilan tersebat di bawah ini, detigan nama
dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan,
dhsediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak
dalam negeri, penvelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di [ndonesia dipotong pajak zebezar 20% [dua
puluh persen) dar jumlah bnate oleh pihak yvang wajib
membayarkan:

a. dividen,

b, bunga termasuk premium, diskonto, dan imhbalan
sehubungan dengan jaminan pengémbalian utang;

c. royalt, sewa, dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaszn hara;

d.  imbalan sshubungan dengan jasa, pekerasn, dan
keguatan;
hadiah dan penghargaan;
pensiun dan pembeyaran berkats lainnya,

¢. premi swap dan transaksi bndung nilai lsinnya;
dan/atau

h. keuntungan karena pembebazan vtang.

Megara domisili dari Wajib Pajal; luar negeri selain yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha
melalui bentuk usaha tetap di [ndotesia sehagaimana
dimaksud pada ayat (1] adalah negara tempat tinggal
atal tempat kedudukan Wajib Pajak lnar negeri yang
sebenamya menerima manfaat dari penghasilan
tersebut |benefioal ownen.

{1b) Tarif . . .
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i1k Tarif sebesar 20% {dua puluh persen} dan jumnlab brute

(2}

(2a)

(3

i

iS5

oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk
premium, diskonte, dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huul b dapat diturunkan dengai
Peraturan Pemenntah.

Atas penghasilan dari penjualan atau pengahban harta
di Indonesia, kecuali yang diatar dalam Pasal 4 ayart [2),
vang diterima atag diperoleh Wajib Pajak luar negen
seladn bentuk usaha tetap di Indonesia, dan prem
asuransi yvang dibayarkan kepada perusahaan asuransi
haar negeri dipotong pajek 20% (dua pulub persen) dan
perkirazan penghasilan neto.

Atas penghasilan dari penjuzalan atau pengalihan saham
s¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 avat |32
dipotong pajak sebesar 200 i{dua puluh persen) dari
perkiraan penghaszilan neto,

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
avat (2] dan ayat {2a) diatur dengan atan berdasarkan
Peraturan Menteri Kevangan.

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajalk dar
suatu bentuk vzaba tetap di Indonesia dikenad pajak
sebesar 204 |dua puluh persen|, kecuah pénghasilan
tersebut  ditanamkan kembali di  [ndonesia, yang
ketentuiannya diatur  letah  laryut  dengan  atau
berdasarkan Peraturan Menten Ksuangan.

Pemotonigan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, ayat (2], ayat (2a), dan ayat (4} bersifat final,
kecuali:

a. pemotongan  atas  penghasilan | sebagaimana
dimaksud dalam Pasal T avat (1) haral b dan harmf
¢; dan

. pernotongan atas penghasilan yang diteruna atan
diperelel orang probadi atauw badan luar negen
vang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam
negeri atan bentuk usaha tetap.

Pa=al 112, .,
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Pasal 112

Beberapa ketentuian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jass dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah [Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik I[ndonesia  Nomor 3264
sebagaimnana telah bebeérapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Parubabham
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan HNilas Barang dan Jasa dan Pasak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran MNegara Bepublik
Indone=ia Tahun 2009 NHomor 150, Tambahan Lembaran
Hegara Republik Indonesia MNomoer 5089 diubah sebagai
beriloat:

1. EKetentuan Pasal 1A divbab sehingga Berbunyi sebagai
beriliut:

Pasal 1A

(1] Yang termasuk dalam pengertian penyerahan
Barang Kena Pajak adalah:

a.  penyverahan hak atas Barang Kena Pajak
karena suatl perjanjian;

b.  pengalihan Barang Kena Pajak karena suatl
petjaniian sews bell danfatau perjanjian aewa
guna usaha (leasing;

¢ penyéeraban Barang Eena Pajak kepada
pedagang perantara atan raelalui jur lelang;

d.  pemakaian sendin dznfatag pemberian cuma-
cuma atas Barang Kena Pajak;

e. Barang Kenae Pajek berupa persediaan
dan /atay aktiva yang menunit tjuan semula
tidal: untuk  dipetjualbelikan, vang masih
tersisa pada saat pembubaran perusabaan;

. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke
cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan
Barang Kena Pajak antarcabang;

g dihapus _ ..
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dihapus, dan

"

h., penyerahan  Barang  Kena  Pajak  oleh
Pengusaha Kena Pajak dalam  rangka
perjanjiann  pembiayaan yang  dilakukan
berdasarkan PTinsip syariah, yang
penyerahannya dianggap langsung dari
Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang
membutuhkan Barang Kena Pajak.

(2] Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan
Barang Kena Pajak adalah:

a. penverahan Barang Kena Pajak  kepada
makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang;

b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jamnnan
utang- pivtang,

¢. penyerahan Barang Kena Pajak sebapgaimana
dimaksud pada ayat (1) hoaruf { dalam hal

Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan
tempat pajak terutang,

d. pengahban Barang Kena Pajak dalam rangka
penggakungan, peleburan, peimekaran,
pemnecahan, dan pengambllalihan usaha, seria
perigahiban Barang Kena Pajak untuk tujuan
actoran modal pengganti| #aham,  detigan
syarat pihak yvang imslakukan pengalihan dan
yang menerima péengalthan adalah Pengusaha
Kena Pajak; dan

e, DBarang Kena Pajak berupa aktiva jyang
menurat tyuan semula  bdak ook
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada zaac
pembubaran  perusahaan, dan yang Pajak
Masukan atas perolehannya tdak dapat
dikreditkan scbagaimana dimaksud  dalam
Paszd @ ayat (8) huruf b dan hurar ¢,

2. Retatituan Pasal 44 diubab sehingga berbuanyn s&baga
berilout:

Faxzal 44 . ..
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Pasal 44

Dnbapus,

Jenis  barang  yang tdak dikenai Pajak
Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam
kzlempok barang sebagal beriloat:

a,

d.

barang hasil pertambangan ataun hasil
pengeboran yang  diambil  langsung dan
sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan
batu bara,

barang kKebutuhan pokok yang  sangat
dibutubhikan oleh rakyat banyak,

makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restorann, rumah makan, warimg, dan
zejenisnya, meliputi maksnan dan minuman
baik yang dikensumsi di tempat maupun tidak,
termasuk makanan  dan minuman  yang
distrahkan oleh usaba jasa Boga atau katering,
dan

uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan
Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa
sebagai berikoat:

e

a
b
£,
d.
&
.
4
h

. jasa pelayanan kesechatan medis,
. jasa pelayanan sosial;

jasa petgitiman surat dengaty perangko;
Jasa keuangan;

. jasa asuransi;

jaza keagamaan:

. jasa pendidikan;

. jazsa kesenian dan hiburan,

jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

jaza anglkutan umum di darat dan di air serta
jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi
bagian vang tdal: terpisahkan dari  jasa
angkutan udara luar negeri.

k. jasa . ..
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k. jasa tenaga kerja;
I. jasa perhotelan:

m. jasa yvang disediakan oleh pemenntah dalam
rangka mémjalanksn  pemsrintaban secaca
1ITTNLLO;

. jasa penyediaan tempat parkir;

0. jasa tel=pon umum dengan mengpunakan uang

logam;
p. jasa pengiriman nang dengan wesel pos; dan
Q- jasa boga atan katering.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbuny scbagaa
berikout:

{1
{2)

{Za)

(2h

Pazal @
CHhapus.

Pajak Masukan dalam suaty  Maza Pajak
dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa
Pajak vang sama.

Bagi Pengusaha Kena Pagak yang belum melakukan
penverahan Barang Kena Pajak danfatau Jasa
Eena Payak dan/atau ¢kspor Barang Kena Pajak
danfatau Jasa kena Pajak, Papk Masukan atas
percl=han Barang Kena Pajak dan/atayg Jasa Kena
Pajalk:, impor Barang HKena Pajak,  serta
pemaniaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau pemaniaatan Jasa Kena Pajak dan Tuar
Dacraty Pabean d1 dalam Dasrah Pabean dapat
dikreditkan  sepanjang memenuhl ketentuan
pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pyak  Masukan wvang  dikreditkan  harus
meénggunakan Falkbur Pajak yang memenulu

peravaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
L3 ayat [5) dan ayat (9).

() Apabila . . .
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(3] Apabila dalam suatu Masa Paal, Pajak Keluaran
lebih besar danpada Pajak Masukan, selisithnya
merupakan Pajak Pertambahan Nilal vang hamus
disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

{4} Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pgjak Masukan
vang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak
Kelnaran, selisihbnya merapakan kelebihan pajek
vang dikompensasikan ks Masa Pajak beriloutnya.

(4a) Atas kelebhihan Pajak Masukan  sehagaimana
dimaksud pada ayat 4 dapat digukan
permohonan pengembalian pada akhir tabun bukuw.

(4B} Dikecualikan dari ketentuan — sebagaimana
dimeksvud pada avat {4} dan ayat (4a), atas
kelebihan Pajak  Masukan  dapat  diajukan
permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajals
olch:

a. Penguszaha Kena Psjak yang melakukan
ekspor Barang kena Pajak Berwujud;

b. Pengusaha Kena Pajak wyang melalkukan
penyerahan Barang Kena Pajak danfatau
penverahan  Jasa kena Pajak  kepada
Pemungut Pajak Pertambeahan Nilai;

. Pengussha Kena Pajak vang melakukan
penyerahan Barang Kena Pgjak danfatau
penyerahan Jasa HKena Pajak yang Pajak
Partambahan Nilainya tidak dipungut;

d. Penguseha Kena Pajak vyang melakukan
ekspor Barang Kena Pajak Tidal: Bervagjud,

€.  Penguseha HKzna Pajak yabng wmelakulkan
ckapor Jasa Kena Pajak; dan/atau

f.  Dihapus,

(4] Fengembalian . - .
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Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat [4b) huruf a sampal dengan hunyf e,
vang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena
Pajak  berizike tendah, dilakukan  dengan
peagembalian pendahuluen kelsbihan pajak sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178
ayat [1) Undang-Undang Nomor © Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum  dan Tata  Cara
Ferpajakan dan perubahannya.

{4d] Keténtuan meng=na Pénguzaha kena Paak

e

1)

(=}

berisiko rendah yang diberikan pengembalian
pendabhuluan kelebihan  pajak sebagsimana
dimaksud pada avat (4] diator dengan Peraturan
Menten Keuangan.

Divektur -Jenderal PFajak dapat melakukan
pemenksaan térhadap Penpusaha Kena Paak
sebagaimana dimaksud pada avat [d4c] dan
menerbitkan  surat ketetapan pajak  setelah
melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak.

Apabila berdasarkan hasil pemerikaasn
sebagaimana dimaksud pada ayvat {4¢), Dhrektur
Jenderal Pajak menarbitkan Surat Ketetapan Fojak
Kurang Bayar, jumlah kelurangan pajak ditambah
dengan sanksl adminustras berupa bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2}
Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang

Eetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
perubahannya.

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena
Fajak selain melakukan penyeraban yvang terutang
pajak juga melakukan penyerahan yang tidak
tenitang pajak, sepanjang baglan peny#rahan yang
tenitang pajalt dapat diketahwi dengan past dan
pembuluannya, jumlah Pajak Masukan vang dapat
dikreditlcan adalah Pajak Masukan yang berkenasn
dengan petiyerahan yang terutang pajak.

&) Apabila . ..



SK. Mo 052142 A

)

1ox)

PRESIDEH
FEPLUELIE IHODONESIA

. B .

Apabila dalam suaty Masa Pajak Pengusaha Kena
Pajak selain melakukan penyerahan vang terutang
pajiak juga melakukan penyerghan yang tidak
terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk
penyerahan  yang terutang pajak odak  dapat
diketabui dengan past, jumlab Pyak Masukan
vang dapat dikreditkan untuk penverahan yatg
terutang pajak dilotung déengan menggunakan
pedoman yang diatur dengan Peraturan Menten
Kevangan.

Apabila sampai dengan jangka wakiu 3 figa] tahun
scjak Masa Pajak penglreditan pertama Kali Pajak
Masulkan sebagaimana dimmalksud pada ayat [2a)
Pengusaha Kena Pajak belum  melakukan
penverahan Barang Kena Fajak dan/atau .Jasa
Kena Pajak danjatzn ekspor Barang kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajk terkait dengan Pajak
Masukan tersebat, Paiak Masukan yang teleh
dikreditkan dalam jangka waktu 2 (tiga) tahun
tersebut menjadi tidak dapat dikreditlan.

(Gl Dahapus,

Ge)

Jangka waktu sebagamana dimaksud pada avat
{fa) bagl sekior usaha tertentu dapat ditetapkan
lebih dari 3 (tiga) tabun,

(6d) Ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat [Ga)

iGe)

berlaku juga bagi Pengusaha Kene Pajak vang
melalukan  pembubaran  (pengakhiran)  usaha,
melakukan pencabnitan Pengusaha Kena Pajak,
atal dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak
secara Jabatan dalam janpka walkta 3 (Hga) tabun
sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak
Masukan.

Pajak Masukan wyang tidak dapat dikreditkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6a):

a.  wanb dibayar kembali ke kas negara oleh
Pengusaha kKena Pajak, dalam hal Pengusaha
Kena Pagak:

1. telah ...
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1. telah menerima pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak atas Pajak Masukan
dimalsud; dan/atau

2. telah  mengkreditkan Pajak  Masulian
dimaksud dengan Fajak EKeluaran Yang
terutang dalam suatu Masa Pajak;

dan/atau

tidak dapat dilompensasikan ke Masa Pajak
Lerikutnyva dan  tdak dapat  diajukan
permohonan  pengembalian, setelah  jangka
waktu 3 jtiga) tahun zebagaamana dimaksud
pada ayat (Ga] berakhir atan pada saar
pembubaran {pengakhiran] wusaha, ataw
pencabutan Pengnsaha Kena Pajak
sebegaimana dimaksud pada syat (6d) oleh
Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha
Kena Pajak melakukan kompensasi  atas
kelebihan pembayaran pajak dimaksuod.

5{) Pembayaran kembali Pejak Masukan sebagaitana
dimaksud pada ayat (6¢) huruf a dilalukan paling
lammbrat:

a.

akhir bulan berikuinya setslah
berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (Ga);

akhir bulan berikutnya  setelah  langgal
berakhirnya janghka waktu bagi sektor usaha
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
{6c);, atau

akhir bulan berikbuttiya setelah  tanggal
pembubaran [pengakhiran] unzaha ataa
pencabutan Pengussha Kena Pajak
stbagaimana dimakzud pada ayat (Bd).

(6g) Dalam . . .
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i6g) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak  tdak

7]

(78]

{7h

{%)

melaksanakan kewajiban pembayaran  kKembali
sesual dengan  Jangka  waktu sehagaimana
dimaksud pada ayat (Gf], Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayat
atas jumlah pajak yang seharusnya  dibayar
kembali sebagaimana dimaksad pada ayat (G
burul a oleh Pengusaha Kena Pask ditambah
sanksi adminisirasi berupa bunga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat [Z2al Undang-
Undang Nomor © Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
perubahannya.

Besarnya Pajak Masukan vang dapat dikreditkan
oleh Pengusaha kena Pajak vang persdarsn
vsahanya dalam 1 (satn) tahun tidalk melebihi
jumlah tertentu, kecuali Penguesaha Eena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (va) dapat
dihitung dengan  menggunakan  pedoman
penghatungan penghreditan Pajak Masukan.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
oleh Penpusaha Kena Pajak yang melaliukan
kegiatann usaha tertentu dilmtung  dengan
menggunakan pedoman penghitungan
pengkreditan Pajak Masukan.

Eetentuan Mengenai peredaran usaha
schagaimana dimaksud pada ayat (7). kegiatan
usahba tertentu sebagaimana dimalisud pada ayat
[Ta], dan pedoman penghitungan pengkreditan
Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
7] dan ayat [Fa) dianye dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Kevangan.

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana
dimaksnd pada ayat [2) tidak dapat diberlaloakan
bagi petigeluaran untuk:

g dihapus;

k. perolehan. ..



SK Mo 052145 A

{9}

h.

J-

PRCSIDEN
REFUBLIK IMDONESIA

- 6432 -

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak wang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan vsaha,

perolehan dan pemelibaraan  kendaraan
bermotor berupa sedan dan station wagon,
kecwali merapakan batang dagangan atau
disewaltan;

dihapus;
dihapus;

perolehan Barang kena Pajak atan Jasa Kena
Pajak vang Faktur Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Paszal 12 ayat (5} atau ayat (9) atau tidak
mencantumkan nama, alamat, dan MNoemor
Polck Wajik Pajak pembel Barang Kena
Pajal atau penerima .Jaza Kena Pajak;
pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak
Beraujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dart loar Daerah Pabean wvang Faktur
Pajaknya  tidak memenuhi  ketentuan
sebagaimang dimaksud dalam Paszal 1.3 ayat
iGl;

dihapus;

dibiapus; dan

dihapus.

Pajak Mazukan vang dapat dikrsditkan tetap
belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada
Masa Pajak vang sama dapat dikreditkan pada
Magsa Pajak berikutnya paling lama 3 (tga) Masa
Pajak setelah berakhitnya Masa Pajak saat Faktar
Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai
biava atan belum ditambahkan {dikapitalisasi)
dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau
Jaga Kena Pgjalt serta memenuhi  ketentuan
penghkreditan sesu dengan Undang-Undang in

(9a) Pajak . . .
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Pajak Masukan atas peralehan Barang Kena Pajak
danfatau Jasa Kena Pyak, anpor Barang Keéna
Pajak serta pemaniaatan Barang Kena Pajak Tidak
Bervujud dan/atan pemanfaatan Jasa K4na Pajak
dari lyar Daerah Pabean di dalam Deerah Pabean
sebelam Perigusaha  dikukuhkan  sebagal
Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh
Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan
pedoman  penghreditan Pajak Masukan  sehesar
B0%% [delapan pulub persen] dari Pagak Keluaran
vang seharusnya dipungut.

Pajak Masukan atas peroleban Barang kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena
Pajak, serta pemanfaatan Barane Kena Pajak
Tidak Berwujud danfatan pemanfaatan  Jasa
E#na Pajak dan Idar Dasraly Pabean d1 dalam
Daerah Pabean yang bdsk dilaperkan dalam Surat
Pembentabuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
yvang dibentahukan danfataun ditemukan pada
waktu dilakukan pemenksaan dapat dikreditkan
oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi
ketentuan pengkreditan sesual dengan Undang-
Undang ini.

Pajak Masukan atas peralebhan Barang Kena Pajak
dan/atan Jasa Kena Pajak, mpot Barang Eena
Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dan/atay pemanfaatan  Jasa
Kena Pajak dar luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean vang ditagih dengan penerbitan
ketetapan pajak dapat dikreditican oleh Pengusaha
Kena Pajak  sebesar  jumlah  pokok  Fajak
Pertambabhan Milad  vang  krecantum  dalam
ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan
pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan
tidak dilakukan wpayva hukum serta memenuhi
ketentuan pengkreditan sesual dengan Undang-
Undang ini.

{107 Dilapus.
{11] Crib=mpus.
{12] Dihapus.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai

a. knteria  belum melakukan penverahan
Barang Kena Pajak dan/fatau Jasa EKena
Pajak denfatau ekspor Barang Kena Pagak
dan/atan Jasa Kena Pajak sebagaimana
dimnaksud pada ayat (2a);

b, penghitangan dan tata cara pengembalian
kelebihan  Pejak  Masulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat {4a), avat (4b), dan ayat
{4cl;

. penentuan sektor ugaha terteritu
sehagaimana dimaksnd pada ayat {5c);

d. tata cara  pembavaran  kembali  Pajak
Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
Ge] hural a; dan

e tata cara pengkreditan Pajak  Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat {@a), ayat
%), dan ayat (9¢)

diatur dengan  atau  berdasarkan  Peraturan
Menteri Keuatigan,

Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak
dalam  rangkse pengeabungan, pel=buran,
pemekaran, pemecahan, dan  pengambilalihan
usaha, Pajak Masukan atas Barang hena Pajak
vatg dialihkan yang belum  dikreeditltan  oleh
Penguzaha Hena Pajak yang mengahbkan dapat
dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang
menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajsknya
diterima setelah terjadinya pengsalihan dan Pajak
Masukan tersebut belum dibebankan sebagai
biaya atau dikapitalizasi.

Ketentuan Pasal 13 diubah s=hingea berbunyi sebagai
beriloat:

Pasal 13 ...
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Fasal 132

i1} Pengusaha Eena Pajak wajib membuat Faktur Pajak
untuk satap:

A

petiyerahan Barang Kena Pajak sébagaimans
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} huraf a atau
huraf [ dan/atau Pasal 16D,

penyetahan Jasa Kena Pajak  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayvat (1) horuf ¢

ekspor Barang Kena Paak Tidak Berangjud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1)
burad g; dan fatan

elkspor Jasa Kena Pajal sebapgaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huraf h.

ilaj Faktur Pajak zebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dibuat pada:

a.

b.

saat penyerahan Barang Kena Pajall dan/atan
peryerahan Jasa Kena Pagak;

sAaal penerimaan  pembayaran  dalam  hal
penierimaan  pembayaran tegads sebelum
penyershan Barang Kena Pagk danfatan
sebeham penyerahan Jasa Kena Pajak;

saat pensnmaat pembayaran termin Jdalam hel
penyerahan scbagian tahap peketjaan, atau

gaat lan  yang | duatur  dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

(2] Dikecualikan dan ket=ntuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat
1 (satu) Faktur Pajak meliputi sehiruh penyeraban
yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak
atau penerima .Jaza Kena Pajak vang sama selama |
[satu) bulan kalender.

{2a) Faktur Pzjak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
haras dibuat paling lama pada akhir buolan
penyerahan.

{3} Dihapus . ..
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Dikapus.

Dihapus.

Dadam Faktur Pajak harug dicantumkan Keterangan
tentang penyerahan Barang Kena Pajak danfatau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit
merniac;

a.

nama, alamat, dan Nomor Pokal Wajih Pajak
yvang menyerahkan Barang Kena Pajak atan Jasa
Kena Pajak;

identitas pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:

1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib
Pajak atau pomor induk kependudukan
atau nomor paspor bagl subjek pajak luar
negeri crang pribadi; atan

2. name dan slamet, dalam hal pembeli
Barang Kena Pajall atau penerima Jasa
Kena Pajak merupakan subjek pagals huar
negeri badan atau bulkan merupakan subyek
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Undang-Undang mengenai Fajak
Penghasilan;

jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau
FPenggantian, dan potongan harga;

Pajak Pertambahan Milai yvang dipungat;

Fajak Penjualan atas Barang Mewah yang
dipuneut,;

kode, nomer seri, dan tanggal pembuatan Faktur
Fajak; dan

naméa dan  tanda tangan  vyang berhak
menandatangan Fakoar Pajak.

(&) Pengusaha . . .
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i%a) Pengusaha HKena Pajak pedagang <ceran dapat
membuat  Faktor Pajak  tanps mencantomkan
keterangan mengengi identitas pembeli serta nama
dan tanda tangan pemgual dalam hal melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak danfatau Jasa Kena
Pajak kepada pembeli dengan karakterisok konsumen
alkhir yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri Kevangan.

%) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen
tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan
Fakiar Pajak.

{7} Dihapus,

{8} Ketentuwan lebih lanjut mengenal tata cara pembuatan
Fakwr Pagak dan tata cara péembetulan  atag
penggantian Fakiur Pajak diatur dengan  atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

{9 Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal
dan material.

Fagzal 113

Ecberapa kettntuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuwan Umum dan Tata Cara Perpajkan
|Lembaran Negara Republik Indoneszia Tahyn 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Uhndang Momor 16 Tahun 20090 tentane Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1933 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadh Undang-Undang (Lembaran
Negata Fepubhk Indonesia Tabhun 2008 Nomor 62, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonssia Nomor 4999 divkah
sebagai berikut:

1. Retentuan Pasal 8 diubah sthingea berbunyi sebagai
berikout:

Pasal & . ..
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Pasal 3

Wajib Pajak dengan kemauan sendin  dapat
membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan dJdengan menjyampaikan pernyataan
tertulis dengan  syarat Direktur Jenderal Pajak
Belutn melakukan tindakan pemerikasaan.

Dalam hal pembetulan Surat  Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menyatakan
rugi  atau lebih  bayar, pembetulan Surat
Pemberitahuan haras disampaikan paling lama 2
idual tahun gebelum daluwarsa penetapan.

Dzalam hal Wajik Pajak membetulkan seadini Surat
Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan vtang
pajak menjadi Iebih besar, kepadanya dikenai sanksi
administrazi berupa bunga sebesar tarif bunga pet
bulan yvang ditetapkan oleh Menteri Keuvangan atas
jumlah pajak vang Kurang dibayar, dibitung zejalk
saat penyampznan Surat Pembentabhuan berakhir
sampal dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan
paling lama 24 |dua puluh empat) bulan, serta
bagian dari bulan dihitang penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak membetullzan sendin Surat
Pernberitaliuan Maza yang mengalubatkan utang
pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi
adrmunistrasi berupa bunga sebesar tanf bunga per
bulan yang ditetapkan oleh Menteri kevangan atas
jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 |dua
puluh empat] bulan, serta bagian dam bulan
dihitung penuh 1 {(sany) bulan.

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menterd
Keuangan sebagaimana dimalkzugd pada ayat (2] dan
ayat [Za) dihitung berdasarkan sulku bunga acuan
ditambatb 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas)
yang berlaku pada tangpal dimolainys penghitungan
satilisn,

{3) Walaupun - - .
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Walaupun telah dilakukan timdakan pameriksaan

bukt permulaan, Wajibk Pajak dengan kemausan

gendirt. dapat mengungkapkan dengan permyabaan

tertulizs  mengenal  ketidakbenaran perbuatsnnya,

yvaitu sebagad berikut:

a. tdak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
atau

b. menyampailan Surat Pemberntahuan yang
izinya tidak benar atsn tidak lengkap, atao
melampirkan  keterangan vang isinyae tidek
benar

gehagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atan Pasal
3% ayat (1) hutul ¢ dan bural 4 sepanjang mulainya
penvidikan belum diberitabhukan Kepada Penuntut
Umurn melaln penyidik pajabat Polisi Negata
Republik Indonesia.

Pengungkapan ketidakbenaran perbLatan
sebeagaimans dimaksud pads ayat {3) diserta
pelunasan kekurangan pemnbayaran pmlah pajak
vang sebenarnya  terutang  beserta  sanksi
administrasl berupa denda sebesar 10086 (seratus
per=en) dari jurnlah pajak yang kurang dibayar.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan
pemeriksaan, dengan syarat Direlktur Jenderal Pajak
belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib
Pajak dengan kesgdaran sendiri dapat
mengungkapkan dalam laporan tersendivi tentang
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
vang telah disampaikan sesuad dengan keadaan vang
sebenatnya, vang dapat mengalkibatkan:

a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi
lebih besar ataw lebih kecil;

b. ragi  berdasarkan  ketentuan  perpajakan
menjadi ebih Keal ataw b besar;

¢,  jumlah harta menjadi lebah besar atauw lebih
kecil; atan

d. jumlah _ _ .
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d.  jumlah modal menjadi lebih besar atay lebih
kel

dan pemeriksaan tetap dilangutkan.

Pajak vang kurang dibayar yang tmbul sebagai
akibat dari pengpungkapan ketidakbenaran pengisian
Surat Pemberitahuan schagaimana dimaksud pada
ayat (4) harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum
laporan  tarsandirn  disampaikan beserta  sanksi
administrasi berupa bunga sebesar tani bunga per
bulan yang ditetapkan oleh Menten Keuangan dan
pajak yang kurang dibayar, yvang dihitung sejal:

a. batas waktu penyampaian Surat Pembertabhuan
Tahunan berakhir sfampai dengan tanggal
pembayarat, untuk pengungkapan
Lketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
Tahunan, atay

b, jatuh  empo pembavaran  berakhir  sampai
dengan tanpgal pembayarar, untuk

pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitabuan Masa

dan dikenakan paling lama 24 jdua puluh empat|
bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh |
{mawa) bulan.

(Sa} Tard bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri

Kevangan sebagaimana dimaksud pada avat (S
dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah
10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 {dua belas) yang
berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan
sanksi.

(6) Wajibs . . .
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Wajib  Pagak dapat rmembetulkan Burat
Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan,
dalam hal Wajib Pzjak menerima surat ketetapan
pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetudan, Putusan  Banding, atau Paiusan
Feninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau
beberapa  Tahun Pagak  sebeluimmnya, yang
menyatakan rugl fiskal yang berbeda dengan tug
fiskal yang telah dikompensaszikan dalam Surat
Pemberitabuan  Tabunan vang akan  dibetulkan
tersebut, dalam jangka wakiu 3 (tga) bulan setelah
menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjavan Kembali dengan
syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan
tindakat pemetikisaan.

Ketentnan Pasal 9 diubah sehingga berbunyn sebagaa
berikut

(1]

{2}

Pasal 9

Mentenn Keuangan mensntukan tangeal jatub tempo
pembayaran dan penystoran payak yang terutang
untuk suaty saat atay Masa Pajak bagi masing-
masing jenis pajak paling lama 15 (luna bBelas) han
setelah saat terutangnyva pagak ataw berakhimya
Maza Pajsl.

Kelkurangan pembayaran pajak yang terutang
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan harus dibarar lunas sebelum Sarag
Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan,

(2&) Pembayaran . - .



SK Mo 052155 A

(24

(2b)

ey

[3)

* PRESIDEM
REPUALIE INDGHESIA

- 552 -

Pembayaran stau penyetoran pajall sebagaimaiia
dimaksud pada ayat |1). yang dilakulkan setelah
tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran
pajalt, dikenal sanksi administrasi berupa bunga
sehesar tarif bunga per bulan yvang ditetapkan oleh
Menteni Keuvangan yang dihitung dari tanggal jatul
tempo  pembayaran sampal dengan tanggal
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua
pulubh empat) bulan serta bagian dari bulan dihatung
penuh 1 {sam) bulan.

Atags  pembayaran atau  penyetoran  pajk
sebagaimana dimalksyd pade ayat (2]  yang
dilalukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi
administrasi betupa bunga sebesar tarf bunga per
bulan yang ditetaplan oleh Menteri Keuangan yang
dilvtung  mula dan Beraklnmya batas  walkitu
penvampalan Surat Pemberitabhuan Tahunan sampai
dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling
latna 24 {dua puluh empat] bulan serta bagian dan
bulan dihitung perah 1 (satu) bulan.

Tatif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri
Kevangan sehagannana dunaksud pada ayval (23
dan ayat (2b} dihitung berdasarkan sulu bunga
acuan ditambah 5% [hima persen] dan dibag 12 (dua
belas) yang berlaky pada tangegal donalaanya
penghitungan sanksi

Burat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bevar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat
Kepumisan FPembetulan, Pumisan Banding, serta
Putasan Peninjavan Kembali, yvang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertamhbah, harus
dilunasi dalam jangka waktu | {satu] bulat s¢jak
tanggal diterbitkan.

I3a) Bagi . . .
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daeraly  tertenty, jangka waktu  pelunasan
sebagaimena  dimaksud  pada ayat (3] dapat
diperpangang paling lama mergadi 2 (dua) bulan
yeng ketentuannya diatur déngan atau berdasarksn
Peraturan Menteri Kevangan.

Civektur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib
Fajak dapat memberikan  persefyjuan  untuk
mengangsar  atau menunda pembayaran  pajak
termasuk  kekurangan pembayaran sebagaimana
dimakaud pada avat {2} vang pelaksanaannya diatur
detgan  atau  berdasarkan  Peraturan Menteri
Keuangan.

Ketentuan Pasal 11 diubah zehigga berbuny sebagao
berilut:

(1}

{La}

Pazal 11

Atzs  permohonan Wajib Pajak,  kelebihan
pembayaran pajak scbagaimana dimaksud dalam
Fasal 17, Pasal 17TB, Paszal 17C, atau Pasal 17D
dikembalikan dengan keéetentuian bahwa  apabila
termyata Wajib Pajak mempunyal utang pajak,
lang=ung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak tersebut.

Eelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya
Surat heputuzan EKeberatan, Surat keputusan
Pembetalan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
fdministrasi, Surat Kepubhasan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat EKeputusan  Pengurangan
Eetetapan Fajak, Surat Keputusan Pembatalan
Eetetapan Pajak, dan Puusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan
Pernbenan [mbalan Bunga dikembalikan kepada
Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib
Pajak mempunyai utang pajak  langsung
diperhitungkan wunmk melanasi terlebih  dahula
utang pajek tersebut.

(2] Pengembalian . . .
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Petigembalian  kelebihan  pembayaran  pajak
sebhagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {1a)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak
permohonan pengémbalian  kelebthan pernbayaran
pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya
Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 avat (1), atau sejak
diterbitkannya Surat EKetetapan Pajak Lebih Bayar
sehagaitnana ditnaksud dalam Pasal 17 ayat (2} dan
Paszal 17B, atauw sejak  diterbitkannya Surat
Keputusan Pengembalizn Pendahuluan Kelebiban
Pajak sebagaimana ditmaksud dalam Pasal 170 atau
Fazal 17D, atau se¢ak  diterbatkanoya Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembenilan, Burat Keputusan Pengurangan Sankis
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Kepumsan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputuzan Pembatalan
Ketetapan Pajak atau Surat Eeputusan Pemberian
Imbalan Bunga, atan s#jak ditetimanya Putasan
Banding atan Putusan Peninjauvan Kembah yaog
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah japngka wakm 1 (zaby) baulan,
Pemerintah memberikan imbzlan bunga sebesar tarif
bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menter
Kevangan  atas  keterlambatan  pengeinbalian
kelebihan pembayaran pajak dihitng s=jak batas
wakiu penerbitan Surat Eeputusan Pengembalian
Eelebihan Pembayvaran Pagak  berzkhic  sampai
dengan saat dilakukan pengemnbabian kelebihan dan
dibenkan paling lama 24 (dua puluh =mpat] bulan,
serta bagian dar bulan dihitung penuh 1 (=atu)
bulan.

Tarif bunga per bulan vang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (3)
dilmng berdasarkan sula bunga acuwan dibagi 12
idua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya
penghitungan imbalan bunga.

(4) Tata . . .
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{4} Tata cara penghlatungan dan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak diatur dengan atan berdasarkan
Pergturan Menteri Kenangan.

Ketentuan Pagzal 13 diwbah sehingga berbunyi sebagqu
bearikiut:

Fasal 13

{1} Dalam jangka waktu 5 {bma] tabun sstelah zaat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktor
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagal beritout.

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak
vang terutang tidak ateu kurang dibayar;

b. apabila Surat Pembentabiuan nidak
dizampaikan dalam jangka wakiu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3} dan setelah
ditegur secara tertuliz tidak disampaikan pada
wakininya sebagaimana ditentukan dalam Sarat
Teguran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
mengenai Pajak Pertamnbatian Nilai dan Pagak
Penjualan Atas Barang Meowah ternvata tidak
seharusnya dikompensasikan selisih lebit pajak
atau tdak stharusnya dikensd tand 0% [nol
PErsen),

d.  apabila kewapban sebagsimana dimaksud
dalarn Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi
sehingga tidak dapar diketahui besarnva pajak
yang terutang;

e. apabila kepada Wajib Pajak diterhitkan Nemor
Fokok Wajib Pajak danfatan  dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajakl secara jabaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (4a);
atau

f. Pengmsaha . ..
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[ Pengusaha Kena Pajak tdak melakukan
penverahan Barang Kena Pajak dan/fatan Jasa
Kena Pajak dan/atau skspor Barang Kena Pajak
dan/atau Jasza Kena Pajak dan telah dibesikan
pengembalian  Pajak Masukan atau telah
mengkreditkan Pajak Masukan sebagamana
dimaksud dalam Pasal 9 avat [6¢] Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya.

{2) Jumlah kekurangan pajak vang terutang dalam

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada avat (1) humif a dan huruf e
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
asebagar taril bunga per bulan vang ditetapkan oleh
Menteri Eevangan dilotung sejak saat teratangiiya
pajak atau berakhimys Masa Pajak, bagian Tahun
Pajalz, atsu Tahun Pajak sampar dengan
diterbitkannya Surat hetetapan Pajak Kurang Bayar,
dan dikenalkan paling lama 24 |[dua puluh smpat)
bulan gerta bagian dari bulan dihinong penuh 1
izatu) bulan.

122) Jumlah kekurangan pajak yang teratang dalam

(2b4

Surat Ketetapan Pagak Kurang Bavar sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} hunif [ ditambah dengsn
sanksi admimstrasi berupa bunga sebeszar taril
bunga per bulan yang ditetapkan oleh Mented
Keuangan dihitung sejak saat jatuh  tempo
pembayaran  lkemball berakhir =sampai dengan
tanggal diterbitkannya Surat  Kketetapan  Pajak
Kurang Bavar, dan dikenakan paling lama 24 (dua
puluh #mpat} bulan serta bagan dari bulan dihitung
penub 1 (zatu) bulan.

Taril bunga per bulan yvang ditetapkan cleh Menten
Keuangan sebagammana dimaksud pada ayat {2) dan
avat (2a} dihitung berdazarkan suku bunga acuan
ditambah 15% |lima belas persen) dan dibagi 12 |dua
belas) yang berlaku pada tanggal ditnalainys
penghitungan sanksi.

i3y Jumlah . . .
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Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bavar sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b,
huraf £, dan huraf 4 ditambah dengan sanksi
admirustras berapa kenaikan selesat:

a. 50% (lima puluh persen) dan Pajak Penghasilan
yang tidak atau kKurang dibayar dalam  sata
Tahun Paak;

b. 1009 {seratus persen) dan Pajak Penghasilan
yang btdak atau kurang dipstong, tidak atau
kurang dipangat, tidak atsn kurang disetor, dan
dipotong atan dipunguot tetapi tidak atan kurang
disetor; atan

¢, 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang tidall atau Kurang dibavar,

(3a) Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi

{4

%)
(&)

berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil
pemetikzaan Pajak Perrambahan Nilai dan Pajak
Pepjualan  Ataz  Barang Mewah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] hural a dan huraf ¢, hanya
diterapkan setu jenis sanks administrasi vang
tertinggl nilai besaran sanksinya.

Besarniya pajak yang rutang yang diberitabukan
aleh Wajib Pajak dalam  Surat  Pemberitahuan
menjadi pasti sesuai dengan kKetentuan peraturan
perundang-undangan  perpajakan  apatila  dalam
jangka waktu 5 (lima] tahun sebsgaimana dimaksud
pada ayat |1), satelah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajal, bagian Tahun Pajak, atan
Tahun Pajak tidek diterbitkan surat kKetetapan
pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tndak prdana
di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagan
Tahun Pajak, atau Tabun Pajak dimaksud,

Dikhapus.

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Palak Kurang
Bayatr sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur
dengan atan berdasarkan Peraturan Menten
Keuvangan.

o, Pasal . ..
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Pazal 13A dihapus.

Ketentuatt Pasal 14 dinbah sehinggs berbunyn  sebagai

Berikout:

Pasal 14

(1] Direknur Jenderal Pajak dapat menerbitkats Surat
Tagihan Pajak apahla;

a.

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak
atall kurang dibayar;

dar hasil penclitian terdapat kelkarangan
pembayaran pajak sebagai alkibat salah tulis
dan/atau salah hitung;

Wajilbk Pgak  dikenal sanksi  administrasi
berupa dénda dan fatal bunga;

pengusaha yang telah dikubuhkan sebagal
Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuar
falktur pajak atau terlambat membuat falcoor
pajak;

pengusaha vang telah dilkukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi
Faktur Pajak szecara kngkap sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat |5) dan ayat [6)
Undang-Undang Pajak  Pertambzhan Hida
1984 dan perubahannya, selan identitas
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima
Jaza Eena Pajak zerta nama dan tanda tangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
i5) hurul b dan huruf g Undang-Undang Pajak
Pertambabiaty Nilan 1984 dan perubahanoya
dalam hal penyerahan  dilskuksn oleh
Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran,

dihapus;
dihapus; atau

terdapat imbalan bunga yang ssharisnya
tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam
hal.

1. diterbitkan . . .
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L. diterbitlan keputusan;
2. diterima putusan; atau
3. ditemmukan data atan informasi

vang menunjukkan adanya mmbalan bunga
vang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib
Pajak.
Suray Tagihan Pajak sebagaimana dimakaud pada
arat (1) mempunyai kekuatan hukwm vang sama
dengan surat Letetapan pajak.

Jumlal kekurangan pajak vang teratang dalam
SBurat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
avat {1} hurud a dan huruf b ditambah dengan
sanksi administrat] berupa bunga sebesar tatif
bunga per bulan yang ditetapkan olkh Menter
Kevangan dihitung sejak saat terutangnya pajak
atan berakhirmya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atayn Tahun Pgjak sampan d2ogan diterbitkannya
Burat Tagihen Pajak, dan dikenakan paling lama 24
{dua puluh émpat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 |sar) bulan.

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pads ayat (1} ol d atag
huruf & mazing-masing, selan wajib menyetor pajak
vang terutang, dikenai sanksi administratfl bernipa
denda sebesar 1% (satu persen) dari  Dasar
Fengenaan Pajalc.

Bihapus.

Taril bunga per bulan vang ditetapkan oleh Menten
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah
5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang
berlakbu pada tanggal dimulainya penghitungan
sanksi.

Surat Tagihan Pajak ditsrbitkan paling lama 5 (litna)
tahun setelah saat teratangnya pajak  atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak,

(5¢) Dakécualikan . . .
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{5¢] Dakecualikan dan ketdntuan  jangka waktu
penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat [Shi:

Surat Tagihan Pajal atas sanksi administratf
sebhagaimana dimalisud dalam Pasal 19 ayar (1)
diterbitkan paling lama  sesuai dengan
dalawarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar serta Surat Ketstapan Paak
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan
Fembetulan, Swurat Kepuatusan Keberatan,
Putuzan Banding, serta Putusan Peninjavan
Kembali yang menyvebabkan jumlah pajak yang
rmasih harus dibayar bertambah;

Surat Tagithan Pajak atas sanksi adminisoatif
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 25 ayat {9)
dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun
sejak tanggal penerbitan Surar Keputusan
Keberatan apabila Wajbk  Pajak  tidak
mengajukan upaya banding; dan

Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif
sebagaimana dimakswd dalam Pasal 27 ayvat
{Sd] dapat diterbitkan pabing lama dalam jangka
waktl 5 (ima) tabhun sejak tanggs! Putusan
Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan
Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.

{6) Tata <ara penerbitan Surat Tagihano Pajak diatur
dengan atauw berdasarkan  Peraturan Menteri

Keuangan.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai

Paszal 15. ..
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Pasgal 15

Drirektur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajuk Kurang Bayar Tambahan dalam
jangka waktu 3 (lima] tahun setelah =saat
terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tabun Pjak apabila
diternukan data bama yang  mengakibatkan
penambeahan pmlah pajak yang terutang sstelah
dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambalbian.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
ditambah dengan sanksi administrasi  berupa
kenailzan sebesar 100% {=eratus persen| dan jumlah
kekurangan pajak tersebaf.

Kenaikan schagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak
dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan itw diterbitkan berdasarkan
keterangan tertulis dati Wajik Pajak atas kehendak
sendin dengan syarat Direletur Jenderal Pajak belum
mulai melakukan tndaken pemeriksaan dalam
rangka penerbitan Surat Ketetapan FPajak Kurang
Bayar Tambahan.

Diheapus.

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan sebagaimana dimalksud pada ayat
{1} diatur deéngan atau beérdazarkan  Peraturan
Menteri Keuangan.

Eetentuan Pasal 17E diubah  schingga Pasal 17B
berbunyi sebagar berikul:

Pasal LVB . - .
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Paszal 17B

Direkiur  Jendersal  Pagak setelah melakukan
pemeriksaan atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan
pengembalisn  kelebihan pembayaran pajak  dari
Wajib Pajak: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17C dan Wajib Pajalk sebagaimang dimaksud dalam
Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak
paling lama 12 i(dus belas) bulan sejak  surat
permohonan diterima s=cara lengkap.

Eetentuan sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang se=dang
dilakulan pemeriksaan bukti permulaan  tindak
pmdana di bidang perpajakan vang Ketenluaniya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Merteri

Eevangan.

Apabila  setelah  melampawi jangka waktu
sehbagaimana dimaksud pada ayat (1} Darektar
Jenderal Pyak tidak memben suwatu kepubusan,
permohonan  penpgembalian kel=bihan pembayaran
papk disnggap dikabulkan dan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayvar harus diterbitkan paling lama 1
|=zatu) bulan setelah jangla waktu tersebut berakhir.

Apabhila  Surat  Ketetapan  Pajalk Lebih  Bayar
terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada
aval (2), Kepada Wajib Pajak dibed imbalan bunga
s¢bésar tanl bunga per bulan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dihitung =sejak  berakhirnya
Jangka walan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampal dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar.

Apabila pemeriksaan buliti permulaan tindak pidana

di bidang perpajakan sehagaimana dimaksud pada

ayat (lal:

a. tdak dilanjutkan dengan petividikan;

b, dilanjutkan dengan penrvidikan, tetapi tidak
dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana
di bidang perpajakan; ataw

¢, dilangutkan . _ .
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e, dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan
tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi
diputus bebas atau lepas dari segala tantutan
hukum berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai keluatan huloum tetap

dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wahb Pajak
diberikan imbalan bungas sebesar tard bunga per
bulan wvang ditetapkan clehh Menteri Keuangan
dihitung sejak berakhirnya jangka walm 12 {dua
belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampal dengan saal diterbitkan 3urat Kevetapan
Pajak Lebah Bayar,

[mbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4

tidak diben dalam hal pemenkzaan bukh permulaan

tindak pridana di bidang perpajakan:

a. tidak dilanjutkan dengan penyuidikan karena
Wajib Pajak dengen  kemauan  sendin
mengungkapkan ketidakbenaran pearbuatannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {2);
atan

L. dilanutken dengan penyidikan, tetapn bdak
dilanjutkan dengan peruntutan tindak pidana
di bidang perpajpkan  karena  dilakakan
penghentian  penyidikan  tindak  pidana  di
bidang perpajakan  sebagamana  dimaksuod
dedam Pasal 44B.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat 14) diberikan paling lama 24 (dua pulub
empat} bulan, serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 [satuj bulan.
Taril bunga per bulan yang ditetapkan cleh Menteri
Eeuangan sebagaimana dimaksud pada ayar (3] dan
avat (4] dihitung berdasarkan sulu bunga acuan
dibagi 12 Idua belas) vang berlaku pada tanggal
dimulainya penghitungan imbalan bunga.

9, Ketentuan . . .
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S Ketentuan Paszal 19 diwbah sehimgga berbunyi sebagai
berikat:

(1)

(2)

13

Pasal 19

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau
Burat Ketetapan Pgjalk Kurang Bayar Tambahan,
serta Burat  Keputuzan  Pembepdlan,  Surat
Keputusan EKeberatan, Putusan Banding atau
Putusan Perunjauvan Kembali, yang menyebabkan
jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah,
pada saat jangh tempo pelunasan tidak atag kurang
dibayar, ataz amlah pajek yang tidak atau kursmg
dibayar it dikenai sanksi administratil berupa
bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan
oleh Mentern Kevangsm untuk seluruh masa, yang
dihitung dard tanggal jatuh tempo sampai dengan
tanggal pembayaran atal tangpal diterbitRannya
Surat Tagihan Pgjak, dan dikenakan paling lama 24
I[dua pulub empat) bulan serta bagian darl bulan
dihutung penuh 1 (satyy bulan,

Dalam hal Wajib Pajak diperbalehkan mengangsur
atau menunde pembavaran pajak juga dikénsi
satniksi administratil berupa bunga sebesar tarl
bunga petr bulan vang ditetaplan oleh Menceri
Etuangan dan jumlah pgjak yang masih harus
dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh
empat] bulan serta bagan Jdan bulan  dibitung
penuh 1 isat) bulan.

Dalam hal Wajib Pajek diperbelehkan menunda
penyampaian 3urat Pemberitahuan Tahunan dan
tarnyata  penghitungan  sementara  pajal:  yang
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pazal 2 ayat
(5} kurang dari jumlah pajask yang sebenarnya
terutang  atas  Keldrangan pembeyaran  pajak
tersebut, Wajib Pajak dikenai bunga scbesar tanif
bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menten
Keuwangan yang dihitung dari saat berakhiriyva batas
waktu penyampalan Surat Pemberitabuan Tahunan
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 3 ayat |3) harud
b dan hurd ¢ sampalr déengan tangeal dibayarnya
kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan
paling lama 24 |dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihinung penuah 1 (satu) bulan.

(4) Tarif . . .
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Tarif bunga per bulan yvang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud peda ayat (1},
ayat (2}, dan awvat (3} dihitung berdasarkan suku
bunga acuan dibagi 12 {dua belas) yang berlalog
pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Pasal 27A dibhapus.

Di antara Pasal 27A dan Pasal 28 disisipkan 1 [satu)
pasal, yakni Pasal 27B schinggs berbunvi sebagal
berikut:

i1

(2

3

Pasal 27B

Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal
pengajuan keberatan, permohonan banding, atau
permmohonan peninjauan kembali yang dikabulkan
sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan
kalebihan pembayaran pajalk.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dibetikan terhadap kelebiban pembayaran pajak
paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang
disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemenksaan  atas  Surat Pemberitabuan  yang
menvatakan lebih bayar vang telah diterbitlian:

a. Sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
. Burat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

d. Sural Ketetapan Pyjak Hihil,

Wajib Pajak diberi imbalan bunga dalam hal
permohonan pembetulan, permohonan pengurangsan
atan  pembaltalan surat ketetapan pajak, atau
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Tagihan Pajak yang dikabulkan sebagian atau
selurubinya sehingga menyebabkan  kelebihan
pembayaran pajak,

{4) Imbalan . . .
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Imbalan bunga sébagaimana dimakyud pada ayat (1)
dan ayat [3) dibenkan:

4. berdasarkan tanf bungza per bulan yang
ditetapkan oleh Mentert Kenangan berdasarkan
sulny bunea acuan dibagi 12 (dua belas); dan

L. diberikan paling lama 24 (dua pulab empat)
bulan, sérta bagian dan balan dihitung penub 1
[satu) bulan.

Tard bunga per bulan sebagaimana dirnaksud pada
ayat 4] vang digunakan =¢bagai dasar penghitungan
imbalan bunga adalzh tarif bunga per bulan yang
berlald  pada  tanggal dimulzinvya  penghitangan
irmbalan bunga.

Imbalan bunga sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihutung sejak tanggral penecintan 3urat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapen Pagak Karang
Bayar Tambahan, Surat Ketstapan Pajak Lehih
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak MNihal sampa
dengsan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, ataun Putusan
Peminjavan Kembali,

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada avat (3)

dabmtumg:

a. sejak tanggal pembayaran Surat hEetetapan
Fajak Kuranpg Bayar atau Surat Kstetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan sampai dengan
tanggal  diterbitkannya Surat Keputisan
Pzembetulan, surat keputusan pengurangan,
atan pembatalan surat ketetapan pajak,

b, sejak tanggal penetbitan Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar atau Surat ketetapan Pajak Nihil
sampai dengan tanggal diterbitkennyva Surat
Keputusan Pembetulan, surat  keputusan
pengurangan, atau pembatalan surat Retetapan
pajak; atau

< sejak L
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c. sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak
sampal dengan tanggal diterbitkannya Surat
Kepumsan Pembetulan, surat Keputusan
pengurangan, atau pembatalan Surat Tagihan
Pajak.

(8] Ketsntuan lebih lanjt mengenai tata cara
pemberian imbalan bunga diatur dengan  atau
berdasarksn Peraturan Menten Eevangan.

Ketentuan Pasal 38 dinbah sehingga berbunyi sébagaa
berilout:

Pasal 38
Setiap orang yang karena kealpaannya:
a. tidak menyvampaikan Surat Pemberitahman; atau

.  menyampaikan Surat Pemberitahuan. teiapi isinya
tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara didenda paling sedilkdt 1 (zamu) kali jumlah pajak
terutang vang tidak ataw kurang dibayvar dan paling
banyak 2 {dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling
singkat 2 [bga) bulan atauw pabnog lama 1 (saty] tahuan.

Ketentuan Pasal 44B diubah sehingga Pasal 44B
berbunyi sebagai barkut:

Pasal 44B

{l}] Untuk kepentingan penerimaan negara, atas
permintaan Menteri Keuvangan, Jaksa Apung dapat
menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan paling lama dalam jangka walon &
lenam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

(2) Penghentian . . .
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Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
hanva dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang
pajak vang tidak atsn kurang dibayar atanu yang
tidak seharasnya dikembalikan dan  ditambah
dengat sanksi administrasi berupa denda sebesar 2
(tiga) kali jumlah pajak yang tidak atamn kurang
dabayar, atau yang tidak sshamisnya dikembablkan,
Estentuan lebih  lamgut méngenad  pernmtaan
penghentian  penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
diatur dengan atau berdasarlan Peraturan Menteri
Kenangan.

Pazal 114

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Homor 28 Tahun
20009 tentang Pajalr Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran
Megara PRepublik  Indenesia Tahun 2009 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
diubah sebagal benkut:

1.

Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai
bemkui:

Fasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a.

Retribusi Perizinan Berusaha terkait  persetujusn
banmunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusd
Persetujuan Bangunan Gedung:

Retribusi  Perizinan  Berusaha  terkait  tempat
penjualan minuman  beralkehol yanp  szelanjuinya
disebut Retribusi Tzin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol:

Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang
selanjutnya disebut Retribusi l=in Travelk; dan

Retribuzi Perizinan Beruszaha terkait perikanan vang
selanjutnya disebut Retribuzi Tzin Usaha Perikanan.

2. Pasal . .
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2. Pasal 144 dihapus,

3. Di antara Bab VIl dan Bab VIIl disisipkan 1 (s2tu) bab,
vakni Bab VIIA schingga berbuny sebagar barilout:

BAB VIIA
EEBIJAKAN FISEAL NASIONAL

YANQ BEREAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUS]

4. Diantara Pazal 156 dan Pasal 157 disismpkan 2 |dua) pasal
vaitn Pasal 156A dan Pasal 156B sehingga berbunyi
sebagal berikut:

Pasal 15GA

(1) Dalam rangka pelaksanzan Kebijakan fiskal nasional

{2)

dzm  wuntuk mendukung  kKebpaken kemudaban
berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan
industrl danfatau usaha yang berdaya =zaing tinggl
serta memberikan pelindungan dan pengaturan yang
peckeadilan, Pemerintah sesuai dengan  program
prioritas nasional dapat melakukan penyvesuaian
terhadap  kebjakan Paak dan  Retribusi yvang
ditetaplkan oleh Pemerintah Dadrah,

Kebjjakan fiskal naswonal vang berkaitan dengat
Fajak dan Retnbusl sebagamana dimaksud pada ayat
{1} berupa:

a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi
dengan penetapan tarif Pajak dan tanf Retribusi
yang berlaku secara nasional; dan

b. pengawasan dJdan ewvaluasi terhadap Peramaran
Daersh mengenal Pajek dan  Retribusi yang
menghambat ekesistem investasi dan kKemudahan
dalam beruszaha.

-3 Penetapan . . .
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Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasmwonal
sebagaimana dimaksnd pada ayat {2} hurud &
mencalnp tarf atas jenis Psjak Provinsi dan jenis
Pajak Kabupaten/Kota vang diatur dalam Pasal 2.

Penetapan tardi Retibusi yang berlabu  secara
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harul a
mencakup objek Retnbusl sebagamana dimtaksod
dalam Pasal 108

Kelenian mengenai tata cara penetapan tarif Pajak
dany taril Retribuzi yvang berlaku secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayar (1)} diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 136E

Dalam mendulung kebijakan Lkemudahan
berinvestasi, gubernurfbupatifwali lkota dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di
daerahnya.

Insentil Niskal sebagaimena dimaksud pada avat (1)
berupa pengurangan, Keringanan, dan pembebasgan,
atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.

Ingentil hskal sebagaimana dirnaksud pada ayat (2]
dapat diberikan atas permeohonan wapb pajak ataw
diberikann secara jabatan oleh kepala dacrah
berdasarkan perimbangan yang razional,

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] diberitahukan kepada DPRLDr dengan
melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam
memberikan msentif fisleal tersebue.

Pemberian insentif iskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daersh.

v antara Pasal 157 avat {(5) dan ayvat (&) disisipkan ]
(satup ayat, yakn ayat [5a) sehmpga berbunyn sebagad
benlout:

Pasal 157 ...
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Pasal 157

Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak
dan Betnibus yang telah disetypu bersama okh
cubemur dan DPRED provinsit sebelum ditetapkan
disampaikan Lkepada Menteri Dalam  Megeri dan
Menteri Kenangan paling lambat 3 (tiga} hari ketja
terhitung sepak tanggal persetajuan dimaksud,

Rancangan  Peraturan  Daerall  kKabupaten/kota
tertang Pajak dan REatnbus yang telah  digetupn
bersamna  olth  bupatifwali kota dan DPRDE
Rabupaten fkota sebelum ditetapkan disampaikan
kepada gubernur, Mentén Dalam Negerni, dan Menter:
K¢uangan paling lambat 3 ftga) hari kenja terhining
gejak tanggal persenijuan dimaksud.

Menteri Dalarmn Megern melakukan evaluasi terhadap
Rancangan Perataran Daersh sebagaimana dimaksud
pade ayat (1) untuk menguji kesesugian Rancangan
Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang
ini, kepentingan umum, danfatau  perzturan
perundang-undangan lam yang lebih tingm.

Gubernur melalukan evaliasi terhadap Rancangan
Peramuran Daerah sebagaimana dimaksud pada avat
(2} antak mengil kesesvaian Rancangan Peraturan
Daecralhh  dengan  Ketentuan Undang-Undang  ind,
lrepentingan umum, danfatau peraturan perundang-
undlangan lain yvang lebih oogs,

Menteri Dalam  Negeri dan  gubernur dalam
melakukan evalussi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dan ayat (4] berkoordimasi dengan Menteri
Kevangan.

Dalam  pelaksanaan  koordinasi sebagaimanta
dimaksud pads  esvat (31, Mentenn  Keuangan
melakukan evaluazi dari sisi  Lkebijakan fiskal
nasional.

Hasil evaluasi vang telah dikoordinasikan dengan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada apat
5] dapat betupa persetujuan ataw penolakan.

{7] Hasil . . .
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(7} Hasil evalnasi sebagaimana dimaksud pada ayat |7)

=]

1)

disampaikan oleh Menteri Dalam HNegeri kepada
gubernur  untuk Rancangan Peraturan Daerah
provinel dan oleh gubemur kepada bupatifwali kota
urntuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kata
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lna belas) han
kerja sejak diterimanya Bancangan Peraturan Daerzh
dimaksud dengan tembusan  kepada Menteri
Feaangai.

Hasll evaluaszi  berupa penclakan sehagaimana
dimaksud pada ayat (7) disampeiken dengan disertai
alasan penolakan.

Dalam hal hasil evaluasi bBerupa  persetajuean
sebagaimana dimaksud pada ayat (7). Rancangan
Peratwran Dasralh  dinaksud dapat  langsung
ditetapkan.

{10y Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan

sebagaimana dimaksud peda ayat (7)., Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud dapat dipecbaiki oleh
gubernur, bBupatifwali kota bersama DFED yang
bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembah
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
unmilk Rancanpgan Peratoran Daerah provinsi dan
kepada gubernar dan Mepnteri Eeuangan untuk
Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

o, HKetentuan Pasal 158 diwbah schingga berbunyi sebagai
berikat:

(1

Pasal 158

Peraturan Daerah yang telah  ditetapkan oleh
gubemur/bupatifwali kota disampaikan kepada
Menteri Dalam Negen dan Menten Keuvangan paling
lama 7 (wuh} hari kerja =etelah ditetapkan untuk
dilakukan evaluasi.

(2] Menten . |
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Menteri Dalam  Megeri dan  Menteri Keuangan
melalsukan svaluasi Peraturan Daerah
ProvinszifKabupaten/ Kota tentang Payak dan Reteibusi
vang telah berlaku untuk mengujl kéesesuaian antara
Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum
serta  antara  ketentuan peraturan  perundang-
undangan vang lebih tinggi dan kebijakan fiskal
nasional.

Dalam hal bYerdasarkan evaluzasi  sebagaimeana
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2}, Peraturan
Daeralh bertentangan dengan Eepentifigan Qmum,
peraturan perundang-undangan yang lebab tingg,
danfataun  kebijakan fiskal nasional, Menterd
Keuangan merekomendasikan dilakukannya
perubshan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada
Menteri Dalam Negeri.

Fenyampaian rekomendasi perubahan  Peraburan
Dasrah oleh Menteri Kevangan kepada Menteri Dalam
Megeri  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3)
dilakukan paling lambat 20 (dua puluh] hari kerja
gejak  tanggal diterimanya Peraturan  Dasrab
sebagaimana ditrnaksud pada ayac (1)

Berdasarkan rekomendasi perubahan  Peramran
Daerah vang disampaikan oleh Menteri Kevangan,
Menteri Dalam Megeri memerintahkan
gubstnurfbupatifwali  kota untuk  melakukan
perubahan Feraturan Daerah dalam wakou 15 {lima
belas) han kerja.

Jika dalam waktu 15 {lima belas] han Lkerm,
gubernurfbupatifwali  kota  tidak  melakukan
perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, Menteri
Cralam Negeri menyampailian rekomendasi pemberian
sanksi kepada Menteri Kenangan.

Ketentuan Pasal 159 dinbah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 159, ..
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Pasal 159

i1l Pelanggaran térthadap ketentuan  sebagaimana
thmaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan avat |2, sartg
Pasal 158 ayat {5) oleh Daerah dikenakan sanksi
berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi
Umum dan/atau Drana Bagi Hasil.

12} Pemberian sanksi  cleh  Menteri Keuangan
dilaksanakan sesuni déngan ketentuan peraturan
peratdang-undatigan,

Di antara Pazal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 {=sabg)

pasal, yakoi Pasal 1594 s=ehingga berbunyi scbagzi
benikut;

Pasal 1594
Eet¢ntuan lebih lanjut mengenai tata cara:

a. evaluasi Rancangan Peraturan Dasrah mengenai
Pajakk Daerah dan Retnbusi Daerah sebagaimana
dimalisud dalam Fasal 157;

b, ptngawasan  pelaksanaan  Peraturan  Da¢rah
mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
aturan pelaksansannya scbagaimana dimaksud
dalam Pazal 158; dan

c. pemberan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 159

diatur dalam Peratgran Pernerintah.

Bagian Kedelapan

Impor Eemeditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman

Pasal 115 . ..
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Faszal 11>

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perlimdungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembndi Daya lkan, dan Petambak Garam |Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870] diubah
sebagal benkut:

1. Ketenituan Pasal 1 angka 4 diubabh sehingga Pasal |
berbunyi sebagai beriboat:

Faszal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Nelayan, Permbudi Daya kan, dan Petambak
Caram adalah zegala vpaya untuk membanta Nelayan,
Fembudi Daya [kan, dan Petambak Garam  dalam
menghadapi permasalahan kKesulitan melakukan Usaha
Perikanan atau Usaha Pergaraman.

2. Pemberdasyaan HNelayan, Pembudi Daya lkan, dan
Petambak Garam  adalah segala upaya untuk
meningkatkan kermampuan Nelayan, Pembudi Daya Tkan,
dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha
Penilianan atau Usaha Pergaraman secara leinh bald.

3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahanannya
melakukan Penangkapan [kan.

4, Nelaysn Kecill adalah orang yvang mata pencahanannya
orelakubkan  penangkapan  tkan  untok memenuvhi
kebutuhan hidup sehan-han, baik wvang menggunakan
kapal penangkap lkan maupun yang tidak menggunakan
kapal penangkap lkan.

5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan
Penangkapan lkan di perairan vang metupaken hak
Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara
taren-temuran sesuai dengat budaya dan keanfan lokal.

0, Nelavan . ..
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Melavan Buruh  adalah  Melayan vang menyvediakan
tenaganya vang turut serta dalam usaha Penangkapan
[kan,

Melavan Pemilk adalah Nelayan yang memiliki kKapal
penangkap lkan yang digunakan dalam usaha
Pepanglcapan  [kan  dan  secara aktif  melakukan
Pepnanghkapan lkan.

Penangkapan [kan adalah kegiatan uantuk mempercleh
Ikan di paraitan yang tidal dalam keadsaan dibudidayalian
dengan alat dan cara yang mengedepankan asas
keberlangutan dan kelestarian, termasuk Kegiatan yang
mengeunakan  kapal uniui  memual, menganglout,
menyimpan, mendinginkan, menangani, —mengolah,
dan fatan mengawetkannya,

Pembudi Daya lkan adalah Setiap Orang vang mata
pencahatiannya melakukan Pembudidaysan ITkan  air
tawat, lkan air payan, dan lkan air laut,

Pembudi Daya lkan Kecil adalah Pembudi Daya lkan yang
melakukan  Pembudidayazsn [kan untul memenuhi
kebutithan hidup sehari-han,

Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Dayz lkan
vang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan lkan,

Pemsilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya [kzan yang
memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif
melalkukan kegiatan Pembodidayazan [kan.

Pembudidavaan Ikan adalab kegiatan untulk memelihara,
membesarkan, danfatau membiakkan lkan  serta
memanen hasilnya dalam lingkungan vang terkontrol,
termasuk  Kegiatan  yang menggunalian  kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengoelah, dan fatan mengawetkannya.

Petambak Garam adalah Setiap Orang vang melakuban
kegiatan Uszaha Peargaraman.

Petambalk QGaram Kecll adalah Petambak Garam yang
melakukan Usaha Pergaraman pada lahannva sendin
dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare <dan
perebuigs Garam.

16, Penggarap . . .
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Penggarap Tambak Garam adalah Pstambak Garam yang
menyediakan t+naganya dalam Usaha Pergaraomman.

Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang
memiliki hak atas lshan yvang digunakan untul: produksi
Garam dan secara aktif melakukan Usaba Pergaramai,

[kan adalah =egala jeniz organizsme yang selurubh aian
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan
perairan.

Garam adalah senvawa kimia vang komponen utamanya
berupa natriam Klorida dan dapat mengandung unsur
lain, seperti magnesiom, kalsham, besi, dan Kalium dengan
bahan tambahan atan tanpa bahan tambahan iediam.

Perikanan adalah semmua kegistan yvang berhubungan
dengaty pengelolaan dan pemanfastan sumbetr daya lkan
dan lingkungannya mula dari praproduksi, produksi,
pascaproduksy, dan penpolahan sampsa dengan
pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis
Perikanan.

Pergaraman adalah sermua hal yvang kerhubungan dengan
praproduks:, produltsi, pascaproduksi, pengolahan, dan
pernasaran Garam,

Usaha Penkanan adalah kegiatan yang dulaksanakan
dengan  sistern bisnis Perikanan yang  meliputi
praproduksl, produksi, pascaproduksi, pengelahan, dan
PEMASATAN,

Usaha Pergeraman azdalah keglatan vang dilaksanakan
dengan sistern bisnis  Pergaraman  yang melipuh
praprodulsi, produksi, pascapreduksi, pengelehan, dan
pemasatran.

Komoditas Perikanan adalah hasil dan Usaha Perlkanan
yang dapat dipgrdagangkan, dismmpan, danfatana
dipeertukarkan.

Eomoditas  Pergaraman  adalah hasil  dan Usaha
Pergaraman Yang dapat diperdagangkan, disimpan,
dan fatau dipertukarkan.

Satiap Orang adalah orang persecrangan atau korporasi,
badle yang berbentuk badan hulum maupun yang tidak
berbadan huloam.,

27, Pelaloa .
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Pelaku Uszsha adalah orang perseorangan atau korporasi
yang melakukan wsaha prasarana danfatau  sarana
produksi Periksnan, prasarana danfatan sarana produksi
Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta
produks Garam yvang berkedudukan di wilayvah hukum
Republik [ndonesia,

Kelembagaan adalah lembage yang ditumbuhkembangkan
dari, oleh, dan unik Nelayan, Fembudi Daya [kan, atau
Patambak Garam atau berdasarkan budaya dan keanfan
lolkal.

Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau
Pembudi Daya MNcan dan pihal pervsahaan asuransi untuk
mengikatkan din  delam pertangEungan risiko
Penangkapan lkan atau Pemnbudidayaan 1kan.

Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak
Garam dan pihak perusahaan  asurans untuk
mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha

Pergaraman,

Penjarminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh
perusahasn  pegjaminan  atas  pemenuhan  kewajiban
{inanzial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Craram kepads perusahasn pembiayaan dan bank,

Pemerintaly Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
vang rmemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan rmenteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Femerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  pemenntahan  dacrabh  yvang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah stoncm.

. Menteri adalah menter1 yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan Penkanan,

Ketentan Pasal 37 diubah sehingga berbunyr sebagai
berikut:

Pasal 27 ...
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Pazal 37

Pemerintah Pusal mengendalikan impor Komoditas
Perikanan dan Koemeditas Pergaraman.

Hetentuan lebih lanjut mengenal pengendalian impor
Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur de2ngan Peraturan
Pemerintah.

. Ketentuan Paszal 38 diubah sethingga herbunyi sebagai

berikut:

(1}

{2)

FPazal 38

Setiap Orang dilarang mengmapor  Eemoditas
Perikanan dan komoditas Pergaraman yvang tdak
sesual  dengan tempat pemasukan, jenis, wakiu
pemasukan, danfatau standar muma wajib yang
ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjur mengenai tempat pemasulan,
jenis, wakimy pemasukan, danfatau standar mnatun
sehagaimana dimaksud pada ayat [1) diatur dengan
Feraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu] pasal,

valini Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai bertkut:

Paszal 384

11 SBetiap Orang vang melalukan imper Komoditas

Perikanan dan Eomoditas Pergaraman yvang tidak
sesual dengan  tempal pemasukan, jenis,  waltu
pemasukan, danfatau standar mutu wapb yang
ditetapkan oleh Pemenntah sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 38 dikenai sanksi admunistratd berupa-

a. penghentign sementara kegiatan,
b. pembekuan Perizinan Berusaha;
c. denda administratid;

d. paksaan .. .
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d. paksaan pemerintah; danfatau
¢. pencabutan Perizinan Berusaha.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kritena, jems,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratl sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
diatur dengan Peraniran Pemerintah.

. Ketentwan Pasal 74 dinbah sehingga berbunyi sebagai

berikiut:
Pasal 74

Setlap Orang yang melakukan mmpor Komoditas Parikanan
dan Komoditas Pergaraman vang bdak sesual dengan
tempat pemasukan, jenis, wakin pemasukan, dan/atan
standar mum wajib yang ditetapkan ¢leh Pemerintah
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 38 vang
mengakibatkan tmbulnva Lkorban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan  hudap
dipidana dengan pidana perjara pahng lama 4 {empat)
tahun danfatau pdana denda paling banyak
Rpt& GO0, 000 003,00 |enam miliar rupiah}.

Bagian Kesembilan
Wajib Daltar Perusahaan

Pasal 116

Undang-Undang Nemor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Ferusahaan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
1962 Neomwer 7, Tambabhan Lembaran HNegara Republik
Indonesia Nomor 2214} dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kesepuluh
Badan Uzaha Milik Desa

Pasal 117 . ..
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Pasal 117

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Normor & Tabun
2014 tentang Desa |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nemor 7, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5495 divbah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka ¢ diubah sehingga Paszal 1
berbuny sehagai beriloat.

Pasal 1

Dialamn Undang-Undang im yang dimaksud dengan:

1.

Deza adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjuinya dissbut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memilikd batas
wilavah yang berwenang untak  mengatur  den
Mengurs  urasan  permcnntahan, Kepenlmgan
masyarakat  szetempat  berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atan hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam  sistem
pemermtahan Negara Kesatman Republik Indonesia,

Pemerintahan Desa adalah penvelenggaraan unisan
pemerinizhan  dan  kepentingan  masyarakat
setempat  dalam  gistem pemerintahan  Negara
Kesatuan Republik Indenesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yvang
disebut dengan nama lain yang dibanty perangkat
Desa sebagal unsur penyelenggara Pemenntahan
Desn,

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
dengan nama lain  adalah  lembaga yang
melaksanalkan fangsi pemerintahan Vang
anggotanya merypalkan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keierwakilan wilavah dan ditstapkan
secara demokratis.

5. Musyawarah . . .
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Musyawatah Desa atan yang disebut dengan niama
lain adalah musyawarah antara Badan
Permsyawaratan Desza, Pemerintah Desa, dan
unsur masyaralat vang diselenggarakan oleh Badan
FPermusyawaratan Desa untuk menyepalkati hal yang
bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BEUM Dwesa, adalah Badan Hukum yang didirikan
aleh desa danfatau  bersama  desa-desa guna
mengelala usaha, meamaniaatkan aset,
mengsmbangkan investasti  dan  produktivitas,
menycdiakan jasa pelayanan, dan/fatan
menyediakan jenis usaha lainnya untul sebesar-
besarnya kesejahteraan masyacakat Desa.

Peraturan Desa adelah  peraturan perundang-
undangat yang ditetaplian oleh Kepala Désa setelah
dibahas dan  dis¢pakati bersama ~ PBadan
Fermusyawaraian Desa,

Pernbangunan Desa adalabh upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidopan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Eawasan  Perdesaan adalah  kawasan  yang
mempunyai kegiatan wtama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan  susunan
fungsi kawasen sebagal tempat  permukiman
perdesaan, pelavanan jasa pemernntahan, pelayanan
s0sial, dan kegiatan ekonomi.

Keuvangan Desa adalah sermmua halk dan kewajiban
Dieza yang dapat dinilai dengan vang serta segala
sesuan) berupa vang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hal dan kewajiban Desa,

Aset Desa adalah bBarang milik Desa yang berasal
dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perslehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayzan . . .
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Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah  apaya
mengembangkan kemandirian dan  kesejabiteraat
masyvarakat dengen meningkaikan pengetabuan,
sikap,  keterampilan,  perilaln,  kemampuan,
kezadaran, serta memanfaatkan  sumber deya
melalui penctapan kebijaltan, program, kegiatan,
dan pendampingan vang sesual dengan esensi
maszalah dan pooritas Rebutuhan masyacaliat Desa,

Pemenintah Pusat selanjumya dissbut Pemetintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Repubbk Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam  Undang-Undsang
Crasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemetintahan Daerah adalah Pemenintah Daerah
dan Dewan Perwakilan  Ralorat  Daerah vang
menyekenggaralian  urasan pemerimiabhan menurat
asas otonoml dan tugas pembantuan dengan prinsip
ctoniomi seluas-luasnya dalam sistern dan prnnsip
Megara Kesatunan Republilc Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undaeng-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah lepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan dasrah otonom.

Mertteri adalah menterd yang menangani Desa,

katentuan Pasal BY diubah sehingga berbunyn sebagsa
berikut:

(1}
(2)

(3}

Pasal 87
Desa dapat tnendirikan BUM Dega.

BUM Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dikelola  dengan  semangat  kekeluargaan  dan

Kegotongroyongan.
BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang

ekonomi danfatan pelayan